


Tata Kelola 
Perusahaan

Good Corporate 
Governance

Untuk menunjang upaya
perwujudan visi dan misi Perseroan, WIKA terus berupaya untuk 

meningkatkan kualitas penerapan tata kelola perusahaan dengan 
melakukan benchmark terhadap best practice dan standar yang 

berlaku secara internasional.

To realize its vision and mission, WIKA continues to improve the quality of its 
corporate governance by benchmarking against international best practices 

and standards.
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KOMITMEN PERUSAHAAN DALAM 
MENERAPKAN CORPORATE GOVERNANCE 
DAN GOVERNANCE OUTCOME
Company Commitment to implementing Corporate 
governance and governance outcome

Di penghujung tahun 2019, tepatnya pada tanggal 
11 Desember 2019, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. di 
tetapkan sebagai salah satu perusahaan yang masuk 
kategori sebagai “Perusahaan Sangat Terpercaya/
Indonesia Most Trusted Companies” pada ajang Corporate 
Governance Perception Index (CGPI) ke-18 yang merupakan 
hasil kerjasama Indonesian Institute for Corporate 
Governance (IICG) dan Majalah SWA. 

CGPI merupakan ajang apresiasi bagi perusahaan 
yang berkomitmen dan konsisten menerapkan Good 
Corporate Governance (GCG) secara berkelanjutan yang 
penilaiannya ditetapkan pada tiga aspek utama, yaitu 
aspek Compliance mengenai kepatuhan pada regulasi 
yang berlaku, Conformance mengenai kesesuaian pada 
etika bisnis yang berlaku dan Performance mengenai 
keberhasilan peningkatkan kinerja dalam meraih 
profitabilitas perusahaan. Kategori Perusahaan Sangat 
Terpercaya merupakan peringkat tertinggi yang diberikan 
kepada perusahaan setelah melalui proses riset, validasi, 
analisis dan proses lainnya.

Bagi WIKA, penghargaan CGPI bukanlah untuk kali 
pertama. Perseroan telah meraih penghargaan tersebut 
sebanyak 5 kali. Hal ini menunjukan bahwa penerapan 
prinsip GCG sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan 
dari operasional WIKA. Perseroan berupaya untuk 
terus memelihara integritas dan berbenah diri dalam 
penerapan komitmen GCG demi mencapai tujuan sebagai 
sebuah entitas bisnis yang adaptif, berkesinambungan 
serta berkembang dengan memiliki daya saing.

Perseroan telah menetapkan sejumlah standar etika 
perilaku dan bisnis untuk melindungi kepentingan 
pemegang saham dan pemangku kepentingan. Untuk 
mendukung upaya tersebut, Perseroan membentuk 
governance structure, sebuah kerangka kerja tata 
kelola perusahaan untuk mengatur hubungan antara 
Perusahaan dengan Pemegang Saham, Dewan Komisaris, 
Direksi serta para pemangku kepentingan lainnya. Dengan 
mengacu pada kerangka kerja ini, Perseroan menjalankan 
Governance Process dan meraih Governance Outcome yang 
mendukung kesehatan finansial dan pencapaian tujuan 
Perusahaan sesuai aspirasi pemangku kepentingan.

On December 11, 2019, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. was 
designated as a company in “The Most Trusted Company 
/ Indonesia Most Trusted Companies” category at the 
18th Corporate Governance Perception Index (CGPI) 
event, a collaboration between the Indonesian Institute 
for Corporate Governance (IICG) and SWA Magazine.

CGPI shows their appreciation for companies that 
are committed and consistent in implementing Good 
Corporate Governance (GCG) on an ongoing basis. 
Their assessments cover three main aspects, namely 
compliance with applicable regulations, conformity 
with applicable business ethics and performance 
improvement to achieve company profitability. The Most 
Trusted Company category is the highest rating given 
to companies, and goes through a process of research, 
validation, analysis and other processes.

WIKA has won this CGPI award 5 times, showing that the 
application of GCG principles has become an inseparable 
part of WIKA’s operations. The Company strives to 
maintain integrity and improve itself in implementing 
GCG commitments to achieve its goals as an adaptive, 
sustainable, growing and competitive business entity.

The Company has established a number of ethical and 
business ethical standards to protect the interests of 
shareholders and stakeholders. To support these efforts, 
the Company has a governance structure, a corporate 
governance framework to regulate the relationship 
between the Company and the Shareholders, Board 
of Commissioners, Board of Directors and other 
stakeholders. Referring to this framework, the Company 
runs Governance Processes and achieves Governance 
Outcomes that supports the Company’s financial health 
and goals in accordance with stakeholder aspirations.
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Governance Framework

Komitmen Perseroan dalam menerapkan corporate 
governance diwujudkan dalam Corporate Governance 
Framework sebagai berikut:

Governance Structure Governance ProceSS Governance outcome

• Organ Utama 
• Organ Penunjang 
• Infrastruktur
•	 Main Bodies
•	 Supporting Bodies
•	 Infrastructure

• Pemenuhan Hak Pemegang Saham dan Perlakuan 
yang Sama Kepada Seluruh Pemegang Saham. 

• Pemenuhan Hak Para Pemangku kepentingan. 
• Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan 

Dewan Komisaris. 
• Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan 

Perseroan.
•	 Fulfillment	of	Shareholders’	Rights	and	Equal	

Treatment	to	all	Shareholders.
•	 Fulfillment	of	Stakeholders’	Rights.
•	 Execution	of	the	Board	of	Directors	and	Board	of	

Commissioners	duties	and	responsibilities.
•	 Transparency	in	the	Company’s	financial	and	non-

financial	condition.

• Mengoptimalkan nilai Perseroan sehingga memiliki 
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun 
internasional. 

• Mendorong pengelolaan Perseroan secara 
profesional, efisien, dan efektif dan meningkatkan 
kemandirian Organ Perseroan. 

• Mendorong Organ Perseroan dalam membuat 
keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi 
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap 
Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran 
akan adanya tanggung jawab sosial Perseroan 
terhadap pemangku kepentingan maupun 
kelestarian lingkungan hidup. 

• Meningkatkan kontribusi Perseroan dalam 
perekonomian nasional. 

• Meningkatkan iklim yang kondusif bagi 
perkembangan investasi nasional.

•	 Optimized	Company	values	with	strong	
competitiveness,	both	nationally	and	internationally.

•	 Encouraged	Company	management	who	work	
professionally,	efficiently	and	effectively	and	increased	
independence	of	the	Company’s	bodies.

•	 Encouraged	Company	bodies	who	make	decisions	
and	implement	actions	based	on	high	moral	values	
and	in	compliance	with	laws	and	regulations,	as	well	
as	awareness	of	the	Company	’s	corporate	social	
responsibility	towards	stakeholders	and	environmental	
sustainability.

•	 Increased	Company	contribution	to	the	national	
economy.

•	 Improved conducive climate towards national 
investment	development.

Dasar PeneraPan 
corPorate Governance

Penerapan GCG di WIKA mengacu kepada beberapa 
ketentuan yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas; 
2. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN); 
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 

45 tahun 2001 tentang perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang 
Perusahaan Perseroan (Persero);

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/
MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan 
perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN No. 
PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012; 

Governance Framework

The Company’s commitment to applying corporate 
governance is embodied in the Corporate Governance 
Framework as follows:

Basis For corPorate 
Governance aPPlication

The application of GCG in WIKA refers to the 
following provisions:
1. 2 0 0 7  L a w  N o .  4 0  c o n c e r n i n g  L i m i t e d 

Liability Companies;
2. 2003 Law No. 19 concerning State Owned Enterprises 

(SOE);
3. Republic of Indonesia Government Regulation No. 

45 of 2001 concerning amendment to Government 
Regulation Number 12 of 1998 concerning Limited 
Liability Companies (Persero);

4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. 
PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning 
the Implementation of Good Corporate Governance 
in SOEs and amendment to the SOE Ministerial 
Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012;
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5. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara Nomor: SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada BUMN;

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2015 
tentang Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik;

 
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/

POJK.04/2015 tentang Keterbukaan atas Informasi 
atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan 
Publik; 

8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/
POJK.04/2015 Tentang Penerapan Pedoman Tata 
Kelola Perusahaan Terbuka;

Selain itu, untuk lebih mengefektifkan implementasi 
GCG, Perseroan juga melakukan praktik-praktik bisnis 
terbaik yang mengacu: 
1. Prinsip-prinsip Corporate Governance untuk State 

Owned Company yang dikembangkan oleh Organization 
for	Economic	Co-operation	and	Development (OECD); 

2. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
3. Penerapan GCG dengan melihat indeks terkait 

tata kelola perusahaan atau Corporate Governance 
Perception Index (CGPI); 

4. Penilaian penerapan bisnis ekselen melalui 
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) khususnya 
pelaksanaan tata kelola dan kepemimpinan. 

5. Pedoman GCG Indonesia yang dikembangkan oleh 
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 
Tahun 2006.

Internalisasi dari berbagai Peraturan Perundang-
undangan dan Pedoman tersebut ke dalam kebijakan 
internal Perseroan merupakan komitmen dari Dewan 
Komisaris dan Direksi beserta seluruh human	capital 
Perseroan. Komitmen terhadap penerapan GCG tersebut 
ditunjukkan sebagai berikut:

5. Ministry of State-Owned Enterprises Secretary Decree 
No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning 
Indicators / Parameters and Evaluation Indicators 
for the Application of Good Corporate Governance 
in SOEs;

6. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 
8/POJK.04/2015 concerning Issuers or Public 
Company Websites;

7. OJK Regulation No. 31/POJK.04/2015 concerning 
Transparency of Material Information or Facts by 
Issuers or Public Companies;

8. OJK Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning 
the Implementat ion of  Publ ic  Company 
Governance Guidelines;

In addition, to streamline an effective GCG 
implementation, the Company also follows best business 
practices including:
1. Corporate Governance Principles for State Owned 

Companies developed by the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD);

2. ASEAN Corporate Governance Scorecard;
3. GCG Implementation based on the Corporate 

Governance Perception Index (CGPI);

4. Assessment of excellence business Implementation 
through the Superior Performance Assessment 
Criteria (KPKU), specifically for governance 
and leadership.

5. Indonesian GCG Guidelines developed by the National 
Governance Policy Committee (KNKG) in 2006.

Internalizing the various Regulations and Guidelines into 
the Company’s internal policies is a commitment of the 
Board of Commissioners and Board of Directors and 
all the Company’s human capital. The commitment to 
implementing GCG is shown as follows:
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GooD corPorate Governance

Proses GcG/GCG PROCESS

strUktUr GcG/GCG Structure

PrinsiP GcG/ GCG PRinCiPlE

komitmen GcG/ GCG COMMiTMEnT

regulasi/Regulations

Transparency

visi/ Vision misi/ Mission
nilai Budaya Perusahaan

nilai Budaya Perusahaan

Accountability Responsibility independency Fairness

orGan Utama/ Main Bodies orGan PenDUkUnG/ Supporting Bodies

infrastruktur/ infrastructurePraktik terbaik/Best Practices

• Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan 
yang baik secara berkelanjutan

• Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
• Dewan Komisaris
• Direksi
• Pengungkapan Informasi dan Transparasi

•	 Commitment	to	the	implementation	of	sustainable	good	
corporate governance

•	 Shareholders	and	GMS	/	Owners	of	capital
•	 Board of Commissioners
•	 Board	of	Directors
•	 Information	Disclosure	and	Transparency

• RUPS
• Dewan 

Komisaris
• Direksi

•	 GMS
•	 Board of 

Commissioners
•	 Board of 

Directors

• Organ Pendukung Dewan Komisaris
• Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit 

serta Komite Nominasi, Renumerasi dan GCG
• Organ Pendukung Direksi
• Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan 

Intern dan Satuan Kerja Lainnya

•	 Supporting	Bodies	Under	the	Board	of	Commissioners
•	 Secretary	to	the	Board	of	Commissioners,	Audit	

Committee	and	Nomination,	Remuneration	and	GCG	
Committee

•	 Supporting	Bodies	Under	the	Board	of	Directors
•	 Corporate	Secretary,	Internal	Audit	Unit	and	Other	

Work Units

Komitmen Perseroan dalam menerapkan GCG 
ditunjukkan komitmen perseroan dalam menerapkan 
GCG ditunjukkan dengan senantiasa berpegang pada 
asas-asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas 
responsibilitas, independensi dan fairness, dalam 
mewujudkan visi dan menjalankan misi perseroan.  

Berdasarkan asas-asas GCG, Perseroan mengembangkan 
struktur GCG yang meliputi organ utama dan organ 
pendukung guna menjalankan mekanisme GCG sesuai 
Peraturan Perundang-undangan serta best practices 
yang ada. Dengan mendasarkan kegiatan usahanya 
berdasarkan prinsip-prinsip GCG, diharapkan akan 
tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang.

The Company’s commitment to applying GCG is reflected 
in the company’s commitment to the GCG principles, 
namely transparency, accountability, responsibility, 
independence and fairness, when realizing the company’s 
vision and mission. 

Based on the GCG principles, the Company has 
established a GCG structure including the main bodies 
and supporting bodies that apply the GCG mechanism in 
accordance with the prevailing laws and best practices. 
By basing its business activities on GCG principles, long-
term business sustainability is expected.\
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Governance oUtcome

Efektivitas penerapan GCG tercermin dari governance 
outcome yang telah diperoleh. Perseroan dan para 
pemangku kepentingan telah mendapatkan manfaat 
dari penerapan GCG dengan dicapainya kinerja keuangan 
maupun operasional yang baik di tahun 2019 sebagai 
berikut: 
1. Penjualan mencapai  : 27,12 triliun.
2. Laba Bersih mencapai  : 2,62 triliun.
3. Kontrak Dihadapi mencapai  : 117,70 triliun.
4. Kontrak Baru mencapai  : 41,18 triliun.

Di samping itu, hasil dari implementasi GCG juga terlihat 
dari kepercayaan pihak eksternal kepada Perseroan, 
antara lain:
1. Penilaian terbaik dalam kategori Top Governance, 

Risk & Compliance (GRC) #4 Stars, oleh TOP GRC 
yang bekerjasama dengan majalah TOP Business 
pada tanggal 22 Agustus 2019;

2. Anugrah The Most Committed GRC Leader 2019 
yang disampaikan kepada Direktur Utama PT WIJAYA 
KARYA (Persero) Tbk Bpk. Tumiyana  oleh TOP GRC 
yang bekerjasama dengan majalah TOP Business 
pada tanggal 22 Agustus 2019;

3. Penerimaan 9th Annual Corporate Institutional 
Investor Award  kategori Top Two Strongest Adherence 
to Corporate Governance oleh Alpha South East ASIA 
pada tanggal 17 September 2019;

4. Penghargaan 20 Besar Top 50 Emiten BigCap dan  
Best Role of Stakeholders oleh Indonesian Institute for 
Corporate Directorship pada tanggal 15 Oktober 2019;

5. Penghargaan sebagai Indonesia Most Trusted 
Companies : Most Trusted Company Based on 
Corporate Governance Perception Index (GCPI) oleh  
IICG pada tanggal  11 Desember 2019.

Berikut adalah penghargaan yang diterima oleh WIKA 
dari Januari – Desember 2019. Penghargaan ini menjadi 
bukti bahwa kekuatan di setiap elemen bisnis WIKA 
menarik perhatian publik dan apresiasi diberikan kepada 
perusahaan, dan menjadi kebanggaan WIKA sebagai 
perusahaan yang  selalu berkomitmen memberikan 
pelayanan terbaik untuk Stakeholder.

no nama PenGharGaan
AwArd NAme

JeniS PenGharGaan
Type  of  AwArd

Waktu 
PenGanuGerahan

dATe  of  AwArd

Pemberi  PenGharGaan
preseNTer

1 Living Legend Company: Leading in Pre-Cast 
Concrete Industry

Corporate Award 18 Januari 2019
January 18, 2019

Majalah Warta Ekonomi
Warta	Ekonomi	Magazine

2 Indonesia Top Digital PR Award 2019 Corporate Award 25 Januari 2019
January 25, 2019

TRAS N CO Indonesia

Governance oUtcome

GCG effectiveness is reflected in the governance 
outcomes obtained. The Company and its stakeholders 
have benefited from applying GCG achieving good 
financial and operational performance in 2019 as follows.

1. Sales reached : 27.12 trillion.
2. Net profit reached : 2.62 trillion.
3. Current contracts reached : 117.70 trillion.
4. New contracts reached : 41.18 trillion.

In addition, the GCG results can be seen from the external 
parties confidence in the Company, including:

1. Best rating in the category of Top Governance, 
Risk & Compliance (GRC) #4 Stars, by TOP GRC in 
collaboration with TOP Business magazine on August 
22, 2019;

2. The Most Committed GRC Leader 2019 award 
presented to the President Director of PT WIJAYA 
KARYA (Persero) Tbk., Tumiyana by TOP GRC in 
collaboration with TOP Business magazine on August 
22, 2019;

3. 9th Annual Corporate Institutional Investor Award 
category Top Two Strongest Adherence to Corporate 
Governance from Alpha South East ASIA on September 
17, 2019;

4. Top 20 award in the 50 BigCap Issuers and Best Role 
of Stakeholders Award by the Indonesian Institute for 
Corporate Directorship on October 15, 2019;

5. Indonesia Most Trusted Companies Award: Most 
Trusted Company Based on the Corporate Governance 
Perception Index (GCPI) by IICG on December 11, 
2019.

The following were awards received by PT WIJAYA KARYA 
(Persero) Tbk. between January - December 2019. These 
awards are proof that the strength in every element 
of WIKA’s business has attracted public attention and 
appreciation in the company, and WIKA is proud that 
it is always committed to providing the best service 
for stakeholders.
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no nama PenGharGaan
AwArd NAme

JeniS PenGharGaan
Type  of  AwArd

Waktu 
PenGanuGerahan

dATe  of  AwArd

Pemberi  PenGharGaan
preseNTer

3 2018 Asia Sustainability Reporting Awards 
Category:
Asia's Best Workplace Reporting
Asia's Best Report Deisgn

Corporate Award 06 Maret 2019
March	6,	2019

Asia's Sustainability Reporting 
Awards (ASRA)

4 "Inovasi dan Transformasi Digital", Indonesia 
Toward Industry 4.0 Era Category: Top Digital 
Innovation for Smart & Intelligence Building 
Construction 2019
"Digital	Transformation	and	Innovation",	Indonesia	
Toward	Industry	4.0	Era	Category:	Top	Digital	
Innovation for Smart & Intelligence Building 
Construction 2019

Corporate Award 27 Maret 2019
March	27,	2019

itech (IT TELCO for Performance 
& Competitiveness)

5 8th Anugerah BUMN 2019, Kategori Big Corporate 
"Ekspansi Global Terbaik II"
8th	BUMN	Award	2019,	Big	Corporate	"Best	Global	
Expansion	II"	Category

Corporate Award 28 Maret 2019
March	28,	2019

BUMN Track

6 The Best Overall Indonesia Innovation Awards Corporate Award 25 April 2019
April	25,	2019

Indonesia Innovation Award 
2019

7 The Best Innovation on Construction 2019 
atas terobosan dan inovasi, Design & Build 
Pembangunan Aksesibilitas Darat Flyover Tapper 
Terminal Teluk Lamong
The	Best	Innovation	on	Construction	2019	for	
breakthroughs	and	innovations,	Design	&	Build	Land	
Accessibility	Development	for	the	Flyover	Tapper	
Terminal	Teluk	Lamong

Corporate Award 25 April 2019
April	25,	2019

Indonesia Innovation Award 
2019

8 The Best CEO CEO Award 25 April 2019
April	25,	2019

Indonesia Innovation Award 
2019

9 Best Supply Chain Solution - Supplier Financing 
Programme that Enhanced Payment Terms with Key 
Supply Chain and Risk Management Awards 2019

Corporate Awards 30 April 2019
April	30,	2019

The Asset Asian Awards 2019, 
Hongkong

10 100 Best Listed Companies Awards 2019 - Kategori 
Emiten Terbaik Sektor Konstruksi
100	Best	Listed	Companies	Awards	2019	-	The	Best	
Issuer	in	the	Construction	Sector	Category

Corporate Awards 16 Mei 19
May	16,	2019

Majalah Investor
Investor Magazine

11 1. 2018 Vision Awards 
Category:

• Silver Award
• Technical Achievement Award
• Top 10 Indonesian Reports of 2018
• Outstanding Production Values

Corporate Awards 15 Juli 2019
July 15, 2019

League of American 
Communications Professionals

12 CSA Awards 2019 - Kategori Growth Stock Corporate Awards 18 Juli 2019
July 18, 2019

CSA Research & AAEI

13 Indonesia Digital Popular Brand Award 2019 - 
Kategori Jasa Kontraktor: Popular Brand Based on 
Search Engine, Social Media and Website Based
Indonesia	Digital	Popular	Brand	Award	2019	-	
Contractor	Services	Category:	:	Popular	Brand	Based	on	
Search	Engine,	Social	Media	and	Website	Based

Corporate Awards 25 Juli 2019
July 25, 2019

Trans n Co, Info Brand

14 Top Governance, Risk & Compliance (GRC) #4 Stars Corporate Award 22 Agustus 2019
August	22,	2019

TOP GRC 2019

15 The Most Comitted GRC Leader 2019 kepada 
Direktur Utama Tumiyana

CEO Award 22 Agustus 2019
August	22,	2019

TOP GRC 2019

16 The Best Issuers 2019 in Property, Real Estate & 
Building Construction Sector (Asset above 50T)

Corporate Award 29 Agustus 2019
August	29,	2019

Indonesia Best Issuers Awards 
(IBIA) 2019 - Pikiran Rakyat

17 Champion for Asean 2019 Sektor Konstruksi Corporate Award 05 September 2019
September 5, 2019

MarkPlus. Inc
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no nama PenGharGaan
AwArd NAme

JeniS PenGharGaan
Type  of  AwArd

Waktu 
PenGanuGerahan

dATe  of  AwArd

Pemberi  PenGharGaan
preseNTer

18 9th Annual Corporate Institutional Investor Award
• The Most Improved Investor Relations
• Top Two Most Organized Investor Relation
• Top Two Strongest Adherence to Corporate 

Governance
• Top Three Best Strategic Corporate Social 

Responsibility in Indonesia

Corporate Award 17 September 2019
September	17,	2019

Alpha South East ASIA

19 RRI Gold Winner Brand Strength and Social Economy 
Contribution

Corporate Award 26 September 2019
September	26,	2019

RRI and Iconomics

20 20 Besar Top 50 Emiten BigCap dan  Best Role of 
Stakeholders

Corporate Award 15 Oktober 2019
October 15, 2019

Indonesian Institute for 
Corporate Directorship

21 Indeks 25 Perusahaan SRI KEHATI
SRI	KEHATI	Index	of	25	Companies

Corporate Award 22 Oktober 2019
October 22, 2019

Yayasan KEHATI

22 Juara I International Year in Infrastructure 2019, 
Kategori "Going Digital Advancements in Bridges"
Award	I	International	Year	in	Infrastructure	2019,	
"Going	Digital	Advancements	in	Bridges"	Category

Corporate Award 24 Oktober 2019
October 24, 2019

Bentley, Singapura

23 Top 10 Best of the Best Award 2019 Corporate Award 31 Oktober 2019
October	31,	2019

Forbes Indonesia Best of The 
Best Award 2019

24 Padmamitra Award  kategori Contributing to 
Sustainability Development Goals (SDGs)
Padmamitra	Award		-	Contributing	to	Sustainability	
Development	Goals	(SDGs)	Category

Corporate Award 05 November 2019
November 5, 2019

Forum CSR DKI

25 Best SCM Management Synergy in Indonesia Corporate Award 08 November 2019
November 9, 2019

The 2nd Indonesia-International 
Mega Procurement Exhibition & 
Conference (I-IMPEC) 2019

26 Annual Report Award 2018 Kategori BUMN Non 
Keuangan Listed
Annual	Report	Award	2018	-	BUMN	Non	Finance	Listed	
Category

Corporate Award 14 November 2019
November 5, 2019

Annual Report Award (ARA) 2018

27 Top 20 Employer of Choice 2019 SWA Kategori 
BUMN Konstruksi
Top	20	Employer	of	Choice	2019	SWA	-	BUMN	
Construction Category

Corporate Award 21 November 2019
November 21, 2019

Majalah SWA

28 Asia Sustainability Reporting Rating ASSRAT 2019 Corporate Award 22 November 2019
November 22, 2019

National Center for Sustainability 
Reporting (NCSR)

29 People of The Year 2019 kepada Direktur Utama 
WIKA, Tumiyana sebagai CEO of The Year 2019
People	of	The	Year	2019	to	President	Director	WIKA,	
Tumiyana	as	CEO	of	The	Year	2019

CEO Award 24 November 2019
November 24, 2019

Metro TV

30 Top Digital Award
1. TOP Leader on Digital Implementation 2019
2. TOP Digital Implementation 2019 on 

Infrastructure & Construction Sector

Corporate Award 27 November 2019
November	27,	2019

Majalah IT Works
IT Works Magazine

31 The Best Industry Marketing Champion 2019 CEO Award 04 Desember 2019
December	4,	2019

MarkPlus. Inc

32 Indonesia Most Trusted Companies: Most Trusted 
Company Based on Corporate Governance 
Perception Index (GCPI)

Corporate Award 11 Desember 2019
December	11,	2019

IICG
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Selaras dengan upaya WIKA untuk terus meningkatkan 
pencapaian bisnisnya, Perseroan juga terus memperkuat 
komitmen untuk meningkatkan kualitas penerapan 
GCG. Sepanjang tahun 2019, WIKA melakukan banyak 
kegiatan untuk terus meningkatkan kualitas penerapan 
GCG di lingkungan Perseroan sebagai landasan dalam 
menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi 
kepentingan para pemegang saham, masyarakat 
secara luas dan berbagai pemangku kepentingan 
lainnya (pegawai, konsumen, regulator, mitra kerja, 
dan lain-lain) baik dalam jangka pendek maupun jangka 
panjang. Adapun kegiatan peningkatan kualitas GCG 
yang dijalankan tahun 2019 antara lain:

1. Self	Assessment : 94,949 dengan Verifikator Badan 
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

2. Penerimaan Award untuk bidang GCG sepanjang 
tahun 2019  dan Manajemen, yaitu:
a. ASEAN Scorecard : Skor 78,94 dinilai oleh RSM.
b. Penghargaan Indonesia Most Trusted Companies 

(Level tertinggi dari Corporate Governance 
Perception Index-CGPI) Tahun 2018 dengan 
skor 86,30 dari Indonesia Institute Corporate 
Governance (IICG) dan Majalah SWA.

c. Top 50 Big Capitalization Public Listed Company  
dan  Best Role of Stakeholders oleh Indonesian 
Institute for Corporate Directorship oleh IICD.

d. Top Governance Risk Compliance (GRC) Awards: 
Top GRC Awards 2019 #4 Stars dan The Most 
Committed GRC Leader 2019 dari Majalah 
TopBusiness bekerjasama dengan KNKG (Komite 
Nasional Kebijakan Governance), IRMAPA 
(Indonesia Risk Management Professional 
Association), dan ICoPI (Institute Compliance 
Professional Indonesia), Asia Business Research 
Center, serta didukung oleh beberapa perusahaan 
konsultan GCG dan Manajemen Risiko, 
Manajemen Kepatuhan.

e. Institutional Investor Corporate Awards Alpha 
Southeast Asia 2019: Strongest Adherence to 
Corporate Governance. 

In line with WIKA’s efforts to continuously improve its 
business achievements, the Company is continuing to 
strengthen its commitment to improve the quality of 
its GCG implementation. During 2019, WIKA’s activities 
to improve the quality of its GCG implementation as a 
foundation for creating sustainable added value in the 
interests of shareholders, the wider community and 
various other stakeholders (employees, consumers, 
regulators, business partners, etc.) both in the short 
and long term included:

1. Self Assessment: 94,949 with the Financial and 
Development Supervisory Agency Verifier;

2. Award for GCG  and Management throughout 2019, 
namely:
a. ASEAN Scorecard: A score of 78.94, rated by RSM
b. 2.2. Indonesia Most Trusted Companies Award 

(the highest level of the Corporate Governance 
Perception Index-CGPI) in 2018 with a score of 
86.30 from the Indonesia Institute of Corporate 
Governance (IICG) and SWA Magazine

c. Top 50 Big Capitalization Public Listed Company 
and Best Role of Stakeholders by the Indonesian 
Institute for Corporate Directorship by IICD

d. Top Governance Risk Compliance (GRC) Awards: 
2019 Top GRC Award #4 Stars and The Most 
Committed GRC Leader 2019 from TopBusiness 
Magazine in collaboration with KNKG (National 
Committee on Governance Policy), IRMAPA 
(Indonesia Risk Management Professional 
Association), and ICoPI (Institute Compliance) 
Professional Indonesia), Asia Business Research 
Center, and supported by several consulting 
companies in GCG and Risk Management, 
Compliance Management.

e. Alpha Southeast Asia 2019 Institutional Investor 
Corporate Awards: Strongest Adherence to 
Corporate Governance.

PENINGKATAN KUALITAS 
PENERAPAN CORPORATE 

GOVERNANCE
Corporate governance Quality improvements
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3. Penandatangan Pernyataan Benturan Kepentingan 
Komisaris dan Direksi Tahun 2019-2020 dan 
Penandatanganan Pernyataan Bebas Benturan 
Kepentingan tahun 2019 – 2020;

4. Penandatanganan Komitmen Keaptuhan Code of 
Conduct yang dilakukan oleh seluruh Pegawai 100%;

5. Pembaharuan Manual GCG yang disahkan Dewan  
Komisaris dan Direksi (Code of Conduct, Code of GCG, 
dan Board Manual);

6. Skor Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN 
711,50 dan masuk sebagai “Industry	Leader” yang 
diselenggarakan oleh Forum Ekselen BUMN;

7. Dokumentasi Dinamika Rapat Direksi, Rapat 
Direksi Khusus dan GM dan Rapat Komisaris yang 
menyertakan Direksi sebanyak minimal 12 kali 
sepanjang 2019;

8. Mendukung penyusunan Annual	Report tahun 2018;
9. Mendukung penyusunan Sustainability Report 2018;
10. Mendukung kegiatan RUPST Tahun Buku 2018;
11. Pembaharuan konten website untuk melengkapi 

materi sesuai dengan kriteria ASEAN Scorecard;
12. Pembuatan Video GCG untuk Sosialisasi;
13. Sosialisasi GCG:

a. Sosialisasi GCG di OJT 
b.	 Sharing	Session GCG induk dan Anak Perusahaan

c. Rubrik GCG dalam WIKANews 
d. Sosialisasi GCG MR Departemen Operasi

14. Menerima Kunjungan Benchmark KPKU dari PT PLN 
(Persero);

15. Menerima Kunjungan Benchmark  KPKU dari PT 
Waskita Karya (Persero) Tbk;

16. Menerima Kunjungan Benchmark  KPKU dari Nindya 
Karya (Persero);

17. Menerima Kunjungan Benchmark		Business	Excellence	
Best Practices Study Visit to Indonesia dari Malaysia 
Productivity Corporation;

18. Melakukan Benchmark ke ANTAM untuk ASEAN CG 
Scorecard dan Tata Kelola;

19. Tahap review Subsidiary Governance (SG) atau 
Pedoman Tata Kelola Induk dan Anak;

20. Mendukung Due	 Dilligent untuk Departemen 
Operasional (Mandala);

21. Mendukung Due	 Dilligent untuk Departemen 
Operasional (JGC);

22. Mendukung MR, RKAP Sekper, RKAP Perusahaan dan 
RJPP  Perusahaan;

23. Mendukung  Penilaian KPKU;
24. Berpartisipasi dalam Forum	Group	Discusion Forum 

Ekselen BUMN;
25. Melenggarakan Workshop BPKP untuk WIKA termasuk  

Dewan Komisaris, Direksi dan Perusahaan Anak.

3. Signing Commissioners and Directors   Conflicts of 
Interest Statement 2019-2020 and Signing  Conflict 
of Interests Statement 2019-2020;

4. Signing Strength of the Code of Conduct carried out 
by all 100% Employee Commitment;

5. Renewal of the GCG Manual approved by the Board 
of Commissioners and  Board of Directors (Code of 
Conduct, Code of GCG, and Board Manual);

6. Assessment Scores for SOE Superior Performance 
Assessment Criteria of 711.50 and entered as an 
“Industry Leader” by the SOE Executive Forum;

7. Dynamic  Documentation for Board of Directors’ 
Meetings, Special Board of   Directors’  and GMs 
Meetings, and  Board of  Commissioners’ Meetings 
including  Board of  Directors at least 12 times 
during 2019;

8. Support for the 2018 Annual Report preparation;
9. Support for the 2018 Sustainability Report preparation;
10. Support  for the for 2018  Fiscal Year AGMS activities
11. Updated website content with complete material in 

accordance with ASEAN Scorecard criteria
12. Providing GCG  Socialization Videos 
13. GCG Socialization:

a. GCG Socialization at OJT
b. GCG Sharing Session for the parent and subsidiary 

companies 
c. GCG rubric in WIKANews
d. Socialization of  GCG MR  Operations Department 

14. Receiving a KPKU Benchmark Visit from PT PLN 
(Persero)

15. Received a KPKU Benchmark Visit from PT Waskita 
Karya (Persero) Tbk

16. Received a KPKU Benchmark Visit from Nindya Karya 
(Persero)

17. Received a Benchmark  Business Excellence Best 
Practices Study Visit to Indonesia from the Malaysia 
Productivity Corporation

18. ANTAM  Benchmark for the ASEAN CG Scorecard 
and Governance

19. Review the Subsidiary Governance (SG) stage or 
Parent and Subsidiaries Guidelines

20. Support  for the Operational Department  Due 
Diligence (Mandala)

21. Support  for the Operations Department  Due 
Diligence (JGC)

22. Support  for the MR, RKAP Sekper, Corporate RKAP 
and Corporate RJPP

23. Support  for the KPKU Assessment
24. Participation in the BUMN Group Exclusive Discussion 

Forum
25. Organized a BPKP Workshop for WIKA including the 

Board of Commissioners,  Board of Directors and 
subsidiary companies
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26. Mengikuti Sosialisasi Gratifikasi oleh KPK;
27. Mengikuti tahapan penilaian Corporate Governance 

Perception Index;
28. Mengikuti penilaian ASEAN Scorecard;
29. Pengembangan Mekanisme Whistle	Blowing	System 

dan Pengendalian Gratifikasi (Amandemen dan 
pemberlakukan SOP yang baru);

30. Mengikuti Seminar dan Workshop:
a. Pelatihan ASEAN Scorecard, Jakarta (Indonesia 

Institute of Corporate Directorship) pada Oktober 
2019, diikuti oleh Koordinator GCG

b. Pelatihan Good Corporate Governance dari IICD 
diikuti oleh Sekretaris Perusahaan

c. Workshop Asesmen Penerapan GCG 2019, diikuti 
oleh Koordinator GCG dan Staf GCG

d. Workshop Sosialisasi Gratifikasi diikuti oleh 
Manager Corporate Relations dan Koordinator 
GCG

e. Mengikuti Seminar dan Workshop	Assesment BPKP 
yang diikuti Sekper, MCR dan Tim GCG

f. Pelatihan Anti	 Fraud dari AAF diikuti oleh 
Koordinator GCG dan Komisaris Perusahaan

Kegiatan-kegiatan di atas merupakan pengejawantahan 
dari Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/
MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan 
perubahannya Peraturan Menteri Negara BUMN No. 
PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, yang menjadi 
landasan dalam penerapan GCG di Perseroan.

Upaya peningkatan kualitas GCG di WIKA dilaksanakan 
dengan skema berikut:

Peningkatan Kualitas 
Implementasi GCG 
dan Benchmarking

Quality Improvement of
GCG Implementation

and Benchmarkin

Implementasi GCG

GCG
Implementation

Monitoring 
Implementasi GCG

Monitoring of GCG 
Implementation

Assessment 
GCG

GCG
Assessment

Standar 
Kualitas 

Implementasi 
GCG 

QualityStandard 
of GCG 

Implementation

26. Following the Gratification Socialization from KPK
27. Following the Corporate Governance Perception Index 

assessment stages
28. Following the ASEAN Scorecard assessment
29. Developing the Whistle Blowing System Mechanism 

and Gratification Control (Amendments and 
enforcement of the new SOP)

30. Following Seminars and Workshops:
a. ASEAN Scorecard Training, Jakarta (Indonesia 

Institute of Corporate Directorship) in October 
2019, attended by the GCG Coordinator

b. Good Corporate Governance Training from IICD, 
attended by the Corporate Secretary

c. 2019 GCG Implementation Assessment Workshop, 
attended by the GCG Coordinator and GCG Staff

d. Socializing the Gratification Workshop, attended 
by the Corporate Relations Manager and GCG 
Coordinator

e. Participation in BPKP Assessment Workshop and 
Workshop, attended by  Sekper , MCR and GCG 
Team

f. Anti-Fraud training from AAF, attended by the 
GCG Coordinator and Company Commissioner

The above activities relate to the SOE Ministerial 
Regulation No. PER-01/MBU/2011 dated  August 1, 
2011 concerning the Implementation of Good Corporate 
Governance in SOEs, and amendment Regulation No. 
PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, which form the 
basis for implementing GCG in the Company.

The mechanism for GCG implementation is described in 
the following implementation cycle.
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stanDar kUalitas PeneraPan 
corPorate Governance

Untuk memastikan kualitas penerapan GCG, Perseroan 
mengadopsi standar terbaik dalam penerapan GCG, 
baik yang berlaku di Internasional maupun di Indonesia, 
antara lain ASEAN Corporate Governance Scorecard, 
kriteria dan metodologi yang ditetapkan oleh Kantor 
Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 dan Surat 
Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan.

Standar-standar tersebut mengatur peran Dewan 
Komisaris menjalankan fungsi pengawasannya untuk 
memastikan bahwa kepengurusan Perusahaan 
dilaksanakan oleh Direksi sesuai dengan peraturan 
perundangan yang berlaku dan memberikan nasihat/
pendapat atas tindakan/ kegiatan strategis yang akan 
dan telah dilaksanakan oleh Direksi secara hati-hati untuk 
mencapai tujuan Perseroan. Direksi menegaskan dalam 
menjalankan fungsi kepengurusannya dilaksanakan 
secara amanah dan profesional serta menghindari 
terjadinya segala potensi benturan kepentingan. 
Demikian juga dengan organ-organ GCG lainnya yang 
saling bersinergi untuk menciptakan seluruh kegiatan 
operasional Perseroan berjalan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.

GooD corPorate 
Governance assessment

WIKA melakukan penilaian penerapan GCG secara 
konsisten setiap tahunnya untuk mengetahui tingkat 
kecukupan penerapan GCG di Perseroan, yang 
pelaksanaannya dilakukan oleh tim internal dan asesor 
independen. Penilaian yang dilakukan oleh WIKA 
menggunakan berbagai acuan standar praktik terbaik 
yang berlaku di Indonesia maupun yang berlaku di luar 
negeri. 

Assessment menjadi bagian dari mekanisme check	and	
balances. Dengan assessment, maka capaian kegiatan 
dapat diketahui dengan pasti dan tindakan lebih lanjut 
untuk memperbaiki kinerja suatu kegiatan dapat 
ditetapkan. Perseroan secara berkala melakukan 
pengukuran implementasi GCG. Hal ini dilakukan 
untuk memperoleh penilaian yang objektif mengenai 
implementasi GCG di Perseroan. Assessment GCG 
di Perseroan dapat dilakukan secara mandiri oleh 
internal Perseroan (self assessment) ataupun dengan 
menggunakan jasa pihak independen (evaluasi eksternal).

QUality stanDarDs For 
corPorate Governance 
imPlementation

To implement a quality of GCG, the Company adopts 
the best standards, both international and from within 
Indonesia, including the ASEAN Corporate Governance 
Scorecard, the criteria and methodology set by the 
Ministry of State-Owned Enterprises Secretariat 
Decree No. SK-16/S.MBU/2012  dated June 6, 2012 and 
OJK Circular Letter No. 32/SEOJK.04/2015  concerning 
Corporate Governance Guidelines.

These standards regulate the Board of Commissioners’ 
role in carrying out its supervisory functions for ensuring 
that the Company management by the Board of Directors 
follows the prevailing laws and regulations, and provides 
advice / opinions on strategic actions / activities that 
will and have been carried out carefully by the Board of 
Directors to achieve the Company’s goals. The Board of 
Directors carries out its management functions, based 
on its mandate in a professional manner and avoids any 
potential conflicts of interest. Other GCG bodies that 
work together in the Company’s operational activities 
abide by prevailing laws and regulations.

GooD corPorate 
Governance assessment

WIKA evaluates the implementation of GCG consistently 
every year to ascertain the adequacy level of GCG 
implementation in the Company. This is carried out 
by an internal team and independent assessors. The 
WIKA assessment conducted uses a variety of best 
practice standards references that apply in Indonesia 
and overseas.

The Assessment becomes part of the check and 
balance mechanism. Through assessments, the activity 
achievements can be known with certainty and further 
actions to improve the performance of an activity can be 
determined. The Company regularly measures the GCG 
implementation through objective assessments of the 
GCG implementation in the Company. They are carried 
out independently through self-assessments, or by using 
the services of an external evaluator.
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Skor
Score

94,949
“Sangat Baik”

SK-16/S.MBU/2012 Parameter
Penilaian Penerapan GCG BUMN

"Very good"
SK-16/S.MBU/2	012

Evaluation	Parameters	for
BUMN GCG Implementation

Skor
Score

78,94
ASEAN	Corporate

 Governance Scorecard

Skor
Score

86,30
“Most Trusted Company”

Corporate Governance Perception 
Index	(CGPI)

Skor
Score

711,50
“Industry	Leader”
Kriteria Penilaian 

Kinerja Unggul BUMN
SOE	Superior	Performance 

Assessment	Criteria

assessment imPlementasi GcG
Tahun 2019, WIKA melaksanakan self assessment sebagai 
salah satu langkah untuk mengukur kualitas penerapan 
GCG. 

1. Kriteria yang Digunakan
Pelaksanaan self assessment di WIKA dilakukan 
berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian 
Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 
tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter 
Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada BUMN. Standar penerapan GCG tersebut 
meliputi: 
a. Aspek Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola 

Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan. 
b. Aspek Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal. 
c. Aspek Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. 
d. Aspek Direksi.
e. Aspek Pengungkapan Informasi dan Transparansi. 
f. Aspek lainnya yang antara lain meliputi pelaporan 

keberlanjutan dan kemampuan Perseroan sebagai 
benchmark dalam bidangnya.

2. Pihak yang Melakukan Assessment 
Pada tahun 2019, self assessment terhadap 
implementasi GCG dilakukan oleh Tim Counterpart 
yang terdiri dari berbagai macam fungsi dari 
Perseroan seperti GCG, Legal, Human	Capital dan 
Pengembangan Sistem. Self	Assessment dilakukan 
dengan pendampingan oleh BPKP.

GcG assessment imPlementation 
In 2019, WIKA conducted self-assessments as one step 
to measure the GCG quality implementation.

1. Criteria Used
The WIKA self-assessment was based on Ministry of 
State-Owned Enterprises Secretary of the Decree No. 
SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning the 
Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation 
for Good Corporate Governance Application in SOEs. 
The indicators used in the GCG assessment included: 

a. Commitment to Sustainable Good Corporate 
Governance Implementation.

b. Shareholders and GMS / Capital Owners.
c. Board of Commissioners / Supervisory Board.
d. Board of Directors.
e. Information Disclosure and Transparency.
f. Other aspects including sustainability reporting 

and the Company’s ability to be a benchmark in 
its field.

2. Parties Conducting Assessments
In 2019, a self-assessment of the GCG implementation 
was carried out by a Counterpart Team consisting 
of various functions from the Company including 
GCG, Legal, Human Capital and System Development. 
The self-assessment was carried out with assistance 
from BPKP.
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3. Skor Penilaian 
Pencapaian hasil GCG assessment implementasi GCG  
WIKA yanng dilaksanakan pada tahun 2019 adalah 
sebagai berikut:

no. kriteria
CriTeriA

bobot
weighT

Skor
sCore

caPaian
AChievemeNT

1. Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara 
Berkelanjutan
Commitment to Governance Good Corporate Sustainability

7,00 6,436 91,94

2. Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal
Shareholders	and	the	GMS/Capital	owners

9,00 8,676 96,40

3. Dewan Komisaris
Board of Commissioners

35,00 33,186 94,82

4. Direksi
Board	of	Directors

35,00 33,383 95,38

5. Pengungkapan Informasi dan Transparansi
Information	Disclosure	and	transparency

9,00 8,269 91,88

6 Aspek Lainnya
Other	aspects

5,00 5,00 100,00

Skor Keseluruhan
Overall Score 100,00 94,949

Kualitas Penerapan GCG
Quality of GCG Implementation

"Sangat Baik"
"Very Good"

Pada tahun 2019, telah dilaksanakan self assessment 
GCG untuk Tahun Buku 2018 dan menghasilkan skor 
sebesar 94,949 Rekomendasi hasil self assessment 
akan ditindaklanjuti untuk melakukan perbaikan 
secara berkelanjutan.

4. Rekomendasi dan Tindak Lanjut
Beberapa kelemahan pelaksanaan Good Corporate 
Governance yang berhasil diidentifikasi dari proses 
assessment GCG selanjutnya direkomendasikan 
untuk ditindaklanjuti guna peningkatan kualitas 
implementasi GCG ke depannya. Beberapa kelemahan 
yang direkomendasikan untuk dilakukan tindakan 
perbaikan adalah sebagai berikut:

3. Rating scores
WIKA’s GCG implementation assessment results 
carried out in 2019 were as follows:

In 2019, a GCG self-assessment was carried out for 
Fiscal Year 2018 and resulted in a score of 94.949, with 
recommendations on the self-assessment results to be 
followed up to make continuous improvements.

4. Recommendations and Follow Up
Some weaknesses in the Good Corporate Governance 
implementation were identified from the GCG 
assessment process, with recommendations to 
be followed up to improve the quality of GCG 
implementation. Some of the weaknesses 
recommended for corrective action were as follows:
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uSulan rekomendaSi
PROPOSED	RECOMMENDATIONS

alaSan belum/tidak diteraPkan
REASON	NOT	/	NOT	YET	

APPLIED

ASPEK KOMITMEN
COMMITMENT	ASPECT

Membuat Surat Keputusan Direksi yang menunjuk seorang anggota Direksi sebagai penanggung 
jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan uraian tugas 
minimal untuk:
a. Menyusun rencana kerja yang diperlukan untuk memastikan perusahaan memenuhi Pedoman 

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 
Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip 
Tata Tata Kelola Perusahaan yang Baik; 

b. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang 
berlaku; 

c. Memantau dan menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang 
dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

Prepare	a	Board	of	Directors	Decree	to	appoints	a	member	of	the	Board	of	Directors	as	the	person	
responsible	for	implementing	and	monitoring	Good	Corporate	Governance,	with	a	minimum	job	description	
to:
a.	 Prepare	work	plans	needed	to	ensure	that	the	company	meets	the	State-Owned	Enterprises	Good	

Corporate	Governance	Implementation	Guidelines,	and	other	legislation	regarding	Good	Corporate	
Governance principles Implementation;

b.	 Monitor	and	ensure	that	the	Company's	business	activities	do	not	deviate	from	the	applicable	provisions;
c.	 Monitor	and	ensure	the	Company's	compliance	with	all	agreements	and	commitments	made	by	the	

Company	with	third	parties.	Currently	GCG	is	under	the	coordination	of	the	President	Director,	but	the	
job	description	related	to	GCG	has	not	been	detailed

Saat ini GCG berada di bawah 
koordinasi Direktur Utama, namun 
penjabaran tugas terkait GCG belum 
dituangkan secara detail
Currently	GCG	is	under	the	coordination	
of	the	President	Director,	but	the	job	
description	related	to	GCG	has	not	been	
detailed

Penyelenggara Negara/Pejabat menyusun LHKPN secara tepat waktu 
Operators	/	Officials	compile	LHKPN	in	a	timely	manner

Instruksi sudah disampaikan ke 
Pegawai yang wajib melaporkan 
LHKPN
Instructions	have	been	submitted	to	
employees	who	are	required	to	report	
LHKPN

Melakukan peninjauan dan penyempurnaan berkala terhadap perangkat pendukung pengendalian 
gratifikasi
Conduct	periodic	reviews	and	improvements	to	the	supporting	tools	for	gratification	control

Telah dilakukan 
Completed

Pedoman penerapan sistem pelaporan pelanggan (Whistle	Blowing) memuat kewajiban untuk 
melakukan pelaporan atas pelanggaran  
Guidelines	for	implementing	a	whistle	blowing	system	to	contain	the	obligation	to	report	violations

Telah diterapkan
Has	been	applied

Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan whistle	blowing	system secara 
berkala
Evaluate	and	report	on	the	implementation	of	the	whistle	blowing	system	policy	regularly

Pemutakhiran kebijakan telah 
dilakukan pada 31 Januari 2019
Policy update was carried out on 
January	31,	2019

ASPEK DEWAN KOMISARIS
BOARD	OF	COMMISSIONERS	ASPECT

Melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi; 
a. Terdapat proses telaah sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan, baik melalui proses 

pembahasan internal maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi; 
b. Adanya hasil telaah rancangan RJPP secara tertulis (Risalah rapat internal Dewan Komisaris atau 

Rapat Komite Dewan Komisaris); 
c. Dewan Komisaris memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti 

oleh Direksi; 
d. Proses telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris menggunakan seluruh perangkat di Dewan 

Komisaris.

Review	the	RJPP	draft	submitted	by	the	Directors;
a.	 A	review	process	in	accordance	with	the	established	work	plan,	both	through	an	internal	discussion	

process	or	a	joint	meeting	of	the	Board	of	Commissioners	and	Board	of	Directors;
b.	 The	review	results	of	the	draft	RJPP	in	writing	(Minutes	of	internal	meetings	of	the	Board	of	

Commissioners	or	Board	of	Commissioners'	Committee	Meetings);
c.	 The	Board	of	Commissioners	ensure	that	the	RJPP	draft	study	is	communicated	and	followed	up	by	the	

Board	of	Directors;
d.	 The	review	process	carried	out	by	the	Board	of	Commissioners	uses	all	Board	of	Commissioners	tools.

Telah dituangkan dalam Program 
Kerja
Has	been	stated	in	the	Work	Program
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uSulan rekomendaSi
PROPOSED	RECOMMENDATIONS

alaSan belum/tidak diteraPkan
REASON	NOT	/	NOT	YET	

APPLIED

Memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RJPP dan disampaikan kepada RUPS untuk 
bahan pertimbangan keputusan RUPS; 
a. Adanya tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS; 
b. Tanggapan rancangan RJPP oleh Dewan Komisaris diberikan dalam jangka waktu sesuai 

ketentuan/kebijakan.
Provide	opinion	and	advice	on	the	RJPP	plan	and	submit	to	the	GMS	for	draft	decision	consideration;
a.	 A	written	response	to	the	views	and	recommendations	of	the	RJPP	plan	to	the	GMS
b.	 The	RJPP	draft	designation	by	the	Board	of	Commissioners	to	be	provided	within	the	time	frame	in	

accordance	with	the	terms	/	policies.

Telah dituangkan dalam Program 
Kerja
Has	been	stated	in	the	Work	Program

Menyusun kebijakan/kriteria yang ditetapkan mengenai informasi lingkungan bisnis dan 
permasalahannya yang diperkirakan berdampak pada usaha Perusahaan dan kinerja Perusahaan 
yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
Prepare	policies	/	criteria	on	business	information	and	issues	that	may	have	an	impact	on	the	Company's	
business	and	performance	that	require	the	attention	of	the	Board	of	Commissioners.

Telah dilakukan
Completed

Melakukan telaah atas: 
a. Kebijakan/rancangan dan pelaksanaan sistem pengendalian intern; 
b. Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas; 
c. Hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat operasional/aktivitas; 
d. Internal	control	report.
Reviewing	the	above:
a.	 	Policy	/	design	and	implementation	of	the	internal	control	system;
b.	 Evaluation	results	on	the	effectiveness	of	internal	control	at	the	entity	level;
c.	 Evaluation	results	on	the	effectiveness	of	internal	control	at	the	operational	/	activity	level;
d.	 Internal	control	report.

Telah dituangkan dalam Program 
Kerja
Has	been	stated	in	the	Work	Program

Melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan 
sistem teknologi informasi dan membuat telaah yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan 
menggunakan seluruh perangkat di Dewan Komisaris (Komite Dewan Komisaris).
Carry	out	supervision	and	provide	advice	on	policies	and	implementation	of	information	technology	
systems,	and	conduct	a	Board	of	Commissioners	review	using	all	Board	of	Commissioners	tools	(Committee	
of	the	Board	of	Commissioners).

Telah dilakukan
Completed

Menyusun kebijakan  Dewan Komisaris mengenai pengawasan dan pemberian nasihat terhadap 
kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
Prepare	Board	of	Commissioners'	policies	regarding	supervision	and	providing	advice	on	quality	and	service	
policies	and	implementation	of	these	policies.

Telah dilakukan
Completed

ASPEK  DIREKSI
BOARD	OF	DIRECTORS

Menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani oleh Direksi. 
Compile	reports	on	the	results	of	training	undertaken	by	the	Directors.

Telah dilakukan 
Completed 

Menetapkan standar waktu tingkat kesegeraan pengambilan keputusan Direksi dalam mekanisme 
pengambilan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action)
Set	time	standards	for	the	level	of	immediate	decision-making	by	the	Board	of	Directors	related	to	corporate	
actions

Standar waktu pengambilan 
keputusan Direksi akan ditetapkan 
dalam Instruksi Kerja
The	standard	time	for	decision	making	
by	the	Board	of	Directors	will	be	
determined	in	the	Work	Instructions

Menetapkan ketentuan tentang kesegeraan untuk mengkomunikasikan kepada tingkatan organisasi 
dibawah direksi yang terkait dengan keputusan atas tindakan perusahaan (corporate action), 
maksimal 7 hari sejak disahkan/ditandatangani
Stipulate	provisions	on	urgency	to	communicate	to	organizational	levels	under	the	Board	of	Directors	
related	to	decisions	on	corporate	actions,	a	maximum	of	7	days	after	they	are	ratified	/	signed.

Standar waktu pengambilan 
keputusan Direksi akan ditetapkan 
dalam Instruksi Kerja
The	standard	time	for	decision	making	
by	the	Board	of	Directors	will	be	
determined	in	the	Work	Instructions

Mempublikasikan pedoman/kebijakan pengadaaan barang dan jasa agar dapat diakses pemasok/
calon pemasok
Publish	guidelines	/	policies	for	the	procurement	of	goods	and	services	to	be	accessible	to	suppliers	/	
potential	suppliers.

Telah dilakukan dalam e-scm.wika.
co.id 
Completed	in	e-scm.wika.co.id
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uSulan rekomendaSi
PROPOSED	RECOMMENDATIONS

alaSan belum/tidak diteraPkan
REASON	NOT	/	NOT	YET	

APPLIED

Melaksanakan kebijakan/program pendidikan dan pelatihan SDM sesuai dengan rencana yang telah 
ditetapkan dan melakukan evaluasi pasca pendidikan dan pelatihan   
Implement	HC	education	and	training	policies	/	programs	in	accordance	with	predetermined	plans	and	
conducting	post-education	and	training	evaluations.

Telah dilakukan
Completed 

1. Menyusun kebijakan  mengenai hak-hak dan kewajiban perusahaan kepada kreditur. Yang 
memuat, antara lain: 
• pemenuhan kewajiban kepada kreditur sesuai perjanjian; 
• pengungkapan informasi secara transparan, akurat dan tepat waktu, baik pada saat 

permintaan maupun  penggunaan  pinjaman; 
• covenant yaitu jaminan perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk 

melindungi kepentingan kreditur;
2. Menyusun kebijakan mengenai manajemen/pengelolaan penggunaan pinjaman jangka panjang 

sesuai dengan peruntukannya dan pelunasannya serta Kebijakan perusahaan sebagai penjamin 
(avalist).

1.	 Prepare	policies	regarding	the	rights	and	obligations	of	the	Company	to	creditors,	including:
•	 fulfillment	of	obligations	to	creditors	in	accordance	with	agreements;
•	 transparent,	accurate	and	timely	information	disclosure,	both	at	the	time	of	request	and	when	

using loans;
•	 covenants,	which	are	company	guarantees	to	do	or	not	do	something	to	protect	the	interests	of	

creditors;
2.	 Prepare	policies	on	the	management	of	long-term	loan	use	in	accordance	with	its	designation	and	

repayment	as	well	as	company	policy	as	a	guarantor	(avalist).

Telah dilakukan
Completed 

Menyampaikan laporan manajemen Triwulanan yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota 
Direksi 
Submit	Quarterly	management	reports	that	have	been	signed	by	all	members	of	the	Board	of	Directors

Telah ditandatangani
Have	been	signed

Menyusun Pedoman/tata tertib Rapat Direksi yang memuat:
• Pelaksanaan Evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya
• Pembahasan/telaah atas arahan/usulan dan/atau tindak lanjut pelaksanaan atas keputusan 

Dewan Komisaris terkait dengan usulan Direksi.
Prepare	Guidelines	/	rules	for	the	Board	of	Directors	meetings;	containing:
•	 Follow-up	evaluation	of	the	previous	meeting	results
•	 Discussion	/	review	of	directives	/	proposals	and	/	or	follow-up	of	the	Board	of	Commissioners’	decisions	

related	to	Board	of	Directors'	proposals.

Telah dituangkan dalam Board 
Manual
Has	been	stated	in	the	Board	Manual

Sekretaris Perusahaan membuat  Risalah Rapat Direksi dengan mencantumkan pendapat yang 
berbeda (dissenting comments) dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Direksi (bila ada) dan 
mencantumkan jalannya rapat (dinamika rapat)
The	Corporate	Secretary	to	prepare	the	Minutes	of	the	Board	of	Directors’	Meetings,	with	dissenting	
opinions,	and	decisions	at	the	Board	of	Directors'	Meetings	(if	any)	and	stating	the	proceedings	(meeting	
dynamics).

Telah dilakukan
Completed 

Skor Self	 Assessment GCG 5 (lima) tahun terakhir 
sebagai berikut.

tahun PelakSanaan 
aSSeSSment GcG

gCg AssessmeNT yeAr

Skor aSSeSSment GcG
gCg AssessmeNT sCore

kateGori
CATegory

PelakSana
exeCuTor

2019 94,949 Sangat Baik
Very Good Self	Assessment

2018 94,925 Sangat Baik
Very Good BPKP

2017 94,93 Sangat Baik
Very Good Self	Assessment

2016 93,35 Sangat Baik
Very Good BPKP

2015 89,23 Sangat Baik
Very Good Self	Assessment

GCG Self-Assessment Scores for the past 5 (five) years.
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asean corPorate 
Governance scorecarD
Salah satu bentuk assessment yang dilakukan terkait 
dengan implementasi GCG di WIKA adalah ASEAN 
Corporate Governance Scorecard yang merupakan 
parameter pengukuran praktik tata kelola yang disepakati 
oleh ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Parameter 
tersebut dibuat berdasarkan OECD Principles dan 
diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor 
kepada perusahaan-perusahaan listing di ASEAN. 

kriteria yanG DiGUnakan 
Komponen penilaian ASEAN Corporate Governance 
Scorecard adalah sebagai berikut: 
a. Hak-Hak Pemegang Saham 
b. Perlakuan yang Setara terhadap Pemegang Saham 
c. Peran Pemangku Kepentingan 
d. Pengungkapan dan Transparansi 
e. Tanggung Jawab Dewan 

Pihak yanG melakUkan assessment
Penilaian ASEAN Corporate Governance Scorecard di 
Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yaitu RMS.

skor Penilaian 
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap 
praktik GCG dari WIKA berdasarkan prinsip-prinsip yang 
diatur dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard, 
total nilai yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut:

SCORECARD 
LEvEL	I TOTAL	ITEM ITEM	NOT	

APPLICABLE
ITEM	ADOPTED/

diPenuhi
ADOPTION	RATE/	
tinGkat Pemenuhan 

(%)

Part	A 21 1 13 65%

Part B 15 2 7 53,8%

Part C 13 - 11 84,6%

Part	D 32 - 23 71,9%

Part	E 65 - 54 83,1%

Total Score 78,94

kriteria Penilaian kinerja 
UnGGUl (kPkU) 
WIKA melakukan penilaian implementasi Kriteria Penilaian 
Kinerja Unggul (KPKU) yang bertujuan untuk membantu 
Perseroan dalam menilai upaya perbaikan, mendiagnosa 
sistem manajemen kinerja secara keseluruhan dan 
mengidentifikasi kekuatan serta peluang-peluang untuk 
melakukan perbaikan.

asean corPorate 
Governance scorecarD
One GCG implementation assessment used by WIKA 
is the ASEAN Corporate Governance Scorecard, a 
measurement parameter for governance practices 
agreed upon by the ASEAN Capital Market Forum (ACMF). 
These parameters are based on the OECD Principles and 
are expected to increase investor confidence in in ASEAN 
listed companies.

criteria UseD
The ASEAN Corporate Governance Scorecard assessment 
components include:
a. Shareholder Rights
b. Equal Treatment of Shareholders
c. Role of Stakeholders
d. Disclosure and Transparency
e. Board Responsibilities

the Parties conDUctinG
The ASEAN Corporate Governance Scorecard Assessment 
in Indonesia is an independent institution, RMS.

ratinG scores
The assessment results for WIKA’s GCG practices based 
on ASEAN Corporate Governance Scorecard principles, 
were as follows:

sUPerior PerFormance 
assessment criteria (kPkU).
WIKA evaluates its implementation using the Superior 
Performance Assessment Criteria (KPKU). This assists the 
Company in assessing improvement efforts, diagnosing 
the overall performance management system and 
identifying strengths and opportunities for improvement.
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KPKU merupakan salah satu perangkat penilaian 
kinerja dan pengelolaan keseluruhan aspek organisasi 
dari Kementerian BUMN, di mana pada tahun 2016 
Kementerian BUMN telah memperbaharui perangkat 
penilaian KPKU melalui Surat Sekretaris Kementerian 
BUMN No. S-445/D7.MBU/10/2016 tanggal 14 Oktober 
2016 tentang Pelaksanaan Asesmen Kriteria Penilaian 
Kinerja Unggul (KPKU) BUMN 2016. Dalam surat ini 
disebutkan bahwa evaluasi menggunakan kriteria 
KPKU versi Tahun 2015, yaitu mengacu pada dokumen 
KPKU sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian 
BUMN melalui surat Sekretaris Kementerian BUMN 
No. S-445/D7.MBU/10//2016 tanggal 14 Oktober 2016 
yang  mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm Baldridge 
Criteria	for	Performance	Excellence (MBNQA)”.

Penyelenggaraan MBNQA bertujuan untuk 
mengidentifikasi sebuah perusahaan yang dapat 
dijadikan role model bagi perusahaan lain.

kriteria yanG DiGUnakan 
Sistem Penilaian pada Evaluasi Kinerja BUMN ini 
didasarkan pada metode yang diuraikan dalam dokumen 
Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) sebagaimana 
yang telah disyaratkan oleh Kementerian BUMN melalui 
Surat Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis Kementrian 
BUMN No. S-198/D7.MBU/10/2017 tanggal 7 Oktober 
2017 yang mengadopsi dan mengadaptasi “Malcolm 
Baldridge	Criteria	 for	Performance	Excellence” tahun 
2013-2014. 

Laporan atas pemenuhan persyaratan pada suatu 
subkategori dinilai dengan mempertimbangkan; 
persyaratan subkategori tersebut, faktor-faktor bisnis 
utama yang dilaporkan dalam Profil Perusahaan, 
kesempurnaan sistem yang diterapkan di perusahaan, 
keluasan cakupan penerapan sistem, serta konsistensi 
peningkatan kualitas proses dan kinerja sebagaimana 
diatur dalam sistem pemberian skor. Evaluasi kinerja 
BUMN berdasarkan pada dua dimensi penilaian, yaitu 
proses dan hasil. Faktor-faktor penilaian untuk masing-
masing dimensi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Penilaian Proses 
Faktor yang digunakan untuk menilai proses 
adalah Metode/Sistem (Approach), Penerapan 
(Deployment), Pembelajaran (Learning), dan 
Integrasi (Integration) atau disingkat ADLI. 
a. Metode/Sistem (Approach) adalah metode/

sistem yang didesain untuk melaksanakan 
pekerjaan. Penilaian mengacu pada: 
• Kesesuaian metode/sistem dengan 

persyaratan dalam KPKU BUMN dan 
lingkungan operasi Perusahaan; 

KPKU is one of the tools for evaluating the performance 
and management of all organization aspects from the 
Ministry of SOEs. In 2016 the Ministry of SOEs updated 
the KPKU assessment tool through the Secretary of the 
Ministry of SOEs Letter No. S-445/D7.MBU/10/2016 dated 
October 14, 2016 concerning the Implementation of the 
2016 SOE Superior Performance Assessment Criteria 
(KPKU). This letter stated that evaluations should use 
the 2015 version of the KPKU criteria, as determined 
through Secretary of the Ministry of SOEs Letter No. 
S-445/D7.MBU/10//2016 dated October 14, 2016 that 
adopted and adapted the “Malcolm Baldridge Criteria 
for Performance Excellence (MBNQA)”.

The MBNQA aims to identify companies that can be used 
as a role model for other companies.

criteria UseD
The evaluation system for the SOE Performance 
Evaluation to be based on the method described in the 
Superior Performance Assessment Criteria document 
(KPKU) as enacted by the Ministry of SOEs through the 
Deputy for Business Infrastructure Ministry of SOE Letter 
No. S-198/D7.MBU/10/2017  dated October 7, 2017 that 
adopted and adapted the 2013-2014 Malcolm Baldridge 
Criteria for Performance Excellence.

The report on the fulfillment of the requirements by 
subcategory assessed considers; the subcategory 
requirements, key business factors reported in 
the Company Profile, completeness of thr system 
implemented in the company, breadth of scope of the 
system application, and the consistency of process and 
performance quality improvement as set out in the 
scoring system. The SOEs performance assessment is 
based on two dimensions; processes and results. The 
assessment factors for each of these dimensions are 
as follows:

1. Process Assessment Factors
Factors used in the process include Approach, 
Deployment, Learning, and Integration (ADLI). 

a. Approach, a method / system designed to carry 
out the work. Assessment refers to:

• Compliance with requirements in State-
owned Enterprise KPKU and operating 
environment; 
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• Efektivitas dari penggunaan metode/ 
sistem tersebut; 

• Sejauh mana metode/sistem dilakukan 
secara berulang (repeatable) dan didasarkan 
pada data dan informasi yang reliable 
(misalnya, terstruktur dan sistematik). 

b. Penerapan (Deployment) mengacu pada sejauh 
mana: 
• Metode/Sistem diterapkan sesuai dengan 

desainnya; 
• Metode/Sistem diterapkan secara 

konsisten; 
• Metode/Sistem dilaksanakan oleh seluruh 

fungsi/unit kerja yang relevan sesuai 
dengan desainnya. 

c. Pembelajaran (Learning) mengacu pada: 
• P e n y e m p u r n a a n  M e t o d e / s i s t e m 

melalui siklus evaluasi dan perbaikan 
(improvement); 

• Inovasi metode/sistem untuk mendorong 
perubahan yang bersifat terobosan 
(breakthrough); 

• Berbagi hasil penyempurnaan dan inovasi 
terhadap metode/sistem, kepada unit-unit 
kerja lain dan pemilik proses lainnya yang 
relevan dalam Perusahaan. 

d. Integrasi (Integration) mengacu pada: 
• Keselarasan sistem/metode dengan 

kebutuhan perusahaan yang dijelaskan 
pada Profil Perusahaan dan pada 
subkategori proses lainnya; 

• Ukuran, informasi dan sistem perbaikan 
telah saling melengkapi/saling bersesuaian 
pada lintas unit kerja dan lintas proses; 

• Program kerja, proses, hasil, analisis, 
p e m b e l a j a r a n ,  d a n  t i n d a k a n , 
diharmonisasikan di lintas proses dan litas 
unit kerja untuk mendukung tercapainya 
sasaran Perusahaan. 

• Appropriateness of the method/system; 

• The extent to which the method/system 
is repeatable and based on reliable data 
and information (e.g., structured and 
systematic). 

b. Deployment refers to the extent to which:

• The method / system is applied in 
accordance with its design;

• The method / system is applied consistently;

• The method / system is used by all relevant 
functions / work units based on its design.

c. Learning refers to:
• Refining the method / system through the 

evaluation and improvement cycle;

• Encouraging breakthrough changes to the 
Method/system through innovation; 

• Sharing refinements and innovations in the 
method/system, with other relevant work 
units and process owners in the Company. 

d. Integration refers to:
• Alignment of the system/method with the 

company needs identified in the Company 
Profile and other process subcategories; 

• Measures, information and improvement 
systems are complementary across work 
units and processes; 

• Work programs, processes, results, analysis, 
learning, and actions, are harmonized 
across processes and work units to support 
corporate goals. 
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2. Faktor Penilaian 
Hasil-hasil Faktor yang digunakan untuk 
mengevakuasi hasil-hasil perusahaan adalah 
Level,	Trend,	Comparison dan Integration (LeTCI). 
a. Level mengacu pada: tingkat pencapaian 

kinerja saat ini/tahun ini/tahun terakhir. 

b. Trend mengacu pada: 
• Tingkat peningkatan kinerja atau 

kemampuan mempertahankan kinerja 
yang sudah baik (yakni, kecuraman data 
trend) dari waktu ke waktu (minimum 
dalam 3 tahun terakhir); 

• Keluasan (tingkat penerapan) dari hasil-
hasil kinerja. 

c. Comparison mengacu pada: 
• Pembandingan kinerja perusahaan relatif 

terhadap pembanding yang sesuai, 
misalnya, pesaing atau perusahaan dalam 
industri sejenis; 

• Pembandingan kinerja perusahaan relatif 
terhadap benchmarks atau pemimpin 
industrinya, atau dengan perusahaan kelas 
dunia. 

d. Integration mengacu pada: 
• Ukuran hasil-hasil yang terkait persyaratan 

kinerja pelanggan, produk, pasar, proses, 
dan program kerja utama, yang dijelaskan 
dalam Profl Perusahaan dan dalam sub-sub 
kategori pada kategori 1 s.d 6; 

• Hasil-hasil yang meliputi indikator yang 
valid tentang kinerja mendatang; 

• Hasil-hasil diharmonisasikan secara lintas 
proses dan lintas unit untuk mendukung 
sasaran Perusahaan. 

Pihak yanG melakUkan assessment 
Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) 
dilakukan oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara 
dan pelaksanaannya diselenggarakan bersama Forum 
Ekselen BUMN (FEB).

skor Penilaitan 
Skor Penilaian Kriteria Penilaian Kinerja Unggul BUMN 
711,50 dan masuk sebagai “Industry	Leader”. 

2. Rating Factors
The factors used to evaluate company results 
are Levels, Trends, Comparisons and Integration 
(LeTCI). 
a. Level refers to: the level of achievement for 

current performance / this year / last year.

b. Trend refers to:
• The rate of performance improvement 

or sustainability of good performance 
(the steepness of trend data) over time 
(minimum last 3 years); 

• The breadth (the extent of deployment) of 
performance results. 

c. Comparison refers to:
• Company performance relative to 

appropriate comparisons, such as 
competitors or companies in similar 
industries; 

• Company performance relative to 
benchmarks or industry leaders, or with 
world-class companies. 

d. Integration refers to:
• Measurement results related to important 

customer, products, markets, processes 
and work programs performance 
requirements described in the Company 
Profile and in sub-sub categories 1 to 6; 

• Results include valid indicators of future 
performance; 

• Results are harmonized across processes 
and work units to support the company 
goals. 

Parties conDUctinG assessment
The Criteria for Performance Excellence Evaluation (KPKU) 
is conducted by the Ministry of State-Owned Enterprises, 
and the implementation is carried out in conjunction 
with the SOE Executive Forum (FEB).

ratinG scores
The SOE Superior Performance Assessment Criteria Score 
was 711.50 and in the “Industry Leader” category.
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corPorate Governance 
PercePtion inDeX (cGPi)
CGPI merupakan suatu bentuk penghargaan terhadap 
inisiatif dan hasil upaya perusahaan dalam mewujudkan 
bisnis yang beretika dan bermartabat. Kepesertaan 
CGPI bersifat sukarela  dan melibatkan peran aktif 
perusahaan bersama seluruh stakeholders dalam 
memnuhi tahapan pelaksanaan program CGPI, dan 
hal tersebut menunjukkan komitmen bersama dalam 
memasyarakatkan GCG, karena program CGPI berupaya 
mendorong dan menuntut perusahaan peserta untuk 
melakukan perbaikan atau peningkatan praktik GCG 
di lingkungannya.

kriteria yanG DiGUnakan
CGPI dinilai dari pemenuhan aspek dan indicator 
penilaian sebagai berikut:
1. Aspek Struktur Governansi (Governance	Structure)

Aspek struktur governansi merupakan penilaian 
terhadap kelengkapan struktur dan infrastruktur 
governansi korporat serta platform bisnis dalam 
rangka menciptakan nilai bagi para pemangku 
kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan 
perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan 
prinsip governansi.
Indikator penilaian dari aspek struktur governansi 
ini meliputi:
a. Indikator Pemegang Saham
b. Indikator Dewan Komisaris
c. Indikator Direksi
d. Indikator Penanggungjawab Manajemen 

Fungsional
e. Indikator Pemangku Kepentingan Kunci Lainnya

2. Aspek Proses Governansi (Governance	Process)
Aspek proses governansi merupakan penilaian 
terhadap efektivitas sistem dan mekanisme 
governansi korporat serta penguatan platform bisnis 
dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku 
kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan 
perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan 
prinsip governansi.
Indikator penilaian dari aspek struktur governansi 
ini meliputi:
a. Indikator Governansi Pemenuhan Hak Pemegang 

Saham dan RUPS
b. Indikator Governansi Dewan Komisaris dan Direksi
c. Indikator Governansi Perilaku Keorganisasian
d. Indikator Governansi Pengawasan Internal dan 

Eksternal

corPorate Governance 
PercePtion inDeX (cGPi)
CGPI is a form of appreciation for the company’s initiatives 
and results of their efforts in realizing ethical and dignified 
business. CGPI membership is voluntary and involves 
the Company’s active role with all stakeholders in 
implementing the CGPI program, and shows a shared 
commitment to promoting GCG, as the CGPI program 
seeks to encourage and demand participating companies 
to make improvements or enhance their GCG practices.

criteria UseD
CGPI is assessed on the fulfillment of aspects and 
assessment indicators including:
1. Governance Structure Aspects

An assessment of the complete corporate governance 
structure and infrastructure and business platform to 
create value for stakeholders to realize sustainable 
corporate growth in accordance with governance 
principles. 

The assessment indicators include:

a. Shareholder Indicators
b. Board of Commissioners’ Indicators
c. Board of Directors’ 
d. Responsible Functional Management Indicators

e. Other Key Stakeholder Indicators
2. Governance Process Aspects 

An assessment of the corporate governance 
systems and mechanisms effectiveness and the 
strengthening of the business platform to create 
value for stakeholders to realize sustainable corporate 
growth in accordance with the governance principles. 

The assessment indicators include:

a. Fulfillment of Shareholder Rights and GMS 
Governance Indicators 

b. Board of Commissioners and Board of Directors 
Governance Indicators

c. Organizational Behavior Governance 
d. Internal and External Oversight Governance 

Indicators



309Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

e. Indikator Governansi Pengungkapan dan 
Keterbukaan Informasi

f. Indikator Governansi Pengelolaan Risiko dan 
Kepatuhan

g. Indikator Governansi Ekosistem Bisnis
h. Indikator Governansi Sumber Daya

3. Aspek Hasil Governansi (Governance	Outcome)
Aspek hasil governansi merupakan penilaian terhadap 
kualitas luaran, hasil, dampak dan manfaat dari 
governansi korporat serta penguatan platform bisnis 
dalam rangka menciptakan nilai bagi para pemangku 
kepentingan guna mewujudkan pertumbuhan 
perusahaan yang berkelanjutan sesuai dengan 
prinsip governansi. Indikator penilaian dari aspek 
hasil governansi ini meliputi :
a. Indikator Kinerja Bisnis
b. Indikator Kinerja Keuangan
c. Indikator Kinerja Ekosistem Bisnis

Pihak yanG melakUkan assessment
Penilaian CGPI dilakukan oleh The Indonesian Institute 
for Corporate Governance (IICG).

skor Penilaian 
Berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh IICG, 
WIKA memperoleh skor sebesar 86,30  dan mendapatkan 
penghargaan Indonesia Most Trusted Companies (level 
tertinggi dari Corporate Governance Perception Index).

e. Information Disclosure and Disclosure Governance 
Indicators 

f. Risk Management and Compliance Governance 
Indicators

g. Business Ecosystem Governance Indicators
h. Resource Governance Indicators

3. Governance Outcome Aspects 
An assessment of the quality of corporate governance 
output, results, impacts and benefits and the 
strengthening of business platforms to create value 
for stakeholders to realize sustainable company 
growth in accordance with the governance principles. 

Assessment indicators include:

a. Business Performance Indicators
b. Financial Performance Indicators
c. Business Ecosystem Performance Indicators

Pihak yanG melakUkan assessment
The CGPI assessment is conducted by The Indonesian 
Institute for Corporate Governance (IICG).

ratinG scores
Based on the assessment results conducted by IICG, WIKA 
obtained a score of 86.30 and received the Indonesia 
Most Trusted Company Award (the highest level of the 
Corporate Governance Perception Index).
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PELAKSANAAN PENERAPAN ASPEK DAN 
PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN SESUAI 
KETENTUAN OTORITAS JASA KEUANGAN
implementation of Corporate governance aspect and Principles 
in Compliance with otoritas Jasa Keuangan Provisions

no PrinSiP
priNCiple

rekomendaSi
reCommeNdATioN

keteranGan rekomendaSi  oJk
oJK  reCommeNdATioN desCripT ioN

PenJelaSan PeneraPan di  Wika 
CompANy implemeNTATioN explANATioN

Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; 
Aspect	1:	Public	Company	Relationships	With	Shareholders	Ensuring	Shareholder	Rights

1 Prinsip 1 
Meningkatkan Nilai 
Penyelenggaraan 
RUPS 

Principle 1
Increase	the	
Management Value 
of GMS

Perusahaan Terbuka 
memiliki cara atau prosedur 
teknis pengumpulan 
suara (voting)		baik secara 
terbuka maupun tertutup 
yang mengedepankan 
independensi, dan 
kepentingan pemegang 
saham. 

Public	Company	has	technical	
voting collection procedure 
either	open	or	closed	that	
promotes independence and 
the	interests	of	shareholders.

Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara 
(one	share	one	vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada 
saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan 
cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan 
keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting)	baik secara terbuka 
maupun tertutup belum diatur secara rinci.
Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan 
suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun 
prosedur pengambilan suara (voting)	tersebut harus menjaga independensi 
ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan 
suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai 
dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, 
dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada keputusan 
yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, 
dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan electronic 
voting. 

Each	share	with	voting	rights	issued	has	1	(one)	vote	(one	share	one	vote).	
Shareholders	may	use	their	voting	rights	at	the	time	of	decision-	making.	However,	
the	mechanism	of	decision	making	by	voting	either	open	or	closed	is	not	regulated	
in	detail.	
It	is	recommended	that	Public	Companies	have	voting	procedures	in	decision-
making	on	an	AGMS	agenda.	The	voting	procedure	must	maintain	independence	
and	shareholder	freedom.	For	example,	the	collection	of	voting	openly	by	raising	
hand	follows	instructions	made	by	the	AGMS	Chair.	Whereas,	for	collection	in	a	
closed	session	for	decisions	that	require	secrecy	or	at	the	request	of	shareholders,	by	
way	of	cards	or	by	electronic	voting.	

Perseroan telah mengatur, mengakomodir dan mengaplikasikan penerapan GCG terkait pemenuhan hak-hak dan hubungan dengan 
Pemegang Saham yang diterapkan secara adil. Berkenaan dengan hal tersebut Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi 
yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.
Pemenuhan terhadap hak-hak Pemegang Saham diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan setiap Pemegang 
Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah persentase saham yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak 
memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa “para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 
1 saham memberikan 1 hak suara”. Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan 
suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, dimana Tata Tertib RUPS diberikan 
kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perusahaan telah menunjuk pihak 
independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun 
dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut: 
1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. 
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki 

lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang 
dimilikinya atau diwakilinya. 

3. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan:” Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut: 
• Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blanko/Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu 

suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
• Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blanko/Abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga 

tidak dapat terdeteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah. 
• Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju. 
• Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat. 

4. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Pada setiap akhir pemungutan suara, 
Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

5. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

The	Company	has	regulated,	accommodated	and	applied	the	application	of	GCG	related	to	fulfilling	the	rights	and	relationships	with	Shareholders	
fairly.	In	this	regard,	Shareholders	who	own	shares	of	the	same	classification	will	receive	equal	treatment	and	can	use	their	rights	in	accordance	with	
the	Company's	Articles	of	Association	and	prevailing	laws	and	regulations.
The	fulfillment	of	Shareholders	rights	is	applied	in	the	General	Meeting	of	Shareholders	(GMS),	where	each	Shareholder	is	entitled	to	cast	a	vote	
in	accordance	with	the	classification	and	the	percentage	of	shares	owned.	Each	Shareholder	is	entitled	to	receive	complete	and	accurate	material	
information	about	the	Company.
In	accordance	with	the	Company’s	Articles	of	Association	Article	5	paragraph	4	letter	a;	which	states	that	"Shareholders	have	the	same	rights	in	every	
1	share	giving	1	vote".	The	derivative	provisions	in	the	Articles	of	Association	are	implemented	through	voting	procedures	for	making	decisions	on	an	
agenda	item	contained	in	the	GMS	Rules,	where	the	GMS	Rules	are	given	to	Shareholders	present	and	explained	again	by	the	GMS	Chairperson	at	
the	opening	of	the	GMS.	The	company	has	appointed	an	independent	party	namely	the	Securities	Administration	Bureau	and	Notary	to	conduct	vote	
counting	and	/	or	validating,	using	the	following	procedures:
1.	 voting	is	conducted	after	all	questions	have	been	answered	and	/	or	the	question	and	answer	time	is	up.
2.	 Each	share	gives	the	holder	the	right	to	1	(one)	vote.	If	a	Shareholder	has	more	than	1	(one)	share,	they	are	only	required	to	vote	1	(one)	time	and	

their	vote	applies	to	all	shares	they	own	or	represent.
3.	 voting	will	be	conducted	verbally	by:	"Lifting	Hands"	with	the	following	conditions:

•	 Those	who	vote,	both	Disagree	and	Blank	/	Abstained	are	asked	to	raise	their	hands	and	hand	over	the	ballot	card.	Furthermore,	the	Notary	
will	count	the	votes	it	represents.

•	 Those	who	vote,	either	Disagree	or	Blank	/	Abstain	whose	card	is	damaged,	torn	or	wrinkled	so	that	it	cannot	be	detected	correctly	by	a	
computer	or	Notary,	are	considered	invalid.

•	 Those	who	do	not	raise	their	hands	are	considered	to	agree.
•	 If	someone	leaves	the	meeting	room,	then	the	person	concerned	is	considered	to	approve	all	decisions	of	the	meeting.

4.	 For	each	Agenda,	a	vote	will	be	held	for	decision-making.		At	the	end	of	each	vote,	the	Notary	Public	reads	the	results	of	the	vote.
5.	 Pada	setiap	akhir	pemungutan	suara,	Notaris	membaca	hasil	pemungutan	suara	tersebut.
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Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham; 
Aspect	1:	Public	Company	Relationships	With	Shareholders	Ensuring	Shareholder	Rights

1 Prinsip 1 
Meningkatkan Nilai 
Penyelenggaraan 
RUPS 

Principle 1
Increase	the	
Management Value 
of GMS

Perusahaan Terbuka 
memiliki cara atau prosedur 
teknis pengumpulan 
suara (voting)		baik secara 
terbuka maupun tertutup 
yang mengedepankan 
independensi, dan 
kepentingan pemegang 
saham. 

Public	Company	has	technical	
voting collection procedure 
either	open	or	closed	that	
promotes independence and 
the	interests	of	shareholders.

Setiap saham dengan hak suara yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara 
(one	share	one	vote). Pemegang saham dapat menggunakan hak suaranya pada 
saat pengambilan keputusan, terutama dalam pengambilan keputusan dengan 
cara pengumpulan suara (voting). Namun demikian, mekanisme pengambilan 
keputusan dengan cara pengumpulan suara (voting)	baik secara terbuka 
maupun tertutup belum diatur secara rinci.
Perusahaan Terbuka direkomendasikan mempunyai prosedur pengambilan 
suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara RUPS. Adapun 
prosedur pengambilan suara (voting)	tersebut harus menjaga independensi 
ataupun kebebasan pemegang saham. Sebagai contoh, dalam pengumpulan 
suara (voting) secara terbuka dilakukan dengan cara mengangkat tangan sesuai 
dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS. Sedangkan, 
dalam pengumpulan suara (voting) secara tertutup dilakukan pada keputusan 
yang membutuhkan kerahasiaan ataupun atas permintaan pemegang saham, 
dengan cara menggunakan kartu suara ataupun dengan penggunaan electronic 
voting. 

Each	share	with	voting	rights	issued	has	1	(one)	vote	(one	share	one	vote).	
Shareholders	may	use	their	voting	rights	at	the	time	of	decision-	making.	However,	
the	mechanism	of	decision	making	by	voting	either	open	or	closed	is	not	regulated	
in	detail.	
It	is	recommended	that	Public	Companies	have	voting	procedures	in	decision-
making	on	an	AGMS	agenda.	The	voting	procedure	must	maintain	independence	
and	shareholder	freedom.	For	example,	the	collection	of	voting	openly	by	raising	
hand	follows	instructions	made	by	the	AGMS	Chair.	Whereas,	for	collection	in	a	
closed	session	for	decisions	that	require	secrecy	or	at	the	request	of	shareholders,	by	
way	of	cards	or	by	electronic	voting.	

Perseroan telah mengatur, mengakomodir dan mengaplikasikan penerapan GCG terkait pemenuhan hak-hak dan hubungan dengan 
Pemegang Saham yang diterapkan secara adil. Berkenaan dengan hal tersebut Pemegang Saham yang memiliki saham dengan klasifikasi 
yang sama akan mendapatkan perlakuan yang setara dan dapat menggunakan hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku.
Pemenuhan terhadap hak-hak Pemegang Saham diimplementasikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan setiap Pemegang 
Saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah persentase saham yang dimilikinya. Setiap Pemegang Saham berhak 
memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.
Sesuai Anggaran Dasar Perseroan Pasal 5 ayat 4 huruf a; yang menyatakan bahwa “para Pemegang Saham memiliki hak yang sama atas setiap 
1 saham memberikan 1 hak suara”. Turunan atas ketentuan Anggaran Dasar tersebut diimplementasikan melalui prosedur pengambilan 
suara dalam pengambilan keputusan atas suatu mata acara yang terdapat dalam Tata Tertib RUPS, dimana Tata Tertib RUPS diberikan 
kepada Pemegang Saham yang hadir dan dijelaskan kembali oleh Pimpinan RUPS saat pembukaan RUPS. Perusahaan telah menunjuk pihak 
independen yaitu Biro Administrasi Efek dan Notaris dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau melakukan validasi. Adapun 
dalam penerapannya memiliki tata cara sebagai berikut: 
1. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab habis. 
2. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki 

lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang 
dimilikinya atau diwakilinya. 

3. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan:” Mengangkat Tangan” dengan ketentuan sebagai berikut: 
• Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blanko/Abstain diminta untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu 

suara. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang diwakilinya.
• Mereka yang memberikan suara, baik Tidak Setuju maupun Blanko/Abstain namun kartu suaranya rusak, robek atau kusut sehingga 

tidak dapat terdeteksi secara benar oleh komputer atau Notaris, dianggap tidak sah. 
• Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap setuju. 
• Jika ada yang meninggalkan ruangan Rapat, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan Rapat. 

4. Untuk setiap Mata Acara Rapat akan dilakukan pemungutan suara untuk pengambilan keputusan. Pada setiap akhir pemungutan suara, 
Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

5. Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris membaca hasil pemungutan suara tersebut.

The	Company	has	regulated,	accommodated	and	applied	the	application	of	GCG	related	to	fulfilling	the	rights	and	relationships	with	Shareholders	
fairly.	In	this	regard,	Shareholders	who	own	shares	of	the	same	classification	will	receive	equal	treatment	and	can	use	their	rights	in	accordance	with	
the	Company's	Articles	of	Association	and	prevailing	laws	and	regulations.
The	fulfillment	of	Shareholders	rights	is	applied	in	the	General	Meeting	of	Shareholders	(GMS),	where	each	Shareholder	is	entitled	to	cast	a	vote	
in	accordance	with	the	classification	and	the	percentage	of	shares	owned.	Each	Shareholder	is	entitled	to	receive	complete	and	accurate	material	
information	about	the	Company.
In	accordance	with	the	Company’s	Articles	of	Association	Article	5	paragraph	4	letter	a;	which	states	that	"Shareholders	have	the	same	rights	in	every	
1	share	giving	1	vote".	The	derivative	provisions	in	the	Articles	of	Association	are	implemented	through	voting	procedures	for	making	decisions	on	an	
agenda	item	contained	in	the	GMS	Rules,	where	the	GMS	Rules	are	given	to	Shareholders	present	and	explained	again	by	the	GMS	Chairperson	at	
the	opening	of	the	GMS.	The	company	has	appointed	an	independent	party	namely	the	Securities	Administration	Bureau	and	Notary	to	conduct	vote	
counting	and	/	or	validating,	using	the	following	procedures:
1.	 voting	is	conducted	after	all	questions	have	been	answered	and	/	or	the	question	and	answer	time	is	up.
2.	 Each	share	gives	the	holder	the	right	to	1	(one)	vote.	If	a	Shareholder	has	more	than	1	(one)	share,	they	are	only	required	to	vote	1	(one)	time	and	

their	vote	applies	to	all	shares	they	own	or	represent.
3.	 voting	will	be	conducted	verbally	by:	"Lifting	Hands"	with	the	following	conditions:

•	 Those	who	vote,	both	Disagree	and	Blank	/	Abstained	are	asked	to	raise	their	hands	and	hand	over	the	ballot	card.	Furthermore,	the	Notary	
will	count	the	votes	it	represents.

•	 Those	who	vote,	either	Disagree	or	Blank	/	Abstain	whose	card	is	damaged,	torn	or	wrinkled	so	that	it	cannot	be	detected	correctly	by	a	
computer	or	Notary,	are	considered	invalid.

•	 Those	who	do	not	raise	their	hands	are	considered	to	agree.
•	 If	someone	leaves	the	meeting	room,	then	the	person	concerned	is	considered	to	approve	all	decisions	of	the	meeting.

4.	 For	each	Agenda,	a	vote	will	be	held	for	decision-making.		At	the	end	of	each	vote,	the	Notary	Public	reads	the	results	of	the	vote.
5.	 Pada	setiap	akhir	pemungutan	suara,	Notaris	membaca	hasil	pemungutan	suara	tersebut.

Pedoman Tata Kelola mencakup 5 aspek, 8 prinsip dan 
25 rekomendasi penerapan aspek dan prinsip tata kelola 
perusahaan yang baik. Rekomendasi penerapan aspek 
dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam 
Pedoman Tata Kelola adalah standar penerapan aspek 
dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang harus 
diterapkan Perseroan untuk mengimplementasikan 
prinsip tata kelola. Adapun uraian penerapannya dapat 
disampaikan, sebagai berikut:

The Governance Guidelines cover 5 aspects, 8 principles 
and 25 recommendations for applying good corporate 
governance aspects and principles. Recommendations 
related to the application of these good corporate 
governance aspects and principles in the Governance 
Guidelines are the standards that must be applied by 
the Company when implementing the good corporate 
governance principles. Descriptions of the application 
are as follows.
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2. Seluruh anggota Direksi 
dan anggota Dewan 
Komisaris Perusahaan 
Terbuka hadir dalam 
RUPS Tahunan.

2.	 All	members	of	the	Board	
of	Directors	and	Board	
of	Commissioners	of	the	
Public Company attend 
the	Annual	General	
Meeting.

Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan 
Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung 
permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang 
saham terkait mata acara dalam RUPS. 

The	presence	of	all	Public	Company	members	of	the	Board	of	Directors	and	the	
Board of Commissioners aims to make every member pay attention, explaining and 
answering	the	issues	raised	or	questions	asked	by	shareholders	directly	relating	to	
the	AGMS	agenda.

Perseroan telah membuat Akta Risalah RUPS Tahunan 2019 Nomor 41 Tanggal 30 April 2019 yang mengungkapkan bahwa seluruh anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.

The	Company’s	2019	AGMS	Meeting	Minutes	dated	April	30,	2019	declared	that	all	members	of	the	Company’s	Board	of	Directors	and	Board	of	
Commissioners	were	present	at	the	AGMS.

3. Ringkasan risalah 
RUPS tersedia dalam 
Situs Web Perusahaan 
Terbuka paling sedikit 
selama 1 (satu) tahun. 

3.	 A	summary	of	the	AGMS	
minutes is available on 
the	Public	Company	
website for at least one 
(1)	year.

Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 
2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang 
salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan 
risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan 
bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi 
penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena 
itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah 
RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi 
pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. 

The	Public	Company	shall	make	AGMS	summary	minutes	in	Indonesian	and	a	
foreign	language	(at	least	in	English),	and	publish	it	within	two	(2)	working	days	
after	the	AGMS	on	the	Public	Company	website.	This	provides	an	opportunity	for	
shareholders	who	were	not	present	to	obtain	important	information	of	the	AGMS	
easily	and	quickly.	Therefore,	the	provision	for	a	minimum	period	for	the	availability	
of	AGMS	summary	minutes	on	the	website	is	intended	to	provide	sufficient	time	for	
shareholders	to	obtain	such	information.

Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah 
RUPS dari 2 (dua) hari yang dipersyaratkan oleh regulasi, untuk memenuhi informasi kepada Stakeholders yang salah satunya diumumkan 
melalui website Perusahaan  (www.wika.co.id), pada menu Informasi Bagi Pemegang Saham bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

The	Company	prepares	a	summary	of	the	GMS	minutes	in	Indonesian	and	English,	and	announces	it	1	(one)	working	day	after	the	GMS	of	the	2	(two)	
days	required	by	regulations,	to	fulfill	information	to	Stakeholders,	and	is	announced	on	the	Company's	website	(www.wika	.co.id),	via	the	Shareholders	
Information	menu	for	the	General	Meeting	of	Shareholders.

2 Prinsip 2 
Meningkatkan 
Kualitas Komunikasi 
Perusahaan 
Terbuka dengan 
Pemegang Saham 
atau Investor. 

Principle 2
Improving Quality 
of Public Company 
Communications 
with	Shareholders	or	
investors.

4. Perusahaan Terbuka 
memiliki suatu kebijakan 
komunikasi dengan 
pemegang saham atau 
investor. 

4.	 The	Public	Company	has	
a communication policy 
with	shareholders	or	
investors.

• Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang 
saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau 
investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah 
dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan 
informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan 
Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham 
atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada 
manajemen Perusahaan Terbuka. 

• Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor 
menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan 
komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam 
kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu 
pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang 
saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. 

•	 The	communication	between	the	Public	Company	and	shareholders	or	
investors	is	meant	so	that	shareholders	and	investors	gain	a	clearer	
understanding	of	information	published	to	the	public,	such	as	periodic	reports,	
information disclosure, business condition or prospects and performance, 
as	well	as	Corporate	Governance	Implementation,	In	addition,	shareholders	
or	investors	can	also	submit	feedback	and	opinions	to	the	Public	Company	
management.	

•	 The	communication	policy	with	shareholders	and	investors	shows	the	Public	
Company’s	commitment	in	carrying	out	communications	with	shareholders	
or	investors.	This	policy	may	include	strategies,	programs,	and	timing	of	
communication,	and	guidance	that	supports	shareholders	or	investors	to	
participate	in	the	communication.	

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham Perseroan wajib memperlakukan Pemegang Saham secara adil, sesuai dengan 
Code of Conduct Perseroan (yang dapat diakses pada web www.wika.co.id), Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

In	conducting	its	relations	with	Shareholders,	the	Company	is	obliged	to	treat	Shareholders	fairly,	in	accordance	with	the	Company's	Code	of	Conduct	
(which	can	be	accessed	on	the	web	www.wika	co.id),	the	Company's	Articles	of	Association	and	prevailing	laws	and	regulations.	Each	Shareholder	is	
entitled	to	obtain	complete	and	accurate	material	information	about	the	Company.
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2. Seluruh anggota Direksi 
dan anggota Dewan 
Komisaris Perusahaan 
Terbuka hadir dalam 
RUPS Tahunan.

2.	 All	members	of	the	Board	
of	Directors	and	Board	
of	Commissioners	of	the	
Public Company attend 
the	Annual	General	
Meeting.

Kehadiran seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan 
Terbuka bertujuan agar setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris 
dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung 
permasalahan yang terjadi atau pertanyaan yang diajukan oleh pemegang 
saham terkait mata acara dalam RUPS. 

The	presence	of	all	Public	Company	members	of	the	Board	of	Directors	and	the	
Board of Commissioners aims to make every member pay attention, explaining and 
answering	the	issues	raised	or	questions	asked	by	shareholders	directly	relating	to	
the	AGMS	agenda.

Perseroan telah membuat Akta Risalah RUPS Tahunan 2019 Nomor 41 Tanggal 30 April 2019 yang mengungkapkan bahwa seluruh anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan turut hadir dalam RUPS Tahunan tersebut.

The	Company’s	2019	AGMS	Meeting	Minutes	dated	April	30,	2019	declared	that	all	members	of	the	Company’s	Board	of	Directors	and	Board	of	
Commissioners	were	present	at	the	AGMS.

3. Ringkasan risalah 
RUPS tersedia dalam 
Situs Web Perusahaan 
Terbuka paling sedikit 
selama 1 (satu) tahun. 

3.	 A	summary	of	the	AGMS	
minutes is available on 
the	Public	Company	
website for at least one 
(1)	year.

Perusahaan Terbuka wajib membuat ringkasan risalah RUPS dalam bahasa 
Indonesia dan bahasa asing (minimal dalam bahasa Inggris), serta diumumkan 
2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan kepada masyarakat, yang 
salah satunya melalui Situs Web Perusahaan Terbuka. Ketersediaan ringkasan 
risalah RUPS pada Situs Web Perusahaan Terbuka memberikan kesempatan 
bagi pemegang saham yang tidak hadir untuk mendapatkan informasi 
penting dalam penyelenggaraan RUPS secara mudah dan cepat. Oleh karena 
itu, ketentuan tentang jangka waktu minimal ketersediaan ringkasan risalah 
RUPS di Situs Web dimaksudkan untuk menyediakan kecukupan waktu bagi 
pemegang saham untuk memperoleh informasi tersebut. 

The	Public	Company	shall	make	AGMS	summary	minutes	in	Indonesian	and	a	
foreign	language	(at	least	in	English),	and	publish	it	within	two	(2)	working	days	
after	the	AGMS	on	the	Public	Company	website.	This	provides	an	opportunity	for	
shareholders	who	were	not	present	to	obtain	important	information	of	the	AGMS	
easily	and	quickly.	Therefore,	the	provision	for	a	minimum	period	for	the	availability	
of	AGMS	summary	minutes	on	the	website	is	intended	to	provide	sufficient	time	for	
shareholders	to	obtain	such	information.

Perseroan telah membuat ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta diumumkan 1 (satu) hari kerja setelah 
RUPS dari 2 (dua) hari yang dipersyaratkan oleh regulasi, untuk memenuhi informasi kepada Stakeholders yang salah satunya diumumkan 
melalui website Perusahaan  (www.wika.co.id), pada menu Informasi Bagi Pemegang Saham bagian Rapat Umum Pemegang Saham.

The	Company	prepares	a	summary	of	the	GMS	minutes	in	Indonesian	and	English,	and	announces	it	1	(one)	working	day	after	the	GMS	of	the	2	(two)	
days	required	by	regulations,	to	fulfill	information	to	Stakeholders,	and	is	announced	on	the	Company's	website	(www.wika	.co.id),	via	the	Shareholders	
Information	menu	for	the	General	Meeting	of	Shareholders.

2 Prinsip 2 
Meningkatkan 
Kualitas Komunikasi 
Perusahaan 
Terbuka dengan 
Pemegang Saham 
atau Investor. 

Principle 2
Improving Quality 
of Public Company 
Communications 
with	Shareholders	or	
investors.

4. Perusahaan Terbuka 
memiliki suatu kebijakan 
komunikasi dengan 
pemegang saham atau 
investor. 

4.	 The	Public	Company	has	
a communication policy 
with	shareholders	or	
investors.

• Adanya komunikasi antara Perusahaan Terbuka dengan pemegang 
saham atau investor dimaksudkan agar para pemegang saham atau 
investor mendapatkan pemahaman lebih jelas atas informasi yang telah 
dipublikasikan kepada masyarakat, seperti laporan berkala, keterbukaan 
informasi, kondisi atau prospek bisnis dan kinerja, serta Pelaksanaan 
Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Disamping itu, pemegang saham 
atau investor juga dapat menyampaikan masukan dan opini kepada 
manajemen Perusahaan Terbuka. 

• Kebijakan komunikasi dengan para pemegang saham atau investor 
menunjukan komitmen Perusahaan Terbuka dalam melaksanakan 
komunikasi dengan para pemegang saham atau investor. Dalam 
kebijakan tersebut dapat mencakup strategi, program, dan waktu 
pelaksanaan komunikasi, serta panduan yang mendukung pemegang 
saham atau investor untuk berpartisipasi dalam komunikasi tersebut. 

•	 The	communication	between	the	Public	Company	and	shareholders	or	
investors	is	meant	so	that	shareholders	and	investors	gain	a	clearer	
understanding	of	information	published	to	the	public,	such	as	periodic	reports,	
information disclosure, business condition or prospects and performance, 
as	well	as	Corporate	Governance	Implementation,	In	addition,	shareholders	
or	investors	can	also	submit	feedback	and	opinions	to	the	Public	Company	
management.	

•	 The	communication	policy	with	shareholders	and	investors	shows	the	Public	
Company’s	commitment	in	carrying	out	communications	with	shareholders	
or	investors.	This	policy	may	include	strategies,	programs,	and	timing	of	
communication,	and	guidance	that	supports	shareholders	or	investors	to	
participate	in	the	communication.	

Dalam melaksanakan hubungan dengan Pemegang Saham Perseroan wajib memperlakukan Pemegang Saham secara adil, sesuai dengan 
Code of Conduct Perseroan (yang dapat diakses pada web www.wika.co.id), Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan.

In	conducting	its	relations	with	Shareholders,	the	Company	is	obliged	to	treat	Shareholders	fairly,	in	accordance	with	the	Company's	Code	of	Conduct	
(which	can	be	accessed	on	the	web	www.wika	co.id),	the	Company's	Articles	of	Association	and	prevailing	laws	and	regulations.	Each	Shareholder	is	
entitled	to	obtain	complete	and	accurate	material	information	about	the	Company.
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5. Perusahaan Terbuka 
mengungkapkan 
kebijakan komunikasi 
Perusahaan Terbuka 
dengan pemegang 
saham atau investor 
dalam Situs Web. 

5.	 The	Public	Company	
discloses		the	
Public	Company’s	
communication policy 
with	shareholders	or	
investors	on	the	Website.

Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas 
komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua 
pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan 
informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran 
pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi 
Perusahaan Terbuka. 

Communication	policy	disclosure	is	a	form	of	transparency	for	the	Public	Company	
commitment	in	providing	equality	for	all	shareholders	and	investors	regarding	the	
communication.	Such	information	Disclosure	also	aims	to	increase	the	participation	
and	role	of	the	shareholders	or	investors	in	the	Public	Company’s	communication	
programs.

Kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor terdapat pada Code of Conduct yang telah diunggah dalam website 
Perusahaan, pada Menu	Home website bagian Good Corporate Governance dan Investor	Relations yang terdapat berbagai macam Manual 
Kebijakan, Komitmen dan Laporan Perusahaan dan dapat diunduh dari website Perusahaan. Selain itu di dalam website Perusahaan juga 
tersedia alamat penanggung jawab representative serta nomor telepon Perusahaan yang dapat dihubungi.

Policies	related	to	communication	with	Shareholders	or	Investors	are	contained	in	the	Code	of	Conduct	that	has	been	uploaded	on	the	Company's	
website,	on	the	Home	Menu,	Good	Corporate	Governance	and	Investor	Relations	sections,	there	are	various		Company	Policy	Manuals,	Commitments	
and	Reports	that	can	be	downloaded	from	the	Company's	website.	In	addition,	on	the	Company's	website,	there	is	also	the	address	of	the	person	
responsible	and	the	telephone	number	of	the	Company	that	can	be	contacted.

II Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris 
Aspect	2:	Board	Of	Commissioners	Function	And	Role

1 Prinsip 3 
Memperkuat 
Keanggotaan dan 
Komposisi Dewan 
Komisaris

Principle	3
Strengthening	
the	Board	of	
Commissioners’	
membership	and	
composition 

6. Penentuan 
jumlah anggota 
Dewan Komisaris 
mempertimbangkan 
kondisi Perusahaan 
Terbuka. 

6.	 Determination	of	the	
number of Board of 
Commissioners members 
considers	the	Public	
Company	condition.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris 
Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang 
berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan 
kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, 
kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan 
bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah 
anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu 
efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. 

The	number	of	Board	of	Commissioners	members	may	affect	the	of	Board	of	
Commissioners	effectiveness.	Determining	the	number	of	members	of	the	Public	
Company’s	Board	of	Commissioners	refers	to	the	legislation	provisions	that	require	
at	least	two	(2)	persons	based	on	the	OJK	provisions	concerning	the	Public	Company	
Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners.	In	addition,	it	should	also	take	into	
consideration	the	Public	Company	condition	including	characteristics,	capacities	
and	sizes,	and	objectives	and	requirements	achievement	in	the	public	company’s	
different	businesses.	A	large	number	of	Board	of	Commissioners	members	could	
potentially	interfere	with	the	effectiveness	of	the	Board	of	Commissioners.

Penentuan jumlah dan penetapan/ pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, 
yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan 
dan Board Manual.

Determination	of	the	number	and	determination	/	appointment	of	the	Board	of	Commissioners	is	determined	by	the	GMS	and	has	taken	into	account	
the	Company's	condition,	which	refer	to	prevailing	regulations	and	OJK	Circular	Letter	No.	32/SEOJK.04/2015,	the	Company's	Articles	of	Association	and	
Board	Manual.

7. Penentuan 
komposisi anggota 
Dewan Komisaris 
memperhatikan 
keberagaman keahlian, 
pengetahuan, dan 
pengalaman yang 
dibutuhkan. 

7.	 Determination	of	the	
Board of Commissioners 
composition pays 
attention	to	the	diversity	
of skills, knowledge and 
experience	required.

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi 
organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat 
tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh 
Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan 
kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya 
terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 
yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. 

The	Board	of	Commissioners	Composition	is	a	combination	of	characteristics,	
in terms of Board of Commissioners  collegially and individually, according to 
the	Public	Company	needs.	These	characteristics	are	reflected	by	determining	
the	expertise,	knowledge,	and	experience	needed	in	carrying	out	the	Board	of	
Commissioners	advisory	duties.	The	composition	attentiveness	to	the	Public	
Company	needs	is	a	positive	thing,	particularly	when	related	to	decision	making	in	
the	supervisory	function	by	considering	wider	aspects.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai 
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik 
dan Nomor 34 tahun 2014 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman 
keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki komposisi yang 
cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya.
Dalam menerapkannya di dalam Perusahaan, Dewan Komisaris mengacu pada Rencana Kerja Dewan Komisaris yang diturunkan kembali pada 
Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 66/DK/WIKA/2019  Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian saran oleh Dewan 
Komisaris Perusahaan Terbuka yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota 
Dewan Komisaris.
Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Selama Tahun 2019, Dewan Komisaris WIKA 
memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang Teknik konstruksi, Teknik kelistrikan, Industrial	Plant,	Powerplant	&	Energy, Keuangan, 
Legal, Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Investasi, Pemasaran dan Ekonomi.

Determination	of	the	Board	of	Commissioners	membership	composition	is	determined	by	the	GMS	taking	into	account	the	Independent	Commissioners	
composition	in	accordance	with	OJK	Regulation	(POJK)	No.	33	of	2014	concerning	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	of	Issuers	/	Public	
Companies	and	Number	34	of	2014,	and	OJK	Circular	No.	32/SEOJK.04/2015	and	has	taken	into	account	the	diversity	of	expertise,	knowledge,	and	
experience	required	based	on	the	proposed	Dwiwarna	A	Series	Shareholders,	has	a	diverse	composition,	based	on	age,	educational	background,	
expertise	and	experience	needed	in	carrying	out	its	duties	and	responsibilities.
The	Company’s	Board	of	Commissioners	refers	to	the	Board	of	Commissioners'	Work	Plan	which	is	regulated	by	the	Board	of	Commissioners	Decree	No.	
66/DK/WIKA/2019		Tanggal	12	Juni	2019	tentang	Pembagian	Bidang	Tugas	Pengawasan	Dewan	Komisaris	Perusahaan	Perseroan	(Persero)	PT	Wijaya	
Karya	Tbk	concerning	the	implementation	of	supervisory	duties	and	giving	advice	by	the	Board	of	Commissioners	of	the	Public	Company	in	accordance	
with	their	respective	capacities.	and	background,	expertise	and	work	history.
The	Board	of	Commissioners		composition		membership	is	the	right	of	Dwiwarna	Series	A	Shareholders.	During	2019,	WIKA's	Board	of	Commissioners’	
expertise	background	covered	the	fields	of	construction	engineering,	electrical	engineering,	industrial	plant,	powerplant	&	energy,	finance,	legal,	
governance,	human	resources,	investment,	marketing	and	economics.
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5. Perusahaan Terbuka 
mengungkapkan 
kebijakan komunikasi 
Perusahaan Terbuka 
dengan pemegang 
saham atau investor 
dalam Situs Web. 

5.	 The	Public	Company	
discloses		the	
Public	Company’s	
communication policy 
with	shareholders	or	
investors	on	the	Website.

Pengungkapan kebijakan komunikasi merupakan bentuk transparansi atas 
komitmen Perusahaan Terbuka dalam memberikan kesetaraan kepada semua 
pemegang saham atau investor atas pelaksanaan komunikasi. Pengungkapan 
informasi tersebut juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran 
pemegang saham atau investor dalam pelaksanaan program komunikasi 
Perusahaan Terbuka. 

Communication	policy	disclosure	is	a	form	of	transparency	for	the	Public	Company	
commitment	in	providing	equality	for	all	shareholders	and	investors	regarding	the	
communication.	Such	information	Disclosure	also	aims	to	increase	the	participation	
and	role	of	the	shareholders	or	investors	in	the	Public	Company’s	communication	
programs.

Kebijakan terkait komunikasi dengan Pemegang Saham atau Investor terdapat pada Code of Conduct yang telah diunggah dalam website 
Perusahaan, pada Menu	Home website bagian Good Corporate Governance dan Investor	Relations yang terdapat berbagai macam Manual 
Kebijakan, Komitmen dan Laporan Perusahaan dan dapat diunduh dari website Perusahaan. Selain itu di dalam website Perusahaan juga 
tersedia alamat penanggung jawab representative serta nomor telepon Perusahaan yang dapat dihubungi.

Policies	related	to	communication	with	Shareholders	or	Investors	are	contained	in	the	Code	of	Conduct	that	has	been	uploaded	on	the	Company's	
website,	on	the	Home	Menu,	Good	Corporate	Governance	and	Investor	Relations	sections,	there	are	various		Company	Policy	Manuals,	Commitments	
and	Reports	that	can	be	downloaded	from	the	Company's	website.	In	addition,	on	the	Company's	website,	there	is	also	the	address	of	the	person	
responsible	and	the	telephone	number	of	the	Company	that	can	be	contacted.

II Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris 
Aspect	2:	Board	Of	Commissioners	Function	And	Role

1 Prinsip 3 
Memperkuat 
Keanggotaan dan 
Komposisi Dewan 
Komisaris

Principle	3
Strengthening	
the	Board	of	
Commissioners’	
membership	and	
composition 

6. Penentuan 
jumlah anggota 
Dewan Komisaris 
mempertimbangkan 
kondisi Perusahaan 
Terbuka. 

6.	 Determination	of	the	
number of Board of 
Commissioners members 
considers	the	Public	
Company	condition.

Jumlah anggota Dewan Komisaris dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 
tugas dari Dewan Komisaris. Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris 
Perusahaan Terbuka wajib mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang 
berdasarkan ketentuan peraturan OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik. Selain itu, perlu juga mempertimbangkan 
kondisi Perusahaan Terbuka yang antara lain yang meliputi karakteristik, 
kapasitas, dan ukuran, serta pencapaian tujuan dan pemenuhan kebutuhan 
bisnis yang berbeda diantara Perusahaan Terbuka. Namun demikian, jumlah 
anggota Dewan Komisaris yang terlalu besar berpotensi mengganggu 
efektivitas pelaksanaan fungsi Dewan Komisaris. 

The	number	of	Board	of	Commissioners	members	may	affect	the	of	Board	of	
Commissioners	effectiveness.	Determining	the	number	of	members	of	the	Public	
Company’s	Board	of	Commissioners	refers	to	the	legislation	provisions	that	require	
at	least	two	(2)	persons	based	on	the	OJK	provisions	concerning	the	Public	Company	
Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners.	In	addition,	it	should	also	take	into	
consideration	the	Public	Company	condition	including	characteristics,	capacities	
and	sizes,	and	objectives	and	requirements	achievement	in	the	public	company’s	
different	businesses.	A	large	number	of	Board	of	Commissioners	members	could	
potentially	interfere	with	the	effectiveness	of	the	Board	of	Commissioners.

Penentuan jumlah dan penetapan/ pengangkatan Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, 
yang mengacu pada Peraturan yang berlaku dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/ SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan 
dan Board Manual.

Determination	of	the	number	and	determination	/	appointment	of	the	Board	of	Commissioners	is	determined	by	the	GMS	and	has	taken	into	account	
the	Company's	condition,	which	refer	to	prevailing	regulations	and	OJK	Circular	Letter	No.	32/SEOJK.04/2015,	the	Company's	Articles	of	Association	and	
Board	Manual.

7. Penentuan 
komposisi anggota 
Dewan Komisaris 
memperhatikan 
keberagaman keahlian, 
pengetahuan, dan 
pengalaman yang 
dibutuhkan. 

7.	 Determination	of	the	
Board of Commissioners 
composition pays 
attention	to	the	diversity	
of skills, knowledge and 
experience	required.

Komposisi Dewan Komisaris merupakan kombinasi karakteristik baik dari segi 
organ Dewan Komisaris maupun anggota Dewan Komisaris secara individu, 
sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Terbuka. Karakteristik tersebut dapat 
tercermin dalam penentuan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang 
dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat oleh 
Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka. Komposisi yang telah memperhatikan 
kebutuhan Perusahaan Terbuka merupakan suatu hal yang positif, khususnya 
terkait pengambilan keputusan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan 
yang dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih luas. 

The	Board	of	Commissioners	Composition	is	a	combination	of	characteristics,	
in terms of Board of Commissioners  collegially and individually, according to 
the	Public	Company	needs.	These	characteristics	are	reflected	by	determining	
the	expertise,	knowledge,	and	experience	needed	in	carrying	out	the	Board	of	
Commissioners	advisory	duties.	The	composition	attentiveness	to	the	Public	
Company	needs	is	a	positive	thing,	particularly	when	related	to	decision	making	in	
the	supervisory	function	by	considering	wider	aspects.

Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan komposisi Komisaris Independen sesuai 
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik 
dan Nomor 34 tahun 2014 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman 
keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, memiliki komposisi yang 
cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya.
Dalam menerapkannya di dalam Perusahaan, Dewan Komisaris mengacu pada Rencana Kerja Dewan Komisaris yang diturunkan kembali pada 
Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 66/DK/WIKA/2019  Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian saran oleh Dewan 
Komisaris Perusahaan Terbuka yang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dan latar belakang keahlian dan riwayat pekerjaan anggota 
Dewan Komisaris.
Komposisi anggota Dewan Komisaris merupakan hak dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Selama Tahun 2019, Dewan Komisaris WIKA 
memiliki latar belakang keahlian yang mencakup bidang Teknik konstruksi, Teknik kelistrikan, Industrial	Plant,	Powerplant	&	Energy, Keuangan, 
Legal, Tata Kelola, Sumber Daya Manusia, Investasi, Pemasaran dan Ekonomi.

Determination	of	the	Board	of	Commissioners	membership	composition	is	determined	by	the	GMS	taking	into	account	the	Independent	Commissioners	
composition	in	accordance	with	OJK	Regulation	(POJK)	No.	33	of	2014	concerning	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	of	Issuers	/	Public	
Companies	and	Number	34	of	2014,	and	OJK	Circular	No.	32/SEOJK.04/2015	and	has	taken	into	account	the	diversity	of	expertise,	knowledge,	and	
experience	required	based	on	the	proposed	Dwiwarna	A	Series	Shareholders,	has	a	diverse	composition,	based	on	age,	educational	background,	
expertise	and	experience	needed	in	carrying	out	its	duties	and	responsibilities.
The	Company’s	Board	of	Commissioners	refers	to	the	Board	of	Commissioners'	Work	Plan	which	is	regulated	by	the	Board	of	Commissioners	Decree	No.	
66/DK/WIKA/2019		Tanggal	12	Juni	2019	tentang	Pembagian	Bidang	Tugas	Pengawasan	Dewan	Komisaris	Perusahaan	Perseroan	(Persero)	PT	Wijaya	
Karya	Tbk	concerning	the	implementation	of	supervisory	duties	and	giving	advice	by	the	Board	of	Commissioners	of	the	Public	Company	in	accordance	
with	their	respective	capacities.	and	background,	expertise	and	work	history.
The	Board	of	Commissioners		composition		membership	is	the	right	of	Dwiwarna	Series	A	Shareholders.	During	2019,	WIKA's	Board	of	Commissioners’	
expertise	background	covered	the	fields	of	construction	engineering,	electrical	engineering,	industrial	plant,	powerplant	&	energy,	finance,	legal,	
governance,	human	resources,	investment,	marketing	and	economics.
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Principle 4
Improving	the	
Quality of Board 
of Commissioners 
Duties	and	
Responsibilities	
performance

8. Dewan Komisaris 
mempunyai kebijakan 
penilaian sendiri (Self 
Assessment)	untuk 
menilai kinerja Dewan 
Komisaris. 

8.	 The	Board	of	
Commissioners	has	its	
own	Self	Assessment	
policy to assess 
performance.

• Kebijakan penilaian sendiri (Self	Assessment) Dewan Komisaris merupakan 
suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian 
kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self	Assessment	atau penilaian 
sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai 
pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai 
kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya 
Self	Assessment	ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris 
dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara 
berkesinambungan. 

• Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan 
beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, 
dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan 
dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi 
Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan 
dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik. 

•	 The	Board	of	Commissioners	Self	Assessment	Policy	is	a	guideline	that	is	used	
as	a	form	of	accountability	for	the	Board	of	Commissioners	performance	
assessment	collegially.	The	Self	Assessment	is	conducted	by	each	member	to	
assess	the	Board	of	Commissioners	performance	collegially,	and	not	to	assess	
the	individual	performance	of	each	member	of	the	Board	of	Commissioners.	The	
Self	Assessment	from	each	member	of	the	Board	of	Commissioners	contributes	to	
improving	the	Board	of	Commissioners	performance	on	an	ongoing	basis.	

•	 This	policy	may	include	assessment	activities	together	with	intents	and	purposes,	
the	execution	time,	and	benchmarks	or	criteria	for	assessment	used	in	
accordance	with	the	recommendations	given	by	the	Public	Company	nomination	
and	remuneration	function,	which	is	required	in	the	OJK	Regulation	on	Public	
Company	Nomination	and	Remuneration	Committee.	

Kebijakan Penilaian individual Dewan Komisaris dalam bentuk self assessment bertujuan untuk menilai kinerja individual dalam hal peningkatan 
kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tolak ukur yang digunakan dalam penilaian adalah: 
1. Tingkat kehadirannya dan keaktifan dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada. 
2. Kemampuan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris lainnya dan Manajemen. 
3. Kompetensi individual dalam menyelesaikan permasalahan atau potensi permasalahan di Perseroan dalam konteks pengawasan. 
4. Ketersediaan waktu dan perhatian dalam menyelesaikan permasalahan dan/atau potensi permasalahan Perseroan dalam konteks 

pengawasan. 
5. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu. 
6. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan. 
7. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Selain itu, dalam Renja self assessment Dewan Komisaris juga didasarkan pada Kontrak Manajemen yang secara bersama-sama ditandatangani 
bersama Direksi di awal tahun di tahun berjalan, Kontrak Manajemen ini berisi rencana-rencana pencapaian kerja yang disertai dengan Key	
Performance Indicator (KPI) yang menjadi acuan kinerja yang hendak dicapai di tahun berjalan.
Proses Self	Assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui ketaatan terkait dengan GCG (self assessment) yang dilakukan 
secara berkala.

The	Board	of	Commissioners'	Individual	Assessment	Policy	in	the	form	of	a	self-assessment	aims	to	assess	individual	performances	in	terms	of	
improving	the	performance	and	quality	of	carrying	out	their	duties	and	responsibilities.	Benchmarks	used	in	the	assessment	are:
1.	 Level	of	attendance	and	activeness	in	the	Board	of	Commissioners'	Meetings	and	meetings	with	committees.
2.	 The	ability	to	communicate	with	other	Board	of	Commissioners	and	Management.
3.	 Individual	competence	in	solving	problems	or	potential	problems	in	the	Company	in	the	context	of	supervision.
4.	 Availability	of	time	and	attention	in	resolving	problems	and	/	or	potential	problems	of	the	Company	in	the	context	of	supervision.
5.	 Involvement	in	certain	assignments.
6.	 Commitment	to	advancing	the	interests	of	the	Company.
7.	 Compliance	with	applicable	laws	and	regulations	and	Company	Policies.

In	addition,	the	Board	of	Commissioners	self-assessment	is	also	based	on	a	Management	Contract	jointly	signed	with	the	Board	of	Directors	at	the	
beginning	of	the	current	year,	this	Management	Contract	contains	work	achievement	plans	and	Key	Performance	Indicators	(KPI)	that	serve	as	a	
reference	for	performance	to	be	achieved	in	the	current	year.
The	Self	Assessment	process	on	the	Board	of	Commissioners	performance	is	also	carried	out	through	compliance	with	GCG	(self	assessment)	which	is	
carried	out	periodically.

9. Kebijakan penilaian 
sendiri (Self	Assessment)	
untuk menilai kinerja 
Dewan Komisaris, 
diungkapkan melalui 
Laporan Tahunan 
Perusahaan Terbuka. 

9.	 The	Self-Assessment	
Policy	is	the	Board	
of Commissioners 
performance assessment, 
disclosed	through	the	
Public	Company	Annual	
Report.

Pengungkapan kebijakan Self	Assessment	atas kinerja Dewan Komisaris 
dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk 
memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor 
atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan 
Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau 
investor mengetahui mekanisme check	and	balance	terhadap kinerja Dewan 
Komisaris.

The	Board	of	Commissioners	Self	Assessment	Policy	disclosures	on	Board	
of Commissioners performance not only meets transparency as a form of 
accountability	for	execution	of	their	duties,	but	also,	to	give	confidence,	especially	
to	shareholders	or	investors	for	the	efforts	needed	to	improve	the	Board	of	
Commissioners	performance.	The	disclosure	to	shareholders	or	investor	s	provides	a	
check	and	balance	on	the	Board	of	Commissioners	performance.

Direksi Perseroan bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas rencana dan pencapaian kerja 
Perseroan yang dilaksanakan selama tahun buku berjalan yang dituyangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diperoleh 
langsung oleh Pemegang Saham melalui situs web maupun berkunjung langsung ke Unit Kerja Sekretariat Perusahaan yang berlokasi di Lantai 
1 WIKA TOWER 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10.
Pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham juga disampaikan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris melalui 
RUPS Tahunan.

The	Company	Board	of	Directors	with	the	Board	of	Commissioners	accepts	responsibility	for	the	plans	and	achievements	of	the	Company's	work	carried	
out	in	the	current	fiscal	year,	and	can	be	seen	in	the	Company	Annual	Report	that	is	available	to	the	Shareholders	via	the	website	or	the	Corporate	
Secretariat	Work	Unit	located	at	Lantai	1	WIKA	TOWER	2	Jalan	D.I.	Panjaitan	Kav.	10	
The	Company’s	responsibility	to	the	Shareholders	is	also	conveyed	by	the	Board	of	Directors	together	with	the	Board	of	Commissioners	through	the	
Annual	GMS.
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Principle 4
Improving	the	
Quality of Board 
of Commissioners 
Duties	and	
Responsibilities	
performance

8. Dewan Komisaris 
mempunyai kebijakan 
penilaian sendiri (Self 
Assessment)	untuk 
menilai kinerja Dewan 
Komisaris. 

8.	 The	Board	of	
Commissioners	has	its	
own	Self	Assessment	
policy to assess 
performance.

• Kebijakan penilaian sendiri (Self	Assessment) Dewan Komisaris merupakan 
suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian 
kinerja Dewan Komisaris secara kolegial. Self	Assessment	atau penilaian 
sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing anggota untuk menilai 
pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolegial, dan bukan menilai 
kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris. Dengan adanya 
Self	Assessment	ini diharapkan masing-masing anggota Dewan Komisaris 
dapat berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Dewan Komisaris secara 
berkesinambungan. 

• Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan 
beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, 
dan tolok ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan 
dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi 
Perusahaan Terbuka, dimana adanya fungsi tersebut telah diwajibkan 
dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik. 

•	 The	Board	of	Commissioners	Self	Assessment	Policy	is	a	guideline	that	is	used	
as	a	form	of	accountability	for	the	Board	of	Commissioners	performance	
assessment	collegially.	The	Self	Assessment	is	conducted	by	each	member	to	
assess	the	Board	of	Commissioners	performance	collegially,	and	not	to	assess	
the	individual	performance	of	each	member	of	the	Board	of	Commissioners.	The	
Self	Assessment	from	each	member	of	the	Board	of	Commissioners	contributes	to	
improving	the	Board	of	Commissioners	performance	on	an	ongoing	basis.	

•	 This	policy	may	include	assessment	activities	together	with	intents	and	purposes,	
the	execution	time,	and	benchmarks	or	criteria	for	assessment	used	in	
accordance	with	the	recommendations	given	by	the	Public	Company	nomination	
and	remuneration	function,	which	is	required	in	the	OJK	Regulation	on	Public	
Company	Nomination	and	Remuneration	Committee.	

Kebijakan Penilaian individual Dewan Komisaris dalam bentuk self assessment bertujuan untuk menilai kinerja individual dalam hal peningkatan 
kinerja dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Tolak ukur yang digunakan dalam penilaian adalah: 
1. Tingkat kehadirannya dan keaktifan dalam Rapat Dewan Komisaris maupun rapat dengan komite-komite yang ada. 
2. Kemampuan berkomunikasi dengan Dewan Komisaris lainnya dan Manajemen. 
3. Kompetensi individual dalam menyelesaikan permasalahan atau potensi permasalahan di Perseroan dalam konteks pengawasan. 
4. Ketersediaan waktu dan perhatian dalam menyelesaikan permasalahan dan/atau potensi permasalahan Perseroan dalam konteks 

pengawasan. 
5. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu. 
6. Komitmennya dalam memajukan kepentingan Perusahaan. 
7. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Selain itu, dalam Renja self assessment Dewan Komisaris juga didasarkan pada Kontrak Manajemen yang secara bersama-sama ditandatangani 
bersama Direksi di awal tahun di tahun berjalan, Kontrak Manajemen ini berisi rencana-rencana pencapaian kerja yang disertai dengan Key	
Performance Indicator (KPI) yang menjadi acuan kinerja yang hendak dicapai di tahun berjalan.
Proses Self	Assessment terhadap kinerja Dewan Komisaris juga dilakukan melalui ketaatan terkait dengan GCG (self assessment) yang dilakukan 
secara berkala.

The	Board	of	Commissioners'	Individual	Assessment	Policy	in	the	form	of	a	self-assessment	aims	to	assess	individual	performances	in	terms	of	
improving	the	performance	and	quality	of	carrying	out	their	duties	and	responsibilities.	Benchmarks	used	in	the	assessment	are:
1.	 Level	of	attendance	and	activeness	in	the	Board	of	Commissioners'	Meetings	and	meetings	with	committees.
2.	 The	ability	to	communicate	with	other	Board	of	Commissioners	and	Management.
3.	 Individual	competence	in	solving	problems	or	potential	problems	in	the	Company	in	the	context	of	supervision.
4.	 Availability	of	time	and	attention	in	resolving	problems	and	/	or	potential	problems	of	the	Company	in	the	context	of	supervision.
5.	 Involvement	in	certain	assignments.
6.	 Commitment	to	advancing	the	interests	of	the	Company.
7.	 Compliance	with	applicable	laws	and	regulations	and	Company	Policies.

In	addition,	the	Board	of	Commissioners	self-assessment	is	also	based	on	a	Management	Contract	jointly	signed	with	the	Board	of	Directors	at	the	
beginning	of	the	current	year,	this	Management	Contract	contains	work	achievement	plans	and	Key	Performance	Indicators	(KPI)	that	serve	as	a	
reference	for	performance	to	be	achieved	in	the	current	year.
The	Self	Assessment	process	on	the	Board	of	Commissioners	performance	is	also	carried	out	through	compliance	with	GCG	(self	assessment)	which	is	
carried	out	periodically.

9. Kebijakan penilaian 
sendiri (Self	Assessment)	
untuk menilai kinerja 
Dewan Komisaris, 
diungkapkan melalui 
Laporan Tahunan 
Perusahaan Terbuka. 

9.	 The	Self-Assessment	
Policy	is	the	Board	
of Commissioners 
performance assessment, 
disclosed	through	the	
Public	Company	Annual	
Report.

Pengungkapan kebijakan Self	Assessment	atas kinerja Dewan Komisaris 
dilakukan tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga, untuk 
memberikan keyakinan khususnya kepada para pemegang saham atau investor 
atas upaya-upaya yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kinerja Dewan 
Komisaris. Dengan adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau 
investor mengetahui mekanisme check	and	balance	terhadap kinerja Dewan 
Komisaris.

The	Board	of	Commissioners	Self	Assessment	Policy	disclosures	on	Board	
of Commissioners performance not only meets transparency as a form of 
accountability	for	execution	of	their	duties,	but	also,	to	give	confidence,	especially	
to	shareholders	or	investors	for	the	efforts	needed	to	improve	the	Board	of	
Commissioners	performance.	The	disclosure	to	shareholders	or	investor	s	provides	a	
check	and	balance	on	the	Board	of	Commissioners	performance.

Direksi Perseroan bersama-sama dengan Dewan Komisaris menyampaikan pertanggungjawaban atas rencana dan pencapaian kerja 
Perseroan yang dilaksanakan selama tahun buku berjalan yang dituyangkan dalam Laporan Tahunan Perseroan yang dapat diperoleh 
langsung oleh Pemegang Saham melalui situs web maupun berkunjung langsung ke Unit Kerja Sekretariat Perusahaan yang berlokasi di Lantai 
1 WIKA TOWER 2 Jalan D.I. Panjaitan Kav. 10.
Pertanggungjawaban Perseroan kepada Pemegang Saham juga disampaikan oleh Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris melalui 
RUPS Tahunan.

The	Company	Board	of	Directors	with	the	Board	of	Commissioners	accepts	responsibility	for	the	plans	and	achievements	of	the	Company's	work	carried	
out	in	the	current	fiscal	year,	and	can	be	seen	in	the	Company	Annual	Report	that	is	available	to	the	Shareholders	via	the	website	or	the	Corporate	
Secretariat	Work	Unit	located	at	Lantai	1	WIKA	TOWER	2	Jalan	D.I.	Panjaitan	Kav.	10	
The	Company’s	responsibility	to	the	Shareholders	is	also	conveyed	by	the	Board	of	Directors	together	with	the	Board	of	Commissioners	through	the	
Annual	GMS.
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10. Dewan Komisaris 
mempunyai kebijakan 
terkait pengunduran 
diri anggota Dewan 
Komisaris apabila 
terlibat dalam kejahatan 
keuangan. 

10.	The	Board	of	
Commissioners	has	
a policy related to 
resignation of Board of 
Commissioners members 
if	involved	in	financial	
crimes.

• Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam 
kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan 
kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, 
sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan 
untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum 
tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari 
sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan 
Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman 
ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. 

• Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan 
merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris 
dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti 
manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa 
keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

•	 The	Board	of	Commissioners	member’s	resignation	policy	if	they	are	involved	in	
financial	crimes	is	to	boost	the	confidence	of	the	Public	Company	stakeholders,	
so	that	the	integrity	of	the	company	remains	intact.	This	policy	is	necessary	to	
help	smooth	the	process	of	law	and	so	that	the	legal	process	does	not	disrupt	
business	activities.	Moreover,	in	terms	of	morality,	this	policy	establishes	a	
culture	of	ethics	in	the	public	company.	The	policy	can	be	included	in	the	
Guidelines	or	Code	of	Conduct	applicable	to	the	Board	of	Commissioners.	

•	 Furthermore,	what	is	meant	by	engaging	in	financial	crimes	means	Board	of	
Commissioners	members	convicted	by	competent	authorities.	Financial	crimes	
refer	to	manipulation	and	various	forms	of	embezzlement	in	the	financial	
services	activities	as	well	as	Money	Laundering	Measures	referred	to	in	Law	No.	8	
of	2010	on	the	Prevention	and	Combating	of	Money	Laundering.	

Perseroan telah mengatur sistem pengunduran diri dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan melalui Anggaran Dasar Perseroan 
dan Board Manual dengan tetap mendasarkan kepada Asas Presumption of Innocence.

The	Company	has	established	a	resignation	and/or	dismissal		system	for	the	Company's	Board	of	Commissioners	through	the	Company's	Articles	of	
Association,	and	Board	Manual	by	continuing	based	on	the	Principle	of	Presumption	of	Innocence.

11. Dewan Komisaris 
atau Komite yang 
menjalankan fungsi 
Nominasi dan 
Remunerasi menyusun 
kebijakan suksesi 
dalam proses Nominasi 
anggota Direksi. 

11.	The	Board	of	
Commissioners, or 
Nomination and 
Remuneration	Committee	
that	carries	out	the	
succession function, 
formulates	the	Board	
of	Directors	members	
succession	policies.

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi 
nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang 
dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan 
yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah 
kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk 
menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di 
perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan 
jangka panjang Perusahaan. 

Under	the	OJK	provisions	for	Rules	of	Nomination	and	Remuneration	Committee	
of	Public	Company,	those	who	perform	the	nomination	function	have	to	develop	
policies	and	criteria	required	in	the	Nomination	process	for	Board	of	Directors	
candidates.	One	such	policy	that	supports	the	Nomination	process	refers	to	the	
policy	on	Board	of	Directors	members’	succession.	Policies	regarding	succession	
aim	to	maintain	continuity,	regeneration,	or	leadership	cadres	in	the	company	to	
maintain	the	company	business	continuity	and	long-term	goals.

Dalam menjalankan fungsinya sesuai regulasi untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota 
Direksi, Perseroan meratifikasinya ke dalam ketentuan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance yang telah 
dilakukan pengesahan melalui  Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 67/DK/WIKA/2019 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Perubahan 
Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance 
(GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

In	carrying	out	its	functions	in	accordance	with	regulations	when	compiling	the	policies	and	criteria	needed	in	the	nomination	process	for	prospective	
members	of	the	Board	of	Directors,	the	Company	has	ratified	this	in	the	provisions	of	the	Nomination,	Remuneration	and	Good	Corporate	Governance	
Charter,		Salinan	Surat	Keputusan	Dewan	Komisaris	Nomor	:	67/DK/WIKA/2019	Tanggal	12	Juni	2019	tentang	Perubahan	Keputusan	Dewan	Komisaris	
Nomor	:	104/DK/WIKA/2018	tentang	Piagam	Komite	Nominasi,	Remunerasi,	dan	Good	Corporate	Governance	(GCG)	Perusahaan	Perseroan	(Persero)	
PT	Wijaya	Karya	Tbk.
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10. Dewan Komisaris 
mempunyai kebijakan 
terkait pengunduran 
diri anggota Dewan 
Komisaris apabila 
terlibat dalam kejahatan 
keuangan. 

10.	The	Board	of	
Commissioners	has	
a policy related to 
resignation of Board of 
Commissioners members 
if	involved	in	financial	
crimes.

• Kebijakan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris yang terlibat dalam 
kejahatan keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan 
kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, 
sehingga integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan 
untuk membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum 
tersebut tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari 
sisi moralitas, kebijakan ini membangun budaya beretika di lingkungan 
Perusahaan Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman 
ataupun Kode Etik yang berlaku bagi Dewan Komisaris. 

• Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan 
merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Dewan Komisaris 
dari pihak yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti 
manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa 
keuangan serta Tindakan Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud 
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 

•	 The	Board	of	Commissioners	member’s	resignation	policy	if	they	are	involved	in	
financial	crimes	is	to	boost	the	confidence	of	the	Public	Company	stakeholders,	
so	that	the	integrity	of	the	company	remains	intact.	This	policy	is	necessary	to	
help	smooth	the	process	of	law	and	so	that	the	legal	process	does	not	disrupt	
business	activities.	Moreover,	in	terms	of	morality,	this	policy	establishes	a	
culture	of	ethics	in	the	public	company.	The	policy	can	be	included	in	the	
Guidelines	or	Code	of	Conduct	applicable	to	the	Board	of	Commissioners.	

•	 Furthermore,	what	is	meant	by	engaging	in	financial	crimes	means	Board	of	
Commissioners	members	convicted	by	competent	authorities.	Financial	crimes	
refer	to	manipulation	and	various	forms	of	embezzlement	in	the	financial	
services	activities	as	well	as	Money	Laundering	Measures	referred	to	in	Law	No.	8	
of	2010	on	the	Prevention	and	Combating	of	Money	Laundering.	

Perseroan telah mengatur sistem pengunduran diri dan/atau pemberhentian Dewan Komisaris Perseroan melalui Anggaran Dasar Perseroan 
dan Board Manual dengan tetap mendasarkan kepada Asas Presumption of Innocence.

The	Company	has	established	a	resignation	and/or	dismissal		system	for	the	Company's	Board	of	Commissioners	through	the	Company's	Articles	of	
Association,	and	Board	Manual	by	continuing	based	on	the	Principle	of	Presumption	of	Innocence.

11. Dewan Komisaris 
atau Komite yang 
menjalankan fungsi 
Nominasi dan 
Remunerasi menyusun 
kebijakan suksesi 
dalam proses Nominasi 
anggota Direksi. 

11.	The	Board	of	
Commissioners, or 
Nomination and 
Remuneration	Committee	
that	carries	out	the	
succession function, 
formulates	the	Board	
of	Directors	members	
succession	policies.

Berdasarkan ketentuan Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, komite yang menjalankan fungsi 
nominasi mempunyai tugas untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang 
dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi. Salah satu kebijakan 
yang dapat mendukung proses Nominasi sebagaimana dimaksud adalah 
kebijakan suksesi anggota Direksi. Kebijakan mengenai suksesi bertujuan untuk 
menjaga kesinambungan proses regenerasi atau kaderisasi kepemimpinan di 
perusahaan dalam rangka mempertahankan keberlanjutan bisnis dan tujuan 
jangka panjang Perusahaan. 

Under	the	OJK	provisions	for	Rules	of	Nomination	and	Remuneration	Committee	
of	Public	Company,	those	who	perform	the	nomination	function	have	to	develop	
policies	and	criteria	required	in	the	Nomination	process	for	Board	of	Directors	
candidates.	One	such	policy	that	supports	the	Nomination	process	refers	to	the	
policy	on	Board	of	Directors	members’	succession.	Policies	regarding	succession	
aim	to	maintain	continuity,	regeneration,	or	leadership	cadres	in	the	company	to	
maintain	the	company	business	continuity	and	long-term	goals.

Dalam menjalankan fungsinya sesuai regulasi untuk menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota 
Direksi, Perseroan meratifikasinya ke dalam ketentuan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance yang telah 
dilakukan pengesahan melalui  Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 67/DK/WIKA/2019 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Perubahan 
Keputusan Dewan Komisaris Nomor : 104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good Corporate Governance 
(GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

In	carrying	out	its	functions	in	accordance	with	regulations	when	compiling	the	policies	and	criteria	needed	in	the	nomination	process	for	prospective	
members	of	the	Board	of	Directors,	the	Company	has	ratified	this	in	the	provisions	of	the	Nomination,	Remuneration	and	Good	Corporate	Governance	
Charter,		Salinan	Surat	Keputusan	Dewan	Komisaris	Nomor	:	67/DK/WIKA/2019	Tanggal	12	Juni	2019	tentang	Perubahan	Keputusan	Dewan	Komisaris	
Nomor	:	104/DK/WIKA/2018	tentang	Piagam	Komite	Nominasi,	Remunerasi,	dan	Good	Corporate	Governance	(GCG)	Perusahaan	Perseroan	(Persero)	
PT	Wijaya	Karya	Tbk.
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Aspek 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI 
Aspect	3:	Board	Of	Directors	Function	And	Role

1 Prinsip 5 
Memperkuat 
Keanggotaan dan 
Komposisi Direksi
 
Principle 5 
Strengthening	the	
Board	of	Directors’	
membership	and	
composition.

12. Penentuan jumlah 
anggota Direksi 
mempertimbangkan 
kondisi Perusahaan 
Terbuka serta efektivitas 
dalam pengambilan 
keputusan. 

12.	Determining	the	number	
of	Board	of	Directors	
members	considers	the	
Public Company condition 
and	effectiveness	in	
decision-making.

Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, 
penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan 
Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan 
melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan 
OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 
paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan 
jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud 
dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan 
Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta 
bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. 

As	the	company	body	in	charge	of	company	management,	determining	the	Board	
of	Directors	number	will	greatly	influence	the	Public	Company	performance.	Thus,	
determining	the	Board	of	Directors	member’s	number	must	be	made	through	
careful	consideration	and	shall	refer	to	the	provisions	of	prevailing	legislation,	
based	on	OJK	Regulations	on	Public	Company	Board	of	Directors	and	Board	of	
Commissioners	that	they	consist	of	at	least	two	(2)	people.	In	addition,	determining	
the	Directors	number	is	also	based	on	the	need	to	achieve	the	Public	Company	
goals	and	objectives	and	adapted	to	the	Public	Company	conditions,	including	
characteristics,	capacity	and	size	as	well	as	how	to	achieve	the	effectiveness	in	the	
Board	of	Directors	decision-making.

Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang 
mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual.

Determination	of	the	number	and	determination/appointment	of	the	Board	of	Directors	is	determined	by	the	GMS	and	has	taken	into	account	the	
Company's	condition,	which	refer	OJK	Circular	Letter	No.	32/SEOJK.04/2015,	the	Company's	Articles	of	Association	and	Board	Manual.

13. Penentuan komposisi 
anggota Direksi 
memperhatikan, 
keberagaman keahlian, 
pengetahuan, dan 
pengalaman yang 
dibutuhkan. 

13.	Determining	the	Board	
of	Directors	composition	
pays attention to 
the	diversity	of	skills,	
knowledge and experience 
required.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi 
merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi 
maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan 
Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, 
pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi 
jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, 
pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam 
ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi 
ataupun Direksi secara kolegial. 

Like	the	Board	of	Commissioners,	the	Board	of	Directors	Composition	is	a	
combination	of	characteristics	in	terms	of	both	Board	of	Directors	collegially	and	
individually,	according	to	the	Public	Company	needs.		These	characteristics	are	
reflected	by	determining	the	expertise,	knowledge,	and	experience		needed	in	
carrying	out	the	Board	of	Directors	duties	and	functions	in	achieving	the	Public	
Company	objectives.	Thus,	the	combination	will	impact	the	accuracy	of	the	
nomination	process	for	the	Board	of	Directors	individual	members	appointment,	
both		collegially	and	individually.

Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik, serta POJK 
Nomor: 34 tahun 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, 
pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki komposisi cukup 
beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya secara individual maupun kolegial.

Determination	of	the	Board	of	Directors	membership	composition	is	determined	by	the	GMS	in	accordance	with	prevailing	laws	and	regulations,	
OJK	Regulation	(POJK)	No.	33	of	2014	concerning	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	of	Issuers	/	Public	Companies,	and	POJK	No.	34	of	
2014	and	OJK	Circular	No.	32/SEOJK.04/2015	and	has	taken	into	account	the	diversity	of	expertise,	knowledge,	and	experience	required	based	on	the	
proposed	Dwiwarna	A	Series	Shareholders,	has	a	diverse	composition,	based	on	age,	educational	background,	expertise	and	experience	needed	in	
carrying	out	its	duties	and	responsibilities.
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Aspek 3: FUNGSI DAN PERAN DIREKSI 
Aspect	3:	Board	Of	Directors	Function	And	Role

1 Prinsip 5 
Memperkuat 
Keanggotaan dan 
Komposisi Direksi
 
Principle 5 
Strengthening	the	
Board	of	Directors’	
membership	and	
composition.

12. Penentuan jumlah 
anggota Direksi 
mempertimbangkan 
kondisi Perusahaan 
Terbuka serta efektivitas 
dalam pengambilan 
keputusan. 

12.	Determining	the	number	
of	Board	of	Directors	
members	considers	the	
Public Company condition 
and	effectiveness	in	
decision-making.

Sebagai organ perusahaan yang berwenang dalam pengurusan perusahaan, 
penentuan jumlah Direksi sangat mempengaruhi jalannya kinerja Perusahaan 
Terbuka. Dengan demikian, penentuan jumlah anggota Direksi harus dilakukan 
melalui pertimbangan yang matang dan wajib mengacu pada ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana berdasarkan Peraturan 
OJK tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik 
paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Disamping itu, dalam penentuan 
jumlah Direksi harus didasarkan pada kebutuhan untuk mencapai maksud 
dan tujuan Perusahaan Terbuka dan disesuaikan dengan kondisi Perusahaan 
Terbuka, meliputi karakteristik, kapasitas dan ukuran Perusahaan Terbuka serta 
bagaimana tercapainya efektivitas pengambilan keputusan Direksi. 

As	the	company	body	in	charge	of	company	management,	determining	the	Board	
of	Directors	number	will	greatly	influence	the	Public	Company	performance.	Thus,	
determining	the	Board	of	Directors	member’s	number	must	be	made	through	
careful	consideration	and	shall	refer	to	the	provisions	of	prevailing	legislation,	
based	on	OJK	Regulations	on	Public	Company	Board	of	Directors	and	Board	of	
Commissioners	that	they	consist	of	at	least	two	(2)	people.	In	addition,	determining	
the	Directors	number	is	also	based	on	the	need	to	achieve	the	Public	Company	
goals	and	objectives	and	adapted	to	the	Public	Company	conditions,	including	
characteristics,	capacity	and	size	as	well	as	how	to	achieve	the	effectiveness	in	the	
Board	of	Directors	decision-making.

Penentuan jumlah dan penetapan/pengangkatan Direksi ditetapkan oleh RUPS dan telah mempertimbangkan kondisi Perusahaan, yang 
mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015, Anggaran Dasar Perusahaan dan Board Manual.

Determination	of	the	number	and	determination/appointment	of	the	Board	of	Directors	is	determined	by	the	GMS	and	has	taken	into	account	the	
Company's	condition,	which	refer	OJK	Circular	Letter	No.	32/SEOJK.04/2015,	the	Company's	Articles	of	Association	and	Board	Manual.

13. Penentuan komposisi 
anggota Direksi 
memperhatikan, 
keberagaman keahlian, 
pengetahuan, dan 
pengalaman yang 
dibutuhkan. 

13.	Determining	the	Board	
of	Directors	composition	
pays attention to 
the	diversity	of	skills,	
knowledge and experience 
required.

Seperti halnya Dewan Komisaris, keberagaman komposisi anggota Direksi 
merupakan kombinasi karakteristik yang diinginkan baik dari segi organ Direksi 
maupun anggota Direksi secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan 
Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara memperhatikan keahlian, 
pengetahuan dan pengalaman yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi 
jabatan Direksi dalam mencapai tujuan Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, 
pertimbangan kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak dalam 
ketepatan proses pencalonan dan penunjukan individual anggota Direksi 
ataupun Direksi secara kolegial. 

Like	the	Board	of	Commissioners,	the	Board	of	Directors	Composition	is	a	
combination	of	characteristics	in	terms	of	both	Board	of	Directors	collegially	and	
individually,	according	to	the	Public	Company	needs.		These	characteristics	are	
reflected	by	determining	the	expertise,	knowledge,	and	experience		needed	in	
carrying	out	the	Board	of	Directors	duties	and	functions	in	achieving	the	Public	
Company	objectives.	Thus,	the	combination	will	impact	the	accuracy	of	the	
nomination	process	for	the	Board	of	Directors	individual	members	appointment,	
both		collegially	and	individually.

Penentuan komposisi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33 tahun 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten/Perusahaan Publik, serta POJK 
Nomor: 34 tahun 2014 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 yang telah memperhatikan keberagaman keahlian, 
pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan berdasarkan usulan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna yang memiliki komposisi cukup 
beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya secara individual maupun kolegial.

Determination	of	the	Board	of	Directors	membership	composition	is	determined	by	the	GMS	in	accordance	with	prevailing	laws	and	regulations,	
OJK	Regulation	(POJK)	No.	33	of	2014	concerning	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	of	Issuers	/	Public	Companies,	and	POJK	No.	34	of	
2014	and	OJK	Circular	No.	32/SEOJK.04/2015	and	has	taken	into	account	the	diversity	of	expertise,	knowledge,	and	experience	required	based	on	the	
proposed	Dwiwarna	A	Series	Shareholders,	has	a	diverse	composition,	based	on	age,	educational	background,	expertise	and	experience	needed	in	
carrying	out	its	duties	and	responsibilities.
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14. Anggota Direksi yang 
membawahi bidang 
akuntansi atau keuangan 
memiliki keahlian dan/
atau pengetahuan di 
bidang akuntansi. 

14.	Board	of	Directors	
members	that	oversees	
accounting	or	finance	
must	have	expertise	and	/	
or	knowledge	in	the	field	
of	accounting.

• Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen 
atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang 
wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara 
lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur 
mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan 
Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar 
Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan 
Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan 
Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang 
membawahi bidang akuntansi atau keuangan. 

• Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan 
yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada 
keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang 
membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian 
dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota 
Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan 
Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para 
pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan 
ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau 
pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, 
sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

•	 The	Financial	Statement	is	the	management	accountability	report	for	the	
management	of	the	public	company	owned	resources,	which	must	be	prepared	
and	presented	in	accordance	with	generally	accepted	accounting	standards	in	
Indonesia	and	also	OJK	regulations	related	to	legislation	in	the	Capital	Markets	
sector	governing	presentation	and	disclosure	of	Public	Company	financial	
statements.	Based	on	the	Capital	Markets	sector	legislation	in	regulating	the	
Board	of	Directors	responsibilities	for	the	Financial	Statements,	the	Board	of	
Directors	 is	jointly	and	severally	liable	for	the	Financial	Statements,	which	are	
signed	by	the	President	Director	and	each	member	of	the	Board	of	Directors	that	
oversees	accounting	or	finance.	

•	 Accordingly,	the	disclosure	and	preparation	of	financial	information	presented	
in	the	financial	statements	will	be	highly	dependent	on	the	Board	of	Directors’	
skills	and	/	or	knowledge,	in	particular	the	Board	of	Directors	members	that	
oversee	accounting	or	finance.	Their	qualifications,	expertise	and	/	or	knowledge	
in	the	accounting	area	experience	will	provide	confidence	in	the	preparation	of	
the	Financial	Statements,	so	that	the	stakeholders	can	rely	upon	the	Financial	
Statements	as	the	basis	for	economic	decision-making	related	to	the	said	Public	
Company.		Such	expertise	and	/	or	knowledge	can	be	proven	hrough	relevant	
educational	background,	training	certification	and	/	or	work	experience.

Laporan Keuangan yang diupload ke website Perusahaan merupakan salah satu bentuk cara perusahaan dalam menjalankan praktik 
transparansi GCG. Selain itu, informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan tersebut mengandung unsur-unsur dan/atau yang 
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan regulasi yang berlaku.
Direktur Keuangan Perseroan merupakan salah satu ahli keuangan terbaik yang berpengalaman di beberapa perusahaan serta memiliki latar 
belakang pendidikan keuangan dan investasi yang dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

Financial	reports	uploaded	to	the	Company's	website	are	a	form	of	the	Company's	GCG	transparency	practices.	In	addition,	the	information	presented	
in	the	Financial	Statements	contains	elements	and	/	or	that	are	required	by	Financial	Accounting	Standards	that	are	generally	accepted	in	Indonesia	
and	applicable	regulations.
The	Company's	Finance	Director	has	been	an	experienced	financial	expert	in	several	companies	and	has	a	background	in	financial	and	investment	
education	as	can	be	seen	in	the	Company	Profile	chapter.
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14. Anggota Direksi yang 
membawahi bidang 
akuntansi atau keuangan 
memiliki keahlian dan/
atau pengetahuan di 
bidang akuntansi. 

14.	Board	of	Directors	
members	that	oversees	
accounting	or	finance	
must	have	expertise	and	/	
or	knowledge	in	the	field	
of	accounting.

• Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban manajemen 
atas pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh Perusahaan Terbuka, yang 
wajib disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
yang berlaku umum di Indonesia dan juga peraturan OJK terkait, antara 
lain peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur 
mengenai penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan Perusahaan 
Terbuka. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar 
Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas Laporan 
Keuangan, Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas Laporan 
Keuangan, yang ditandatangani Direktur Utama dan anggota Direksi yang 
membawahi bidang akuntansi atau keuangan. 

• Dengan demikian, pengungkapan dan penyusunan informasi keuangan 
yang disajikan dalam laporan keuangan akan sangat tergantung pada 
keahlian, dan/atau pengetahuan Direksi, khususnya anggota Direksi yang 
membawahi bidang akuntansi atau keuangan. Adanya kualifikasi keahlian 
dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi yang setidaknya dimiliki anggota 
Direksi dimaksud dapat memberikan keyakinan atas penyusunan Laporan 
Keuangan, sehingga Laporan Keuangan tersebut dapat diandalkan oleh para 
pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai dasar pengambilan keputusan 
ekonomi terkait Perusahaan Terbuka dimaksud. Keahlian dan/atau 
pengetahuan tersebut dapat dibuktikan dengan latar belakang pendidikan, 
sertifikasi pelatihan dan/atau pengalaman kerja terkait.

•	 The	Financial	Statement	is	the	management	accountability	report	for	the	
management	of	the	public	company	owned	resources,	which	must	be	prepared	
and	presented	in	accordance	with	generally	accepted	accounting	standards	in	
Indonesia	and	also	OJK	regulations	related	to	legislation	in	the	Capital	Markets	
sector	governing	presentation	and	disclosure	of	Public	Company	financial	
statements.	Based	on	the	Capital	Markets	sector	legislation	in	regulating	the	
Board	of	Directors	responsibilities	for	the	Financial	Statements,	the	Board	of	
Directors	 is	jointly	and	severally	liable	for	the	Financial	Statements,	which	are	
signed	by	the	President	Director	and	each	member	of	the	Board	of	Directors	that	
oversees	accounting	or	finance.	

•	 Accordingly,	the	disclosure	and	preparation	of	financial	information	presented	
in	the	financial	statements	will	be	highly	dependent	on	the	Board	of	Directors’	
skills	and	/	or	knowledge,	in	particular	the	Board	of	Directors	members	that	
oversee	accounting	or	finance.	Their	qualifications,	expertise	and	/	or	knowledge	
in	the	accounting	area	experience	will	provide	confidence	in	the	preparation	of	
the	Financial	Statements,	so	that	the	stakeholders	can	rely	upon	the	Financial	
Statements	as	the	basis	for	economic	decision-making	related	to	the	said	Public	
Company.		Such	expertise	and	/	or	knowledge	can	be	proven	hrough	relevant	
educational	background,	training	certification	and	/	or	work	experience.

Laporan Keuangan yang diupload ke website Perusahaan merupakan salah satu bentuk cara perusahaan dalam menjalankan praktik 
transparansi GCG. Selain itu, informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan tersebut mengandung unsur-unsur dan/atau yang 
dipersyaratkan oleh Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia dan regulasi yang berlaku.
Direktur Keuangan Perseroan merupakan salah satu ahli keuangan terbaik yang berpengalaman di beberapa perusahaan serta memiliki latar 
belakang pendidikan keuangan dan investasi yang dapat dilihat pada bab Profil Perusahaan.

Financial	reports	uploaded	to	the	Company's	website	are	a	form	of	the	Company's	GCG	transparency	practices.	In	addition,	the	information	presented	
in	the	Financial	Statements	contains	elements	and	/	or	that	are	required	by	Financial	Accounting	Standards	that	are	generally	accepted	in	Indonesia	
and	applicable	regulations.
The	Company's	Finance	Director	has	been	an	experienced	financial	expert	in	several	companies	and	has	a	background	in	financial	and	investment	
education	as	can	be	seen	in	the	Company	Profile	chapter.
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2 Prinsip 6 
Meningkatkan 
Kualitas 
Pelaksanaan Tugas 
dan Tanggung 
Jawab Direksi 

Principle	6
Improving	the	
Quality of Board 
of	Directors	Duties	
and	Responsibilities	
performance.

15. Direksi mempunyai 
kebijakan penilaian 
sendiri (Self	Assessment)	
untuk menilai kinerja 
Direksi. 

15.	The	Board	of	Directors	has	
its	own	Self	Assessment	
policy to assess 
performance.

• Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (Self 
Assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai 
bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self 
Assessment	atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing 
anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, 
dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan 
adanya Self	Assessment	ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat 
berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. 

• Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan 
beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, 
dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan 
dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi 
Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan 
dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik.

•	 Like	the	Board	of	Commissioners,	The	Board	of	Directors	Self	Assessment	Policy	
is	a	guideline	that	is	used	as	a	form	of	accountability	for	the	Board	of	Directors	
performance	assessment	collegially.	The	Self-Assessment	is	conducted	by	each	
member	to	assess	the	Board	of	Directors	performance	collegially,	and	not	to	
assess	the	individual	performance	of	each	member	of	the	Board	of	Directors.	
The	Self	Assessment	from	each	member	of	the	Board	of	Directors	contributes	to	
improving	the	Board	of	Directors	performance	on	an	ongoing	basis	

•	 This	policy	may	include	assessment	activities	together	with	intents	and	purposes,	
the	execution	time,	and	benchmarks	or	criteria	for	assessment	used	in	
accordance	with	the	recommendations	given	by	the	Public	Company	nomination	
and	remuneration	function,	which	is	required	in	OJK	Regulation	on	the	Public	
Company	Nomination	and	Remuneration	Committee.	

Selain penilaian menggunakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Perusahaan juga telah menetapkan Key	Performance	Indicator	(KPI) 
masing-masing Direktorat selama tahun 2018, dan telah dijelaskan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan sub 
bagian Penilaian Kinerja Direksi.

In	addition	to	using	the	Superior	Performance	Assessment	Criteria	(KPKU),	the	Company	also	set	Key	Performance	Indicators	(KPI)	for	each	Directorate	
during	2018,	as	explained	in	the	Company's	Annual	Report	Corporate	Governance	section,	Board	of	Directors	Performance	Assessment	sub-section.

16. Kebijakan penilaian 
sendiri (Self	Assessment)	
untuk menilai kinerja 
Direksi diungkapkan 
melalui laporan tahunan 
Perusahaan Terbuka.

16.	The	Self-Assessment	Policy	
is	the	Board	of	Directors	
performance assessment, 
disclosed	through	the	
Public	Company	Annual	
Report.

Pengungkapan kebijakan Self	Assessment	atas kinerja Direksi dilakukan 
tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk 
memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan 
Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan 
keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian 
pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan 
adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui 
mekanisme check	and	balance	terhadap kinerja Direksi. 

The	Board	of	Directors	Self	Assessment	Policy	disclosures	on	Board	of	Directors	
performance not only meets transparency as a form of accountability for execution 
of	their	duties,	but	also	to	provide	important	information	on	remediation	efforts	in	
the	management	of	the	Public	Company.	Such	information	is	very	useful	to	provide	
assurance	to	shareholders	or	investors	that	the	company’s	management	continues	
to	go	in	a	better	direction.	The	disclosure	to	shareholders	or	investors	provides	a	
check	and	balance	on	the	Board	of	Directors	performance.

Self	Assessment untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan sub 
bagian Penilaian Kinerja Direksi

The	Board	of	Directors	performance	Self-Assessments	have	been	disclosed	in	the	Corporate	Governance	section,	Board	of	Directors	Performance	
Assessment	sub-section	in	the	Annual	Report.
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2 Prinsip 6 
Meningkatkan 
Kualitas 
Pelaksanaan Tugas 
dan Tanggung 
Jawab Direksi 

Principle	6
Improving	the	
Quality of Board 
of	Directors	Duties	
and	Responsibilities	
performance.

15. Direksi mempunyai 
kebijakan penilaian 
sendiri (Self	Assessment)	
untuk menilai kinerja 
Direksi. 

15.	The	Board	of	Directors	has	
its	own	Self	Assessment	
policy to assess 
performance.

• Seperti halnya pada Dewan Komisaris, kebijakan penilaian sendiri (Self 
Assessment) Direksi merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai 
bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja Direksi secara kolegial. Self 
Assessment	atau penilaian sendiri dimaksud dilakukan oleh masing-masing 
anggota Direksi untuk menilai pelaksanaan kinerja Direksi secara kolegial, 
dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Direksi. Dengan 
adanya Self	Assessment	ini diharapkan masing-masing anggota Direksi dapat 
berkontribusi untuk memperbaiki kinerja Direksi secara berkesinambungan. 

• Dalam kebijakan tesebut dapat mencakup kegiatan penilaian yang dilakukan 
beserta maksud dan tujuannya, waktu pelaksanaannya secara berkala, 
dan tolak ukur atau kriteria penilaian yang digunakan sesuai dengan 
dengan rekomendasi yang diberikan oleh fungsi nominasi dan remunerasi 
Perusahaan Terbuka, dimana pembentukan fungsi tersebut telah diwajibkan 
dalam Peraturan OJK tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau 
Perusahaan Publik.

•	 Like	the	Board	of	Commissioners,	The	Board	of	Directors	Self	Assessment	Policy	
is	a	guideline	that	is	used	as	a	form	of	accountability	for	the	Board	of	Directors	
performance	assessment	collegially.	The	Self-Assessment	is	conducted	by	each	
member	to	assess	the	Board	of	Directors	performance	collegially,	and	not	to	
assess	the	individual	performance	of	each	member	of	the	Board	of	Directors.	
The	Self	Assessment	from	each	member	of	the	Board	of	Directors	contributes	to	
improving	the	Board	of	Directors	performance	on	an	ongoing	basis	

•	 This	policy	may	include	assessment	activities	together	with	intents	and	purposes,	
the	execution	time,	and	benchmarks	or	criteria	for	assessment	used	in	
accordance	with	the	recommendations	given	by	the	Public	Company	nomination	
and	remuneration	function,	which	is	required	in	OJK	Regulation	on	the	Public	
Company	Nomination	and	Remuneration	Committee.	

Selain penilaian menggunakan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU), Perusahaan juga telah menetapkan Key	Performance	Indicator	(KPI) 
masing-masing Direktorat selama tahun 2018, dan telah dijelaskan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan sub 
bagian Penilaian Kinerja Direksi.

In	addition	to	using	the	Superior	Performance	Assessment	Criteria	(KPKU),	the	Company	also	set	Key	Performance	Indicators	(KPI)	for	each	Directorate	
during	2018,	as	explained	in	the	Company's	Annual	Report	Corporate	Governance	section,	Board	of	Directors	Performance	Assessment	sub-section.

16. Kebijakan penilaian 
sendiri (Self	Assessment)	
untuk menilai kinerja 
Direksi diungkapkan 
melalui laporan tahunan 
Perusahaan Terbuka.

16.	The	Self-Assessment	Policy	
is	the	Board	of	Directors	
performance assessment, 
disclosed	through	the	
Public	Company	Annual	
Report.

Pengungkapan kebijakan Self	Assessment	atas kinerja Direksi dilakukan 
tidak hanya untuk memenuhi aspek transparansi sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, namun juga untuk 
memberikan informasi penting atas upaya-upaya perbaikan dalam pengelolaan 
Perusahaan Terbuka. Informasi tersebut sangat bermanfaat untuk memberikan 
keyakinan kepada pemegang saham atau investor bahwa terdapat kepastian 
pengelolaan perusahaan terus dilakukan ke arah yang lebih baik. Dengan 
adanya pengungkapan tersebut pemegang saham atau investor mengetahui 
mekanisme check	and	balance	terhadap kinerja Direksi. 

The	Board	of	Directors	Self	Assessment	Policy	disclosures	on	Board	of	Directors	
performance not only meets transparency as a form of accountability for execution 
of	their	duties,	but	also	to	provide	important	information	on	remediation	efforts	in	
the	management	of	the	Public	Company.	Such	information	is	very	useful	to	provide	
assurance	to	shareholders	or	investors	that	the	company’s	management	continues	
to	go	in	a	better	direction.	The	disclosure	to	shareholders	or	investors	provides	a	
check	and	balance	on	the	Board	of	Directors	performance.

Self	Assessment untuk menilai kinerja Direksi telah diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan bagian Tata Kelola Perusahaan sub 
bagian Penilaian Kinerja Direksi

The	Board	of	Directors	performance	Self-Assessments	have	been	disclosed	in	the	Corporate	Governance	section,	Board	of	Directors	Performance	
Assessment	sub-section	in	the	Annual	Report.
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17. Direksi mempunyai 
kebijakan terkait 
pengunduran diri 
anggota Direksi apabila 
terlibat dalam kejahatan 
keuangan. 

17.	The	Board	of	Directors	
has	a	policy	related	to	
resignation of Board of 
Commissioners members 
if	involved	financial	
crimes.

• Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan 
keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan 
para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga 
integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk 
membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut 
tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, 
kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan 
Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode 
Etik yang berlaku bagi Direksi. 

• Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan 
merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak 
yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan 
berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.

•	 The	Board	of	Directors	member’s	resignation	policy	if	they	are	involved	in	
financial	crimes	is	to	boost	the	confidence	of	the	Public	Company	stakeholders,	
so	that	the	integrity	of	the	company	remains	intact.	This	policy	is	necessary	to	
help	smooth	the	process	of	law	and	so	that	the	legal	process	does	not	disrupt	
business	activities.	Moreover,	in	terms	of	morality,	this	policy	establishes	a	
culture	of	ethics	in	the	public	company.	The	policy	can	be	included	in	the	
Guidelines	or	Code	of	Conduct	applicable	to	the	Board	of	Directors.	

•	 Furthermore,	what	is	meant	by	engaging	in	financial	crimes	means	Board	of	
Directors	members	convicted	by	competent	authorities.	Financial	crimes	refers	
to	manipulation	and	various	forms	of	embezzlement	in	the	financial	services	
activities	as	well	as	Money	Laundering	Measures	referred	to	in	Law	No.	8	of	2010	
on	the	Prevention	and	Combating	of	Money	Laundering.

Untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholders terhadap Perseroan melalui Integritas yang diterapkan, maka Perseroan memilki 
Kebijakan terkait dengan pengunduruan diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
Perseroan dan Board Manual Perseroan. Selain itu bagi Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali 
berhenti yang disebabkan meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang 
belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

To	increase	stakeholders'	trust	in	the	Company’s	Integrity,	the	Company	has	a	policy	related	to	the	resignation	of	Board	of	Directors	members	involved	
in	financial	crimes,	as	regulated	in	the	Company's	Articles	of	Association	and	the	Company's	Board	Manual.	Aside	from	that,	for	Directors	who	stop	
before	or	after	their	term	of	office	ends,	except	for	those	who	have	died,	they	must	submit	responsibility	for	actions	that	have	not	yet	been	accepted	by	
the	GMS.

IV Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
Aspect	4:	Stakeholder	Participation

1 Prinsip 7 
Meningkatkan 
Aspek Tata Kelola 
Perusahaan 
melalui Partisipasi 
Pemangku 
Kepentingan

Principle	7
Increasing Corporate 
Governance	Aspects	
through	Stakeholder	
Participation.

18. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan untuk 
mencegah terjadinya 
insider	trading.	

18.	The	Public	Company	has	
a policy to prevent insider 
trading.

Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu 
transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka 
dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan 
pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau 
informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi 
tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara 
proporsional dan efisien. 

A	person	who	has	inside	information	is	prohibited	from	engaging	in	any	securities	
transactions	using	inside	information	as	defined	in	Capital	Market	legislation.	The	
Public	Company	minimizes	insider	trading	through	prevention	policies,	for	example	
by	explicitly	separating	the	data	and/or	confidential	information	from	the	public,	as	
well	as	dividing	duties	and	responsibilities	for	managing	the	information	referred	to	
proportionally	and	efficiently.

Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading telah diatur dalam Code	of	Conduct. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi 
seluruh ketentuan yang telah diatur terkait hal tersebut.

Policies	to	prevent	insider	trading	are	included	in	the	Code	of	Conduct	that	also	regulates	acquisition	of	information	through	legitimate	means,	and	
keeping	and	using	it	in	accordance	with	applicable	business	ethics	principles.
The	Company	is	committed	to	realizing	sustainable	growth	in	its	operating	activities	based	on	existing	business	standards	so	that	the	Company	can	
provide	an	optimal	contribution	for	Shareholders.

19. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan anti 
korupsi dan anti fraud.	

19.	The	Public	Company	has	
an	anti-corruption	and	
anti-fraud	policy.

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha 
Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian 
dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut 
dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan 
dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau 
gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus 
menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik 
korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain

The	Anti-corruption	policy	is	beneficial	to	ensure	that	the	Public	Company	business	
activities	are	carried	out	legally,	prudently	and	in	accordance	with	the	principles	of	
good	governance.	The	policy	may	be	part	of	the	code	of	conduct,	or	on	its	own.	This	
policy	includes,	the	programs	and	procedures	performed	in	overcoming	corruption,	
kickbacks,	fraud,	bribery	and/or	gratuities	in	a	public	company.	The	policy	scope	
describes	the	Public	Company	prevention	against	any	corrupt	practices	either	given	
or	received	from	other	parties

Perseroan menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang dituangkan dalam Code of Conduct, prosedur-prosedur gratifikasi, 
dan prosedur lainnya serta dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perseroan agar tidak melakukan penyelewengan dan 
penyimpangan sejenisnya.

The	Company	has	established	anti-corruption	and	anti-fraud	policies	as	outlined	in	the	Code	of	Conduct,	gratification	procedures,	and	other	
procedures,	and	has	socialized	to	all	people	in	the	Company	not	to	commit	fraud	and	other	irregularities.
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17. Direksi mempunyai 
kebijakan terkait 
pengunduran diri 
anggota Direksi apabila 
terlibat dalam kejahatan 
keuangan. 

17.	The	Board	of	Directors	
has	a	policy	related	to	
resignation of Board of 
Commissioners members 
if	involved	financial	
crimes.

• Kebijakan pengunduran diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan 
keuangan merupakan kebijakan yang dapat meningkatkan kepercayaan 
para pemangku kepentingan terhadap Perusahaan Terbuka, sehingga 
integritas perusahaan akan tetap terjaga. Kebijakan ini diperlukan untuk 
membantu kelancaran proses hukum dan agar proses hukum tersebut 
tidak mengganggu jalannya kegiatan usaha. Selain itu, dari sisi moralitas, 
kebijakan ini akan membangun budaya beretika di lingkungan Perusahaan 
Terbuka. Kebijakan tersebut dapat tercakup dalam Pedoman ataupun Kode 
Etik yang berlaku bagi Direksi. 

• Selanjutnya, yang dimaksud dengan terlibat dalam kejahatan keuangan 
merupakan adanya status terpidana terhadap anggota Direksi dari pihak 
yang berwenang. Kejahatan keuangan dimaksud seperti manipulasi dan 
berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan serta Tindakan 
Pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.

•	 The	Board	of	Directors	member’s	resignation	policy	if	they	are	involved	in	
financial	crimes	is	to	boost	the	confidence	of	the	Public	Company	stakeholders,	
so	that	the	integrity	of	the	company	remains	intact.	This	policy	is	necessary	to	
help	smooth	the	process	of	law	and	so	that	the	legal	process	does	not	disrupt	
business	activities.	Moreover,	in	terms	of	morality,	this	policy	establishes	a	
culture	of	ethics	in	the	public	company.	The	policy	can	be	included	in	the	
Guidelines	or	Code	of	Conduct	applicable	to	the	Board	of	Directors.	

•	 Furthermore,	what	is	meant	by	engaging	in	financial	crimes	means	Board	of	
Directors	members	convicted	by	competent	authorities.	Financial	crimes	refers	
to	manipulation	and	various	forms	of	embezzlement	in	the	financial	services	
activities	as	well	as	Money	Laundering	Measures	referred	to	in	Law	No.	8	of	2010	
on	the	Prevention	and	Combating	of	Money	Laundering.

Untuk meningkatkan kepercayaan para stakeholders terhadap Perseroan melalui Integritas yang diterapkan, maka Perseroan memilki 
Kebijakan terkait dengan pengunduruan diri anggota Direksi yang terlibat dalam kejahatan keuangan yang diatur dalam Anggaran Dasar 
Perseroan dan Board Manual Perseroan. Selain itu bagi Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali 
berhenti yang disebabkan meninggal dunia, maka yang bersangkutan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas tindakan-tindakan yang 
belum diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS.

To	increase	stakeholders'	trust	in	the	Company’s	Integrity,	the	Company	has	a	policy	related	to	the	resignation	of	Board	of	Directors	members	involved	
in	financial	crimes,	as	regulated	in	the	Company's	Articles	of	Association	and	the	Company's	Board	Manual.	Aside	from	that,	for	Directors	who	stop	
before	or	after	their	term	of	office	ends,	except	for	those	who	have	died,	they	must	submit	responsibility	for	actions	that	have	not	yet	been	accepted	by	
the	GMS.

IV Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan
Aspect	4:	Stakeholder	Participation

1 Prinsip 7 
Meningkatkan 
Aspek Tata Kelola 
Perusahaan 
melalui Partisipasi 
Pemangku 
Kepentingan

Principle	7
Increasing Corporate 
Governance	Aspects	
through	Stakeholder	
Participation.

18. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan untuk 
mencegah terjadinya 
insider	trading.	

18.	The	Public	Company	has	
a policy to prevent insider 
trading.

Seseorang yang mempunyai informasi orang dalam dilarang melakukan suatu 
transaksi Efek dengan menggunakan informasi orang dalam sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pasar Modal. Perusahaan Terbuka 
dapat meminimalisir terjadinya insider trading tersebut melalui kebijakan 
pencegahan, misalnya dengan memisahkan secara tegas data dan/atau 
informasi yang bersifat rahasia dengan yang bersifat publik, serta membagi 
tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan informasi dimaksud secara 
proporsional dan efisien. 

A	person	who	has	inside	information	is	prohibited	from	engaging	in	any	securities	
transactions	using	inside	information	as	defined	in	Capital	Market	legislation.	The	
Public	Company	minimizes	insider	trading	through	prevention	policies,	for	example	
by	explicitly	separating	the	data	and/or	confidential	information	from	the	public,	as	
well	as	dividing	duties	and	responsibilities	for	managing	the	information	referred	to	
proportionally	and	efficiently.

Kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading telah diatur dalam Code	of	Conduct. Perseroan senantiasa berkomitmen untuk mematuhi 
seluruh ketentuan yang telah diatur terkait hal tersebut.

Policies	to	prevent	insider	trading	are	included	in	the	Code	of	Conduct	that	also	regulates	acquisition	of	information	through	legitimate	means,	and	
keeping	and	using	it	in	accordance	with	applicable	business	ethics	principles.
The	Company	is	committed	to	realizing	sustainable	growth	in	its	operating	activities	based	on	existing	business	standards	so	that	the	Company	can	
provide	an	optimal	contribution	for	Shareholders.

19. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan anti 
korupsi dan anti fraud.	

19.	The	Public	Company	has	
an	anti-corruption	and	
anti-fraud	policy.

Kebijakan anti korupsi bermanfaat untuk memastikan agar kegiatan usaha 
Perusahaan Terbuka dilakukan secara legal, prudent, dan sesuai dengan prinsip-
prinsip tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut dapat merupakan bagian 
dalam kode etik, ataupun dalam bentuk tersendiri. Dalam kebijakan tersebut 
dapat meliputi antara lain mengenai program dan prosedur yang dilakukan 
dalam mengatasi praktik korupsi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau 
gratifikasi dalam Perusahaan Terbuka. Lingkup dari kebijakan tersebut harus 
menggambarkan pencegahan Perusahaan Terbuka terhadap segala praktik 
korupsi baik memberi atau menerima dari pihak lain

The	Anti-corruption	policy	is	beneficial	to	ensure	that	the	Public	Company	business	
activities	are	carried	out	legally,	prudently	and	in	accordance	with	the	principles	of	
good	governance.	The	policy	may	be	part	of	the	code	of	conduct,	or	on	its	own.	This	
policy	includes,	the	programs	and	procedures	performed	in	overcoming	corruption,	
kickbacks,	fraud,	bribery	and/or	gratuities	in	a	public	company.	The	policy	scope	
describes	the	Public	Company	prevention	against	any	corrupt	practices	either	given	
or	received	from	other	parties

Perseroan menetapkan kebijakan anti korupsi dan anti fraud yang dituangkan dalam Code of Conduct, prosedur-prosedur gratifikasi, 
dan prosedur lainnya serta dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh insan Perseroan agar tidak melakukan penyelewengan dan 
penyimpangan sejenisnya.

The	Company	has	established	anti-corruption	and	anti-fraud	policies	as	outlined	in	the	Code	of	Conduct,	gratification	procedures,	and	other	
procedures,	and	has	socialized	to	all	people	in	the	Company	not	to	commit	fraud	and	other	irregularities.
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20. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
tentang seleksi 
dan peningkatan 
kemampuan pemasok 
atau vendor. 

20.	The	Public	Company	has	
a suppliers or vendors 
selection and ability 
improvement	policy.

• Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk 
memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang 
diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan 
kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk 
memastikan bahwa rantai pasokan (supply	chain) berjalan dengan efisien 
dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi 
barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas 
output perusahaan. 

• Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas 
pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan 
Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam 
pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, 
upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-
hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. 

•	 The	vendor	or	supplier	selection	policy	helps	to	ensure	that	the	Public	Company	
obtains	the	required	goods	or	services	at	competitive	prices	with	good	quality.	
The	policy	also	increases	the	suppliers	or	vendors	ability	to	ensure	that	the	supply	
chain	runs	efficiently	and	effectively.	The	suppliers	or	vendors	ability	to	supply	/	
meet	the	required	goods	or	services	will	affect	the	quality	of	the	firm’s	output.	

•	 The	implementation	of	these	policies	ensures	continuity	of	supply,	both	in	terms	
of	quantity	and	quality	required	by	the	public	company.	The	policy	includes	
criteria	in	supplier	or	vendor	selection,	transparent	procurement	mechanisms,	
efforts	to	increase	the	ability	of	suppliers	or	vendors,	and	fulfillment	of	the	rights	
associated	with	suppliers	or	vendors.	

Kebijakan Perseroan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diatur di dalam Code of Conduct Perseroan atau 
Prosedur Perseroan yang disosialisasikan secara menyeluruh untuk menjamin Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan 
dengan harga yang kompetitif, kualitas yang baik, efisien, efektif dan menjamin supply yang kontinuitas oleh subkon.

The	vendor	or	supplier	selection	and	improvement	policy	has	been	regulated	in	the	Company's	Code	of	Conduct,	or	in	the	Company	Procedures	that	
can	be	accessed	through	the	Company's	website,	to	ensure	the	Company	receives	the	goods	or	services	needed	at	competitive	prices,	in	good	quality,	in	
an	efficient,	effective	and	guaranteed	continuous	manner.

21. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
tentang pemenuhan 
hak-hak kreditur. 

21.	The	Public	Company	has	a	
policy	on	the	fulfillment	of	
creditors	rights.

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman 
dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud 
adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan 
kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup 
pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam 
pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.

The	policy	on	fulfilling	creditors	rights	is	used	as	a	guide	in	making	loans	to	creditors.	
The	policy	safeguards	the	fulfillment	of	creditors	rights	and	the	public	company	
confidence.	This	policy	includes	the	considerations	to	take	in	making	agreements,	as	
well	as	follow-up	to	fulfill	the	Public	Company’s	obligations	to	creditors.

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja 
Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan 
modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien. Perseroan selalu senantiasa menyampaikan informasi material 
menyangkkut hubungan dengan Kreditur kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat.
Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu yang dituangkan 
dalam Code of Conduct Perusahaan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur 
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

The	Company	collaborates	with	Creditors	namely	Banks	or	Financial	Institutions	to	improve	the	Company's	working	capital,	and	uses	the	facilities	
provided	by	Creditors.	Therefore,	the	Company	is	committed	to	using	its	working	capital	and	facilities	accountably,	transparently	and	efficiently.	The	
Company	always	conveys	material	information	regarding	its	relationship	with	creditors	to	investors	/	potential	investors	fairly,	correctly	and	accurately.
The	Company	also	has	a	high	commitment	to	carrying	out	the	Company's	obligations	to	creditors	in	a	timely	manner	as	outlined	in	the	Company's	
Code	of	Conduct.	Fulfillment	of	these	obligations	includes	payment	of	interest,	repayment	of	principal	and	other	rights	of	Creditors	in	accordance	with	
the	provisions	in	the	agreement	agreed	between	the	Company	and	the	Creditor,	and	related	Regulations.

22. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
sistem whistleblowing.	

22.	The	Public	Company	has		
a	whistleblowing	system	
policy.

Kebijakan sistem whistleblowing	yang telah disusun dengan baik akan 
memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu 
indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan 
Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada 
pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem 
whistleblowing	mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan 
melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan 
kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, 
dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. 

The	whistleblowing	system	policy	has	been	developed	to	assure	protection	to	the	
witness	or	complainant	related	to	any	indication	of	violations	committed	by	the	
public	company’s	employees	or	management.	This	system	policy	will	have	an	impact	
on	the	cultural	formation	of	good	corporate	governance.	The	whistleblowing	system	
policy	includes,	types of	violations	that	can	be	reported	through	the	whistleblowing	
system,	the	method	used,	protecting	and	guaranteeing	the	confidentiality	of	the	
complainant,	handling	of	complaints,	managing	complaints	and	the	treatment	and	
follow-up	of	complaints.

Dalam penerapannya Perseroan memiliki mekanisme Whistleblowing System dalam prosedur No. WIKA-LDSPM-01.02  tahun review  2019 
sampai dengan 2022 yang juga diatur juga dalam COC  mengenai Etika dalam Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk 
Kebijakan tentang Larangan Suap, Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan dan Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan, serta disosialisasikan 
melalui web yang siapa saja dapat melakukan pelaporan dengan jaminan kerahasiaan bagi pelapor.

The	Company	has	a	mechanism	for	Code	of	Conduct	Complaints	(Whistleblowing	System)	No.	WIKA-LDSPM-01.02,	that	regulates	Business	Ethics	
Anti-Corruption,	Collusion	and	Nepotism	(KKN),	Policy	on	Prohibition	of	Bribery,	Policy	on	Gifts,	Rewards	and	Donations	that	are	unjustified,	as	well	as	
socializes	this	through	the	website	so	that	anyone	can	report	with	guaranteed	confidentiality	for	the	reporter.
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20. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
tentang seleksi 
dan peningkatan 
kemampuan pemasok 
atau vendor. 

20.	The	Public	Company	has	
a suppliers or vendors 
selection and ability 
improvement	policy.

• Kebijakan tentang seleksi pemasok atau vendor bermanfaat untuk 
memastikan agar Perusahaan Terbuka memperoleh barang atau jasa yang 
diperlukan dengan harga yang kompetitif dan kualitas yang baik. Sedangkan 
kebijakan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor bermanfaat untuk 
memastikan bahwa rantai pasokan (supply	chain) berjalan dengan efisien 
dan efektif. Kemampuan pemasok atau vendor dalam memasok/memenuhi 
barang atau jasa yang dibutuhkan perusahaan akan mempengaruhi kualitas 
output perusahaan. 

• Pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut dapat menjamin kontinuitas 
pasokan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas yang dibutuhkan 
Perusahaan Terbuka. Adapun cakupan kebijakan ini meliputi kriteria dalam 
pemilihan pemasok atau vendor, mekanisme pengadaan yang transparan, 
upaya peningkatan kemampuan pemasok atau vendor, dan pemenuhan hak-
hak yang berkaitan dengan pemasok atau vendor. 

•	 The	vendor	or	supplier	selection	policy	helps	to	ensure	that	the	Public	Company	
obtains	the	required	goods	or	services	at	competitive	prices	with	good	quality.	
The	policy	also	increases	the	suppliers	or	vendors	ability	to	ensure	that	the	supply	
chain	runs	efficiently	and	effectively.	The	suppliers	or	vendors	ability	to	supply	/	
meet	the	required	goods	or	services	will	affect	the	quality	of	the	firm’s	output.	

•	 The	implementation	of	these	policies	ensures	continuity	of	supply,	both	in	terms	
of	quantity	and	quality	required	by	the	public	company.	The	policy	includes	
criteria	in	supplier	or	vendor	selection,	transparent	procurement	mechanisms,	
efforts	to	increase	the	ability	of	suppliers	or	vendors,	and	fulfillment	of	the	rights	
associated	with	suppliers	or	vendors.	

Kebijakan Perseroan terkait seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor telah diatur di dalam Code of Conduct Perseroan atau 
Prosedur Perseroan yang disosialisasikan secara menyeluruh untuk menjamin Perseroan memperoleh barang atau jasa yang diperlukan 
dengan harga yang kompetitif, kualitas yang baik, efisien, efektif dan menjamin supply yang kontinuitas oleh subkon.

The	vendor	or	supplier	selection	and	improvement	policy	has	been	regulated	in	the	Company's	Code	of	Conduct,	or	in	the	Company	Procedures	that	
can	be	accessed	through	the	Company's	website,	to	ensure	the	Company	receives	the	goods	or	services	needed	at	competitive	prices,	in	good	quality,	in	
an	efficient,	effective	and	guaranteed	continuous	manner.

21. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
tentang pemenuhan 
hak-hak kreditur. 

21.	The	Public	Company	has	a	
policy	on	the	fulfillment	of	
creditors	rights.

Kebijakan tentang pemenuhan hak-hak kreditur digunakan sebagai pedoman 
dalam melakukan pinjaman kepada kreditur. Tujuan dari kebijakan dimaksud 
adalah untuk menjaga terpenuhinya hak-hak dan menjaga kepercayaan 
kreditur terhadap Perusahaan Terbuka. Dalam kebijakan tersebut mencakup 
pertimbangan dalam melakukan perjanjian, serta tindak lanjut dalam 
pemenuhan kewajiban Perusahaan Terbuka kepada kreditur.

The	policy	on	fulfilling	creditors	rights	is	used	as	a	guide	in	making	loans	to	creditors.	
The	policy	safeguards	the	fulfillment	of	creditors	rights	and	the	public	company	
confidence.	This	policy	includes	the	considerations	to	take	in	making	agreements,	as	
well	as	follow-up	to	fulfill	the	Public	Company’s	obligations	to	creditors.

Perseroan dapat melakukan kerjasama dengan Kreditur yaitu Bank atau Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kemampuan modal kerja 
Perseroan dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh Kreditur. Oleh karena itu, Perseroan mempunyai komitmen untuk menggunakan 
modal kerja dan fasilitas tersebut secara akuntabel, transparan dan efisien. Perseroan selalu senantiasa menyampaikan informasi material 
menyangkkut hubungan dengan Kreditur kepada para investor/calon investor secara adil, benar dan akurat.
Perseroan juga mempunyai komitmen tinggi untuk melaksanakan kewajiban Perseroan terhadap Kreditur secara tepat waktu yang dituangkan 
dalam Code of Conduct Perusahaan. Pemenuhan kewajiban tersebut meliputi pembayaran bunga, pelunasan pokok dan hak-hak lain Kreditur 
sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang disepakati antara Perseroan dan Kreditur serta Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

The	Company	collaborates	with	Creditors	namely	Banks	or	Financial	Institutions	to	improve	the	Company's	working	capital,	and	uses	the	facilities	
provided	by	Creditors.	Therefore,	the	Company	is	committed	to	using	its	working	capital	and	facilities	accountably,	transparently	and	efficiently.	The	
Company	always	conveys	material	information	regarding	its	relationship	with	creditors	to	investors	/	potential	investors	fairly,	correctly	and	accurately.
The	Company	also	has	a	high	commitment	to	carrying	out	the	Company's	obligations	to	creditors	in	a	timely	manner	as	outlined	in	the	Company's	
Code	of	Conduct.	Fulfillment	of	these	obligations	includes	payment	of	interest,	repayment	of	principal	and	other	rights	of	Creditors	in	accordance	with	
the	provisions	in	the	agreement	agreed	between	the	Company	and	the	Creditor,	and	related	Regulations.

22. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
sistem whistleblowing.	

22.	The	Public	Company	has		
a	whistleblowing	system	
policy.

Kebijakan sistem whistleblowing	yang telah disusun dengan baik akan 
memberikan kepastian perlindungan kepada saksi atau pelapor atas suatu 
indikasi pelanggaran yang dilakukan karyawan atau manajemen Perusahaan 
Terbuka. Penerapan kebijakan sistem tersebut akan berdampak pada 
pembentukan budaya tata kelola perusahaan yang baik. Kebijakan sistem 
whistleblowing	mencakup antara lain jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan 
melalui sistem whistleblowing, cara pengaduan, perlindungan dan jaminan 
kerahasiaan pelapor, penanganan pengaduan, pihak yang mengelola aduan, 
dan hasil penanganan dan tindak lanjut pengaduan. 

The	whistleblowing	system	policy	has	been	developed	to	assure	protection	to	the	
witness	or	complainant	related	to	any	indication	of	violations	committed	by	the	
public	company’s	employees	or	management.	This	system	policy	will	have	an	impact	
on	the	cultural	formation	of	good	corporate	governance.	The	whistleblowing	system	
policy	includes,	types of	violations	that	can	be	reported	through	the	whistleblowing	
system,	the	method	used,	protecting	and	guaranteeing	the	confidentiality	of	the	
complainant,	handling	of	complaints,	managing	complaints	and	the	treatment	and	
follow-up	of	complaints.

Dalam penerapannya Perseroan memiliki mekanisme Whistleblowing System dalam prosedur No. WIKA-LDSPM-01.02  tahun review  2019 
sampai dengan 2022 yang juga diatur juga dalam COC  mengenai Etika dalam Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) termasuk 
Kebijakan tentang Larangan Suap, Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan dan Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan, serta disosialisasikan 
melalui web yang siapa saja dapat melakukan pelaporan dengan jaminan kerahasiaan bagi pelapor.

The	Company	has	a	mechanism	for	Code	of	Conduct	Complaints	(Whistleblowing	System)	No.	WIKA-LDSPM-01.02,	that	regulates	Business	Ethics	
Anti-Corruption,	Collusion	and	Nepotism	(KKN),	Policy	on	Prohibition	of	Bribery,	Policy	on	Gifts,	Rewards	and	Donations	that	are	unjustified,	as	well	as	
socializes	this	through	the	website	so	that	anyone	can	report	with	guaranteed	confidentiality	for	the	reporter.
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23. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
pemberian insentif 
jangka panjang kepada 
Direksi dan karyawan

23.	The	Public	Company	has	a	
policy	related	to	long-term	
incentives	to	the	Board	of	
Directors	and	employees

• Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas 
pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang 
mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan 
tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka 
panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam 
rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan 
karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan 
berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

• Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata 
Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif 
jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur 
dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan 
Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan 
tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam 
pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh 
Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga 
dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. 

•	 Long-term	incentives	are	based	on	achievement	of	long-term	performance.	The	
long-term	incentive	plan	has	the	basic	premise	that	the	company’s	long-term	
performance	is	reflected	by	the	growth	in	value	of	the	shares	or	long-term	
targets	of	other	companies.	Long-	term	incentives	are	helpful	in	maintaining	
loyalty	and	providing	motivation to	the	Board	of	Directors	and	employees	to	
improve	performance or	productivity	and	will	have	an	impact	on	improving	the	
company’s	performance	in	the	long	term.	

•	 The	long-term	incentive	policy	is	the	Public	Company’s	real	commitment	
to	encourage	the	implementation	of	long-term	incentives	to	Directors	and	
Employees	with	the	terms,	procedures	and	forms	adapted	to	the	Public	
Company’s	long-term	goals.	This	policy	includes:	the	intent	and	purpose	of	
long-term	incentives,	terms	and	procedures	for	awarding	incentives,	as	well	
as	the	conditions	and	risks	that	must	be	considered	by	the	Public	Company	
in	incentives.	The	policy	can	also	be	included	in	the	existing	Public	Company’s	
remuneration	policy.

Perseroan dalam memberikan insentif penghasilan atas penghargaan kepada Direksi dan Pegawai didasarkan kepada Prosedur Perseroan 
Nomor: WIKA-HCE-PM-08.02 terkait dengan Prosedur Pemberian Jasa Produksi, di mana dalam Anggaran Jasa Produksi ditetapkan 
berdasarkan penilaian tingkat kesehatan perusahaan yang berpedoman pada Regulasi yang berlaku di antaranya: Peraturan Menteri BUMN 
Nomor: PER-02/MBU/06/2016 Jo. Peraturan BUMN Nomer PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan 
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
BUMN tanggal 4 Juni 2002.

The	Company	income	incentives	for	Directors	and	Employees	is	based	on	Company	Procedure	Number:	WIKA-HCE-PM-08.02	related	to	Production	
Service	Provision	Procedures,	whereby	the	Production	Service	Budget	is	determined	based	on	an	assessment	of	the	company	health	level	based	on	the	
applicable	regulations	including:	SOE	Minister	Regulation	Number:	PER-02/MBU/06/2016	Jo.	BUMN	Regulation	Number	PER-04/MBU/2014		concerning	
Guidelines	for	Remuneration	for	Board	of	Directors,	Board	of	Commissioners	and	Supervisory	Board	of	State-Owned	Enterprises	and	SOE	Ministerial	
Decree	Number:	KEP-100/MBU/2002	concerning	BUMN	Rating	dated	June	4,	2002.

V Aspek 5 : Keterbukaan Informasi 
Aspect	5:	Information	Disclosure

1 Prinsip 8 
Meningkatkan 
Pelaksanaan 
Keterbukaan 
Informasi
 
Principle 8
Improving 
Information 
Disclosure

24. Perusahaan Terbuka 
memanfaatkan 
penggunaan teknologi 
informasi secara 
lebih luas selain Situs 
Web sebagai media 
keterbukaan informasi. 

24.	The	Public	Company	uses	
information	technology	
more	widely	through	the	
website as a medium for 
information	disclosure.

Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan 
informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya 
keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang 
dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan 
pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan 
perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. 
Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap 
memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. 

Information	technology	can	be	useful	as	a	medium	for	information	disclosure.	The	
information	disclosure	does	not	only	apply	to	that	regulated	in	legislation,	but	also	
other	information	perceived	by	the	Public	Company	as	worthwhile	to	shareholders	
or	investors.	Other	information	technology	in	addition	to	the	company	website	
will	enhance	the	effectiveness	of	company	information	dissemination.	The	use	of	
information	technology	takes	into	account	the	benefits	and	costs	to	the	company.

Selain website, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Portal Internal, E-mail, Twitter, 
Facebook, Instagram, Youtube, Call	Center.

SEKRETARIAT PERUSAHAAN
Website: www.wika.co.id 
Twitter: @PTWijayaKarya 
Facebook: PT WIjaya Karya 
Instagram: ptwijayakarya 
Youtube: WIJAYA KARYA TV 
E-mail: adwijaya@wika.co.id

In	addition	to	the	website,	the	Company	uses	information	technology	and	other	social	media	applications	through	Internal	Portals,	E-mail,	Twitter,	
Facebook,	Instagram,	Youtube,	Call	Center.
CORPORATE	SECRETARIAT
Website:	www.wika.co.id
Twitter:	@PTWijayaKarya
Facebook:	PT	WIjaya	Karya
Instagram:	ptwijayakarya
Youtube:	WIJAYA	KARYA	Tv
E-mail:	adwijaya@wika.co.id
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23. Perusahaan Terbuka 
memiliki kebijakan 
pemberian insentif 
jangka panjang kepada 
Direksi dan karyawan

23.	The	Public	Company	has	a	
policy	related	to	long-term	
incentives	to	the	Board	of	
Directors	and	employees

• Insentif jangka panjang merupakan insentif yang didasarkan atas 
pencapaian kinerja jangka panjang. Rencana insentif jangka panjang 
mempunyai dasar pemikiran bahwa kinerja jangka panjang perusahaan 
tercermin oleh pertumbuhan nilai dari saham atau target-target jangka 
panjang perusahaan lainnya. Insentif jangka panjang bermanfaat dalam 
rangka menjaga loyalitas dan memberikan motivasi kepada Direksi dan 
karyawan untuk menigkatkan kinerja atau produktivitasnya yang akan 
berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. 

• Adanya suatu kebijakan insentif jangka panjang merupakan komitmen nyata 
Perusahaan Terbuka untuk mendorong pelaksanaan pemberian insentif 
jangka panjang kepada Direksi dan Karyawan dengan syarat, prosedur 
dan bentuk yang disesuaikan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan 
Terbuka. Kebijakan dimaksud dapat mencakup, antara lain: maksud dan 
tujuan pemberian insentif jangka panjang, syarat dan prosedur dalam 
pemberian insentif, serta kondisi dan risiko yang harus diperhatikan oleh 
Perusahaan Terbuka dalam pemberian insentif. Kebijakan tersebut juga 
dapat tercakup dalam kebijakan remunerasi Perusahaan Terbuka yang ada. 

•	 Long-term	incentives	are	based	on	achievement	of	long-term	performance.	The	
long-term	incentive	plan	has	the	basic	premise	that	the	company’s	long-term	
performance	is	reflected	by	the	growth	in	value	of	the	shares	or	long-term	
targets	of	other	companies.	Long-	term	incentives	are	helpful	in	maintaining	
loyalty	and	providing	motivation to	the	Board	of	Directors	and	employees	to	
improve	performance or	productivity	and	will	have	an	impact	on	improving	the	
company’s	performance	in	the	long	term.	

•	 The	long-term	incentive	policy	is	the	Public	Company’s	real	commitment	
to	encourage	the	implementation	of	long-term	incentives	to	Directors	and	
Employees	with	the	terms,	procedures	and	forms	adapted	to	the	Public	
Company’s	long-term	goals.	This	policy	includes:	the	intent	and	purpose	of	
long-term	incentives,	terms	and	procedures	for	awarding	incentives,	as	well	
as	the	conditions	and	risks	that	must	be	considered	by	the	Public	Company	
in	incentives.	The	policy	can	also	be	included	in	the	existing	Public	Company’s	
remuneration	policy.

Perseroan dalam memberikan insentif penghasilan atas penghargaan kepada Direksi dan Pegawai didasarkan kepada Prosedur Perseroan 
Nomor: WIKA-HCE-PM-08.02 terkait dengan Prosedur Pemberian Jasa Produksi, di mana dalam Anggaran Jasa Produksi ditetapkan 
berdasarkan penilaian tingkat kesehatan perusahaan yang berpedoman pada Regulasi yang berlaku di antaranya: Peraturan Menteri BUMN 
Nomor: PER-02/MBU/06/2016 Jo. Peraturan BUMN Nomer PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan 
Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan 
BUMN tanggal 4 Juni 2002.

The	Company	income	incentives	for	Directors	and	Employees	is	based	on	Company	Procedure	Number:	WIKA-HCE-PM-08.02	related	to	Production	
Service	Provision	Procedures,	whereby	the	Production	Service	Budget	is	determined	based	on	an	assessment	of	the	company	health	level	based	on	the	
applicable	regulations	including:	SOE	Minister	Regulation	Number:	PER-02/MBU/06/2016	Jo.	BUMN	Regulation	Number	PER-04/MBU/2014		concerning	
Guidelines	for	Remuneration	for	Board	of	Directors,	Board	of	Commissioners	and	Supervisory	Board	of	State-Owned	Enterprises	and	SOE	Ministerial	
Decree	Number:	KEP-100/MBU/2002	concerning	BUMN	Rating	dated	June	4,	2002.

V Aspek 5 : Keterbukaan Informasi 
Aspect	5:	Information	Disclosure

1 Prinsip 8 
Meningkatkan 
Pelaksanaan 
Keterbukaan 
Informasi
 
Principle 8
Improving 
Information 
Disclosure

24. Perusahaan Terbuka 
memanfaatkan 
penggunaan teknologi 
informasi secara 
lebih luas selain Situs 
Web sebagai media 
keterbukaan informasi. 

24.	The	Public	Company	uses	
information	technology	
more	widely	through	the	
website as a medium for 
information	disclosure.

Penggunaan teknologi informasi dapat bermanfaat sebagai media keterbukaan 
informasi. Adapun keterbukaan informasi yang dilakukan tidak hanya 
keterbukaan informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan, namun juga informasi lain terkait Perusahaan Terbuka yang 
dirasakan bermanfaat untuk diketahui pemegang saham atau investor. Dengan 
pemanfaatan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web diharapkan 
perusahaan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi perusahaan. 
Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi informasi yang dilakukan tetap 
memperhatikan manfaat dan biaya perusahaan. 

Information	technology	can	be	useful	as	a	medium	for	information	disclosure.	The	
information	disclosure	does	not	only	apply	to	that	regulated	in	legislation,	but	also	
other	information	perceived	by	the	Public	Company	as	worthwhile	to	shareholders	
or	investors.	Other	information	technology	in	addition	to	the	company	website	
will	enhance	the	effectiveness	of	company	information	dissemination.	The	use	of	
information	technology	takes	into	account	the	benefits	and	costs	to	the	company.

Selain website, Perusahaan memanfaatkan teknologi informasi dan aplikasi media sosial lainnya seperti melalui Portal Internal, E-mail, Twitter, 
Facebook, Instagram, Youtube, Call	Center.

SEKRETARIAT PERUSAHAAN
Website: www.wika.co.id 
Twitter: @PTWijayaKarya 
Facebook: PT WIjaya Karya 
Instagram: ptwijayakarya 
Youtube: WIJAYA KARYA TV 
E-mail: adwijaya@wika.co.id

In	addition	to	the	website,	the	Company	uses	information	technology	and	other	social	media	applications	through	Internal	Portals,	E-mail,	Twitter,	
Facebook,	Instagram,	Youtube,	Call	Center.
CORPORATE	SECRETARIAT
Website:	www.wika.co.id
Twitter:	@PTWijayaKarya
Facebook:	PT	WIjaya	Karya
Instagram:	ptwijayakarya
Youtube:	WIJAYA	KARYA	Tv
E-mail:	adwijaya@wika.co.id
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25. Laporan Tahunan 
Perusahaan Terbuka 
mengungkapkan 
pemilik manfaat akhir 
dalam kepemilikan 
saham Perusahaan 
Terbuka paling sedikit 
5% (lima persen), selain 
pengungkapan pemilik 
manfaat akhir dalam 
kepemilikan saham 
Perusahaan Terbuka 
melalui pemegang 
saham utama dan 
pengendali. 

25.	The	Public	Company	
Annual	Report	discloses	
the	shareholders	in	the	
Public	Company,	those	
holding	is	at	least	5%	(five	
percent),	and	in	addition	
discloses	the	Public	
Company’s	majority	and	
controlling	shareholder.

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur 
mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur 
kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 
5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban 
pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali 
Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan 
pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman 
Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir 
atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), 
selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh 
pemegang saham utama dan pengendali. 

Capital	Markets	sector	legislation	governs	the	submission	of	the	Public	Company	
annual	report	and	has	an	obligation	of	disclosure	of	information	about	
shareholders	who	own	5%	(five	percent)	or	more	shares	in	the	public	company	and	
the	obligation	of	disclosure	of	information	regarding	the	Public	Company’s	majority	
and	controlling	shareholders,	both	directly	or	indirectly,	until	the	final	shareholders.	
The	Governance	Guidelines	recommend	disclosure	of	the	shareholders	who	own	5%	
(five	percent)	or	more	shares	in	addition	to	revealing	the	Public	Company’s	majority	
and	controlling	shareholders.

Laporan Tahunan 2019 menampilkan profil 20 pemegang saham terbesar per 31 Des 2019 pada Bab Profil Perusahaan 
Laporan	Tahunan	2019	menampilkan	profil	20	pemegang	saham	terbesar	per	31	Des	2019	pada	Bab	Profil	Perusahaan
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25. Laporan Tahunan 
Perusahaan Terbuka 
mengungkapkan 
pemilik manfaat akhir 
dalam kepemilikan 
saham Perusahaan 
Terbuka paling sedikit 
5% (lima persen), selain 
pengungkapan pemilik 
manfaat akhir dalam 
kepemilikan saham 
Perusahaan Terbuka 
melalui pemegang 
saham utama dan 
pengendali. 

25.	The	Public	Company	
Annual	Report	discloses	
the	shareholders	in	the	
Public	Company,	those	
holding	is	at	least	5%	(five	
percent),	and	in	addition	
discloses	the	Public	
Company’s	majority	and	
controlling	shareholder.

Peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur 
mengenai penyampaian laporan tahunan Perusahaan Terbuka telah mengatur 
kewajiban pengungkapan informasi mengenai pemegang saham yang memiliki 
5% (lima persen) atau lebih saham Perusahaan Terbuka serta kewajiban 
pengungkapan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali 
Perusahaan Terbuka baik langsung maupun tidak langsung sampai dengan 
pemilik manfaat terakhir dalam kepemilikan saham tersebut. Dalam Pedoman 
Tata Kelola ini direkomendasikan untuk mengungkapkan pemilik manfaat akhir 
atas kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), 
selain mengungkapkan pemilik manfaat akhir dari kepemilikan saham oleh 
pemegang saham utama dan pengendali. 

Capital	Markets	sector	legislation	governs	the	submission	of	the	Public	Company	
annual	report	and	has	an	obligation	of	disclosure	of	information	about	
shareholders	who	own	5%	(five	percent)	or	more	shares	in	the	public	company	and	
the	obligation	of	disclosure	of	information	regarding	the	Public	Company’s	majority	
and	controlling	shareholders,	both	directly	or	indirectly,	until	the	final	shareholders.	
The	Governance	Guidelines	recommend	disclosure	of	the	shareholders	who	own	5%	
(five	percent)	or	more	shares	in	addition	to	revealing	the	Public	Company’s	majority	
and	controlling	shareholders.

Laporan Tahunan 2019 menampilkan profil 20 pemegang saham terbesar per 31 Des 2019 pada Bab Profil Perusahaan 
Laporan	Tahunan	2019	menampilkan	profil	20	pemegang	saham	terbesar	per	31	Des	2019	pada	Bab	Profil	Perusahaan
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STRUKTUR DAN MEKANISME 
CORPORATE GOVERNANCE
Corporate governance Structure and Mechanism

strUktUr tata kelola 
PerUsahaan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU 
PT), struktur tata kelola perusahaan secara garis besar 
tergambarkan pada organ utama perusahaan yaitu Rapat 
Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan 
Direksi. Sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar 
Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku, masing-masing organ mempunyai peran penting 
dalam penerapan GCG dan menjalankan fungsi, tugas, 
dan tanggung jawabnya untuk kepentingan Perseroan.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan dilakukan secara 
sistematis dan berkesinambungan sehingga prinsip-
prinsip GCG menjadi acuan dalam kegiatan sehari-hari 
WIKA. Dalam melaksanakan kepengurusan Perseroan, 
Direksi didukung oleh struktur manajemen yang efektif. 
Adapun dalam melaksanakan fungsi pengawasan, Dewan 
Komisaris didukung oleh organ penunjang seperti 
Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit dan Komite 
Remunerasi, Nominasi dan GCG.

corPorate Governance 
strUctUre

In accordance with the Republic of Indonesia 2007 Law 
No. 40 concerning Limited Liability Companies (PT Law), 
the governance structure main bodies consist of the 
General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of 
Commissioners and Board of Directors. As referred to in 
the Company’s Articles of Association and applicable laws 
and regulations, each body plays an important role in 
implementing GCG and carrying out its functions, duties 
and responsibilities for the benefit of the Company.

Corporate governance implementation is carried out 
systematically and continuously ensuring the GCG 
principles become a reference for WIKA’s daily activities. 
In carrying out the Company management, the Board 
of Directors is supported by an effective management 
structure. For carrying out the supervisory function, the 
Board of Commissioners is supported by the Secretary of 
the Board of Commissioners, the Audit Committee and 
the Remuneration, Nomination and GCG Committee.
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Rapat Umum Pemegang Saham
General	Meeting	of	Shareholders

DIREKSI
DIRECTORS

Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Sekretaris
Dewan Komisaris

Board	of	Commissioer’s
Secretary

Umum
General	Affairs

Hubungan Investor
Investor	Relations

Tata Kelola Perusahaan
Corporate Governance

Tanggung Jawab
Sosial Perusahaan

Corporate Social
Responsibility

Hubungan Masyarakat
Public	Relation

Satuan Pengawasan Intern
Internal Control

Komite Audit
Audit	Committee

Manajemen Risiko
Risk	Management

Komite Remunerasi
Nominasi & GCG

Remuneration,	Nomination 
& GCG Committee

Komite Risiko
Risk	Committee

ORGAN PERSEROAN
COMPANY’S	BODY

ORGAN PENDUKUNG
SUPPORTING	BODIES

DEWAN KOMISARIS
BOARD	OF	COMMISSIONERS

Untuk meningkatkan kualitas implementasi tata kelola 
secara berkelanjutan, WIKA telah menyusun dan 
menerapkan sejumlah kebijakan operasional bagi seluruh 
unit kerja sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan.
GCG soft structure yang telah dimiliki oleh Perseroan 
antara lain adalah: 

1. Akta Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Nomor 5 tanggal 2 Oktober 2018; 

2. Panduan Penerapan Tata Kelola Perusahan Yang 
Baik (Code of GCG) PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. Tahun 2017-2019, yang telah dimutakhirkan 
berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK.02.09/A.
DIR.0638/2018;

3. Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris 
(Board Manual) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang 
telah dimutakhirkan berdasarkan Surat Keputusan 
Bersama No. 05/DK/WIKA/2018 dan No. SK.02.09/A.
DIR.0637/2018; 

4. Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang telah dimutakhirkan 
berdasarkan Surat Keputusan No. SK.02.09/A.
DIR.0639/2018; 

To improve the quality of sustainable governance 
implementation, WIKA has compiled and implemented 
a number of operational policies for all work units in line 
with the corporate governance principles.
The GCG soft structures owned by the Company includes:

1. Articles of Association of PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. Number 5 dated October 2, 2018;

2. Guidelines for the execution of Good Corporate 
Governance (Code of GCG) of PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. for 2017-2019, as updated based on Board of 
Directors Decree No. SK.02.09/A.DIR.0638/2018;

3. The PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Board of Directors 
and Board of Commissioners Board Manual as 
updated based on Joint Decree No05/DK/WIKA/2018 
and No. SK.02.09/A.DIR.0637/2018;

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Code of Conduct 
as updated based on Decree No. SK.02.09/A.
DIR.0639/2018;
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5. Prosedur Pengandalian Gratifikasi No. WIKA-LDS-
PM-01.01Rev. 00 Amd. 01 tertanggal 31 Januari 2019; 

6. Prosedur Pengaduan Pelanggaran terhadap Code of 
Conduct	(Whistle	Blower) No. WIKA-LDS-PM-01.02 Rev. 
00 Amd. 01 tertanggal 31 Januari 2019;

7. Pedoman Hubungan Induk dan Anak (Subsidiary	
Governance) No. SK.02.01/A.DIR.21446/2018 tertanggal 
12 Desember 2018; 

8. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan; 
9. Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG No. 

67/DK/WIKA/2019 tertanggal 12 Juni 2019; 
10. Piagam Komite Audit No. 79/DK/WIK A /2018 

tertanggal 2 Juli 2018; 
11. Piagam Satuan Pengawas Internal No. MJ.01.00/A.

SPI.11215/2018 tertanggal 18 Juli 2018; 
12. Prosedur Sistem Manajemen Risiko No. WIK 

A-SMR-PM-01.01 Rev. 03 tertanggal 1 Februari 2017; 
13. Prosedur Perusahaan.

mekanisme tata kelola 
PerUsahaan

Perseroan melaksanakan mekanisme GCG dalam 
sebuah tatanan, di mana seluruh organ GCG memiliki 
tanggung jawab tersendiri namun tetap melaksanakan 
implementasi GCG secara terintegrasi. Berdasarkan 
mekanisme tersebut, RUPS memiliki kewenangan 
tertinggi, sedangkan Dewan Komisaris memiliki fungsi 
Pengawasan dan Menasehati Direksi. Dalam pelaksanaan 
pekerjaan Dewan Komisaris dibantu oleh organ Dewan 
Komisaris yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi, 
Remunerasi dan GCG. 

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan, 
di mana dalam menjalankan tugas pengurusan tersebut 
Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan 
Pengawasan Intern, Manajemen Risiko dan Komite 
Risiko, serta satuan kerja lain yang menjalankan fungsi 
kepengurusan Perusahaan.

Di samping itu, Perseroan juga melakukan audit 
independen terhadap penyajian laporan keuangan yang 
dilakukan oleh Akuntan Publik. Proses ini menjadi penting, 
di mana laporan keuangan menjadi salah satu informasi 
fundamental yang mencerminkan kinerja Perseroan dan 
pengelolaan yang dilakukan oleh manajemen.

5. Gratification Control Procedure No. WIKA-LDS-PM-
01.01Rev. 00 Amd. 01 dated January 31, 2019;

6. Violations of the Code of Conduct Complaints 
Procedure (Whistle Blower) No. WIKA-LDS-PM-01.02 
Rev. 00 Amd. 01 dated January 31, 2019;

7. Guidelines for Parent and Subsidiary Relationships 
(Subsidiary Governance) No. SK.02.01/A.
DIR.21446/2018  dated December 12, 2018;

8. Guidelines for Handling Conflicts of Interest;
9. Nomination, Remuneration and GCG Committee 

Charter No. 67/DK/WIKA/2019 dated June 12, 2019;
10. Audit Committee Charter No. 79/DK/WIK A /2018 

dated July 2, 2018;
11. Internal Audit Unit Charter No. MJ.01.00/A.

SPI.11215/2018 dated July 18, 2018;
12. Risk Management System Procedure No. WIK 

A-SMR-PM-01.01 Rev. 03 dated February 1, 2017;
13. Company Procedures.

corPorate Governance 
mechanism

The Company implements the GCG mechanism in an 
arrangement, whereby all GCG bodies have their own 
responsibilities for implementing an integrated GCG 
implementation. Based on this mechanism, the GMS has 
the highest authority, while the Board of Commissioners 
has the Supervision and Advising function of the Board 
of Directors. In carrying out their work the Board of 
Commissioners assisted by the Board of Commissioners’ 
bodies, namely the Audit Committee and the Nomination, 
Remuneration and GCG Committee.

The Board of Directors is responsible for managing the 
Company, where in carrying out their management duties 
they are assisted by the Corporate Secretary, Internal 
Control Unit, Risk Management and Risk Committee, 
as well as other work units that carry out management 
functions in the Company.

The Company also conducts independent audits, 
conducted by Public Accountants, on the presentation 
of financial statements. This process is important as the 
financial statements reflect the fundamental information 
on the Company’s performance and management.
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RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM
general Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan 
organ Perseroan tertinggi yang mempunyai hak dan 
kewenangan yang tidak dimiliki Direksi dan Dewan 
Komisaris dalam batasan yang ditentukan dalam 
ketentuan peraturan perundangan dan Anggaran Dasar 
Perusahaan. 

Kewenangan RUPS antara lain mengangkat dan 
memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, 
mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, 
menyetujui perubahan Anggaran Dasar, menyetujui 
laporan tahunan dan menetapkan bentuk dan jumlah 
remunerasi anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta 
mengambil keputusan terkait tindakan korporasi atau 
keputusan strategis lainnya yang diajukan Direksi.

Pelaksanaan RUPS didahului dengan proses 
pengumuman dan pemanggilan RUPS yang dilakukan 
sesuai ketentuan yang berlaku. Bahan informasi yang 
diperlukan terkait pelaksanaan RUPS disampaikan 
bersamaan dengan pemanggilan RUPS. Namun jika hal 
tersebut belum tersedia pada saat pemanggilan RUPS, 
maka bahan informasi tersebut akan disampaikan pada 
saat RUPS diselenggarakan.

RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar 
Biasa (RUPSLB). RUPS Tahunan dilakukan Perseroan 
setiap tahun, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diadakan 
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan 
Perseroan. 

PemeGanG saham 

Pemegang Saham adalah individu atau badan hukum 
yang secara sah memiliki saham Perusahaan. Pemegang 
saham tidak melakukan intervensi terhadap fungsi, tugas, 
dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest 
body in the Company and has rights and authority not 
owned by the Board of Directors and the Board of 
Commissioners within the limits specified in the statutory 
provisions, and the Company’s Articles of Association.

The GMS authority includes, appointing and dismissing 
members of the Board of Commissioners and Board 
of Directors, evaluating the Board of Commissioners 
and Board of Directors performance, approving 
amendments to the Articles of Association, approving 
the annual reports, and determining the form and 
amount of remuneration for members of the Board 
of Commissioners and Board of Directors, and making 
decisions related to corporate actions or other strategic 
decisions submitted by the Board of Directors.

The GMS is preceded by a process of invitation to the 
GMS in accordance with applicable regulations. Material 
information needed regarding the GMS is delivered 
together with the invitation of the GMS. However, if this 
is not available at the time of the GMS invitation, then 
the information material will be delivered at the time 
the GMS is held.

The GMS consists of the Annual GMS (AGMS) and 
Extraordinary GMS (EGMS). The Annual GMS is held by 
the Company every year, while the Extraordinary GMS can 
be held at any time based on the needs of the Company.

shareholDers

Shareholders are individuals or legal entities that legally 
own Company shares. Shareholders do not intervene 
in the functions, duties and authority of the Board of 
Commissioners and Board of Directors.
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Berdasarkan Anggaran Dasar, Pemegang Saham 
Perseroan terdiri dari Saham Seri A Dwiwarna yang hanya 
khusus dapat dimiliki Negara Republik Indonesia dan 
Saham Seri B yang dapat dimilik oleh Negara Republik 
Indonesia dan/atau masyarakat. 

Komposisi Pemegang Saham WIKA pada 31 Desember 
2019 adalah sebagai berikut:

nama PemeGanG Saham
NAme of  shAreholder

Jumlah Saham  (lembar)
Number of  shAres

PerSentaSe kePemilikan (%)
% held

Pemerintah Republik Indonesia
Republic	of	Indonesia

5.834.850.000  65,05

Masyarakat
Public

3.135.101.372 34,95

hak PemeGanG saham 

Perseroan mengakui seorang atau satu badan hukum 
sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang 
diberikan oleh hukum atas saham. Pemegang Saham seri 
A Dwiwarna dan Pemegang Saham Seri B mempunyai 
hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 
1 (satu) hak suara. Menurut Anggaran Dasar, saham Seri 
A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh 
Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada 
pemegangnya hak istimewa sebagai Pemegang Saham 
Seri A Dwiwarna.

Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah: 
1. Hak untuk menyutujui dalam RUPS mengenai hal 

sebagai berikut: 
a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar. 
b. Persetujuan perubahan permodalan. 

c. Persetujuan pengangkatan dan pemberhentian 
anggota Direksi dan Dewan Komisaris. 

d. Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, 
pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran. 

e. Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris. 

f. Persetu juan pemindahtanganan aset 
yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu 
persetujuan RUPS.

g. Persetujuan mengenai penyertaan dan 
pengurangan prosentase penyertaan modal 
pada perusahaan lain yang berdasarkan Anggaran 
Dasar perlu persetujuan RUPS. 

h. Persetujuan penggunaan laba. 

Based on the Articles of Association, the Company’s 
Shareholders consist of Dwiwarna Series A Shares 
that can only be owned specifically by the Republic of 
Indonesia and Series B Shares that can be owned by the 
Republic of Indonesia and / or the public.

WIKA’s shareholder composition as at 31 December 2019 
is as follows:

shareholDer riGhts

The Company recognizes a person or legal entity as the 
party authorized to exercise rights granted by law on 
shares. Dwiwarna A Series Shareholders and Series B 
Shareholders have the same rights with every 1 (one) 
share giving 1 (one) vote. According to the Articles 
of Association, Dwiwarna Series A shares are shares 
owned specifically by the Republic of Indonesia that 
entitle the holder the privilege of being a Dwiwarna Series 
A Shareholder.

The Dwiwarna A Series Shareholders privileges are:
1. The right to approve in the GMS the following matters:

a. Approval of amendments to the Articles 
of Association.

b. Approval for capital changes.
c. Approval of appointment and dismissal of 

members of the Board of Directors and Board 
of Commissioners.

d. Approval regarding mergers, consolidations, 
acquisitions, divestments and dissolution.

e. Approval of remuneration for members 
of the Board of Directors and the Board 
of Commissioners.

f. Approval for the transfer of assets based on the 
Articles of Association that require the approval 
of the GMS.

g. Approval on the participation and reduction of 
the percentage of equity participation in other 
companies based on the Articles of Association 
that require the approval of the GMS.

h. Approval on the use of profits.
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i. Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan 
jangka panjang yang tidak bersifat operasional 
yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu 
persetujuan RUPS. 

2. Hak untuk mengusulkan calon anggota Direksi dan 
calon anggota Dewan Komisaris. 

3. Hak untuk mengusulkan agenda RUPS 
4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan 

dokumen perusahaan. 

keBijakan hUBUnGan 
DenGan PemeGanG saham 

Kebijakan hubungan dengan Pemegang Saham diatur 
dalam Pedoman Etika dan Perilaku (Code	of	Conduct). 
Perseroan harus memperlakukan Pemegang Saham 
secara adil. Pemegang Saham yang memiliki saham 
dengan klasifikasi yang sama akan mendapatkan 
perlakuan yang setara dan dapat menggunakan 
hak-haknya sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Setiap Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang 
Saham (RUPS) berhak mengeluarkan suara sesuai dengan 
klasifikasi dan jumlah/persentase saham yang dimilikinya. 
Setiap Pemegang Saham berhak memperoleh informasi 
material yang lengkap dan akurat mengenai Perseroan. 

Perseroan membatasi campur tangan Pemegang Saham 
dalam kegiatan operasional Perseroan yang menjadi 
tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku. Termasuk pengertian dalam 
campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara 
langsung maupun tidak langsung memberi pengaruh 
terhadap tindakan pengurusan Perseroan atau terhadap 
pengambilan keputusan yang menjadi wewenang Direksi. 

Kegiatan operasional Perseroan yang melibatkan 
stakeholders harus tetap berpegang pada prinsip 
akuntabilitas dan transparansi sehingga kemandirian 
Perseroan sebagai badan hukum yang profesional 
dapat berkembang baik sesuai dengan tujuan usahanya. 
Perseroan akan berusaha keras agar Perseroan 
mengalami pertumbuhan yang berkesinambungan 
sehingga memberikan kontribusi yang optimal bagi 
Pemegang Saham. Penetapan dan pembagian dividen 
ditetapkan dan dilakukan oleh Pemegang Saham melalui 
RUPS. 

i. Approval on non-operational long-term 
investments and financing based on the Articles 
of Association v the approval of the GMS.

2. The right to nominate candidates as members of 
the Board of Directors and members of the Board 
of Commissioners.

3. The right to propose the GMS agenda
4. The right to request and access company data 

and documents.

relationshiP Policy 
with shareholDers

Relationship policies with Shareholders are set down 
in the Code of Conduct. The Company must treat all 
shareholders fairly. Shareholders who have shares of 
the same classification will receive equal treatment 
and can exercise their rights in accordance with the 
Company’s Articles of Association and prevailing laws 
and regulations.

Each Shareholder in the General Meeting of Shareholders 
(GMS) is entitled to vote in accordance with the 
classification and number / percentage of shares held. 
Each Shareholder is entitled to obtain complete and 
accurate material information about the Company.

The Company rejects Shareholders interfering in 
the Company’s operational activities, which are the 
responsibility of the Board of Directors in accordance with 
the provisions of the Company’s Articles of Association 
and prevailing laws and regulations. Included in the 
meaning of interference are actions or directives that 
directly or indirectly affect the Company’s management 
or the decisions of the Board of Directors.

The Company’s operational activities involving 
stakeholders must remain committed to the principles 
of accountability and transparency so that the Company’s 
independence as a professional legal entity can develop 
well in accordance with its business objectives. The 
Company will strive to ensure the Company experiences 
sustainable growth so as to contribute optimally to 
the Shareholders. Determination and distribution of 
dividends is carried out by the Shareholders through 
the GMS.
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reFerensi PeratUran 

RUPS mempunyai kewenangan yang tidak diberikan 
kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas 
yang ditentukan oleh Undang-undang dan Anggaran 
Dasar Perseroan. Penyelenggaraan RUPS di Perseroan 
mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas.

Tahapan Pelaksanaan RUPS mengacu pada ketentuan 
dalam Anggaran Dasar dan Peraturan OJK Nomor 32/
POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana 
dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka. 

ketentUan kUorUm 

Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal 
yang harus diputuskan dalam rapat dilakukan dengan 
mengikuti ketentuan: 
1. Dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih 

dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per 
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan 
hak suara yang hadirdalam rapat kecuali Peraturan 
Perundangundangan dan/atau Anggaran Dasar 
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; 

2. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud 
tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan 
berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila 
dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling 
sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah dan keputusan 
adalah sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per 
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak 
suara yang hadir dalam rapat kecuali Peraturan 
Perundang-undangan dan/atau Anggaran Dasar. 
Menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; 

3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua 
sebagaimana dimaksud tidak tercapai, RUPS ketiga 
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan 
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh 
Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang 
sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan 
yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas 
permohonan Perseroan.

reGUlatory reFerences

The GMS has authorities not delegated to the Board of 
Directors and the Board of Commissioners, within the 
boundaries prescribed by the Law and the Company’s 
Articles of Association. The holding of the Company 
GMS refers to Law No. 40 of 2007 regarding Limited 
Liability Companies.

The GMS Implementation phases refer to the provisions 
in the Articles of Association and OJK Regulation No. 32/
POJK.04/2014 dated December 8, 2014 concerning the 
Planning and Implementation of Public Company GMS.

QUorUm Provisions

The quorum for GMS attendance and decisions on 
matters that must be decided in the meeting are carried 
out in accordance with the following provisions:
1. Attended by Shareholders representing more than ½ 

(one half) of the total shares with valid voting rights, 
and the decisions shall be valid if approved by more 
than ½ (one half) of the total number of shares with 
voting rights present at the meeting, unless the 
laws and / or Articles of Association determine a 
larger quorum;

2. In the event the attendance quorum is not reached, 
a second GMS shall be valid and entitled to make 
binding decisions if attended by Shareholders 
representing a minimum of 1/3 (one-third) of the 
total shares with voting rights, and decisions will be 
valid if approved by more than 1⁄2 (one-half) of the 
total number of shares with the voting rights present 
in the meeting, except for Laws and/or the Articles of 
Association that determine a greater quorum number; 

3. In the case of an absence of quorum in the second 
GMS, a third GMS will be held in accordance with the 
provision that the GMS be legitimate and entitled to 
make decisions if attended by shareholders of shares 
with voting rights, if the quorum of attendance and 
decision-making requirements stipulated by OJK has 
been met, upon the Company‘s request.
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Pelaksanaan rUPs 
tahUn BUkU 2018 

Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 tergambar 
dalam tabel berikut.

Pemberitahuan
NoTiCe

PenGumuman
ANNouNCemeNT

PemanGGilan
CAll

PelakSanaan
implemeNTATioN

haSil  dan kePutuSan 
miNuTes  summAry

Perseroan telah 
menyampaikan 
Pemberitahuan Mata Acara 
RUPST kepada Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) 
sebagaimana dalam Surat 
No. SE.01.01/A.
SEKPER.04701/2019 tanggal 
15 Maret 2019.
The	Company	submitted	the	
AGMS	Notice	to	the	Financial	
Services	Authority	(OJK)	
in	Letter	No.	SE.01.01	/	A.	
SEKPER.04701	/	2019	dated	
March	15,	2019.

Perseroan menyampaikan 
Pengumuman RUPST 
kepada Pemegang Saham 
pada 1 surat kabar harian 
berbahasa Indonesia, 
yaitu Investor Daily, situs 
web Bursa Efek Indonesia 
dan situs web Perseroan, 
pada tanggal 22 Maret 
2019.
The	Company	announced	
the	AGMS	to	Shareholders	
in 1 Indonesian language 
daily newspaper, Investor 
Daily,	the	Indonesia	Stock	
Exchange	website	and	the	
Company's	website,	on	
March	22,	2019.

Perseroan menyampaikan 
Pemanggilan RUPST 
kepada Pemegang Saham 
pada 1 surat kabar harian 
berbahasa Indonesia, 
yaitu  Bisnis Indonesia, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia dan situs web 
Perseroan, pada tanggal 8 
April 2019.
The	Company	submitted	
the	AGMS	Call	to	
Shareholders	in	1	
Indonesian language daily 
newspaper, namely Bisnis 
Indonesia,	the	Indonesia	
Stock	Exchange	website	
and	the	Company's	
website,	on	April	8,	2019.

RUPST dilaksanakan 
pada 30 April 2019 pada 
pukul 11.35-13.37 WIB, 
bertempat di  Grand On 
Thamrin Hotel Pullman, 
Jalan M.H. Thamrin 
Kav. 59, Jakarta Pusat, 
Indonesia.
The	AGMS	was	held	on	
April	30,	2019	at	11:35	to	
13:36	WIB,	at	the	Grand	
On	Thamrin	Pullman	Hotel,	
Jalan	M.H.	Thamrin	Kav.	59,	
Jakarta	Pusat,	Indonesia.

Ringkasan Risalah RUPST 
diumumkan tanggal  2 
Mei 2019 melalui 1 surat 
kabar harian berbahasa 
Indonesia, yaitu Kontan, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia dan situs web 
Perseroan.
A	summary	of	the	AGMs	
Minutes were announced 
on May 2, 2019 in 1 daily 
Indonesian language 
newspaper, namely 
Kontan,	the	Indonesia	Stock	
Exchange	website	and	the	
Company's	website.

rekaPitUlasi kehaDiran PaDa 
rUPst tahUn BUkU 2018 

Pelaksanaan RUPS Tahun Buku 2018 dihadiri oleh 
anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat 
sampai pada saat Rapat tersebut diselenggarakan dan 
dihadiri pula oleh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar 
Modal dalam melakukan proses penghitungan suara 
dan/atau melakukan validasi yaitu: 
1. Notaris : Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. 
2. Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom 

3. Kantor Akuntan Publik : Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 
Mawar & Rekan 

imPlementation oF the 
2018 Fiscal year aGms

The stages of the Company’s Annual General Meeting 
of Shareholders for Fiscal Year 2018 are described in 
the following table:

recaPitUlation oF attenDance 
at the 2018 annUal General 
meetinG oF shareholDers
The GMS for the 2018 Fiscal Year was attended by 
members of the Board of Commissioners and Board of 
Directors serving at the time of the Meeting, and also 
attended by Capital Market Supporting Institutions and 
Professionals for the process of counting votes and / or 
validating, namely:
1. Notary: Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
2. Securities Administration Bureau: PT Datindo 

Entrycom
3. Public Accounting Firm: Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 

Mawar & Partners
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Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam 
RUPST Tahun Buku 2018 yaitu:

deWan komiSariS
BOARD	OF	COMMISSIONERS

direkSi
BOARD	OF	DIRECTORS

Komisaris Utama
President Commissioner

Imam Santoso Direktur Utama
President	Director

Tumiyana

Komisaris
Commissioner

Edy Sudarmanto Direktur Keuangan
Director	of	Finance

Ade Wahyu

Komisaris
Commissioner

Freddy R. Saragih Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

Agung Budi Waskito

Komisaris
Commissioner

Liliek Mayasari Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

Bambang Pramujo

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Achmad Hidayat Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

Destiawan Soewardjono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Suryo Hapsoro Tri Utomo Direktur Human Capital dan 
Pengembangan
Director	of	Human	Capital	and	
Development

Novel Arsyad

Direktur Quality, Health, Safety 
and Environment
Director	of	Quality,	Safety,	Health	
and	Environment

Danu Prijambodo

Rapat juga dihadiri oleh Pemegang Saham/Kuasa 
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/
Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama 
mewakilii 6.708.424.425 saham atau merupakan 
74,8379592% dari jumlah keseluruhan saham dengan 
hak suara yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai 
dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah 
dibeli kembali yaitu sejumlah 6.018.500 saham). Dengan 
demikian ketentuan kuorum RUPS telah terpenuhi 
dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat 
mengambil keputusan yang mengikat.

The Board of Commissioners and Board of Directors who 
were present at the 2018 Fiscal Year AGMS Meeting were:

The meeting was also attended by Shareholders / Series 
A Shareholders of Series A and Shareholders / Series B 
Shareholders who collectively represented 6,708,434,425 
shares or 74,8379592% of the total shares with voting 
rights issued by the Company at the day of Meeting 
(excluding repurchased shares of 6,018,500 shares). 
Thus the provisions of the RUPS quorum were fulfilled 
and the holding of the AGMS was legal and binding.
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kePUtUsan rUPs tahUn BUkU 2018
Mata Acara Rapat Pertama
Agenda	Point	1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan 
Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk 
Tahun Buku 2018
To	approve	the	Company's	Annual	Report	for	Fiscal	Year	2018	including	the	Company's	Activity	Report,	Board	of	
Commissioners	Oversight	Report	and	Ratification	of	the	Company's	Financial	Report	for	Fiscal	Year	2018

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholders

Terdapat 2 (dua) orang yang mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
2	(two)	Shareholders	or	their	representatives	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
VOTING

SetuJu
AGREED

abStain
ABSTAINED

tidak SetuJu
DISAGREED

6.696.317.625 saham atau 
99,8195284% dari yang 
hadir 
6,696,317,625	shares	or	
99,8195284%	of	those	attending

12.106.800 saham atau 
0,1804716% dari yang 
hadir 
12,106,800	shares	or	
0.1804716%	of	those	present

Tidak Ada
None

Keputusan Rapat
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris 
serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2018 yang telah diaudit oleh Kantor 
Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 
00208/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2019 tanggal 8 Maret 2019, dengan pendapat “wajar, dalam semua hal 
yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dan entitas anaknya tanggal 
31 Desember 2018, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada 
tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig	acquit	et	de	charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2018 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan 
tercermin dalam buku-buku laporan Perseroan.

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
Approved	the	2018	Fiscal	Year	Annual	Report	including	the	Board	of	Commissioners	Supervisory	Task	Report	and	
reatified	the	Company's	Financial	Statements	for	the	2018	Fiscal	Year,	audited	by	Amir	Abadi	Jusuf,	Aryanto,	Mawar	
&	Rekan's	Public	Accountants	as	contained	in	his	report	Number:	00208/2.1030/AU.1/03/0501-1/1/III/2019	on	March	
8,	2019,	with	the	opinion	"reasonable,	in	all	material	matters,	and	the	consolidated	financial	position	of	PT	Wijaya	
Karya	(Persero)	Tbk	and	its	subsidiaries	as	of	December	31,	2018,	and	the	financial	performance	and	consolidated	
cash	flows	for	the	year	ended	on	that	date,	in	accordance	with	Financial	Accounting	Standards	in	Indonesia",	and	
provided	full	repayment	and	release	of	responsibility	(volledig	acquit	et	de	charge)	to	the	Company’s	Board	of	
Directors	and	Board	of	Commissioners	for	the	management	and	supervision	actions	carried	out	in	the	Fiscal	Year	
ending	on	December	31,	2018	as	long	as	these	actions	were	not	criminal	acts,	and	are	reflected	in	the	Company’s	
report	books.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status 
Status

Terealisasi
Realized

Fiscal year 2018 aGms Decisions



344 Building a Better 
Quality of life

Mata Acara Rapat Kedua
Agenda	Point	2

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018
To	aprove	and	ratify	the	Company's	Partnership	and	Community	Development	Program	Report	for	Fiscal	Year	2018

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Terdapat 2 (dua) orang yang mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
2	(two)	Shareholders	or	their	representatives	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
VOTING

SetuJu
AGREED

abStain
ABSTAINED

tidak SetuJu
DISAGREED

6.696.317.625 saham atau 
99,8195284% dari yang hadir
6,696,317,625	shares	or	
99,8195284%	of	those	attending

12.106.800 saham atau 
0,1804716% dari yang 
hadir 
12,106,800	shares	or	
0.1804716%	of	those	present

Tidak Ada
None

Keputusan Rapat
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2018 termasuk Laporan Keuangan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, 
Aryanto, Mawar & Rekan, sesuai laporannya No. 00259/2.1030/AU.2/12/0501-1/1/III/2019 tanggal 8 Maret 
2019 dengan pendapat “wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program Kemitraan dan 
Bina Lingkungan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk tanggal 31 Desember2018, serta aktivitas dan arus kasnya 
untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa 
Akuntabilitas Publik”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab  (volledig	acquit	et	de	
charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan PKBL 
Tahun Buku 2018, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam 
laporan tersebut.

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
Approved	and	ratified	the	Partnership	and	Community	Development	Program	Report	for	Fiscal	Year	2018,	audited	
by	Amir	Abadi	Jusuf,	Aryanto,	Mawar	&	Rekan's	Public	Accountants,	as	contained	in	report	No.	00259/2.1030/
AU.2/12/0501-1/1/III/2019		dated	March	8,	2019	with	the	opinion	"reasonable,	in	all	material	matters,	and	the	
financial	position	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk's	Partnership	and	Community	Development	Program	on	
December	31,	2018,	and	its	activities	and	cash	flows	for	the	year	ended	on	that	date	in	accordance	with	the	Financial	
Accounting	Standards	of	the	Entity	without	Public	Accountability”,	and	provided	full	repayment	and	release	of	
responsibility	(volledig	acquit	et	de	charge)	to	the	Company’s	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	for	the	
management	and	supervision	of	the	PKBL	for	Fiscal	Year	2018,	as	long	as	these	actions	were	not	criminal	acts,	and	
are	reflected	in	the	Company’s	report	books.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status
Status

Terealisasi
Realized



345Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

Mata Acara Rapat Ketiga
Agenda	Point	3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018
To	determine	the	Use	of	Net	Profit	for	Fiscal	Year	2018

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Terdapat 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
1	(one)	Shareholder	or	their	representative	raised	questions	

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
VOTING

SetuJu
AGREED

abStain
ABSTAINED

tidak SetuJu
DISAGREED

6.708.424.425 saham atau 
100% dari yang hadir
6,708,424,425	shares	or	100%	of	
those	present

Tidak Ada
None

Tidak Ada
None

Keputusan Rapat
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Atribusi Pemilik Entitas Induk Perseroan Tahun Buku 2018 sebesar 

Rp1.730.256.242.781,- sebagai berikut:
• Sebesar 20% atau Rp346.051.732.130,- ditetapkan sebagai dividen tunai, sehingga dividen bagian 

Negara Rl atas kepemlllkan 65,05% saham sebesar Rp225.253.800.804,-.
• Sebesar 80% atau Rp1.384.204.510.651,- ditetapkan sebagai cadangan lainnya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan  hak substitusi untuk mengatur lebih 
lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Determined	the	use	of	the	Net	Profit	Attributable	of	the	Owners	of	the	Company	for	the	2018	Fiscal	Year	

amounting	to	Rp1,730,256,242,781	as	follows:
•	 20%	or	Rp346,051,732,130,	as	cash	dividends,	so	that	the	dividends	to	the	Republic	of	Indonesia	for	the	

ownership	of	65.05%	shares	amounted	to	Rp225,253,800,804.
•	 80%	or	Rp1,384,204,510,651,	as	other	reserves.

2.	 Gave	authority	and	power	of	attorneyto	the	Company’s	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	further	
regulate	the	procedures	and	implementation	of	the	cash	dividend	distribution	in	accordance	with	applicable	
regulations,	including	rounding	up	for	payment	of	dividends	per	share.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	Decisions

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2018 tercantum pada Ringkasan Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahun Buku 2018 yang telah diumumkan melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, 
yaitu Kontan, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 2 Mei 2019. Pembayaran 
dividen tunai untuk tahun buku 2018 telah dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2018.
The	procedures	for	Payment	of	Cash	Dividends	for	Fiscal	Year	2018	were	included	in	the	Fiscal	Year	2018	AGMS	
Minutes	and	announced	in	1	daily	Indonesian	language	newspaper,	namely	Kontan,	the	Indonesia	Stock	Exchange	
website	and	the	Company's	website	on	May	2,	2019.	The	cash	dividend	payments	for	Fiscal	Year	2018	were	made	on	
May	28,	2018.

Status
Status

Terealisasi
Realized



346 Building a Better 
Quality of life

Mata Acara Rapat Keempat
Agenda	Point	4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan 
Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019
To	appoint	a	Public	Accounting	Firm	to	audit	the	Company's	Financial	Statements	for	Fiscal	Year	2019	and	the	
Financial	Statements	for	the	Implementation	of	the	Company's	Partnership	and	Community	Development	Program	
for	the	Fiscal	Year	2019

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Terdapat 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
1	(one)	Shareholder	or	their	representative	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
VOTING

SetuJu
AGREED

abStain
ABSTAINED

tidak SetuJu
DISAGREED

6.633.409.926 saham atau 
98,8817866% dari yang 
hadir 
6,633,409,926	shares	or	
98.8817866%	of	those	present

12.106.800 saham atau 
0,1804716% dari yang 
hadir 
12,106,800	shares	or	
0.1804716%	of	those	present

62.907.699 saham atau 0,9377418% dari 
yang hadir 
62,907,699	shares	or	0,9377418%	of	those	
present

Keputusan Rapat
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,0622582% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat 
memutuskan:
1. Menyetujui penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan untuk 

melakukan Jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 
Desember 2019.

2. Memberikan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran 
imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang 
wajar bagi kantor akuntan publik tersebut

3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti 
dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan karena sebab apapun tidak 
dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan 
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2019.

99.0622582%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Approved	the	reappointment	of	Amir	Abadi	Jusuf,	Aryanto,	Mawar	&	Rekan's	Public	Accounting	Firm	to	conduct	

audit	services	on	the	Company's	Consolidated	Financial	Statements	and	the	Financial	Report	for	the	Partnership	
and	Community	Development	Program	(PKBL)	for	the	Fiscal	Year	ending	on	December	31,	2019.

2.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Company’s	Board	of	Directors	to	determine	the	amount	of	
compensation	for	audit	services,	increase	the	scope	of	work	required	and	other	reasonable	requirements	for	the	
public	accounting	firm

3.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Company’s	Board	of	Commissioners	after	first	obtaining	written	
approval	from	Dwiwarna	Series	A	Shareholders	to	determine	a	replacement	Public	Accounting	Firm	in	case	Amir	
Abadi	Jusuf,	Aryanto,	Mawar	&	Rekan's	Public	Accounting	Firm	for	whatever	reason	cannot	complete	the	audit	
of	the	Company's	Financial	Statements	and	Financial	Report	for	the	Partnership	and	Community	Development	
Program	(PKBL)	for	the	2019	Fiscal	Year.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Hasil audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019 serta Laporan Keuangan PKBL 
Tahun Buku 2019 telah diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan pada 
tanggal 12 Maret 2020.
The	audit	results	of	the	Company's	Consolidated	Financial	Statements	for	Fiscal	Year	2019	as	well	as	the	PKBL	
Financial	Statements	for	Fiscal	Year	2019	were	published	by	Amir	Abadi	Jusuf,	Aryanto,	Mawar	&	Rekan's	Public	
Accounting	Firm	on	March	12,	2020.

Status
Status

Terealisasi
Realized



347Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

Mata Acara Rapat Kelima
Agenda	Point	5

Penetapan Tantiem Tahun 2018, Gaji/Honorarium serta Tunjangan dan/atau Fasilitas lainnya untuk Anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2019
To	determine	the	2018	Tantiem,	Salaries	/	Honorarium	and	Allowances	and	/	or	other	Facilities	for	Members	of	the	
Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	for	2019

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
No	Shareholders	or	their	representatives	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
voTiNg

SetuJu
Agreed

abStain
AbsTAiNed

tidak SetuJu
diSaGreed

6.701.333.284 saham atau 
99,8942950% dari yang hadir
6,701,333,284	shares	or	
99.8942950%	of	those	present

1.436.100 saham atau 
0,0214074% dari yang 
hadir 
1,436,100	shares	or	
0.0214074%	of	those	present

5.655.041 saham atau 0,0842976% dari yang 
hadir
5,655,041	shares	or	0.0842976%	of	those	
present

Keputusan Rapat
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 99,9157024% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat 
memutuskan:
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya 

tantiem untuk Tahun Buku 2018, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota 
Dewan Komisaris untuk tahun 2019; dan

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk 
Tahun Buku 2018, serta menetapkan gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif lainnya bagi Direksi untuk tahun 
2019.

99.9157024%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Dwiwarna	Series	A	Shareholders	to	determine	the	amount	of	tantiem	

for	Fiscal	Year	2018,	and	to	determine	the	honorarium,	benefits	and	facilities	for	members	of	the	Board	of	
Commissioners for 2019; and

2.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Board	of	Commissioners	after	first	obtaining	written	approval	from	
the	Dwiwarna	A	Series	Shareholders	to	determine	the	amount	of	tantiem	for	Fiscal	Year	2018,	as	well	as	determine	
salaries,	benefits,	facilities	and	other	incentives	to	the	Board	of	Directors	for	2019.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Dewan Komisaris telah menetapkan besarnya penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2019 serta 
tantiem atas kinerja tahun buku 2018 melalui Surat No. 65/DK/WIKA/2019 perihal Keputusan Remunerasi 
Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2019 dan Penetapan Tantiem Kinerja 
Usaha Tahun 2018 tanggal 31 Mei 2019, berdasarkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna 
melalui Surat Nomor S-494MBU/D6/05/2019 perihal Penyampaian Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan 
Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Tahun 2019 tanggal 31 Mei 2019.
The	Board	of	Commissioners	determined	the	amount	of	income	for	the	Board	of	Directors	and	Board	of	
Commissioners	for	2019	and	the	tantiem	for	Fiscal	Year	2018	performance	through	Letter	No.	65/DK/WIKA/2019	
dated	May	31,	2019	concerning	the	Remuneration	Decision	for	the	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk.	Board	of	Directors	
and	Board	of	Commissioners	for	2019,	and	the	Determination	of	the	Tantiem	for	Fiscal	Year	2018,	based	on	the	
approval	of	the	Dwiwarna	A	Series	Shareholder	through	Letter	Number	S-494MBU/D6/05/2019	dated	May	31,	2019	
concerning	the	Determination	of	Remuneration	for	the	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk.	Board	of	Directors	and	Board	
of	Commissioners	for	2019.

Status
Status

Terealisasi
Realized



348 Building a Better 
Quality of life

Mata Acara Rapat Keenam
Agenda Point 6

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun 
Buku 2018 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan 
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan.
To	ratify	the	Report	on	the	Realization	of	the	Additional	Use	of	State	Capital	Participation	Funds	up	to	Fiscal	Year	
2018	and	the	Realization	of	the	Use	of	Funds	from	the	Public	Offering	through	Capital	Additions	by	Granting	
Preemptive	Rights	(HMETD)	I		to	the	Company.

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number of Shareholder 
Questions

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
No	Shareholders	or	their	representatives	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
voTiNg

SetuJu
Agreed

abStain
AbsTAiNed

tidak SetuJu
disAgreed

6.708.424.425 saham atau 
100% dari yang hadir
6,708,424,425	shares	or	100%	of	
those	present

Tidak Ada
None

Tidak Ada
None

Keputusan Rapat
Meeting Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2018 dan 
realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak 
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. untuk periode Tahun Buku 2018. 

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
Ratified	the	Report	on	the	Realization	of	the	Additional	Use	of	State	Capital	Participation	Funds	up	to	Fiscal	Year	2018	
and	the	Realization	of	the	Use	of	Funds	from	the	Public	Offering	through	Capital	Additions	by	Granting	Preemptive	
Rights	(HMETD)	I	to	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up on Meeting 
Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status
Status

Terealisasi
Realized

Mata Acara Rapat Ketujuh
Agenda	Point	7

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 
Perseroan
To	approve	changes	to	the	use	of	Addition	Capital	Funds	Through	the	Company's	Preemptive	Rights	I

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Terdapat 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
1	(one)	Shareholder	or	their	representative	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
voTiNg

SetuJu
Agreed

abStain
AbsTAiNed

tidak SetuJu
disAgreed

6.176.272.373 saham atau 
92,0674063% dari yang hadir
6,176,272,373	shares	or	
92,0674063%	of	those	present

1.436.100 saham atau 
0,0214074% dari yang hadir
1,436,100	shares	or	
0.0214074%	of	those	present

530.715.952 saham atau 7,9111863% dari 
yang hadir 
530,715,952	shares	or	7,9111863%	of	those	
present

Keputusan Rapat
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 92,0888137% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat 
memutuskan:
Menyetujui usulan perubahan penggunaan dana penambahan modal melalui Hak Memesan Efek Terlebih 
Dahulu I Perseroan .
92,0888137%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
Approved	the	proposed	changes	to	the	use	of	additional	capital	through	the	Company's	Preemptive	Rights	I.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status
Status

Terealisasi
Realized



349Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

Mata Acara Rapat Kedelapan
Agenda	Point	8

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
To	amend	the	Company's	Articles	of	Association

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
No	Shareholders	or	their	representatives	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
voTiNg

SetuJu
Agreed

abStain
AbsTAiNed

tidak SetuJu
disAgreed

6.177.027.756 saham atau 
92,0786665% dari yang 
hadir 
6,177,027,756	shares	or	
92,0786665%	of	those	attending

1.436.100 saham atau 
0,0214074% dari yang 
hadir 
1,436,100	shares	or	
0.0214074%	of	those	present

529.960.569 saham atau 7,8999261% dari 
yang hadir
529,960,569	shares	or	7,8999261%	of	those	
attending

Keputusan Rapat
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 92,1000739% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat 
memutuskan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dan 

Pasal 25 Kuorum, Hak Suara dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan 

perubahan sebagaimana dimaksud pada butir a keputusan tersebut di atas.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan 

yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan 
kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang 
berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan 
Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut 
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau 
perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang 
berwenang. 

92.1000739%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Approved	the	changes	to	the	Company’s	Articles	of	Association	Article	3	regarding	the	purpose	and	objectives	and	

business	activities,	and	Article	25	regarding	the	Quorum,	voting	Rights	and	Decisions	in	the	General	Meeting	of	
Shareholders.

2.	 Agreed	to	rearrange	all	provisions	in	the	Articles	of	Association	in	connection	with	the	changes	as	referred	to	in	
point	a	of	the	above-mentioned	decision.

3.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Company’s	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	take	
all	necessary	actions	related	to	this	Meeting	agenda	decision,	including	preparing	and	restating	the	entire	Articles	
of	Association	in	a	Notarial	Deed	and	conveying	to	the	competent	authority	to	obtain	approval	and	/	or	receipt	
of	notification	amendment	to	the	Articles	of	Association,	to	do	everything	deemed	necessary	and	useful	for	this	
purpose	with	nothing	being	excluded,	including	making	additions	and	/	or	changes	in	the	amendment	to	the	
Articles	of	Association	if	this	is	required	by	the	competent	authority.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham kedalam Pernyataan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta Nomor 170 tanggal 29 Mei 2019.
It	has	been	followed	up	by	including	the	Shareholders	decision	into	the	General	Meeting	of	Shareholders	Decision	in	
Deed	Number	170	dated	May	29,	2019.

Status
Status

Terealisasi
Realized
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Mata Acara Rapat 
Kesembilan
Agenda	Point	9

Perubahan Pengurus Perseroan
To	changes	in	the	Company	Management	

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
No	Shareholders	or	their	representatives	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
voTiNg

SetuJu
Agreed

abStain
AbsTAiNed

tidak SetuJu
disAgreed

6.161.272.373 saham atau 
91,8438069% dari yang 
hadir 
6,161,272,373	shares	or	
91,8438069%	of	those	present

1.436.100 saham atau 
0,0214074% dari yang 
hadir 
1,436,100	shares	or	
0.0214074%	of	those	present

545.715.952 saham atau 8,1347857% dari 
yang hadir
545,715,952	shares	or	8,1347857%	of	those	
attending

Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 91,8652143% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat 
memutuskan:
1. Memberhentikan dengan hormat Sdri. Liliek Mayasari sebagai Komisaris Perseroan, terhitung sejak 

ditutupnya RUPS ini dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama 
menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah Ini sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan:
• Sdr. Illiana Arifandi sebagai Komisaris Independen;
• Sdr. Satya Bhakti Parikesit  sebagai Komisaris.
Berakhimya masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud di atas adalah 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi Hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana 
dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tersebut di atas, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi 
sebagai berikut:

No Nama Jabatan

1 Imam Santoso Komisaris Utama

2 Edy Sudarmanto Komisaris

3 Freddy R. Saragih Komisaris

4 Satya Bhakti Parikesit Komisaris

5 Illiana Arifandi Komisaris Independen

6 Achmad Hidayat Komisaris Independen

7 Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen

4. Anggota - anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih 
menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan untuk dirangkap 
dengan Jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus 
mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan 
segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan 
memberitahukan susunan Pengurus Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku.
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Meeting Decision 91.8652143%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Respectfully	dismissed	Liliek	Mayasari	as	a	Company	Commissioner,	as	of	the	closing	of	this	AGMS	with	

gratitude	for	the	contribution	of	energy	and	thought	given	while	serving	as	a	Member	of	the	Company's	Board	of	
Commissioners.

2.	 Appointed	the	names	below	as	Members	of	the	Company's	Board	of	Commissioners:
•	 Illiana	Arifandi	as	Independent	Commissioner;
•	 Satya	Bhakti	Parikesit	as	Commissioner.
The	expiration	of	the	term	of	office	of	the	appointed	Board	of	Commissioners	members	referred	to	above	is	in	
accordance	with	the	provisions	of	the	Company's	Articles	of	Association,	with	due	observance	to	the	laws	and	
regulations	in	the	Capital	Market,	and	without	prejudice	to	the	GMS	'right	to	dismiss	at	any	time.

3.	 Following	the	dismissal	and	appointment	of	the	Members	of	the	Company's	Board	of	Commissioners	as	referred	
to	in	number	1	and	number	2	above,	the	Company's	Board	of	Commissioners	composition	shall	be	as	follows:

No Name Position

1 Imam Santoso President Commissioner

2 Edy	Sudarmanto Commissioner

3 Freddy	R.	Saragih Commissioner

4 Satya	Bhakti	Parikesit
Commissioner

5 Illiana	Arifandi Independent Commissioner

6 Achmad	Hidayat Independent Commissioner

7 Suryo	Hapsoro	Tri	Utomo Independent Commissioner

4.	The	appointed	members	of	the	Board	of	Commissioners	as	referred	to	in	number	2	who	still	hold	other	positions	
prohibited	by	legislation	to	be	held	concurrently	with	the	position	as	a	member	of	a	Board	of	Commissioners	of	a	
State-Owned	Enterprise,	then	the	person	concerned	must	resign	or	be	dismissed	from	their	position.	.
5.	Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Company’s	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	take	
all	necessary	actions	related	to	this	agenda	decision	in	accordance	with	applicable	legislation,	including	to	state	in	a	
separate	Notary	Deed	and	notify	the	composition	of	the	Company's	Management	to	the	Ministry	of	Law	and	Human	
Rights	in	accordance	with	the	provisions	in	force.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham kedalam Pernyataan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta Nomor 21 tanggal 8 Mei 2019.
It	has	been	followed	up	by	including	the	Shareholders	decision	into	the	General	Meeting	of	Shareholders	Decision	in	
Deed	Number	21	dated	May	8,	2019.

Status
Status

Terealisasi
Realized
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Pelaksanaan rUPs lUar Biasa

Sepanjang tahun 2019, WIKA menyelenggarakan RUPS 
Luar Biasa sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 28 Januari 
2019 dan tanggal 25 Maret 2019. 

rUPslB Pertama
Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa Perseroan di Tahun 2019 tergambar dalam 
tabel berikut:

Pemberitahuan
NoTiCe

PenGumuman
ANNouNCemeNT

PemanGGilan
CAll

PelakSanaan
implemeNTATioN

haSil  dan kePutuSan 
miNuTes  summAry

Perseroan telah 
menyampaikan 
Pemberitahuan Mata 
Acara RUPSLB kepada 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) sebagaimana dalam 
Surat No. SE.01.01/A. 
SEKPER.20460/2019 tanggal 
14 Desember 2018.
The	Company	submitted	the	
EGMS	Notice	to	the	Financial	
Services	Authority	(OJK)	
in	Letter	No.	SE.01.01/A.	
SEKPER.20460/2019	dated	
December	14,	2018.

Perseroan menyampaikan 
Pengumuman RUPSLB 
kepada Pemegang Saham 
pada 1 surat kabar harian 
berbahasa Indonesia, 
yaitu Investor Daily, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia dan situs web 
Perseroan, pada tanggal 
21 Desember 2018.
The	Company	announced	
the	EGMS	to	Shareholders	
in 1 Indonesian language 
daily newspaper, Investor 
Daily,	the	Indonesia	Stock	
Exchange	website	and	the	
Company's	website,	on	
December	21,	2018.

Perseroan menyampaikan 
Pemanggilan RUPSLB 
kepada Pemegang Saham 
pada 1 surat kabar harian 
berbahasa Indonesia, 
yaitu Bisnis Indonesia, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia dan situs web 
Perseroan, pada tanggal 5 
Januari 2019.
The	Company	submitted	
the	EGMS	Call	to	
Shareholders	in	1	
Indonesian language daily 
newspaper, namely Bisnis 
Indonesia,	the	Indonesia	
Stock	Exchange	website	
and	the	Company's	
website, on January 5, 
2019.

RUPSLB dilaksanakan 
pada 28 Januari 2019 
pada pukul 10.41-11.05 
WIB, bertempat di  
Wika Tower 2, Ruang 
Serbaguna Lantai 17, 
Jalan D.I. Panjaitan 
Kavling 9-10, Jakarta 
Timur, Indonesia.
The	EGMS	was	held	on	
January	28,	2019	at	10:41	
to	11:05	WIB,	at	Wika	
Tower	2,	Ruang	Serbaguna	
Lantai	17,	Jalan	D.I.	
Panjaitan	Kavling	9-10,	
Jakarta	Timur,	Indonesia.

Ringkasan Risalah 
RUPSLB diumumkan 
tanggal 29 Januari 2019 
melalui 1 surat kabar 
harian berbahasa 
Indonesia, yaitu Kontan, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia dan situs web 
Perseroan.
A	summary	of	the	EGMS	
Minutes were announced 
on January 29, 2019 in 1 
daily Indonesian language 
newspaper, namely 
Kontan,	the	Indonesia	Stock	
Exchange	website	and	the	
Company's	website.

rekaPitUlasi kehaDiran 
PaDa rUPslB Pertama 
Pelaksanaan RUPSLB Pertama dihadiri oleh anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai 
pada saat Rapat tersebut diselenggarakan dan dihadiri 
pula oleh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 
dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau 
melakukan validasi yaitu: 
1. Notaris : Ashoya Ratam, S.H., M.Kn. 
2. Biro Administrasi Efek : PT Datindo Entrycom

3. Konsultan Hukum : UMBRA 

Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam 
RUPSLB Pertama yaitu:

imPlementation oF 
eXtraorDinary Gms

During 2019, WIKA held Extraordinary 2 GMS, on January 
28, 2019 and March 25, 2019.

First eGms
The stages of the Company’s Extraordinary General 
Meeting of Shareholders in 2019 are illustrated in the 
following table:

recaPitUlation oF attenDance 
at the First eGms
The First EGMS was attended by members of the Board of 
Commissioners and Board of Directors serving at the time 
of the Meeting, and also by Capital Market Supporting 
Institutions and Professionals for the process of counting 
votes and / or validating, namely:

1. Notary: Ashoya Ratam, S.H., M.Kn.
2. Securities Administration Bureau: PT Datindo 

Entrycom
3. Legal Consultant: UMBRA

The Board of Commissioners and Board of Directors 
present at the First EGMS, were:
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deWan komiSariS
boArd of  CommissioNers

direkSi
boArd of  direCTors

Komisaris Utama
President Commissioner

Imam Santoso Direktur Utama
President	Director

Tumiyana

Komisaris
Commissioner

Eddy Kristanto Direktur Keuangan
Director	of	Finance

A.N.S. Kosasih

Komisaris
Commissioner

Freddy R. Saragih Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

Agung Budi Waskito

Komisaris
Commissioner

Liliek Mayasari Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

Bambang Pramujo

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Achmad Hidayat Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

Destiawan Soewardjono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Suryo Hapsoro Tri Utomo Direktur Human Capital dan 
Pengembangan
Director	of	Human	Capital	and	
Development

Novel Arsyad

Direktur Quality, Health, Safety 
and Environment
Director	of	Quality,	Safety,	Health	
and	Environment

Danu Prijambodo

Rapat juga dihadiri oleh Pemegang Saham/Kuasa 
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/
Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama 
mewakilii 6.917.852.502 saham atau merupakan 
77,17% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak 
suara yang telan dikeluarkan oleh Perseroan sampai 
dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah 
dibeli kembali yaitu sejumlah 6.018.500 saham). Dengan 
demikian ketentuan kuorum RUPS telah terpenuhi 
dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat 
mengambil keputusan yang mengikat.

The meeting was also attended by Shareholders / Series 
A Shareholders of Series A and Shareholders / Series B 
Shareholders who collectively represented 6,917,852,502 
shares or 77.17% of the total shares with voting rights 
issued by the Company at the day of Meeting (excluding 
repurchased shares of 6,018,500 shares). Thus the 
provisions of the GMS quorum were fulfilled and the 
holding of the GMS was legal and binding.
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kePUtUsan rUPslB Pertama

Mata Acara Rapat 
Agenda	Point

Perubahan Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan status Perseroan dari Persero menjadi Non-Persero 
dalam rangka pembentukan Holding BUMN Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan yang diusulkan 
dari Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: S-817/
MBU/12/2018 tanggal 12 Desember 2018.
To	amend	the	Company's	Articles	of	Association	related	to	changes	in	the	Company	status	from	Persero	to	Non-
Persero	in	the	context	of	establishing	a	SOE	Holding	for	the	Housing	and	Area	Development	Sector	proposed	by	
the	Company's	Shareholders	based	on	the	Minister	of	State	Owned	Enterprises	Letter	Number	S-817/MBU/12/2018		
dated	December	12,	2018.

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Terdapat 1 (satu) orang yang mengajukan pertanyaan dari Pemegang Saham atau wakil kuasanya
1	(one)	Shareholder	or	their	representative	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Bagian Kedua        (Perubahan 
Pasal 5 ayat (4) Anggaran 
Dasar Perseroan)
Decision	for	Part	Two	
(Amendment	to	Article	
5	paragraph	(4)	of	the	
Company's	Articles	of	
Association)

denGan PemunGutan Suara
voTiNg

SetuJu
Agreed

abStain
AbsTAiNed

tidak SetuJu
disAgreed

6.475.086.607 saham atau 
93,5996627% dari yang hadir
6,475,086,607	shares	or	
93,5996627%	of	those	attending

Tidak Ada
None

442.765.895 saham atau 6,4003373% dari 
yang hadir
442,765,895	shares	or	6,4003373%	of	those	
present

Keputusan Rapat Bagian 
Pertama (Perubahan Pasal 1 
Anggaran Dasar Perseroan)
Resolution	of	the	First	Meeting	
Point	(Amendment	to	Article	
1	of	the	Company's	Articles	of	
Association)

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 93,5996627% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat 
memutuskan: 
1. Menyetujui Perubahan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut: 

Dari sebelumnya: 
“Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT WIJAYA KARYA Tbk atau 
disingkat PT WIKA (PERSERO) Tbk, selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan 
“Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Administrasi Jakarta Timur.” 
Menjadi sebagai berikut: 

“Perseroan Terbatas ini bernama PT WIJAYA KARYA Tbk atau disingkat PT WIKA Tbk, selanjutnya dalam 
Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan “Perseroan”, berkedudukan dan berkantor pusat di Kota 
Administrasi Jakarta Timur.”

93.5996627%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Approved	the	Amendment	to	Article	1	Paragraph	(1)	of	the	Company's	Articles	of	Association,	as	follows:

From	the	previous:
"This	Limited	Liability	Company	is	called	PERUSAHAAN	PERSEROAN	(PERSERO)	PT	WIJAYA	KARYA	Tbk	or	
abbreviated	as	PT	WIKA	(PERSERO)	Tbk,	hereinafter	referred	to	as"	the	Company	",	domiciled	and	headquartered	
in	the	East	Jakarta	City	Administration."
To	become	as	follows:

"This	Limited	Liability	Company	is	named	PT	WIJAYA	KARYA	Tbk	or	abbreviated	as	PT	WIKA	Tbk,	hereinafter	referred	to	
as"	Company	",	domiciled	and	headquartered	in	the	East	Jakarta	City	Administration."

First eGms Decisions
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Keputusan Rapat Bagian 
Kedua (Perubahan Pasal 
5 ayat (4) Anggaran Dasar 
Perseroan)
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak sebesar 93,5996627% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat 
memutuskan: 
2. Menyetujui Perubahan Pasal 5 Ayat (4) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, sebagai berikut: 

Dari sebelumnya: 
C. Hak-hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah: 

C1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut: 
• Persetujuan perubahan Anggaran Dasar 
• Persetujuan perubahan Permodalan 
• Persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian anggota  Direksi dan Dewan Komisaris 
• Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan dan pembubaran; 
• Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 
• Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar ini perlu persetujuan 

RUPS; 
• Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan prosentase penyertaan modal pada 

perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar ini perlu persetujuan RUPS; 
• Persetujuan penggunaan laba; 
• Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang yang tidak bersifat operasional 

yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan RUPS; 
C2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris 
C3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; 
C4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan;

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini 
dan Peraturan Perundang-undangan.

Menjadi sebagai berikut: 
C. Hak istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna adalah : 

C1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS mengenai hal-hal sebagai berikut : 
• Persetujuan pengangkatan dan  pemberhentian anggota  Direksi dan Dewan Komisaris; 
• Persetujuan perubahan Anggaran Dasar; 
• Persetujuan perubahan struktur kepemilikan saham; 
• Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pemisahan dan pembubaran serta pengambilalihan 

Perseroan oleh perusahaan lain; 
C2. Hak untuk mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris; 
C3. Hak untuk mengusulkan mata acara RUPS; 
C4. Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; 
C5. Hak untuk menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan 

peraturan yang berlaku pada Pemegang Saham Seri B Terbanyak dengan kepemilikan sebagian besar 
saham Perseroan di bidang sebagai berikut: 
• Bidang perencanaan  strategis bisnis perumahan dan  pengembangan kawasan pemukiman; 
• Bidang pengembangan serta investasi bisnis perumahan dan pengembangan kawasan 

pemukiman; 
• Bidang pengadaan dan logistik; 
• Bidang Sumber Daya Manusia dan Hubungan Industrial; 
• Bidang Akuntansi dan Keuangan; 
• Bidang Informasi Teknologi; 
• Bidang Manajemen Risiko dan Pengawasan Internal; 
• Bidang Kesehatan, Keselamatan Kerja, Pengelolaan Lingkungan Hidup dan tanggung jawab sosial; 
• Bidang Hukum; 
• Bidang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan;  

dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan 
Peraturan Perundang-Undangan. 

3. Menyetujui penambahan huruf e dalam Pasal 5 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana berikut: 
E. Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dapat memberikan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak 

Perseroan terkait dengan hak untuk: 
E1. Mengubah Anggaran Dasar; 
E2. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 
E3. Mengusulkan Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan  Komisaris; 
E4. Mengusulkan mata acara RUPS; 
E5. Meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan; 
E6. Menetapkan kebijakan strategis agar selalu selaras dan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang 

berlaku pada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan dalam bidang sesuai dengan ketentuan 
butir C.5 ayat ini.

Dengan syarat perubahan Anggaran Dasar ini berlaku efektif setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah 
terkait Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) 
Pembangunan Perumahan Nasional dan juga telah ditandatanganinya akta pengalihan saham Perseroan milik 
Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional 
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan sehubungan 

dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan butir 3 keputusan tersebut di atas. 
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan 

segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan 
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi 
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan 
Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut 
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan 
dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
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Keputusan Rapat Bagian 
Kedua (Perubahan Pasal 
5 ayat (4) Anggaran Dasar 
Perseroan)
Meeting	Decision

93.5996627%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
2.	 Approved	the	Amendment	to	Article	5	Paragraph	(4)	letter	c	of	the	Company's	Articles	of	Association,	as	follows:
From	the	previous:

C.	 The	rights	of	Dwiwarna	Series	A	Shareholders	are:
c1. The right to agree at a GMS regarding the following matters:

•	 Approval	of	amendments	to	the	Articles	of	Association
•	 Approval	for	capital	changes
•	 Approval	of	Appointment	and	Dismissal	of	members	of	the	Board	of	Directors	and	Board	of	

Commissioners
•	 Approval	related	to	mergers,	consolidations,	acquisitions,	divestments	and	dissolution;
•	 Approval	of	remuneration	for	members	of	the	Board	of	Directors	and	the	Board	of	Commissioners;
•	 Approval	for	the	transfer	of	assets	based	on	this	Articles	of	Association	requires	the	approval	of	the	GMS;
•	 Approval	regarding	the	participation	and	reduction	of	the	percentage	of	equity	participation	in	other	

companies	based	on	this	articles	of	association	requires	the	approval	of	the	GMS;
•	 Approval	for	the	use	of	profit;
•	 Approval	of	non-operational	long-term	investments	and	financing	based	on	the	articles	of	association	

requires	the	approval	of	the	GMS;
c2. The right to nominate candidates as members of the Board of Directors and members of the Board of 

Commissioners
c3.	The	right	to	propose	GMS	agenda	items;
c4.	The	right	to	request	and	access	company	data	and	documents;

with	the	mechanism	for	the	use	of	said	rights	in	accordance	with	the	provisions	in	this	Articles	of	Association	
and	Statutory	Regulations.

To	become	as	follows:
C.	 The	rights	of	Dwiwarna	A	Series	Shareholders	are:

c1. The right to agree at a GMS regarding the following matters:
• Approval of the appointment and dismissal of members of the Board of Directors and the Board of 

Commissioners;
•	 Approval	of	amendments	to	the	Articles	of	Association;
•	 Approval	of	changes	in	the	share	ownership	structure;
•	 Approval	related	to	the	mergers,	consolidations,	acquisitions,	divestments	and	dissolution	of	the	

Company	by	other	companies;
c2. Right to nominate candidates as members of the Board of Directors and members of the Board of 

Commissioners;
c3.	The	right	to	propose	GMS	agenda	items;
c4.	The	right	to	request	and	access	company	data	and	documents;
c5.	The	right	to	set	strategic	policies	to	always	be	in	harmony	and	in	accordance	with	the	policies	and	

regulations	that	apply	to	the	Series	B	Shareholders	with	the	majority	ownership	of	the	Company's	shares	in	
the	following	fields:
• The field of strategic housing business planning and development of residential areas;
•	 The	field	of	development	and	investment	in	the	housing	business	and	the	development	of	residential	

areas;
•	 Procurement and logistics;
•	 Human	Capital	and	Industrial	Relations;
•	 Accounting	and	Finance;
•	 Information	Technology	Sector;
•	 Division	of	Risk	Management	and	Internal	Oversight;
•	 Health,	Work	Safety,	Environmental	Management	and	social	responsibility;
•	 The	field	of	law;
•	 Partnership	and	Community	Development	Program	Sector;

with	the	mechanism	for	the	use	of	said	rights	in	accordance	with	the	provisions	in	the	Articles	of	Association	and	
Legislation.

3.	 Approved	the	addition	of	letter	e	in	Article	5	paragraph	(4)	of	the	Company's	Articles	of	Association,	as	follows:
E.	 Dwiwarna	Series	A	Shareholders	can	authorize	the	Company's	Series	B	Shareholders	with	regard	to	the	right	to:

E1. Amend the Articles of Association;
E2.	Appoint	and	dismiss	members	of	the	Board	of	Directors	and	the	Board	of	Commissioners;
E3.	Propose	Candidates	for	the	Board	of	Directors	and	the	Board	of	Commissioners;
E4.	Propose GMS agenda items;
E5.	Request	and	access	company	data	and	documents;
E6.	Establish	strategic	policies	so	that	they	are	always	in	harmony	with	and	in	accordance	with	policies	and	

regulations	that	apply	to	the	Company's	Series	B	Shareholders	in	the	fields	in	accordance	with	the	provisions	
in	point	c.5	paragraph.

With	the	requirement	that	the	amendment	to	this	Articles	of	Association	be	effective	after	the	issuance	of	the	
Government	Regulation	related	to	the	Increase	of	the	State	Capital	Participation	of	the	Republic	of	Indonesia	into	the	
Public	Housing	(Perum)	Capital	of	National	Housing	Development	and	also	the	signing	of	the	deed	of	transfer	of	the	
shares	of	the	Republic	of	Indonesia	State-owned	Company	into	the	Public	Company	capital	(Perum)	National	Housing	
Development	based	on	the	provisions	of	the	prevailing	laws	and	regulations.
4.	 Agreed	to	rearrange	all	provisions	in	the	Company's	Articles	of	Association	in	connection	with	the	changes	as	referred	

to	in	items	1	to	3	of	the	above-mentioned	decision
5.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	take	all	necessary	

actions	related	to	this	Meeting	agenda	decision,	including	preparing	and	restating	the	entire	Articles	of	Association	
in	a	notarial	deed	and	conveying	to	the	authorized	agency	to	obtain	approval	and	/	or	marked	received	with	
notification	of	amendments	to	the	Articles	of	Association,	doing	everything	deemed	necessary	and	useful	for	this	
purpose	with	none	of	which	is	excluded,	including	to	make	additions	and	/	or	changes	in	amendments	to	the	Articles	
of	Association	if	this	is	required	by	the	competent	authority.
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Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	Decisions

Belum ditindaklanjuti dikarenakan menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah terkait Penambahan 
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan 
Perumahan Nasional dan juga menunggu ditandatanganinya akta pengalihan saham Perseroan milik Negara 
Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Has	not	been	followed	up	as	it	is	awaiting	the	issuance	of	a	Government	Regulation	related	to	the	Republic	of	
Indonesia's	State	Capital	to	the	Public	Housing	(Perum)	National	Housing	Development	and	also	awaiting	the	signing	
of	the	deed	of	transfer	of	the	shares	of	the	Republic	of	Indonesia	State-Owned	Company	into	the	capital	of	the	Public	
Corporation	(Perum)	National	Housing	Development

Status
Status

Belum terealisasi
Not realized

rUPslB keDUa
Tahapan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham 
Luar Biasa Perseroan yang kedua di Tahun 2019 
tergambar dalam tabel berikut:

Pemberitahuan
NoTiCe

PenGumuman
ANNouNCemeNT

PemanGGilan
CAll

PelakSanaan
implemeNTATioN

haSil  dan kePutuSan 
miNuTes  summAry

Perseroan telah 
menyampaikan 
Pemberitahuan Mata 
Acara RUPSLB kepada 
Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) sebagaimana dalam 
Surat No. SE.01.01/A. 
SEKPER.01279/2019 tanggal 
8 Februari 2019.
The	Company	submitted	the	
EGMS	Notice	to	the	Financial	
Services	Authority	(OJK)	
in	Letter	No.	SE.01.01/A.	
SEKPER.01279/2019	dated	
February	8,	2019.

Perseroan menyampaikan 
Pengumuman RUPSLB 
kepada Pemegang Saham 
pada 1 surat kabar harian 
berbahasa Indonesia, 
yaitu Investor Daily, situs 
web Bursa Efek Indonesia 
dan situs web Perseroan, 
pada tanggal 15 Februari 
2019.
The	Company	announced	
the	EGMS	to	Shareholders	
in 1 Indonesian language 
daily newspaper, Investor 
Daily,	the	Indonesia	Stock	
Exchange	website	and	the	
Company's	website,	on	
February	15,	2019.

Perseroan menyampaikan 
Pemanggilan RUPSLB 
kepada Pemegang Saham 
pada 1 surat kabar harian 
berbahasa Indonesia, 
yaitu Bisnis Indonesia, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia dan situs web 
Perseroan, pada tanggal 2 
Maret 2019.
The	Company	submitted	
the	EGMS	Call	to	
Shareholders	in	1	
Indonesian language daily 
newspaper, namely Bisnis 
Indonesia,	the	Indonesia	
Stock	Exchange	website	
and	the	Company's	
website,	on	March	2,	2019.

RUPSLB dilaksanakan 
pada 25 Maret 2019 pada 
pukul 10.00-10.35 WIB, 
bertempat di  Wika Tower 
2, Ruang Serbaguna 
Lantai 17, Jalan D.I. 
Panjaitan Kavling 9-10, 
Jakarta Timur, Indonesia.
The	EGMS	was	held	on	
March	25,	2019	at	10:00	to	
10:35	WIB,	at	Wika	Tower	
2,	Ruang	Serbaguna	Lantai	
17,	Jalan	D.I.	Panjaitan	
Kavling	9-10,	Jakarta	Timur,	
Indonesia.

Ringkasan Risalah 
RUPSLB diumumkan 
tanggal 26 Maret 2019 
melalui 1 surat kabar 
harian berbahasa 
Indonesia, yaitu Kontan, 
situs web Bursa Efek 
Indonesia dan situs web 
Perseroan.
A	summary	of	the	EGMS	
Minutes were announced 
on	March	26,	2019	in	1	
daily Indonesian language 
newspaper, namely 
Kontan,	the	Indonesia	Stock	
Exchange	website	and	the	
Company's	website.

rekaPitUlasi kehaDiran 
PaDa rUPslB keDUa 
Pelaksanaan RUPSLB Kedua dihadiri oleh anggota 
Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai 
pada saat Rapat tersebut diselenggarakan dan dihadiri 
pula oleh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal 
dalam melakukan proses penghitungan suara dan/atau 
melakukan validasi yaitu: 
1. Notaris : Fathiah Helmi, S.H. 
2. Biro Administrasi Efek : Perseroan PT Datindo 

seconD eGms
The stages for the second Company Extraordinary 
General Meeting in 2019 are shown in the following table:

recaPitUlation oF attenDance 
at the First eGms
The Second EGMS was attended by members of the 
Board of Commissioners and Board of Directors serving 
at the time of the Meeting, and also attended by Capital 
Market Supporting Institutions and Professionals for the 
process of counting votes and / or validating, namely:

1. Notary: Fathiah Helmi, S.H.
2. Securities Administration Bureau: PT Datindo 

Entrycom
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Adapun Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam 
RUPSLB Kedua yaitu:

deWan komiSariS
boArd of  CommissioNers

direkSi
boArd of  direCTors

Komisaris Utama
President Commissioner

Imam Santoso Direktur Utama
President	Director

Tumiyana

Komisaris
Commissioner

Eddy Kristanto Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

Agung Budi Waskito

Komisaris
Commissioner

Freddy R. Saragih Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

Bambang Pramujo

Komisaris
Commissioner

Liliek Mayasari Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

Destiawan Soewardjono

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Achmad Hidayat Direktur Human Capital dan 
Pengembangan
Director	of	Human	Capital	and	
Development

Novel Arsyad

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Suryo Hapsoro Tri Utomo Direktur Quality, Health, Safety 
and Environment
Director	of	Quality,	Safety,	Health	
and	Environment

Danu Prijambodo

Adapun Direktur Keuangan A.N.S. Kosasih tidak hadir 
pada rapat tersebut dikarenakan per 31 Januari 2019 
yang bersangkutan telah diangkat sebagai Anggota 
Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri 
(Persero) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan 
Usaha Milik Negara No.  SK-31/MBU/01/2019.

Rapat juga dihadiri oleh Pemegang Saham/Kuasa 
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para Pemegang/
Kuasa Pemegang Saham Seri B yang bersama-sama 
mewakili 6.650.735.853 saham atau merupakan 
74,19% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak 
suara yang telan dikeluarkan oleh Perseroan sampai 
dengan hari Rapat (tidak termasuk saham yang telah 
dibeli kembali yaitu sejumlah 6.018.500 saham). Dengan 
demikian ketentuan kuorum RUPS telah terpenuhi 
dan penyelenggaraan RUPS adalah sah serta dapat 
mengambil keputusan yang mengikat.

The Board of Commissioners and Board of Directors 
present at the First EGMS, were:

Finance Director A.N.S. Kosasih was not present at 
the meeting because as of 31 January 2019 he was 
appointed a Member of the Board of Directors of PT 
Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (Persero) 
based on Minister of State-Owned Enterprises Decree 
No. SK-31/MBU/01/2019.

The meeting was also attended by Shareholders / Series 
A Shareholders of Series A and Shareholders / Series B 
Shareholders who collectively represented 6,650,735,853 
shares or 74.19% of the total shares with voting rights 
issued by the Company at the day of Meeting (excluding 
repurchased shares of 6,018,500 shares). Thus the 
provisions of the RUPS quorum were fulfilled and the 
holding of the EGMS was legal and binding.
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kePUtUsan rUPslB keDUa
Mata Acara Rapat 
Agenda	Point

Perubahan Pengurus Perseroan
To	approvechanges	in	the	Company	Management

Jumlah Pemegang Saham 
yang Bertanya
Number	of	Shareholder	
Questions

Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan
No	Shareholders	or	their	representatives	raised	questions

Pengambilan Keputusan 
Decision

denGan PemunGutan Suara
voTiNg

SetuJu
Agreed

abStain
AbsTAiNed

tidak SetuJu
disAgreed

6.096.100.513 saham atau 
91,6605417% dari yang hadir 
6,096,100,513	shares	or	
91,6605417%	of	those	attending	

56.581.842 saham atau 
0,8507606% dari yang hadir
56,581,842	shares	or	0.8507606%	
of	those	present

498.053.498 saham atau 7,4886976% 
dari yang hadir
498,053,498	shares	or	7,4886976%	of	
those	present

Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak sebesar 92,5113023% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan:
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat sebagai berikut:

a. Sdri. Imas Aan Ubudiah sebagai Komisaris Independen terhitung sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon 
legislatif berdasarkan Keputusan KPU Nomor: 1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018, dengan 
ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Independen 
Perseroan.

b. Sdr. Antonius N. S. Kosasih sebagai Direktur Keuangan terhitung sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Direktur 
Investasi PT Taspen per tanggal 31 Januari 2019, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang 
diberikan selama menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat Sdr. Eddy Kristanto sebagai Komisaris terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini dengan ucapan 
terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan.

3. Mengangkat nama-nama sebagai berikut:
a. Sdr. Edy Sudarmanto sebagai Komisaris Perseroan;
b. Sdr. Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan Perseroan;
Pengangkatan Komisaris dan Direktur sebagaimana tersebut di atas efektif terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, dengan masa 
jabatan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan Peraturan Perundang di bidang 
Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Komisaris dan Direktur Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1,2, 
dan 3 maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

No Nama Jabatan

1 Imam Santoso Komisaris Utama

2 Edy Sudarmanto Komisaris

3 Freddy R. Saragih Komisaris

4 Liliek Mayasari Komisaris

5 Achmad Hidayat Komisaris Independen

6 Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen

Dewan Direksi

No Nama Jabatan

1 Tumiyana Direktur Utama 

2 Novel Arsyad Direktur Human Capital dan 
Pengembangan

3 Agung Budi Waskito Direktur Operasional I

4 Bambang Pramujo Direktur Operasional II

5 Destiawan Soewardjono Direktur Operasional III

6 Danu Prijambodo Direktur QHSE

7 Ade Wahyu Direktur Keuangan

5. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala 
tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan 
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Kementerian Hukum dan HAM, sesuai ketentuan 
yang berlaku.

seconD eGms Decisions
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Keputusan	Rapat 92.5113023%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Respectfully	dismissed	the	following:

a.	 Imas	Aan	Ubudiah	as	an	Independent	Commissioner	as	of	the	date	he	was	determined	as	a	legislative	candidate	
based	on	KPU	Decree	Number:	1129/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018	dated	September	20,	2018,	with	gratitude	for	
the	contribution	of	energy	and	thought	given	while	serving	as	the	Company's	Independent	Commissioner.

b.	 Antonius	N.	S.	Kosasih	as	Finance	Director	since	he	was	appointed	as	Investment	Director	of	PT	Taspen	as	
of	January	31,	2019,	with	gratitude	for	the	contribution	of	energy	and	thought	given	while	serving	as	the	
Company's	Finance	Director.

2.	 Respectfully	dismissed	Eddy	Kristanto	as	Commissioner	as	of	the	closing	of	this	EGMS	with	gratitude	for	the	
contribution	of	energy	and	thought	given	while	serving	as	the	Commissioner	of	the	Company.

3.	 Appointed	the	names	below:
a.	 Edy	Sudarmanto	as	a	Commissioner	of	the	Company;
b.	 Ade	Wahyu	as	the	Company's	Finance	Director;

The	appointment	of	Commissioner	and	Director	as	mentioned	to	be	effective	as	of	the	closing	of	this	EGMS,	with	a	terms	
of	office	in	accordance	with	the	provisions	of	the	Company's	Articles	of	Association,	with	due	observance	to	the	laws	and	
regulations	in	the	Capital	Market,	and	without	prejudice	to	the	GMS	'right	to	dismiss	at	any	time.
4.	 Following	the	dismissal	and	appointment	of	the	Company's	Commissioners	and	Directors	as	referred	to	in	numbers	

1,2	and	3,	the	Company's	Board	of	Commissioners	and	Board	of	Directors	composition	shall	be	as	follows:

Board of Commissioners

No Name Postion

1 Imam Santoso President Commissioner

2 Edy	Sudarmanto Commissioner

3 Freddy	R.	Saragih Commissioner

4 Liliek	Mayasari Commissioner

5 Achmad	Hidayat Independent Commissioner

6 Suryo	Hapsoro	Tri	Utomo Independent Commissioner

Board of Directors

No Name Postion

1 Tumiyana President	Director

2 Novel	Arsyad Director	of	Human	Capital	and	
Development

3 Agung	Budi	Waskito Director	of	Operation	I

4 Bambang	Pramujo Director	of	Operation	II

5 Destiawan	Soewardjono Director	of	Operation	III

6 Danu	Prijambodo Director	of	QHSE

7 Ade	Wahyu Director	of	Finance

5.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Company’s	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	take	all	
necessary	actions	related	to	this	agenda	decision	in	accordance	with	applicable	legislation,	including	to	state	in	a	
separate	Notary	Deed	and	notify	the	composition	of	the	Company's	Board	of	Directors	to	the	Ministry	of	Justice	and	
human	rights,	in	accordance	with	the	provisions	in	force.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham kedalam Pernyataan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta Nomor 32 tanggal 25 Maret 2019.
It	has	been	followed	up	by	including	the	Shareholders	decision	into	the	General	Meeting	of	Shareholders	Decision	in	
Deed	Number	32	dated	March	25,	2019.

Status
Status

Terealisasi
Realized
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TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

kePUtUsan rUPs tahUn BUkU 
2017 Dan realisasinya

Pada tahun 2018, Perseroan menyelenggarakan RUPS 
Tahun Buku 2017 yang dilaksanakan pada 24 April 2018 
bertempat di  WIKA Tower 2, Ruang Serbaguna, Lantai 
17, Jalan D.I. Panjaitan Kav.9-10, Cipinang Cempedak, 
Jatinegara, Jakarta Timur.

Mata Acara Rapat 
Pertama
Agenda	Point	1

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2017 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, 
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017;
To	approve	of	the	Company's	Annual	Report	for	Fiscal	Year	2017	including	the	Company's	Activity	Report,	Board	of	
Commissioners	Supervisory	Report	and	Ratification	of	the	Company's	Financial	Report	for	the	2017	Fiscal	Year;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 
Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta 
mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan 
Publik Satrio Bing Eny & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: GA118 0157 WIKA HA tanggal 
27 Februari 2018, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material serta memberikan pelunasan dan 
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig	acquit	et	de	charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris 
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam Tahun Buku yang berakhir 
pada tanggal 31 Desember 2017 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin 
dalam buku-buku laporan Perseroan.

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
Approved	the	2017	Annual	Report	for	the	year	including	the	Board	of	Commissioners	Supervisory	Report	and	endorsed	
the	Company's	Financial	Statements	for	the	2017	Fiscal	Year	as	audited	by	the	Public	Accounting	Firm	Satrio	Bing	Eny	
&	Rekan	and	contained	in	their	report	Number:	GA118	0157	WIKA	HA	dated	February	27,	2018,	with	a	fair	opinion	
in	all	material	matters	and	provided	full	repayment	and	release	of	responsibility	(volledig	acquit	et	de	charge)	to	the	
Company’s	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	for	the	management	and	supervision	of	the	PKBL	for	Fiscal	
Year	2018,	as	long	as	these	actions	were	not	criminal	acts,	and	are	reflected	in	the	Company’s	report	books.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status 
Status

Terealisasi
Realized

Decision oF aGms For 2017 Fiscal 
year anD the realizations

In 2018, the Company held the 2017 Fiscal Year AGMS 
which was held on April 24, 2018 at WIKA Tower 2, Ruang 
Serbaguna, Lantai 17, Jalan D.I. Panjaitan Kav. 9-10, 
Cipinang Cempedak, Jatinegara, Jakarta Timur.
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Mata Acara Rapat Kedua
Agenda	Point	2

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2017;
To	approve	and	ratify	the	Company's	2017	Partnership	and	Community	Development	Program	Report;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 100% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 
1. Mengesahkan Laporan Tahunan PKBL Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited), sesuai laporannya Nomor: GA118 0311 PKBLWIKA HA tanggal 29 Maret 2018 
dengan pendapat “Laporan Keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, 
posisi keuangan Unit PKBL PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. tanggal 31 Desember 2017, serta laporan aktivitas 
dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 
Entitas tanpa Akuntabilitas Publik di Indonesia”, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung 
jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan pengurusan 
dan pengawasan PKBL Tahun Buku 2017, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan 
tercermin di dalam laporan tersebut. 

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari 
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna terkait kewenangan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
BUMN Nomor: PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor: 
PER-02/ MBU/07/2017, dan perubahan-perubahannya.

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Ratified	the	2017	PKBL	Annual	Report	including	the	Financial	Statements	of	the	Partnership	and	Community	

Development	Program	audited	by	Public	Accounting	Firm	Satrio	Bing	Eny	&	Rekan	(member	of	Deloitte	Touche	
Tohmatsu	Limited),	as	contained	in	report	No.	GA118	0311	PKBLWIKA	HA	dated	March	29	2018	with	the	opinion	"The	
attached	Financial	Statements	present	fairly,	in	all	material	respects,	and	the	financial	position	of	PT	Wijaya	Karya	
(Persero)	Tbk.	PKBL	Unit	as	at	December	31,	2017,	and	its	activities	and	cash	flows	for	the	year	ended	on	that	date,	
in	accordance	with	the	Financial	Accounting	Standards	without	Public	Accountability	in	Indonesia	",	and	provided	full	
repayment	and	release	of	responsibility	(volledig	acquit	et	de	charge)	to	the	Company’s	Board	of	Directors	and	Board	
of	Commissioners	for	the	management	and	supervision	of	the	PKBL	for	Fiscal	Year	2017,	as	long	as	these	actions	were	
not	criminal	acts,	and	are	reflected	in	the	Company’s	report	books.

2.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Board	of	Commissioners	aftfer	first	obtaining	written	approval	from	
the	Dwiwarna	Series	A	Shareholder	in	relation	to	the	authority	of	the	GMS	as	stipulated	in	SOE	Ministerial	Regulation	
Number:	PER-09/MBU/07/2015	as	last	amended	by	SOE	Ministerial	Regulation	Number:	PER-02/	MBU/07/2017,	and	
changes.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status 
Status

Terealisasi
Realized
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TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

Mata Acara Rapat Ketiga
Agenda	Point	3

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2017;
To	determine	the	Use	of	Net	Profit	for	Fiscal	Year	2017;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 99,86% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 
1. Menetapkan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 

2017 sebesar Rp1.202.069.175.063 (Satu triliun dua ratus dua miliar enam puluh sembilan juta seratus tujuh 
puluh lima ribu enam puluh tiga Rupiah) sebagai berikut: 
• Sebesar 20% atau senilai Rp240.413.755.299,- (Dua ratus empat puluh miliar empat ratus tiga belas juta 

tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh sembilan Rupiah) ditetapkan sebagai Dividen 
Tunai, sehingga dividen bagian Negara RI atas kepemilikan 65,05% saham sebesar Rp156.491.377.209,- 
(Seratus lima puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu 
dua ratus sembilan Rupiah); 

• Sebesar 80% atau senilai Rp961.655.419.764,- (Sembilan ratus enam puluh satu miliar enam ratus lima 
puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh empat Rupiah) ditetapkan 
sebagai Cadangan yang Belum Ditentukan Penggunaannya. 

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih 
lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

99.86%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Determined	the	Net	Profit	Attributable	of	the	Owners	of	the	Company	for	the	Fiscal	Year	ended	December	31,	2017	

amounting	to	Rp1,202,069,175,063	(One	trillion	two	hundred	two	billion	sixty	nine	million	one	hundred	seventy-five	
thousand	sixty-three	Rupiah)	as	follows:
•	 20%	or	Rp240,413,755,299	(two	hundred	forty	billion	four	hundred	thirteen	million	seven	hundred	fifty	five	

thousand	two	hundred	ninety	nine	Rupiah)	as	Cash	Dividends,	so	that	the	dividends	to	the	Republic	of	Indonesia	
for	the	ownership	of	65.05%	shares	amounted	to	Rp156,491,377,209	(one	hundred	fifty	six	billion	four	hundred	
ninety	one	million	three	hundred	seventy	seven	thousand	two	hundred	nine	Rupiah);

•	 80%	or	Rp961,655,419,764	(nine	hundred	sixty	one	billion	six	hundred	fifty	five	million	four	hundred	nineteen	
thousand	seven	hundred	sixty	four	Rupiah)	as	a	reserve	of	undetermined	use.

2.	 Gave	authority	and	power	of	attorneyto	the	Company’s	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	further	
regulate	the	procedures	and	implementation	of	the	cash	dividend	distribution	in	accordance	with	applicable	
regulations,	including	rounding	up	for	payment	of	dividends	per	share.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2017 tercantum pada Ringkasan Risalah Rapat Umum 
Pemegang Saham Tahun Buku 2017 yang telah diumumkan melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia, 
yaitu Bisnis indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 26 April 2018. 
Pembayaran dividen tunai untuk tahun buku 2017 telah dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018.
The	procedures	for	Payment	of	Cash	Dividends	for	Fiscal	Year	2017	were	included	in	the	Fiscal	Year	2017	AGMS	Minutes	
and	announced	in	1	daily	Indonesian	language	newspaper,	namely	Bisnis	Indonesia,	the	Indonesia	Stock	Exchange	
website	and	the	Company's	website	on	April	26,	2018.	The	cash	dividend	payments	for	Fiscal	Year	2017	were	made	on	
May	25,	2018.

Status 
Status

Terealisasi
Realized
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Mata Acara Rapat 
Keempat
Agenda	Point	4

Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018 dan 
Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2018;
To	appoint	a	Public	Accounting	Firm	to	audit	the	Company's	Financial	Statements	for	Fiscal	Year	2018	and	the	Financial	
Statements	of	the	Implementation	of	the	Partnership	and	Community	Development	Program	for	the	Fiscal	Year	2018;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 99,33% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 
1. Menyetujui menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited) untuk melakukan jasa audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan 
Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan untuk Tahun 
Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dengan biaya jasa Kantor Akuntan Publik sebesar 
Rp2.910.000.000,- (Dua miliar Sembilan ratus sepuluh juta Rupiah) belum termasuk PPN dan out of pocket 
expense (OPE). Biaya OPE ditetapkan maksimal sebesar 5% dari biaya jasa Kantor Akuntan Publik. 

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik pengganti 
dalam hal Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited) 
karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan 
Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perseroan Tahun Buku 2018.

99.33%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Approved	the	reappointment	of	Satrio	Bing	Eny	&	Rekan	Public	Accounting	Firm	(member	of	Deloitte	Touche	

Tohmatsu	Limited)	to	conduct	audit	services	on	the	Company's	Consolidated	Financial	Statements	and	the	Financial	
Statements	for	the	Implementation	of	the	Partnership	and	Community	Development	Program	(PKBL)	for	the	Fiscal	
Year	ending	on	December	31,	2018,	with	Public	Accountant	Firm	service	fees	of	Rp2,910,000,000	(two	billion	nine	
hundred	and	ten	million	Rupiah)	excluding	vAT	and	out	of	pocket	expense	(OPE).	The	OPE	fee	is	set	at	a	maximum	of	
5%	of	the	public	accounting	firm	service	fees.

2.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Company’s	Board	of	Commissioners	after	first	obtaining	written	approval	
from	Dwiwarna	Series	A	Shareholders	to	determine	a	replacement	Public	Accountant	Firm	in	the	case	of	Satrio	Bing	
Eny	&	Rekan	Public	Accounting	Firm	(member	of	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Limited)	for	whatever	reason	cannot	
complete	the	audit	of	the	Company's	Financial	Statements	and	the	Financial	Statements	for	the	Implementation	of	
the	Partnership	and	Community	Development	Program	(PKBL)	for	the	Fiscal	Year	2018.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Hasil audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2018 serta Laporan Keuangan PKBL 
Tahun Buku 2018 telah diterbitkan oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (member	of	Deloitte	Touche	
Tohmatsu	Limited) pada tanggal 8 Maret 2019.
The	audit	results	of	the	Company's	Consolidated	Financial	Statements	for	Fiscal	Year	2018	and	the	PKBL	Financial	
Statements	for	Fiscal	Year	2018	Fiscal	Year	were	published	by	the	Public	Accounting	Firm	Satrio	Bing	Eny	&	Rekan	
(member	of	Deloitte	Touche	Tohmatsu	Limited)	on	March	8,	2019.

Status 
Status

Terealisasi
Realized
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TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

Mata Acara Rapat Kelima
Agenda	Point	5

Penetapan Tantiem Tahun 2017, Gaji dan Honorarium serta Tunjangan/Fasilitas lainnya untuk Anggota Direksi dan 
Dewan Komisaris Tahun 2018;
To	determine	the	Tantiem	for	2017,	Salary	and	Honorarium	and	Other	Allowances	/	Facilities	for	Members	of	the	
Directors	and	Board	of	Commissioners	for	2018;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara bulat sebesar 99,91% dari seluruh jumlah suara yang hadir dalam Rapat memutuskan: 
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya 

tantiem untuk Tahun Buku 2017, serta menetapkan Honorarium, Tunjangan, Fasilitas dan Insentif lainnya bagi 
Anggota Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2018; dan 

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan 
persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya Tantiem untuk Tahun 
Buku 2017, serta menetapkan Gaji, Tunjangan, Fasilitas dan Insentif lainnya bagi Direksi untuk Tahun Buku 
2018.

99.91%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Dwiwarna	Series	A	Shareholders	to	determine	the	amount	of	tantiem	for	

the	2017	Fiscal	Year,	and	to	determine	the	Honorarium,	Allowances,	Facilities	and	other	Incentives	for	Members	of	the	
Board	of	Commissioners	for	Fiscal	Year	2018;	and

2.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Board	of	Commissioners	after	first	obtaining	written	approval	from	
Dwiwarna	Series	A	Shareholders	to	determine	the	amount	of	Tantiem	for	the	2017	Fiscal	Year,	and	to	determine	the	
Salaries,	Allowances,	Facilities	and	other	Incentives	for	the	Board	of	Directors	for	the	2018	Fiscal	Year.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Dewan Komisaris telah menetapkan besarnya penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris tahun 2018 serta 
tantiem atas kinerja tahun buku 2017 melalui Surat Nomor : 75/DK/WIKA/2018 perihal Penyampaian Penetapan 
Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 tanggal 5 Juni 2018, berdasarkan persetujuan dari 
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna melalui Surat Nomor S-525/MBU/D4/06/2018 perihal Penyampaian Penetapan 
Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2018 tanggal 4 Juni 2018.
The	Board	of	Commissioners	determined	the	amount	of	the	Board	of	Directors	'and	Board	of	Commissioners'	
remuneration	for	2018	as	well	as	the	tantiem	for	the	performance	in	fiscal	year	2017	through	Letter	Number:	75/DK/
WIKA/2018		regarding	Submission	of	Board	of	Directors	'and	Board	of	Commissioners'	2018	remuneration	determination	
on	June	5,	2018,	based	on	the	approval	of	the	Shareholders	Series	A	Dwiwarna	through	Letter	Number	S-525/MBU/
D4/06/2018	concerning	Submission	for	the	Determination	of	Directors	and	Board	of	Commissioners'	Earnings	in	2018	
dated	June	4,	2018.

Status 
Status

Terealisasi
Realized

Mata Acara Rapat 
Keenam
Agenda	Point	6

Pengesahan Laporan Realisasi Penggunaan Tambahan Dana Penyertaan Modal Negara sampai dengan Tahun 
Buku 2017 dan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum melalui Penambahan Modal Dengan 
Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Perseroan;
To	ratify	the	Realization	Report	of	the	use	of	Additional	Use	of	the	State's	Equity	Participation	Fund	up	to	Fiscal	Year	
2017	and	the	Realization	of	the	Use	of	Funds	from	the	Public	Offering	through	Capital	Increase	by	Granting	the	Right	to	
Company's	Preemptive	Rights	I;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Mengesahkan laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara Tahun 2016 dan realisasi 
penggunaan dana hasil penawaran umum melalui penambahan modal dengan memberikan Hak Memesan Efek 
Terlebih Dahulu (HMETD) I PT Wĳaya Karya (Persero) Tbk. untuk periode Tahun Buku 2017.

Unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
Approved	the	Realization	Report	of	the	use	of	Additional	Use	of	the	State's	Equity	Participation	Fund	in	2016	and	the	
Realization	of	the	Use	of	Funds	from	the	Public	Offering	through	additional	capital	Capital	Increase	by	Granting	the	Right	
to	PT	Wĳaya	Karya	(Persero)	Tbk.	(HMETD)	I	for	the	2017	Fiscal	Year.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status 
Status

Terealisasi
Realized
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Mata Acara Rapat Ketujuh
Agenda	Point	7

Persetujuan Perubahan Penggunaan Dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 
Perseroan;
To	amend	the	Use	of	Capital	Increase	Funds	through	the	Company's	Preemptive	Rights	I;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak 93,03% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 
Menyetujui perubahan penggunaan dana Penambahan Modal Melalui Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I 
Perseroan sesuai dengan paparan yang telah disampaikan dalam Rapat ini.

93.03%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting	decided:
Approved	changes	to	the	Use	of	Capital	Increase	Funds	through	the	Company's	Pre-emptive	Rights	I	,	in	accordance	with	
the	exposure	presented	at	this	Meeting.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status 
Status

Terealisasi
Realized

Agenda Kedelapan
Agenda	Point	8

Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri BUMN (“Permen BUMN”): No. PER-03/MBU/08/2017 tentang 
Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara dan Perubahan-Perubahannya;
To	approve	the	Establishment	of	SOE	Ministerial	Regulation	("BUMN	Ministerial	Regulation"):	No.	PER-03/MBU/08/2017	
concerning	Guidelines	for	Cooperation	in	State-Owned	Enterprises	and	Amendments;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:
Menyetujui pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-03/MBU/08/2017 dan 
perubahannya Nomor: PER-04/MBU/09/2017 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Usaha Milik Negara beserta 
perubahan-perubahannya di kemudian hari.

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
Approved	the	Establishment	of	SOE	Ministerial	Regulation	Number:	PER-03/MBU/08/2017	and	amendment	Number:	 
PER-04/MBU/09/2017		concerning	Guidelines	for	Cooperation	of	State-Owned	Enterprises	and	Amendments.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Keputusan langsung berlaku
Decision	immediately	applied

Status 
Status

Terealisasi
Realized
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Mata Acara Rapat 
Kesembilan
Agenda	Point	9

Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
To	amend	the	Company's	Articles	of	Association;

Keputusan Rapat 
Meeting	Decision

Rapat dengan suara terbanyak 100% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan; 
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan 

perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas;
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan 

yang diperlukan yang berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk menyusun dan 
menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi 
yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan 
Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut 
dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan 
dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

100%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Approved	changes	to	the	Company's	Articles	of	Association;
2.	 Agreed	to	rearrange	all	provisions	in	the	Articles	of	Association	in	connection	with	the	changes	as	referred	to	in	point	

1	(one)	of	the	aforementioned	decision;
3.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	take	all	necessary	

actions	related	to	this	Meeting	agenda	decision,	including	preparing	and	restating	the	entire	Articles	of	Association	in	
a	notarial	deed	and	conveying	to	the	authorized	agency	to	obtain	approval	and	/	or	marked	received	with	notification	
of	amendments	to	the	Articles	of	Association,	doing	everything	deemed	necessary	and	useful	for	this	purpose	with	
none	of	which	is	excluded,	including	to	make	additions	and	/	or	changes	in	amendments	to	the	Articles	of	Association	
if	this	is	required	by	the	competent	authority.

Tindak Lanjut Keputusan 
Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham kedalam Pernyataan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta Nomor 05 tanggal 2 Oktober 2018.
It	has	been	followed	up	by	including	the	Shareholders	decision	into	the	General	Meeting	of	Shareholders	Decision	in	
Deed	Number	05	dated	October	2,	2018.

Status 
Status

Terealisasi
Realized
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Mata Acara Rapat 
Kesepuluh
Agenda	Point	10

Persetujuan Perubahan Pengurus Perseroan.
To	approve	changes	to	the	Company	Management.

Keputusan Rapat Rapat dengan suara terbanyak 93,09% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan: 
1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: 

• Sdr. Bintang Perbowo sebagai Direktur Utama; 
• Sdr. Chandra Dwiputra sebagai Direktur Operasi I; 
• Sdr. Bambang Pramujo sebagai Direktur Operasi II; 
• Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Operasi III. 
terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan 
selama menjabat sebagai Anggota Direksi Perseroan. 

2. Mengubah Nomenklatur Jabatan Anggota-Anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:

No Semula Menjadi

1 Direktur Human Capital dan 
Pengembangan Sistem

Direktur Human Capital dan Pengembangan

2 (Belum Ada) Direktur Quality, Health, Safety and 
Environment

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Novel Arsyad yang semula Direktur Human Capital dan Pengembangan Sistem menjadi 
Direktur Human Capital dan Pengembangan, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan, 
sesuai dengan keputusan RUPS pengangkatan yang bersangkutan. 

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota Direksi Perseroan: 
• Sdr. Tumiyana sebagai Direktur Utama; 
• Sdr. Agung Budi Waskito sebagai Direktur Operasi I; 
• Sdr. Bambang Pramujo sebagai Direktur Operasi II; 
• Sdr. Destiawan Soewardjono sebagai Direktur Operasi III; 
• Sdr. Danu Prijambodo sebagai Direktur Quality, Health, Safety and Environment

5. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Nurrachman sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak 
tanggal 19 April 2018, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat 
sebagai Komisaris Independen Perseroan. 

6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Anggota-Anggota Dewan Komisaris Perseroan: 
• Sdr. Achmad Hidayat sebagai Komisaris Independen; 
• Sdr. Suryo Hapsoro Tri Utomo sebagai Komisaris Independen. 

7. Masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar 
Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.  

8. Dengan adanya pemberhentian, perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas, dan pengangkatan Anggota-Anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, maka susunan Anggota 
Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. menjadi sebagai berikut: 

Direksi

No Nama Jabatan

1 Tumiyana Direktur Utama 

2 Agung Budi Waskito Direktur Operasi I 

3 Bambang Pramujo Direktur Operasional II

4 Destiawan Soewardjono Direktur Operasional III

5 Novel Arsyad Direktur Human Capital dan Pengembangan

6 Antonius N.S. Kosasih Direktur Keuangan

7 Danu Prijambodo Direktur Quality, Health, Safety and Environment

Komisaris

No Nama Jabatan

1 Imam Santoso Komisaris

2 Eddy Kristanto Komisaris

3 Freddy R. Saragih Komisaris

4 Liliek Mayasari Komisaris

5 Imas Aan Ubudiah Komisaris Independen

6 Achmad Hidayat Komisaris Independen

7 Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen

9. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang 
diperlukan berkaitan dengan keputusan agenda ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk 
untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan memberitahukan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan 
kepada Kementerian Hukum dan HAM.
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Tindak Lanjut 
Keputusan Rapat
Follow-up	on	Meeting	
Decisions

Telah ditindaklanjuti dengan menuangkan keputusan Pemegang Saham kedalam Pernyataan Keputusan Rapat 
Umum Pemegang Saham sebagaimana dalam Akta Nomor 94 tanggal 26 April 2018.
It	has	been	followed	up	by	including	the	Shareholders	decision	into	the	General	Meeting	of	Shareholders	Decision	in	Deed	
Number	94	dated	April	26,	2018.

Meeting	Decision 93.09%	unanimous	total	number	of	votes	present	at	the	Meeting:
1.	 Confirmed	the	dismissal	with	respect	the	names	below	as	Members	of	the	Company's	Board	of	Directors:

•	 Bintang	Perbowo	as	President	Director;
•	 Chandra	Dwiputra	as	Operations	Director	I;
•	 Bambang	Pramujo	as	Director	of	Operations	II;
•	 Destiawan	Soewardjono	as	Operations	Director	III.
as	of	the	closing	of	this	AGMS,	with	gratitude	for	the	contribution	of	energy	and	thoughts	given	while	serving	as	the	Members	of	the	
Company's	Board	of	Directors.

2.	 Changed	the	Position	Nomenclature	of	the	Members	of	the	Company's	Board	of	Directors	as	follows:

No Formerly Become

1 Director	of	Human	Capital	and	Development	
System

Director	of	Human	Capital	and	Development

2 (None) Director	of	Quality,	Health,	Safety	and	
Environment

3.	 Transferred	assignments	for	Novel	Arsyad,	originally	the	Director	of	Human	Capital	and	System	Development,	to	Director	of	Human	
Capital	and	Development,	with	the	term	of	office	continuing	the	remaining	term	of	office,	in	accordance	with	the	GMS	decision	on	
the	appointment	concerned.

4.	 Appointed	the	names	below	as	Members	of	the	Company's	Board	of	Directors:
•	 Tumiyana	as	President	Director;
•	 Agung	Budi	Waskito	as	Director	of	Operations	I;
•	 Bambang	Pramujo	as	Director	of	Operations	II;
•	 Destiawan	Soewardjono	as	Operations	Director	III;
•	 Danu	Prijambodo	as	Director	of	Quality,	Health,	Safety	and	Environment

5.	 Confirmed	the	dismissal	with	respect	of	Nurrachman	as	the	Company	Independent	Commissioner	as	of	April	19,	2018,	with	thanks	
for	the	contribution	of	energy	and	thoughts	given	while	serving	as	the	Company's	Independent	Commissioner.

6.	 Appointed	the	names	below	as	Members	of	the	Company's	Board	of	Commissioners:
•	 Achmad	Hidayat	as	Independent	Commissioner;
•	 Suryo	Hapsoro	Tri	Utomo	as	Independent	Commissioner.

7.	 The	term	of	office	of	the	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	appointed	as	referred	to	in	numbers	4	and	6,	in	
accordance	with	the	provisions	of	the	Company's	Articles	of	Association,	with	due	observance	of	Legislation	in	the	Capital	Market	
and	without	prejudice	to	the	right	of	the	GMS	to	dismiss	at	any	time.

8.	 With	the	dismissals,	changes	in	position	nomenclature,	assignment	of	duties,	and	appointment	of	Members	of	the	Company's	
Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	as	referred	to	in	numbers	1,	2,	3,	4,	5,	and	6,	the	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk.	
Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	composition	shall	be	as	follows:

Board of Directors

No Name Postion

1 Tumiyana President	Director

2 Agung	Budi	Waskito Director	of	Operation	I

3 Bambang	Pramujo Director	of	Operation	II

4 Destiawan	Soewardjono Director	of	Operation	III

5 Novel	Arsyad Director	of	Human	Capital	and	Development

6 Antonius	N.S.	Kosasih Director	of	Finance

7 Danu	Prijambodo Director	of	Quality,	Health,	Safety	and	Environment

Board of Commissioners

No Name Postion

1 Imam Santoso Commissioner

2 Eddy	Kristanto Commissioner

3 Freddy	R.	Saragih Commissioner

4 Liliek	Mayasari Commissioner

5 Imas	Aan	Ubudiah Independent Commissioner

6 Achmad	Hidayat Independent Commissioner

7 Suryo	Hapsoro	Tri	Utomo Independent Commissioner

9.	 Gave	authority	and	power	of	attorney	to	the	Board	of	Directors	with	the	right	of	substitution	to	take	all	necessary	actions	related	to	
this	Meeting	agenda	decision	in	accordance	with	applicable	Laws,	including	preparing	a	Notarial	Deed	and	conveying	such	to	the	
Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners	to	the	Ministry	of	Justice	and	human	rights.

Status 
Status

Terealisasi
Realized
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Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas 
untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau 
khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberikan 
nasihat kepada Direksi, serta memastikan bahwa 
Perseroan melaksanakan prinsip-prinsip GCG. Dewan 
Komisaris bertanggung jawab kepada Pemegang Saham 
dalam hal mengawasi kebijakan Direksi terhadap 
operasional Perseroan secara umum yang mengacu 
kepada rencana bisnis yang telah disetujui Dewan 
Komisaris dan pemegang saham, serta memastikan 
kepatuhan terhadap seluruh peraturan dan perundang-
undangan yang berlaku.

Setiap anggota Dewan Komisaris harus memiliki 
integritas yang tinggi, pengetahuan, kemampuan dan 
komitmen untuk menyediakan waktu dalam menjalankan 
tugasnya. Dengan demikian, peran Dewan Komisaris 
sangat strategis. Oleh karena itu, komposisi Dewan 
Komisaris Perseroan harus memungkinkan pengambil 
keputusan yang efektif, tepat dan cepat. Selain itu, Dewan 
Komisaris juga dituntut untuk dapat bertindak secara 
independen, dalam arti tidak mempunyai benturan 
kepentingan (conflict	of	interest) yang dapat menganggu 
kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara 
mandiri dan kritis, baik dalam hubungan satu sama lain 
maupun hubungan terhadap Direksi.

Dasar hUkUm

Dasar Hukum Pengangkatan Dewan Komisaris

1. Undang Undang No. 40  Tahun 2007 tentang 
Perseroan Terbatas;

2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN);

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/
POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik;

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/ 
MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara 
Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan 
Komisaris BUMN;

The Board of Commissioners is the Company body 
responsible for conducting general and / or specific 
oversight in accordance with the Articles of Association, 
providing advice to the Board of Directors, and ensuring 
the Company applies the GCG principles. The Board 
of Commissioners is responsible to the Shareholders 
in terms of overseeing the Board of Directors’ policies 
regarding the Company’s general operations in line 
with the business plans approved by the Board of 
Commissioners and shareholders, and ensures 
compliance with all prevailing laws and regulations.

Each member of the Board of Commissioners must 
have high integrity, knowledge, ability and commitment, 
and time to carry out their duties. Thus, the Board of 
Commissioners’ role is very strategic. Therefore, the 
Company’s Board of Commissioners composition must 
enable effective, appropriate and speedy decision-
making. The Board of Commissioners is also required to 
act independently, in the sense that they do not have any 
conflict of interest that may interfere with their ability to 
carry out their duties independently and critically, both in 
relation to one another and with the Board of Directors.

leGal Basis

The Legal Basis for Appointment of the Board of 
Commissioners
1. 2 0 0 7  L a w  N o .  4 0  c o n c e r n i n g  L i m i t e d 

Liability Companies;
2. 2003 Law No. 19 concerning State Owned Enterprises 

(BUMN);
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 33/

POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board 
of Commissioners of Issuers or Public Companies;

4. Ministry of SOEs Regulation No.  PER-02/ 
MBU/02/2015 concerning Requirements, Procedures 
for Appointment and Dismissal of Members of SOE 
Board of Commissioners;

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners
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5. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk, sesuai dengan Akta No. 
110 tanggal 22 Desember 1972 dibuat dihadapan 
Paramita Tamzil, pengganti dari Djojo Muljadi, S.H., 
Notaris di Jakarta, yang Anggaran Dasarnya telah 
beberapa kali diubah dengan perubahan terakhir 
berdasarkan Akta No. 170 tanggal 29 Mei 2019 
yang dibuat oleh Shasa Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., 
sebagai pengganti dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., 
yang telah menerima pemberitahuan perubahan 
Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI   
No. AHU-AH.01.03-0292024 dan No. AHU-0100856.
AH.01.11.tahun 2019 tertanggal 28 Juni 2019.

BoarD manUal Dewan komisaris

Secara lebih rinci, Pedoman dan tata tertib kerja Dewan 
Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar dan Board 
Manual yang mengatur tentang Tata Laksana Kerja Direksi 
dan Dewan Komisaris antara lain berisi tentang petunjuk 
tata laksana kerja Dewan Komisaris menjelaskan tahapan 
aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami 
dan dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi 
acuan bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan 
tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi 
Perseroan. Dengan adanya Board Manual, diharapkan 
akan tercapai standar kerja yang tinggi dan selaras 
dengan prinsip-prinsip GCG.

Tahun 2019 telah dilakukan review terhadap board 
manual,	code	of	ethics,	CG	manual, termasuk melakukan 
sosialisasi untuk menguji kesesuaian dengan bisnis 
proses dan praktik yang ada. Hasil daripada review dan 
sosialisasi akan ditetapkan sebagai pedoman terbaru 
yang ditandatangani untuk disetujui dan disahkan oleh 
Direksi dan Dewan Komisaris awal tahun 2020. Adapun isi 
dari Board Manual antara lain mengatur hal-hal sebagai 
berikut: 
1. Tugas Dewan Komisaris 
2. Kewajiban Dewan Komisaris 
3. Wewenang Dewan Komisaris 
4. Hak Dewan Komisaris 
5. Kriteria Dewan Komisaris 
6. Masa Jabatan Dewan Komisaris 
7. Program Pengenalan Dewan Komisaris 
8. Komisaris Independen 
9. Etika Jabatan Dewan Komisaris 
10. Rapat Dewan Komisaris 
11. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris 
12. Benturan Kepentingan Dewan Komisaris 
13. Hubungan Kerja dengan Direksi 
14. Komite yang Membantu Dewan Komisaris 
15. Sekretaris Dewan Komisaris

5. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Articles of Association, 
in accordance with Deed No. 110 dated December 
22, 1972 made before Paramita Tamzil, successor 
to Djojo Muljadi, S.H., Notary in Jakarta, where the 
Articles of Association have been amended several 
times with the latest amendment based on Deed 
No. 170 dated May 29, 2019 made before Shasa 
Adisa Putrianti, S.H., M.Kn., in lieu of Ashoya Ratam, 
S.H., M.Kn., with acknowledgement of the Articles of 
Association amendments from the Ministry of Law 
and Human Rights No. AHU-AH.01.03-0292024 and 
No. AHU-0100856. AH.01.11. 2019 dated June 28, 
2019.

BoarD oF commissioners 
BoarD manUal

The Board of Commissioners’ Guidelines and work 
procedures are regulated in the Articles of Association 
and Board Manual that govern Board of Directors and the 
Board of Commissioners Work Procedures, including but 
not limited to guidelines for the Board of Commissioners’ 
work procedures, explaining the stages of activities in a 
structured, systematic, easily understood and able to be 
carried out consistently, as a reference for the Board of 
Commissioners in carrying out their respective duties 
to achieve the Company’s vision and mission. With the 
Board Manual, it is expected that high work standards 
will be achieved and in line with GCG principles.

The Company’s Board Manual was updated and approved 
based on Joint Decree No. 05/ DK/WIKA/2018 and No.  
SK.02.09/A.DIR.0637/2018 concerning Guidelines for 
the Working Guidelines for the Board of Directors and 
Board of Commissioners. The Board Manual contents, 
regulates the following matters:

1. Board of Commissioners’ Duties
2. Board of Commissioners’ Obligations
3. Board of Commissioners’ Authority
4. Board of Commissioners’ Rights
5. Board of Commissioners’ Criteria
6. Board of Commissioners’ Term of Office
7. Board of Commissioners’ Introductory Program
8. Independent Commissioners
9. Board of Commissioners’ Positional Ethics
10. Board of Commissioners’ Meetings
11. Board of Commissioners’ Performance Assessments 
12.  Board of Commissioners’ Conflicts of Interest
13. Working Relations with the Board of Directors
14. Committees Under the Board of Commissioners
15. Secretary to the Board of Commissioners  
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tUGas Dan tanGGUnG 
jawaB Dewan komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang diatur 
dalam Board Manual, antara lain: 
1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan 

terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan 
pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun 
usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta 
memberikan nasihat kepada Direksi termasuk 
pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka 
Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran 
Perseroan, serta ketentuan Anggaran Dasar dan 
Keputusan RUPS, serta Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan 
dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada poin 
(1), maka:
a. Dewan Komisaris berwenang untuk: 

• Memeriksa buku, surat, serta dokumen lainnya, 
memeriksa kas untuk keperluan verifikasi 
dan lain-lain surat berharga dan memeriksa 
kekayaan Perseroan; 

• Memasuki pekar angan, gedung, dan kantor 
yang dipergunakan oleh Perseroan; 

• Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau 
pejabat lainnya mengenai segala persoalan 
yang menyangkut pengelolaan Perseroan; 

• Mengetahui segala kebijakan dan tindakan 
yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; 

• Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di 
bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi 
untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; 

• Mengangkat dan memberhentikan seorang 
Sekretaris Dewan Komisaris; 

• Memberhentikan sementara anggota Direksi 
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; 

• Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi 
dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan 
Komite lain, jika dianggap perlu dengan 
memperhatikan kemampuan perusahaan; 

• Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu 
dan jangka waktu tertentu atas beban 
Perseroan, jika dianggap perlu; 

• Melakukan tindakan pengurusan Perseroan 
dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu 
tertentu sesuai denga ketentuan Anggaran 
Dasar ini; 

• Menyetujui pengangka tan dan pemberhentian 
Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan 
Pengawas Intern; 

BoarD oF commissioners’ 
DUties anD resPonsiBilities

The Board of Commissioners’ duties and responsibilities 
are regulated in the Board Manual, and include:
1. The Board of Commissioners is tasked with 

supervising the management policies, the Company’s 
general management and business conducted by 
the Board of Directors, and provides advice to 
the Board of Directors including supervising the 
execution of the Company’s Long-Term Plan, Work 
Plan and Budget, and the provisions in the Articles of 
Association, and GMS decisions, as well as prevailing 
laws and regulations, for the Company’s benefit and 
in accordance with the Company’s aims and objectives 
of the Company.

2. In carrying out the duties in point (1):

a. The Board of Commissioners is authorized to:
• Check books, letters, and other documents, 

cash for verification purposes and other 
securities, and check the Company’s assets;

• Enter the grounds, buildings and offices used 
by the Company;

• Request explanations from the Board of Directors 
and / or other officials regarding all issues related 
to the management of the Company;

• Understand all policies and actions that have been 
and will be carried out by the Board of Directors;

• Request the Board of Directors and / or other 
officials under the Board of Directors, with the 
knowledge of the Board of Directors to attend 
Board of Commissioners’ meetings;

• Appoint and dismiss the Secretary to the Board 
of Commissioners;

• Temporarily dismiss members of the Board 
of Directors in accordance with the Articles 
of Association provisions;

• Establish an Audit Committee, Remuneration 
and Nomination Committee, Risk Monitoring 
Committee and other Committees, if deemed 
necessary after taking into account the 
Company’s capabilities;

• Use experts for certain matters and certain 
for periods at the expense of the Company, if 
deemed necessary;

• Manage the Company in certain circumstances 
for a certain period of time in accordance with 
the Articles of Association provisions;

• Approve the appointment and dismissal of 
the Corporate Secretary and / or Head of the 
Internal Audit Unit;
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• Menghadiri Rapat Direksi dan memberikan 
pandangan terhadap hal yang dibicarakan; 

• Melaksanakan kewenangan pengawasan 
lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan, Anggaran 
Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: 
• Memberikan nasihat kepada Direksi dalam 

melaksanakan pengurusan Perseroan; 
• Memberikan pendapat dan per setujuan 

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan 
Perseroan serta rencana kerja lainnya yang 
disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar; 

• Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, 
memberikan pendapat dan saran kepada RUPS 
mengenai setiap masalah yang dianggap 
penting bagi kepengurusan Perseroan; 

• Melaporkan kepada pemegang saham Seri A 
Dwiwarna apabila terjadi gejala menurunnya 
kinerja Perseroan; 

• Mengusulkan kepada RUPS penunjukan 
Akuntan Publik yang akan melakukan 
pemeriksaan atas buku Perseroan. 

• Meneliti dan menelaah laporan berkala dan 
Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta 
menandatangani Laporan Tahunan; 

• Memberikan penjelasan, pendapat dan saran 
kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, 
apabila diminta; 

• Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan 
menyimpan salinannya; 

• Melaporkan kepada Perseroan mengenai 
kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya 
pada Perseroan tersebut dan perseroan lain; 

• Memberikan laporan tentang tugas 
pengawasan yang telah dilakukan selama 
tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;

• Memberikan penjelasan tentang segala 
hal yang ditanyakan atau yang diminta 
penegang saham Seri A Dwiwarna dengan 
memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal;

• Melaksanakan kewajiban lainnya dalam 
rangka tugas pengawasan dan pemberian 
nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan, Anggaran 
Dasar ini dan/atau keputusan RUPS.

• Attend Board of Directors’ Meetings and 
provide views on matters discussed;

• Carry out other oversight authorities insofar 
as they are not contrary to the Statutory 
Regulations, this Articles of Association and/
or GMS decisions.

b. The Board of Commissioners is obliged to:
• Provide advice to the Board of Directors in 

carrying out the management of the Company;
• Provide opinions and approvals on the 

Company’s Work Plan and Annual Budget 
and other work plans prepared by the Board 
of Directors, in accordance with the Articles 
of Association;

• Follow the development of the Company’s 
activities, providing opinions and suggestions 
to the GMS regarding any issues deemed 
important on the management of the Company;

• Report to the Dwiwarna Series A shareholders 
if there are symptoms of a decline in the 
Company’s performance;

• Propose to the GMS the appointment of 
a Public Accountant who will conduct an 
examination of the Company’s books.

• Research and review periodic reports and 
Annual Reports prepared by the Board of 
Directors and sign the Annual Reports;

• Provide explanations, opinions and suggestions 
to the GMS regarding the Annual Report, 
if requested;

• Make minutes of Board of Commissioners’ 
meetings and maintain a copy;

• Report to the Company regarding their and / or 
their families share ownership in the Company 
and other companies;

• Provide reports on the supervisory tasks that 
have been carried out during the recent fiscal 
year to the GMS;

• Provide an explanation on all matters asked 
or requested by the Dwiwarna Series A 
shareholders whilst observing the laws and 
regulations in the Capital Market sector;

• Carry out other obligations in the framework 
of their supervisory and advisory tasks, as long 
as they are not in conflict with the laws and 
regulations, Articles of Association and / or 
GMS decisions.
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3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap 
anggota Dewan Komisaris harus: 
a. Mematuhi Anggaran Dasar ini dan Peraturan 

P e r u n d a n g - u n d a n g a n  s e r t a  p r i n s i p 
profesionalisme, efisiensi, transparansi, 
kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, 
serta kewajaran; 

b. Beritikad baik, penuh kehatihatian dan 
bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas 
pengawasan dan pemberian nasihat kepada 
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan. 

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib 
menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya 
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran 
Dasar ini. 

5. a.  Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung
jawab secara langsung renteng atas kerugian 
Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan 
atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam 
menjalankan tugasnya. 

b. A n g g o t a  D e w a n  K o m i s a r i s  t i d a k  d a p a t
 dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan
 sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat
 membuktikan: 

• Kerugian tersebut bukan karena kesalahan 
atau kelalaiannya; 

• Telah melakukan pengawasan dengan itikad 
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian 
untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan; 

• Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 
langsung maupun tidak langsung atas tindakan 
pengawasan yang mengakibatkan kerugian; 
dan 

• Telah mengambil tindakan untuk mencegah 
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

wewenanG Dewan komisaris 

Dalam melaksanakan tugas kewenangan dan 
kewajibannya Dewan Komisaris berhak untuk: 
1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-

dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan 
verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa 
kekayaan Perseroan; 

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang 
dipergunakan oleh Perseroan; 

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat 
lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut 
pengelolaan Perseroan; 

3. In carrying out these duties, each member of the 
Board of Commissioners must:
a. a. Comply with the Articles of Association and 

the laws and Regulations and the principles 
of professionalism, efficiency, transparency, 
independence, accountability, responsibility, 
and fairness;

b. Act in good faith, with prudence and responsibility 
when carrying out their supervisory duties and 
when giving advice to the Board of Directors, in 
the interests of the Company and in accordance 
with the purposes and objectives of the Company.

4. Under certain conditions, the Board of Commissioners 
must hold an AGMS and other GMS in accordance 
with their authority as stipulated in the laws and 
regulations, and the Articles of Association.

5. a. Each member of the Board of Commissioners is 
       directly responsible for the Company’s losses caused 
      by errors or negligence by members of the Board of 
     Commissioners in carrying out their duties.

b. Members of the Board of Commissioners cannot be 
   held responsible for the Company’s losses as 
    referred to in letter a, if they can prove:

• Such losses were not due to error or negligence;

• They have carried out supervision in good faith, 
responsibly,  for the benefit and in accordance 
with the aims and objectives of the Company;

• There was no direct and indirect conflict of interest 
in the supervision that resulted in a loss; and

• actions were taken to prevent the occurrence or 
continuance of such losses.

BoarD oF commissioners 
aUthority 

In performing their duties and responsibilities, the Board 
of Commissioners is authorized to:
1. Examine the books, letters and other documents, 

verify cash and other securities and check the 
Company’s assets;

2. Enter the yards, buildings and offices used by 
the Company;

3. Request an explanation from the Board of Directors 
and / or other officials regarding any issues relating 
to the management of the Company;
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4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah 
dan akan dijalankan oleh Direksi; 

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah 
Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk 
menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6. Mengangkat Sekretaris Dewan Komisaris, jika 
dianggap perlu; 

7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;

 
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite 

Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan 
kemampuan Perseroan; 

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan 
dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, 
jika dianggap perlu; 

10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam 
keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai 
dengan ketentuan Anggaran Dasar ini; 

11. Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian 
Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan 
Pengawas Intern; 

12. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-
pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

13. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya 
sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan 
Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau 
keputusan RUPS.

hak Dewan komisaris

Dalam melaksanakan tugas kewenangan dan 
kewajibannya Dewan Komisaris berhak untuk: 
1. Menerima honorarium dan tunjangan/fasilitas 

termasuk santunan purna jabatan yang jenis 
dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan 
memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku; 

2. Melakukan pembagian kerja di antara para anggota 
Dewan Komisaris yang diatur oleh mereka sendiri, 
dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris 
dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris yang 
diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan. 
Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat 
dibantu oleh seorang Sekretaris dan Komite-komite 
yang dianggap perlu, baik bersifat sementara maupun 
permanen, yang diangkat oleh Dewan Komisaris 
berdasarkan kebutuhan atas beban Perseroan; 

4. Understand all policies and actions that have been 
and will be carried out by the Board of Directors;

5. Request the Board of Directors and / or other officials 
under the Board of Directors with the knowledge 
of the Board of Directors attend the Board of 
Commissioners’ meetings;

6. Appoint the Secretary to the Board of Commissioners, 
if deemed necessary;

7. Temporarily dismiss members of the Board of 
Directors in accordance with the provisions of the 
Articles of Association;

8. Establish Committees other than the Audit Committee, 
if deemed necessary by taking into account the 
capabilities of the Company;

9. Use experts for certain matters and within a certain 
period of time at the expense of the Company, if 
deemed necessary;

10. Take steps to manage the Company in certain 
circumstances for a certain period in accordance 
with the provisions of the Articles of Association;

11. Approve the appointment and dismissal of the 
Corporate Secretary and / or Head of the Internal 
Audit Unit;

12. Attend the Board of Directors’ meetings and provide 
opinions on the matters discussed;

13. Exercise other supervisory authorities insofar as they 
are not contrary to the laws and regulations, Articles 
of Association, and / or GMS decisions.

BoarD oF commissioners riGhts 

In carrying out their duties and responsibilities, the Board 
of Commissioners is entitled to:
1. Receive an honorarium and allowances / facilities 

including pension benefits of the type and amount 
determined by the GMS with due regard to the 
provisions of the prevailing laws and regulations;

2. Conduct a division of duties among the members 
of the Board of Commissioners that is regulated 
by themselves, and for the smooth running of its 
duties the Board of Commissioners can be assisted 
by a Secretary to the Board of Commissioners who 
is appointed by the Board of Commissioners at the 
Company’s expense. The Board of Commissioners 
can be assisted by a Secretary and Committees, if 
deemed necessary, both temporary and permanent, 
who are appointed by the Board of Commissioners 
based on their needs at the Company’s expenses;
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3. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak 
mengundurkan diri dari jabatannya dengan kewajiban 
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya 
tersebut kepada Perseroan dengan tembusan kepada 
Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham 
yang mengusulkan pengangkatan anggota Dewan 
Komisaris yang bersangkutan; 
a. Perseroan wajib menyelenggar akan RUPS untuk 

memutuskan permohonan pengunduran diri 
anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender 
setelah diterimanya surat pengunduran diri; 

b. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan 
RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari 
kalender setelah diterimanya surat pengunduran 
diri, maka pengunduran diri dari anggota Dewan 
Komisaris tersebut menjadi sah tanpa memerlukan 
persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri 
tersebut menyebabkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris kurang dari 2 (dua) orang; 

c. Kepada anggota Dewan Komisaris yang 
mengundurkan diri sebagaimana tersebut tetap 
dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak 
pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan 
tanggal pengunduran dirinya menjadi efektif; 

d. Membebankan kepada Perseroan biaya yang 
diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas 
kewenangan dan kewajiban Dewan Komisaris 
dan secara jelas biaya tersebut dimuat dalam 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan; 

e. Memperoleh akses atas informasi  Perusahaan 
secara tepat waktu dan lengkap.

masa jaBatan Dewan komisaris

Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah untuk 
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan 
oleh RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada 
penutupan RUPS Tahunan ke-5 (kelima) setelah tanggal 
pengangkatannya, namun demikian dengan tidak 
mengurangi hak RUPS tersebut untuk memberhentikan 
anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu 
sebelum masa jabatannya berakhir jika para anggota 
Dewan Komisaris tersebut memenuhi salah satu atau 
lebih alasan namun tidak terbatas pada: 

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan 

perundangundangan dan/atau ketentuan 
Anggaran Dasar;

3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan 
dan/atau Negara; 

3. A member of the Board of Commissioners has the 
right to resign from his position with an obligation 
to notify the Company in writing with a copy to the 
Board of Commissioners, Board of Directors and 
Shareholders, who proposed the appointment of the 
member to the Board of Commissioners;

a. The Company is obliged to hold a General Meeting 
of Shareholders to approve the resignation of 
members of the Board of Commissioners no later 
than 90 (ninety) calendar days after receipt of the 
resignation letter;

b. In the event that the Company does not hold a 
GMS within 90 (ninety) calendar days after the 
resignation letter is received, the resignation of the 
member of the Board of Commissioners becomes 
valid without requiring the approval of the GMS, 
unless the resignation causes the number of 
members of the Board of Commissioners to be 
less than 2 ( two persons;

c. Members of the Board of Commissioners who 
have resigned can still be held accountable from 
the appointment of the person concerned until 
the date their resignation becomes effective;

d.  To charge the Company any costs in respect to 
their carrying out their duties and responsibilities 
where these costs are included in the Work Plan 
and Budget of the Company;

e. Obtain access to Company information in a timely 
and complete manner. 

BoarD oF commissioners 
term oF oFFice 

The term of office for a member of the Board of 
Commissioners is for a period commencing from the 
date determined by the GMS that appointed them and 
ends at the close of the 5th (fifth) Annual GMS after the 
date of appointment, however this does not diminish the 
right of the GMS to dismiss the member of the Board of 
Commissioners before the end of their term of office if 
the member meets one or more, but not limited to the 
following reasons:

1. Cannot perform their duties properly;
2. Has not followed the provisions of the laws and 

regulations and/or the Articles of Association;

3. Has been involved in actions that are detrimental to 
the Company and/or the State;
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4. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau 

5. Mengundurkan diri.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris 
tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS untuk 1 (satu) 
kali masa jabatan.

kriteria anGGota 
Dewan komisaris

Perseroan menyadari sepenuhnya bahwa Pemegang 
Saham melalui RUPS memiliki kewenangan penuh untuk 
mengangkat Dewan Komisaris. Namun demikian, untuk 
menjamin Dewan maupun anggota Dewan Komisaris yang 
memiliki kinerja sesuai harapan Pemegang Saham dan 
kebutuhan Perseroan maka Perseroan perlu menetapkan 
kebijakan tentang kriteria anggota Dewan Komisaris yang 
sesuai kebutuhan. Kriteria Dewan Komisaris Perseroan 
di antaranya meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) orang anggota 
atau lebih yang jumlahnya ditetapkan oleh RUPS 
sesuai dengan kebutuhan. 

2. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal. 

3. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) 
orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota 
Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-
sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan 
Komisaris. 

4. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) 
orang anggota maka salah seorang anggota Dewan 
Komisaris diangkat sebagai Komisaris Utama. 

5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan 
Komisaris adalah orang perseorangan yang cakap 
melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 
5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah: 
a. Dinyatakan pailit; 
b. Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan 

Komisaris atau anggota Dewan Pengawas 
yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu 
Perseroan atau Perum dinyatakan pailit; atau

c. Dihukum karena melakukan tindak pidana yang 
merugikan keuangan negara dan/atau BUMN dan/
atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. 

6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud, 
pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan 
dengan mempertimbangkan integritas, dedikasi, 
pemahaman mengenai masalah-masalah manajemen 
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi 
manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai 

4. Has been found guilty by a court decision that has 
permanent legal power; or

5. Has resigned.

After the term of office ends, members of the Board of 
Commissioners may be reappointed by the GMS for 1 
(one) term of office. 

memBers oF the BoarD oF 
commissioners criteria 

The Company is fully aware that the Shareholders 
through the GMS have full authority to appoint the Board 
of Commissioners. However, in order to guarantee the 
Board and the members of the Board of Commissioners 
perform in line with the Shareholders’ expectations 
and the Company’s needs, it is necessary to establish 
policies regarding the criteria for members of the Board 
of Commissioners. The criteria for the Company’s Board 
of Commissioners includes the following:

1. The Board of Commissioners shall consist of 2 (two) 
or more members whose number is determined by 
the GMS in accordance with needs.

2. The Company is required to have an Independent 
Commissioner in accordance with the laws and 
regulations in the Capital Market.

3. The Board of Commissioners consisting of more than 
1 (one) member is an assembly, and each member of 
the Board of Commissioners cannot act individually, 
but based on the Board of Commissioners’ decisions.

4. In the event that the Board of Commissioners consists 
of more than 1 (one) member, one member shall be 
appointed as the President Commissioner.

5. Those who can be appointed as members of the 
Board of Commissioners are individuals who are 
capable of taking legal actions, unless within 5 (five) 
years before their appointment:
a. Have been declared bankrupt;
b. Have been members of a Board of Directors or 

Board of Commissioners or a Supervisory Board 
found guilty of causing a Company or Public 
Corporation to be declared bankrupt; or

c. Have been convicted of a criminal offense that was 
detrimental to the State’s and / or SOE’s  finance 
and / or related to the financial sector.

6. In addition to meeting the criteria referred to, 
the appointment of members of the Board of 
Commissioners is conducted by considering the 
integrity, dedication, understanding of company 
management issues related to one of their 
management fields, having sufficient knowledge in the 
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di bidang usaha Perseroan, dan dapat menyediakan 
waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya 
serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

7. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris, yang tidak 
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, batal 
karena hukum sejak saat anggota Dewan Komisaris 
lainnya atau Direksi mengetahui tidak terpenuhinya 
persyaratan tersebut. 

8. Khusus untuk Anggota Komisaris Independen 
memiliki kriteria tambahan sebagaimana diatur dalam 
Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 
Kep-117/M-MBU/2002 tentang Penerapan Praktik 
Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN). 

9. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris tidak 
bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota 
Direksi. 

10. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan 
diberhentikan oleh RUPS dari calon yang diusulkan 
oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna setelah 
melalui proses pencalonan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku dan pencalonan 
tersebut mengikat bagi RUPS. 

11. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara 
anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi 
dilarang memiliki hubungan keluarga sampai 
dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus 
maupun garis ke samping, termasuk hubungan 
yang timbul karena perkawinan. Dalam hal terjadi 
keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka RUPS 
berwenang memberhentikan salah seorang di antara 
mereka. 

12. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku 
jabatan rangkap sebagai: 
a. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara 

lain, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha 
Milik Swasta; 

b. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan 
Peraturan Perundang-undangan, pengurus partai 
politik dan/atau calon/anggota legislatif; dan/atau
 

c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan 
benturan kepentingan.

Company’s business fields, and being able to provide 
sufficient time to carry out their duties and other 
requirements based on the laws and regulations.

7. The appointment of members of the Board of 
Commissioners who do not meet the requirements 
referred will be null and void under the law when 
other members of the Board of Commissioners or 
the Board of Directors are aware the requirements 
are not fulfilled.

8. Specifically for Independent Commissioners, they 
must have the additional criteria as stipulated in the 
Minister of State-Owned Enterprises  Decree No.  
Kep-117/M-MBU/2002  concerning Application of 
Good Corporate Governance Practices in State-Owned 
Enterprises (SOEs).

9. The appointment of Board of Commissioners  
members does not coincide with the appointment 
of  Board of Directors members.

10. The members of the Board of Commissioners are 
appointed and dismissed by the GMS from candidates 
nominated by the Dwiwarna Series A Shareholders 
after going through the nomination process in 
accordance with the prevailing laws and regulations 
and the nomination becomes binding at the GMS.

11. Members of the Board of Commissioners and are 
prohibited from having familial relations up to the 
third degree, either in a straight line or side line, 
including relationships arising from marriage, with 
other members of the Board of Commissioners and 
members of the Board of Directors. In the event the 
circumstances above occur, the GMS is authorized 
to dismiss one of the members.

12. The members of the Board of Commissioners are 
prohibited from holding positions as:
a. Members of the Board of Directors in other State 

Owned Enterprises, Regional-Owned  Enterprises 
, and Privately Owned  Enterprises

b. Other  positions in accordance with the provisions 
of the laws and regulations, management of 
political parties and / or candidates / legislators; 
and / or

c. Other positions that could cause conflicts 
of interest.
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Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

sUsUnan, jUmlah, komPosisi 
Dan Dasar PenGanGkatan 
anGGota Dewan komisaris 

Komposisi dan jumlah anggota Dewan Komisaris 
ditetapkan oleh RUPS dengan memperhatikan visi, misi, 
dan rencana strategis Perseroan untuk memungkinkan 
pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat, 
serta dapat bertindak secara independen.

Komposisi Dewan Komisaris Perusahan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk per tanggal 31 Desember 
2019 berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan 
sebagai berikut:

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

daSar PenGanGkatan
AppoiNTmeNT bAsis

Imam Santoso Komisaris Utama
President Commissioner

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017
AGMS	Decision	dated	March	17,	2017

Edy Sudarmanto Komisaris
Commissioner

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Maret 2019
EGMS	Decision	dated	March	25,	2019

Freddy R. Saragih Komisaris
Commissioner

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 30 Juli 2015
EGMS	Decision	dated	July	30,	2015

Satya Bhakti Parikesit Komisaris
Commissioner

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 April 2019
AGMS	Decision	dated	April	30,	2019

Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen
Independent Commissioner

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018
AGMS	Decision	dated	April	24,	2018

Achmad Hidayat Komisaris Independen
Independent Commissioner

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018
AGMS	Decision	dated	April	24,	2018

Illiana Arifiandi Komisaris Independen
Independent Commissioner

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 30 April 2019
AGMS	Decision	dated	April	30,	2019

Penilaian kemamPUan Dan 
kePatUtan serta Dasar 
PenGanGkatan Dewan komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris WIKA telah memenuhi 
kriteria dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji 
kepatutan dan kelayakan (fit	and	proper	test) berdasarkan 
Undang-undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar 
Perusahaan, peraturan terkait tata kelola perusahaan 
yang baik, serta peraturan dan ketentuan lain yang terkait, 
termasuk ketentuan tentang Komisaris Independen. 
Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, 
kompetensi,dan reputasi yang memadai. Hal tersebut 
dibuktikan dengan diperolehnya persetujuan lulus fit	
and proper test sebagai berikut:

nama
NAme

Jabatan
posTioN

PelakSana
implemeNTer

tanGGal efektif
effeCT ive  dATe

Imam Santoso Komisaris Utama
President Commissioner

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

17 Maret 2017
March	17,	2017

strUctUre, nUmBer, comPosition 
anD Basis oF aPPointment 
For memBers oF the BoarD 
oF commissioners

The  Board of Commissioners’ composition and number 
of members is determined by the General Meeting of 
Shareholders by taking into account the Company’s 
vision, mission and strategic plan to enable effective, 
precise and fast decision-making, and independence.

WIKA’s Board of Commissioners’  composition as 
of December 31, 2019 comprised 7 (seven) people, 
as follows:

BoarD oF commissioners 
assessment oF aBilities anD 
conDUct Basis oF aPPointment 
 
All WIKA’s Board of Commissioners members have fulfilled 
the criteria and requirements in the fit and proper test 
in accordance with the Limited Liability Company Law, 
the Company’s Articles of Association, good corporate 
governance regulations related to, and other relevant 
rules and regulations, including provisions regarding 
Independent Commissioners. All members of the Board 
of Commissioners have adequate integrity, competence 
and reputation. This is evidenced by passing the fit and 
proper test as follows.
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nama
NAme

Jabatan
posTioN

PelakSana
implemeNTer

tanGGal efektif
effeCT ive  dATe

Edy Sudarmanto Komisaris
Commissioner

Kementerian BUMN 
Ministry of SOEs

25 Maret 2019
March	25,	2019

Freddy R. Saragih Komisaris
Commissioner

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

30 Juli 2015
July	30,	2019

Satya Bhakti Parikesit Komisaris
Commissioner

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

30 April 2019
April	30,	2019

Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

24 April 2018
April	24,	2018

Achmad Hidayat Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

24 April 2018
April	24,	2018

Illiana Arifiandi Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

30 April 2019
April	30,	2019

PemBaGian tUGas 
Dewan komisaris 

Dewan Komisaris mengatur sendiri pembagian kerja di 
antara para anggota dan untuk kelancaran tugasnya. 
Pembagian tugas di antara anggota Dewan Komisaris 
ditujukan agar pelaksanaan tugas masing-masing anggota 
Dewan Komisaris secara teknis pada aspek yang dibidangi 
dapat berjalan lancar, efektif dan efsien, sesuai tanggung 
jawab dan wewenang masing-masing sehingga terdapat 
kejelasan tentang peran anggota Dewan Komisaris, baik 
secara kolektif maupun individual.

Pembagian tugas Dewan Komisaris telah tertuang dalam 
Salinan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 66/DK/
WIKA/2019 Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pembagian 
Bidang Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, sebagai berikut:

BoarD oF commissioners’ 
DistriBUtion oF DUties 

The Board of Commissioners manages the division of 
labor among the members and for the smooth running 
of their duties. The division of tasks among members 
of the Board of Commissioners is intended so that the 
implementation of the duties of each member of the 
Board of Commissioners technically on the aspects in 
charge can run smoothly, effectively and efficiently, 
in accordance with their respective responsibilities 
and authorities so that there is clarity about the role 
of members of the Board of Commissioners, both in 
collectively and individually.

The Board of Commissioners’ division of duties has been 
stated in the Board of Commissioners’ Decree No. 66/
DK/WIKA/2019 Dated June 12, 2019 concerning Division 
of Supervisory Duties for PT Wijaya Karya Tbk (Persero) 
Board of Commissioners, as follows:
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

bidanG tuGaS
duTies

Imam Santoso Komisaris Utama
President Commissioner 

1. Mengkoordinir segala kegiatan dan pekerjaan terkait tugas-
tugas yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk, termasuk atas tugas 
tertentu dalam rangka pengawasan dan penasihatan yang 
belum tercakup dalam pembagian tugas khusus penetapan 
ini;

2. Bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk dalam 
penyampaian secara tertulis hasil segala upaya, kegiatan, 
dan pekerjaan pengawasan serta penasihatan tersebut atas 
kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai 
Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh 
Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk;

3. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Usaha 
Sipil Umum dan Bangunan Gedung;

4. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar 
lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk;

5. Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk 
kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran 
Dasar, dan atau Keputusan RUPS.

1.	 Coordinating	all	activities	and	work	related	to	the	PT	Wijaya	
Karya	Tbk.	Board	of	Commissioners’	tasks,	including	tasks	related	
to	supervision	and	advising	that	have	not	been	included	in	their	
specific	job	descriptions;

2.	 Acting	for	and	on	behalf	of	the	PT	Wijaya	Karya	Tbk.	Board	
of	Commissioners	regarding	the	Board	of	Directors	written	
submission	of	results	related	to	their	efforts,	activities,	and	
supervisory and advisory work on management policies, 
management proceedings

3.	 Supervising and advising on General Civil and Building 
Construction;

4.	 Coordinating	cross-sectoral	and	relations	between	institutions	for	
the	benefit	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk;

5.	 Carrying	out	efforts,	activities,	and	other	work	for	the	benefit	of	
PT	Wijaya	Karya	Tbk	so	long	as	it	does	not	conflict	with	the	laws	
and	regulations,	Company	regulations,	Articles	of	Association,	
and	/	or	GMS	Resolutions.

Edy Sudarmanto Komisaris
Commissioner

1. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Usaha 
Luar Negeri, Bangunan Gedung, dan Investasi;

2. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar 
lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk;

3. Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk 
kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran 
Dasar, dan atau Keputusan RUPS;

4. Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris 
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya.

1.	 Supervising and advising on Overseas, Building Construction and 
Investments;

2.	 Coordinating	cross-sectoral	and	relations	between	institutions	for	
the	benefit	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk;

3.	 Carrying	out	efforts,	activities,	and	other	work	for	the	benefit	of	
PT	Wijaya	Karya	Tbk	so	long	as	it	does	not	conflict	with	the	laws	
and	regulations,	Company	regulations,	Articles	of	Association,	
and	/	or	GMS	Resolutions;

4.	 As	a	member	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners,	
report	all	efforts,	work	and	activities	to	the	President	
Commissioner.
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bidanG tuGaS
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Freddy R. Saragih Komisaris
Commissioner

1. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang 
Keuangan dan Legal;

2. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar 
lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk;

3. Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk 
kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran 
Dasar, dan atau Keputusan RUPS;

4. Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris 
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya.

1.	 Supervising	and	advising	on	Financial	and	Legal;
2.	 Coordinating	cross-sectoral	and	relations	between	institutions	for	

the	benefit	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk;
3.	 Carrying	out	efforts,	activities,	and	other	work	for	the	benefit	of	

PT	Wijaya	Karya	Tbk	so	long	as	it	does	not	conflict	with	the	laws	
and	regulations,	Company	regulations,	Articles	of	Association,	
and	/	or	GMS	Resolutions;

4.	 As	a	member	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners,	
report	all	efforts,	work	and	activities	to	the	President	
Commissioner.

Satya Bhakti Parikesit Komisaris
Commissioner

1. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang 
Manajemen Risiko;

2. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar 
lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk;

3. Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk 
kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran 
Dasar, dan atau Keputusan RUPS;

4. Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris 
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya. 

1.	 Supervising	and	advising	on	Risk	Management;
2.	 Coordinating	cross-sectoral	and	relations	between	institutions	for	

the	benefit	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk;
3.	 Carrying	out	efforts,	activities,	and	other	work	for	the	benefit	of	

PT	Wijaya	Karya	Tbk	so	long	as	it	does	not	conflict	with	the	laws	
and	regulations,	Company	regulations,	Articles	of	Association,	
and	/	or	GMS	Resolutions;

4.	 As	a	member	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners,	
report	all	efforts,	work	and	activities	to	the	President	
Commissioner.
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

bidanG tuGaS
duTies

Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen
Independent Commissioner

1. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Usaha 
Industrial Plant dan Powerplant & Energi;

2. Mengkoordinir kegiatan Komite Audit Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk;

3. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar 
lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk;

4. Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk 
kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran 
Dasar, dan atau Keputusan RUPS;

5. Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris 
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya.

1.	 Supervising and advising on Industrial Plant and Powerplant & 
Energy;

2.	 Coordinating	the	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Audit	Committee	activities;
3.	 Coordinating	cross-sectoral	and	relations	between	institutions	for	

the	benefit	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk;
4.	 Carrying	out	efforts,	activities,	and	other	work	for	the	benefit	of	

PT	Wijaya	Karya	Tbk	so	long	as	it	does	not	conflict	with	the	laws	
and	regulations,	Company	regulations,	Articles	of	Association,	
and	/	or	GMS	Resolutions;

5.	 As	a	member	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners,	
report	all	efforts,	work	and	activities	to	the	President	
Commissioner.

Achmad Hidayat Komisaris Independen
Independent Commissioner

1. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Quality, 
Safety,	Health, dan Environment (QSHE) serta Bidang Human 
Capital dan Pengembangan;

2. Mengkoordinir kegiatan Komite Nominasi, Remunerasi, dan 
Good Corporate Governance (GCG) Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk;

3. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar 
lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk;

4. Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk 
kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran 
Dasar, dan atau Keputusan RUPS;

5. Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris 
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya.

1.	 Supervising	and	advising	on	Quality,	Safety,	Health,	and	
Environment	(QSHE)	and	Human	Capital	and	Development;

2.	 Coordinating	the	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Nomination,	
Remuneration,	and	Good	Corporate	Governance	(GCG)	
Committee activities;

3.	 Coordinating	cross-sectoral	and	relations	between	institutions	for	
the	benefit	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk;

4.	 Carrying	out	efforts,	activities,	and	other	work	for	the	benefit	of	
PT	Wijaya	Karya	Tbk	so	long	as	it	does	not	conflict	with	the	laws	
and	regulations,	Company	regulations,	Articles	of	Association,	
and	/	or	GMS	Resolutions;

5.	 As	a	member	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners,	
report	all	efforts,	work	and	activities	to	the	President	
Commissioner.
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Illiana Arifiandi Komisaris Independen
Independent Commissioner

1. Melakukan pengawasan dan penasihatan atas Bidang Usaha 
Sipil Umum dan Pemasaran;

2. Melakukan koordinasi lintas sektoral dan hubungan antar 
lembaga untuk kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk;

3. Melaksanakan upaya, kegiatan, dan pekerjaan lainnya untuk 
kepentingan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan 
peraturan perundangan, peraturan Perusahaan, Anggaran 
Dasar, dan/atau Keputusan RUPS;

4. Selaku anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk, melaporkan kepada Komisaris 
Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
segala upaya, pekerjaan, dan kegiatannya.

1.	 Supervising and advising on General Civil Business and 
Marketing;

2.	 Coordinating	cross-sectoral	and	relations	between	institutions	for	
the	benefit	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk;

3.	 Carrying	out	efforts,	activities,	and	other	work	for	the	benefit	of	
PT	Wijaya	Karya	Tbk	so	long	as	it	does	not	conflict	with	the	laws	
and	regulations,	Company	regulations,	Articles	of	Association,	
and/or	GMS	Resolutions;

4.	 As	a	member	of	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners,	
report	all	efforts,	work	and	activities	to	the	President	
Commissioner.

kePUtUsan yanG PerlU 
menDaPat PersetUjUan 
Dewan komisaris

Dokumen yang menjelaskan tentang Keputusan yang 
perlu mendapat Persetujuan Dewan Komisaris adalah 
Surat No. 15/DK/WIKA/2019 tanggal 07 Februari 2019 
perihal Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria 
Kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang 
Saham Seri A Dwiwarna PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

ProGram PenGenalan 
PerUsahaan BaGi 
komisaris BarU

Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugas dengan 
efektif, maka anggota Dewan Komisaris harus mengenal 
dan memahami dengan baik profil perusahaan termasuk 
karakteristik dan proses bisnis Perseroan. Selain itu, agar 
Dewan Komisaris dapat bekerja selaras dengan organ 
Perseroan yang lain, maka bagi Anggota Dewan Komisaris 
yang baru diangkat akan diberikan Program Pengenalan.

Decisions that neeD BoarD oF 
commissioners’ aPProval

Explanations pertaining to decisions that need to be 
approved by the Board of Commissioners are included 
in Letter No. 15/DK/WIKA/2019 dated February 7, 2019 
concerning Approval of Proposed Limits and / or Criteria 
for PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Board of Directors, 
Board of Commissioners and Series A Dwiwarna 
Shareholders Authority.

new commissioners’ 
orientation ProGram 

To effectively perform their functions and duties, 
members of the Board of Commissioners must be 
familiar with and understand the Company profile, 
including the Company’s characteristics and business 
processes. In addition, for the Board of Commissioners 
to work in harmony with other Company’s bodies, 
the newly appointed Commissioners will be given an 
Orientation Program.
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Program pengenalan yang  diberikan  berupa  presentasi, 
pertemuan, kunjungan ke fasilitas Perseroan, kunjungan 
ke Kantor Wilayah dan Kantor Cabang atau program 
lainnya. Tanggung jawab pengadaan program pengenalan 
ini berada pada Komisaris Utama atau jika Komisaris 
Utama berhalangan, maka tanggung jawab pelaksanaan 
program pengenalan berada pada Direktur Utama.

Program pengenalan yang diberikan kepada anggota 
Dewan Komisaris, antara lain akan meliputi hal-hal 
sebagai berikut: 
1. Prinsip-prinsip dan implementasi Good Corporate 

Governance; 
2. Gambaran Perusahaan berkaitan dengan tujuan, 

sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, 
strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka 
panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-
masalah strategis lainnya; 

3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang 
didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan 
kebijakan pengendalian internal serta komite audit; 

4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab 
Komisaris dan Direksi; 

5. Berbagai Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku serta Kebijakan Perusahaan.

Program Orientasi bagi Dewan Komisaris dilaksanakan 
melalui Mekanisme Rapat yaitu Rapat Internal Dewan 
Komisaris pada tanggal 15 April 2019 dan tanggal 16 Mei 
2019, serta Kunjungan/Tinjauan ke Proyek.

PenGelolaan BentUran 
kePentinGan Dewan komisaris

Benturan kepentingan Dewan Komisaris adalah suatu 
kondisi tertentu di mana kepentingan individual anggota 
Dewan Komisaris berpotensi untuk bertentangan dengan 
kepentingan Perseroan untuk meraih laba, meningkatkan 
nilai Perseroan, mencapai visi dan menjalankan misi 
Perseroan serta melaksanakan keputusan Rapat Umum 
Pemegang Saham.

Dewan Komisaris WIKA mematuhi Peraturan Bapepam 
Nomor IX.E.I tentang Benturan Kepentingan Transaksi 
Tertentu. Beberapa prinsip yang dianut untuk mencegah 
terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan 
yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1. Dewan Komisaris selalu menghindari adanya benturan 

kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Dewan 
Komisaris tidak akan memanfaatkan jabatan untuk 
kepentingan pribadi atau untuk kepentingan orang 
atau pihak lain yang terkait. 

The program includes presentations, meetings, visits to 
the Company’s facilities, Regional Offices and Branch 
Offices, and other programs. The responsibility for 
organizing this introduction program is the President 
Commissioner, or if absent, then the responsibility passes 
to the President Director.

The orientation program given to members of the Board 
of Commissioners includes:

1. The principles and implementation of Good 
Corporate Governance;

2. A Company overview related to the objectives, 
nature, scope of activities, financial and operating 
performance, strategies, short-term and long-term 
business plans, competitive position, risks and other 
strategic issues;

3. Information related to delegated authorities, internal 
and external audits, internal control systems and 
policies, and the audit committee;

4. Information on the Commissioners and Directors 
duties and responsibilities;

5. Prevailing laws and regulations and Company policies.

The Board of Commissioners’ Orientation Program was 
carried out through the Meeting Mechanism, namely 
the Board of Commissioners’ Internal Meetings on April 
15, 2019 and May 16, 2019, and a Project Visit / Review.

manaGement oF BoarD 
oF commissioners’ 
conFlicts oF interest 

Conflict of interests within the Board of Commissioners 
pertains to conditions where the individual interests 
of a member of the Board of Commissioners has a 
potential conflict with the Company’s profitability, 
value achievement, vision and mission, GMS decisions’ 
implementation.

WIKA’s Board of Commissioners complies with Bapepam 
Regulation Number IX.E.I regarding Conflicts of Interest in 
Certain Transactions. The principles adopted to prevent 
conflicts of interest and the continued implications that 
often arise include:

1. The Board of Commissioners must avoid any conflict 
of interest in carrying out their duties. The Board 
of Commissioners will not use their position for 
personal interests or for the benefit of other people 
or other parties.
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2. Dewan Komisaris harus menghindari setiap aktivitas 
yang dapat mempengaruhi independensinya dalam 
tugas pengawasan Perseroan. 

3. Dewan Komisaris berkewajiban mengisi Daftar 
Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan 
atau keluarganya pada perusahaan lain. 

4. Apabila terjadi benturan kepentingan, maka 
harus diungkapkan, dan Dewan Komisaris yang 
bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam 
proses pengambilan keputusan Perseroan. 

5. Dewan Komisaris berkewajiban membuat pernyataan 
mengenai benturan kepentingan terhadap 
hal-hal yang termaktub dalam Rencana Kerja dan 
Anggaran Perusahaan.

kePemilikan saham 
Dewan komisaris

WIKA menyelenggarakan Daftar Khusus bagi seluruh 
anggota Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk 
komitmen dalam menghindari aktivitas yang berpotensi 
menimbulkan benturan kepentingan. Daftar Khusus 
tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota 
Dewan Komisaris dan keluarga di Perseroan dan 
perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham Dewan 
Komisaris disajikan dalam tabel berikut:

nama
NAme

Jabatan
posTioN

kePemilikan Saham
shAreholdiNg

Wika

Imam Santoso Komisaris Utama
President Commissioner

Nihil
Nil

Edy Sudarmanto Komisaris
Commissioner

Nihil
Nil

Freddy R. Saragih Komisaris
Commissioner

Nihil
Nil

Satya Bhakti Parikesit Komisaris
Commissioner

Nihil
Nil

Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nihil
Nil

Achmad Hidayat Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nihil
Nil

Illiana Arifiandi Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nihil
Nil

2. The Board of Commissioners must avoid any activity 
that can affect its independence in the Company’s 
supervisory duties.

3. The Board of Commissioners is obliged to complete 
a Special Register showing their ownership of shares 
and / or their families in other companies.

4. If there is a conflict of interest, it must be disclosed, 
and the Board of Commissioners concerned must not 
involve themselves in the decision-making process.

5. The Board of Commissioners is obliged to make 
statements regarding conflicts of interest related 
to matters contained in the Company’s Work Plan 
and Budget.

BoarD oF commissioners’ 
share ownershiP

WIKA holds a Special Register for all members of the Board 
of Commissioners, as a form of commitment to avoid any 
activities that may have the potential to cause conflicts 
of interest. The Special Register contains information on 
share ownership in the Company and other companies 
by members of the Board of Commissioners and their 
families. Details of the Board of Commissioners’ Share 
Ownership are shown in the following table:Board of 
Commissioners’ Concurrent Positions Policy
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keBijakan ranGkaP jaBatan 
Dewan komisaris

Berdasarkan Board Manual, Anggota Dewan Komisaris 
dilarang memangku jabatan rangkap sebagai: 

1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara lain, 
Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta.
 

2. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, pengurus partai politik dan/
atau calon/anggota legislatif. 

3. J abatan  la in  yang  dapat  menimbulkan 
benturan kepentingan.

nama
NAme

Jabatan
posTioN

Jabatan Pada PeruSahaan/
inStanSi  lain

posiT ioN iN  oTher CompANies  /  AgeNCies

nama PeruSahaan/inStanSi  lain
NAme of  oTher CompANies  /  AgeNCies

Imam Santoso Komisaris Utama
President Commissioner

• Widyaiswara Utama
• Main Lecturer 
•	 Staff	khusus	
•	 Special	Staff	

• Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat 

• Ministry of Public Works and Public 
Housing 

•	 Kementerian	Pekerjaan	Umum	dan	
Perumahan	Rakyat	

•	 Ministry of Public Works and Public 
Housing

Edy Sudarmanto Komisaris
Commissioner

Staf Khusus 
Special	Staff

Badan Intelijen Negara
State	Intelligence	Agency

Freddy R. Saragih Komisaris
Commissioner

Nihil 
Nil

Nihil 
Nil

Satya Bhakti Parikesit Komisaris
Commissioner

Deputi Bidang Perekonomian
Deputy	for	Economy

Sekretariat Kabinet
Cabinet Secretariat

Suryo Hapsoro Tri Utomo Komisaris Independen
Independent Commissioner

• Wakil Ketua Board of Advisory
• Komite Audit
•	 Deputy	Chair	of	the	Board	of	Advisory
•	 Audit	Committee

Institut Teknologi Yogyakarta 
Universitas Gadjah Mada

Achmad Hidayat Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nihil 
Nil

Nihil 
Nil

Illiana Arifiandi Komisaris Independen
Independent Commissioner

Nihil 
Nil

Nihil 
Nil

hUBUnGan aFiliasi anGGota 
Dewan komisaris, Direksi Dan 
PemeGanG saham PenGenDali

Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak 
memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan 
Komisaris lainnya, Direksi dan Pemegang Saham, 
sebagaimana tercermin dalam tabel berikut:

BoarD oF commissioners’ 
concUrrent Positions Policy

As stated in the Board Manual, Members of the Board of 
Commissioners are prohibited from holding concurrent 
positions as:
1. Members of the Board of Directors of other State-

Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, 
Privately Owned Enterprises.

2. Other positions based on the provisions of the laws 
and regulations, political party management and / or 
candidates / legislative members.

3. Other positions that may lead to a conflict of interest.

memBers oF the BoarD oF 
commissioners, BoarD oF 
Directors anD controllinG 
shareholDers aFFiliations

No members of the Company’s Board of Commissioners 
have affiliations with other members of the Board 
of Commissioners, the Board of Directors or the 
Shareholders, as shown in the following table:
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hubunGan keuanGan denGan
f iNANCiAl  relAT ioNship  wiTh

hubunGan keluarGa denGaN
fAmiliAl  relAT ioNship  wiTh hubunGan 

kePenGuruSan
busiNess 

relAT ioNship

deWan 
komiSariS

boArd of 
CommissioNers

direkSi
boArd of 
direCTors

PemeGanG 
Saham

shAreholders

deWan 
komiSariS

boArd of 
CommissioNers

direkSi
boArd of 
direCTors

PemeGanG 
Saham

shAreholders

Ya tidak Ya tidak Ya tidak Ya tidak Ya tidak Ya tidak Ya tidak

Imam Santoso Komisaris 
Utama
President 
Commissioner

√ √ √ √ √ √ √

Edy 
Sudarmanto 

Komisaris
Commissioner

√ √ √ √ √ √ √

Freddy R. 
Saragih

Komisaris
Commissioner

√ √ √ √ √ √ √

Satya Bhakti 
Parikesit  

Komisaris
Commissioner

√ √ √ √ √ √ √

Suryo Hapsoro 
Tri Utomo

Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

√ √ √ √ √ √ √

Achmad 
Hidayat

Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

√ √ √ √ √ √ √

Illiana Arifiandi Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

√ √ √ √ √ √ √

kePUtUsan, rekomenDasi 
Dan Pelaksanaan tUGas 
Dewan komisaris

1. Keputusan, Rekomendasi dan Pelaksanaan Tugas 
Dewan Komisaris adalah sesuai dengan: 
a. Surat Nomor : 15/DK/WIKA/2019 tanggal 07 

Februari 2019 perihal Persetujuan Usulan Batasan 
dan/atau Kriteria Kewenangan Direksi, Dewan 
Komisaris dan Pemegang Saham Seri A Dwiwarna 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

b. Keputusan dan Rekomendasi melalui Surat Keluar 
Dewan Komisaris Tahun 2019:
• Hibah Dana Program Kemitraan kepada PT 

Permodalan Nasional Madani (“PT PNM”) 
sebagai BUMN Khusus.

• Pemberian Dana Talangan kepada PT Pilar 
Sinergi BUMN Indonesia.

• Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) mengenai 
Penunjukan Bapak Imam Santoso, Komisaris 
Utama Perseroan, sebagai Pimpinan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 
Perseroan, yang diadakan pada hari Senin 28 
Januari 2019 di Gedung WIKA.

BoarD oF commissioners’ 
Decisions, recommenDations 
anD imPlementation

1. Board of Commissioners’ Decisions, Recommendations 
and Implementation complied with:
a. Letter Number: 15/DK/WIKA/2019 dated February 

7, 2019 concerning Approval of Proposed Limits 
and / or Criteria for PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 
Board of Directors, Board of Commissioners and 
Series A Dwiwarna Shareholders Authority.

b. Decisions and Recommendations through Board 
of Commissioners Letters in 2019:
• Partnership Program Funds to PT Permodalan 

Nasional Madani (“PT PNM”) as a Special SOE.

• Provision of Bailout Funds to PT Pilar Sinergi 
BUMN Indonesia.

• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“the Company”) 
Board of Commissioners’ Decision regarding 
the Appointment of the Company’s President 
Commissioner Imam Santoso, as Chairman of 
the Company’s Extraordinary General Meeting 
of Shareholders (EGMS), held on Monday 
January 28, 2019 at WIKA Building.
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• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur 
Keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk.

• Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham Luar Biasa PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk (“Perseroan”).

• Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT 
WIKA Realty (Anak Perusahaan PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk.

• Persetujuan Usulan Batasan dan/atau Kriteria 
Kewenangan Direksi, Dewan Komisaris dan 
Pemegang Saham Seri A Dwiwarna PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk.

• Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur 
Keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/”WIKA”

• Usulan Bakal Calon Direktur Keuangan PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• Penambahan Setoran Modal Perseroan dalam 
PT Wijaya Karya Industri Energi (PT WINNER)

• Pembukaan Kantor Cabang di Dubai (UAE), 
Taiwan (Republik China), dan Republik Niger.

• Penyaluran Dana PK melalui BUMN Khusus.
• Pengangkatan Direktur Operasi PT WIKA 

Industri dan Konstruksi (Anak Perusahaan PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• Pengangkatan Anggota-anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi PT WIKA Bangunan 
Gedung Tbk (Anak Perusahaan PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk.

• Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) mengenai 
Penunjukan Bapak Imam Santoso, Komisaris 
Utama Perseroan, sebagai Pimpinan Rapat 
Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 
Perseroan, yang diadakan pada hari Senin 25 
Maret 2019 di Gedung WIKA.

• Perubahan Penggunaan Dana Setoran Modal 
PT Wijaya Karya Realty Tbk/“PT WIKA Realty”.

• Pengangkatan Anggota-anggota Dewan 
Komisaris dan Direksi PT WIKA Beton Tbk (Anak 
Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• Pelaksanaan Divestasi  Kepemil ikan 
Saham Perseroan pada PT Jasamarga 
Surabaya Mojokerto.

• Arahan dan Masukan Dewan Komisaris atas 
Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang 
Saham Tahunan (“RUPST”) Tahun Buku 2018 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”).

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Board of Commissioners’ Decree regarding 
the Appointment of the Corporate Finance 
Director of PT Wijaya Karya Tbk.

• Implementation Plans for the PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk (“the Company”) Extraordinary 
General Meeting of Shareholders.

• Appointment of PT WIKA Realty (a subsidiary 
of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk as Members 
of the Board of Commissioners.

• Proposed Limits and / or Criteria for PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk Board of Directors, Board 
of Commissioners and Series A Dwiwarna 
Shareholders Authority

• Appointment of Acting Finance Director of PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk / “WIKA”

• Proposed Candidates for Finance Director of 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• Increase in the Company’s Capital Deposit in 
PT Wijaya Karya Industri Energi (PT WINNER)

• Opening Branch Offices in Dubai (UAE), Taiwan 
(Republic of China), and Republic of Niger.

• Distribution of PK funds through special SOEs.
• Appointment of Operations Director of PT 

WIKA Industri and Construction (a subsidiary 
of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

• Appointment of Members for PT WIKA 
Bangunan Gedung Tbk (a subsidiary of 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Board of 
Commissioners and Board of Directors.

• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“the Company”) 
Board of Commissioners Decision regarding 
the Appointment of the Company’s President 
Commissioner Imam Santoso, as Chairman of 
the Company’s Extraordinary General Meeting 
of Shareholders (EGMS), held on Monday 
March 25, 2019 at the WIKA Building.

• Change in Use of PT Wijaya Karya Realty Tbk / 
“PT WIKA Realty” Capital Deposit Funds.

• Appointment of Members for PT WIKA Beton 
Tbk (a subsidiary of PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk Board of Commissioners and Board 
of Directors.

• Implementation of Divestment of Company 
Share Ownership in  PT Jasamarga 
Surabaya Mojokerto.

• The Board of Commissioners’ Directive and 
Input on the Plan for Conducting the PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk (“the Company”) 
2018 Annual General Meeting of Shareholders 
(“AGMS”).
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• Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk Tahun 2018.

• Tanggapan Dewan Komisaris atas Kinerja 
Tahun Buku 2018 dan Agenda RUPS Tahunan 
Tahun Buku 2018.

• Keputusan Dewan Komisaris PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk (“Perseroan”) mengenai 
Penunjukan Bapak Imam Santoso, Komisaris 
Utama Perseroan, sebagai Pimpinan Rapat 
Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 
Perseroan Tahun Buku 2018, yang diadakan 
pada hari Selasa 30 April 2019 di Hotel Pullman.

• Usulan Penunjukan Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar 
dan Rekan (RSM Indonesia) untuk Audit 
atas Laporan Keuangan PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk/“WIKA” dan Konsolidasian Tahun 
Buku 2019.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya Tbk.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota 
Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good 
Corporate Governance (GCG) Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

• Usulan dan Keputusan Penetapan Remunerasi 
Direksi dan Dewan Komisaris PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk Tahun 2019 dan Tantiem Kinerja 
Usaha Tahun 2018.

• Tanggapan Dewan Komisaris atas Perubahan 
Proyek Peruntukan Dana Penyertaan Modal 
Negara (PMN).

• Penetapan Pengurus Anak Perusahaan PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk/(Perseroan).

• Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan 
Manajemen Perusahaan Tr iwulan I 
Tahun 2019 Persetujuan Pengangkatan 
Sekretaris Perusahaan.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Pembagian Bidang Tugas Pengawasan Dewan 
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya Tbk.

• Report on the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 
Board of Commissioners Implementation of 
Supervisory Duties in 2018.

• The Board of Commissioners’ Response to the 
2018 Fiscal Year Performance and the 2018 
Fiscal Year Annual GMS Agenda.

• PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (“the Company”) 
Board of Commissioners Decision regarding 
the Appointment of the Company’s President 
Commissioner Imam Santoso, Chairman 
of the Company’s Annual General Meeting 
of Shareholders (Fiscal Year 2018), held on 
Tuesday 30 April 2019 at the Pullman hotel.

• Proposed Appointment of Amir Abadi Jusuf, 
Aryanto, Mawar and Partners (RSM Indonesia) 
Public Accountant Firm (KAP) to Audit PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk / “WIKA” Financial and 
Consolidated Statements for Fiscal Year2019.

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Company’s Board of Commissioners’ Decree 
regarding the PT Wijaya Karya Tbk Board of 
Commissioners Division of Supervisory Duties.

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Company’s Board of Commissioners’ Decree 
regarding the Dismissal and Appointment 
of Members of the PT Wijaya Karya Tbk 
Nomination, Remuneration and Good 
Corporate Governance (GCG) Committee of 
the Company’s.

• Proposals and Decisions on Determining 
the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Board of 
Directors and Board of Commissioners 2019 
Remuneration and Business Performance 
Tantiem for 2018.

• Board of Commissioners Response to Changing 
the State Capital Participation Funds Allocation 
Project (PMN).

• Determining the PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk / (the Company) Subsidiary Management.

• Board of Commissioners’ Response to the 
2019 Quarterly Corporate Management Report 
Corporate Secretary Appointment Agreement

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Board of Commissioners’ Decree regarding the 
PT Wijaya Karya Tbk Board of Commissioners 
Division of Supervisory Duties.
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• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Perubahan Keputusan Dewan Komisaris 
Nomor : 104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam 
Komite Nominasi, Remunerasi, dan Good 
Corporate Governance (GCG) Perusahaan 
Perseroan (Persero)  PT Wijaya Karya Tbk.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, 
Remunerasi, dan Good Corporate Governance 
(GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya Tbk.

• Persetujuan Ijin Cuti Direktur Utama.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Pemberhentian dan Pengangkatan Staf 
Sekretariat Dewan Komisaris Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat 
Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk.

• Kerja Sama Pendayagunaan Aset milik 
PT Kereta Api Indonesia (Persero) di 
Laswi Bandung.

• Perubahan Komposisi Kepemilikan Saham 
Perseroan di PT Citra Marga Lintas Jabar.

• Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan 
Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk sampai dengan Semester I Tahun 2019.

• Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan 
Manajemen Perusahaan Triwulan I I 
Tahun 2019.

• Pemberian Fasilitas Non	Cash	Loan kepada PT 
Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Pedoman dan Tata Tertib Rapat Dewan 
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk.

• Penambahan Setoran Modal PT WIKA Industri 
dan Konstruksi dan Perubahan RKAP tentang 
Plafon Pinjaman PT WIKA Industri dan 
Konstruksi (“PT WIKON”).

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Board of Commissioners’ Decree regarding 
Amendment to Board of Commissioners’ 
Decree No. 104/DK/WIKA/2018 concerning PT 
Wijaya Karya Tbk Nomination, Remuneration 
and Good Corporate Governance (GCG) 
Committee Charter.

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya 
Tbk Board of Commissioners’ Decree on 
Appointment of members to the PT Wijaya 
Karya Tbk Nomination, Remuneration and 
Good Corporate Governance (GCG) Committee

• Approval of the President Director’s 
Leave Permit.

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Board of Commissioners’ Decree regarding the 
Dismissal and Appointment of PT Wijaya Karya 
Tbk Board of Commissioners’ Secretariat Staff.

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Board of Commissioners’ Decree regarding 
the Appointment of Members to the PT Wijaya 
Karya Tbk Audit Committee.

• Cooperation on Utilization of Assets owned 
by PT Kereta Api Indonesia (Persero) in 
Laswi Bandung.

• Changes in the Company’s Share Ownership 
in PT Citra Marga Lintas Jabar.

• Report on the Implementation of PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk Board of Commissioners’ 
Supervisory Duties for Semester I of 2019.

• Board of Commissioners’ Response to the 2019 
Quarterly Corporate Management Report.

• Provision of Non Cash Loan Facilities to PT 
Pembangunan Perumahan Semarang Demak.

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Board of Commissioners’ Decree regarding 
Guidelines and Rules of Procedure for PT 
Wijaya Karya Tbk Board of Commissioners’ 
Meetings.

• Increase in PT WIKA Industri dan Konstruksi 
Capital Deposit and RKAP Changes in PT WIKA 
Industri and Construction Loan Ceiling (“PT 
WIKON”).
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• Perubahan Penggunaan Dana Setoran Modal 
pada PT Wijaya Karya Realty.

• Penetapan Dewan Komisaris PT WIKA Rekayasa 
Konstruksi dan Direksi PT WIKA Bitumen.

• Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan 
Manajemen Perusahaan Triwulan II I 
Tahun 2019.

• Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran 
Dewan Komisaris PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk/“WIKA” Tahun 2020.

• Perubahan RKAP 2019 terkait Plafond atas 
Pemberian Pinjaman Cash	Loan	dan	Non	Cash	
Loan kepada Anak Perusahaan Perseroan. 

• Penambahan Modal Perseroan dalam PT 
Wijaya Karya Industri dan Konstruksi.

• Surat Keputusan dan Salinan Surat Keputusan 
Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk tentang 
Kebijakan Pengawasan dalam Pelaksanaan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada Perusahaan 
Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk.

mekanisme PenGUnDUran 
Diri Dan PemBerhentian 
Dewan komisaris

Mekanisme pengunduran diri dan pemberhentian Dewan 
Komisaris adalah sebagai berikut: 
1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 

untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang 
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan 
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (ke 
lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun 
demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS tersebut 
untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris 
tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya 
berakhir jika para anggota Dewan Komisaris tersebut 
memenuhi salah satu atau lebih alasan namun tidak 
terbatas pada: 
a. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 
b. Tidak melaksanakan ketentuan Peraturan 

Perundang-undangan dan/atau ketentuan 
Anggaran Dasar; 

c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan 
dan/atau Negara; 

d. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; 
atau 

e. Mengundurkan diri.
Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan 
Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh 
RUPS untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

• Change in Use of Capital Deposit Funds at PT 
Wijaya Karya Realty.

• Determination of PT WIKA Rekayasa Konstruksi 
Board of Commissioners and Board of 
Directors of PT WIKA Bitumen.

• Response of the Board of Commissioners’ 
Quarterly Corporate Management Report 2019.

• Submission of 2020Work Plan and Budget by 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk / “WIKA” Board 
of Commissioners.

• Amendments to RKAP 2019 related to the 
ceiling for the Provision of Cash Loans and 
Non-Cash Loans to the Company’s Subsidiaries.

• Increase in the Company’s capital in PT Wijaya 
Karya Industri dan Konstruksi.

• Decree and transcript of PT Wijaya Karya Tbk 
Board of Commissioners Decree regarding 
Supervisory Policy for Implementation of Good 
Corporate Governance in PT Wijaya Karya Tbk.

BoarD oF commissioners’ 
resiGnation anD 
Dismissal mechanism 

The resignation and dismissal mechanism for the Board 
of Commissioners is as follows:
1. The term of office for a member of the Board of 

Commissioners is for a period commencing from the 
date determined by the GMS that appointed them, 
and ends at the close of the 5th (fifth) AGMS after 
the date of their appointment, however this does not 
diminish the right of the GMS to dismiss the member 
of the Board of Commissioners before the end of their 
term of office if the member meets one or more, but 
not limited to the following reasons:

a. cannot perform their duties properly;
b. has not followed the provisions of the laws and 

regulations and / or the Articles of Association;

c.  has been involved in actions that are detrimental 
to the Company and / or the State;

d. has been found guilty by a court decision that has 
permanent legal power; or

e. has resigned.
Upon the expiry of their term members of the 
Board of Commissioners may be re-appointed by 
the GMS for 1 (one) more term of office.
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2. Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan 
Komisaris sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas, 
anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh 
RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat 
oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 

3. Keputusan pemberhentian karena alasan 
sebagaimana dimaksud pada butir 1 a, b, dan c 
di atas, diambil setelah yang bersangkutan diberi 
kesempatan membela diri. Pemberhentian karena 
alasan sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf 
c dan d di atas merupakan pemberhentian dengan 
tidak hormat.

4. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan 
Komisaris lowong atau Perseroan tidak mempunyai 
seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka RUPS 
harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 
90 (sembilam puluh) hari kalender setelah terjadi 
lowongan, untuk mengisi lowongan tersebut; 

5. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: 

a. Pengunduran dirinya efektif sebagaimana 
memenuhi ketentuan Anggaran Dasar; 

b. Meninggal dunia; 
c. Masa jabatannya berakhir; 
d. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan /atau tidak 

lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 
Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 
anggota Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku. 

6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan 
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan 
Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) orang, 
maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah 
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota 
Dewan Komisaris yang baru sehingga Perseroan 
memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota 
Dewan Komisaris. 

7. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti 
sebelum maupun setelah masa jabatannya 
berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, 
maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab 
atas tindakan-tindakannya yang belum diterima 
pertanggungjawabannya oleh RUPS.

2. In addition to the reasons for dismissing members 
of the Board of Commissioners referred to in point 
1 above, members of the Board of Commissioners 
may be dismissed by the GMS based on other reasons 
deemed appropriate by the GMS for the interests and 
objectives of the Company.

3. Dismissal decisions for reasons as referred to in 
points 1 a, b, and c above, are taken after the person 
concerned has been given the opportunity to defend 
themself. Dismissal for the reasons referred to in 
points 1 letters c and d above result in dismissal 
with disrespect.

4. If for some reason the position of a member of 
the Board of Commissioners is vacant, or the 
Company does not have a member of the Board of 
Commissioners, a GMS must be held no later than 
90 (ninety) calendar days after the vacancy occurs, 
to fill the vacancy;

5. The position of member of the Board of Commissioners 
ends if:
a. Their resignation becomes effective as per the 

provisions of the Articles of Association;
b. They pass away;
c. Their term in office ends;
d. Dismissed by the GMS; and / or no longer fulfills 

the requirements as a member of the Board of 
Commissioners based on the prevailing laws and 
regulations. ;

e. They can no longer fulfill the requirements as a 
member of the Board of Commissioners based 
on the prevailing laws and regulations.

6. In the event that a member of the Board of 
Commissioners resigns and causes the number of 
members of the Board of Commissioners to be less 
than 2 (two) people, the resignation is valid when it has 
been determined by the GMS, and a new member of 
the Board of Commissioners has been appointed, so 
the Company meets the minimum requirements for 
the number of members of the Board Commissioner.

7. For members of the Board of Commissioners who 
resign before and after their term of office expires, 
except due to death, the person remains responsible 
for their actions until their resignation has been 
accepted by the GMS.
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KOMISARIS INDEPENDEN
independent Commissioners

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan 
komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, 
kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan 
keluarga dengan anggota Dewan komisaris, anggota 
Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau 
dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau 
menghambat posisinya untuk bertindak independen 
sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Komisaris Independen 
bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan 
juga mewakili kepentingan pemegang saham minoritas.

Pengangkatan Komisaris Independen diatur dalam 
Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan 
Dewan komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

komPosisi Dan keanGGotaan 
komisaris inDePenDen 
Dalam sUsUnan Dewan 
komisaris Perseroan

Sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014, 
komposisi Dewan komisaris haruslah minimal 30% 
dari jumlah keseluruhan anggota Dewan komisaris. Di 
akhir tahun 2019, Perseroan memiliki 3 (tiga) Komisaris 
Independen dari total 7 (tujuh) anggota Dewan Komisaris 
atau setara dengan 43%. Dengan demikian, komposisi 
Komisaris Independen WIKA telah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun 
Komisaris Independen Perseroan adalah: 

nama
NAme

Periode Jabatan dan maSa Jabatan
period ANd Term of  offiCe

Suryo Hapsoro Tri Utomo Periode pertama untuk masa jabatan 24 April 2018 – RUPS Tahunan 2023. Diangkat sebagai 
Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 24 April 
2018.
First	period,	term	of	office	April	24,	2018	-	Annual	GMS	2023.	Appointed	as	an	Independent	Commissioner	
based	on	the	2017	Fiscal	Year	AGMS	decision	dated	April	24,	2018.

Achmad Hidayat Periode pertama untuk masa jabatan 24 April 2018 – RUPS Tahunan 2023. Diangkat sebagai 
Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 24 April 
2018.
First	period,	term	of	office	April	24,	2018	-	Annual	GMS	2023.	Appointed	as	an	Independent	Commissioner	
based	on	the	2017	Fiscal	Year	AGMS	decision	dated	April	24,	2018.

Independent Commissioners are members of the 
Board of Commissioners who do not have financial, 
management, share ownership and / or familial relations 
with other members of the Board of Commissioners, 
members of the Board of Directors and / or controlling 
shareholders or with companies that may hinder or 
inhibit their position to act independently in accordance 
with the GCG principles. Independent Commissioners 
are responsible for supervising and also representing 
the interests of minority shareholders.

The appointment of Independent Commissioners 
is regulated in OJK Regulation No.33/POJK.04/2014  
concerning Board of Directors and Board of 
Commissioners of Issuers or Public Companies.

inDePenDent commissioners 
comPosition anD memBershiP in 
the BoarD oF commissioners

In accordance with OJK Regulation No.33/POJK.04/2014, 
at least 30% of the total members of the Board of 
Commissioners must be Independent Commissioners. At 
the end of 2019, the Company had 3 (three) Independent 
Commissioners from a total of 7 (seven) members of 
the Board of Commissioners, or 43%. Therefore, WIKA’s 
Independent Commissioner composition is in accordance 
with the prevailing laws and regulations. The Independent 
Commissioners of the Company are:
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nama
NAme

Periode Jabatan dan maSa Jabatan
period ANd Term of  offiCe

Illiana Arifiandi Periode pertama untuk masa jabatan 30 April 2019 – RUPS Tahunan 2024. Diangkat sebagai 
Komisaris Independen berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 30 April 
2019.
First	period,	term	of	office	April	30,	2019	-	Annual	GMS	2024.	Appointed	as	an	Independent	Commissioner	
based	on	the	2018	Fiscal	Year	AGMS	decision	dated	April	30,	2019.

kriteria PenentUan komisaris 
inDePenDen Dan PemenUhannya

Keberadaan Komisaris Independen yang ada di Perseroan 
senantiasa menjamin mekanisme pengawasan berjalan 
secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. Adapun kriteria penentuan Komisaris 
Independen Perseroan sesuai dengan POJK Nomor 33/ 
POJK.04.2014 yaitu: 

no kriteria komiSariS indePenden
iNdepeNdeNT CommissioNers ’  CriTeriA

SurYo 
haPSoro tri 

utomo
achmad 
hidaYat illiana arif iandi

1 Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan 
tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau 
mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu enam bulan terakhir, kecuali 
untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada 
periode berikutnya
Not	a	person	who	works	or	has	had	the	authority	and	responsibility	to	plan,	lead,	
control,	or	supervise	the	Company’s	activities	within	the	last	six	months,	except	
for	reappointment	as	a	Company	Independent	Commissioner	for	the	following	
period.

√ √ √

2 Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada 
Perseroan
Has	no	direct	or	indirect	shareholding	in	the	Company

√ √ √

3 Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan 
Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Perseroan
Has	no	affiliation	with	the	Company,	members	of	the	Board	of	Commissioners,	
members	of	the	Board	of	Directors	or	the	Majority	Shareholders	of	the	Company

√ √ √

4 Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung 
yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan
Has	no	business	relations,	directly	or	indirectly,	with	the	Company's	business	
activities

√ √ √

Berdasarkan tabel di atas, seluruh Komisaris Independen 
WIKA telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Pernyataan inDePenDensi 
komisaris inDePenDen

Seluruh Komisaris Independen WIKA telah membuat 
pernyataan independensi untuk menyatakan status 
independensinya. Pernyataan independensi tersebut 
diperbaharui secara berkala. 

criteria For DetermininG 
inDePenDent commissioners 
anD comPliance

Independent Commissioners exist in the Company to 
ensure that the supervision mechanism runs effectively 
and is in accordance with the laws and regulations. The 
criteria for determining the Company’s Independent 
Commissioners in accordance with POJK Number 33/ 
POJK.04.2014, includes:

Based on the table above, all Independent WIKA 
Commissioners have fulfilled the applicable requirements.

inDePenDent commissioners’ 
statement oF inDePenDence 

All WIKA’s Independent Commissioners have made 
statements of independence and declared their 
independence status. The independence statements 
are updated regularly.
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Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dilakukan melalui 
beberapa macam prosedur, antara lain sebagai berikut: 

Penilaian kinerja Dewan 
komisaris oleh rUPs 

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi setiap tahun oleh 
Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham. 
Secara umum, kinerja Dewan Komisaris ditentukan 
berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 
Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang Saham. 
Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka 
kepada Dewan Komisaris sejak pengangkatannya. Hasil 
evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara 
keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan 
Komisaris secara individual akan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dalam skema kompensasi dan 
pemberian insentif bagi Dewan Komisaris. Hasil evaluasi 
kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara 
individual merupakan salah satu dasar pertimbangan 
bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau 
menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang 
bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris 
baik selaku Dewan maupun individu merupakan sarana 
penilaian serta peningkatan efektivitas Dewan Komisaris.

ProseDUr Pelaksanaan assessment 
kinerja Dewan komisaris 

Kinerja Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang 
Saham melalui RUPS berdasarkan Board Manual dan 
Rencana Kerja (Renja) Dewan Komisaris dan Organ 
Pendukung Dewan Komisaris, yang setiap awal tahun 
ditandatangani oleh seluruh Dewan Komisaris Perseroan. 
Renja ini berisi target-target kinerja Dewan Komisaris. 

The Board of Commissioners’ Performance Assessment 
is carried out using a number of procedures, including:

BoarD oF commissioners’ 
PerFormance assessment 
By the Gms

The Board of Commissioners’ performance is assessed 
annually by the Shareholders at the General Meeting of 
Shareholders, and is generally determined based on the 
duties stated in the prevailing laws and regulations, the 
Articles of Association, and the Shareholders’ mandate. 
Formal assessment criteria are openly communicated 
to the Board of Commissioners on their appointment. 
The results for the Board of Commissioners’ collegial 
assessment and the individual performance assessments 
for each member forms an inseparable part of the 
Board of Commissioners’ compensation scheme and 
incentives. The individual performance assessment for 
each member of the Board of Commissioners is one of 
the considerations for Shareholders to dismiss and / or 
reappoint the members of the Board of Commissioners. 
The Board of Commissioners collegial and individual 
performance assessment results are used as a means of 
evaluating and increasing the Board of Commissioners’ 
effectiveness.

BoarD oF commissioners’ 
PerFormance assessment 
ProceDUre 
The Board of Commissioners’ performance is reported 
to Shareholders through the GMS based on the 
Board Manual and the Board of Commissioners’ and 
their supporting bodies Work Plan, which are signed 
by all Commissioners at the start of the year. This 
Work Plan contains the Board of Commissioners’ 
performance targets.

PENILAIAN KINERJA 
DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners’ Performance assessment 



399Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

kriteria evalUasi kinerja 
Dewan komisaris 

Rapat Umum Pemegang Saham menetapkan kriteria 
kinerja Dewan Komisaris maupun individu anggota 
Dewan Komisaris. Kriteria evaluasi kinerja individu Dewan 
Komisaris antara lain meliputi:
1. Tingkat kehadirannya dalam Rapat Dewan Komisaris 

maupun rapat dengan komite-komite yang ada. 
2. Kontribusinya dalam proses pengawasan Perseroan. 
3. Keterlibatannya dalam penugasan tertentu. 
4. Komitmennya dalam memajukan kepentingan 

Perusahaan. 
5. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku serta kebijakan Perusahaan. 

Pihak yanG melakUkan assessment

 Pihak yang melakukan assessment atas kinerja Dewan 
Komisaris yaitu Pemegang Saham dalam RUPS. 

hasil Penilaian kinerja 
Dewan komisaris 

Tahun 2019 Dewan Komisaris telah menyusun Rencana 
Kerja Tahunan Dewan Komisaris dengan memperhatikan 
tugas, wewenang dan kewajiban Dewan Komisaris 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku. Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris telah 
menggunakan Rencana Kerja Tahunan Dewan Komisaris 
tersebut sebagai pedoman kerja bagi setiap anggota 
Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan 
Perseroan. 

Penilaian kinerja Dewan 
komisaris DenGan metoDe 
selF-assessment GcG 

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dengan metode Self 
Assessment mengacu pada Peraturan Menteri Negara 
BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN 
dan Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha 
Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas 
Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada BUMN.

BoarD oF commissioners’ 
PerFormance assessment 
criteria
The General Meeting of Shareholders determines the 
collegial and individual performance assessment criteria. 
The individual assessment criteria includes:

1. Level of attendance at the Board of Commissioners’ 
Meetings and meetings with existing committees.

2. Contribution to the Company’s supervision process.
3. Involvement in certain assignments.
4. Commitment to advancing the interests of 

the Company.
5. Compliance with prevailing laws and company policies.

Party conDUctinG 
the assessments
The Board of Commissioners’ performance assessments 
are conducted by the Shareholders at the GMS.

BoarD oF commissioners’ 
PerFormance 
assessment resUlts
In 2019, the Board of Commissioners their Annual Work 
Plan by taking into account their duties, authorities and 
obligations in accordance with the prevailing laws and 
regulations. During 2019, the Board of Commissioners 
used the Annual Work Plan as a work guideline for each 
member of the Board of Commissioners in carrying out 
the Company’s supervisory duties.

BoarD oF commissioners’ 
PerFormance assessment with 
the GcG selF-assessment methoD

Board of Commissioners’ performance assessments 
using the Self Assessment method refers to Ministry 
of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 
2012 concerning Implementation of Good Corporate 
Governance in SOEs and of the Ministry of SOEs Decree 
No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning 
Evaluation Indicators / Parameters for the application of 
Good Corporate Governance in SOEs. 
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ProseDUr Pelaksanaan assessment 
kinerja Dewan komisaris 

Selama masa tugasnya, anggota Dewan Komisaris 
akan dinilai kinerjanya. Pelaksanaan assessment 
tersebut dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain: 
penyampaian dokumen yang dibutuhkan, pengisian 
kuesioner oleh Dewan Komisaris dan Direksi, wawancara, 
analisis BPKP terhadap dokumen, kuesioner, wawancara 
dan observasi yang dilakukan, presentasi hasil sementara 
oleh BPKP, dan pelaporan oleh BPKP mengenai hasil 
capaian dan rekomendasi terhadap kinerja Dewan 
Komisaris. 

kriteria evalUasi kinerja 
Dewan komisaris 

Kriteria penilaian Dewan Komisaris meliputi: 

1. Pelaksanaan program pelatihan/pembelajaran Dewan 
Komisaris; 

2. Pembagian tugas dan penetapan faktor-faktor yang 
dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas 
Dewan Komisaris; 

3. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP dan 
RKAP yang disampaikan oleh Direksi; 

4. Pemberian arahan kepada Direksi atas implementasi 
rencana dan kebijakan perusahaan; 

5. Pelaksanaan pengawasan terhadap Direksi atas 
implementasi rencana dan kebijakan perusahaan; 

6. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kebijakan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan  
patungan; 

7. Peran dalam pencalonan anggota Direksi, penilaian 
kinerja Direksi (individu dan kolegial) dan pengusulan 
tantiem/insentif kinerja Direksi; 

8. Pelaksanaan tindakan terhadap potensi benturan 
kepentingan yang menyangkut Dewan Komisaris; 

9. Pemantauan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik; 

10. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan tingkat 
kehadirannya dalam rapat tersebut; 

11. Terdapatnya Sekretaris Dewan Komisaris yang 
mendukung pelaksanaan tugas kesekretariatan 
Dewan Komisaris; 

12. Terdapatnya Komite Dewan Komisaris yang efektif.

BoarD oF commissioners’ 
PerFormance assessment 
ProceDUre 
During their term of office, members of the Board of 
Commissioners will be assessed on their performance. 
The assessments will be carried out in several stages, 
including: submission of required documents, completing 
questionnaires, interviews, BPKP analysis of documents, 
questionnaires, interviews and observations carried out, 
BPKP presenting their preliminary results, and report on 
the achievement results, and recommendations on the 
Board of Commissioners’ performance.

BoarD oF commissioners 
PerFormance assessment 
criteria
The Board of Commissioners collegial assessment 
criteria includes:
1. Implementation of the Board of Commissioners’ 

training / learning program;
2. Division of tasks and determination of the factors 

needed to support the Board of Commissioners 
duties implementation;

3. Approval for the RJPP and RKAP draft submitted by 
the Board of Directors;

4. Direction provided to the Board of Directors on the 
implementation of the Company’s plans and policies;

5. Implementation of supervision to the Board of 
Directors on the implementation of the Company’s 
plans and policies;

6. Supervision on the implementation of management 
policies for subsidiaries / joint ventures;

7. Role in nominating members of the Board of Directors, 
evaluating the Directors’ performance (individual and 
collegial) and proposing bonuses / incentives based 
on the Directors’ performance;

8. Acting on potential conflicts of interest concerning 
the Board of Commissioners;

9. Monitoring the application of Good Corporate 
Governance principles;

10. Organizing Board of Commissioners meetings, and 
their level of attendance at the meetings;

11. There is a Secretary to the Board of Commissioners 
who supports the Secretariat duties of the Board 
of Commissioners;

12. T h e r e  a r e  e f f e c t i v e  B o a r d  o f 
Commissioners Committees.
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Pihak yanG melakUkan assessment 

Pelaksanaan penilaian self assessment GCG Dewan 
Komisaris pada tahun 2019 dilaksanakan oleh WIKA 
dengan verifikator dari Badan Pengawasan Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP). 

hasil Penilaian kinerja 
Dewan komisaris 
Hasil penilaian aspek Dewan Komisaris dalam self 
assessment implementasi GCG Perusahaan yang 
dilaksanakan pada tahun 2019 mencapai skor 33,186 
dengan capaian 94,82% dan predikat “Sangat Baik”.

Party conDUctinG 
the assessments
The Board of Commissioners’ GCG self-assessments were 
conducted by WIKA with verifiers from the Financial and 
Development Supervisory Agency (BPKP).

BoarD oF commissioners’ 
PerFormance aPPraisal resUlts
The Board of Commissioners’ GCG self-assessment 
results conducted in 2019 reached a score of 33.186 
with an achievement of 94.82% and the title “Very Good”. 
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Direksi merupakan organ Perseroan yang berwenang dan 
bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan 
untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam 
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan 
Anggaran Dasar. Direksi diangkat dan diberhentikan 
oleh RUPS.

Direksi memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 
tugas pokoknya dengan itikad baik dan penuh tanggung 
jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara 
penuh secara pribadi dan secara tanggung renteng atas 
kerugian Perseroan, apabila yang bersangkutan bersalah 
atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan 
perundangan-undangan.

Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara 
kolegial. Masing-masing Direktur dapat bertindak dan 
mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas 
dan wewenangnya. Namun, pelaksanaan tugas oleh 
masing-masing Direktur tetap merupakan tanggung 
jawab bersama. Kedudukan masing-masing anggota 
Direksi termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas 
Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah 
mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

Dasar hUkUm

Dasar Hukum Pengangkatan Direksi:
1. Undang Undang No. 40  Tahun 2007 tentang 

Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/

POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris 
Emiten atau Perusahaan Publik;

4. Anggaran Dasar Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. sebagaimana telah diubah dengan Akta No. 170 
tanggal 29 Mei 2019.

The Board of Directors is the Company’s authorized body 
that is fully responsible for the Company’s management, 
for the Company’s benefit and in accordance with the 
Company’s aims and objectives and represent the 
Company both inside and outside the court in accordance 
with the provisions of the Articles of Association. Directors 
are appointed and dismissed by the GMS.

The Board of Directors has the responsibility to carry out 
its main tasks in good faith and full responsibility. Each 
member of the Board of Directors is fully responsible 
personally and jointly for the Company’s losses, if the 
person concerned is guilty or negligent in carrying out 
their duties in accordance with the provisions of the laws 
and regulations.

The Board of Directors has collegial duties and 
responsibilities. Each Director can act and make decisions 
in accordance with the distribution of tasks and authority. 
However, the performance of duties by each Director 
remains a collegial responsibility. The position of each 
member of the Board of Directors including the President 
Director is equal. The duty of the President Director as 
primus inter pares is to coordinate the Board of Directors’ 
activities.

leGal Basis

Legal Basis for Appointment of Directors:
1. 2 0 0 7  L a w  N o .  4 0  c o n c e r n i n g  L i m i t e d 

Liability Companies;
2. 2003 Law No. 19 concerning State Owned Enterprises 

(BUMN);
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 33/

POJK.04/2014 concerning Board of Directors and Board 
of Commissioners of Issuers or Public Companies;

4. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Articles of Association 
as amended by Deed No. 170 May 29, 2019.

DIREKSI
Board of directors
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PeDoman Dan tata 
tertiB kerja Direksi

Pedoman dan tata tertib kerja Direksi diatur dalam 
Pedoman Tata Kerja Direksi dan Dewan Komisaris (Board 
Manual) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. yang terakhir 
kali dimutakhirkan pada tahun 2017. Board manual 
Direksi antara lain berisi tentang petunjuk tata laksana 
kerja Dewan Komisaris menjelaskan tahapan aktivitas 
secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan 
dapat dijalankan dengan konsisten, dapat menjadi acuan 
bagi Direksi dalam melaksanakan tugas masing-masing 
untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

Adapun isi dari pokok pedoman kerja Direksi yang diatur 
dalam Board Manual antara lain mengatur hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi 
2. Hak dan Kewajiban Direksi 
3. Komposisi dan Pembagian Tugas antar Direksi 

4. Penetapan Kebijakan Perusahaan oleh Direksi 

5. Pelimpahan Tugas dan Kewenangan 
6. Kriteria Anggota Direksi 
7. Program Pengenalan 
8. Etika Jabatan
9. Pengelolaan Keuangan Perusahaan 
10. Rapat Direksi 
11. Kinerja Direksi 
12. Benturan Kepentingan Direksi 
13. Hubungan Kerja dengan Dewan Komisaris 
14. Sekretaris Perusahaan 
15. Sistem Pengendalian Internal

BoarD oF Directors’ 
GUiDelines anD work rUles 

The guidelines and work rules of the Board of Directors 
are regulated in the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Board of Directors and Board of Commissioners Manual, 
most recently updated in 2017. The Board of Directors’ 
manual includes, instructions for the Board of Directors 
work procedures explaining the stages in a structured, 
systematic, easily understood and consistent manner, 
as a reference for the Board of Directors in carrying out 
their respective duties to achieve the Company’s vision 
and mission.

The principal work guidelines for the Board of Directors 
in the Board Manual regulate the following matters:

1. Board of Directors’ Duties, Authorities and Obligations 
2. Board of Directors’ Rights and Obligations 
3. Board of Directors’ Composition and Division of Duties 

among Directors
4. Determination of Company Policy by the Board of 

Directors
5. Delegation of Duties and Authorities
6. Board of Directors Members’ Criteria 
7. Orientation Program
8. Position Ethics 
9. Corporate Finance Management 
10. Board of Directors’ Meeting
11. Board of Directors’ Performance
12. Board of Directors’ Conflicts of Interests
13. Working Relationship with the Board of Commissioners
14. Corporate Secretary
15. Internal Control System
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kriteria Direksi

Wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan 
Direksi sepenuhnya menjadi kewenangan Pemegang 
Saham melalui mekanisme RUPS. Namun demikian, 
agar Direksi yang diangkat dapat menunjang pencapaian 
kinerja sesuai harapan Pemegang Saham, maka 
Perseroan perlu menetapkan kebijakan tentang kriteria 
anggota Direksi sesuai kebutuhan. 

Kriteria Direksi Perseroan meliputi hal-hal sebagai 
berikut: 

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang 
jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Perseroan, 
sekurang-kurangnya terdiri dari 2 (dua) orang, 
seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur 
Utama, dan apabila diperlukan seorang di antaranya 
dapat diangkat sebagai Wakil Direktur Utama. 

2. Persyaratan Anggota Direksi wajib mengikuti 
ketentuan: 
a. Undang-undang Perseroan Terbatas; 
b. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar 

Modal; dan 
c. Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku 

bagi dan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. 
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah 

orang perseorangan, yang memenuhi persyaratan 
pada saat diangkat dan selama menjabat: 

a. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang 
baik; 

b. Melakukan perbuatan hukum; 
c. Dalam lima 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan 

dan selama menjabat: 
i. Tidak pernah dinyatakan pailit; 
ii. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / 

atau anggota Dewan Komisaris dinyatakan 
bersalah menyebabkan suatu perusahaan 
dinyatakan pailit;

iii. Tidak pernah dihukum karena melakukan 
tindak pidana yang merugikan keuangan 
negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor 
keuangan; 

BoarD oF Directors’ criteria

The authority to appoint and dismiss the Directors lies 
with the Shareholders through the GMS mechanism. 
However, in order that appointed Directors can 
support the performance achievement in line with the 
Shareholders’ expectations, the Company set policies 
regarding the criteria for members of the Board 
of Directors.

Board of Directors’ criteria includes:

1. The Company is managed and led by a Board of 
Directors whose number is adjusted to the needs of 
the Company, and consist of at least 2 (two) people, 
with one appointed as the President Director, 
and if necessary one can be appointed as Deputy 
President Director.

2. The Board of Directors membership requirements 
must comply with the following regulations:
a. Limited Liability Company Law;
b. Capital Market; and

c. Other laws and regulations applicable to and 
related to the Company’s business activities.

3. Those who can be appointed as members of the 
Board of Directors shall be individuals who meet 
the requirements upon appointment and during their 
term in office:
a. Have good character, morals, and integrity;

b. Can carry out legal actions;
c. In five 5 (five) years before appointment and 

during their tenure:
i. Has never declared bankrupt;
ii. Has never been a member of the Board of 

Directors and / or member of the Board of 
Commissioners found guilty of causing a 
company to go bankrupt;

iii. Has never been convicted of a criminal offense 
that is detrimental to the State’s finances and 
/ or related to the financial sector;
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iv. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan / 
atau anggota Dewan Komisaris yang selama 
menjabat: 
• Pernah tidak menyelenggarakan RUPS 

Tahunan; 
• Pertanggungjawabannya sebagai anggota 

Direksi dan/ atau anggota Dewan 
Komisaris pernah tidak diterima oleh 
RUPS atau pernah tidak memberikan 
pertangungjawaban sebagai anggota 
Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris  
kepada RUPS; 

• Pernah menyebabkan perusahaan yang 
memperoleh izin, persetujuan, atau 
pendaftaran dari OJK tidak memenuhi 
kewajiban menyampaikan Laporan 
Tahunan dan/atau laporan keuangan 
kepada OJK.

d. Memiliki komitmen untuk mematuhi Peraturan 
Perundang-undangan; 

e. Memiliki pengetahuan dan /atau keahlian di 
bidang yang dibutuhkan Perseroan; dan 

f. Memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana 
ditentukan ayat (2) Pasal ini.

tUGas Dan tanGGUnG 
jawaB Direksi

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai 
berikut: 
1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang 

berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk 
kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud 
dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan 
baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang 
segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau 
Keputusan RUPS. 

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib 
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan 
pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban 
dan pencapaian tujuan Perseroan. 

3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi 
harus mematuhi Anggaran Dasar Peseroan, Panduan 
Good Corporate Governance, Code of Conduct dan 
Peraturan Perundang-undangan serta wajib 
melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, 
efisiensi, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 
independensi serta kewajaran. 

iv. Has never been a member of the Board of 
Directors and / or member of the Board of 
Commissioners who during his term of office:
• Never held an Annual General Meeting 

of Shareholders;
• Has never been accepted by the GMS as a 

member of the Board of Directors and / or 
member of the Board of Commissioners or 
has never given an account as a member of 
the Board of Directors and / or member of 
the Board of Commissioners to the GMS;

• Has caused companies with permits, 
approvals, or registrations from OJK not 
to fulfill their obligation to submit Annual 
Reports and / or financial reports to OJK.

d. H a s  a  c o m m i t m e n t  t o  c o m p l y  w i t h 
statutory regulations;

e. Has knowledge and / or expertise in the fields 
required by the Company; and

f. Fulfill other requirements as specified in paragraph 
(2) of this Article.

BoarD oF Directors’ DUties 
anD resPonsiBilities 

The Board of Directors’ duties and responsibilities include:

1. Carrying out all actions related to the Company’s 
management, for the Company’s benefit and in 
accordance with the Company’s aims and objectives 
and represent the Company both inside and outside 
the court in all matters and events with restrictions 
as regulated in legislation, Articles of Association and 
/ or GMS Decisions.

2. In carrying out its duties, the Board of Directors 
must devote its full energy, thoughts, attention and 
devotion to the duties, obligations and achievement 
of the Company’s goals.

3. In carrying out their duties, members of the Board 
of Directors must comply with the Company’s 
Articles of Association, Good Corporate Governance 
Guidelines, Code of Conduct and Legislation and 
must implement the principles of professionalism, 
efficiency, transparency, accountability, responsibility, 
independence, and fairness.
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4. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung 
jawab dan kehati-hatian, untuk kepentingan dan 
usaha Perseroan dengan mengindahkan Perundang-
undangan yang berlaku.

5. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab 
 secara    tanggung renteng atas kerugian 
 Perseroan yangdisebabkan oleh kesalahan 
 atau kelalaian anggota Direksi dalam 
 menjalankan tugasnya. 
b. A n g g o t a  D i r e k s i  t i d a k  d a p a t  
 dipertanggungjawabkan atas kerugian 
 Perseroan sebagaimana dimaksud pada 
 huruf (a.), apabila dapat membuktikan: 

1) Kerugian tersebut bukan karena kesalahan 
atau kelalaiannya; 

2) Telah melakukan pengurusan dengan itikad 
baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; 

3) Tidak mempunyai benturan kepentingan baik 
langsun maupun tidak langsung atas tindakan 
pengurusan yang mengakibatkan kerugian; 
dan 

4) Telah mengambil tindakan untuk mencegah 
timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 

6. I. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat 
 persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris: 

a. Melepaskan/memindahtangankan dan/atau 
mengagunkan aset Perseroaan dengan nilai 
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat 
sebagai persediaan, dengan memperhatikan 
Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal; 

b. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha 
atau pihak lain, dalam bentuk kerjasama 
operasi (KSO), kerja sama usaha (KSU), kerja 
sama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, 
Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah 
Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), 
Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/ 
BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai 
sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun 
nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris; 

c. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan; 
d. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat 

di bawah Direksi; 

4. Each member of the Board of Directors must carry 
out their duties and responsibilities in good faith, 
with full responsibility and prudence, for the interests 
and business of the Company by taking into account 
prevailing laws.

5. a. Each member of the Board of Directors is jointly 
 and severally liable for the Company’s losses 
 caused by errors or negligence by members of 
 the Board of Directors in carrying out their duties.

b. Members of the Board of Directors shall not be  
 liable for any loss of Company as referred to in 
 letter (a.), If they prove:

1) The loss was not due to mistake or negligence;

2) They exercised good, responsible, and 
careful management;

3) There was no conflict of interest either directly 
or indirectly with the management’s actions 
resulting in loss; and

4) They took actions to prevent such loss 
or occurrence.

6. I. The actions below by the Board of Directors 
 shall have the written approval of the Board 
 of Commissioners:

a. Releasing/transferring and/or collateralizing 
the assets of the Company with a value 
exceeding a certain amount determined by 
the Board of Commissioners, except assets 
recorded as inventories, taking into account 
the laws and regulations in Capital Market;

b. Establishing cooperation with business entities 
or other parties, in the form of joint operations 
(KSO), business cooperation (KSU), licensing 
cooperation, Build and Operate and Transfer, 
Build, Transfer and Operate/BTO), Build, 
Operate and Own/BOO, and other agreements 
that have the same nature, whose time period 
or value exceeds that stipulated by the Board 
of Commissioners; 

c. Establishing and changing the Company logo;
d. Establishing an organizational structure 1 (one) 

level below the Board of Directors;
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e. Melakukan penyertaan modal dengan nilai 
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris 
pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan 
perusahaan patungan yang tidak dalam rangka 
penyelamatan piutang dengan memperhatikan 
Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal; 

f. Mendirikan anak perusahaan dan /atau 
perusahaan patungan dengan nilai tertentu 
yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal; 

g. Mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi 
calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris 
pada anak perusahaan yang memberikan 
kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/ 
atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh 
Dewan Komisaris; 

h. Melepaskan penyertaan modal dengan nilai 
tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, 
pada perseroan lain, anak perusahaan, dan 
perusahaan patungan dengan memperhatikan 
Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal; 

i. Melakukan penggabungan, peleburan, 
pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran 
anak perusahaan dan perusahaan patungan 
dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan 
Komisaris dengan memperhatikan Peraturan 
Perundang-undangan di bidang Pasar Modal; 

j. Mengikat Perseroan sebagai penjamin 
(borg atau avalist) dengan nilai tertentu 
yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal; 

k. Menerima pinjaman jangka menengah/
panjang dan memberikan pinjaman jangka 
menengah/ panjang dengan nilai tertentu 
yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan 
memperhatikan Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal; 

l. Memberikan pinjaman jangka pendek/ 
menengah/panjang yang tidak bersifat 
operasional, kecuali pinjaman kepada anak 
perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan 
Komisaris; 

m. Menghapuskan dari pembukuan terhadap 
piutang macet dan persediaan barang 
mati dalam nilai yang melebihi batas yang 
ditetapkan oleh Dewan Komisaris; 

e. Conducting capital participation for a 
certain value determined by the Board 
of Commissioners in other companies, 
subsidiaries, and joint ventures that are not in 
the framework of saving accounts receivables 
by observing the Laws and Regulations in the 
Capital Market;

f. Establishing subsidiaries and / or joint ventures 
for a certain value determined by the Board 
of Commissioners with due regard to the 
Regulations of the Capital Market;

g.  Proposing Company representatives as 
become candidates for the Board of Directors 
and Board of Commissioners of subsidiaries 
that make significant contributions to the 
Company and / or strategic value determined 
by the Board of Commissioners;

h. Releasing capital participation for a 
certain value determined by the Board 
of Commissioners, in other companies, 
subsidiaries and joint ventures by observing 
the Laws and Regulations in the Capital Market;

i. Conducting mergers, consolidations, 
acquisitions, separations and dissolutions 
of subsidiaries and joint ventures for 
certain values determined by the Board of 
Commissioners by taking into account the laws 
and regulations in Capital Market;

j. Binding the Company as a guarantor (borg or 
avalist) for a certain value determined by the 
Board of Commissioners by observing the laws 
and regulations in the Capital Market;

k. Receiving medium / long term loans and 
provide medium / long term loans with 
a certain value determined by the Board 
of Commissioners with due regard to the 
Regulations in the Capital Market;

l. Providing short / medium / long-term loans 
that are not operational, except for loans to 
subsidiaries that have been reported to the 
Board of Commissioners;

m. Eliminating bad debt receivables and expired 
goods for a value that exceeds the limit set by 
the Board of Commissioners;
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n. Melakukan tindakan yang termasuk dalam 
transaksi material sebagaimana ditetapkan 
oleh Peraturan Perundang-undangan di 
bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang 
ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan 
tersebut termasuk dalam transaksi material 
yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-
undangan di bidang Pasar Modal; 

o. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan 
dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan.    

II. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh 
Dewan Komisaris untuk hal-hal sebagaimana 
dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) 
dan (m) dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah  
mendapat persetujuan pemegang saham Seri 
A Dwiwarna.   

III. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan 
dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), 
(l), (m) dan (o) dilakukan oleh Dewan Komisaris 
setelah mendapat persetujuan pemegang saham  
Seri A Dwiwarna.  

IV. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada 
huruf (b) sepanjang diperlukan dalam rangka 
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim 
dilakukan alam bidang usaha yang bersangkutan  
dengan memperhatikan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan, tidak memerlukan  
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.     

V. Tindakan Direksi sebagaimana dimaksud 
pada huruf (b), (e), (f), (g), (h), dan (i) sepanjang          
diperlukan dalam rangka mengikuti tender 
dan/ atau untuk melaksanakan proyek-proyek   
dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau 
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang lazim  
dilakukan dalam bidang usaha yang bersangkutan 
dengan memperhatikan ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan, tidak memerlukan 
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS. 

7. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak diterimanya permohonan dan penjelasan 
dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan 
Komisaris harus memberikan keputusan sebagaimana 
dimaksud pada poin (6). 

8. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk: 
a. Mengalihkan kekayaan Perseroan; atau 
b. Menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, 

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh 
persen) jumah kekayaan bersih Perseroan dalam 
1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan 
satu sama lain maupun tidak, kecuali sebagai 
pelaksana kegiatan usaha Perseroan. 

n. Performing actions that are material 
transactions as determined by the laws 
and regulations in the Capital Market for a 
certain value determined by the Board of 
Commissioners, unless those actions are 
included in material transactions that are 
excluded by the laws and regulations in the 
Capital Market;

o. Actions that have not been determined in the 
Company’s Work Plan and Budget.

II. Determination of limits and / or criteria by 
the Board of Commissioners for the matters 
referred to in letters (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), 
(j), (k), (l) and (m) are performed by the Board 
of Commissioners after received approval from 
Dwiwarna Series A shareholders.

III. The Board of Commissioners’ special approval 
with respect to letters (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), 
(j), (k), (l), (m) and (o) carried out by the Board 
of Commissioners after obtaining Dwiwarna A 
Series shareholder approval.

IV. The actions of the Board of Directors as referred 
to in letter (b) to the extent necessary in the 
implementation of the main business activities 
that are commonly carried out in the relevant 
business fields by observing the provisions of 
the laws and regulations, and does not require 
approval from the Board of Commissioners and 
/ or GMS.

V. Actions of the Board of Directors as referred to in 
letters (b), (e), (f), (g), (h), and (i) as long as needed 
in order to enter a tender and / or to implement 
projects and / or fulfill the requirements and / or 
implementation of the main business activities 
conducted in the relevant business field by 
taking into account the provisions of the laws 
and regulations, and does not require approval 
from the Board of Commissioners and / or GMS.

7. Within a period of 30 (thirty) days from receipt 
of a request and a complete explanation and 
documents from the Board of Directors, the Board 
of Commissioners must provide the decision referred 
to in point (6).

8. The Board of Directors must request the approval 
of the GMS to:
a. Transfer Company’s assets; or
b. Guarantee the Company’s debt, of more than 

50% (fifty percent) of the Company’s net worth 
in 1 (one) transaction or more, whether related 
or not, except as the executer of the Company’s 
business activities.
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9. a.  Perbuatan di bawah ini hanya dapat dilakukan          
      oleh Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis  
      dari Dewan Komisaris dan mendapat persetujuan     
     dari RUPS untuk: 

1) Melakukan tindakan yang termasuk dalam 
transaksi material sebagaimana ditetapkan 
oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang 
pasar modal dengan nilai di atas 50% (lima 
puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali 
tindakan tersebut termasuk dalam transaksi 
material yang dikecualikan oleh Peraturan 
Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2) Melakukan transaksi yang mengandung 
benturan kepentingan sebagimana ditentukan 
dalam Peraturan Perundang-undangan di 
Bidang Pasar Modal. 

3) Melakukan transaksi lain guna memenuhi 
Peraturan Perundang-undangan di bidang 
Pasar Modal. 

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak 
diterimanya permohonan atau penjelasan dan 
dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak 
memberikan tanggapan tertulis, maka RUPS dapat 
memberikan keputusan tanpa adanya tanggapan 
tertulis dari Dewan Komisaris. 

10. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada poin 
(8) dan (9) di atas yang dilakukan tanpa persetujuan 
RUPS, tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak 
lain dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik. 

11. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap 
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar 
ini atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi 
selain yang diatur dalam Anggaran Dasar ini. 

12. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat 
Direksi. 

13. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan 
Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi 
serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan 
dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang 
ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. 

14. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebi jakan 
kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (13), Direktur Utama berhak dan 
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi 
serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di 
luar Pengadilan. 

9. a.   The following actions can only be carried out by the 
   Board of Directors after receiving a written 
     response from the Board of Commissioners and 
     approval from the GMS:

1) Performing actions in material transactions 
as determined by the laws and regulations in 
the capital market with a value of more than 
50% (fifty percent) of the Company’s equity, 
unless such actions are included in material 
transactions that are exempted by the laws 
and regulations in the Capital Market sector.

2) Conducting transactions containing conflicts 
of interest as determined in the laws and 
regulations in the Capital Market sector.

3) Conducting other transactions to comply 
with the laws and regulations in the Capital 
Market sector.

b. If within 30 (thirty) days of receipt of a request  
    or explanation and documents from the Board   
    of Directors, the Board of Commissioners does 
      not provide a written response, the GMS can make 
    a decision without a written response from the 
     Board of Commissioners.

10. The legal actions referred to in points (8) and (9) above 
that are carried out without the approval of the GMS, 
remain binding on the Company as long as the other 
parties in the said legal actions act in good faith.

11. The GMS can reduce restrictions on the actions of 
the Board of Directors regulated in the Articles of 
Association, or determine other restrictions on the 
Board of Directors other than those stipulated in the 
Articles of Association.

12. Management policies are determined in the Board 
of Directors’ Meetings.

13. In order to carry out the management of the Company, 
each member of the Board of Directors has the right 
and is authorized to act for and on behalf of the Board 
of Directors and represent the Company in accordance 
with the Company management policies and authority 
based on the Board of Directors decision.

14. Unless otherwise specified in the Company’s 
management policy as referred to in point (13), the 
President Director shall have the right and authority 
to act for and on behalf of the Board of Directors and 
to represent the Company both inside and outside 
the Court.
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15. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau 
 berhalangan karena sebab apapun, hal 
 m a n a  t i d a k  p e r l u  d i b u k t i k a n  p a d a 
 p i h a k  k e t i g a ,  m a k a  W a k i l  D i r e k t u r 
 U t a m a  b e r w e n a n g  b e r t i n d a k  u n t u k 
 dan atas  nama Direksi serta melaksanakan 
 tugas Direktur Utama atau Direktur Utama 
 menunjuk secara  tertu l is  sa lah satu 
 a n g g o t a  D i r e k s i  y a n g  b e r w e n a n g 
 bertindak untuk dan atas nama Direksi serta  
 melaksanakan tugas Direktur Utama dan/ 
 atau Wakil Direktur Utama apabila pada saat 
 bersamaan Wakil Direktur Utama tidak ada 
 atau berhalangan.
b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada atau 

berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak  
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 
Wakil Direktur Utama menunjuk secara tertulis  
anggota Direksi yang berwenang melaksanakan 
tugas Wakil Direktur Utama, atau Wakil Direktur  
Utama menunjuk secara tertulis anggota Direksi 
yang berwenang bertindak untuk dan atas nama  
Direksi serta melaksanakan tugas Direktur Utama 
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila terlebih  
dahulu Direktur Utama tidak ada atau berhalangan. 

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur 
Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak ada  
atau berhalangan karena sebab apapun, hal 
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga,  
maka Direktur Utama menunjuk secara tertulis 
anggota Direksi yang berwenang bertindak untuk  
dan atas nama Direksi serta melaksanakan tugas 
Direktur Utama. 

16. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan 
penunjukan, maka anggota Direksi yang terlama 
dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan atas 
nama Direksi serta melaksanakan tugas Direktur 
Utama. 

17. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung 
jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang 
atau lebih sebagai Wakil atau kuasanya, dengan 
memberikan kepadanya atau kepada mereka 
kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang 
diatur dalam surat kuasa. 

15. a. If the President Director is not present or is 
 absent for any reason, which does not need 
 to be proven to a third party, the Deputy 
 President Director has the authority to act 
 for and on behalf of the Board of Directors 
 and carry out the duties of the President 
 Director and on behalf of the Board of 
 Directors and carrying out the duties of the 
 President Director and/or Deputy Managing 
 Director if at the same time the Deputy 
 Managing Director is absent or unavailable.

b. If the Deputy Managing Director is not present or is 
 a b s e n t  d u e  t o  a n y  r e a s o n ,  w h i c h 
 does not need to be proven to a third 
 party, the Deputy Managing Director 
 designates in writing the member of the 
 Board of Directors who is authorized to 
 carry out the duties of Deputy President 
 Director or Deputy Managing Director in 
 writing for and on behalf of the Board of 
 Directors as well as carrying out the duties 
 of the President Director and/or Deputy 
 Managing Director if the President Director 
 is not present or unavailable.

c. If the GMS does not appoint a Deputy 
 Managing Director, then in the event that the 
 President Director is  unavai lable or 
 neglect due to any reason, which does 
 not need to be proven to a third party, 
 the President Director shall  appoint 
 in writing the member of the Board of 
 Directors who is authorized to act on 
 behalf of the Board of Directors and 
 carry out the duties of the President Director.

16. In the event that the President Director does not 
make an appointment, the longest-serving member 
of the Board of Directors has the authority to act for 
and on behalf of the Board of Directors and carry out 
the duties of the President Director.

17. The Board of Directors for certain actions at his own 
responsibility, has the right to appoint one or more 
as representatives or proxies, by giving him or them 
the power for certain acts regulated in the power 
of attorney.
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18. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota 
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS 
tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang 
tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang di 
antara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan 
Direksi. 

19. Direksi dalam mengurus Perseroan melaksanakan 
petunjuk yang diberikan oleh RUPS sepanjang 
tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-
undangan dan/atau Anggaran Dasar ini. 

20. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan 
apabila: 
a. Terdapat perkara di Pengadilan antara Perseroan 

dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau 
b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai 

kepentingan yang berbenturan dengan 
kepentingan Perseroan.

21. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (20) yang berhak mewakili Perseroan 
adalah: 
a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai 

benturan kepentingan dengan Perseroan; 
b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota 

Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan 
Perseroan; atau 

c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam 
hal seluruh anggota Direksi atau Dewan 
Komisaris mempunyai benturan kepentingan 
dengan Perseroan.

hak Dan wewenanG Direksi

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Direksi berhak 
untuk: 
1. Menerima gaji dan tunjangan/fasilitas termasuk 

santunan purna jabatan yang jumlahnya ditentukan 
oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat 
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. 

2. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan 
diri dari jabatannya dan wajib memberitahukan 
secara tertulis mengenai maksudnya tersebut 
kepada Perseroan dengan tembusan kepada Dewan 
Komisaris, anggota Direksi Perseroan lainnya dan 
Pemegang Saham yang mengusulkan pengangkatan 
anggota Direksi yang bersangkutan; 
a. Perseroan wajib menyelenggar akan RUPS 

untuk memutuskan permohonan pengunduran 
diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling 
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 
diterimanya surat pengunduran diri; 

18. The division of duties and authority of each member 
of the Board of Directors is determined by the GMS. In 
the event that the GMS does not stipulate the division 
of duties and authorities, it is determined based on 
the decision of the Board of Directors.

19. The Board of Directors in managing the Company 
carry out the instructions given by the GMS insofar 
as they do not conflict with the laws and regulations 
and/ or the Articles of Association.

20. The members of the Board of Directors are not 
authorized to represent the Company if:
a. There are cases in the Court between the Company 

and the members of the Board of Directors 
concerned; or

b. The Director concerned has a conflict of interest 
with the Company.

21. In the event that there are conditions as referred to 
in paragraph (20) the person entrusted to represent 
the Company will be:
a. Other members of the Board of Directors who do 

not have a conflict of interest with the Company;
b. The Board of Commissioners in the event that all 

members of the Board of Directors have a conflict 
of interest with the Company; or

c. Other parties appointed by the GMS in the event 
that all members of the Board of Directors or the 
Board of Commissioners have a conflict of interest 
with the Company.

BoarD oF Directors’ 
riGhts anD aUthority

In carrying out its duties, the Board of Directors has the 
right to:
1. Receive salaries and allowances/facilities including 

retirement benefits, the amount of which is 
determined by the GMS and such authority can be 
delegated to the Board of Commissioners.

2. A member of the Board of Directors has the right 
to resign from their position and must notify the 
Company in writing with a copy to the Board of 
Commissioners, other members of the Board of 
Directors, and the Shareholders who proposed the 
appointment of the relevant member of the Board 
of Directors;
a. The Company is obliged to hold a GMS to approve 

the resignation of members of the Board of 
Directors no later than 90 (ninety) calendar days 
after the resignation letter is received;
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b. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan 
RUPS dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari 
kalender setelah diterimanya surat pengunduran 
diri, maka pengunduran diri dari anggota 
Direksi tersebut menjadi sah tanpa memerlukan 
persetujuan RUPS, kecuali pengunduran diri 
tersebut menyebabkan jumlah anggota Direksi 
kurang dari 2 (dua) orang. 

c. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri 
sebagaimana tersebut tetap dapat dimintakan 
pertanggungjawabannya sejak pengangkatan 
yang bersangkutan sampai dengan tanggal 
pengunduran dirinya menjadi efektif. 

d. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan 
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota 
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka 
pengunduran diri tersebut sah apabila telah 
ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota 
Direksi yang baru sehingga Perseroan memenuhi 
persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.

Direksi berwenang untuk: 
1. Menetapkan kebijakan pengurusan Perseroan; 
2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk 

mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan 
kepada seorang atau beberapa orang anggota Direksi 
yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang 
atau beberapa orang pegawai Perseroan baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang 
lain; 

3. Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan 
termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari 
tua dan penghasilan lain bagi pegawai Perseroan 
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku; 

4. Mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan 
berdasarkan peraturan kepegawaian Perseroan dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

5. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris 
Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern 
dengan persetujuan Dewan Komisaris; 

6. Menghapusbukukan piutang macet dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan 
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan Komisaris serta 
selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan 
dalam Laporan Tahunan; 

b. In the event that the Company does not hold 
a GMS within 90 (ninety) calendar days after 
receipt of the resignation letter, the resignation 
of members of the Board of Directors becomes 
valid without requiring GMS approval, unless the 
resignation causes the number of Directors to be 
less than 2 (two) people .

c. To members of the Board of Directors who resigns 
as mentioned above, can still be held accountable 
from their appointment until the date their 
resignation becomes effective.

d. In the event that members of the Board of Directors 
resign and causes the number of Directors to be 
less than 2 (two) people, the resignation becomes 
valid when it has been determined by the GMS and 
a new member of the Board of Directors has been 
appointed so that the Company meets the minimum 
requirements for the number of Directors.

The Board of Directors are authorized to:
1. Determine the Company’s management policies;
2. Regulate the transfer of the Board of Directors power 

to represent the Company in and out of court to 
one or several members of the Board of Directors 
specifically appointed for that matter, or to one or 
several employees of the Company, individually or 
jointly or to others;

3. Stipulate provisions concerning Company employees 
including the determination of salaries, pensions and 
old age insurance, and other income based on the 
applicable laws and regulations;

4. Appoint and dismiss Company employees based 
on the Company’s employment regulations and 
applicable laws and regulations;

5. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and / 
or Head of the Internal Audit Unit with the approval 
of the Board of Commissioners;

6. Write-off bad debts following the provisions stipulated 
in the Articles of Association and subsequently 
reporting to the Board of Commissioners to report 
and account for in the Annual Report;
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7. Tidak menagih lagi piutang bunga, denda, ongkos 
dan piutang lainnya di luar pokok yang dilakukan 
dalam rangka restruksturisasi dan/atau penyelesaian 
piutang serta melakukan perbuatan lain dalam rangka 
penyelesaian piutang Perseroan dengan kewajiban 
melaporkan kepada Dewan Komisaris yang ketentuan 
dan tata cara pelaporannya ditetapkan oleh Dewan 
Komisaris; 

8. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya 
mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan 
Perseroan, mengikat Perseroan dengan pihak lain 
dan/atau pihak lain dengan Perseroan, serta mewakili 
Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang 
segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau 
Keputusan RUPS.

hUBUnGan Dewan komisaris 
DenGan Direksi

 
Secara umum, hubungan kerja antara Dewan Komisaris 
dengan Direksi diarahkan untuk dapat menjalankan tugas 
dan fungsi masing-masing sebagai organ Perusahaan. 
Direksi bertugas menjalan kegiatan operasional 
perusahaan dan Dewan Komisaris bertugas mengawasi 
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Direksi tersebut. 
Namun demikian, hubungan kerja antara Dewan 
Komisaris dan Direksi harus mengikuti prinsip-prinsip:
 

1. Dalam rangka menjaga independensi masing-masing 
organ Perusahaan, setiap hubungan Dewan Komisaris 
dengan Direksi dalam rangka tugas dan tanggung 
jawab masing-masing merupakan hubungan yang 
bersifat formal, dalam arti harus senantiasa dilandasi 
oleh suatu mekanisme atau korespondensi yang 
dapat dipertanggung-jawabkan. Hubungan yang 
bersifat informal dapat saja dilakukan oleh masing-
masing Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, namun 
tidak dapat dipakai sebagai kebijakan formal sebelum 
melalui mekanisme atau korespondensi yang dapat 
dipertanggungjawabkan. 

2. Dewan Komisaris harus menghormati fungsi dan 
peranan Direksi dalam mengelola Perusahaan 
sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang 
Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perusahaan. 
Berbagai hal yang menyangkut hubungan kerja 
sehari-hari antara Dewan Komisaris dengan Direksi, 
yang belum diatur oleh Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, 

7. No longer collect interest receivables, fines, fees and 
other receivables other than the principal made in 
the context of restructuring and / or settlement of 
receivables and other actions in order to settle the 
Company’s receivables, with the obligation to report 
to the Board of Commissioners, where the terms 
and reporting procedures are determined by Board 
of Commissioners;

8. Perform all actions and other actions regarding 
the management and ownership of the Company’s 
assets, bind the Company to other parties and / or 
other parties with the Company, and represent the 
Company inside and outside of court regarding all 
matters and all events, with limitations as set forth 
in the laws and regulations, Articles of Association 
and / or GMS Decision.

relationshiP Between the 
BoarD oF commissioners 
anD BoarD oF Directors

In general, the working relationship between the Board 
of Commissioners and the Board of Directors is directed 
so as enable each other’s respective duties and functions 
as Company bodies. The Board of Directors is tasked 
with running the company’s operational activities and 
the Board of Commissioners is tasked with supervising 
the implementation of the Board of Directors’ activities. 
The working relationship between the Board of 
Commissioners and the Board of Directors must follow 
the following principles:

1. In order to maintain the independence of each 
Company body, the relationship between the Board of 
Commissioners and Board of Directors in the context 
of their respective duties and responsibilities is a 
formal relationship, in the sense that it must always 
be based on a mechanism or correspondence that 
can be accounted for. Informal relations can be made 
by each Member of the Board of Commissioners 
and Board of Directors, but cannot be used as a 
formal policy before going through a mechanism or 
correspondence that can be accounted for.

2. The Board of Commissioners must respect the Board of 
Directors’ function and role in managing the Company 
as stipulated in the Limited Liability Company Law 
and the Company’s Articles of Association. Matters 
relating to daily working relationships between the 
Board of Commissioners and the Board of Directors 
that have not been regulated by the applicable 
laws and regulations, the Company’s Articles of 
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Panduan Good Corporate Governance, Code of Conduct 
serta dokumen ini akan diatur lebih lanjut sesuai 
kesepakatan antara Dewan Komisaris dengan Direksi 
dengan dilandasi prinsip-prinsip Good Corporate 
Governance. 

3. Anggota Dewan Komisaris baik secara sendiri-sendiri 
maupun kolegial dapat memperoleh akses informasi 
yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan 
termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi 
mengenai Anak Perusahaan. 

4. Dalam hal permintaan informasi oleh Dewan Komisaris 
menyangkut Anak Perusahaan maka permintaan 
tersebut disalurkan melalui Direksi Perusahaan. 
Merupakan wewenang Direksi Perusahaan untuk 
meminta informasi tersebut dari Anak Perusahaan 
dengan kewenangannya sebagai Pemegang Saham. 

5. Dewan Komisaris bersama-sama Direksi Perusahaan 
secara periodik melakukan rapat koordinasi untuk 
membahas berbagai permasalahan yang menyangkut 
Perusahaan. Dalam rapat koordinasi tersebut, 
Komisaris Utama berperan sebagai pimpinan rapat. 
Dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir maka 
yang bersangkutan dapat menunjuk Anggota Dewan 
Komisaris lainnya sebagai orang yang mewakilinya. 

6. Keputusan Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris 
dan Direksi merupakan sesuatu yang mengikat bagi 
semua peserta rapat. 

7. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris 
dengan Direksi merupakan hubungan kelembagaan 
dalam arti bahwa Dewan Komisaris merupakan 
jabatan kolektif yang merepresentasikan keseluruhan 
anggota Dewan Komisaris lainnya sehingga setiap 
hubungan kerja antara seorang anggota Dewan 
Komisaris dengan salah satu atau beberapa 
orang Direksi perlu diketahui oleh anggota Dewan 
Komisaris lainnya.

sUsUnan, jUmlah Dan 
komPosisi Direksi

Komposisi dan jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh 
RUPS dengan memperhatikan visi, misi, dan rencana 
strategis Perseroan untuk memungkinkan pengambilan 
keputusan yang efektif, tepat dan cepat, serta dapat 
bertindak secara independen.

Komposisi Direksi WIKA per tanggal 31 Desember 
2019 berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan 
sebagai berikut:

Association, Good Corporate Governance Guidelines, 
Code of Conduct, and this document will be further 
regulated based on agreements between the Board 
of Commissioners and the Board of Directors based 
on the Good Corporate Governance principles.

3. Members of the Board of Commissioners both 
individually and collegially can obtain access to 
information relating to the management of the 
Company including, but not limited to information 
about the Subsidiaries.

4. In the case of a request for information by the 
Board of Commissioners concerning a Subsidiary, 
the request is sent through the Company’s Board of 
Directors,  who have the authority to request such 
information from the Subsidiary under the authority 
as a Shareholder.

5. The Board of Commissioners together with the Board 
of Directors periodically conduct joint meetings to 
discuss issues relating to the Company. In the joint 
meetings, the President Commissioner chairs the 
meeting. In the event that the President Commissioner 
is unable to attend, he may appoint another Member 
of the Board of Commissioners as a representative

6. The decision in the Board of Commissioners and the 
Board of Directors joint meeting are binding on all 
meeting participants.

7. All working relationships between the Board of 
Commissioners and the Board of Directors become 
institutional relationships, in the sense that the 
Board of Commissioners has a collective position 
representing all other members of the Board of 
Commissioners so that every working relationship 
between a member of the Board of Commissioners 
and one or several Directors needs to be known by 
other members of the Board of Commissioners.

BoarD oF Directors strUctUre, 
nUmBer anD comPosition 

The Board of Directors’ composition and number of 
members is determined by the General Meeting of 
Shareholders after taking into account the Company’s 
vision, mission and strategic plans to enable effective, 
precise and fast decision-making, and independence.

WIKA’s Board of Directors composition as of December 
31, 2018 was 7 (seven) people, as follows:
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

daSar PenGanGkatan
AppoiNTmeNT bAsis

Tumiyana Direktur Utama
President	Director

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018
AGMS	Decision	dated	April	24,	2018

Agung Budi Waskito Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018
AGMS	Decision	dated	April	24,	2018

Bambang Pramujo Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018
AGMS	Decision	dated	April	24,	2018

Destiawan Soewardjono Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018
AGMS	Decision	dated	April	24,	2018

Ade Wahyu Direktur Keuangan
Director	of	Finance

Keputusan RUPS Luar Biasa tanggal 25 Maret 2019
EGMS	Decision	dated	March	25,	2019

Novel Arsyad Direktur Human Capital dan 
Pengembangan
Director	of	Human	Capital	and	Development

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 17 Maret 2017
AGMS	Decision	dated	March	17,	2017

Danu Prijambodo Direktur QHSE
Director	of	QHSE

Keputusan RUPS Tahunan tanggal 24 April 2018
AGMS	Decision	dated	April	24,	2018

 

Penilaian kemamPUan Dan 
kePatUtan serta Dasar 
PenGanGkatan Dewan komisaris

Seluruh anggota Direksi WIKA telah memenuhi kriteria 
dan ketentuan yang dipersyaratkan dalam uji kepatutan 
dan kelayakan (fit	and	proper	test) berdasarkan Undang-
undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan, 
peraturan terkait tata kelola perusahaan yang baik, serta 
peraturan dan ketentuan lain yang terkait. Seluruh 
anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi, dan 
reputasi yang memadai. Hal tersebut dibuktikan 
dengan diperolehnya persetujuan lulus fit	and	proper	
test sebagai berikut:

NAMA
name

JABATAN
PoStion

PelakSana
imPlementer

tanGGal efektif
effective date

Tumiyana Direktur Utama
President	Director

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

24 April 2018
April	24,	2018

Agung Budi Waskito Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

24 April 2018
April	24,	2018

Bambang Pramujo Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

24 April 2018
April	24,	2018

Destiawan Soewardjono Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

24 April 2018
April	24,	2018

Ade Wahyu Direktur Keuangan
Director	of	Finance

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

25 Maret 2019
March	25,	2019

Novel Arsyad Direktur Human Capital dan 
Pengembangan
Director	of	Human	Capital	and	
Development

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

17 Maret 2017
March	17,	2017

Danu Prijambodo Direktur QHSE
Director	of	QHSE

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

24 April 2018
April	24,	2018

BoarD oF Directors’ caPaBility 
anD comPliance assessment 
anD Basis oF aPPointment 

All WIKA’s Board of Directors members have fulfilled 
the criteria and requirements in the fit and proper test 
in accordance with the Limited Liability Company Law, 
the Company’s Articles of Association, good corporate 
governance regulations related to, and other relevant 
rules and regulations, including provisions regarding 
Independent Commissioners. All members of the Board 
of Commissioners have adequate integrity, competence 
and reputation. This is evidenced by passing the fit and 
proper test as follows:
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PemBiDanGan tUGas Direksi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi dibagi atas bidang 
tugas sebagai berikut:

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

bidanG tuGaS
duTies

Tumiyana Direktur Utama
President	Director

1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan 
tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar 
pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-
pembatasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, 
Anggaran Dasar dan atau Keputusan RUPS. 

2. Memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola, mengembangkan, 
menumbuhkan usaha perusahaan sesuai dengan visi, misi, rencana strategis 
perusahaan dan senantiasa berupaya meningkatkan sinergi sumber daya 
perusahaan secara efisien dan efektif.

3. Koordinasi antar Direktorat dalam melakukan pengendalian Perseroan
4. Pengarahan bisnis Entitas Anak dan Entitas Asosiasi. 
5. Pembinaan fungsi Satuan Pengawasan Intern dalam audit kepatuhan. 
6. Menetapkan perencanaan dan pengendalian penerapan GCG. 
7. Penetapan pelaksanaan program CSR. 
8. Penetapan strategi fungsi umum (fasilitas perkantoran dan aset).

1.	 Performing	all	actions	related	to	the	Company’s	management	for	the	Company’s	
benefit	and	in	accordance	with	the	Company’s	aims	and	objectives	and	
representing	the	Company	both	inside	and	outside	the	court	in	all	matters	and	
all	events	with	restrictions	as	regulated	in	the	Statutory	Regulations,	Articles	of	
Association	and	/	or	GMS	Decisions.

2.	 Having	the	main	responsibility	of	managing,	developing,	growing	the	company’s	
business	in	accordance	with	the	company’s	vision,	mission,	strategic	plan	and	
always	striving	to	improve	the	synergy	of	the	company’s	resources	efficiently	and	
effectively.

3.	 Coordinatng	the	Directorates	in	exercising	control	of	the	Company
4.	 Directing	the	Subsidiaries	and	Associated	Entities	businesses
5.	 Guiding	the	Internal	Audit	Unit	function	in	the	compliance	audit
6.	 Establishing	GCG	implementation	planning	and	control	
7.	 Determining	the	implementation	of	CSR	programs
8.	 Determining	general	function	strategies	(office	facilities	and	assets)

Agung Budi Waskito Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

1. Membawahi Departemen Sipil Umum 1, Departemen Sipil Umum 2, 
Departemen Sipil Umum 3 dan pembinaan Anak Perusahaan yaitu PT Wijaya 
Karya Bitumen dan PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi. 

2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan 
pembinaan fungsi pengusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 1 
yaitu di bidang usaha jasa konstruksi infrastruktur. 

3. Pengendalian engineering, konstruksi, komersial dan pengadaan.

1.	 In	charge	of	Civil	Engineering	1,	Civil	Engineering	2,	Civil	Engineering	3	
Departments,	and	the	development	of	Subsidiaries,	PT	Wijaya	Karya	Bitumen	dan	
PT	Wijaya	Karya	Industri	&	Konstruksi

2.	 Carrying	out	all	actions	related	to	the	management	and	guidance	of	the	
Company’s	business	functions	in	the	Operational	Directorate	1,	namely	in	the	
field	of	infrastructure	construction	services.

3.	 Controlling of engineering, construction, commercial and procurement 

servinG BoarD oF 
Directors’ DUties

In carrying out its duties, the Directors are divided into 
fields the following tasks:
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NAme

Jabatan
posiT ioN

bidanG tuGaS
duTies

Bambang Pramujo Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

1. Membawahi Departemen Industrial Plant dan Departemen Power Plant dan 
Energi serta pembinaan Anak Perusahaan yaitu PT Wijaya Karya Beton. 

2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pembinaan 
fungsi pengusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 2, yaitu di 
bidang usaha strategis konstruksi dan EPC Energy, Industrial Plant serta 
Petrochemical dan Oil & Gas. 

3. Penetapan pola pengendalian engineering, konstruksi, komersial, 
pengadaan, commissioning, serta operation dan  maintenance.

1.	 In	charge	of	Industrial	Plant	and	Power	Plant	and	Energy	Departments	and	the	
development	of	the	Subsidiary	PT	Wijaya	Karya	Beton.

2.	 Carrying	out	all	actions	related	to	the	management	and	guidance	of	the	
Company’s	business	functions	in	the	Operational	Directorate	2,	namely	in	the	
strategic	business	fields	of	construction	and	EPC	Energy,	Industrial	Plant	and	
Petrochemical	and	Oil	&	Gas.

3.	 Determining	the	patterns	of	engineering	control,	construction,	commercial,	
procurement,	commissioning,	and	operation	and	maintenance.

Destiawan Soewardjono Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

1. Membawahi Departemen Luar Negeri dan Departemen Bangunan Gedung 
serta pembinaan Anak Perusahaan yaitu PT Wijaya Karya Bangunan Gedung 
Tbk.

2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan 
pembinaan fungsi pengusahaan Perseroan pada Direktorat Operasional 3, 
yaitu di bidang usaha jasa konstruksi bangunan gedung bertingkat tinggi 
dan bidang usaha konstruksi di luar negeri. 

3. Pengendalian engineering, konstruksi, komersial dan pengadaan.

1.	 In	charge	of	Department	of	Overseas	and	Department	of	Building	and	the	
development	of	Subsidiary	PT	Wijaya	Karya	Bangunan	Gedung	Tbk.

2.	 Carrying	out	all	actions	related	to	the	management	and	guidance	of	the	
Company’s	business	functions	in	the	Operational	Directorate	3,	namely	in	the	
high-rise	building	construction	services	and	overseas	construction	business	fields.

3.	 Determining	the	engineering,	construction,	commercial	and	procurement	control

Ade Wahyu Direktur Keuangan
Director	of	Finance

1. Membawahi Departemen Keuangan, Legal dan pembinaan Anak Perusahaan 
yaitu PT Wijaya Karya Serang Panimbang serta Perusahaan Asosiasi. 

2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan 
pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Keuangan, yaitu di bidang 
perencanaan, pengelolaan Keuangan dan bidang Legal.

1.	 In	charge	of	the	Finance,	and	Legal	Departments	and	the	development	of	
Subsidiary	PT	Wijaya	Karya	Serang	Panimbang	and	Associated	Companies

2.	 Carrying	out	all	actions	related	to	the	management	and	guidance	of	the	
Company’s	functions	at	the	Finance	Directorate,	namely	in	the	planning,	financial	
management	and	legal	fields.
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

bidanG tuGaS
duTies

Novel Arsyad Direktur Human Capital 
dan Pengembangan
Director	of	Human	Capital	
and	Development

1. Membawahi Departemen Human Capital, Departemen Perencanaan dan 
Pengembangan Usaha dan Departemen Sinergi Bisnis serta pembinaan 
Anak Perusahaan yaitu PT Wijaya Karya Realty.

2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan 
dan pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Human Capital dan 
Pengembangan, yaitu di bidang Sumber Daya Manusia (Human Capital) 
bidang Perencanaan Bisnis Jangka Panjang, Investasi dan Pengembangan 
Bisnis, serta Key	Account dan Pengadaan terintegrasi. 

3. Penetapan strategi terkait market intelligence dan Analisa pasar yang 
berhubungan dengan Key	Clients.

1.	 In	charge	of	the	Human	Capital,	Planning	and	Business	Development,	and	
Business	Synergy	Departments,	and	the	development	of	Subsidiary	PT	Wijaya	
Karya	Realty.

2.	 Carrying	out	all	actions	related	to	the	management	and	guidance	of	the	
Company’s	functions	at	the	Human	Capital	and	Development	Directorate,	namely	
in	the	Human	Capital,	Long-term	Business	Planning,	Investment	and	Business	
Development,	and	Key	Accounts	and	Integrated	Procurement	fields.

3.	 Determining	the	strategies	related	to	market	intelligence	and	market	analysis	
related	to	Key	Clients.

Danu Prijambodo Direktur QHSE
Director	of	QHSE

1. Membawahi Departemen Safety, Health, and Environment, Departemen 
Pengembangan Sistem, Departemen Manajemen Risiko dan Project	
Management	Office (PMO) serta pembinaan Anak Perusahaan yaitu PT Wijaya 
Karya Rekayasa Konstruksi.

2. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan dan 
pembinaan fungsi Perseroan pada Direktorat Quality,	Safety,	Health	and	
Environment, yaitu di bidang kesehatan dan keselamatan kerja, bidang 
pengembangan kualitas, sistem serta manajemen risiko dan Project	
Management	Office (PMO).

1.	 In	charge	of	the	Safety,	Health,	and	Environment,	System	Development,	and	Risk	
management	Departments,	and	the	Project	Management	Office	(PMO)	and	the	
development	of	Subsidiary	PT	Wijaya	Karya	Rekayasa	Konstruksi.

2.	 Carrying	out	all	actions	related	to	the	management	and	guidance	of	the	
Company’s	functions	in	the	Quality,	Safety,	Health	and	Environment	Directorate,	
namely	occupational	health	and	safety,	quality	development,	risk	management	
systems	and	the	Project	Management	Office	(PMO)	fields.

kePemilikan saham Direksi

WIKA menyelenggarakan Daftar Khusus bagi seluruh 
anggota Direksi sebagai salah satu bentuk komitmen 
dalam menghindari aktivitas yang berpotensi 
menimbulkan benturan kepentingan. Daftar Khusus 
tersebut berisi informasi kepemilikan saham anggota 
Dewan Komisaris dan keluarga di Perseroan dan 
perusahaan lain. Rincian Kepemilikan Saham Direksi 
disajikan dalam tabel berikut:

BoarD oF Directors’ 
share ownershiP

WIKA holds a Special Register for all members of the 
Board of Directors, as a form of commitment to avoid any 
activities that may have the potential to cause conflicts 
of interest. The Special Register contains information on 
share ownership in the Company and other companies 
by members of the Board of Directors and their families. 
Details of the Board of Directors’ Share Ownership are 
shown in the following table:
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NAme

Jabatan
posiT ioN

kePemilikan Saham
shAre owNership

Wika

Tumiyana Direktur Utama
President	Director

Agung Budi Waskito Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

7.200 lembar saham
7,200	shares

Bambang Pramujo Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

Destiawan Soewardjono Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

Ade Wahyu Direktur Keuangan
Director	of	Finance

Novel Arsyad Direktur Human Capital dan 
Pengembangan
Director	of	Human	Capital	and	
Development

856.700 lembar saham
856,700	shares

Danu Prijambodo Direktur QHSE
Director	of	QHSE

keBijakan ranGkaP 
jaBatan Direksi

Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap 
sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu: 
1. Anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara, 

Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta; 

2. Anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Pengawas 
pada Badan Usaha Milik Negara; 

3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada 
instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan/atau Daerah; 

4. Pengurus partai politik, anggota DPR, DPD, DPRD 
Tingkat I, dan DPRD Tingkat II dan/atau Kepala Daerah; 

5. Menjadi calon/anggota DPR, DPD, DPRD Tingkat I, 
dan DPRD Tingkat II atau calon Kepala Daerah/Wakil 
Kepala Daerah; 

6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan 
kepentingan; dan/atau 

7. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam 
Peraturan Perundang-undangan.

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

Jabatan Pada PeruSahaan/
inStanSi  lain

posiT ioN iN  oTher CompANy / 
iNsTiTuTioN

nama PeruSahaan/inStanSi  lain
NAme of  oTher CompANy /  iNsTiTuTioN

Tumiyana Direktur Utama
President	Director

Komisaris
Commissioner

PT Kereta Cepat Indonesia China

Agung Budi Waskito Direktur Operasi I
Director	of	Operation	I

Komisaris Utama
President Commissioner

PT Wijaya Karya Bitumen
PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi

Bambang Pramujo Direktur Operasi II
Director	of	Operation	II

Komisaris Utama
President Commissioner

PT Wijaya Karya Beton Tbk.

BoarD oF Directors’ 
concUrrent Positions

Members of the Board of Directors are prohibited from 
holding concurrent positions as stated below, namely:
1. Members of the Board of Directors of State-

Owned Enterprises, Regional-Owned Enterprises, 
Privately-Owned Enterprises;

2. Members of the Board of Commissioners and / or 
Supervisory Board of a State-Owned Enterprise;

3. Other structural and functional positions in central 
and / or regional government agencies / institutions;

4. Management of political parties, members of DPR, 
DPD, DPRD Level I, and DPRD Level II and / or 
regional heads;

5. Candidates / members of DPR, DPD, DPRD Level I, 
and DPRD Level II or candidates for Regional Head / 
Deputy Regional Head;

6. Other positions that may lead to a conflict of interest; 
and / or

7. Other positions in accordance with the provisions in 
the legislation.
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

Jabatan Pada PeruSahaan/
inStanSi  lain

posiT ioN iN  oTher CompANy / 
iNsTiTuTioN

nama PeruSahaan/inStanSi  lain
NAme of  oTher CompANy /  iNsTiTuTioN

Destiawan Soewardjono Direktur Operasi III
Director	of	Operation	III

Komisaris Utama
President Commissioner

PT Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk

Ade Wahyu Direktur Keuangan
Director	of	Finance

Komisaris Utama
President Commissioner

PT Wijaya Karya Serang Panimbang
PT Jasamarga Balikpapan Samarinda

Novel Arsyad Direktur Human Capital 
dan Pengembangan
Director of Human
Capital	and	Development

Komisaris Utama
President Commissioner

PT Wijaya Karya Realty

Danu Prijambodo Direktur QHSE
Director	of	QHSE

Komisaris Utama
President Commissioner

PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi

hUBUnGan aFiliasi anGGota 
Direksi, Dewan komisaris Dan 
PemeGanG saham PenGenDali

Seluruh anggota Direksi Perseroan tidak memiliki 
hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, 
Direksi lainnya dan Pemegang Saham, sebagaimana 
tercermin dalam tabel berikut:

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

hubunGan keuanGan denGan
f iNANCiAl  relAT ioNship  wiTh

hubunGan keluarGa denGan
fAmil iAl  relAT ioNship  wiTh hubunGan 

kePenGuruSan
busiNess 

relAT ioNship

deWan 
komiSariS

boArd of 
CommissioNers

direkSi
boArd of 
direCTors

PemeGanG 
Saham

shAreholders

deWan 
komiSariS

boArd of 
CommissioNers

direkSi
boArd of 
direCTors

PemeGanG 
Saham

shAreholders

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Tumiyana Direktur Utama
President 
Director

√ √ √ √ √ √ √

Ade Wahyu Direktur 
Keuangan
Direktur	
Keuangan
Director	of	
Finance

√ √ √ √ √ √ √

Danu 
Prijambodo

Direktur QHSE
Director	of	QHSE

√ √ √ √ √ √ √

Agung Budi 
Waskito

Direktur 
Operasi I
Director	of	
Operation I

√ √ √ √ √ √ √

Novel Arsyad Direktur 
Human 
Capital dan 
Pengembangan
Director	
of	Human	
Capital and 
Development

√ √ √ √ √ √ √

memBers oF the BoarD 
oF Directors, BoarD oF 
commissioners anD controllinG 
shareholDers aFFiliations

No members of the Company’s Board of Directors have 
affiliated relationships with members of the Board of 
Commissioners, other members of the Board of Directors 
and the Shareholders, as reflected in the following table:
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

hubunGan keuanGan denGan
f iNANCiAl  relAT ioNship  wiTh

hubunGan keluarGa denGan
fAmil iAl  relAT ioNship  wiTh hubunGan 

kePenGuruSan
busiNess 

relAT ioNship

deWan 
komiSariS

boArd of 
CommissioNers

direkSi
boArd of 
direCTors

PemeGanG 
Saham

shAreholders

deWan 
komiSariS

boArd of 
CommissioNers

direkSi
boArd of 
direCTors

PemeGanG 
Saham

shAreholders

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Ya
yes

tidak
No

Destiawan 
Soewardjono

Direktur 
Operasi III
Director	of	
Operation III

√ √ √ √ √ √ √

Bambang 
Pramujo

Direktur 
Operasi II
Director	of	
Operation II

√ √ √ √ √ √ √

PenGelolaan BentUran 
kePentinGan Direksi

Benturan kepentingan Direksi adalah suatu kondisi 
tertentu di mana kepentingan pribadi Direksi berpotensi 
bertentangan dengan kepentingan Perusahaan untuk 
meningkatkan nilai Perusahaan, meraih laba serta 
pencapaian visi dan misi Perusahaan sebagaimana 
diamanatkan oleh Pemegang Saham.

Beberapa prinsip yang dianut WIKA untuk mencegah 
terjadinya benturan kepentingan dan implikasi lanjutan 
yang sering ditimbulkannya antara lain adalah sebagai 
berikut: 
1. Direksi harus menghindari adanya potensi benturan 

kepentingan di dalam melaksanakan tugasnya. Untuk 
mencegah terjadinya hal tersebut Direksi perlu 
memenuhi beberapa prinsip yaitu: 
a. Direksi wajib menyelenggarakan dan mengisi 

Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan 
sahamnya dan atau keluarganya pada perusahaan 
lain secara benar dan akurat. 

b. Direksi harus menghindari setiap aktivitas yang 
dapat mempengaruhi independensinya dalam 
pengambilan keputusan. 

c. Tidak boleh berpartisipasi dalam setiap kegia tan 
pengadaan yang melibatkan suatu Perusahaan 
di mana yang bersangkutan atau keluarganya 
mempunyai kepemilikan saham yang signifikan 
atau mempunyai kepentingan finansial atas 
transaksi tersebut. 

d. Direksi wajib membuat pernyataan mengenai 
benturan kepentingan terhadap hal-hal yang 
termaktub dalam Rencana Kerja dan Anggaran 
Perusahaan. 

manaGement oF BoarD oF 
Directors’ conFlicts oF interest 

Conflicts of interest within the Board of Directors 
pertains to conditions where the individual interests of 
a member of the Board of Commissioners has a potential 
conflict with the Company’s interests to increase the 
Company’s value, profit achievement, vision and mission 
as mandated by the Shareholders.

The principles adopted to prevent conflicts of interest 
and the continued implications that often arise include:

1. The Board of Directors must avoid potential conflicts 
of interest when carrying out their duties. To prevent 
this from happening, the Board of Directors has to 
abide by the following principles,:
a. The Board of Directors is required to maintain 

and complete a Special Register that contains 
theirs and their family’s share ownership in other 
companies truthfully and accurately.

b. The Board of Directors must avoid any 
activities that can affect their independence in 
decision-making.

c. They may not participate in any procurement 
activity that involves a Company where the 
person concerned or their family has significant 
share ownership or has a financial interest in 
the transaction.

d. The Board of Directors is obliged to make 
statements regarding conflicts of interest related 
to matters contained in the Company’s Work Plan 
and Budget.
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2. Apabila terjadi sesuatu hal, di mana kepentingan 
Perseroan berbenturan dengan kepentingan salah 
seorang anggota Direksi, maka dengan persetujuan 
Komisaris, Perseroan akan diwakili oleh anggota 
Direksi lainnya. Apabila benturan kepentingan 
tersebut menyangkut semua anggota Direksi, maka 
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau 
seorang yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. 

3. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka Rapat 
Umum Pemegang Saham mengangkat seorang atau 
lebih untuk mewakili Perseroan dalam menjalankan 
tugas tersebut di atas.

mekanisme PenGUnDUran Diri 
Dan PemBerhentian Direksi

1. Alasan pemberhentian anggota Direksi dilakukan 
apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang 
bersangkutan antara lain: 
a. Tidak/kurang dapat memenuhi kewajibannya yang 

telah disepakati dalam kontak manajemen; 
b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik; 
c. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar ini dan/ 

atau Peraturan Perundang-undangan; 
d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perseroan 

dan/atau Negara; 
e. Di samping alasan pemberhentian anggota 

Direksi, Direksi dapat diberhentikan oleh RUPS 
berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh 
RUPS demi kepentingan dan tujuan Perseroan. 

f. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ 
atau kepatutan yang seharusnya dihormati 
sebagai Direksi; 

g. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan 
yang telah mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap; 

h. Mengundurkan diri; 
i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi 

kepentingan dan tujuan Perseroan; 
2. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun terdapat 

satu jabatan atau lebih anggota Direksi lowong: 
a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang 

anggota Direksi yang lain untuk menjalankan 
pekerjaan anggota Direksi yang lowong tersebut 
dengan kekuasaan dan wewenang yang sama. 

b. Dengan memperhatikan ketentuan yang 
berlaku, RUPS wajib diselenggarakan untuk 
mengisi jabatan yang lowong tersebut apabila 
menyebabkan anggota Direksi berjumlah kurang 
dari 2 (dua) salah satunya Direktur Utama atau 
jabatan yang lowong adalah Direktur Utama atau 
Direktur lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan 
yang berlaku.

2. If there is a situation where the interests of the 
Company conflict with the interests of one member 
of the Board of Directors, then with the approval 
of the Board of Commissioners, the Company will 
be represented by other members of the Board 
of Directors. If the conflict of interest concerns all 
members of the Board of Directors, the Company will 
be represented by the Board of Commissioners or a 
person appointed by the Board of Commissioners.

3. In the absence of a Board of Commissioners, the 
General Meeting of Shareholders appoints one or 
more persons to represent the Company in carrying 
out the above-mentioned tasks.

BoarD oF Directors resiGnation 
anD Dismissal mechanism 

1. The reasons for dismissal of members of the Board 
of Directors is based on facts including:
a. They cannot / unable to fulfill their obligations 

agreed in the management contact;
b. They cannot perform their duties properly;
c. tThey have violated the provisions of the Articles 

of Association and / or the laws and regulations;
d. They have been involved in actions that are 

detrimental to the Company and / or the State;
e. In addition to these reasons for dismissing 

members of the Board of Directors, the Board of 
Directors may be dismissed by the GMS based on 
other reasons deemed appropriate by the GMS 
for the interests and objectives of the Company.

f. They have taken actions that violated the ethics 
and / or propriety that should be respected 
as Directors;

g. They have been convicted with a court decision 
that has permanent legal power;

h. They have been resigned;
i. Other reasons deemed appropriate by the GMS 

for the interests and objectives of the Company;
2. If at any time for any reason there is one or more 

vacant positions on the Board of Directors:
a.  The Board of Commissioners shall appoint 

another member of the Board of Directors to carry 
out the work of the vacant member of the Board 
of Directors with the same power and authority.

b. By following the applicable provisions, a GMS 
must be held to fill the vacant position if it causes 
the Board of Directors composition to be less 
than 2 (two) members, when one of them is the 
President Director, or other Directors required by 
applicable regulations.
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c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b 
diselenggarakan paling lambat 90 (sembilan 
puluh) hari sejak terjadinya lowongan jabatan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b. 

3. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: 

a. Pengunduran dirinya telah efektif; 
b. Meninggal dunia; 
c. masa jabatannya berakhir; 
d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; 
e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai 

anggota Direksi berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan; 

f. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga yang telah 
mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau 
ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan 
suatu keputusan Pengadilan; atau 

g. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota 
Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar 
ini dan Peraturan Perundang-undangan; 

4. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun 
setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti 
karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan 
wajib menyampaikan pertanggungjawaban 
atas tindakan-tindakan yang belum diterima 
pertanggungjawabannya oleh RUPS. 

5. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan 
untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan 
menyebutkan alasannya apabila mereka bertindak 
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau 
terdapat indikasi melakukan tindakan yang merugikan 
Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau 
terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan, 
dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: 
a. Pemberhentian sementara dimaksud harus 

diberitahukan secara tertulis kepada anggota 
Direksi yang bersangkutan disertai alasan 
yang menyebabkan tindakan tersebut dengan 
tembusan kepada Direksi. 

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a disampaikan dalam waktu paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah ditetapkannya 
pemberhentian sementara tersebut. 

c. The GMS referred to in letter b shall be held no 
later than 90 (ninety) days after the occurrence 
of a vacancy as referred to in letter b.

3. The position of a member of the Board of Directors 
ends if:
a. Their resignation has been effective;
b. They pass away;
c. Their term in office ends;
d. They are dismissed based on GMS decision;
e. They can no longer fulfill the requirements as a 

member of the Board of Directors based on the 
laws and regulations;

f. They have been declared bankrupt by a 
Commercial Court which has permanent legal 
power, or they have been pardoned based on a 
court decision; or

g. They can no longer fulfill the requirements as a 
member of the Board of Directors based on the 
provisions of this Articles of Association and the 
laws and regulations;

4. For members of the Board of Directors who resign 
before and after their term of office expires, except 
due to death, the person remains responsible for 
their actions until their resignation has been accepted 
by the GMS.

5. Members of the Board of Directors may be temporarily 
dismissed by the Board of Commissioners at any 
time by stating their reasons if they act contrary to 
the Articles of Association or there are indications 
of actions that have harmed the Company or they 
have neglected their obligations or there are urgent 
reason from the Company, taking into account the 
following provisions:
a. The said dismissal must be notified in writing to 

the member of the Board of Directors concerned 
together with the reasons that caused the action 
with a copy to the Board of Directors.

b. The notification, as referred to in letter a, shall be 
delivered no later than 2 (two) working days after 
the temporary suspension is determined.
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c. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara 
tidak berwenang menjalankan pengurusan 
Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai 
dengan maksud dan tujuan Perseroan serta 
mewakili Perseroan baik di dalam maupun di 
luar Pengadilan.

d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 
(sembilan puluh) hari setelah pemberhentian 
sementara dimaksud Dewan Komisaris harus 
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut 
atau menguatkan keputusan pemberhentian 
sementara tersebut. 

e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan 
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau 
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka 
pemberhentian sementara tersebut menjadi batal. 

f. Pembatasan kewenangan pada huruf c ayat 
ini berlaku sejak keputusan pemberhentian 
sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: 
• Terdapat keputusan RUPS yang menguatkan 

atau  membatalkan pemberhentian sementara 
pada huruf d ayat ini; atau 

• Lampaunya jangka waktu pada huruf d ayat ini. 
g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d 

ayat ini, anggota Direksi yang bersangkutan diberi 
kesempatan untuk membela diri. 

h. Pemberhentian sementara tidak dapat 
diperpanjang atau ditetapkan kembali dengan 
alasan yang sama, apabila pemberhentian 
sementara dinyatakan batal sebagaimana 
dimaksud pada huruf e ayat ini. 

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian 
sementara atau terjadi keadaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf e ayat ini, maka anggota 
Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan 
tugasnya kembali sebagaimana mestinya. 

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan 
pemberhentian sementara, maka anggota 
Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk 
seterusnya. 

k. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan 
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS 
setelah dipanggil secara tertulis, maka anggota 
Direksi yang diberhentikan sementara tersebut 
dianggap tidak menggunakan haknya untuk 
membela dirinya dalam RUPS dan telah menerima 
keputusan RUPS. 

c. Members of the Board of Directors who are 
temporarily dismissed are not authorized to carry 
out any management of the Company, or for the 
interests of the Company, in accordance with the 
aims and objectives of the Company, and may not 
represent the Company both inside and outside 
the Court.

d. Within a period of no more than 90 (ninety) days 
after the temporary dismissal referred to, the 
Board of Commissioners must hold a General 
Meeting of Shareholders to revoke or confirm the 
decision on the temporary dismissal.

e.  Within this timeframe as referred to in letter d, or 
if the GMS has not made a decision, the temporary 
termination cannot be canceled.

f. The limitation of authorities referred to in 
letter c applies from when the temporary 
dismissal decision was made by the Board of 
Commissioners until:
• There is a GMS decision that approves or 

revokes the temporary dismissal referred to 
in letter d; or

• The time limit has expired.
g. In the GMS, the member of the Board of Directors 

concerned will be given the opportunity to 
defend themselves.

h. Temporary dismissals cannot be extended or 
rescheduled for any reason, if the temporary 
dismissal is expressly canceled.

i.  In the event the GMS revokes the temporary 
dismissal, the member of the Board of Directors 
concerned may continue to perform their duties.

j. In the event that the GMS approves the temporary 
dismissal, the member of the Board of Directors 
will be dismissed.

k.  In the event that the member of the Board of 
Directors is temporarily absent from the GMS after 
being called in writing, then they are deemed to 
be abusing their right to defend themself in the 
GMS and will accept the GMS decision.
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l. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi 
kepada masyarakat dan menyampaikan kepada 
OJK mengenai: 
• Keputusan pemberhentian sementara; dan 
• Hasil penyelenggaraan RUPS untuk mencabut 

atau menguatkan keputusan pemberhentian 
sementara tersebut sebagaimana tersebut 
pada huruf d ayat ini, atau informasi mengenai 
batalnya pemberhentian pemberhentian 
sementara oleh Dewan Komisaris karena 
tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan 
lampaunya jangka waktu sebagaimana 
dimaksud dalam huruf e ayat ini, paling 
lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya 
peristiwa tersebut.

Pelaksanaan tUGas Direksi

Selama tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas, 
kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rangka 
melakukan pengurusan Perseroan yang ditetapkan 
dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, 
Anggaran Dasar Perseroan serta Rencana Kerja yang 
ditetapkan pada awal tahun. Pelaksanaan tugas Direksi 
selama tahun 2019 secara umum adalah sebagai berikut: 
1. Penyusunan perencanaan Perseroan. 
2. Pemenuhan target kinerja Perseroan. 
3. Pengelolaan aset dan Keuangan. 
4. Penyelenggaraan Rapat Direksi yang selama tahun 

2019 telah dilakukan sebanyak 21 kali.
5. Menghadiri Rapat Dewan Komisaris. 
6. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham 

(RUPS), dimana pada tahun 2019 terdapat 3 kali RUPS, 
yaitu RUPS Tahunan pada tanggal  30 April 2019 dan 
RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan pada tanggal 
28 Januari 2019 dan 25 Maret 2019.

7. Pengawasan dan perbaikan proses bisnis internal. 

8. Penerapan dan pengawasan Good Corporate 
Governance dalam setiap kegiatan usaha.

9. Pelaksanaan tugas lainnya terkait pengurusan 
Perseroan. 

l. The company is obliged to disclose information 
to the public and to inform OJK of:

• Temporary dismissal decisions; and
• The GMS results to revoke or approve the 

decision for temporary dismissal as referred to 
in letter d, or information regarding cancelling 
the temporary dismissal by the Board of 
Commissioners as the GMS was not held, 
within a period referred to in letter e, no later 
than 2 (2) business days after the event.

BoarD oF Directors’ 
DUties imPlementation 

During 2019, the Board of Directors conducted its duties, 
obligations and responsibilities in the context of carrying 
out the management of the Company as stipulated in the 
prevailing laws and regulations, the Company’s Articles of 
Association and Work Plans established at the beginning 
of the year. The Board of Directors’ duties implemented 
during 2019 were as follows:
1. Prepared the Company plans.
2. Met the Company’s performance targets.
3. Managed the Assets and Finances.
4. Held Board of Directors Meetings 21 times.
5. Attended Board of Commissioners Meetings.

6. Held the General Meeting of Shareholders (GMS), 
which in 2019 numbered 3 GMS, namely the AGMS 
on April 30, 2019 and EGMS on January 28, 2019 and 
March 25, 2019.

7. Superv ised  and improved the  in terna l 
business processes.

8. Implemented and supervised Good Corporate 
Governance in every business activity.

9. Performed other tasks related to the management 
of the Company.
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committees anD work Units 
UnDer the BoarD oF Directors 
PerFormance assessment 

WIKA does not have a Committee under the Board of 
Directors.  However, the implementation of duties and 
responsibilities of the Board of Directors is supported 
by functional organs led by the General Manager.  Each 
of these Work Units must account for their performance 
every quarter to the Board of Directors through 
Management Review activity.

Penilaian kinerja komite Dan 
Unit kerja Di Bawah Direksi

WIKA tidak memiliki Komite yang berada di bawah 
Direksi. Namun demikian pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawab Direksi didukung oleh organ fungsional 
yang dipimpin oleh General	Manager.	Adapun masing-
masing Unit Kerja tersebut mempertanggungjawabkan 
kinerjanya setiap kuartal kepada Direksi melalui kegiatan 
Management Review.
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PENILAIAN KINERJA DIREKSI
Board of directors’ Performance assessment

Penilaian Kinerja Direksi dilakukan melalui beberapa 
macam prosedur, antara lain sebagai berikut: 

Penilaian kinerja 
Direksi oleh rUPs 

Kinerja Direksi akan dievaluasi setiap tahun oleh 
Pemegang Saham dalam RUPS. Secara umum, kinerja 
Direksi ditentukan berdasarkan target kinerja yang 
tercantum dalam Statement of Corporate Intent, tugas 
kewajiban yang tercantum dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan 
serta amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi 
formal disampaikan secara terbuka kepada Direksi 
sejak pengangkatannya.

Hasil evaluasi terhadap kinerja Direksi secara keseluruhan 
dan kinerja masing-masing anggota Direksi merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam pemberian 
skema kompensasi bagi Direksi. Hasil evaluasi kinerja 
masing-masing anggota Direksi merupakan salah satu 
dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk 
pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota 
Direksi yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja Direksi 
baik selaku Dewan maupun individu juga merupakan 
sarana penilaian serta peningkatan efektivitas Direksi.

ProseDUr Pelaksanaan 
assessment kinerja Direksi 

Kinerja Direksi dilaporkan kepada Pemegang Saham 
melalui RUPS. 

The Board of Directors Performance Assessment is 
conducted through several procedures including:

BoarD oF Directors 
PerFormance assessment 
By the Gms

The Board of Directors’ performance is reported annually 
by the Shareholders at the GMS. The Board of Directors’ 
performance assessment is generally determined based 
on the performance targets stated in the Statement of 
Corporate Intent, the duties and obligations set down 
in the applicable laws and regulations, the Company’s 
Articles of Association, and the Shareholders’ mandate. 
Formal assessment criteria are submitted openly to the 
Directors on their appointment.

The Board of Directors’ collegial performance assessment 
results and the individual performance assessment for 
each member of the Board of Directors form an integral 
part in the remuneration schemes for the Directors. 
The individual performance assessment results are 
considered by the Shareholders when decided whether 
to dismiss and / or reappoint the Directors. The collegial 
and individual performance assessments are also used 
as a means of evaluating and increasing the effectiveness 
of the Directors.

BoarD oF Directors’ 
PerFormance assessment 
ProceDUre 
The Board of Directors’ performance is reported to 
Shareholders through the GMS.
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kriteria evalUasi kinerja Direksi 

RUPS menetapkan kriteria kinerja Direksi maupun 
individu anggota Direksi. Kriteria evaluasi kinerja individu 
anggota Direksi antara lain meliputi: 
1. Tingkat kehadiran dalam Rapat Direksi maupun Rapat 

Koordinasi Direksi dengan Komisaris. 
2. Kesiapannya dengan materi yang akan dibahas dalam 

rapat. 
3. Partisipasinya dalam pembahasan masalah maupun 

dalam pengambilan keputusan. 
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku dan kebijakan perusahaan. 
5. Komitmennya terhadap keputusan bersama yang 

telah dibuat.

Pihak yanG melakUkan assessment 

Pihak yang melakukan Penilaian kinerja Direksi adalah 
Pemegang Saham dalam RUPS berdasarkan kewajiban 
yang tercantum dalam Perundang-undangan yang 
berlaku dan Anggaran Dasar maupun amanat Pemegang 
Saham. 

hasil Penilaian kinerja Direksi 

Sepanjang tahun 2019, Direksi telah melaksanakan tugas 
kepengurusan Perseroan. Direksi dengan itikad baik 
dan penuh tanggung jawab telah menjalankan seluruh 
tugas yang diamanatkan, mengelola bisnis dan urusan 
Perseroan dengan tetap memperhatikan kepentingan 
Perseroan serta keseimbangan kepentingan seluruh 
pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. 

Penilaian kinerja Direksi 
DenGan metoDe selF 
assessment GcG 

Penilaian Kinerja Direksi dengan metode self assessment 
mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. 
PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan 
Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan 
Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik 
Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 
tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi 
atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good 
Corporate Governance) pada BUMN. 

BoarD oF Directors’ 
PerFormance assessment 
criteria
The GMS determines the collegial and individual 
performance assessment criteria. The individual 
assessment criteria includes:
1. Level of attendance at the Board of Directors’ Meetings 

and meetings with the Board of Commissioners.
2. Readiness with material to be discussed at 

the meetings.
3. Participation in the discussions of problems and 

decision-making.
4. Compliance with applicable laws and regulations and 

company policies.
5. Commitment to joint decisions made.

Party conDUctinG 
the assessments
The party evaluating the Board of Directors performance 
assessments is the Shareholders in the GMS, based on the 
obligations stated in the applicable laws and regulation, 
the Articles of Association, and the Shareholders’ 
mandate.

BoarD oF Directors’ 
PerFormance 
assessment resUlts
Throughout 2019, the Board of Directors carried out its 
management of the Company. The Board of Directors 
in good faith and with full responsibility carried out all 
their mandated tasks, managing the Company’s business 
and affairs while still taking into account the interests of 
the Company and the balance of interests of all parties 
concerned with the Company’s activities.

BoarD oF Directors’ 
PerFormance assessment with 
the GcG selF-assessment methoD

The Board of Directors’ performance assessments uses 
the Self-Assessment method and refers to Ministry of 
SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 dated July 6, 
2012 concerning Implementation of Good Corporate 
Governance in SOEs and of the Ministry of SOEs Decree 
No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning 
Evaluation Indicators / Parameters for the application of 
Good Corporate Governance in SOEs. 
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ProseDUr Pelaksanaan 
assessment kinerja Direksi 

Pelaksanaan asesmen tersebut dilakukan melalui 
beberapa tahap, antara lain: penyampaian dokumen 
yang dibutuhkan, pengisian kuesioner oleh Dewan 
Komisaris dan Direksi, wawancara, analisis BPKP 
terhadap dokumen, kuesioner, wawancara dan observasi 
yang dilakukan, presentasi hasil sementara oleh BPKP, 
dan pelaporan oleh BPKP mengenai hasil capaian dan 
rekomendasi terhadap kinerja Direksi. 

kriteria evalUasi kinerja Direksi 

Kriteria yang digunakan dalam penilaian 
kinerja Direksi tersebut meliputi: 
1. Pelaksanaan program pelatihan/ pembelajaran Direksi.

2. Pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung 
jawab Direksi yang jelas. 

3. Penyusunan perencanaan perusahaan. 
4. Pemenuhan target kinerja perusahaan. 
5. Pelaksanaan pengendalian operasional dan keuangan 

terhadap implementasi rencana dan kebijakan 
perusahaan. 

6. Pelaksanaan pengurusan perusahaan sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan 
Anggaran Dasar. 

7. Pelaksanaan hubungan yang bernilai tambah bagi 
perusahaan dan pemangku kepentingan. 

8. Memonitor dan mengelola potensi benturan 
kepentingan anggota Direksi dan manajemen di 
bawah Direksi. 

9. Pelaksanaan keterbukaan informasi dan komunikasi, 
serta penyampaian informasi kepada Dewan 
Komisaris dan Pemegang Saham secara tepat waktu. 

10. Penyelenggaraan rapat Direksi dan kehadiran pada 
rapat Dewan Komisaris. 

11. Penyelenggaraan pengawasan intern yang berkualitas 
dan efektif. 

12. Penyelenggaraan fungsi Sekretaris Perusahaan yang 
berkualitas dan efektif. 

13. Penyelenggaraan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya 
sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BoarD oF Directors’ 
PerFormance assessment 
ProceDUre 
The assessments will be carried out in several stages, 
including: submission of required documents by the 
Board of Commissioners and Board of Directors, 
completing questionnaires interviews, BPKP analysis of 
documents, questionnaires, interviews and observations 
carried out, BPKP presenting their preliminary results, and 
report on the achievement results, and recommendations 
on the Board of Directors performance

BoarD oF Directors’ 
PerFormance assessment 
criteria
The Board of Directors’ Performance assessment 
criteria includes:
1. Implementation of the Board of Directors’ training / 

learning program.
2. Clear division of the Board of Directors’ duties / 

functions, authorities and responsibilities. 
3. Preparing the corporate plan.
4. Meeting the Company’s performance targets.
5. Implementation of operational and financial controls 

over the Company’s plans and policies.

6. Implementation of the Company’s management in 
accordance with applicable laws and regulations and 
the Articles of Association.

7. Implementation of value-added relationships for the 
Company and stakeholders.

8. Monitoring and managing potential conflicts of 
interest by members of the Board of Directors and 
the management below the Board of Directors.

9. Implementation of information and communication 
disclosure, as well as timely delivery of information 
to the Board of Commissioners and Shareholders.

10. Organizing Board of Directors’ meetings and 
attendance at Board of Commissioners’ meetings.

11. Implementation of qual ity and effect ive 
internal supervision.

12. Organization of a quality and effective Corporate 
Secretary function.

13. Holding the AGMS and other GMS in accordance with 
the Laws and Regulations.
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Pihak yanG melakUkan assessment 

Pelaksanaan penilaian self assessment GCG aspek Direksi 
pada tahun 2019 dilaksanakan WIKA dengan verifikator 
dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Pelaksanaan penilaian self assessment GCG Direksi 
pada tahun 2019 dilaksanakan oleh tim internal WIKA 
dengan verifikator dari Badan Pengawas Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Menteri 
Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 
2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang 
Baik pada BUMN dan perubahannya Peraturan Menteri 
Negara BUMN No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 

hasil Penilaian kinerja Direksi 

Hasil penilaian aspek Direksi dalam self assessment 
implementasi GCG Perusahaan yang dilaksanakan pada 
tahun 2019 mencapai skor 33,383 dengan capaian 95,38% 
dan predikat “Sangat Baik”.

Party conDUctinG 
the assessments
The Board of Directors’ GCG self-assessments were 
conducted by WIKA with verifiers from the Financial and 
Development Supervisory Agency (BPKP). 

The Board of Directors’ GCG self-assessment conducted in 
2019 was carried out by WIKA’s internal team with verifiers 
from the Financial and Development Supervisory Agency 
(BPKP) in accordance with Ministry of SOEs Regulation 
No. PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 concerning 
the Implementation of Good Corporate Governance in 
SOEs, and Ministry of SOEs amendment Regulation No. 
PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012.

BoarD oF Directors’ 
PerFormance aPPraisal resUlts
The Board of Directors’ GCG self-assessment results 
conducted in 2019 reached a score of 33.383 with 95.38% 
achievement and the title “Very Good”.
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KEBIJAKAN KEBERAGAMAN 
KOMPOSISI DEWAN 

KOMISARIS DAN DIREKSI
Board of Commissioners and the Board of 

directors Composition diversity 

Dalam rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan yang 
dituangkan dalam Lampiran Surat Edaran Otoritas Jasa 
Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman 
Tata Kelola Perusahaan Terbuka dinyatakan komposisi 
anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman 
komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi. 
Keberagaman komposisi anggota Dewan Komisaris 
dan Direksi merupakan kombinasi karakteristik yang 
diinginkan baik dari segi organ Dewan Komisaris dan 
Direksi maupun anggota Dewan Komisaris dan Direksi 
secara individu, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan 
Terbuka. Kombinasi tersebut ditentukan dengan cara 
memperhatikan keahlian, pengetahuan dan pengalaman 
yang sesuai pada pembagian tugas dan fungsi jabatan 
Dewan Komisaris dan Direksi dalam mencapai tujuan 
Perusahaan Terbuka. Dengan demikian, pertimbangan 
kombinasi karakteristik dimaksud akan berdampak 
dalam ketepatan proses pencalonan dan penunjukan 
individual anggota Dewan Komisaris dan Direksi ataupun 
Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial.

Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi 
seperti yang diatur dalam Lampiran Surat Edaran 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.04/2015 
tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka 
telah diakomodir dalam Anggaran Dasar serta Board 
Manual Perseroan. Pengangkatan Dewan Komisaris 
dan Direksi dilakukan dengan mempertimbangkan 
integritas, dedikasi, pemahaman mengenai masalah 
manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah 
satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan dan/atau 
keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan dan dapat 
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan 
tugasnya serta persyaratan lain berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. Namun demikian, kebijakan 
keberagaman tersebut baru mengatur tentang 
keberagaman pengetahuan dan/atau keahlian sesuai 
dengan bidang tugas Dewan Komisaris dan Direksi. 
Kebijakan keberagaman terkait usia dan jenis kelamin 
belum dimiliki oleh WIKA, karena nominasi diprioritaskan 
pada kebutuhan Perseroan.

In the OJK recommendation as outlined in their 
Attachment Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 
concerning Guidelines for Public Company Governance, 
the composition for the Board of Commissioners 
members must considers the composition diversity of 
members of the Board of Commissioners and Board of 
Directors collegially and individually. The combination 
is determined by taking into account the appropriate 
expertise, knowledge and experience in the division of 
duties and functions between the Board of Commissioners 
and Board of Directors’ positions in achieving the goals 
of the Public Company. Therefore, consideration of 
the combined characteristics will have an affect on the 
accuracy of the nomination process and appointment 
of Commissioners and Directors individually, or the 
Commissioners and Directors collegially.

The composition diversity for the Board of Commissioners 
and Board of Directors is set forth in the Attachment 
Circular Letter Number 32/SEOJK.04/2015 concerning 
Guidelines for Public Company Governance, the Articles 
of Association and the Board Manual. The appointment of 
the Board of Commissioners and Directors is carried out 
by considering the integrity, dedication, understanding 
of Company management issues related to any of the 
management functions, knowledge and / or expertise 
in the field required by the Company, and the ability 
provide sufficient time to perform their duties and other 
requirements based on the Laws  and Regulations. 
However, the diversity policy only regulates the diversity 
of knowledge and / or expertise in accordance with the 
duties of the Board of Commissioners and Board of 
Directors. WIKA’s age and gender diversity policies are 
not yet in place, as the nominations are prioritized on 
the needs of the Company.
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Pada periode 2019, keberagaman komposisi Dewan 
Komisaris dan Direksi yang tercermin dalam pendidikan, 
pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin, dapat dilihat 
sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

uSia
Age

JeniS 
kelamin

geNder

Pendidikan
eduCATioN

PenGalaman kerJa
worK experieNCe

keahlian
experTise

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

Imam Santoso Komisaris 
Utama
President 
Commissioner

61 tahun
years old

Laki-laki
Male

• Sarjana Teknik Sipil, Fakultas 
Teknik Sipil Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta 
tahun 1982

• Master of Science, Institute 
of Irrigation and Water 
Resources, Southampton 
University, tahun 1990

• Doktor/S3 Teknik Sipil, 
Universitas Diponegoro, 
Semarang tahun 2018

•	 Bachelor’s	degree	in	Civil	
Engineering,Faculty	of	Civil	
Engineering,	Universitas	
Gadjah	Mada,	Yogyakarta	in	
1982

•	 Master of Science degree, 
Institute of Irrigation and 
Water	Resources,	Southampton	
University, 1990

•	 Doctorate/PhD	in	Civil	
Engineering,	Universitas	
Diponegoro,	Semarang	in	2018

• Kepala BWS Nusa 
Tenggara 1 (2006-2008)

• Kepala Sub Dit. 
Perencanaan Wilayah 
Sungai (2008 - 2011) 

• Kepala BBWS Ciliwung 
Cisadane (2011-2013)

• Kepala BBWS Pemali 
Juana (2013-2014)

• Direktur Sungai dan 
Pantai (2014-2015)

• Kepala Pusat 
Bendungan (2015-
2016)

• Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air, 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat (2016 - 2018)

• Widyaiswara Utama 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
Rakyat  (2018 - 
Sekarang)

• Staff khusus 
Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan 
rakyat (2018 - sekarang 
)

•	 Head	of	BWS	Nusa	
Tenggara	1	(2006-2008)

•	 Head	of	Sub	Directorate.	
River	Basin	Planning	
(2008	-	2011)

•	 Head	of	BBWS	Ciliwung	
Cisadane	(2011-2013)

•	 Head	of	BBWS	Pemali	
Juana	(2013-2014)

•	 Director	of	Rivers	and	
Beaches	(2014-2015)

•	 Head	of	Dam	Center	
(2015-2016)

•	 Director	General	of	
Water	Resources,	
Ministry of Public Works 
and	Public	Housing	
(2016	-	2018)

•	 Main	Lecturer	of	Ministry	
of Public Works and 
Public	Housing	(2018	-	
Present)

•	 Special	Staff	of	Ministry	
of Public Works and 
Public	Housing	(2018	-	
present)

Teknik Sipil

Civil	Engineering

In 2019, the Board of Commissioners and Board of 
Directors composition diversity, reflecting the education, 
work experience, age and gender, can be seen as in the 
table below:
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

uSia
Age

JeniS 
kelamin

geNder

Pendidikan
eduCATioN

PenGalaman kerJa
worK experieNCe

keahlian
experTise

Edy Sudarmanto Komisaris
Commissioner

60 
tahun/
years old

Laki-laki
Male 

• Menempuh pendidikan 
AKABRI tahun 1982

• Menempuh pendidikan 
SUSSARCAB HUB tahun 1982

• Sekolah Tinggi Teknologi 
Angkatan Laut tahun 1992

• Menempuh pendidikan 
DIKLAPA II/HUB tahun 1993

• Menempuh pendidikan 
SESKOAD tahun 1996

• Menempuh pendidikan 
SESKO TNI tahun 2000

• Menempuh pendidikan 
LEMHANAS tahun 2009

•	 Received	AKABRI	education	
in 1982

•	 Attended	SUSSARCAB	HUB	in	
1982

•	 Navy	College	of	Technology	
in 1992

•	 Received	DIKLAPA	II	/	HUB	
education	in	1993

•	 Received	SESKOAD's	education	
in	1996

•	 Attended	the	SESKO	TNI	
education in 2000

•	 Attended	LEMHANAS	education	
in 2009

• Dansatkomlek 
(Komandan Satuan 
Komunikasi dan 
Elektronika) TNI 
(2015) 

• Deputi Bidang 
Intelijen Teknologi 
di Badan Intelijen 
Negara (2015)

• Staf Khusus Badan 
Intelijen Negara 
(2019-sekarang)

•	 Dansatkomlek	
(Commander	of	the	
Communication and 
Electronics	Unit)	TNI	
(2015)

•	 Deputy	for	Technology	
Intelligence	at	the	State	
Intelligence	Agency	
(2015)

•	 Special	Staff	to	the	
State Intelligence 
Agency	(2019-present)

Strategi Bisnis
Business 
Strategy

Freddy R. Saragih Komisaris
Commissioner

60 
tahun/
60	years	
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Ekonomi, Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta 
tahun 1984 

• Master Profesional 
Akuntansi, University of 
Texas, Austin tahun 1992

•	 Degree	in	Economics,	
Universitas	Gadjah	Mada,	
Yogyakarta	in	1984	

•	 Master Profesional 
Accountancy,	University	of	
Texas,	Austin	in	1992

• Kepala Biro 
Pembiayaan dan 
Penjaminan di 
Kementerian 
Keuangan (2006 - 
2009) 

• Kepala Pusat 
Pengelolaan 
Risiko Fiskal - BKF 
di Kementerian 
Keuangan (2009 - 
2014)

• Direktur Pengelolaan 
Dukungan 
Pemerintah dan 
Pembiayaan 
Infrastruktur di 
Kementerian 
Keuangan (2015 - 
2019)

•	 Head	of	Financing	and	
Guarantee Bureau at 
the	Ministry	of	Finance	
(2006	-	2009)

•	 Head	of	Fiscal	Risk	
Management	Center	-	
BKF	at	the	Ministry	of	
Finance	(2009	-	2014)

•	 Director	of	Government	
Support Management 
and Infrastructure 
Financing	at	the	
Ministry of Finance 
(2015	-	2019)

Ekonomi dan 
Akuntansi
Economics	and	
Accounting
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

uSia
Age

JeniS 
kelamin

geNder

Pendidikan
eduCATioN

PenGalaman kerJa
worK experieNCe

keahlian
experTise

Satya Bhakti 
Parikesit

Komisaris
Commissioner

47 
tahun/
47	years	
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Hukum, Universitas 
Indonesia, Depok tahun 1995 

• Magister Manajemen, 
Universitas Padjadjaran, 
Bandung tahun 1999 

• LL.M in International Law, 
University of Nottingham, 
United Kingdom tahun 2000

•	 Degree	in	Law,	Universitas	
Indonesia,	Depok	in	1995	

•	 Masters in Management, 
Universitas	Padjadjaran,	
Bandung in 1999 

•	 LL.M	in	International	Law,	
University	of	Nottingham,	
United	Kingdom	in	2000

• Staf Ahli Sekretaris 
Kabinet Bidang 
Hukum dan 
Hubungan 
Internasional (2015 
- 2017)

• Deputi Bidang 
Kemaritiman, 
Sekretariat Kabinet 
(2017 - 2018) 

• Deputi Bidang 
Perekonomian, 
Sekretariat Kabinet 
(2018 - sekarang)

•	 Expert	staff Cabinet 
Secretariat for Law	and	
International	Relations 
(2015	-	2017)

•	 Deputy	for	Maritime	
Affairs, Sekretariat 
Kabinet	(2017	-	2018)	

•	 Deputi	Bidang	
Perekonomian, Cabinet 
Secretariat	(2018	-	
present)

Hukum dan 
Manajemen
Law	and	
Management



437Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

uSia
Age

JeniS 
kelamin

geNder

Pendidikan
eduCATioN

PenGalaman kerJa
worK experieNCe

keahlian
experTise

Suryo Hapsoro Tri 
Utomo

Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

63 
tahun/
63	years	
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Teknik, Universitas 
Gadjah Mada, Yogyakarta 
tahun 1984 

• Ph.D. (Doctor of Philosophy), 
University of Newcastle upon 
Tyne, Inggris tahun 1996

•	 Bachelor’s	degree	in	
Engineering,	Universitas	
Gadjah	Mada,	Yogyakarta	in	
1984

•	 Ph.D.	(Doctor	of	Philosophy),	
University of Newcastle upon 
Tyne,	England	in	1996

• Direktur Penelitian 
dan Pengabdian 
kepada Masyarakat 
Direktorat Jenderal 
Pendidikan Tinggi 
Departemen/
Kementerian 
Pendidikan Nasional/
Kementerian 
Pendidikan dan 
Kebudayaan  (2009 
- 2012) 

• Country 
Representative of 
Indonesia to the 
SEAMEO SEARCA 
Governing Board 
(2009-2012)

• Rektor Universitas 
Budi Luhur Jakarta 
(2012-2016) 

• Komite Audit 
Universitas Gadjah 
Mada

• (2019-sekarang)

•	 Director	of	Research	
and Community Service 
Directorate	General	
of	Higher	Education	
Departments	/	Ministry	
of	National	Education	
/	Ministry	of	Education	
and	Culture	(2009	-	
2012)

•	 Country	Representative	
for	Indonesia	to	the	
SEAMEO	SEARCA	
Governing Board 
(2009-2012)

•	 Rector	of	Universitas 
Budi	Luhur Jakarta 
(2012-2016)

Teknik Sipil dan 
Manajemen
Civil	Engineering	
and
Management

Achmad Hidayat Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

62 
tahun/
62	years	
old

Laki-laki
Male

• Akademi Kepolisian tahun 
1980 

• Pendidikan PTIK tahun 1986 
• Pendidikan Sespim Polri 

tahun 1997 
• Pendidikan Sespati Polri 

tahun 2005 
• Sarjana Hukum tahun 2008

•	 Education	in	the	Police	
Academy	in	1980

•	 Studied	PTIK	education	in	1986
•	 Education	in	the	National	

Police	Secretariat	in	1997
•	 Studied	the	2005	National	

Sespati Police 
•	 Education	in	Law	in	2008

• Dir Intel Polda Bali 
(2006) 

• Kepala Biro Analis 
Bareskrim Polri (2010) 

• Kepala Divisi 
Teknologi dan 
Informasi Polri  (2013)

•	 Head	of	the	Police	
Criminal Investigation 
Bureau	(2010)

•	 Head	of	Polri	
Technology	and	
Information	Division	
(2013)

Hukum
Law
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Illiana Arifiandi Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

59 
tahun/
59 years 
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Akuntansi, 
Universitas Padjadjaran,

• Bandung tahun 1985
• Magister Manajemen, 

Sekolah Tinggi
• Manajemen PPM, Jakarta 

tahun 1999

•	 Bachelor	degree	in	Accounting,	
Universitas

•	 Padjadjaran,	Bandung	in	1985
•	 Master of Management, 

Sekolah	Tinggi
•	 Manajemen	PPM,	Jakarta	in	

1999

Direktur Komersil PT
Kaltim Industrial Estate,
Bontang, (2017-2019)
Director	of	Commercial	PT
Kaltim	Industrial	Estate,
Bontang,	(2017-2019)

Akuntansi dan 
Manajemen
Accounting	and
Management

Direktur
Board	of	Directors

Tumiyana Direktur Utama
President 
Director

54 
tahun/
54 years 
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Teknik Sipil 
Universitas Borobudur tahun 
1994 

• Magister Manajemen Jakarta 
Institute of Management 
Studies tahun 1997

•	 Bachelor’s	degree	in	Civil	
Engineering,	Universitas 
Borobudur in 1994

•	 Masters in Management, 
Jakarta Institute of 
Management	Studies	in	1997

• Direktur Keuangan 
PT PP (Persero) Tbk. 
(2008 – 2016) 

• Direktur Utama  
PT PP (Persero) Tbk. 
(2016 - April 2018)

•	 Finance	Director	PT	PP	
(Persero)	Tbk.	(2008	
–	2016)	

•	 President	Director	PT	
PP	(Persero)	Tbk.	(2016	
-	April	2018)

Teknik Sipil dan 
Manajemen

Civil 
Engineering	and	
Management

Agung Budi 
Waskito

Direktur 
Operasi I
Director	of	
Operation I

48 
tahun/
48 years 
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Teknik Sipil 
Universitas Gadjah Mada 
tahun 1995

• Master di Engineering Civil, 
Indian Institute Technology 
Roorkee tahun 2002

•	 Degree	in	Technical	
Engineering,	Universitas	
Gadjah	Mada	in	1995

•	 Master	in	Civil	Engineering,	
Indian	Institute	Technology	
Roorkee	in	2002

• Manajer Divisi 
Operasi 4 Sipil Umum 
II (2014 - 2015) 

• General Manager 
Departemen 
Pemasaran (2016 - 
2017) 

• General Manager 
Departemen Sipil 
Umum I (2017 – April 
2018)

•	 General Civil 
Operations	4	II	Division	
Manager	(2014	-	2015)

•	 General Manager 
Marketing	Department	
(2016	-	2017)

•	 General Manager 
General Civil I 
Department	(2017	-	
April	2018)

Teknik Sipil

Civil	Engineering
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Bambang 
Pramujo

Direktur 
Operasi II
Director	of	
Operation II

62 
tahun/
62	years	
old

Laki-laki
Male

• Insinyur Jurusan Teknik Sipil, 
Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta tahun 1982 

• Master di Sipil Engineering, 
Universitas Indonesia tahun 
1999

•	 Civil	Engineering	Department	
Engineer, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta in 1982 

•	 Master’s	degree	in Civil 
Engineering, Universitas 
Indonesia in 1999

• General Manager 
Departemen EPC 
WIKA (2005 - 2009) 

• General Manager 
Departemen Energi 
WIKA (2009 - 2010) 

• General Manager 
Departemen Utilitas 
WIKA (2010) 

• General Manager 
Departemen 
Industrial Plant WIKA 
(2011-2013)

•	 General Manager of 
WIKA	EPC	Department	
(2005	-	2009)

•	 General Manager 
of	WIKA	Energy	
Department	(2009	-	
2010)

•	 General Manager 
of	WIKA	Utility	
Department	(2010)

•	 General Manager of 
WIKA	Industrial	Plant	
Department	(2011-
2013)

Teknik Sipil

Civil	Engineering

Destiawan 
Soewardjono

Direktur 
Operasi III
Director	of	
Operation III

58 
tahun/
58 years 
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Teknik Sipil, 
Universitas Brawijaya, 
Malang tahun 1987 

• Magister Manajemen, 
Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta tahun 2008

•	 Civil	Engineering	degree, 
Universitas	Brawijaya,	Malang	
in	1987	

•	 Masters in Management, 
Universitas	Gadjah	Mada,	
Yogyakarta	in	2008

• Manajer Proyek 
PLTGU Borang (2004) 

• Manajer Proyek 
Jembatan Surabaya 
Madura (2004-2007) 

• Manajer Divisi Luar 
Negeri WIK A (2008 
- 2011) 

• Manajer Proyek East 
West Motorway - 
Aljazair WIKA (2009 
-2010) 

• General Manager 
Departemen Luar 
Negeri WIKA (2012 - 
2013)

•	 Project	Manager	PLTGU	
Borang	(2004)

•	 Surabaya Madura 
Bridge	Project	Manager	
(2004-2007)

•	 WIKA	Overseas	Division	
Manager	(2008	-	2011)

•	 East	West	Motorway	
Project	Manager	-	
Algeria	WIKA	(2009	
-2010)

•	 General Manager 
of	WIKA	Overseas	
Department	(2012	-	
2013)

Teknik Sipil dan 
Manajemen

Civil 
Engineering	and	
Management
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Ade Wahyu Direktur 
Keuangan
Director	of	
Finance

45 
tahun/
45 years 
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Ekonomi Akuntasi, 
Universitas Persada 
Indonesia YAI, Jakarta tahun 
1999

• Magister Management, 
Universitas Bina Nusantara 
tahun 2015

•	 Degree	in	Economics	
Accountancy,	Universitas	
Persada	Indonesia	YAI,	Jakarta	
in 1999

•	 Masters in Management, 
Universitas Bina Nusantara 
in 2015

• Manager Keuangan 
dan HC Bangunan 
Gedung di WIKA 
(2011-2015) 

• Manager Biro 
Keuangan di WIKA 
(2015-2016) 

• General Manager 
Departemen 
Keuangan WIKA 
(2017-2019)

•	 Finance	and	HC	
Manager	at	WIKA	
(2011-2015)

•	 Finance Bureau 
Manager	at	WIKA	
(2015-2016)

•	 General Manager 
at	WIKA	Overseas	
Department	(2017-
2019)

Keuangan dan 
Manajemen

Finance and 
Management

Novel Arsyad Direktur 
Human 
Capital dan 
Pengembangan
Director	
of	Human	
Capital and 
Development

Laki-laki
Male

• Sarjana Teknik Sipil dari 
Universitas Islam Indonesia 
pada tahun 1991

• Magister Manajemen dari 
Binus University pada tahun 
2013

•	 Civil	Engineering	degree, 
Universitas Islam Indonesia 
pada in 1991

•	 Masters in Management, Binus 
University	pada	in	2013

• Manajer Divisi 
Bangunan Gedung, 
Departemen 
Bangunan Gedung  
WIKA (2012 - 2013)

• Komisaris PT Wijaya 
Karya Bangunan 
Gedung Tbk. (2014 - 
2016) 

• General Manager 
Departemen 
Bangunan Gedung 
WIKA (2014 - 2016) 

• Direktur Utama 
PT Wijaya Karya 
Bangunan Gedung 
Tbk.(2016 - 2017)

•	 Buildings	Division	
Manager, Buildings 
Department	at	WIKA	
(2012	-	2013)

•	 Commissioner at 
PT	Wijaya	Karya	
Bangunan	Gedung	Tbk.	
(2014-2016)

•	 Building	Department	
General Manager at 
WIKA	(2014	-	2016)

•	 President	Director	
at	PT	Wijaya	Karya	
Bangunan	Gedung	Tbk.	
(2016	-	2017)

Teknik Sipil, 
Manajemen, 
dan Investasi

Civil	Engineering	
and Investments
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Danu Prijambodo Direktur QHSE
Director	of	QHSE

50 
tahun/
50 years 
old

Laki-laki
Male

• Sarjana Teknik Sipil 
Universitas Hasanuddin 
tahun 1994 

• Magister Manajemen Scuola 
Superore Enrico Mattei tahun 
2000

•	 Civil	Engineering	degree, 
Universitas	Hasanuddin	in	
1994 

•	 Masters in Management, 
Scuola	Superore	Enrico	Mattei	
in 2000

• Direktur Teknik dan 
Operasi PT PGAS 
Solution (2012) 

• Kepala Divisi 
Pembangunan PT 
Perusahaan Gas 
Negara (2013)

• Group Head PMO 
PT Perusahaan Gas 
Negara (2014)

• Group Head Bisnis 
Unit Infrastruktur 
Operasi PT 
Perusahaan Gas 
Negara (2017)

•	 Technical	and	
Operations	Director	
at	PT	PGAS	Solution	
(2012)

•	 Development	Division	
Head	at	PT	Perusahaan	
Gas	Negara	(2013)

•	 PMO	Group	Head	at	
PT	Perusahaan	Gas	
Negara	(2014)

•	 Operational 
Infrastructure Business 
Unit	Group	Head	at	
PT	Perusahaan	Gas	
Negara	(2017)

Teknik Sipil, 
QSHE dan 
Manajemen

Civil	Engineering,	
QSHE	and	
Management
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For the Board of Commissioners and Board of Directors 
remuneration, WIKA promotes the prudential principle 
and refers to the applicable laws and regulations. 
WIKA refers to Ministry of SOEs Regulation No. PER-04/
MBU/2014 concerning Guidelines for Determining 
the Remuneration of Board of Directors, Board of 
Commissioners, and Supervisory Board in State-Owned 
Enterprises, as last amended by Ministry of SOEs 
Regulation No. PER-01/MBU/05/2019 as the Fourth 
Amendment to Ministry of SOEs Regulation concerning 
Guidelines for Determining the Remuneration of Board 
of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory 

BoarD in 
state-owneD enterPrises.

BoarD oF commissioners’ 
remUneration
Procedure for Determining the Board of Commissioners’ 
Remuneration The Board of Commissioners’ 
Remuneration is determined by the Shareholders through 
the GMS, after going through the following process:The 
Nomination, Remuneration and GCG Committee (NRC) 
requests an independent consultant to conduct a 
remuneration review for the Board of Directors and 
Board of Commissioners.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN 
KOMISARIS DAN DIREKSI
Board of Commissioners and Board of 
directors remuneration Policy

Dalam pemberian remunerasi bagi Dewan Komisaris 
dan Direksi, WIKA mengedepankan prinsip kehati-hatian 
serta mengacu pada peraturan perundangan yang 
berlaku. WIKA mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN 
No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan 
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan 
Pengawas Badan Usaha Milik Negara sebagaimana 
terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. 
01/MBU/05/2019 tentang Perubahan Keempat atas 
Peraturan Menteri BUMN tentang Pedoman Penetapan 
Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan 
Pengawas BUMN.

remUnerasi Dewan komisaris

ProseDUr PenetaPan 
remUnerasi Dewan komisaris 
Besaran remunerasi Dewan Komisaris ditetapkan oleh 
Pemegang Saham melalui mekanisme RUPS. Namun, 
sebelum ditetapkan oleh RUPS, prosedur penetapan 
remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai 
berikut: 

RUPS
GMS

Dewan Komisaris
Board of 

Commissioners

Komite Nominasi, 

Remunerasi dan GCG

Nomination Committee,
Remuneration and

GCG

Survey

Konsultan Independen

Consultant Independent
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a. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG meminta 
konsultan independen melakukan kajian 
remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris. 

b. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG melakukan 
survei pasar pada perusahaan sejenis dan sekelas 
Perseroan

c. Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 
memberikan rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris

d. Dewan Komisaris melakukan pembahasan atas 
usulan Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 
untuk kemudian diusulkan dalam RUPS. 

e. Pemegang Saham melakukan pembahasan pada 
RUPS 

f. RUPS memberikan wewenang dan kuasa 
kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan 
besaran remunerasi.

strUktUr remUnerasi 
anGGota Dewan komisaris

Dewan Komisaris menerima remunerasi tetap dan tidak 
tetap. Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/
MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019, struktur 
remunerasi Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari:

1. Gaji/Honorarium; 
2. Tunjangan; 
3. Fasilitas; dan 
4. Tantiem/Insentif Kinerja.

inDikator PenetaPan 
remUnerasi Dewan komisaris

Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris WIKA 
mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/
MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 tentang 
pedoman penetapan penghasilan Direksi, Dewan 
Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai berikut: 

1. Faktor skala usaha 
2. Faktor kompleksitas usaha 
3. Tingkat inflasi 
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan 
5. Faktor - faktor lain yang relevan, serta tidak boleh 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

a. The NRC conducts a market survey of similar 
companies and peer groups of the Company

b. The NRC provides recommendations to the Board 
of Commissioners

c. The NRC provides recommendations to the Board 
of Commissioners

d. The Board of Commissioners discusses the 
NRC recommendations to be then proposed at 
the GMS.

e. The shareholders conduct discussions at the GMS

f. The GMS gives the Board of Commissioners the 
authority and power to determine the amount 
of remuneration.

remUneration strUctUre 
For memBers oF the BoarD 
oF commissioners
The Board of Commissioners receives fixed and 
non-permanent remuneration. In accordance with SOE 
Minister Regulation No. PER-04/MBU/2014 as amended 
by Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019, 
the Board of Commissioners’ remuneration structure 
consists of:
1. Salary / Honorarium;
2. Allowances;
3. Facilities; and
4. Tantiem / incentives.

inDicators For DetermininG 
the BoarD oF commissioners’ 
remUneration
Determination of the Board of Commissioners indicators, 
refers to Ministry of SOEs Regulation No. PER-04/
MBU/2014  as amended by Ministry of SOEs Regulation 
No. PER-01/MBU/05/2019  concerning guidelines for 
determining the income of the Board of Directors, Board 
of Commissioners, and Supervisory Board in SOEs, and 
are as follows:
1. Business scale factors
2. Business complexity factors
3. Inflation rate
4. The Company’s condition and financial capability 
5. Other relevant factors that do not conflict with 

statutory regulations
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Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengacu pada 
indikator-indikator sebagai berikut:
1. Remunerasi diberikan dalam hal perusahaan 

memperoleh keuntungan dalam tahun buku yang 
bersangkutan; 

2. Remunerasi diberikan dengan mengacu pada 
perkembangan pasar industri konstruksi; 

3. Remunerasi diberikan melalui hasil pengukuran 
kinerja Dewan Komisaris dan Direksi yang sesuai 
dengan tugas dan tanggung jawab; 

4. Kinerja keuangan dan pencapaian Key	Performance	
Indicator (KPI) Perseroan; 

5. Prestasi kerja individu; 
6. Kewajaran dengan peer perseroan lainnya; 
7. Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang 

Perseroan; 
8. Besaran remunerasi yang diterima adalah: 

a. Komisaris Utama 45% dari remunerasi Direktur 
Utama. 

b. Anggota Dewan Komisaris 90% dari remunerasi 
Komisaris Utama. 

c. Direktur Utama 100%. 
d. Direksi yang membidangi Sumber Daya Manusia 

90% dari Direktur Utama.
e. Anggota Direksi lainnya 85% dari Direktur Utama.

no JeniS PenGhaSilan/faSil itaS
Type  of  iNCome /  fACil iT ies

keteranGan
desCripT ioN

1 Honorarium
Honorarium

• Komisaris Utama 45% dari gaji Direktur Utama.
• Komisaris 90% dari honorarium Komisaris Utama
•	 President	Commissioner	45%	of	the	President	Director’s	salary.
•	 Commissioners	90%	of	the	President	Commissioner’s	honorarium	

2 Tunjangan
• Tunjangan Hari Raya 
• Tunjangan Transportasi 
• Asuransi Purna Jabatan

Allowances
•	 Feast	Day	allowance
•	 Transportation allowance
•	 Positional

• Diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium 
• Diberikan sebesar 20% dari honorarium 
• Diberikan selama menjabat Premi asuransi 25% dari honorarium dalam satu 

tahun

•	 1	(one)	time	honorarium
•	 20%	of	the	honorarium
•	 As	an	insurance	premium	25%	of	the	annual	honorarium	

The Board of Commissioners and Board of Directors 
Remuneration refers to the following indicators:
1. Remuneration is given in the event that the company 

makes a profit in the relevant fiscal year;

2. Remuneration is given with reference to the 
development of the construction industry market;

3. Remuneration is given after reviewing the of the Board 
of Commissioners and Board of Directors performance 
results in performing their duties and responsibilities;

4. The financial performance and achievement of the 
Company’s Key Performance Indicator (KPI);

5. Individual work performance;
6. Fairness with peer groups;
7. Consideration of the Company’s long-term goals 

and strategies;
8. The remuneration received is:

a. President Commissioner 45% of the President 
Director’s remuneration.

b. Members of the Board of Commissioners 90% 
of the President Commissioner’s remuneration.

c. President Director 100%.
d. Director in charge of Human Capital 90% of the 

President Director.
e. Other members of the Board of Directors 85% of 

the President Director.Board of Commissioners’ 
Remuneration Nominal Amount / Component 
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no JeniS PenGhaSilan/faSil itaS
Type  of  iNCome /  fACil iT ies

keteranGan
desCripT ioN

3 Fasilitas
• Kesehatan

• Bantuan Hukum

Facilities
•	 Health

•	 Legal	assistance

• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau 
penggantian biaya pengobatan. Fasilitas kesehatan diberikan kepada anggota 
Dewan Komisaris serta suami/isteri dan maksimal 3 (tiga) orang anak yang 
belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun dengan ketentuan apabila 
anak yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun tersebut pernah menikah 
atau bekerja maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan fasilitas 
kesehatan.

• Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Dewan Komisaris diberikan dalam 
hal terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota Dewan 
Komisaris yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha 
Perseroan.

•	 Health	facilities	are	provided	through	health	insurance	or	reimbursement	
of	medical	expenses.	Health	facilities	are	given	to	members	of	the	Board	of	
Commissioners	and	their	spouses	and	a	maximum	of	3	(three)	children	who	have	
not	reached	the	age	of	25	(twenty-five)	years	provided	the	child	has	ever	been	
married	or	worked.

•	 Legal	assistance	facilities	are	provided	for	members	of	the	Board	of	Commissioners	
in	the	event	of	actions	/	deeds	occurring	for	and	on	behalf	of	members	of	the	Board	
of	Commissioners	related	to	the	aims	and	objectives	and	the	Company's	business	
activities.

4 Tantiem

Tantiem

Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan kemampuan 
perusahaan.
The	tantiem	considers	the	improvement	in	the	company's	performance	and	capability.

jUmlah nominal/komPonen 
remUnerasi Dewan komisaris

Pada tahun 2019, secara lebih rinci remunerasi masing-
masing Dewan Komisaris yang telah terealisasi dapat 
disampaikan, sebagai berikut:

nama
NAme

 Jabatan
posTioN

remuneraSi  bulanan (dalam 1 
tahun)

moNThly  remuNerATioN ( iN  1  yeAr)
thr

feAsT  dAy 
AllowANCe

tantiem 
tahun buku 

2018 
(berSih)

f isCAl  yeAr  2018 
TANTiem (NeT)

remuneraSi  total 
2019

ToTAl  2019 
remuNerATioNhonorarium

hoNorArium

tunJanGan 
tranSPortaSi
TrANsporTATioN 

AllowANCe

Imam Santoso Komisaris Utama
President 
Commissioner

1.134.000.000 226.800.000 4.500.000 1.968.839.202 3.424.139.202

Freddy R. Saragih Komisaris
Commissioner 1.020.600.000 204.120.000 85.050.000 1.771.955.282 3.081.725.282

Suryo Hapsoro Tri 
Utomo

Komisaris
Commissioner 1.020.600.000  204.120.000 85.050.000 1.181.303.521 2.491.073.521

Achmad Hidayat Komisaris
Commissioner 1.020.600.000 204.120.000 85.050.000 1.181.303.521 2.491.073.521

BoarD oF commissioners’ 
remUneration nominal 
amoUnt / comPonent
In 2019, the remuneration for each Commissioner was 
as follows:



446 Building a Better 
Quality of life

nama
NAme

 Jabatan
posTioN

remuneraSi  bulanan (dalam 1 
tahun)

moNThly  remuNerATioN ( iN  1  yeAr)
thr

feAsT  dAy 
AllowANCe

tantiem 
tahun buku 

2018 
(berSih)

f isCAl  yeAr  2018 
TANTiem (NeT)

remuneraSi  total 
2019

ToTAl  2019 
remuNerATioNhonorarium

hoNorArium

tunJanGan 
tranSPortaSi
TrANsporTATioN 

AllowANCe

Edy Sudarmanto** Komisaris
Commissioner 765.450.000 153.090.000 85.050.000 - 1.003.590.000

Satya Bhakti 
Parikesit****

Komisaris
Commissioner

680.400.000  136.080.000 85.050.000 - 901.530.000 

Illiana Arifiandi**** Komisaris
Commissioner

680.400.000 136.080.000 85.050.000 - 901.530.000 

Eddy Kristanto* Komisaris
Commissioner

255.150.000  51.030.000 - 1.771.955.282 2.078.135.282 

Liliek Mayasari*** Komisaris
Commissioner

340.200.000 68.040.000 85.050.000 1.771.955.282 2.265.245.282 

* Menjabat s.d 25 Maret 2019
** Menjabat sejak 25 Maret 2019
*** Menjabat s.d 30 April 2019
**** Menjabat sejak 30 April 2019

*	Served	until	March	25,	2019
**	Served	since	March	25,	2019
***	Served	until	30	April	2019
****	Served	since	30	April	2019

Jumlah remuneraSi
ToTAl  remuNerATioN

Jumlah komiSariS
ToTAl  CommissioNers

Di atas Rp2 miliar
Above	Rp2	billion

6 orang
6	people

Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar
Above	Rp1	billion	until	Rp2	billion

1 orang
1 person

Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar
Above	Rp500	million	until	Rp1	billion

2 orang
2 people

Rp500 juta ke bawah
Below	Rp500	million

-

BonUs kinerja
Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan 
Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri BUMN 
No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019, 
ketentuannya sebagai berikut:
1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 

70; atau
b. Target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai 

meskipun nilainya di bawah 70. 
2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan 

pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:

• EAT;
• Capaian KPI;

PerFormance BonUs
Tantiem / performance incentives for the Board of 
Directors and Board of Commissioners is regulated in SOE 
Ministerial Regulation No. PER-04/MBU/2014as amended 
by Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019, 
with the following conditions:
1. Tantiem / incentives can be given to the Board of 

Directors and Board of Commissioners if:
a. Health level is not below 70; or

b. The health level target in the RKAP is achieved 
even though below 70.

2. Tantiem / performance incentives calculation uses 
internal guidelines established by the Ministry 
as follows:
a. The determination of tantiem considers:

• EAT;
• KPI Achievements;
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• BUMN yang melakukan investasi jangka 
Panjang secara agresif;

• BUMN yang melaksanakan penugasan 
Pemerintah; dan/atau

• Faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara professional.

b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan 
peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan 
Perusahaan. 

3. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi Direksi 
dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan 
sebagai berikut:
a. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia: 

90% dari Direktur Utama;
b. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;
c. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama;  
  
d. Anggota  Dewan Komisar is :  90% dar i 

Komisaris Utama.

oPsi saham BaGi Dewan komisaris

Tahun 2019, Perseroan tidak menjalankan program opsi 
saham bagi anggota Direksi.

remUnerasi Direksi 

ProseDUr PenetaPan 
remUnerasi Direksi
Besaran remunerasi Direksi ditetapkan setiap tahun 
dalam RUPS. Pengkajian besaran remunerasi dilakukan 
oleh konsultan independen yang sudah memiliki 
pengalaman, mempunyai database yang kuat dalam 
menangani perusahaan sekelas Perseroan. Besaran 
remunerasi Direksi ditetapkan dengan memperhatikan 
ketentuan yang berlaku.

Perseroan menetapkan remunerasi Direksi dikaitkan 
dengan target pencapaian profit, kemampuan menjaga 
keberlangsungan dan pengembangkan usaha WIKA. 
WIKA, melalui Dewan Komisaris, mempertimbangkan 
lima faktor utama dalam menetapkan usulan remunerasi 
Direksi, yakni: 

1. Imbalan jasa untuk menutupi biaya-biaya yang 
diperlukan dalam menjalankan usaha;

2. Menghargai kompetensi dan pengalaman yang 
dimiliki dan dibutuhkan oleh Perseroan; 

3. Ketersediaan waktu secara penuh dalam 
mencurahkan tenaga dan pikiran guna menjalankan 
tugas Perseroan; 

• B U M N  t h a t  a r e  a g g r e s s i v e  i n 
long-term investments;

• BUMN that carries out the Government 
assignments; and / or

• Other factors that can be accounted 
for professionally.

b. The determination of Performance Incentives 
considers improvements in the Company’s 
performance and financial capability.

3. The composition of the amount of Tantiem / performance 
incentives for Directors and Commissioners follows the 
following positional factors:
a. Director in charge of Human Capital: 90% of the 

President Director;
b. Other Directors: 85% of the President Director;
c. Pres ident  Commissioner:  45% of  the 

President Director;
d. O t h e r  C o m m i s s i o n e r s :  9 0 %  o f  t h e 

President Commissioner.

BoarD oF commissioners’ 
share oPtions
In 2019, the Company does not run a stock option 
program for members of the Board of Directors.  

BoarD oF Directors’ 
remUneration

ProceDUre For DetermininG BoarD 
oF Directors’ remUneration
The Board of Directors’ remuneration is determined 
annually in the GMS. The remuneration assessment is 
conducted by experienced independent consultants using 
a strong database for companies in the same class as 
the Company. The Board of Directors’ remuneration is 
determined by taking into account:

Achievement of profit targets, and ability to maintain 
sustainability and develop WIKA’s business. WIKA, 
through the Board of Commissioners, considers five 
main factors in determining the proposed remuneration 
for the Board of Directors, namely:

1. Compensation to cover costs needed to run 
a business;

2. Appreciation for the competence and experience 
possessed and needed by the Company;

3. The full availability of time in devoting energy and 
thought to conducting the Company’s duties;
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4. Kemampuan memitigasi risiko bagi Perseroan dan 
memberi imbalan terhadap tindakan kedinasan yang 
berisiko bagi pribadinya; dan 

5. Menghargai pencapaian target sesuai dengan 
ukuran kinerja utama (Key	Performance	Indicator) 
yang ditetapkan.

strUktUr remUnerasi 
anGGota Direksi
Direksi menerima remunerasi tetap dan tidak tetap. 
Sesuai Peraturan Menteri BUMN No. : PER-04/MBU/2014 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 struktur remunerasi 
Direksi Perseroan terdiri dari:
1. Gaji/Honorarium; 
2. Tunjangan; 
3. Fasilitas; dan 
4. Tantiem/Insentif Kinerja.

inDikator PenetaPan 
remUnerasi Direksi
Dalam menetapkan indikator Dewan Komisaris WIKA 
mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/
MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019 
tentang pedoman penetapan penghasilan Direksi, 
Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagai 
berikut: 
1. Faktor skala usaha 
2. Faktor komplek sitas usaha 
3. Tingkat inflasi
4. Kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan 
5. Faktor - faktor lain yang relevan, serta tidak 

bo leh  ber tentangan  dengan  Peraturan 
Perundang-undangan.

no JeniS PenGhaSilan/faSil itaS
Type  of  iNCome /  fACil iT ies

keteranGan
desCripT ioN

1 Gaji

Salary

• Direktur Utama sebesar 100%
• Direktur yang membawahi SDM 90% dari Gaji Direktur Utama
• Direksi lainnya 85% dari Gaji Direktur Utama

•	 President	Director	100%
•	 Director	in	charge	of	HC	90%	of	the	President	Director’s	Salary
•	 Other	Directors	85%	of	the	President	Director’s	Salary

4. The ability to mitigate risks for the Company, and 
rewards for personal actions that pose a risk to the 
person; and

5. Appreciation for the achievement of KPI targets set.

BoarD oF Directors’ 
remUneration strUctUre
Directors receive fixed and non-fixed remuneration. In 
accordance with the Ministry of SOEs Regulation No. 
PER-04/MBU/2014 as amended by the Ministry of SOEs 
Regulation No. PER-04/MBU/2014, the remuneration 
structure for the Company’s Directors consists of:
1. Salary / Honorarium;
2. Allowances;
3. Facilities; and
4. Tantiem / Performance incentives.

BoarD oF Directors’ remUneration 
Determination inDicators
For determining the Board of Directors’ Remuneration 
indicators, WIKA the Ministry of SOEs Regulation No. 
PER-04/MBU/2014 as amended by the Ministry of 
SOEs Regulation No. PER-01/MBU/05/2019 concerning 
guidelines for determining the income for the Board of 
Directors, Board of Commissioners, and Supervisory 
Board of SOEs, as follows:
1. Business scale factors
2. Business complexity factors
3. Inflation rate
4. The condition and financial capability of the Company
5. Other relevant factors that do not conflict 

with statutory regulations.Board of Directors’ 
Remuneration Nominal Amount / Component 
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no JeniS PenGhaSilan/faSil itaS
Type  of  iNCome /  fACil iT ies

keteranGan
desCripT ioN

2 Tunjangan
• Tunjangan Hari Raya 
• Tunjangan Perumahan 

• Asuransi Purna Jabatan

Allowances
•	 Feast day allowance
•	 Housing	allowance
•	 Positional

• Diberikan sebesar 1 (satu) kali Gaji
• Diberikan tunjangan perumahan sebesar 40% dari Gaji dengan 

ketentuan maksimal sebesar Rp27.500.000
• Diberikan selama menjabat, Premi asuransi 25% dari Gaji dalam satu 

tahun

•	 1	(one)	times	salary
•	 Housing	allowance	40%	of	Salary	with	a	maximum	of	Rp27,500,000
•	 Given	during	their	term	in	office,	25%	insurance	premium	of	annual	

salary 

3 Fasilitas
• Kendaraan

• Kesehatan

• Bantuan Hukum

Amenities
•	 vehicle
•	 Health

•	 Legal	assistance

• Diberikan 1 (satu) unit kendaraan dinas beserta biaya pemeliharaan 
dan operasional

• Fasilitas kesehatan diberikan dalam bentuk asuransi kesehatan atau 
penggantian biaya pengobatan

• Fasilitas bantuan hukum kepada anggota Direksi diberikan dalam hal 
terjadi tindakan/ perbuatan untuk dan atas nama jabatan anggota 
Direksi yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan 
usaha Perseroan.

•	 1	(one)	official	vehicle	with	maintenance	and	operational	costs
•	 Health	facilities	are	provided	in	the	form	of	health	insurance	or	

reimbursement of medical expenses
•	 Legal	assistance	are	provided	for	members	of	the	Board	of	Directors	is	

provided	in	the	event	of	actions	/	deeds	occurring	for	and	on	behalf	of	
members	of	the	Board	of	Directors	related	to	the	aims	and	objectives	and	
the	Company's	business	activities.

4 Tantiem

Tantiem

Penetapan tantiem mempertimbangkan peningkatan kinerja dan 
kemampuan perusahaan.
The	tantiem	considers	the	improvement	in	the	company's	performance	and	
capability.

jUmlah nominal/komPonen 
remUnerasi Direksi

Pada tahun 2019, secara lebih rinci remunerasi masing-
masing Direksi yang telah terealisasi dapat disampaikan, 
sebagai berikut:

nama
NAme

Jabatan
posTioN

remuneraSi  bulanan (dalam 1 
tahun)

moNThly  remuNerATioN ( iN  1  yeAr) thr
feAsT  dAy 

AllowANCe

tantiem 
tahun buku 

2018 
(berSih)

f isCAl  yeAr  2018 
TANTiem (NeT)

remuneraSi 
total 2019

ToTAl  2019 
remuNerATioNGaJ i

hoNorArium

tunJanGan 
Perumahan

TrANsporTATioN 
AllowANCe

Tumiyana
President

Direktur Utama
President	Director

        2.520.000.000          330.000.000   210.000.000   2.916.798.818   5.976.798.818 

Novel Arsyad Direktur
Director

        2.268.000.000          330.000.000   189.000.000   3.718.918.493   6.505.918.493 

A.N.S. Kosasih* Direktur
Director

           178.500.000             27.500.000 -   3.718.918.493   3.924.918.493 

Ade Wahyu ** Direktur
Director

        1.606.500.000          247.500.000   178.500.000 -   2.032.500.000 

BoarD oF Directors’ 
remUneration nominal 
amoUnt / comPonent
In 2019, the remuneration for each Director was as 
follows:Performance Bonus
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nama
NAme

Jabatan
posTioN

remuneraSi  bulanan (dalam 1 
tahun)

moNThly  remuNerATioN ( iN  1  yeAr) thr
feAsT  dAy 

AllowANCe

tantiem 
tahun buku 

2018 
(berSih)

f isCAl  yeAr  2018 
TANTiem (NeT)

remuneraSi 
total 2019

ToTAl  2019 
remuNerATioNGaJ i

hoNorArium

tunJanGan 
Perumahan

TrANsporTATioN 
AllowANCe

Danu Prijambodo Direktur
Director

        2.142.000.000          330.000.000   178.500.000   2.479.278.995   5.129.778.995 

Agung Budi Waskito Direktur
Director

        2.142.000.000          330.000.000   178.500.000   2.479.278.995   5.129.778.995 

Bambang Pramujo Direktur
Director

        2.142.000.000          330.000.000   178.500.000   3.718.918.493   6.369.418.493 

Destiawan Soewardjono Direktur
Director

        2.142.000.000          330.000.000   178.500.000   3.718.918.493   6.369.418.493 

*Menjabat sampai dengan 30 Januari 2019   
**Menjabat sejak 25 Maret 2019

*Effective in position until 30 January 2019
**In position since 25 March 2019

Jumlah remuneraSi
ToTAl  remuNerATioN

Jumlah direkSi
ToTAl  CommissioNers

Di atas Rp2 miliar
Above	Rp2	billion

8 Orang
8 people

Di atas Rp1 miliar - Rp2 miliar
Above	Rp1	billion	until	Rp2	billion -

Di atas Rp500 juta - Rp1 miliar
Above	Rp500	million	until	Rp1	billion -

Rp500 juta ke bawah
Below	Rp500	million -

BonUs kinerja
Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja bagi Direksi dan 
Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri BUMN 
No. PER-04/MBU/2014 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/05/2019, 
ketentuannya sebagai berikut:
1. Tantiem/Insentif Kinerja dapat diberikan kepada 

Direksi dan Dewan Komisaris apabila:
a. Realisasi nilai tingkat kesehatan paling rendah 

70; atau
b. Target tingkat kesehatan dalam RKAP tercapai 

meskipun nilainya di bawah 70. 
2. Perhitungan Tantiem/Insentif Kinerja menggunakan 

pedoman internal yang ditetapkan oleh Menteri 
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penetapan Tantiem mempertimbangkan:

• EAT;
• Capaian KPI;
• BUMN yang melakukan investasi jangka 

Panjang secara agresif;
• BUMN yang melaksanakan penugasan 

Pemerintah; dan/atau
• Faktor lain yang dapat dipertanggungjawabkan 

secara profesional.

PerFormance BonUs
Bonuses / performance incentives for the Board of 
Directors and Board of Commissioners is regulated in SOE 
Ministerial Regulation No. PER-04/MBU/2014as amended 
by Minister of SOE Regulation No. PER-01/MBU/05/2019, 
with the following conditions: 
1. Tantiem / incentives can be given to the Board of 

Directors and Board of Commissioners if:
a. Health level is not below 70; or
b. The health level target in the RKAP is achieved 

even though below 70.

2. Tantiem / performance incentives calculation uses 
internal guidelines established by the Ministry 
as follows:
a. The determination of tantiem considers:

• EAT;
• KPI Achievements;
• B U M N  t h a t  a r e  a g g r e s s i v e  i n 

long-term investments;
• BUMN that carries out the Government 

assignments; and / or
• Other factors that can be accounted 

for professionally.
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b. Penetapan Insentif Kinerja mempertimbangkan 
peningkatan kinerja dan kemampuan keuangan 
Perusahaan. 

3. Komposisi besarnya Tantiem/IK bagi Direksi 
dan Dewan Komisaris mengikuti faktor jabatan 
sebagai berikut:
a. Direktur yang membidangi Sumber Daya Manusia 

: 90% dari Direktur Utama;
b. Anggota Direksi lainnya: 85% dari Direktur Utama;
c. Komisaris Utama: 45% dari Direktur Utama;   

 
d. Anggota  Dewan Komisar is :  90% dar i 

Komisaris Utama.

oPsi saham BaGi Direksi
Tahun 2019, Perseroan tidak menjalankan program opsi 
saham bagi anggota Direksi.

b. The determination of Performance Incentives 
considers improvements in the Company’s 
performance and financial capability.

3. The composition of the amount of Tantiem 
/ performance incentives for Directors and 
Commissioners follows the following positional factors:
a. Director in charge of Human Capital: 90% of the 

President Director;
b. Other Directors: 85% of the President Director;
c. Pres ident  Commissioner:  45% of  the 

President Director;
d. Other Com

BoarD oF Directors’ share oPtions
In 2019, the Company does not run a stock option 
program for members of the Board of Directors.
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raPat Dewan komisaris

Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap 
bulan sekali, dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat 
mengundang Direksi. Segala keputusan Dewan Komisaris 
diambil dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris 
dapat mengadakan rapat sewaktu-waktu atas permintaan 
1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris, 
permintaan Direksi, atau atas permintaan tertulis dari 
1 (satu) atau beberapa Pemegang Saham yang mewakili 
sekurang-kurangnya 1/10 (satu persepuluh) dari jumlah 
saham dengan hak suara, dengan menyebutkan hal-hal 
yang akan dibicarakan.

FrekUensi raPat Dan tinGkat 
kehaDiran Dewan komisaris 
Dalam raPat Dewan komisaris
Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris WIKA 
melaksanakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 
16 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran Dewan 
Komisaris dalam rapat adalah sebagai berikut:

no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

1 24 Januari 2019
January 24, 2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Desember 2018
2. Penunjukan Pimpinan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)
3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya
4. Surat Masuk Dewan Komisaris
5. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	December	2018
2.	 	Appointment	of	Chairperson	for	the	Extraordinary	General	Meeting	of	Shareholders	(EGMS)
3.	 Follow Up to Previous Meetings
4.	 Board of Commissioners Correspondence
5.	 Others

BoarD oF commissioners meetinG

The Board of Commissioners holds a meeting at least 
once a month, the Board of Commissioners may invite 
the Directors to the meetings. All Board of Commissioners 
decisions are taken at a Board of Commissioners meeting. 
The Board of Commissioners may convene at any time 
at the request of 1 (one) or several members of the 
Board of Commissioners, at the request of the Board 
of Directors, or at the written request of 1 (one) or several 
Shareholders who represent at least 1/10 (one tenth) of 
the total shares with voting rights, by mentioning the 
matters to be discussed.

BoarD oF commissioners meetinGs 
FreQUency anD attenDance 

In 2019, WIKA’s Board of Commissioners held 16 internal 
meetings of the Board of Commissioners. The agenda 
and attendance at the Board of Commissioners meetings 
was as follows:

RAPAT DEWAN KOMISARIS 
DAN DIREKSI
Board of Commissioners and Board of directors Meeting
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

2 07 Februari 2019
February	7,	2019

1. Presentasi Komite Dewan Komisaris atas Hasil Review Usulan Direksi untuk Pembukaan Cabang Dubai
2. Presentasi Komite Dewan Komisaris atas Hasil Kunjungan Lapangan bersama KAP AAJ
3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya dan Surat Masuk Dewan Komisaris
4. Lain-lain

1.	 Board	of	Commissioners'	Committee	Presentation	on	the	Review	of	the	Board	of	Directors'	Proposal	to	Open	a	
Dubai	Branch

2.	 Board	of	Commissioners'	Committee	Presentation	on	the	Field	visit	with	KAP	AAJ
3.	 Follow Up to	Previous	Meetings	and	Board	of	Commissioners'	Correspondence
4.	 Others

3 01 Maret 2019
01 Maret 2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Januari 2019
2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya
3. Surat Masuk Dewan Komisaris
4. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	January	2019
2.	 Follow Up to Previous Meetings
3.	 Board of Commissioners Correspondence 
4.	 Others

4 04 Maret 2019
March	4,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 
2. Surat Masuk Dewan Komisaris
3. Lain-lain

1.	 Follow Up to Previous Meetings
2.	 Board of Commissioners Correspondence
3.	 Others

5 20 Maret 2019
March	20,	2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja Februari 2019 dan Hasil Laporan Keuangan Audited 2018 WIKA
2. Usulan Pengangkatan Direktur Operasioanal PT WIKON 
3. Progress Kerja Sama Laswi
4. Penunnjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
5. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya
6. Surat Masuk Dewan Komisaris
7. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	of	February	2019	Performance	and	Results	of	2018	WIKA	Audited	Financial	Statements
2.	 Proposed	Appointment	of	PT	WIKON	Operational	Analysis	Director	
3.	 Laswi	Cooperation	Progress
4.	 Appointment	of	the	Extraordinary	General	Meeting	of	Shareholders	Chairperson	
5.	 Follow Up to Previous Meetings
6.	 Board	of	Commissioners'	Entry	Correspondence	
7.	 Others

6 15 April 2019
April	15,	2019

1. Perkenalan Anggota Dewan Komisaris yang Baru dan Pembagian Tugas Dewan Komisaris PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk

2. Penunjukan Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan/RUPST Tahun Buku 2018
3. Review Komite Audit atas Rencana Perubahan Peruntukan Dana PMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
4. Review Komite NRG atas Usulan Remunerasi dan Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris
5. Tindak Lanjut Rapat dan Surat Masuk Dewan Komisaris 
6. Laporan Pengawaan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 
7. Lain-lain

1.	 Introduction	of	New	Members	to	the	Board	of	Commissioners	and	Division	of	Duties	for	the	Board	of	
Commissioners	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk

2.	 Appointment	of	the	AGMS	2018	Chairman	
3.	 Audit	Committee	Review	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk's	PMN	Fund	Allocation	Plan	Changes
4.	 Review	of	the	NRG	Committee	on	the	Proposed	Remuneration	and	Tantiem	for	Directors	and	Commissioners
5.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners	Meeting	and	Correspondence 
6.	 Board	of	Commissioners'	Supervisory	Report	for	Fiscal	Year	2018
7.	 Others
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

7 24 April 2019
April	24,	2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Maret 2019
2. Permohonan Persetujuan Penetapan Pengurus Anak Perusahaan
3. Tindak Lanjut Rapat dan Surat Masuk Dewan Komisaris
4. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	March	2019
2.	 Application	for	Approval	of	Subsidiaries	Management	Appointment
3.	 Follow-up	on	the	Board	of	Commissioners'	Meeting and Correspondence 
4.	 Others

8 16 Mei 2019
May	16,	2019

1. Program Pengenalan Dewan Komisaris & Pembagian Tugas Dewan Komisaris 
2. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d April 2019
3. Usulan Pengurus Anak Perusahaan (Wika Realty, WIKON, Wika SerPan dan Wika Rekayasa Konstruksi)
4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 
5. Surat Masuk Dewan Komisaris
6. Lain-lain

1.	 Board	of	Commissioners	Orientation	Program	&	Division	of	Duties	for	the	Board	of	Commissioners
2.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	April	2019
3.	 Proposed	Subsidiaries	Management	(Wika	Realty,	WIKON,	Wika	SerPan	and	Wika	Rekayasa	Konstruksi)
4.	 Follow Up on Previous Meetings
5.	 Board of Commissioners Correspondence
6.	 Others

9 08 Juli 2019
July 8, 2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Bulan Mei 2019
2. Pergantian Staf Dewan Komisaris WIKA
3. Penetapan Pengurus WIKA Realty dan WIKA SerPan
4. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya
5. Surat Masuk Dewan Komisaris 

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	May	2019
2.	 Changes	to	WIKA's	Board	of	Commissioners	Staff
3.	 Proposed	Subsidiaries	Management	for	WIKA	Realty	and	WIKA	SerPan
4.	 Follow Up on Previous Meetings
5.	 Board of Commissioners Correspondence

10 25 Juli 2019
July 25, 2019

1. Review Komite Audit atas Usulan Perubahan Komposisi Saham WIKA pada PT CMLJ
2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 
3. Surat Masuk Dewan Komisaris 
4. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	the	Proposed	Change	to	WIKA's	Shares	Composition	in	PT	CMLJ
2.	 Follow Up on Previous Meetings
3.	 Board of Commissioners Correspondence
4.	 Others

11 09 Agustus 2019
August	9,	2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Juni 2019
2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya 
3. Surat Masuk Dewan Komisaris
4. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	June	2019
2.	 Follow Up on Previous Meetings
3.	 Board of Commissioners Correspondence
4.	 Others
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

12 30 Agustus 2019
30	Agustus	2019

1. Review KA atas Kinerja WIKA s.d Juli 2019
2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya
3. Surat Masuk 
4. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	July	2019
2.	 Follow Up on Previous Meetings
3.	 Correspondence 
4.	 Others

13 25 September 2019
September 25, 2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d Agustus 2019
2. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya
3. Surat Masuk Dewan Komisaris
4. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	August	2019
2.	 Follow Up on Previous Meetings
3.	 Board of Commissioners Correspondence
4.	 Others

14 23 Oktober 2019
October	23,	2019

1. Review Komite Audit atas Kinerja WIKA s.d September 2019
2. Progres Pencapaian KPI Dewan Komisaris Tahun 2019
3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya
4. Surat Masuk Dewan Komisaris
5. Lain-lain

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	September	2019
2.	 Progress	in	Achieving	KPI	for	the	Board	of	Commissioners	in	2019
3.	 Follow Up on Previous Meetings
4.	 Board	of	Commissioners'	Correspondence
5.	 Others

15 20 November 2019
November 20, 2019

1. Rencana Pendampingan Audit oleh KAP RSM Indonesia
2. Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2020  
3. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya  
4. Surat Masuk Dewan Komisaris   
5. Lain-lain 

1.	 Audit	Assistance	Plan	for	KAP	RSM	Indonesia
2.	 Board of Commissioners Work Plan for 2020
3.	 Follow Up on Previous Meetings
4.	 Board	of	Commissioners'	Correspondence
5.	 Others

16 20 Desember 2019
December	20,	2019

1. Review Komite atas Kinerja WIKA Oktober - November 2019
2. Rekomendasi Komite atas Usulan RKAP WIKA Tahun 2020 
3. Usulan Tambahan Modal kepada WIKON  
4. Usulan Tambahan Plafond Pinjaman CL dan NCL kepada Anak Perusahaan
5. Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya  
6. Surat Masuk Dewan Komisaris   
7. Lain-lain 

1.	 Audit	Committee	Review	on	WIKA's	Performance,	October	-	November	2019
2.	 Committee's	Recommendations	on	Proposed	WIKA	RKAP	2020
3.	 Proposed	Additional	Capital	in	WIKON
4.	 Proposed	Additional	CL	and	NCL	Loan	Ceiling	to	Subsidiaries
5.	 Follow Up on Previous Meetings
6.	 Board	of	Commissioners'	Correspondence
7.	 Others	 	
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no
tanGGal raPat

meeTiNg dATe

kehadiran
ATTeNdANCe

imam 
SantoSo

illiana 
arif iandi

SatYa 
bhakti 

ParikeSit

edY 
Sudarmanto

SurYo 
haPSoro 

tri  utomo

achmad 
hidaYat

freddY r 
SaraGih

eddY 
kriStanto

lil iek 
maYaSari

1 24 Januari 
2019
January 24, 
2019

√ X X X √ √ X √ √

2 07 Februari 
2019
February	7,	
2019

√ X X X √ √ X √ √

3 01 Maret 2019
March	1,	2019

√ X X X √ √ X √ √

4 04 Maret 2019
March	4,	2019

√ X X X √ √ X √ √

5 20 Maret 2019
March	20,	2019

√ X X X √ √ X √ √

6 15 April 2019
April	15,	2019

√ X X √ X √ √ X √

7 24 April 2019
April	24,	2019

√ X X √ √ √ √ X √

8 16 Mei 2019
May	16,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X X

9 08 Juli 2019
July 8, 2019

√ √ √ √ √ X √ X X

10 25 Juli 2019
July 25, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X X

11 09 Agustus 
2019
August	9,	2019

√ √ √ √ √ X √ X X

12 30 Agustus 
2019
August	30,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X X

13 25 September 
2019
September 25, 
2019

√ √ √ √ √ √ X X X

14 23 Oktober 
2019
October	23,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X

15 20 November 
2019
November 20, 
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X

16 20 Desember 
2019
December	20,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X

Jumlah Rapat
Total Meetings

16 9 9 11 16 16 16 5 7

Jumlah Kehadiran
Total	Attended

16 9 9 11 15 14 15 5 7

% Kehadiran
%	Attendance 100% 100% 100% 100% 94% 87% 94% 100% 100%
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FrekUensi raPat Dan tinGkat 
kehaDiran Dewan komisaris 
Dalam raPat Dewan komisaris 
DenGan menGUnDanG Direksi
Sepanjang tahun 2019, Dewan Komisaris WIKA 
melaksanakan rapat dengan mengundang Direksi 
sebanyak 13 kali. Adapun agenda dan tingkat kehadiran 
Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat adalah 
sebagai berikut:

no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

1 24 Januari 2019
January 24, 2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Desember 
2018.  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Desember 
2018, dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2018.  

3. dan lain-lain. 

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	December	2018
2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	December	2018,	

and	2018	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 and	others

2 04 Maret 2019
March	4,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan Januari 
2019.  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Januari 2019, 
dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.  

3. dan lain-lain.  

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	January	2019
2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	January	2019,	

and	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 and	others

3 20 Maret 2019 1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan Februari 
2019.  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan, Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Februari 2019, 
dan Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.  

3. Pembahasan Kinerja Audited WIKA Tahun Buku 2018, termasuk kinerja PKBL.
4. Pembahasan Progress Kerjasama Pendayagunaan Aset di Jalan LaswI
5. dan lain-lain      

1.	 Tindak	Lanjut	Rapat	Dewan	Komisaris	yang	Menyertakan	Direksi	(Rakomdir)	sampai	dengan	bulan	Februari	2019.	
 

2.	 Evaluasi	Hasil	Usaha	Perseroan,	Laporan	Progress	Kinerja	per	Direktorat	sampai	dengan	bulan	Februari	2019,	dan	
Laporan	Progress	Pelaksanaan	Proyek	Strategis	Nasional	(PSN)	Tahun	2019.	 	

3.	 Pembahasan	Kinerja	Audited	WIKA	Tahun	Buku	2018,	termasuk	kinerja	PKBL.
4.	 Pembahasan	Progress	Kerjasama	Pendayagunaan	Aset	di	Jalan	LaswI
5.	 dan	lain-lain	 	 	 	 	 	

4 24 April 2019
April	24,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan Maret 
2019.  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan Maret 
2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 

3. Pembahasan Progress Kerjasama Optimalisasi Aset di Jalan Laswi.
4. Pembahasan Usulan Keputusan dan Gladi Kotor Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun 

Buku 2018. 
5. dan lain-lain.

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	February	2019
2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	February	2019,	

and	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 Discussion	on	WIKA's	Audited	Performance	for	Fiscal	Year	2018,	including	PKBL	performance
4.	 Discussion	on	Progress	of	Asset	Utilization	Cooperation	in	Jalan	LaswI
5.	 and	others

FreQUency anD attenDance at the 
BoarD oF commissioners invitinG 
the BoarD oF Directors meetinGs

During 2019, the WIKA Board of Commissioners held 
13 meetings by inviting the Board of Directors. The 
agenda and level of attendance of the Commissioners 
and Directors in the meetings were as follows:
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

5 16 Mei 2019
May	16,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan bulan April 2019. 
  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan bulan April 2019, 
serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.

3. dan lain-lain.

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	April	2019
2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	April	2019,	and	

the	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 and	others

6 08 Juli 2019
July 8, 2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Mei 2019. 
 

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Mei 2019, 
serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.

3. dan lain-lain.

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	May	2019
2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	May	2019,	and	

the	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 and	others

7 09 Agustus 2019
August	9,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Juni 2019 
  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Juni 2019, 
serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019. 

3. dan lain-lain.

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	June	2019
2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	June	2019,	and	

the	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 and	others

8 30 Agustus 2019
August	30,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Juli 2019. 
  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Juli 2019, 
serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.

3. Realisasi Penggunaan Dana PMN sampai dengan Triwulan II Tahun 2019.
4. dan lain-lain.

1.	 Follow	Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners’	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	July 2019
2.	 Evaluation	of	the	Company’s	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	July	2019,	and	the	

2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 Realization	of	the	Use	of	PMN	Funds	up to the	Second	Quarter	of	2019
4.	 and	others

9 25 September 
2019
September 25, 2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Agustus 
2019. 

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Agustus 
2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.

3. Realisasi Penggunaan Dana Global Bond. 
4. dan lain-lain.

1.	 Follow	Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners’	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	August	2019
2.	 Evaluation	of	the	Company’s	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	August	2019,	and	

the	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 Realization	of	the	Use	of	Global	Bond	Funds
4.	 and	others
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

10 23 Oktober 2019
October	23,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan 
September 2019.  

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan 
September 2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.

3. Progress Realisasi Capex Tahun 2019.  
4. Persiapan Penyusunan RKAP Tahun 2020.  
5. dan lain-lain.

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	September	2019
2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	September	2019,	

and	the	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)
3.	 Progress	of	Capex	Realization	in	2019
4.	 Preparation	for	the	2020	RKAP
5.	 	and	others

11 20 November 2019
November 20, 2019

1. Pembahasan Prognosa WIKA Tahun 2019 dan Langkah-langkah Pencapaian Target Tahun 2019.  
 

2. Pembahasan Rancangan Kuantitatif RKAP Tahun 2020. 
3. dan lain-lain.

1.	 Discussion	of	2019	WIKA	Prognosis	and	Steps	to	Achieve	2019	Targets
2.	 Discussion	on	RKAP	2020	Quantitative	Draft	
3.	 and	others

12 20 Desember 2019
December	20,	2019

1. Tindak Lanjut Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir) sampai dengan Bulan Oktober 
dan November 2019. 

2. Evaluasi Hasil Usaha Perseroan dan Laporan Progress Kinerja per Direktorat sampai dengan Bulan Oktober 
dan November 2019, serta Laporan Progress Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2019.

3. Pembahasan RKAP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.  
4. dan lain-lain.

1.	 Follow-up	to	the	Board	of	Commissioners'	Meeting	that	included	Directors	(Rakomdir)	up	to	October	and	November	
2019

2.	 Evaluation	of	the	Company's	Business	Results,	Performance	Progress	Report	per	Directorate	up	to	October	and	
November	2019,	and	the	2019	National	Strategic	Project	Implementation	Progress	Report	(PSN)

3.	 Discussion	on	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	RKAP	2020
4.	 and	others

13 20 Desember 2019
December	20,	2019

1. Pengesahan RKAP PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Tahun 2020.
2. dan lain-lain.

1.	 Ratification	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk's	RKAP	2020
2.	 and	others
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raPat
meeTiNg dATe

kehadiran/ATTeNdANCe kehadiran/ATTeNdANCe

deWan komiSariS
boArd of  CommissioNers

direkSi
boArd of  direCTors

imam 
SantoSo

r ill iana 
arif iandi

SatYa 
bhakti 

ParikeSit
edY 

Sudarmanto

SurYo 
haPSoro 

tri 
utomo

achmad 
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SaraGih

eddY 
kriStanto

lil iek 
maYaSari tumiYana ade WahYu danu 

Pri Jambodo
aGunG budi 

WaSkito novel arSYad deStiaWan 
SoeWardJono

bambanG 
PramuJo anS koSaSih

1 24 Januari 
2019
January 24, 
2019

√ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √

2 04 Maret 
2019
March	4,	
2019

√ X X X √ √ √ √ X √ X √ √ X √ √ X

3 20 Maret 
2019
March	20,	
2019

√ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ X

4 24 April 2019
April	24,	2019

√ X X √ √ √ √ X √ √ x √ √ √ √ √ X

5 16 Mei 2019
May	16,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

6 08 Juli 2019
July 8, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

7 09 Agustus 
2019
August	9,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

8 30 Agustus 
2019
August	30,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

9 25 
September 
2019
September 
25, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

10 23 Oktober 
2019
October	23,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

11 20 November 
2019
November 
20, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

12 20 Desember 
2019
December	20,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

13 20 Desember 
2019
December	20,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

Jumlah Rapat
Total Meetings

13 9 9 10 13 13 13 3 3 13 9 13 13 12 13 13 1

Jumlah Kehadiran
Total	Attendance

13 9 9 10 13 13 13 3 4 13 9 13 13 12 13 13 1

% Kehadiran
%	Attendance

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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no
tanGGal

raPat
meeTiNg dATe

kehadiran/ATTeNdANCe kehadiran/ATTeNdANCe

deWan komiSariS
boArd of  CommissioNers

direkSi
boArd of  direCTors

imam 
SantoSo

r ill iana 
arif iandi

SatYa 
bhakti 

ParikeSit
edY 

Sudarmanto

SurYo 
haPSoro 

tri 
utomo

achmad 
hidaYat

freddY r 
SaraGih

eddY 
kriStanto

lil iek 
maYaSari tumiYana ade WahYu danu 

Pri Jambodo
aGunG budi 

WaSkito novel arSYad deStiaWan 
SoeWardJono

bambanG 
PramuJo anS koSaSih

1 24 Januari 
2019
January 24, 
2019

√ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ √ √ √ √

2 04 Maret 
2019
March	4,	
2019

√ X X X √ √ √ √ X √ X √ √ X √ √ X

3 20 Maret 
2019
March	20,	
2019

√ X X X √ √ √ √ √ √ X √ √ X √ √ X

4 24 April 2019
April	24,	2019

√ X X √ √ √ √ X √ √ x √ √ √ √ √ X

5 16 Mei 2019
May	16,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

6 08 Juli 2019
July 8, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

7 09 Agustus 
2019
August	9,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

8 30 Agustus 
2019
August	30,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

9 25 
September 
2019
September 
25, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

10 23 Oktober 
2019
October	23,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

11 20 November 
2019
November 
20, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

12 20 Desember 
2019
December	20,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

13 20 Desember 
2019
December	20,	
2019

√ √ √ √ √ √ √ X X √ √ √ √ √ √ √ X

Jumlah Rapat
Total Meetings

13 9 9 10 13 13 13 3 3 13 9 13 13 12 13 13 1

Jumlah Kehadiran
Total	Attendance

13 9 9 10 13 13 13 3 4 13 9 13 13 12 13 13 1

% Kehadiran
%	Attendance

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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raPat Direksi

Rapat Direksi adalah rapat yang diselenggarakan oleh 
Direksi untuk membuat berbagai keputusan bisnis, 
mengevaluasi kinerja Perusahaan dan menetapkan 
berbagai kebijakan dalam pengurusan Perusahaan. 
Rapat Direksi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 
1. Direksi wajib mangadakan Rapat Direksi secara 

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. 
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama 

Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (sa 
tu) kali dalam 4 (empat) bulan. 

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap 
waktu apabila: 
a. Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota 

Direksi. 
b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih 

anggota Dewan Komisaris. 
4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh  

anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi 
menurut ketentuan Anggaran Dasar. 

5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan
 secara tertulis dan disampaikan atau diserahkan
 langsung kepada setiap anggota Direksi dengan
 tanda terima yang memadai, atau dengan pos  
 tercatat atau dengan jasa kurir atau dengan  
 teller, faksimili atau surat elektronik (e-mail) paling  
 lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan,  
 dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan  
 dan tanggal rapat atau dalam waktu yang lebih  
 singkat jika dalam keadaan mendesak. 

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas tidak 
 diperlukan untuk rapat yang telah dijadwalkan 
 berdasarkan keputusan Rapat Direksi yang  
 diadakan sebelumnya atau apabila semua 
 anggota Direksi hadir dalam rapat.

FrekUensi raPat Dan 
tinGkat kehaDiran Direksi 
Dalam raPat Direksi
Sepanjang tahun 2019, Direksi WIKA melaksanakan rapat 
Direksi sebanyak 21 kali. Adapun agenda dan tingkat 
kehadiran Direksi dalam rapat adalah sebagai berikut: 

BoarD oF Directors’ meetinG

Board of Directors’ meetings are held to make business 
decisions, evaluate the Company performance and to 
establish Company management policies. The Board of 
Directors meetings are based on the following principles:

1. The Board of Directors must hold regular Meetings 
at least 1 (one) time each month.

2. The Board of Directors must hold a Board of Directors 
Meeting with the Board of Commissioners periodically 
at least 1 (one) time in 4 (four) months.

3. The Board of Directors Meetings can be held at any 
time if:
a. At the request of one or more members of the 

Board of Directors.
b. At the written request of one or more members 

of the Board of Commissioners.
4. Invitations for Board of Directors’ Meetings can only 

be made by members of the Board of Directors who 
are entitled to represent the Directors based on to 
the provisions of the Articles of Association.

5. a. Invitations to the Board of Directors’ Meetings must 
      be made in writing and delivered or submitted 
         directly to each member of the Board of Directors, 
       with a receipt, or by registered mail or by courier 
        or teller service, facsimile or e-mail no later than 5 
          (five) days before the meeting is held, not counting 
           the date of the invitation and the date of the meeting 
        or in a shorter time in urgent situation.

     b. Such invitations are not required for meetings that 
 have been scheduled based on previous Board of  
 Directors’ Meeting decisions, or if all members of 
 the Board of Directors attend such meetings.

reQUency anD attenDance at 
BoarD oF Directors’ meetinGs

During 2019, WIKA’s Board of Directors held 21 meetings. 
The agenda and attendance of Directors in the meetings 
was as follows:
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

1 7 Januari 2019
January	7,	2019

Rapat Direksi Yang Menyertakan General Manager dan Direksi Anak Perusahaan (Radir GM - Dir.
AP) 
1. QSHE Culture Perseroan
2. RKAP Capaian 2018 dan Company Strategy
3. Risiko Korporat & Dashboard WIKA PIS
4. Inovasi Proyek
5. Pemaparan Cabang Dubai (Offshore	Activities) dan Danjiang Project

Board	of	Directors	Meeting	included	General	Managers	and	Directors	of	Subsidiaries	(Radir	GM	-	Dir.AP)
1.	 Corporate	QSHE	Culture	
2.	 RKAP	2018	Outcome	and	Company	Strategy
3.	 WIKA	PIS	Corporate	Risk	&	Dashboard
4.	 Project	Innovations
5.	 Presentation	of	Dubai	Branch	(Offshore	Activities)	and	Danjiang	Project

2 11 Februari 2019
February 11, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan oleh GMBG
2. Presentasi Pegawai WIKA yang telah selesai melakukan Pendidikan Lanjutan
3. Sosialisasi Holding Perumahan & Kawasan oleh GMPPU
4. Dashboard BI oleh GM Manrisk & PMO
5. Karya Inovasi Proyek oleh DIP & DLN

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture	by	GMBG
2.	 Presentation	by	WIKA	employees	who	have	finished	their	further	education.
3.	 Socialization	of	Housing	&	Area	Holding	by	GMPPU.
4.	 BI	Dashboard	by	GM	Manrisk	&	PMO
5.	 Innovation	Project	Work	by	DIP	&	DLN

3 25 Februari 2019
February 25, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Kinerja Pemasaran Januari 2019
3. Kinerja Evaluasi Hasil Usaha Januari 2019

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Marketing Performance for January 2019
3.	 Operating	Results	Performance	Evaluation	for	January	2019

4 18 Maret 2019
March	18,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. Presentasi Proyek Investasi dan Perubahan Alokasi PMN
2. QSHE Culture Perseroan
3. Laporan Safety	Practice	Project
4. Keputusan Bersama Pembuatan Cell Batt Lithium
5. Karya Inovasi (Pemenang Innovation Award HUT WIKA Non Engineering)
6. Paparan Kinerja TW 1 oleh Departemen Operasi & Anak Perusahaan

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Presentation	of	Investment	Projects	and	Changes	in	PMN	Allocation
2.	 Corporate	QSHE	Culture
3.	 Safety	Practices	Project	Report
4.	 Joint	Decree	on	Making	Lithium	Cell	Batt
5.	 Innovation	Work	(Winner	of	WIKA	Non	Engineering	Anniversary	Innovation	Award)
6.	 Exposure	to	TW	1	Performance	by	the	Operations	Department	&	Subsidiaries
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5 01 April 2019
April	1,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Pemaparan Risiko Strategis WIKA Group & Update	Dashboard
3. Proyeksi Hasil Usaha s.d Maret, Juni & Desember 2019
4. Video Conference Proyek Pembangunan Terminal Kijing
5. Pemaparan Visi Misi WIKA
6. Review SHE
7. Presentasi Pegawai WIKA yang telah selesai Pendidikan Lanjutan (4 orang)

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 WIKA	Group	Strategic	Risk	Disclosure	&	Dashboard	Update.
3.	 Projection	of	Business	Results	until	March,	June	&	December	2019.
4.	 Kijing	Terminal	Development	Project	video	Conference
5.	 Presentation	of	WIKA's	vision	and	Mission
6.	 SHE	Review
7.	 Presentation	by	WIKA	employees	who	have	finished	their	further	education	(4	people)

6 22 April 2019
April	22,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan.
2. Kinerja Pemasaran & Investasi
3. Paparan Kinerja Hasil Usaha Triwulan 1
4. Dashboard PMO & Manrisk

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Marketing & Investment Performance
3.	 Presentation	of	Quarterly	Business	Results	Performance	1
4.	 PMO	&	Manrisk	Dashboards

7 6 Mei 2019
May	6,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan 
2. Presentasi Konsultan Evaluasi Jabatan 
3. Sentralisasi Engineering WERI 
4. Laporan Benchmark Manrisk
5. Karya Inovasi oleh DSU 2 (Pemenang Karya Inovasi Engineering HUT WIKA)

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Consultant	Presentation	on	Position	Evaluation	
3.	 Centralized	Engineering	WERI
4.	 Manrisk	Benchmark	Report
5.	 Innovation	Work	by	DSU	2	(Winners	of	WIKA	Anniversary	Engineering	Innovation	Awards)

8 20 Mei 2019
May 20, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. Simbolis Pembagian Sembako Ramadan CSR WIKA oleh Direksi dan Manajemen
2. QSHE Culture Perseroan
3. Kinerja Pemasaran dan Investasi 
4. Paparan Kinerja Hasil Usaha dan Rencana Tindak Lanjut Piutang per April 2019
5. Pembangkit Listrik Tenaga Berbahan Bakar Nabati (PLTBn) berbasis CPO dan Prospek 

Pengembangannya di Indonesia

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Symbolic	Distribution	of	WIKA's	Ramadan	Food	by	Directors	and	Management.
2.	 Corporate	QSHE	Culture
3.	 Marketing and Investment Performance
4.	 Presentation	of	Business	Results	and	Accounts	Receivable	Follow-Up	Plan	as	of	April	2019
5.	 CPO-based	Biofuel	Power	Plant	(PLTBn)	and	Development	Prospects	in	Indonesia
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9 24 Juni 2019
June 24, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan 
2. Dashboard BI dan Review PMO& PMO
3. Kinerja Keuangan 
4. Business Plan WIKA Bitumen

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 BI	Dashboard	and	PMO	&	PMO	Review
3.	 Financial Performance
4.	 WIKA	Bitumen	Business	Plan

10 8 Juli 2019
July 8, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Opening Asesmen KPKU 2018
3. Presentasi Tol Padang-Pekanbaru
4. Review Investasi Serang-Panimbang

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Opening	of	the	2018	KPKU	Assessment
3.	 Presentation	on	the	Padang-Pekanbaru	Toll	Road
4.	 Review	of	Serang-Panimbang	Investments

11 29 Juli 2019
July 29, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Gugus Kendali Mutu oleh GMQSHE
3. Sosialisasi dan MoU Kejari Jaktim oleh GM Legal

Radir GM - Dir. AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Quality	Control	Clusters	by	GMQSHE
3.	 Socialization	and	MoU	for	East	Java	by	GM	Legal

12 12 Agustus 2019
August	12,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Review Piutang WIKA Gedung (WEGE) 
3. Review Piutang WIKA Beton (WTON)
4. Cost Structure WIKON

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Review	of	WIKA	Gedung	Receivables	(WEGE)
3.	 Review	of	WIKA	Beton	Receivables	(WTON)
4.	 WIKON	Cost	Structure

13 26 Agustus 2019
August	26,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Kinerja Hasil Usaha Juli 2019
3. Kinerja Pemasaran dan Prognosa Triwulan 3 2019

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture.
2.	 Business	Results,	July	2019
3.	 Marketing	Performance	and	Prognosis,	Quarter	3	2019
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14 9 September 2019
September 9, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Laporan Piutang per Agustus 2019
3. RJPP 2020-2024
4. Sharing Perserta Global	Leadership	Program	
5. Pengumuman dan Apresiasi Lomba Karya Inovasi Batch 6

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Receivables	Report	as	of	August	2019
3.	 RJPP	2020-2024
4.	 Sharing	with	Participants	in	the	Global	Leadership	Program
5.	 Announcement	and	Appreciation	for	the	Batch	6	Innovation	Work	Contest

15 24 September 2019
September 24, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan 
2. Update Pemasaran, Hasil Usaha Agustus 2019 dan Proyeksi Hasil Usaha Akhir Tahun 
3. Monitoring Realisasi Mitigasi Risiko Strategis WIKA

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Marketing	Update,	August	2019	Operating	Results	and	Projected	Year-End	Operating	Results
3.	 Monitoring	the	Realization	of	WIKA's	Strategic	Risk	Mitigation

16 7 Oktober 2019
October	7,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan 
2. Struktur Organisasi Departemen QSHE 
3. Safety Implementation dan Update Kondisi di WIKA Group
4. Efektivitas Layanan Engineering & Sosialisasi Forum Engineering
5. Laporan Progress Proyek Bandara Makassar dan Target Pencapaian Akhir Desember 2019 
6. Laporan Piutang s.d 30 September 2019 serta Realisasi Pencairan Piutang

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 QSHE	Department	Organizational	Structure
3.	 Safety	Implementation	and	Condition	Update	in	the	WIKA	Group
4.	 Effectiveness	of	Engineering	Services	&	Engineering	Forum	Socialization
5.	 Makassar	Airport	Project	Progress	Report	and	Final	Achievement	Target	Dec	‘19
6.	 Receivables	Reports	until	30	September	2019	and	Realization	of	Receivables

17 4 November 2019
November 4, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan 
2. Update Sasaran Investasi
3. Update Pemasaran 
4. Hasil Survey Quality 
5. Program Percepatan Proyek Tamansari Iswara
6. Draft KPI 2020

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Investment Target Update
3.	 Marketing Update
4.	 Quality	Survey	Results
5.	 Tamansari	Iswara	Project	Acceleration	Program
6.	 2020	KPI	Draft
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18 18 November 2019
November 18, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Sosialisasi Hak Paten dan Merk WIKA Group
3. Presentasi Final Customer Satisfaction Index (CSI) 2018
4. Kinerja Keuangan per Oktober 2019
5. Pembahasan Rancangan Kuantitatif RKAP Tahun 2020

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 WIKA	Group's	Patent	and	Brand	Socialization
3.	 2018	Final	Customer	Satisfaction	Index	(CSI)	presentation
4.	 Financial Performance as of October 2019
5.	 Discussion	on	the	2020	RKAP	Quantitative	Draft

19 21 November 2019
November 21, 2019

Radir GM - Dir.AP 
1. Pembahasan RKAP Tahun 2020

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Discussion	on	the	2020	RKAP

20 2 Desember 2019
December	2,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan
2. Realisasi OK Baru sampai dengan 30 November 2018
3. Laporan Realisasi atas Pencairan Piutang s.d 30 November 2019

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture
2.	 Realization	of	the	New	OK	until	30	November	2018
3.	 Realization	Report	on	Receivables	up	to	30	November	2019

21 16 Desember 2019
December	16,	2019

Radir GM - Dir.AP 
1. QSHE Culture Perseroan.
2. Update Realisasi OJK Baru
3.  - Laporan Hasil Usaha dan Prognosa s.d Desember 2019

- Laporan Piutang, Rencana Pencairan Piutang dan Proyeksi Cashflow Operasi   
  Karya Inovasi Proyek dari WIKA REKON.

4. Finalisasi RKAP 2020

Radir	GM	-	Dir.	AP
1.	 Corporate	QSHE	Culture.
2.	 Realization	Update	of	New	OK
3.	 -	Report	on	Business	Results	and	Prognosis	up	to	December	2019,	Accounts	 

-	Receivable	Report,	Accounts	Receivable	Disbursement	Plan	and	Project	Workflow	Innovation	Project	
Cashflow	from	WIKA	REKON.

4.	 Finalization	of	the	2020	RKAP

no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

kehadiran
ATTeNdANCe

tumiYana ade WahYu danu 
Pri Jambodo

aGunG 
budi 

WaSkito
novel 
arSYad

deStiaWan 
SoeWardJono

bambanG 
PramuJo

anS 
koSaSih

1 7 Januari 2019
January	7,	2019

√ X √ √ √ √ √ √

2 11 Februari 2019
February 11, 2019

√ X √ √ √ √ √ X

3 25 Februari 2019
February 25, 2019

X X √ √ √ √ X X

4 18 Maret 2019
March	18,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X

5 01 April 2019
April	1,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

kehadiran
ATTeNdANCe

tumiYana ade WahYu danu 
Pri Jambodo

aGunG 
budi 

WaSkito
novel 
arSYad

deStiaWan 
SoeWardJono

bambanG 
PramuJo

anS 
koSaSih

6 22 April 2019
April	22,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X

7 6 Mei 2019
May	6,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X

8 20 Mei 2019
May 20, 2019

X √ √ √ √ √ √ X

9 24 Juni 2019
June 24, 2019

√ √ √ X √ √ √ X

10 8 Juli 2019
July 8, 2019

√ √ √ √ √ √ √ X

11 29 Juli 2019
July 29, 2019

√ √ √ √ √ √ X X

12 12 Agustus 2019
August	12,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X

13 26 Agustus 2019
August	26,	2019

√ √ √ √ √ √ √ X

14 9 September 
2019
September 9, 2019

√ √ √ √ X √ √ X

15 24 September 
2019
September 24, 
2019

X √ √ √ √ X √ X

16 7 Oktober 2019
October	7,	2019

X √ √ √ √ √ √ X

17 4 November 
2019
November 4, 2019

X √ √ √ √ √ √ X

18 18 November 
2019
November 18, 
2019

√ √ √ √ √ √ √ X

19 21 November 
2019
November 21, 
2019

√ √ √ X √ √ √ X

20 2 Desember 201
December	2,	
2019 9

√ √ √ √ √ X √ X

21 16 Desember 
2019
December	2,	2019

√ √ √ √ √ X √ X

Jumlah Rapat
Total Meetings

16 18 21 19 19 18 19 1

Jumlah Kehadiran
Total	Attendance

21 18 21 21 21 21 21 1

% Kehadiran
%	Attendance 76% 100% 100% 90% 90% 86% 90% 100%
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ORGAN PENDUKUNG 
DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Supporting Bodies

Agar pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya 
Dewan Komisaris dapat berjalan dengan efektif, Dewan 
Komisaris telah membentuk dua Komite di bawah Dewan 
Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Nominasi, 
Remunerasi dan GCG yang dikepalai oleh Komisaris 
Independen, serta didukung oleh fungsi Sekretaris Dewan 
Komisaris. 

To assist in carrying out its functions, duties and 
responsibilities the Board of Commissioners, the Board 
of Commissioners has formed two Committees, the Audit 
Committee and the Nomination, Remuneration and GCG 
Committee headed by Independent Commissioners, 
and supported by the Secretary to the Board 
of Commissioners.

Semanggi Pedestrian
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sekretaris Dewan komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris merupakan organ pendukung 
Dewan Komisaris yang berfungsi untuk meningkatkan 
efektivitas dan kelancaraan pelaksanaan tugas-tugas 
Dewan Komisaris, khususnya di bidang administrasi. 
Tahun 2019, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh 
Nurul Almy Firdausi yang diangkat berdasarkan Surat 
Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya  Tbk., No. 78/DK/WIKA/2018 
tanggal 29 Juni 2018 Tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris Perusahaan 
Perseroan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

ProFil sekretaris Dewan komisaris

Usia
Age

34 tahun 34	years

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia Indonesian

Domisi
Domicile

Bogor Bogor

Riwayat 
Pendidikan
Education	History

• Sarjana Ekonomi dari 
Universitas Indonesia tahun 
2009

Riwayat Pekerjaan
Employment	History

• Sekretaris Dewan Komisaris 
PT Sarana Karya (Persero) 
(2008-2012)

• Sekretaris Dewan Komisaris PT 
Garam (Persero) (2011-2013)

• Sekretaris Dewan Komisaris PT 
Industri Kereta Api Indonesia 
(Persero) (2013-2014)

• Sekretaris Dewan Komisaris 
PT Indofarma (Persero) Tbk. 
(2014-2015)

• Analis Data BUMN Perbankan 
dan Asuransi Kementerian 
BUMN (2013-2015)

• Staf Komisaris PT Bank Negara 
Indonesia (Persero) Tbk. (2015-
2018)

•	 Secretary	to	the	Board	of	
Commissioners	at	PT	Sarana	Karya	
(Persero)	(2008-2012)

•	 Secretary	to	the	Board	of	
Commissioners at PT Garam 
(Persero)	(2011-2013)

•	 Secretary	to	the	Board	of	
Commissioners at PT Industri 
Kereta	Api	Indonesia	(Persero)	
(2013-2014)

•	 Secretary	to	the	Board	of	
Commissioners at PT Indofarma 
(Persero)	Tbk.	(2014-2015)

•	 BUMN	Banking	and	Insurance	Data	
Analyst	at	Kementerian	BUMN	
(2013-2015)

•	 Commissioners	Staff	at	PT	Bank	
Negara	Indonesia	(Persero)	Tbk.	
(2015-2018)

Riwayat 
Pendidikan
Education	History

Kepala Sub Bidang Industri Agro dan 
Farmasi 1b-1 Kementerian BUMN

Head	of	Agro	and	Pharmaceutical	
Industry	Sub-Division	1b-1	
Kementerian	BUMN

Dasar Hukum 
Pengangkatan 
Pertama Kali
Legal	Basis	for	First	
Appointment

Surat Keputusan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya  Tbk., Nomor 78/
DK/WIKA/2018 tanggal 29 Juni 
2018 Tentang Pemberhentian dan 
Pengangkatan Sekretaris Dewan 
Komisaris Perusahaan Perseroan PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Board	of	Commissioners	Decree	of	
the	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk.	
No.	78/DK/WIKA/2018	dated	June	29,	
2018	Concerning	the	Dismissal	and	
Appointment	of	the	Secretary	to	the	
Board	of	Commissioners	of	PT	Wijaya	
Karya	(Persero)	Tbk.

Nurul Almy Firdausi
Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary	to	the	Board	of	Commissioners

secretary to BoarD 
oF commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners supports 
the Board of Commissioners to increase the effectiveness 
and fluency in carrying out their duties, particularly in 
administration. In 2019, the Secretary to the Board 
of Commissioners was Nurul Almy Firdausi who was 
appointed based on the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
Board of Commissioners Decree No. 78/DK/WIKA/2018  
dated June 29, 2018 Concerning the Dismissal and 
Appointment of the Secretary to the PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. Board of Commissioners.Secretary to the 
Board of Commissioners’ Duties and Responsibilities 

secretary to the BoarD 
oF commissioners
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secretary to the BoarD 
oF commissioners’ DUties 
anD resPonsiBilities 
Secretary to the Board of Commissioners’ Duties and 
Responsibilities include:
1. The Board of Commissioners Secretariat is tasked 

with carrying out activities to assist the Board of 
Commissioners in carrying out their duties including:
a. Preparing materials for the Board of 

Commissioners internal meetings and Board 
of Commissioners meetings with the Board 
of Directors;

b. Preparing evaluation results on the financial, 
operational performance reports submitted by the 
Board of Directors to the Board of Commissioners;

c. Preparing minutes for the internal Board of 
Commissioners meetings and the Board of 
Commissioners meetings with the Board of 
Directors meetings;

d. Developing performance indicators for the Board 
of Commissioners, the Secretary to the Board of 
Commissioners and the Committees under the 
Board of Commissioners, and the methodology 
for evaluating the performance indicators;

e. Ensuring that the Board of Commissioners 
meets all Good Corporate Governance aspects 
and provisions.

2. In addition to the duties referred to above, the 
Secretary to the Board of Commissioners, as the Head 
of the Secretariat, responsibilities include:
a. Providing information needed by the Board of 

Commissioners periodically and / or at any time 
if requested;

b. Coordinating Committee members, if needed to 
expedite the Board of Commissioners duties;

c. Actin as a liaison officer for the Board of 
Commissioners with other parties.

3. In the context of orderly administration and 
implementation of good corporate governance, 
the Board of Commissioners Secretariat is obliged 
to ensure that documents pertaining to the 
implementation of activities are stored properly in 
the Company.

tUGas Dan tanGGUnG jawaB 
sekretaris Dewan komisaris

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris, 
yaitu: 
1. Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan 

kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam 
melaksanakan tugasnya berupa: 
a. Menyiapkan bahan rapat internal Dewan 

Komisaris dan bahan rapat Dewan Komisaris yang 
menyertakan Direksi; 

b. Menyiapkan hasil evaluasi atas laporan kinerja 
keuangan, operasional yang disampaikan Direksi 
untuk Dewan Komisaris; 

c. Menyiapkan risalah rapat internal Dewan 
Komisaris dan risalah rapat Dewan Komisaris 
yang menyertakan Direksi; 

d. Mengembangkan indikator kinerja Dewan 
Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris serta 
Komite Dewan Komisaris serta metode evaluasi 
indikator kinerja; 

e. Memastikan bahwa Dewan Komisaris telah 
memenuhi seluruh aspek dan ketentuan Good 
Corporate Governance. 

2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 
di atas, tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris 
selaku pimpinan Sekretariat adalah: 
a. Memberikan informasi yang dibutuh kan oleh 

Dewan Komisaris secara berkala dan/atau 
sewaktu-waktu apabila diminta; 

b. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika 
diperlukan dalam rangka memperlancar tugas 
Dewan Komisaris; 

c. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan 
Komisaris dengan pihak lain. 

3. Dalam rangka tertib administrasi dan pelak sanaan 
tata kelola Perusahaan yang baik, Sekretariat 
Dewan Komisaris wajib memastikan dokumen 
penyelenggaraan kegiatan tersimpan dengan baik 
di Perusahaan.
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Pelaksanaan tUGas sekretaris 
Dewan komisaris tahUn 2019

Sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan 
dukungan dalam berbagai kegiatan Dewan Komisaris, 
kegiatan Komite Dewan Komisaris, maka Kegiatan 
Sekretariat Dewan Komisaris secara umum dibagi 
menjadi 2 (dua) yaitu, Kegiatan Rutin dan Kegiatan 
Non Rutin.
Kegiatan Rutin Sekretariat Dewan Komisaris meliputi:

1. Kegiatan Rapat Internal Sekretariat Dewan Komisaris;
2. Kegiatan penyiapan dan dukungan Kegiatan Dewan 

Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.

no ProGram kerJa
worK progrAm

tarGet PenYeleSaian
CompleTioN TArgeT

1 Penyiapan Risalah Rapat Internal Dewan Komisaris
Preparation of Board of Commissioners Internal Meeting Minutes

Risalah Rapat Internal disampaikan kepada Dewan Komisaris 
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setalah tanggal pelaksanaan 
Rapat.
Internal	Meeting	Minutes	to	be	submitted	to	the	Board	of	
Commissioners	no	later	than	5	(five)	working	days	after	the	date	of	the	
Meeting.

2 Penyiapan Risalah Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan 
Direksi
Preparation	of	Board	of	Commissioners	Including	the	Board	of	
Directors	Meeting	Minutes

Risalah Rapat Dewan Komisaris yang Menyertakan Direksi 
disampaikan kepada Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) 
hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Rapat.
Board	of	Commissioners	Including	the	Board	of	Directors	Meeting	
Minutes	to	be	submitted	to	the	Board	of	Commissioners	no	later	than	5	
(five)	working	days	after	the	date	of	the	Meeting

3 Penyiapan Risalah Rapat Dewan Komisaris Khusus
Preparation of Special Board of Commissioners Meeting Minutes

Risalah Rapat Dewan Komisaris Khusus disampaikan kepada Dewan 
Komisaris selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah tanggal 
pelaksanaan Rapat.
Special	Board	of	Commissioners	Meeting	Minutes	to	be	submitted	to	the	
Board	of	Commissioners	no	later	than	5	(five)	working	days	after	the	
date	of	the	Meeting.

4 Penyiapan seluruh Kegiatan Dewan Komisaris dan Komite 
Dewan Komisaris, meliputi:
• Penyiapan bahan Rapat Dewan Komisaris dan Komite 

Dewan Komisaris;
• Penyiapan dukungan kegiatan Perjalanan Dinas Dewan 

Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
• Penyiapan dukungan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan 

Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris;
• Penyiapan Konsep Dokumen Persuratan untuk kebutuhan 

Dewan Komisaris dan/atau organ pendukung Dewan 
Komisaris;

• Administrasi Surat Masuk dan Surat Keluar Dewan Komisaris
• dan lain-lain.
Preparation	of	Board	of	Commissioners	Meetings	and	material:
•	 Preparation of support for Board of Commissioners and Board 

of	Commissioners	Committees	Official	Travel	activities;
•	 Preparation of support for Board of Commissioners and Board 

of	Commissioners	Committees	Education	and	Training	activities
•	 Preparation	of	Draft	Correspondence	Documents	for	Board	of	

Commissioners	and	/	or	the	Board	of	Commissioners	supporting	
bodies;

•	 Administration	of	Board	of	Commissioners	Incoming	and	
Outgoing	Letters;

•	 and	others.

Dilaksanakan sesuai dengan arahan dan kebutuhan Dewan 
Komisaris dan Komite Dewan Komisaris.
Implemented	in	accordance	with	the	directive	and	needs	of	the	Board	of	
Commissioners	and	the	Board	of	Commissioners	Committees.

secretary to the BoarD 
oF commissioners DUties 
imPlementation in 2019
In line with its duties and functions to provide support 
for the Board of Commissioners and the Board of 
Commissioners Committees, the Secretary to the Board of 
Commissioners activities are generally divided into 2 (two), 
namely, Routine Activities and Non-Routine Activities.

The Secretary to the Board of Commissioners Routine 
activities include:
1. Board of Commissioners’ Internal Secretariat Meetings;
2. Preparat ion and support  for  the Board 

of Commissioners and Board of Commissioners 
Committees.



473Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

Kegiatan Non Rutin Sekretariat Dewan Komisaris meliputi :

1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan serta kegiatan 
lainnya yang diberikan sesuai arahan dan kebutuhan 
Dewan Komisaris.

2. Penyusunan Konsep Standard Opertaing Procedures 
(SOP) atas kegiatan yang dilakukan di lingkungan 
Dewan Komisaris dan Organ Pendukungnya.

PenGemBanGan komPetensi 
sekretaris Dewan komisaris

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Sekretaris Dewan 
Komisaris, Perseroan mengikutsertakan Sekretaris Dewan 
Komisaris pada program pengembangan kompetensi 
baik yang dilakukan oleh internal Perseroan maupun 
oleh pihak ketiga.

Program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh 
Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2019 adalah sebagai 
berikut :

NAMA
NAme

JABATAN
PositioN

NAMA PElATIHAN/
WORKSHOP/KONFRENSI/

SEMINAR
NAme oF trAiNiNg / 

WorkshoP / CoNFereNCe / 
semiNAr

lEMBAGA 
PENyElENGGARA 

orgANizer

WAKTU DAN 
TEMPAT

time ANd PlACe

Nurul Almy 
Firdausi 

Sekretaris Dewan 
Komisaris
Secretary to 
the	Board	of	
Commissioners

Pelatihan Implementasi PSAK 71,72 dan 73
PSAK	71,72	and	73	Implementation	Training

Kementerian BUMN
Ministry	of	SOEs

12-13 September 2019
September	12-13,	2019

The Secretary to the Board of Commissioners Non-Routine 
activities include:
1. Educational and training activities and other activities 

provided in accordance with the directives and needs 
of the Board of Commissioners.

2. Drafting Standard Operational Procedures (SOP) 
for the activities carried out within the Board of 
Commissioners and their Supporting Bodies.

comPetency DeveloPment For the 
BoarD oF commissioners’ secretary

To support the implementation of the duties of the 
Secretary of the Board of Commissioners, the Company 
engages the Secretary of the Board of Commissioners in 
the competency development program, both internally 
and third parties.

The competency development programs followed by 
the Secretary of the Board of Commissioners in 2019 
are as follows:
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KOMITE AUDIT
audit Committee

Komite Audit dibentuk oleh dan bertanggung jawab 
kepada Dewan Komisaris dengan tujuan membantu 
Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas 
pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan (oversight) atas 
hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem 
pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal 
dan eksternal, implementasi tata kelola serta kepatuhan 
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dasar PemBentUkan 
komite aUDit

Dasar pembentukan Komite Audit WIKA, antara lain: 

1. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN;
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/ 

MBU/2006 tentang Komite Audit pada BUMN; 
3. Peraturan Bapepam No. IX.I.5 tentang Pembentukan 

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit; 

4. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/
MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan 
yang Baik pada BUMN; 

5. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/
MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan 
Komisaris; 

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/
POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman 
Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

PiaGam komite aUDit

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki 
pedoman kerja yang disahkan dalam Salinan Surat 
Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk. No. 79/DK/WIKA/2018 
tentang Perubahan Keputusan Dewan Komisaris No. 
73/DK/ WIKA/2016 tentang Piagam Komite Dewan 
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk. tanggal 2 Juli 2018. Adapun isi Piagam Komite 
Audit antara lain: Defnisi, Latar Belakang dan Dasar 
Hukum Pembentukan Serta Tujuan Komite, Organisasi, 
Masa Jabatan dan Syarat-syarat Keanggotaan, Hak, 
Tugas, Kewenangan dan Tanggung Jawab, Rapat-rapat, 
Mekanisme Kerja, Pelaporan dan Anggaran.

The Audit Committee was established by and is 
responsible to the Board of Commissioners with the aim 
of assisting the effectiveness of their duties and oversight 
functions on matters related to financial statements, 
internal control systems, internal and external audit 
functions, governance implementation  and compliance 
with applicable laws and regulations.

aUDit committee 
estaBlishment Basis

The basis for forming the WIKA Audit Committee, includes:

1. 2003 Law Number 19 concerning SOEs;
2. Ministry of SOEs Regulation No. PER-05/ MBU/2006   

concerning Audit Committees for SOEs;
3. Bapepam Regulation No. IX.I.5 concerning 

the Formation and  Work Guidelines for the 
Audit Committee;

4. Ministry of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012  
concerning Implementation of Good Corporate 
Governance in SOEs;

5. Ministry of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 
concerning Board of Commissioners Support Bodies;

6. Financial Services Authority Regulation No. 55/
POJK.04/2015 concerning Formation and Guidelines 
for the  Audit Committee Work.

aUDit committee charter

In carrying out its duties, the Audit Committee has 
adopted work guidelines based on  PT Wijaya Karya Tbk. 
Board of Commissioners’ Decree No. 79/DK/WIKA/2018 
concerning Amendment to  Board of Commissioners’ 
Decision Number 73/DK/WIKA/2016 concerning the 
PT Wijaya Karya Tbk. Board of Commissioners’ Charter 
dated July 2, 2018. The Audit Committee Charter includes: 
Definition, Background and Legal Basis for Establishment, 
and Committee Objectives, Organization, Term and 
Conditions of Membership, Rights, Duties, Authority and 
Responsibility, Meetings, Work Mechanisms, Reporting 
and Budget.
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tUGas Dan tanGGUnG 
jawaB komite aUDit

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah 
sebagai berikut:
1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang 

akan dikeluarkan WIKA kepada publik dan atau pihak 
otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi dan 
laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan 
WIKA. 

2. Melakukan penelaahan atas ketaatan WIKA terhadap 
Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan 
degan kegiatan WIKA. 

3. Melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi 
atas pelaksanaan manajemen risiko PT WIKA yang 
mencakup bidang QSHE. 

4. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi 
perbedaan pendapat antara manajemen WIKA dan 
Auditor Eksternal/Akuntan Publik atas jasa yang 
diberikannya. 

5. Melakukan penelahaan dengan manajemen dan 
Auditor Eksternal/Akuntan Publik terkait dengan 
semua hal yang diharuslan untuk dikomunikasikan 
oleh Auditor Eksternal/Akuntan Publik kepada Komite 
Audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan 
Publik. 

6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 
mengenai penunjukan Auditor Eksternal/Akuntan 
Publik yang didasarkan pada independensi, ruang 
lingkup penugasan dan fee. 

7. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan 
oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) dan mengawasi 
pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan 
audit SPI. 

8. Melakukan penelahaan atas efektivitas sistem 
pengendalian inten WIKA termasuk pengendalian 
dan pengamanan teknologi informasi. 

9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses 
akuntansi dan pelaporan keuangan WIKA. 

10. Menelaah dan memberikan sar an kepada Dewan 
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan 
kepentingan WIKA. 

11. Menyusun self assessment tool dan melakukan 
self assessment terhadap kinerja Komite Audit dan 
melaporkan hasilnya kepada Dewan Komisaris. 

12. Setiap anggota Komite Audit bertanggung jawab atas 
pelaksanaan seluruh tugas, kewenangan dan segala 
kewajiban lainnya terkait dengan pengangkatan 
dirinya sebagai anggota Komite Audit sebagaimana 
sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Dewan 
Komisaris atas pengangkatannya dan Piagam 
Komite Audit.

aUDit committee DUties 
anD resPonsiBilities 

The  Audit Committee duties and responsibilities are 
as follows:
1. Reviewing financial information to be released by 

WIKA to the public and or authorities including 
financial statements, projections and other reports 
related to WIKA financial information.

2. Reviewing WIKA’s compliance with the laws and 
regulations  related to WIKA’s activities.

3. Reviewing and providing recommendations on the 
implementation of PT WIKA’s risk management 
covering the QSHE field.

4. Providing independent opinion in the event of 
disagreements between the management of WIKA 
and the External Auditor / Public Accountant on the 
services they provide.

5. Reviewing with management and the External 
Auditor / Public Accountant related to all matters to 
be communicated by the External Auditor / Public 
Accountant to the Audit Committee in accordance with 
the Professional Standards of the Public Accountant.

6. Providing recommendations to the Board of 
Commissioners regarding the appointment of an 
External Auditor / Public Accountant based on 
independence, the scope of the assignment and fees.

7. Reviewing the Internal Audit Unit (SPI)  inspections, 
and overseeing the implementation of the follow-up 
by the Board of Directors on SPI audit findings.

8. Reviewing the effectiveness of WIKA’s internal control 
system including information technology control 
and security.

9. Reviewing complaints regarding WIKA’s accounting 
and financial reporting processes.

10. Reviewing and providing advice to the Board of 
Commissioners  regarding potential conflict of 
interests in WIKA.

11. Developing a self-assessment tool and conducting a 
self-assessment on the Audit Committee  performance 
and report the results to the Board of Commissioners.

12. Each Audit Committee  member is responsible for 
carrying out all duties, authorities and all other 
obligations related to their appointment as a member 
of the Audit Committee as stipulated in the Board of 
Commissioners  Decree on  their appointment, and 
in the Audit Committee Charter.
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13. Kesalahan dan kelalaian yang dilakukan oleh tiap 
anggota Komite Audit atas pelaksanaan tugas, 
kewenangan dan segala kewajiban lainnya terkait 
dengan pengangkatan dirinya sebagai anggota Komite 
Audit, maka terhadap anggota Komite Audit dapat 
diberikan sanksi oleh Dewan Komisaris, dimulai 
dengan surat peringatan hingga pemberhentian 
dari jabatannya. 

14. Apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dari 
Komite Audit yang berakibat pada kesalahan atau 
ketidakakuratan penyampaian pendapat atau 
nasehat Dewan Komisaris dalam menjalankan 
fungsi pengawasannya terhadap Direksi, maka setiap 
anggota Komite Audit bertanggung jawab secara 
tanggung menanggung dan atau pribadi. 

15. Setiap anggota Komite Audit wajib menjaga 
kerahasiaan dokumen, data dan informasi WIKA.

wewenanG komite aUDit

Komite Audit mempunyai wewenang antara lain: 

1. Mengakses dokumen, data dan informasi tentang 
karyawan, dana, aset dan sumber daya perusahaan 
yang diperlukan. 

2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk 
Direksi, SPI dan unit yang menangani pengembangan 
manajemen risiko dan Auditor Eksternal/Akuntan 
Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit. 

3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite 
Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan 
tugasnya (jika diperlukan) dengan persetujuan tertulis 
Dewan Komisaris. 

4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan dan atau 
ditugaskan oleh Dewan Komisaris yang ditetapkan 
melalui mekanisme Rapat Dewan Komisaris maupun 
Keputusan Dewan Komisaris.

13. Errors and omissions committed by each member of 
the Audit Committee regarding their implementation 
of duties, authorities and all other obligations related 
to their appointment as an Audit Committee, may be 
subject to sanctions by the Board of Commissioners, 
starting with warning letters until dismissal.

14. In the event of any errors or omissions by the Audit 
Committee that result in an error or inaccuracy in 
the submission of opinion or advice of the Board of 
Commissioners in exercising its oversight function 
to the Board of Directors, each member of the 
Audit Committee shall be responsible and bear 
responsibility personally. 

15. Each member of the Audit Committee shall maintain 
the confidentiality of WIKA documents, data 
and information.

aUDit committee aUthorities

The Audit Committee  Authorities include:

1. Access to documents, data and information about 
employees, funds, assets and corporate resources.

2. Communicating directly with employees, including 
Board of Directors, SPI and units handling risk 
management development, and External Auditors / 
Public Accountants related to the  Audit Committee 
duties and responsibilities.

3. Involvement with independent parties outside the 
Audit Committee members who are required to assist 
in carrying out their duties (if needed) with the written 
approval of the Board of Commissioners.

4. Performing other authorities granted and / or assigned 
by the Board of Commissioners, as stipulated through 
the Board of Commissioners’ Meetings and Board of 
Commissioners’ Decree mechanisms.



477Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

syarat-syarat keanGGotaan 
komite aUDit

Syarat-syarat keanggotaan Komite Audit yaitu: 

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, 
pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang 
pekerjaannya serta mampu berkomunikasi dengan 
baik. 

2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis 
perusahaan khususnya yang terkait dengan 
layanan jasa atau kegiatan usaha WIKA, proses 
audit, manajemen risiko dan Peraturan Perundang-
undangan di bidang pasar modal serta Peraturan 
Perundang-undangan terkait lainnya. 

3. Wajib memahami manajemen risiko yang mencakup 
bidang QSHE. 

4. Wajib mematuhi Code of Conduct yang berlaku di WIKA.
5. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus 

menerus melalui pendidikan dan pelatihan. 
6. Mampu bekerja secara independen, objektif dan 

profesional, memiliki integritas dan penuh dedikasi. 
7. Bukan merupakan orang dalam kantor akuntan 

publik, kantor konsultan hukum, kantor jasa penilai 
publik atau pihak lain yang memberikan jasa 
assurance, jasa non-assurance, jasa penilai dan/atau 
jasa konsultasi lain kepada WIKA dalam waktu 6 
(enam) bulan terakhir. 

8. Bukan merupakan orang yang bekerja atau 
mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk 
merencanakan, memimpin, mengendalikan atau 
mengawasi kegiatan WIKA dalam waktu 6 (enam) 
bulan terakhir kecuali sebagai Komisaris Independen. 

9. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak 
langsung pada WIKA yang dibuktikan dengan 
ditandatanganinya surat pernyataan tidak memiliki 
saham langsung maupun tidak langsung. 

10. Dalam hal Anggota Komite Audit memperoleh saham 
WIKA baik langsung maupun tidak langsung akibat 
suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib 
dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling 
lambat 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham 
tersebut. 

11. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota 
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang 
Saham Utama WIKA. 

12. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung 
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan 
kegiatan usaha WIKA.

aUDit committee memBershiP 
reQUirements

The  Audit Committee  membership requirements include:

1. Must have high integrity, ability, knowledge, 
experience in accordance with their field of work 
and be able to communicate well.

2. Must understand financial reports, the Company’s 
business specifically related to  WIKA’s services or 
business activities, audit processes, risk management 
and legislation in the capital market and other 
related legislation.

3. Must understand risk management that covers QSHE .

4. Must comply with the  WIKA Code of Conduct.
5. Must be willing to increase their competencies 

continuously through education and training.
6. Authorities able to work independently, objectively 

and professionally, have integrity and be dedicated.
7. Must not be a person from a public accounting firm, 

legal consulting office, public appraisal service office 
or other party that has provided assurance services, 
non-assurance services, appraisal services and / or 
other consulting services to WIKA within the past 6 
(six) months.

8. Must not be a person who worked or had the authority 
and responsibility to plan, lead, control or supervise 
WIKA’s activities in the past 6 (six) months except as 
an Independent Commissioner.

9.  Must not have any direct or indirect shares in WIKA 
as evidenced by signing a statement to that effect.

10. In the event that a member of the Audit Committee 
acquires WIKA shares, either directly or indirectly due 
to a legal event, the shares must be transferred to 
another party no later than 6 (six) months after the 
shares are acquired.

11. Must not have any affiliation with members of the 
Board of Commissioners, members of the Board of 
Directors, or WIKA’s Majority Shareholders.

12. Must not have any business relations, directly or 
indirectly, related to WIKA’s business activities.
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strUktUr, keanGGotaan Dan 
keahlian komite aUDit

Komite Audit paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang 
anggota dan tidak lebih dari 6 (enam) anggota yang 
berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari 
luar Perseroan. Komite Audit diketuai oleh Komisaris 
Independen yang ditetapkan dan diangkat berdasarkan 
Keputusan Dewan Komisaris. Pihak dari luar Perseroan 
yang diangkat adalah pihak luar/independen yang 
memiliki keahlian dan pengalaman di bidang akuntansi 
dan atau keuangan serta memiliki pemahaman yang baik 
tentang Corporate Governance dan atau bisnis Perseroan 
dan anak perusahaan.

Pada tahun 2019, struktur dan komposisi Komite Audit 
WIKA adalah sebagai berikut:

PERIODE TANGGAL 01 JANUARI 2019 
SAMPAI DENGAN 08 JULI 2019

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

keteranGan
desCripT ioN

keahlian
experTise

Periode Jabatan
Term of  offiCe

Suryo Hapsoro Tri 
Utomo

Ketua merangkap Anggota
Chairman	concurrently	
Member

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Teknik dan Manajemen
Engineering	and	Management

2018

Freddy R. Saragih Wakil I Ketua merangkap 
Anggota
Deputy	Chairman		I	
concurrently Member

Komisaris
Commissioner

Ekonomi dan Akuntansi
Economics	and	Accounting

2018

M. Sjukrul Amien Anggota
Member

Pihak Independen
Independent Party

Tenaga Ahli Bidang Teknis
Technical	Expert

2018

Nirsihing Asmoro Anggota
Member

Pihak Independen
Independent Party

Tenaga Ahli Bidang Akuntansi 
dan Keuangan
Technical	Expert	in	Accounting	
and Finance

2018

Nanda A. Wijayanti Anggota
Member

Pihak Independen
Independent Party

Tenaga Ahli Bidang Akuntansi 
dan Keuangan
Technical	Expert	in	Accounting	
and Finance

2018

aUDit committee strUctUre, 
memBershiP anD eXPertise

The Audit Committee shall consist of at least 3 (three) 
members and not more than 6 (six) members from 
independent commissioners and external parties. 
The Audit Committee is chaired by an Independent 
Commissioner, assigned and appointed through a Board 
of Commissioners Decree. The outside parties appointed 
shall be external/independent parties who have expertise 
and experience in accounting and/or finance, and have 
a good understanding of corporate governance and/or 
the business of the Company and its subsidiaries. 

In 2019, the  WIKA Audit Committee structure and 
composition was as follows:

PERIOD JANUARy 1, 2019 
UNTIL JULy 08, 2019
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PERIODE TANGGAL 09 JULI 2019  
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

keteranGan
desCripT ioN

keahlian
experTise

Periode Jabatan
Term of  offiCe

Suryo Hapsoro Tri 
Utomo

Ketua merangkap Anggota
Chairman	concurrently	Member

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Teknik dan Manajemen
Engineering	and	Management

2019

Freddy R. Saragih Wakil I Ketua merangkap 
Anggota
Deputy	Chairman		I	concurrently	
Member

Komisaris
Commissioner

Ekonomi dan Akuntansi
Economics	and	Accounting

2019

Illiana Arifiandi Wakil Ketua II merangkap 
Anggota
Deputy	Chairman		II	
concurrently Member

Komisaris Independen
Independent Commissioner

Manajemen dan Akuntansi
Management	and	Accounting

2019

M. Sjukrul Amien Anggota
Member

Pihak Independen
Independent Party

Tenaga Ahli Bidang Teknis
Technical	Expert

2019

Nirsihing Asmoro Anggota
Member

Pihak Independen
Independent Party

Tenaga Ahli Bidang Akuntansi 
dan Keuangan
Technical	Expert	in	Accounting	
and Finance

2019

Nanda A. Wijayanti Anggota
Member

Pihak Independen
Independent Party

Tenaga Ahli Bidang Akuntansi 
dan Keuangan
Technical	Expert	in	Accounting	
and Finance

2019

PERIOD JULy 9, 2019
UNTIL 31 DECEMBER, 2019
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ProFil komite aUDit

Suryo Hapsoro Tri Utomo
Ketua Komite Audit
Chairman	of	the	Audit	Committee

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
His	profile	can	be	seen	in	the	Board	of	Commissioners	profile	section

Dasar Hukum Pengangkatan 
Legal	Basis	for	First	Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 78/DK/WIKA/2019 Tanggal 
08 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners	Decision	No.	78/
DK/WIKA/2019	dated	July	08,	2019	concerning	the	Appointment	
of	the	PT	Wijaya	Karya	Tbk	Audit	Committee

Periode Jabatan 
Period of Service

2019

Freddy R Saragih
Wakil Ketua I Komite Audit
Deputy	Chairman	I	of	the	Audit	Committee

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
His	profile	can	be	seen	in	the	Board	of	Commissioners	profile	section

Dasar Hukum Pengangkatan 
Legal	Basis	for	First	Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 78/DK/WIKA/2019 Tanggal 
08 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners	Decision	No.	78/DK/
WIKA/2019	dated	July	08,	2019	concerning	the	Appointment	of	the	
PT	Wijaya	Karya	Tbk	Audit	Committee

Periode Jabatan 
Period of Service

2019

llliana Arifiandi
Wakil Ketua II Komite Audit
Deputy	Chairman	II	of	the	Audit	Committee

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
His	profile	can	be	seen	in	the	Board	of	Commissioners	profile	section

Dasar Hukum Pengangkatan 
Legal	Basis	for	First	Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 78/DK/WIKA/2019 Tanggal 
08 Juli 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	Commissioners	Decision	No.	78/DK/
WIKA/2019	dated	July	08,	2019	concerning	the	Appointment	of	the	
PT	Wijaya	Karya	Tbk	Audit	Committee	

Periode Jabatan 
Period of Service

2019

ProFile oF the aUDit committee
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Usia/ Age 67 tahun 67	years	old

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia Indonesian

Domisi / Domicile Jakarta Jakarta

Riwayat Pendidikan
Education	History

• Sarjana Teknik Sipil di STTN/ISTN 
pada tahun 1986 

• Magister Manajemen di STIE pada 
tahun 1997

•	 Bachelor’s	degree	in	Civil	Engineering	
from	STTN	/	ISTN	in	1986

•	 Masters	in	Management	from	STIE	
in	1997

Riwayat Pekerjaan
Employment	History

• Penasihat Air Bersih dan Sanitasi 
Kementerian Pekerjaan Umum, 
Direktorat Jenderal Cipta Karya, 
Kementerian Pekerjaan Umum 

• Dosen Pascasarjana Program Air 
Bersih dan Sanitasi, Universitas 
Gajah Mada (2012-sekarang). 

• Direktur Pengembangan Sanitasi 
Lingkungan, Direktorat Jenderal 
Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan 
Umum (Pensiun dengan tingkat IV.E) 
(2010-2012)

• Sekretaris Inspektorat Jenderal, 
Kementerian Pekerjaan Umum 
(2006-2010)

•	 Clean	Water	and	Sanitation	Advisor	
at	the	Ministry	of	Public	Works,	
Directorate	General	of	Human	
Settlements, Ministry of Public Works

•	 Lecturer	in	the	Postgraduate	Program	
for	Clean	Water	and	Sanitation,	Gajah	
Mada	University	(2012-present).

•	 Director	of	Environmental	Sanitation	
Development,	Directorate	General	of	
Cipta	Karya,	Ministry	of	Public	Works	
(Pension	with	level	Iv.E)	(2010-2012

•	 Secretary	to	the	Inspectorate	General,	
Ministry	of	Public	Works	(2006-2010)

Jabatan Lainnya
Other	Positions

• -

Dasar Hukum 
Pengangkatan 
Pertama Kali
Legal	Basis	for	First	
Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk No. 78/DK/
WIKA/2019 Tanggal 08 Juli 2019 tentang 
Pengangkatan Anggota Komite Audit 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya Tbk

PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	
Commissioners	Decision	No.	78/DK/
WIKA/2019	dated	July	08,	2019	concerning	
the	Appointment	of	the	PT	Wijaya	Karya	
Tbk	Audit	Committee

Hubungan Afiliasi
Affiliate	Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi 
dengan anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi dan Pemegang Saham

Has	no	Affiliated	Relationships	with	
members	of	the	Board	of	Commissioners	
or	members	of	the	Board	of
Directors	or	the	Shareholders

Periode Jabatan 
Period of Service

2019 2019

M. Sjukrul Amien
Anggota Komite Audit I
Audit	Committee	Members	I
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Usia/ Age 56 tahun 56	years	old

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia Indonesian

Domisi / Domicile Jakarta Jakarta

Riwayat Pendidikan
Education	History

• Diploma IV Akuntansi Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara (STAN) tahun 
1994

•	 Diploma	Iv	in	Accounting	from	
Sekolah	Tinggi	Akuntansi	Negara	
(STAN)	1994

Riwayat Pekerjaan
Employment	History

• BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera 
Sela tan (1986 – 1991)

• BPKP Pusat (1994 – 1997) 
• BPKP Perwakilan Provinsi Papua 

(Jayapura) (1997 – 1999)
• Ditempatkan pada Pubslitbang 

BPKP (2000 – 2001)
• BPKP Pusat pada Deputi Akuntan 

Negara (2001 – 2011)
• Komite Audit di PGN (2005 – 2006) 
• BPKP Perwakilan Bali (2011 – 2013) 
• BPKP Perwakilan DKI Jakarta (2013 

– 2014) 
• Partner pada Kantor Akuntan Publik 

Haryono, Junianto & Asmoro (2015 
– Sekarang) 

• Komite Audit pada PT Pengerukan 
Indonesia (RUKINDO) (2017 – 2018)

•	 BPKP	Representative	for	South	
Sumatra	Province	(1986	-	1991)

•	 Central	BPKP	(1994	-	1997)
•	 BPKP	Representative	for	Papua	

Province	(Jayapura)	(1997	-	1999)
•	 Placement	at	BPKP	Pubslitbang	(2000	

-	2001)
•	 Central	BPKP	to	Deputy	State	

Accountants	(2001	-	2011)
•	 Audit	Committee	at	PGN	(2005	-	2006)
•	 BPKP	Bali	Representative	(2011	-	2013)
•	 DKI	Jakarta	BPKP	Representative	(2013	

-	2014)
•	 Partner	at	Haryono,	Junianto	&	

Asmoro	Public	Accounting	Firm	(2015	
-	Present)

•	 Audit	Committee	at	PT	Pengerukan	
Indonesia	(RUKINDO)	(2017	-	2018)

Jabatan Lainnya
Other	Positions

• -

Dasar Hukum 
Pengangkatan 
Pertama Kali
Legal	Basis	for	First	
Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk No. 78/DK/
WIKA/2019 Tanggal 08 Juli 2019 tentang 
Pengangkatan Anggota Komite Audit 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya Tbk

PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	
Commissioners	Decision	No.	78/DK/
WIKA/2019	dated	July	08,	2019	concerning	
the	Appointment	of	the	PT	Wijaya	Karya	
Tbk	Audit	Committee

Hubungan Afiliasi
Affiliate	Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi 
dengan anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi dan Pemegang Saham

Has	no	Affiliated	Relationships	with	
members	of	the	Board	of	Commissioners	
or	members	of	the	Board	of	Directors	or	
the	Shareholders

Periode Jabatan 
Period of Service

2019 2019

Nirsihing Asmoro
Anggota Komite Audit
Audit	Committee	Members
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Usia/ Age 40 tahun 40 years old

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia Indonesian

Domisi / Domicile Jakarta Jakarta

Riwayat Pendidikan
Education	History

• Sarjana Akuntansi Universitas 
Indonesia tahun 2002 

• M.B.A Sejong University, South 
Korea, Finance tahun 2008

• PhD Western Michigan University, 
Public Policy tahun 2018

•	 Bachelor’s	degree	in	Accounting	from	
Universitas Indonesia in 2002

•	 M.B.A	from	Sejong	University,	South	
Korea,	Finance	in	2008	

•	 PhD	Western	Michigan	University,	
Public Policy in 2018

Riwayat Pekerjaan
Employment	History

Dosen Departemen Akuntansi, FEB 
UI (2008-saat ini)  

•	 Lecturer	in	Accounting	at	FEB	UI	
(2008-present)

Jabatan Lainnya
Other	Positions

-

Dasar Hukum 
Pengangkatan 
Pertama Kali
Legal	Basis	for	First	
Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) 
PT Wijaya Karya Tbk No. 78/DK/
WIKA/2019 Tanggal 08 Juli 2019 tentang 
Pengangkatan Anggota Komite Audit 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya Tbk

PT	Wijaya	Karya	Tbk	Board	of	
Commissioners	Decision	No.	78/DK/
WIKA/2019	dated	July	08,	2019	concerning	
the	Appointment	of	the	PT	Wijaya	Karya	
Tbk	Audit	Committee

Hubungan Afiliasi
Affiliate	Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi 
dengan anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi dan Pemegang Saham

Has	no	Affiliated	Relationships	with	
members	of	the	Board	of	Commissioners	
or	members	of	the	Board	of	Directors	or	
the	Shareholders

Periode Jabatan 
Period of Service

2019 2019

Nanda A. Wijayanti
Anggota Komite Audit
Audit	Committee	Members

inDePenDensi komite aUDit

Seluruh Anggota Komite Audit yang berasal dari 
pihak independen tidak memiliki  hubungan 
keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham dan/
atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, 
Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau 
hubungan dengan Perseroan, yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya bertindak independen.

aSPek indePendenSi
indePendencY aSPectS

SurYo 
haPSoro 

tri  utomo
freddY r 
SaraGih

illiana 
arif iandi

m. S Jukrul 
amien

nirSihinG 
aSmoro

nanda a. 
Wi JaYanti

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan
Komisaris dan Direksi
Has	no	financial	relationship	with	the	Board	of	Commissioners	
and	Board	of	Directors

√ √ √ √ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan,
anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi
Has	no	management	relationship	in	the	Company,	its	
subsidiaries,	or	affiliated	companies

√ √ √ √ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan di perusahaan,
anak perusahaan, maupun perusahaan afiliasi
Has	no	management	relationship	in	the	Company,	its	
subsidiaries,	or	affiliated	companies

√ √ √ √ √ √

aUDit committee inDePenDency 

All Audit Committee members are independent parties 
with no financial, management, share ownership and / 
or familial relations with the Board of Commissioners, 
Board of Directors and / or Controlling Shareholders or 
relationships with the Company, which can affect their 
ability to act independently.
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aSPek indePendenSi
indePendencY aSPectS

SurYo 
haPSoro 

tri  utomo
freddY r 
SaraGih

illiana 
arif iandi

m. S Jukrul 
amien

nirSihinG 
aSmoro

nanda a. 
Wi JaYanti

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan
Komisaris, Direksi, dan/atau sesama anggota Komite Audit
Has	no	management	relationship	in	the	Company,	its	
subsidiaries,	or	affiliated	companies

√ √ √ √ √ √

Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik, pejabat
dan Pemerintah
Has	not	served	as	a	political	party,	official	and	government	
management

√ √ √ √ √ √

raPat komite aUDit

a. Rapat Komite Audit diadakan minimal 1 (satu) kali 
dalam satu bulan atau sekurang-kurangnya sama 
dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris 
sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar 
Perseroan. Apabila diperlukan, Komite Audit dapat 
mengadakan rapat atau pertemuan khusus;

b. Rapat Komite Audit hanya dapat diselenggarakan 
apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 
anggota Komite Audit;

c. Rapat diselenggarakan berdasarkan undangan 
dan agenda yang sudah disepakati sebelum 
rapat dilakukan;

d. Rapat Komite Audit dipimpin oleh Ketua Komite 
Audit. Jika Ketua Komite Audit berhalangan hadir 
maka rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komite 
Audit atau anggota Komite Audit paling senior;

e. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat; 

f. Jika dipandang perlu, Komite Audit dapat 
mengundang pihak lain yang terkait materi 
rapat untuk hadir pada rapat Komite Audit. Rapat 
Komite Audit yang dihadiri oleh pihak-pihak selain 
anggota Komite Audit, tidak akan dipengaruhi oleh 
pendapat maupun perbedaan pendapat yang 
muncul di antara pihak di luar Komite Audit;

g. Setiap rapat Komite Audit harus dibuat risalah 
rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota 
Komite Audit yang hadir. Isi risalah rapat 
mencakup waktu dan tempat rapat, agenda rapat, 
peserta yang hadir, topik yang dibahas, perbedaan 
pendapat (bila ada), dan keputusan rapat;

h. Risalah rapat Komite Audit harus disampaikan 
kepada Dewan Komisaris;

i. Risalah rapat didokumentasikan dalam 
kumpulan dokumen Komite Audit yang dibantu 
administrasi dan penyimpanannya oleh Sekretaris 
Dewan Komisaris.

the aUDit committee meetinGs

a. The Audit Committee Meetings are held at least 1 
(once) a month, or at least similar to the minimum 
conditions for the Board of Commissioners’’ 
meetings as set out in the Company’s Articles 
of Association. Where necessary, the Audit 
Committee may hold special meetings;

b. Audit Committee meetings may only be held 
if more than 1/2 (one) of the Audit Committee 
members are present;

c. Meetings are held based on invitations and 
previously agreed agendas;

d. The Audit Committee meetings are chaired by 
the Audit Committee Chairman. If the Chairman 
is absent then the meeting is chaired by the Vice 
Audit Committee Chairman or the senior member 
of the Audit Committee;

e. Audit Committee meeting decisions are taken 
based on deliberation;

f. If necessary, the Audit Committee may invite other 
parties to the meetings. The Audit Committee 
members shall not be affected by any opinions 
or differences of opinion coming from the parties 
invited to the Audit Committee;

g. Each Audit Committee meeting must have meeting 
minutes signed by all present Audit Committee 
members. The meeting minutes will include the 
meeting time and place, agenda, attendees, and 
topics discussed, with dissenting opinion (if any), 
and meeting decisions;

h. The Audit Committee meeting minutes must be 
submitted to the Board of Commissioners;

i. Audit Committee meeting minutes must be 
administered and stored by the Secretary to the 
Board of Commissioners.
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FrekUensi raPat Dan tinGkat 
kehaDiran komite aUDit

Sepanjang tahun 2019, Komite Audit menyelenggarakan 
24 rapat dengan agenda dan tingkak kehadiran masing-
masing anggota Komite Audit sebagai berikut:

no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

1 06 Februari 2019
February	6,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Departemen Luar Negeri
Coordination	Meeting	for	the	Board	of	Commissioners	Committee	with	the	Overseas	Department

2 06 Februari 2019
February	6,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

3 27 Februari 2019
February	27	2019

Rapat Komite Dekom dengan KAP RSM Indonesia
Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	KAP	RSM	Indonesia

4 27 Februari 2019
February	27	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

5 20 Maret 2019
March	20,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

6 04 April 2019
April	4,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Departemen Legal
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	the	Legal	Department

7 10 April 2019
April	10,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

8 16 Mei 2019
May	16,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

9 26 Juni 2019
June	26,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Biro Sistem Informasi, SPI, Departemen Manajemen Risiko 
dan PMO, Departemen QSHE, dan Biro Sistem Manajemen
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	the	Information	Systems	Bureau,	SPI,	
the	Risk	Management	and	PMO	Department,	the	QSHE	Department,	and	the	Management	System	Bureau

10 01 Juli 2019
July 1, 2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Departemen Keuangan
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	the	Ministry	of	Finance

11 01 Juli 2019
July 1, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

12 06 Agustus 2019
August	6,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

13 08 Agustus 2019
August	8,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

14 29 Agustus 2019
August	29,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan GM DPPU dan GM Keuangan
Board	of	Commissioners	Coordination	Meeting	GM	DPPU	and	GM	Finance

15 29 Agustus 2019
August	29,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

16 24 September 2019
September 24, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

17 16 Oktober 2019
October	16,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Manajemen WIKA [Sesi I]
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	WIKA	Management	[Session	I]

18 16 Oktober 2019
October	16,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Manajemen WIKA [Sesi II]
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	WIKA	Management	[Session	II]

19 22 Oktober 2019
October 22, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

20 12 November 2019
November 12, 2019

Rapat Internal Komite Dekom 
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

21 18 November 2019
November 18, 2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan GM Legal dan Ka.SPI
Coordination	Meeting	of	the	Board	of	Commissioners	with	GM	Legal	and	Department	Head

22 16 Desember 2019
December	16,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

aUDit committee meetinG 
FreQUency anD attenDance 

During 2019, the Audit Committee held 24 meetings with 
the agenda and attendance of each member of the Audit 
Committee as follows:
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

23 17 Desember 2019
December	17,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Sekretaris Perusahaan, GM Keuangan, dan GM PPU
Coordination	Meeting	of	the	Board	of	Commissioners	with	the	Corporate	Secretary,	GM	Finance,	and	GM	
PPU

24 20 Desember 2019
December	16,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan KAP RSM Indonesia
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	KAP	RSM	Indonesia

no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

kehadiran
ATTeNdANCe

SurYo 
haPSoro tri 

utomo
freddY r. 
SaraGih

m. SJukrul 
amien

nirSihinG 
aSmoro

nanda aYu 
WiJaYanti

ill iana 
arif iandi

1 06 Februari 2019
February	6,	2019

√ √ √ √ √ x

2 06 Februari 2019
February	6,	2019

√ √ √ √ √ x

3 27 Februari 2019
February	27	2019

√ √ √ √ √ x

4 27 Februari 2019
February	27	2019

√ √ √ √ √ x

5 20 Maret 2019
March	20,	2019

√ √ √ √ √ x

6 04 April 2019
April	4,	2019

√ √ √ √ √ x

7 10 April 2019
April	10,	2019

√ √ √ √ √ x

8 16 Mei 2019
May	16,	2019

√ √ √ √ √ x

9 26 Juni 2019
June	26,	2019

√ √ √ √ √ x

10 01 Juli 2019
July 1, 2019

√ √ √ √ √ x

11 01 Juli 2019
July 1, 2019

√ √ √ √ √ x

12 06 Agustus 2019
August	6,	2019

x x √ √ √ √

13 08 Agustus 2019
August	8,	2019

x √ √ √ √ x

14 29 Agustus 2019
August	29,	2019

√ x √ √ √ √

15 29 Agustus 2019
August	29,	2019

√ x √ √ √ √

16 24 September 2019
September 24, 2019

√ √ √ √ √ √

17 16 Oktober 2019
October	16,	2019

√ √ √ √ √ √
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no tanGGal raPat
meeTiNg dATe

kehadiran
ATTeNdANCe

SurYo 
haPSoro tri 

utomo
freddY r. 
SaraGih

m. SJukrul 
amien

nirSihinG 
aSmoro

nanda aYu 
WiJaYanti

ill iana 
arif iandi

18 16 Oktober 2019
October	16,	2019

√ √ √ √ √ √

19 22 Oktober 2019
October 22, 2019

√ √ √ √ √ √

20 12 November 2019
November 12, 2019

√ √ x √ √ √

21 18 November 2019
November 18, 2019

√ √ √ √ √ √

22 16 Desember 2019
December	16,	2019

√ √ √ x √ √

23 17 Desember 2019
December	17,	2019

x √ √ x √ √

24 20 Desember 2019
December	20,	2019

√ √ √ x √ √

Jumlah Kehadiran
Total	Attendance

22 20 23 21 24 12

Jumlah Rapat
Total Meetings

24 24 24 24 24 13

Persentase Rapat
%	Attendance

92% 83% 96% 88% 100% 92%

laPoran sinGkat 
Pelaksanaan keGiatan 
komite aUDit tahUn 2019

no

uraian tuGaS komite audit
AudiT  CommiTTee  duTies  desCripT ioN

menurut PiaGam komite audit
pursuANT To The  AudiT  CommiTTee  ChArTer

realiSaSi
reAliZAT ioN

1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan 
dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, meliputi 
Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi WIKA Tahunan (Audited), 
Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasi WIKA Triwulanan (Audited), 
Informasi keuangan lainnya yang dikeluarkan Perseroan (bila ada), dan 
penelaahan hasil capaian kinerja WIKA Bulanan.

Reviewing	the	financial	information	the	Company	makes	available	to	the	
public	and	/	or	the	authorities,	including	WIKA’s	(Audited)	Consolidated	
Financial	Statements,	WIKA’s	Quarterly	Consolidated	Financial	Statements	
of	the	Company	(if	any),	other	financial	information	issued	by	the	
Company,	and	WIKA’s	Monthly	performance	review	results.

• Komite Audit melakukan telaah atas RKAP perseroan.
• Komite Audit melakukan telaah atas laporan kinerja 

triwulanan yang akan disampaikan kepada KBUMN.
• Komite Audit melakukan telaah atas Draft Laporan 

Keuangan Audited Triwulanan.
• Komite Audit melakukan telaah atas Draft Laporan 

Keuangan Audited Tahunan.
• Komite audit melakukan telaah atas laporan kinerja 

bulanan WIKA.

•	 The	Audit	Committee	is	responsible	for	public	relations.
•	 The	Audit	Committee	is	responsible	for	the	quarterly	

performance	reports	to	be	submitted	to	KBUMN.	
•	 The	Audit	Committee	reviews	the	Quarterly	Audited	

Financial	Reporting	Draft.	
•	 The	Audit	Committee	reviews	the	Annual	Audited	Financial	

Statements	Draft.	
•	 The	Audit	Committee	reviews	WIKA’s	monthly	performance	

reports.

BrieF rePort oF the aUDit 
committee activities in 2019
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2 Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.

Reviewing	the	compliance	with	legal	regulation''s	relating	to	Company	
activities.

Selama tahun 2019, Komite Audit melakukan pertemuan 
dengan tim counterpart (Departemen Legal) untuk 
memperoleh informasi terkini terkait ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan 
dengan kegiatan Perseroan sesuai yang dijadwalkan dalam 
rencana Kerja KA tahun 2019.  

During	2019,	the	Audit	Committee	with	its	counterpart	
team	(Legal	Department)	received	up-to-date	information	
on	compliance	with	the	laws	and	regulations	governing	the	
Company's	activities	as	scheduled	in	the	2019	Work	Plan.

3 Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit/jasa yang diberikan 
Kantor Akuntan Publik (KAP), termasuk menelaah independensi dan 
objektivitas.

Evaluating	the	effectiveness	of	the	audit	/	services	provided	by	the	Public	
Accounting	Firm	(KAP),	including	reviews	of	their	independence	and	
objectivity.

Komite Audit melakukan pengawasan Pelaksanaan Audit 
oleh KAP untuk tahun buku yang berakhir Desember 2019, 
yaitu dengan melakukan pertemuan terkait progress audit 
dengan KAP dan tim counterpart (SPI) selama penugasan 
audit berlangsung hingga KAP menerbitkan opini audit.  

The	Audit	Committee	supervised	the	KAP	Audit	for	the	year	
ended	December	2019,	held	meetings	with	the	KAP	and	
the	counterpart	team	(SPI)	regarding	the	audit	progress	
throughout	the	audit	assignment	until	the	KAP	delivered	its	
audit	opinion.

4 Menyusun rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai 
penunjukan KAP yang didasarkan pada independensi, profesionalisme, 
ruang lingkup penugasan, dan fee, untuk audit tahun buku 2019 untuk 
disampaikan kepada RUPS.

Menyusun	rekomendasi	kepada	Dewan	Komisaris	mengenai	penunjukan	
KAP	yang	didasarkan	pada	independensi,	profesionalisme,	ruang	lingkup	
penugasan,	dan	fee,	untuk	audit	tahun	buku	2019	untuk	disampaikan	
kepada	RUPS.

Komite Audit melakukan evaluasi atas pelaksanaan 
audit tahun buku 2019 serta memberikan rekomendasi 
kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan KAP yang 
didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, 
dan audit fee untuk tahun buku 2020.

The	Audit	Committee	evaluated	the	2019	fiscal	year	audit	
implementation	and	provided	recommendations	to	the	Board	
of	Commissioners	on	the	KAP’s	performance	based	on	their	
independence,	scope	of	assignment,	and	audit	fee	for	the	fiscal	
year	2020.

5 Menyusun Laporan Hasil Evaluasi KA terhadap Pelaksanaan Pemberian 
Jasa Audit KAP Tahun Buku 2018.

Preparing	the	KAP	Evaluation	Report	on	the	2018	Fiscal	Year	Audit	
implementation.

Komite audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 
jasa audit KAP untuk Tahun buku 2019.

The	Audit	Committee	evaluated	the	KAP	audit	service	
implementation	for	the	2019	Fiscal	Year.

6 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor 
internal maupun auditor eksternal, dan mengawasi pelaksanaan tindak 
lanjut oleh Direksi atas hasil temuan auditor, meliputi Penelaahan 
terhadap perencanaan dan pelaksanaan audit dan konsultasi SPI, serta 
pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan SPI, Penelaahan terhadap 
pelaksanaan Pemeriksaan BPK, serta pengawasan tindak lanjut hasil 
pemeriksaan BPK, Penelaahan terhadap pelaksanaan Pemeriksaan 
KAP, serta pengawasan tindak lanjut hasil pemeriksaan KAP 
(management	letter/internal	control	report) dan Memantau penyiapan 
laporan Direksi dan Komisaris tentang pokok-pokok hasil audit.

Reviewing	the	internal	and	external	auditors	inspection	performance,	and	
supervising	the	Board	of	Directors	follow-up	on	the	auditor's	findings,	
reviewing	the	SPI	audits	and	consultations	plan	and	implementation,	
and	monitoring	the	SPI	inspection	results,	reviewing	the	BPK	Inspections	
implementation,	and	supervising	the	BPK	follow-up,	reviewing	the	KAP	audit	
implementation,	and	supervising	the	KAP	(management	letter	/	internal	
control	report)	audit	results	follow-up,	and	monitoring	the	preparation	of	
the	Board	of	Directors	and	Board	of	Commissioners'	reports	on	the	audit.

1. Komite Audit melakukan pertemuan dengan auditor 
eksternal dan auditor internal terkait pelaksanaan 
pemeriksaan serta memastikan bahwa Direksi 
memperoleh informasi ter-update terkait temuan 
tersebut. 

2. Komite Audit melakukan telaah atas LHP SPI serta 
melakukan pertemuan dengan SPI untuk mengawasi 
progress tindak lanjut atas temuan audit SPI.

1.	 The	Audit	Committee	met	with	external	auditors	and	
internal	auditors	regarding	the	audit	progress	and	ensured	
that	the	Board	of	Directors	received	updated	information	
on	the	findings.

2.	 The	Audit	Committee	reviewed	the	SPI	inspection	reports	
and	held	meetings	with	SPI	to	supervise	the	SPI	audit	
findings	progress.
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7 Melakukan penelaahan apabila terdapat pengaduan yang berkaitan 
dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan (bila 
ada).

Reviewing	any	complaints	related	to	the	accounting	and	financial	reporting	
process	of	the	Company	(if	any).

Belum terdapat pengaduan terkait proses akuntansi dan 
pelaporan keuangan Perseroan. Komite Audit melakukan 
pertemuan dengan pihak Departemen Keuangan dan SPI 
untuk memperoleh informasi apabila terdapat pengaduan 
terhadap proses akuntansi dan pelaporan keuangan 
perseroan. 

There	were	no	complaints	regarding	the	accounting	and	
financial	reporting	processes	of	the	Company.	The	Audit	
Committee	meets	with	the	Ministry	of	Finance	and	SPI	to	
ascertain	if	there	are	any	complaints	regarding	accounting	and	
financial	reporting	processes.

8 Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait 
dengan adanya potensi benturan kepentingan WIKA (bila ada).

Reviewing	and	advising	the	Board	of	Commissioners	on	potential	conflicts	
of	interest	(if	any).

Belum terdapat kasus benturan kepentingan WIKA. Komite 
Audit melakukan pertemuan dengan pihak counterpart 
(Departemen Legal) untuk memperoleh informasi ter 
update terkait benturan kepentingan WIKA. 

There	were	no	conflicts	of	interest	in	WIKA.	The	Audit	
Committee	meets	with	its	counterpart	team	(Legal	Department)	
to	ascertain	if	there	is	any	information	regarding	conflicts	of	
interest	in	WIKA.

9 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan manajemen risiko dan QSHE 
oleh Perseroan.

Reviewed	the	Company’s	risk	management	and	QSHE	implementation.

Komite Audit melakukan telaah atas aktivitas pelaksanaan 
manajemen risiko, yaitu dengan melaksanakan pertemuan 
dengan Departemen Manajemen Risiko secara regular 
untuk mengetahui informasi terkini terkait pengawasan 
manajemen risiko perseroan. Selain itu, Komite Audit 
juga secara rutin melakukan internal meeting dengan 
Departemen QSHE

The	Audit	Committee	conducted	risk	management	activities,	
including	regular	meetings	with	the	Risk	Management	
Department	to	ascertain	up-to-date	risk	management	
information.	In	addition,	the	Audit	Committee	also	held	regular	
internal	meetings	with	the	QSHE	Department

10 Asessment terhadap Sistem Internal Kontrol WIKA.

Conducting	a	WIKA	Internal	Control	System	Assessment.

Komite Audit melakukan telaah atas efektivitas sistem 
pengendalian internal, yaitu dengan melaksanakan 
pertemuan dengan SPI, Departemen Manajemen Risiko dan 
Departemen Teknologi Informasi untuk mengkaji upaya 
perseroan dalam memantau pengendalian internal dan 
pengamanan teknologi informasi.

The	Audit	Committee	reviewed	the	internal	control	system	
effectiveness,	and	held	meetings	with	SPI,	the	Risk	Management	
Department	and	the	Information	Technology	Department	to	
review	the	Company's	efforts	in	monitoring	internal	control	
and	information	technology	security.

11 Membuat laporan terkait pelaksanaan tugas Komite Audit meliputi 
Laporan Komite Audit untuk Annual	Report, Laporan realisasi program 
kerja Komite Audit.

Reporting	on	the	Audit	Committee's	duties	performance	including	the	Audit	
Committee's	Annual	Report,	and	work	program	realization	report.

Komite audit membuat laporan terkait realisasi 
pelaksanaan rencana kerja Komite Audit serta Laporan 
Komite Audit yang disajikan dalam Annual	Report. 

The	Audit	Committee	reported	on	the	Audit	Committee's	work	
plan	and	the	Audit	Committee	Report	realization	in	the	Annual	
Report.
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12 Melakukan Rapat Koordinasi dengan Komite NRG.

Conducting	Coordinating	Meeting	with	the	NRG	Committee.

Komite Audit melakukan koordinasi dengan Komite NRG 
setiap bulan untuk memastikan proses pengawasan telah 
sesuai dengan standar Corporate Governance. 

The	Audit	Committee	coordinated	with	the	NRG	Committee	on	
a	monthly	basis	to	ensure	that	the	monitoring	process	was	in	
compliance	with	the	Corporate	Governance	standards.

13 Perjalanan Dinas Komite Audit dalam rangka tugas kedinasan yang 
dilakukan Komite audit, meliputi perjalanan dalam negeri dan luar 
negeri.

The	Audit	Committee's	travel	within	the	framework	of	their	duties,	including	
domestic 

1. Komite Audit melakukan Analisis dan Evaluasi Executive 
Summary (Exsum) Bulanan sebagai Bahan Rapat Dewan 
Komisaris yang Menyertakan Direksi (Rakomdir)

2. Komite Audit melakukan penugasan dari Dewan 
Komisaris untuk membuat rekomendasi kepada Dewan 
Komisaris terkait dengan permohonan persetujuan 
Direksi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris

3. Komite Audit mengikuti kegiatan tinjauan atau 
kunjungan proyek dalam rangka QSHE Patrol atau 
mendampingi KAP atau kunjungan lain atas permintaan 
Dewan Komisaris. 

1.	 The	Audit	Committee	conducted	Monthly	Executive	
Summaries	(Exsum)	Analysis	and	Evaluations	as	Meeting	
Material	for	the	Board	of	Directors	Coordination	Meetings	
(Rakomdir)

2.	 The	Audit	Committee	was	assigned	by	the	Board	of	
Commissioners	to	pass	on	their	recommendations	to	
the	Board	of	Directors	in	connection	with	the	Board	of	
Directors’	requests	for	Board	of	Commissioners’	approval	

3.	 The	Audit	Committee	participated	in	reviews	or	project	visits	
within	the	framework	of	the	QSHE	Patrol	or	with	the	KAP,	
and	carried	out	other	visits	at	the	request	of	the	Board	of	
Commissioners
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KOMITE NOMINASI 
REMUNERASI DAN GCG

nomination, remuneration, and gCg Committee

Dewan Komisaris membentuk Komite Nominasi, 
Remunerasi dan GCG yang merupakan perluasan dari 
Komite Nominasi Remunerasi dan GCG sebagai respon 
atas keluarnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34 
tahun 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi 
Emiten. Sebagai emiten atau Perusahaan Publik, WIKA 
segera merespon dengan tetap melakukan harmoniasi 
terhadap peraturan lain yang mengatur WIKA sebagai 
BUMN, khususnya Peraturan Menteri BUMN No. 12 
Tahun 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/
Dewan Pengawas BUMN khususnya Pasal 17 tentang 
Komite-komite Lain. Dalam ayat (1) menyatakan bahwa 
Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas dapat membentuk 
satu komite lain yang nama dan tugasnya disesuaikan 
dengan terhadap kebutuhan Dewan Komisaris/Dewan 
Pengawas, yang terdiri dari ketua dan anggota. Artinya, 
secara substantif aturan ini membatasi BUMN hanya 
boleh mempunyai 2 (dua) komite yaitu yang wajib adalah 
Komite Audit dan satu komite lainnya. Karena alasan 
di atas, maka Dewan Komisaris menyetujui perluasan 
Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG dengan 
mengemban tugas sekaligus dengan fungsi Nominasi 
dan Remunerasi.

Dasar PemBentUkan komite 
nominasi, remUnerasi Dan GcG

Dasar hukum pembentukan Komite Nominasi, 
Remunerasi dan GCG, yaitu: 
1. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas. 
2. Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan 

Usaha Milik Negara. 
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 

PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) 
pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diubah 
terakhir dengan No. PER-09/MBU/2012 tanggal 6 
Juli 2012. 

The Board of Commissioners established the Nomination, 
Remuneration and GCG Committee as an extension of 
the Remuneration Nomination and GCG Committee 
in response to the issuance of Financial Services 
Authority Regulation No. 34 of 2014 on the Nomination 
and Remuneration Committee of Issuers. As an issuer 
or Public Company, WIKA immediately responded by 
other regulations harmonization that regulate WIKA 
as a BUMN, specifically the Minister of SOE Regulation 
Number 12 of 2012 on the Supporting Organs of the 
Board of Commissioners/BUMN Supervisory Board 
especially Article 17 concerning Other Committees. In 
paragraph (1) states that the Board of Commissioners/ 
Supervisory Board can form another committee whose 
name and duties are adjusted to the needs of the Board 
Commissioner/Supervisory Board, consisting of chairman 
and members. This means that substantially this 
regulation limits BUMNs to only have 2 (two) committees, 
namely those that are obliged to be the Audit Committee 
and one other committee. Due to those reasons, the 
Board of Commissioners approved of the Nomination 
expansion, Remuneration and GCG Committee by 
carrying out the tasks at once with Nomination and 
Remuneration function.

Basis For nomination, 
remUneration anD GcG 
committee estaBlishment

The legal basis for the Nomination, Remuneration and 
GCG Committee establishment, includes:
1. 2007 Law No. 40 of concerning Limited 

Liability Companies.
2. 2003 Law No. 19 concerning State-Owned Enterprises.

3. Ministry of SOEs Regulation No.  PER-01/MBU/2011 
concerning the Implementation of Good Corporate 
Governance in  SOEs as amended by No.  PER-09/
MBU/2012  dated July 6, 2012.
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4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. 
PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang 
Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan 
Pengawas Badan Usaha Milik Negara. 

5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/ 
POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan 
Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. 

6. Anggaran Dasar PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.

PiaGam komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG

Dalam menjalankan tugasnya, Komite Nominasi, 
Remunerasi dan GCG memiliki pedoman kerja yang 
disahkan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 
104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam Komite Nominasi, 
Remunerasi dan Good Corporate Governance (GCG) 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk. 
tanggal 19 September 2018. Adapun isi Piagam Komite 
Nominasi, Remunerasi dan GCG antara lain: 
• Bab I Pendahuluan 
• Bab II Pembentukan, Organisasi dan Masa Kerja 
• Bab III Tugas, Tanggung Jawab dan Kewenangan 
• Bab IV Penyelenggaraan Rapat dan Sistem Pelaporan 

Kegiatan 
• Bab V Anggaran 
• Bab VI Penutup

tUGas Dan tanGGUnG 
jawaB komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG

Sesuai dengan Piagam Komite Nominasi, Remunerasi dan 
GCG yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan 
Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya 
Karya Tbk. No. 104/DK/WIKA/2018 tentang Piagam Komite 
Nominasi Remunerasi dan Good Corporate Governance, 
rincian tugas sebagai berikut: 
Tugas Pokok Berkaitan Nominasi 

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 
mengenai: 
a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan /atau 

anggota Dewan Komisaris. 
b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuh kan dalam 

proses Nominasi. 
c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi 

dan/atau anggota Dewan Komisaris. 
2. Melakukan kegiatan terkait nominasi dan 

melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai 
dengan prosedur atau ketentuan hukum yang 
berlaku. 

4. Ministry of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 
dated 24 August 2012 concerning Supporting Bodies 
for the Board of Commissioners / Supervisory Board 
of SOEs .

5. OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the 
Nomination and Remuneration Committee of Issuers 
or Public Companies.

6. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Articles of Association.

nomination, remUneration 
anD GcG committee charter

In carrying out their duties, the Nomination, Remuneration 
and GCG Committee has working guidelines that were 
approved through Board of Commissioners Decree No. 
104/DK/WIKA/2018  dated September 19, 2018 concerning 
the PT Wijaya Karya Tbk.  Nomination, Remuneration and 
Good Corporate Governance (GCG) Committee Charter. 
The Nomination, Remuneration and GCG Committee 
Charter contents include:
• Chapter I Introduction
• Chapter II Formation, Organization and Term of Office
• Chapter III Duties, Responsibilities and Authority
• Chapter IV Organizing Meetings and Activity Reporting 

Systems
• Chapter V Budget
• Chapter VI Closing

nomination, remUneration 
anD GcG committee DUties 
anD resPonsiBilities

In accordance with the Nomination, Remuneration and 
GCG Committee Charter as stipulated in the PT Wijaya 
Karya Tbk. (Persero) Board of Commissioners Decree No. 
104/DK/WIKA/2018 concerning the Remuneration and 
Good Corporate Governance Nomination Committee 
Charter, the duties are as follows:
Principal  Nomination Tasks 

1. Providing recommendations to the Board of 
Commissioners regarding:
a. The Board of Directors and / or Board of 

Commissioners Membership Composition.
b. Po l i c ies  and  cr i ter ia  needed in  the 

Nomination process.
c. Performance evaluation policy for the Board of 

Directors and / or Board of Commissioners.
2. Conducting  nomination activities and reporting them 

to Shareholders in accordance with applicable laws 
and regulations.
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3. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan 
konsultan nominasi independen untuk melakukan 
penelaahan kembali atas nominasi yang telah 
ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan 
masukan tentang kriteria dan kompentensi konsultan 
serta melakukan monitoring pekerjaan konsultan 
melalui Human	Capital.

tUGas Pokok Berkaitan remUnerasi
1.  Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris 

mengenai struktur, kebijakan dan besaran atas 
Remunerasi. 

2. Melakukan kegiatan terkait remunerasi dan 
melaporkannya kepada Pemegang Saham sesuai 
dengan prosedur atau ketentuan hukum yang 
berlaku. 

3. Dalam hal Komite menganggap perlu menggunakan 
konsultan nominasi independen untuk melakukan 
penelaahan kembali atas nominasi yang telah 
ditentukan, maka tugas Komite adalah memberikan 
masukan tentang kriteria dan kompentensi konsultan 
serta melakukan pekerjaan konsultan melalui 
Human	Capital.

tUGas Pokok Berkaitan GcG 
1. Melakukan kajian, evaluasi dan rekomendasi kepada 

Dewan Komisaris atas penerapan GCG WIKA.

2. Melakukan kajian atas kepatuhan perusahaan 
terhadap Peraturan Perundang-undangan yang 
berlaku dan relevan dengan karakteristik bidang 
kegiatan perusahaan, antara lain mengatur tentang 
badan hukum Perseroan, badan hukum milik negara, 
pasar modal, jasa konstruksi, perjanjian dan tata 
kelola perusahaan. 

3. Memberikan pendapat dan/atau masukan yang 
objektif, profesional dan independen atas hal-hal yang 
memerlukan perhatian, tindak lanjut, atau hal-hal 
lainnya yang dapat membantu pelaksanaan tugas 
Dewan Komisaris berkaitan dengan praktik GCG.

4. Melakukan kajian atas kesesuaian ketentuan-
ketentuan dalam Standar Operasi Prosedur (SOP) 
dengan Peraturan Perundang-undangan dan kode 
etik yang berlaku dan relevan. 

5. Menyusun self assessment tools dan melakukan 
self assessment terhadap kinerja Komite dan 
melaporkannya kepada Dewan Komisaris. 

6. Mendokumentasikan hasil-hasil pelak sanaan tugas 
Komite dan melaporkannya kepada Dewan Komisaris 
secara periodik. 

3. If the Committee considers it necessary to use an 
independent nomination consultant to review the 
nominations determined, the Committee’s duty is 
to provide input on the criteria and competencies 
of the consultants needed and monitor their work 
with Human Capital.

PrinciPal  remUneration DUties 
1. Providing recommendations to the Board of 

Commissioners regarding the structure, policies and 
amount of Remuneration.

2. Performing  remuneration activities and reporting 
to Shareholders in accordance with prevailing laws 
and regulations.

3. In the event the Committee considers it necessary to 
use an independent nomination consultant to review 
the nominees determined, the Committee’s duty is to 
provide input on the criteria and competency of the 
consultants and to carry out the work of consultants 
through Human Capital.

main GcG DUties
1. Reviewing, evaluating and providing recommendations 

to the Board of Commissioners on the implementation 
of WIKA’s GCG.

2. Reviewing the Company’s compliance with prevailing 
laws and regulations relevant to the characteristics 
of the  Company’s activities, including regulating the 
Company’s legal entity, state-owned legal entity, 
capital market, construction services, agreements 
and corporate governance.

3. Providing objective, professional and independent 
opinions and / or input on matters requiring attention, 
follow-up, or other matters that can help the Board 
of Commissioners carry out their duties in relation 
to GCG practices.

4. Reviewing the suitability of the Standard Operating 
Procedure (SOP) against prevailing laws and 
regulations, and the code of conduct.

5. Developing self-assessment tools and conducting a 
self-assessment on the Committee’s performance and 
reporting it to the Board of Commissioners.

6. Documenting the Committee’s duties results, and 
periodically reporting to the Board of Commissioners.
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7. Melaksanakan tugas khusus dan tugas lainnya dari 
Dewan Komisaris. 

8. Mengevaluasi kebijakan tentang GCG dan Standar 
Etika serta tindak lanjut hasil assessment yang 
dilakukan oleh konsultan eksternal.

strUktUr, keanGGotaan Dan 
keahlian komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG

1. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 
terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. 
Komposisinya adalah 1 (satu) orang anggota Dewan 
Komisaris, sebagai ketua dan 2 (dua) orang anggota. 
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 
berasal dari: 
a. Anggota Dewan Komisaris 
b. Pihak yang ber asal dari luar 
c. Pihak yang menduduki jabatan manajerial di 

bawah Direksi yang membidangi SDM 
2. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG yang 

kedudukannya sebagai anggota Dewan Komisaris 
Independen bertindak sebagai Ketua Komite. 

3. Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG 
yang bukan anggota Dewan Komisaris tidak boleh 
merangkap sebagai anggota Komite lain di lingkungan 
WIKA pada periode yang sama.

Struktur dan komposisi Komite Nominasi, Remunerasi 
dan GCG pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

PERIODE TANGGAL 01 JANUARI 2019  
SAMPAI DENGAN 23 APRIL 2019

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

keteranGan
desCripT ioN

keahlian
experTise

Periode Jabatan
Term of  offiCe

Achmad Hidayat Ketua merangkap Anggota
Chairman	concurrently	Member

Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

Hukum
Law

2018

Eddy Kristanto Wakil Ketua merangkap Anggota
Deputy	Chairman	I	concurrently	
Member

Komisaris
Commissioner

Strategi Bisnis
Business Strategy 

2018

Fahrul Ismaeni Anggota
Member

Pihak 
Independen
Independent 
Party

Hukum dan Manajemen
Law	and	Management

2018

Syailendra Ogan Anggota
Member

Pihak 
Independen
Independent 
Party

Keuangan dan Manajemen 
SDM
Finance	and	HR	Management

2018

7. Carrying out special assignments and other tasks of 
the Board of Commissioners.

8. Evaluating GCG and Ethical Standards policies and 
following up on the of the external consultant’s 
assessment results.

nomination, remUneration 
anD GcG committee strUctUre, 
memBershiP anD eXPertise 

1. The Nomination, Remuneration and GCG Committee 
membership comprises at least 3 (three) people, with 
is 1 (one) member from the Board of Commissioners, 
as Chairman, and 2 (two) members. The Nomination, 
Remuneration and GCG Committee members 
comes from:
a.  Members of the Board of Commissioners
b. Outside Parties
c. A party that holds a managerial position under 

the Board of Directors in charge of HC
2. The Nomination, Remuneration and GCG Committee 

member who is an Independent Commissioner acts 
as the Committee Chair.

3. Nomination, Remuneration and GCG Committee  
Members who are not members of the Board of 
Commissioners may not concurrently serve on other  
WIKA Committees at the same time.

The  Nomination, Remuneration and GCG Committee 
structure and composition as at 31 December 2019 was 
as follows:

PERIOD JANUARy 1, 2019
UNTIL APRIL 23, 2019
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PERIODE TANGGAL 24 APRIL 2019 
SAMPAI DENGAN 12 JUNI 2019

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

keteranGan
desCripT ioN

keahlian
experTise

Periode Jabatan
Term of  offiCe

Achmad Hidayat Ketua merangkap Anggota
Chairman	concurrently	Member

Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

Hukum
Law

2019

Edy Sudarmanto Wakil Ketua merangkap Anggota
Deputy	Chairman	I	concurrently	
Member

Komisaris
Commissioner

Strategi Bisnis
Business Strategy 

2019

Fahrul Ismaeni Anggota
Member

Pihak 
Independen
Independent 
Party

Hukum dan Manajemen
Law	and	Management

2019

Iwan Juliansyah Anggota
Member

Ex-Officio 
Bidang SDM
Independent 
Party

Teknik Sipil dan Manajemen
SDM
Civil	Engineering	and	HR	
Management

2019

PERIODE TANGGAL 13 JUNI 2019 
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

keteranGan
desCripT ioN

keahlian
experTise

Periode Jabatan
Term of  offiCe

Achmad Hidayat Ketua merangkap Anggota
Chairman	concurrently	Member

Komisaris 
Independen
Independent 
Commissioner

Hukum
Law

2019

Edy Sudarmanto Wakil Ketua I merangkap Anggota
Deputy	Chairman	I	concurrently	Member

Komisaris
Commissioner

Strategi Bisnis
Business Strategy 

2019

Satya Bhakti Parikesit Wakil Ketua II merangkap Anggota 
Deputy	Chairman	II	concurrently	Member

Komisaris
Commissioner

Hukum dan Manajemen
Law	and	Management

2019

Fahrul Ismaeni Anggota
Member

Pihak 
Independen
Independent 
Party

Hukum dan Manajemen
Law	and	Management

2019

Iwan Juliansyah Anggota
Member

Ex-Officio 
Bidang SDM
Independent 
Party

Teknik Sipil dan Manajemen
SDM
Civil	Engineering	and	HR	
Management

2019

PERIOD APRIL 24, 2019
UNTIL JUNE 12, 2019

PERIOD 13 JUNE 2019 UNTIL DECEMBER 31, 2019 
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ProFil komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG

Achmad Hidayat
Ketua Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG
Nomination,	Remuneration	and	GCG	Committee	Chairman

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
Profile	can	be	found	in	the	Board	of	Commissioners’	profile	section

Dasar Hukum Pengangkatan 
Legal	Basis	for	Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 68/DK/WIKA/2019 
Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite 
Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance 
(GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk  
PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Board	of	Commissioners	
Decree	No.	68/DK/WIKA/2019	dated	June	12,	2019	concerning	
Appointment	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Nomination,	
Remuneration	and	Good	Corporate	Governance	(GCG)	Committee	
Members

Periode Jabatan 
Term	of	Office

2019

Edy Sudarmanto
Wakil Ketua I Nominasi, Remunerasi dan GCG
Nomination,	Remuneration	and	GCG	Committee	vice	Chairman	I

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
Profile	can	be	found	in	the	Board	of	Commissioners’	profile	section

Dasar Hukum Pengangkatan 
Legal	Basis	for	Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 68/DK/WIKA/2019 
Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite 
Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance 
(GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Board	of	Commissioners	
Decree	No.	68/DK/WIKA/2019	dated	June	12,	2019	concerning	
Appointment	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Nomination,	
Remuneration	and	Good	Corporate	Governance	(GCG)	Committee	
Members

Periode Jabatan 
Term	of	Office

2019

Satya Bhakti Parikesit
Wakil Ketua II Nominasi, Remunerasi dan GCG
Nomination,	Remuneration	and	GCG	Committee	vice	Chairman	II

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
Profile	can	be	found	in	the	Board	of	Commissioners’	profile	section

Dasar Hukum Pengangkatan 
Legal	Basis	for	Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 68/DK/WIKA/2019 
Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite 
Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance 
(GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk 
PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Board	of	Commissioners	
Decree	No.	68/DK/WIKA/2019	dated	June	12,	2019	concerning	
Appointment	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Nomination,	
Remuneration	and	Good	Corporate	Governance	(GCG)	Committee	
Members

Periode Jabatan 
Term	of	Office

2019

nomination, remUneration 
anD GcG committee ProFiles
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Iwan Juliansyah
Anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG (Ex-Officio Bidang SDM)
Nomination,	Remuneration	and	GCG	Committee	Member	(Ex-Officio	HC)

Profil beliau dapat dilihat di bagian profil Dewan Komisaris
Profile	can	be	found	in	the	Board	of	Commissioners’	profile	section

Dasar Hukum Pengangkatan 
Legal	Basis	for	Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk No. 68/DK/WIKA/2019 
Tanggal 12 Juni 2019 tentang Pengangkatan Anggota Komite 
Nominasi, Remunerasi dan Good Corporate Governance 
(GCG) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Wijaya Karya Tbk
PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Board	of	Commissioners	
Decree	No.	68/DK/WIKA/2019	dated	June	12,	2019	concerning	
Appointment	of	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Nomination,	
Remuneration	and	Good	Corporate	Governance	(GCG)	Committee	
Members

Periode Jabatan 
Term	of	Office

2019

Usia/ Age 39 tahun 39	old

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia Indonesia

Domisi / Domicile Jakarta Jakarta

Riwayat Pendidikan
Education	History

• Sarjana Ekonomi Jurusan 
Manajemen Keuangan Fakultas 
Ekonomi Universitas Indonesia 
tahun 2003

• Magister Hukum dalam Hukum 
Perdata Universitas Indonesia 
pada tahun 2006

• Sarjana Hukum dalam Hukum 
Perdata dari Fakultas Hukum 
Universitas Bung Karno pada 
tahun 2012

•	 Bachelor’s	degree	in	Economics	
majoring	in	Financial	Management	
from	Fakultas	Ekonomi	Universitas	
Indonesia	in	2003

•	 Master’s	degree	in	Civil	Law	from	
Universitas	Indonesia	in	2006

•	 Bachelor’s	degree	in	Civil	Law	from	
Fakultas	Hukum	Universitas	Bung	
Karno	in	2012

Riwayat Pekerjaan
Employment	History

• National Consultant untuk Social 
Entrepreneurship (2009-2010)

• Anggota Komite Risiko Usaha 
dan Good Corporate Governance 
(GCG) di PT Angkasa Pura I 
(Persero) (2013-2014)

• Dosen di Fakultas Ekonomi 
Universitas Indonesia

•	 National Consultant for Social 
Entrepreneurship	(2009-2010)

•	 Business	Risk	and	Good	Corporate	
Governance	(GCG)	Committee	
Member	at	PT	Angkasa	Pura	I	
(Persero)	(2013-2014)

•	 Lecturer	at	Fakultas	Ekonomi	
Universitas Indonesia

Jabatan Lainnya
Other	Positions

- -

Dasar Hukum 
Pengangkatan 
Pertama Kali
Legal	Basis	for	First	
Appointment

Salinan Keputusan Dewan Komisaris 
Perusahaan Perseroan (Persero) PT 
Wijaya Karya Tbk Nomor : 68/DK/
WIKA/2019 Tanggal 12 Juni 2019 tentang 
Pengangkatan Anggota Komite Nominasi, 
Remunerasi dan Good Corporate 
Governance (GCG) Perusahaan Perseroan 
(Persero) PT Wijaya Karya Tbk

PT	Wijaya	Karya	(Persero)	Tbk	Board	
of	Commissioners	Decree	No.	68/
DK/WIKA/2019	dated	June	12,	2019	
concerning	Appointment	of	PT	Wijaya	
Karya	(Persero)	Tbk	Nomination,	
Remuneration	and	Good	Corporate	
Governance	(GCG)	Committee	
Members

Hubungan Afiliasi
Affiliate	Relationship

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan 
anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi 
dan Pemegang Saham

Has	no	Affiliated	Relationships	
with	members	of	the	Board	of	
Commissioners	or	members	of	the	
Board	of	Directors	or	the	Shareholders

Periode Jabatan 
Term	of	Office

2019 2019

Fahrul Ismaeni
Anggota Komite Nominasi dan 
Remunerasi
Nomination,	Remuneration	and	GCG	
Committee Member
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inDePenDensi komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG

Seluruh anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan 
GCG yang berasal dari pihak independen tidak memiliki 
hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham 
dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, 
Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau 
hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi 
kemampuannya bertindak independen.

aSPek indePendenSi
iNdepeNdeNCy  AspeCTs

achmad hidaYat edY Sudarmanto SatYa bhakti 
ParikeSit

fahrul 
iSmaeni

iWan 
JulianSYah

Tidak memiliki hubungan keuangan dengan 
Dewan Komisaris dan Direksi
Has	no	financial	relationship	with	the	Board	
of	Commissioners	and	Board	of	Directors

√ √ √ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan 
di perusahaan, anak perusahaan, maupun 
perusahaan afiliasi
Has	no	management	relationship	in	the	
Company,	its	subsidiaries,	or	affiliated	
companies

√ √ √ √ √

Tidak memiliki hubungan kepengurusan 
di perusahaan, anak perusahaan, maupun 
perusahaan afiliasi
Tidak memiliki hubungan kepengurusan 
di perusahaan, anak perusahaan, maupun 
perusahaan afiliasi

√ √ √ √ √

Tidak memiliki hubungan keluarga dengan 
Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau sesama 
anggota Komite Nominasi, Remunerasi dan 
GCG
Does	not	have	familial	relations	with	the	
Board	of	Commissioners,	Board	of	Directors,	
and	/	or	fellow	members	of	the	Nomination,	
Remuneration	and	GCG	Committee

√ √ √ √ √

Tidak menjabat sebagai pengurus partai 
politik, pejabat dan pemerintah
Has	not	served	as	a	political	party,	official	and	
government management

√ √ √ √ √

raPat komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG

a. Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG sekurang-
kurangnya mengadakan rapat sekali dalam 3 (tiga) 
bulan untuk menyelesaikan Program Kerja Komite 
Nominasi, Remunerasi, dan GCG;

b. Jika dipandang perlu, Komite dapat mengundang 
pihak lain yang terkait dengan materi rapat untuk 
hadir dalam rapat dengan sepengetahuan anggota 
Direksi terkait;

nomination, remUneration anD 
GcG committee inDePenDency 

All Nomination, Remuneration and GCG Committee 
members are independent parties with no financial, 
management, share ownership and / or familial relations 
with the Board of Commissioners, Board of Directors 
and / or Controlling Shareholders or relationships 
with the Company, which can affect their ability to 
act independently.

nomination, remUneration anD 
GcG committee (nrGc) meetinGs

a. The NRGC holds meetings at least once every 3 
(three) months to discuss the NRGC Work Program;

b. If deemed necessary, the NRGC may invite other 
parties to the meetings with the knowledge of the 
relevant Directors;
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c. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Apabila 
Ketua Komite berhalangan hadir maka rapat 
dipimpin oleh anggota yang paling senior dalam 
Komite Nominasi, Remunerasi, dan GCG, bilamana 
rapat tidak dapat dihadiri oleh Ketua dan atau 
anggota senior rapat dianggap batal;

d. Pemanggilan rapat dilakukan oleh Ketua Komite;

e. Pemanggilan rapat dilakukan sekurang-kurangnya 
7 (tujuh) hari dan dalam hal mendesak minimum 
2 (dua) hari sebelum tanggal rapat, dengan 
mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan 
agenda rapat yang akan dibicarakan dan diadakan 
di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat 
lain di wilayah RI yang disepakati;

f. Keputusan rapat Komite yang menurut ketua 
rapat bersifat strategis baru berlaku efektif jika 
telah diputuskan oleh rapat Dewan Komisaris;

g. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan 
dalam rapat Komite termasuk pendapat yang 
berbeda (dissenting opinions), dituangkan dalam 
Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh 
anggota Komite yang hadir, sebagai bukti yang 
sah atas keputusan yang diambil dalam rapat;

h. Setiap anggota Komite diberi kebebasan 
seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat 
profesionalnya dalam pembahasan setiap agenda 
rapat tanpa intervensi siapapun;

i. Setiap anggota Komite menyampaikan persetujuan 
atau keberatan dan/atau usul perbaikan atas 
Risalah Rapat dimaksud dalam jangka waktu 3 
(tiga) hari terhitung sejak tanggal pengiriman 
Risalah Rapat;

j. Setiap anggota Komite berhak menerima salinan 
Risalah Rapat meskipun yang bersangkutan tidak 
hadir dalam rapat tersebut;

k. Kehadiran anggota Komite dalam rapat, 
dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan 
tahunan Komite;

l. Jumlah rapat serta jumlah kehadiran masing-
masing anggota Komite dalam rapat serta laporan 
singkat Komite yang memuat isu-isu penting yang 
dibicarakan oleh Komite harus diungkapkan dalam 
Laporan Tahunan (Annual	Report);

m. Tata tertib Rapat Komite tertuang dalam 
aturan tersendiri.

c. NRGC meetings are chaired by the Committee 
Chairman. If they are unable to attend, the 
meeting will be chaired by the most senior NRGC 
member, and if the meeting cannot be attended by 
the Chairman and / or the senior NRGC member 
then the meeting will be void;

d. The call  for meetings are sent by the 
Committee Chairman;

e. The call for meetings shall be made at least 
7 (seven) days before, and in urgent cases a 
minimum of 2 (two) days prior to the date of the 
meeting, stating the day, date, time, place and 
meeting agenda to be discussed, and held at the 
Company’s premises, or elsewhere in the Republic 
of Indonesia, as agreed upon;

f. Committee meeting decisions that are deemed 
by the meeting Chairman to be strategic, will only 
become effective when they have been approved  
at a Board of Commissioners’ meeting;

g. All matters discussed and decided upon at the 
Committee meeting, including dissenting opinions, 
are set forth in the Meeting Minutes that are 
signed by all Committee members present, as valid 
evidence of the decisions taken at the meeting;

h. Each Committee member are given the widest 
possible freedom to express their professional 
opinions during the discussions on each meeting 
agenda item, without being interrupted;

i. Each Committee member submits their approval 
or objection and / or proposal for improvements 
to the Meeting Minutes within a period of 3 (three) 
days from the date of sending the Meeting Minutes;

j. Each Committee member is entitled to receive a 
copy of the Meeting Minutes even if they are not 
present at the meeting;

k. The attendance of Committee members in 
meetings is reported in the Committee’s quarterly 
reports and annual reports;

l. The number of meetings and the attendance 
of each Committee member in the meeting as 
well as the Committee’s brief report containing 
important issues discussed by the Committee 
must be disclosed in the Annual Report;

m. The Committee Meeting rules are set forth in a 
separate regulation.
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FrekUensi raPat Dan tinGkat 
kehaDiran komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG

Sepanjang tahun 2019, Komite NRG menyelenggarakan 
27 Rapat bersama dengan Komite Audit dan 3 Rapat 
Internal Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG, dengan 
agenda dan tingkat kehadiran masing-masing anggota 
Komite NRG sebagai berikut:

no
No

tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

1 06 Februari 2019
February	6,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Departemen Luar Negeri
Board	of	Commissioners	Coordination	Meeting	with	the	Overseas	Department

2 06 Februari 2019
February	6,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board	of	Commissioners	Coordination	Meeting	with	the	Overseas	Department

3 27 Februari 2019
February	27	2019

Rapat Komite Dekom dengan KAP RSM Indonesia
Board	of	Commissioners	Meeting	with	the	KAP	RSM	Indonesia

4 27 Februari 2019
February	27	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

5 20 Maret 2019
March	20,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

6 04 April 2019
April	4,	2019

Rapat Koordinator dengan Departemen Human Capital
Coordinator	Meeting	with	the	Human	Capital	Department

7 04 April 2019
April	4,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Departemen Legal
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	the	Legal	Department

8 10 April 2019
April	10,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

9 16 Mei 2019
May	16,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

10 26 Juni 2019
June	26,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Biro Sistem Informasi, SPI, Departemen Manajemen Risiko 
dan PMO, Departemen QSHE, dan Biro Sistem Manajemen
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	the	Information	Systems	Bureau,	SPI,	the	Risk	
Management	and	PMO	Department,	QSHE	Department,	and	Management	System	Bureau

11 01 Juli 2019
July 1, 2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Departemen Keuangan
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	the	Finance	Department

12 01 Juli 2019
July 1, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

13 06 Agustus 2019
August	6,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

14 06 Agustus 2019
August	6,	2019

Rapat Koordinasi dengan Sekper
Coordination	Meeting	with	the	Corporate	Secretary

15 08 Agustus 2019
August 8, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

16 22 Agustus 2019
August	22,	2019

Rapat Koordinasi dengan Departemen Legal dan Departemen Manajemen Risiko & PMO
Coordination	Meeting	with	the	Legal	Department	and	the	Risk	Management	&	PMO	Department

17 29 Agustus 2019
August	29,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan GM DPPU dan GM Keuangan
Coordination	Meeting	of	the	Board	of	Commissioners	Committees	with	GM	DPPU	and	GM	Finance

18 29 Agustus 2019
August	29,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

19 24 September 2019
September 24, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

20 16 Oktober 2019
October	16,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Manajemen WIKA [Sesi I]
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	WIKA	Management	[Session	I]

21 16 Oktober 2019
October	16,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Manajemen WIKA [Sesi II]
Coordination	Meeting	between	the	Board	of	Commissioners	and	WIKA	Management	[Session	II]

nomination, remUneration 
anD GcG committee meetinG 
FreQUency anD attenDance

During 2019, the Nomination, Remuneration and 
GCG Committee held 27 meetings with the agenda 
and attendance of each member of the Nomination, 
Remuneration and GCG Committee as follows:
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no
No

tanGGal raPat
meeTiNg dATe

aGenda raPat
meeTiNg AgeNdA

22 22 Oktober 2019
October 22, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

23 12 November 2019
November 12, 2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

24 18 November 2019
November 18, 2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan GM Legal dan Ka.SPI
Board	of	Commissioners	Coordination	Meeting	with	GM	Legal	and	ICU	Head

25 16 Desember 2019
December	16,	2019

Rapat Internal Komite Dekom
Board of Commissioners Internal Committee Meeting

26 17 Desember 2019
December	17,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan Sekretaris Perusahaan, GM Keuangan, dan GM PPU
Board	of	Commissioners	Coordination	Meeting	with	the	Corporate	Secretary,	GM	Finance,	and	GM	PPU

27 20 Desember 2019
December	20,	2019

Rapat Koordinasi Komite Dekom dengan KAP RSM Indonesia
Board	of	Commissioners	Coordination	Meeting	with	the	KAP	RSM	Indonesia

no
No

tanGGal raPat
meeTiNg dATe

kehadiran
ATTeNdANCe

achmad 
hidaYat

eddY 
kriStanto

fahrul 
iSmaeni

iWan 
JulianSYah

edY 
Sudarmanto

SatYa bhakti 
ParikeSit

1 06 Februari 2019
February	6,	2019

√ √ √ x x x

2 06 Februari 2019
February	6,	2019

√ √ √ x x x

3 27 Februari 2019
February	27	2019

√ √ √ x x x

4 27 Februari 2019
February	27	2019

√ √ √ x x x

5 20 Maret 2019
March	20,	2019

√ √ √ x x x

6 04 April 2019
April	4,	2019

√ x √ √ x x

7 04 April 2019
April	4,	2019

√ x √ x x x

8 10 April 2019
April	10,	2019

√ x √ x x x

9 16 Mei 2019
May	16,	2019

√ x √ x √ x

10 26 Juni 2019
June	26,	2019

√ x √ x √ x

11 01 Juli 2019
July 1, 2019

x x √ x √ x

12 01 Juli 2019
July 1, 2019

x x √ x √ x

13 06 Agustus 2019
August	6,	2019

x x √ x √ x

14 06 Agustus 2019
August	6,	2019

x x √ x √ x

15 08 Agustus 2019
August	8,	2019

x x √ x √ x

16 22 Agustus 2019
August	22,	2019

x x √ x √ x

17 29 Agustus 2019
August	29,	2019

√ x √ x √ x

18 29 Agustus 2019
August	29,	2019

√ x √ x √ x
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no
No

tanGGal raPat
meeTiNg dATe

kehadiran
ATTeNdANCe

achmad 
hidaYat

eddY 
kriStanto

fahrul 
iSmaeni

iWan 
JulianSYah

edY 
Sudarmanto

SatYa bhakti 
ParikeSit

19 24 September 2019
September 24, 2019

√ x √ x √ x

20 16 Oktober 2019
October	16,	2019

√ x √ x √ x

21 16 Oktober 2019
October	16,	2019

√ x √ x √ x

22 22 Oktober 2019
October 22, 2019

√ x √ x √ √

23 12 November 2019
November 12, 2019

√ x √ x x x

24 18 November 2019
November 18, 2019

√ x √ x x x

25 16 Desember 2019
December	16,	2019

√ x √ x √ x

26 17 Desember 2019
December	17,	2019

√ x √ x √ x

27 20 Desember 2019
December	20,	2019

√ x √ x √ x

Jumlah Kehadiran
Total	Attendance

21 5 27 1 17 1

Jumlah Rapat
Total Meetings

27 8 27 27 19 18

Persentase Kehadiran
%	Attendance

77% 63% 100% 4% 89% 6%

laPoran sinGkat Pelaksanaan 
keGiatan komite nominasi, 
remUnerasi Dan GcG tahUn 2019

Sepanjang tahun 2019, Komite Nominasi, Remunerasi 
dan GCG telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
1. Melakukan pengkinian terhadap Piagam Komite 

Nominasi, Remunerasi dan GCG.
2. Memberikan tanggapan terhadap beberapa surat 

Direksi terkait penetapan Direksi anak perusahaan.
3. Membantu persiapan RUPS Perseroan.
4. Memberikan tanggapan terhadap surat Direksi terkait 

peningkatan modal anak perusahaan.
5. Menyusun rencana tidak lanjut dari hasil 

assessment GCG.
6. Menjalankan program pengembangan kompetensi.

BrieF rePort on the 
nomination, remUneration 
anD GcG committee activities 
imPlementation in 2019

Throughout 2019, the NRGC carried out the 
following activities:
1. Updated the NRGC Charter.

2. Responded to several Board of Directors’ letters 
related to the appointment of Directors of subsidiaries.

3. Assisted in the preparation of the Company’s GMS.
4. Responded to the Board of Directors’ letters regarding 

the increase in capital in subsidiaries.
5. Prepared a follow-up plan based on the GCG 

assessment results.
6. Conducted a competency development program.
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keBijakan sUksesi Direksi

Kebijakan suksesi Direksi WIKA mengacu kepada 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 
tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan 
Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik 
Negara. Sumber bakal calon Direksi berasal dari: 

1. Direksi BUMN; 
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN; 
3. Talenta BUMN yang diusulkan melalui Dewan 

Komisaris, terdiri atas: 
a. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi atau pejabat 

yang mempunyai prestasi istimewa; 
b. Direksi anak perusahaan BUMN/Perusahaan 

patungan BUMN. 
4. Talenta Kementerian BUMN; 
5. Sumber lain yang terdiri dari: 

a. Pejabat BUMN lain; dan 
b. Sumber lainnya.

Bakal calon Direksi dapat diusulkan oleh Komite 
Nominasi, Remunerasi dan GCG kepada Dewan 
Komisaris. Dewan Komisaris melakukan penilaian 
terhadap yang bersangkutan dan jika memenuhi syarat 
agar diusulkan kepada Menteri BUMN. Bakal calon yang 
akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi juga harus 
memenuhi persyaratan formal dan persyaratan lain yang 
ditetapkan dalam PER-03/MBU/02/2015 serta Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang 
Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan 
Publik dan telah lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan yang 
dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BoarD oF Directors 
sUccession Policy

WIKA Board of Directors’ succession policy refers to 
Minister of SOE Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 
concerning Requirements, Procedures for Appointment 
and Dismissal of Board of Directors Members in State- 
Owned Enterprises. The sources for candidates for the 
Board of Directors came from: 
1. SOE Directors;
2. SOE Board of Commissioners / Supervisory Board;
3. SOE talent proposed through the Board of 

Commissioners, including:
a. Officials one level below the Board of Directors 

or officials with special achievements;
b. Directors of SOE subsidiaries / joint ventures.

4. Ministry of SOE talent;
5. Other sources consisting of:

a. Other SOE officials; and
b. Other Sources.

Candidates for the Board of Directors may be 
proposed by the Nomination, Remuneration and GCG 
Committee to the Board of Commissioners. The Board of 
Commissioners will make an assessment of the persons 
concerned and if they meet the requirements they will 
propose to the Minister of SOEs. Candidates eligible 
to become members of the Board of Directors must 
comply with the formal and other requirements set 
down in PER-03/MBU/02/2015 and OJK Regulation No. 
33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and 
Board of Commissioners of Issuers or Public Companies, 
and have passed the Fit and Proper Test conducted by 
Otoritas Jasa Keuangan.
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Hingga 31 Desember 2019, Dewan Komisaris WIKA 
hanya memiliki dua Komite, yaitu Komite Audit dan 
Komite Nominasi, Remunerasi dan GCG. Dewan 
Komisaris menimbang bahwa keberadaan kedua Komite 
tersebut telah mencukupi dalam rangka membantu 
Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi, tugas dan 
tanggung jawabnya.

As of December 31, 2019, WIKA’s Board of Commissioners 
only has two Committees, the Audit Committee and 
the Nomination, Remuneration and GCG Committee. 
The Board of Commissioners considers that these two 
Committees are sufficient in assisting the Board of 
Commissioners in carrying out their functions, duties 
and responsibilities.

KOMITE LAIN DI BAWAH 
DEWAN KOMISARIS
other Committees under the Board of Commissioners

Jatigede Dam
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SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

Sebagai Perusahaan Terbuka, WIKA wajib memiliki 
Sekretaris Perusahaan yang berfungsi sebagai 
penghubung antara Perseroan dengan Pemegang 
Saham serta Pemangku Kepentingan lainnya, serta 
memastikan kepatuhan Perseroan terhadap peraturan 
dan perundang-undangan, khususnya di bidang 
pasar modal.

Persyaratan dan tata cara pengangkatan Sekretaris 
Perusahaan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa 
Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris 
Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik dan 
Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER -01/MBU/2011 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik 
(Good Corporate Governance) pada Badan Usaha Milik 
Negara, sebagaimana telah diubah dengan PER-09/ 
MBU/2012.

FUnGsi Dan tUGas 
sekretaris PerUsahaan

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Sekretaris 
Perusahaan mempunyai tanggung jawab: 
1. Terlaksananya perumusan dan pengkonsolidasian 

perencanaan jangka pendek dan jangka panjang, 
kebijakan perusahaan, kebijakan pokok, anggaran 
perusahaan lingkup Sekretariat Perusahaan. 

2. Terlaksananya publisitas perusahaan, komunikasi 
internal dan eksternal, protokoler, promosi serta 
penerapan standar pelayanan pelanggan.

3. Terlaksana dan terbinanya hubungan serta 
komunikasi dengan para investor, regulator dan 
lembaga terkait lainnya. 

4. Terselenggaranya pelaksanaan, pengelolaan dan 
pengendalian terhadap rencana/realisasi kegiatan 
umum antara lain: keanggotaan profesi, asosiasi, 
klub-klub, dokumen kepemilikan aset perusahaan, 
pengelolaan gedung, kendaraan, utilitas, kebersihan 
serta akomodasi Direksi/ Dewan Komisaris.

5. Terlaksananya pelayanan, bantuan, saran, dukungan 
dan audit (Support,	Assist,	Service,	Advice	dan	Audit 
/SASAA) di seluruh unit kerja/organ perusahaan 
lingkup sekretariat Perusahaan. 

As a Public Company, WIKA is required to have a 
Corporate Secretary who acts as a liaison between the 
Company and Shareholders and other Stakeholders, as 
well as ensures the Company’s compliance with laws and 
regulations, particularly in the capital market.

The requirements and procedures for appointing a 
Corporate Secretary refer to OJK Regulation No. 35/
POJK.04/2014 concerning Corporate Secretary of Issuers 
or Public Companies and Ministry of SOEs Regulation 
No. PER -01/MBU/2011  concerning Good Corporate 
Governance Implementation in State-Owned Enterprises, 
as amended by PER-09/ MBU/2012.

corPorate secretary 
FUnctions anD DUties 

In carrying out daily duties, the Corporate Secretary is 
responsible for:
1. Formulating and consolidating the short-term and 

long-term plans, Company policies, principal policies, 
Corporate Secretariat budget.

2. Coordinating the Company’s publicity, internal and 
external communications, protocols, promotions and 
application of customer service standards.

3. Developing and building communication with 
investors, regulators and other relevant institutions.

4. Implementing, managing and controlling general 
activity plans / realization including: professional 
memberships, associations, clubs, Company-owned 
assets documentation, management of buildings, 
vehicles, utilities, cleanliness and Board of Directors 
/ Board of Commissioners accommodation.

5. Administering services, assistance, advice, support 
and audits (Support, Assist, Service, Advice and Audit 
/ SASAA) in all Corporate Secretariat work units / 
company bodies.
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6. Administering, including but not limited to monthly, 
semester and annual reports in accordance with the 
scope of its responsibilities.

7. Implementing quality improvement efforts 
related to their responsibilities, through the WIKA 
Management System.

8. Implementing a guidance function for their 
environment and human resources who have 
responsibilities to develop the Company’s direction.

9. Acting as a coach and conduct an active coaching 
process for personnel a minimum of one level below.

10. Preparing a ‘successor’ cadre (succession) for one 
level below.

11. Implementing risk management in all work activities.

12. Implementing business unit cost control.

corPorate secretary’s 
strUctUre anD Position 
in the orGanization

The Corporate Secretary is appointed and dismissed 
by the President Director, and reports directly to the 
President Director.

6. Terlaksananya tertib administrasi, termasuk tapi 
tidak terbatas pada laporan bulanan, semesteran dan 
tahunan sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. 

7. Terlaksananya upaya peningkatan mutu yang menjadi 
tanggung jawabnya, melalui penerapan Sistem 
Manajemen WIKA. 

8. Terlaksananya pembinaan fungsi di lingkungannya 
dan sumber daya manusia yang menjadi tanggung 
jawabnya sesuai dengan arah perkembangan 
perusahaan. 

9. Bertindak sebagai coach dan melakukan proses 
coaching secara aktif terhadap minimal personil satu 
level di bawahnya.

10. Melakukan proses penyiapan  kader ‘pengganti’ 
(suksesi) pada level satu tingkat di bawahnya.

11. Terlaksananya manajemen risiko dalam setiap 
aktivitas pekerjaan di lingkungan kerjanya.

12.  Terlaksananya pengendalian biaya usaha unit kerja.

strUktUr Dan keDUDUkan 
sekretaris PerUsahaan 
Dalam orGanisasi

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

SEKRETARIS PERUSAHAAN
CORPORATE SECRETARY

BIRO CORPORATE AFFAIRS
CORPORATE AFFAIRS BUREAU

BIRO INVESTOR RELATIONS
INVESTOR RELATIONS BUREAU  

BIRO CORPORATE RELATIONS
CORPORATE RELATIONS BUREAU  

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh 
Direktur Utama, serta bertanggung jawab langsung 
kepada Direktur Utama.
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ProFil sekretaris PerUsahaan

Usia/ Age 43 tahun 43	years	old

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia Indonesian

Domisi / Domicile Jakarta Jakarta

Riwayat Pendidikan
Education	History

• S2 Bisnis, Jurusan Business Strategy, 
Universitas Bina Nusantara tahun 
2014

•	 Master’s	degree	in	Business	Strategy,	
Universitas Bina Nusantara in 2014

Riwayat Pekerjaan
Employment	History

• Manager Komersial Proyek 
Surabaya-Mojokerto (2005-2008)

• Manager Komersial Proyek East 
West Highway Algeria (2008-2010)

• Manager Proyek Motorway Algeria 
(2010-2012)

• Manager Komersial dan Risiko 
Departemen Luar Negeri WIKA 
(2012-2013)

• Manager Proyek Senayan Square 
Hotel Complex Structure Carpark 
(2013-2014)

• Manager proyek Mydin Retail Mall 
Kuching Malaysia (2014-2015)

• Manager Country Malaysia Area 2 
Luar Negeri (2014-2018)

• Manager Bidang Pemasaran & 
quality survey area 2 luar negeri 
(2016-2018)

• Manager Proyek Pembangkit Listrik 
Tenaga Panas Bumi Lumut Balai 
Sumsel (2017-2018) 

• Manager Divisi Africa & Timur 
Tengah (2018-2019)

•	 Commercial	Project	Manager,	
Surabaya-Mojokerto	(2005-2008)

•	 Commercial	Project	Manager,	East	
West	Highway	Algeria	(2008-2010)

•	 Project	Manager	Motorway,	Algeria	
(2010-2012)

•	 Overseas	Department	Commercial	
and	Risk	Manager,	WIKA	(2012-
2013

•	 Project	Manager,	Senayan	Square	
Hotel	Complex	Structure	Carpark	
(2013-2014)

•	 Project	Manager,	Mydin	Retail	Mall	
Kuching	Malaysia	(2014-2015)

•	 Country	Manager,	Malaysia	Area	2	
(2014-2018)

•	 Marketing & Quality Survey 
Manager,	area	2	(2016-2018)

•	 Project	Manager,	Geothermal	
Power	Plant,	Lumut	Balai	Sumsel	
(2017-2018)	

•	 Division	Manager,	Africa	&	Middle	
East	(2018-2019)

Jabatan Lainnya
Other	Positions

-

Dasar Hukum 
Pengangkatan
Legal	Basis

Menjabat sebagai Sekretaris 
Perusahaan bedasarkan Surat 
Keputusan 
Direksi Nomor SK.02.01/A.
DIR.04640/2019.

Appointed	as	Corporate	Secretary	
based	on	Board	of	Directors	Decree	No.	
SK.02.01/A.DIR.04640/2019.

Hubungan Afiliasi
Hubungan	Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi 
dengan anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi dan Pemegang
Saham

Has	no	Affiliated	Relationships	
with	members	of	the	Board	of	
Commissioners	or	members	of	the	
Board	of	Directors	or	the	Shareholders

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary 

Pelaksanaan tUGas 
sekretaris PerUsahaan

Sepanjang tahun 2019, Sekretaris Perusahaan telah 
melaksanakan sejumlah kegiatan meliputi: 
1. B i d a n g  H u b u n g a n  I n v e s t o r  

Di bidang hubungan investor, Sekretaris Perusahaan 
telah melaksanakan antara lain: 
a. Menyelenggarakan RUPS Tahunan; 
b. Melaksanakan Analyst	meeting	secara berlaka; 
c. Mengatur kunjungan dari investor-investor asing; 
d. Memastikan pemenuhan aspek kepatuhan 

(compliance) Perseroan terhadap kewajiban 
pelaporan kepada regulator. 

corPorate secretary’s ProFile

eXecUtion oF corPorate 
secretary DUties 

During 2019, the Corporate Secretary conducted the 
following activities:
1. Investor Relations

The Corporate Secretary executed the following:

a. Organized the AGMS;
b. Conducted analyst meetings;
c. Arranged visits from foreign investors;
d. Ensured the Company’s compliance with reporting 

obligations to regulators.
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2. Bidang Hubungan Masyarakat
Di bidang hubungan masyarakat, Sekretaris 
Perusahaan telah melaksanakan antara lain: 
a. Pembinaan hubungan dengan media; 
b. Mengatur kunjungan proyek untuk rekan media 

agar memperoleh informasi yang lebih lengkap;
c. Melakukan pemantauan berita;
d. Memperbarui situs WIKA dan BUMN Online  

setiap hari;
3. Bidang Good Corporate Governance (GCG). 

Di bidang GCG, Sekretaris Perusahaan telah 
melaksanakan antara lain:
a. Melaksanakan GCG	Assessment untuk tahun 2019;
b. Melakukan sosialisasi GCG secara berkala ke 

semua unit; 
c. Melakukan riset untuk peningkatan kualitas 

penerapan GCG.
4. Bidang Corporate	Social	Responsibility (CSR) 

Di bidang CSR, Sekretaris Perusahaan telah 
melaksanakan antara lain:
a. Melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan 

konsep keberlanjutan;
b. Melaksanakan Program Kemitraan dan 

Bina Lingkungan.
5. Bidang General	Affair	

Di bidang General	Affair, Sekretaris Perusahaan telah 
melaksanakan antara lain: 
a. Menjalankan dan meningkatkan kualitas program 

manajemen aset;
b. Peningkatan Building and Security Management 

System (SMP).

ProGram PenGemBanGan 
komPetensi DePartemen 
sekretaris PerUsahaan

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2018, Sekretaris Perusahaan WIKA telah 
mengikuti berbagai program peningkatan kompetensi 
berupa pelatihan,workshop, konferensi maupun seminar, 
sebagaimana tabel berikut ini:

2. Public Relations
The Corporate Secretary executed the following:

a. Fostered media relationships;
b. Organized project visits for media partners to 

obtain more complete information;
c. Monitored the news;
d. Updated WIKA website, and BUMN Online 

site daily;
3. Good Corporate Governance (GCG).

The Corporate Secretary executed the following:

a. Conducted GCG Assessment for 2019;
b. Conducted regular GCG socialization in all units;

c. Conducted research to improve the GCG 
implementation quality.

4. Corporate Social Responsibility (CSR)
The Corporate Secretary executed the following:

a. Conducted CSR activities in accordance with the 
concept of sustainability;

b. Implemented the Partnership and Community 
Development Program.

5. General Affairs 
The Corporate Secretary executed the following:

a. Managed and improved the asset management 
program quality;

b. Improved the Building and Security Management 
System (SMP).

corPorate secretary 
DePartment comPetency 
DeveloPment ProGram 

Corporate Secretary Education and / or Training 

During 2018, WIKA’s Corporate Secretary participated in 
various competency improvement programs including 
training, workshops, conferences and seminars, as shown 
in the following table:
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nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

nama Pelatihan/WorkShoP/
konferenSi/Seminar

NAme of  TrAiNiNg/worKshop/CoNfereNCe/
semiNAr

lembaGa 
PenYelenGGara

orgANiZer

Waktu dan temPat
T ime ANd plACe

Mahendra Vijaya Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary

Strategic Management Implementation Ppm Management 09 April 2019 (PPM)
April	9,	2019	(PPM)

Corporate Finance For Non Finance IPMI 03 September 2019 
(WIKASATRIAN)
September	3.	2019	
(WIKASATRIAN)

Middle Management Development 
Program

WIKA 16 Januari 2017 
(WIKASATRIAN)
January	16,	2017	
(WIKASATRIAN)

Directorialship Training Program IICD 12 Agustus 2019 
(Sari Pan Pacific)
August	12,	2019 
(Sari	Pan	Pacific)

Purba Yudha Tama Manager Investor 
Relations

Executive Public Training Batch Xiii : 
Balance Leadership Training

QLM Center 24-25 Sept 2019, 
Js Luwansa Hotel 
September	24-25,	2019	
(JS	Luwansa	Hotel)

Corporate Finance  Batch 6 IPMI 3-5 September 2019, 
WIKASATRIAN
September	3-5,	2019	
(WIKASATRIAN)

Continuing Education (CE) Pelatihan & 
Sertifikasi Certified Securities Analyst 
(CSA) 

CSA INSTITUTE 12 Februari 2019, GKBI
February	12,	2019	(GKBI)

Achmad Harris Ary 
Soekamto

Manager Corporate 
Relations

Workshop Project Financing, "Global 
Bond, Pinjaman Sindikasi, Project 
Finance, Global Market"

PT. Wijaya Karya 
(Persero), Tbk. Dan 
Bank Btmu

Wikasatrian Bogor, 
11/02/2016
February	11,	2016	
(WIKASATRIAN	Bogor)

Middle Management Development 
Program (MMDP), Batch 6

PT. Wijaya Karya 
(Persero), Tbk.

WIKASATRIAN Bogor, 
09/09/2019
September 9, 2019 
(WIKASATRIAN	Bogor)

Certified Sustainability Practitioner 
Training Program (Leadership Edition)

Center For 
Sustainability 
Excellence

Toronto- Canada, 
28/10/2019
October 28, 2019 
(Toronto-Canada)

Satrio Adji Manager Corporate 
Affairs

Business Improvement Team  
(Change Agent Dan Change Booster)

ACT Consultant 
ESQ 165

PT Wijaya Karya, 4-5 
April 2019
April	4-5,2019	(PT	
Wikaya	Karya)

Satria Pratama Batch XIII, PT. Wijaya Karya 
(Persero), Tbk.

WIKASATRIAN Bogor, 
6-8 Februari 2019
February	6-8,	2019	
(WIKASATRIAN	Bogor)

Escaping The Old Power #Mobilisasi 
Orchestrasi (ETOP MO) Batch 2

Rumah Perubahan 
Rhenald Khasali

Bekasi, 19-20 
September 2019
Bekasi,	September	19-
20, 2019
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Satuan Pengawasan Intern (SPI) merupakan bagian 
dari pengendalian internal, yang secara garis besar 
bertujuan membantu manajemen merealisasikan 
objektif/sasarannya melalui pemeriksaan kecukupan dan 
pelaksanaan proses pengendalian internal, manajemen 
risiko dan tata kelola perusahaan. 

Pembentukan SPI tersebut mengacu kepada Bab VI 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 
2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Peraturan 
Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan-
Perseroan (Persero), Keputusan Menteri BUMN No. 
PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 
tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance 
(GCG) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Surat 
Keputusan Direksi PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. No. 
01.01/A.DIR.11620/2015 tentang Susunan Organisasi 
Satuan Pengawasan Intern.

Struktur Organisasi Satuan Pengawasan Intern dan 
hubungan kerja dengan organ Komisaris sebagaimana 
dituangkan pada bagan berikut:

KOMISARIS INDEPENDEN
INDEPENDENT 

COMMISSIONER

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

TIM PEMERIKSA
CHECKER TEAM

KEPALA PEMERIKSA DAN AUDITOR
HEAD OF AUDITORS AND AUDITORS

KOMITE AUDIT
AUDIT COMMITTEE

KEPALA SPI 
HEAD OF IAU

SATUAN
PENGAWASAN INTERN
internal Control unit

The Internal Control Unit (ICU) broad aim is to 
assist management in realizing its objectives / goals 
through adequacy checks and the implementation 
of internal control, risk management and corporate 
governance processes.

SPI’s establishment refers to Chapter VI of the Republic 
of Indonesia 2003 Law No. 19 concerning State Owned 
Enterprises, Government Regulation No. 12 of 1998 
concerning Limited Liability Companies (Persero), Ministry 
of SOEs Decree No. PER-09/MBU/2012 Amending Ministry 
of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning 
Implementation of Good Corporate Governance (GCG) 
Practices in State-Owned Enterprises (SOEs), and PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk. Board of Directors Decree 
No. 01.01/A.DIR.11620/2015 concerning the Internal 
Control Unit Organizational Structure.

The ICU Organizational Structure and the working 
relationship with the Board of Commissioners’ bodies 
is outlined in the following chart:
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keDUDUkan satUan 
PenGawasan intern Dalam 
strUktUr orGanisasi

Organisasi SPI dipimpin oleh seorang Kepala Satuan 
Pengawasan Intern, yang kedudukan dalam organisasi 
perusahaan setingkat dengan “General Manager”, dan 
bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. 
Untuk mendukung berjalannya fungsi pengawasan 
perusahaan dibantu oleh Pemeriksa Intern yang terdiri 
dari Kepala Pemeriksa dan Pemeriksa sebagai berikut: 
1. Kepala Pemeriksa, dalam organisasi dikelompokkan 

setingkat Manajer Biro Korporasi yang diangkat dan 
diberhentikan oleh Direksi, dan bertanggung jawab 
langsung kepada Kepala SPI. 

2. Pemeriksa adalah jabatan keahlian yang mengacu 
kepada penjenjangan keahlian yang berlaku di PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk., sesuai dengan Dokumen 
Prosedur Sertifikasi Keahlian Internal Pegawai No. 
WIKA-HCE-PM-07.03, yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Direksi dan atau pejabat yang berwenang, dan 
bertanggung jawab kepada Kepala SPI. 

Kedudukan SPI sebagai organ yang membantu Direktur 
Utama harus ditempatkan dalam struktur organisasi 
yang setara dengan peran dan tanggung jawabnya, dan 
dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran terkait 
dengan pelaksanaan pengawasan kepada Manajemen 
dilakukan secara bebas dan tidak dapat dipengaruhi 
ataupun ditekan oleh Manajemen maupun pihak lainnya 
dalam organisasi perusahaan.

Pihak yanG menGanGkat 
Dan memBerhentikan kePala 
satUan PenGawasan intern

Jabatan Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka.SPI) atau 
Head	of	Internal	Audit	diangkat dan diberhentikan oleh 
Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari 
Dewan Komisaris, dan setiap pengangkatan, penggantian 
dan pemberhentian Kepala SPI diberitahukan kepada 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

icU Position in the 
orGanizational strUctUre

The ICU is led by the Internal Control Unit Head, whose 
position is in the Company’s organization is at the 
“General Manager” level, and reports directly to the 
President Director. To support the Company’s supervisory 
function, it is supported by Internal Auditors consisting 
of the Head Auditor and Examiners as follows:

1. Head Auditor, is grouped at the Corporate Bureau 
Manager level, and is appointed and dismissed by 
the Board of Directors, and reports directly to the 
Head of ICU.

2. Examiner is a position of expertise that refers to the 
applicable skill set in PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., In 
accordance with Employee Internal Skills Certification 
Procedure Document No. WIKA-HCE-PM-07.03, 
and are appointed and dismissed by the Board of 
Directors and / or authorized officers, and reports 
to the Head of ICU.

ICU’s position is that of a body that assists the President 
Director, and is placed in the organizational structure 
in accordance with its roles and responsibilities, and 
when expressing views and thoughts related to the 
Management supervision can do so freely without 
influence or pressure by Management or other parties 
in the Company organization .

Party aPPointinG anD 
DismissinG the heaD oF the 
internal aUDit Unit

The Head of Internal Audit Unit is appointed and 
dismissed by the President Director after obtaining 
approval from the Board of Commissioners, and every 
appointment, replacement and dismissal of the Head of 
Internal Audit Unit is notified to OJK
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ProFil kePala satUan 
PenGawasan intern

Usia/ Age 59 tahun 59	tahun

Kewarganegaraan
Nationality

Indonesia Indonesia

Domisi / Domicile Bekasi Bekasi

Riwayat Pendidikan
Education	History

• Sarjana Ekonomi Akuntasi, 
Universitas Andalas Padang pada 
tahun 1988

• Magister Manajemen, STIMA IMMI 
pada tahun 2011

•	 Degree	in	Economic	Accounting,	
Universitas	Andalas	Padang	pada	in	
1988

•	 Masters	in	Management,	STIMA	IMMI	
in	tahun	2011

Riwayat Pekerjaan
Work	Experience

• Pemeriksa SPI (1994-2000).
• Kepala bagian akuntasi pajak WIKA 

Realty (2000-2003)
• Kepala Pemeriksa di WIKA (2003-

2012)
• Kepala SPI (2012-Sekarang)

•	 ICU	examiner	(1994-2000).
•	 Head	of	WIKA	Realty's	tax	accounting	

division	(2000-2003)
•	 Chief	Inspector	at	WIKA	(2003-2012)
•	 Head	of	ICU	(2012-Present)

Jabatan Lainnya
Other	Positions

Pengawas Dana Pensiun 1 (PPMP) Dana	Pensiun	1	(PPMP)	Supervisor

Dasar Hukum 
Pengangkatan 
Pertama Kali
Legal	Basis	for	
Appointment

SK.02.01/A.DIR.11950/2015. Tanggal 14 
Desember 2015

Decree	No	SK.02.01/A.DIR.11950/2015	
dated	December	15,	2015

Hubungan afiliasi
Hubungan	afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi 
dengan anggota Dewan Komisaris, 
anggota Direksi dan Pemegang 
Saham

Has	no	Affiliated	Relationships	
with	members	of	the	Board	of	
Commissioners	or	members	of	the	
Board	of	Directors	or	the	Shareholders

Sendianto
Kepala Satuan Pengawas Intern
Head	of	Internal	Control	

PiaGam satUan PenGawasan 
intern (inTERnAl AudiT ChARTER)

Dalam menjalankan tugasnya Satuan Pengawasan Intern 
memiliki Piagam Satuan Pengawasan Intern (Internal 
Audit	Charter) yang telah disetujui dan disahkan oleh 
Direktur Utama dan Komisaris Utama pada tanggal 
18 Juli 2018. Piagam SPI digunakan sebagai pedoman 
dalam menjalankan tugasnya, yang memuat visi, misi 
dan tujuan, struktur dan kedudukan, independensi, 
pertanggungjawaban serta mengatur hubungan kerja SPI 
dengan Manajemen, Komite Audit dan Auditor Eksternal. 
Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Pengawasan Intern 
dalam Piagam Satuan Pengawasan Intern telah diatur 
tugas dan tanggung jawab SPI antara lain: 
1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan 

(PKPT) dengan berbasis risiko, termasuk perhitungan 
anggaran SPI yang mencakup biaya audit berdasarkan 
jumlah objek pemeriksaan yang diperiksa dan biaya 
operasional. 

heaD oF internal 
control Unit ProFile

internal control Unit charter

In carrying out its duties the Internal Control Unit 
has an Internal Audit Charter that was approved 
and ratified by the President Director and President 
Commissioner on 18 July 2018. The ICU Charter is used 
as a guideline for carrying out duties, and contains the 
vision, mission and objectives, structure and position, 
independence, responsibility and regulates the work 
relationship of ICU with Management, Audit Committee 
and External Auditors. The Internal Audit Unit Duties and 
Responsibilities in the ICU Charter include:

1. Preparing the risk-based Annual Audit Work Program 
(PKPT), calculating the ICU budget including audit 
fees, based on the number of examination objects 
and operational costs.
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2. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal 
yang telah dituangkan dalam PKPT, dan menguji serta 
mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan 
sistem Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku. 

3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi 
dan efektivitas, minimal dilakukan pada bidang 
Akuntansi, Keuangan, Operasional, Human Capital, 
Pemasaran, Enjiniring, Produktivitas, Teknologi 
Informatika dan melakukan evaluasi atas sistem, 
prosedur dan kebijakan operasi perusahaan yang 
dilakukan secara berkesinambungan. 

4. Menyiapkan dan mendokumentasikan Kertas Kerja 
Pemeriksaan (KKP). 

5. Membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 
sesuai dengan Prosedur Umum Pemeriksaan 
dan Tindaklanjut Satuan Pengawasan Intern No. 
WIKAPEI-PM.01.01 Rev 05, dan menyampaikan 
laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan 
Komisaris melalui Komite Audit. 

6. Membuat draft surat Tindak Lanjut Direktur Utama 
yang difokuskan kepada permasalahan utama dan 
perlu mendapatkan penanganan yang segera dari 
pimpinan unit kerja yang diperiksa, dan Direktur 
Utama akan menandatangani surat Tindak Lanjut 
tersebut bilamana telah sesuai dengan pandangannya. 

7. Memantau dan menganalisa tindak lanjut dari LHP 
yang disampaikan kepada pimpinan tertinggi unit 
kerja sesuai dengan disposisi dari Direktur Utama, dan 
melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut kepada 
Direktur Utama dan Komite Audit. 

8. Meningkatkan kompetensi dan kemampuan personil 
SPI melalui pendidikan/pelatihan dan Sertifikasi 
Keahlian Profesi seperti Qualifed	Internal	Auditor 
(QIA) yang berkelanjutan baik di dalam maupun di 
luar negeri. 

9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu 
kegiatan audit internal yang dilakukan oleh SPI 
dengan melakukan “peer review” sebagaimana diatur 
dalam Prosedur Jaminan Kualitas (Quality	Assurance) 
Pemeriksaan SPI No.WIKA-PEI-PM-01.02 Rev.01. 

10. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan 
maupun jasa konsultasi yang objektif kepada 
Manajemen dan unit kerja lainnya, baik secara 
formal maupun informal berkaitan dengan kegiatan 
pemeriksaan yang dilakukan. 

11. Bekerja sama dan membina hubungan yang setara 
dengan Komite Audit. 

12. Melakukan Audit Khusus apabila diperlukan. 
13. Dalam hal ditugaskan untuk bekerja sama 

dengan organ pendukung Dewan Komisaris 
selain Komite Audit akan ditetapkan dalam Surat 
Penugasan tersendiri.

2. Conducting routine inspections in accordance with 
the schedule set forth in the PKPT, and testing and 
evaluating the internal control and Risk Management 
system in accordance with prevailing regulations.

3. Conducting efficient and effective examinations 
and assessments, at a minimum in the Accounting, 
Finance, Operational, Human Capital, Marketing, 
Engineering, Productivity, and Information Technology 
fields, and evaluating the system, procedures and 
policies of the company ’s operations on an ongoing 
basis. 

4. Preparing and documenting the Examination Working 
Paper (KKP).

5. Preparing Examination Result Reports (LHP) in 
accordance with the General Procedures for 
Inspection and Follow Up in the Internal Control Unit 
No. WIKAPEI-PM.01.01 Rev 05, and submitting the 
reports to the President Director and the Board of 
Commissioners through the Audit Committee. 

6. Creating a draft”of the President Director’s Follow-Up 
letter, focused on the main issues and needs to 
receive an immediate response from the work unit 
heads, for the President Director to sign if it is in 
accordance with the President Director’s views. 

7. Monitoring and analyzing the LHP follow-up, as 
submitted to the senior leadership of the work units, in 
accordance with the President Director’s disposition, 
and reporting the follow-up monitoring results to the 
President Director and the Audit Committee. 

8. Improving the ICU personnel competence and 
capability through education/training and Professional 
Expertise Certification such as Qualified Internal 
Auditor (QIA) that is recognized both inside and 
outside the country. 

9. Developing a program to evaluate the quality 
of internal audit activities undertaken by ICU by 
conducting a “peer review” as stipulated in the ICU 
Inspection Quality Assurance Procedure in No.WIKA-
PEI-PM-01.02 Rev.01. 

10. Providing opinions, input and considerations and 
objective consulting services to Management and 
other work units, both formally and informally during 
the inspection activities.

11. Cooperating and fostering relations with the 
Audit Committee.

12. Conducting Special Audits if necessary.
13. When assigned to cooperate with the supporting 

bodies of the Board of Commissioners, other than the 
Audit Committee, this should be stipulated through 
its own Assignment Letter. 
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wewenanG satUan 
PenGawasan intern

1. Menyusun, mengubah dan melaksanakan kebijakan 
audit internal termasuk antara lain menentukan 
prosedur dan lingkup pelaksanaan pekerjaan audit. 

2. Memasuki seluruh areal perusahaan dan meninjau 
tempat usaha, lingkungan kerja dan lokasi 
aset perusahaan.

3. Meminta keterangan dan penjelasan kepada seluruh 
jajaran manajemen dan karyawan dalam rangka 
pemeriksaan. 

4. Memiliki akses sepenuhnya atas semua dokumen, 
pencatatan, personil perusahaan dan fsik informasi 
atas objek pemeriksaan, untuk mendapatkan data dan 
atau informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan 
audit. 

5. Meminta bantuan tenaga pemeriksa dari dalam 
perusahaan, dalam hal tidak tersedianya kompetensi 
personil SPI, dan dari luar perusahaan jika dipandang 
perlu dengan beban yang menjadi tanggung jawab 
perusahaan. 

6. Melakukan komunikasi secara langsung dengan 
Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit. 

7. Melakukan koordinasi dengan Auditor Eksternal yang 
mencakup KAP, BPK, BPKB dan Instansi lainnya yang 
relevan. 

8. Melakukan pengawasan pada Anak Perusahaan 
dalam lingkup PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Kepala SPI PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. wajib 

melakukan koordinasi dengan Kepala SPI Anak 
Perusahaan untuk meminta keterangan dan 
dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan kaedah 
pengawasan dan menselaraskan program SPI 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dengan SPI Anak 
Perusahaan dalam rangka untuk memastikan 
berjalannya aspek pengendalian pada Anak 
Perusahaan, dan SPI PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. dapat melakukan pemeriksaan ke Anak 
Perusahaan bilamana dipandang perlu dengan 
penugasan oleh Direktur Utama PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. 

b. Atas hasil pemeriksaan SPI PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. dilaporkan secara langsung 
kepada Komisaris Utama Anak Perusahaan 
dengan tembusan kepada Direktur Utama PT 
Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan Direktur Utama 
Anak Perusahaan.

internal control 
Unit aUthorities

1. To compile, modify and implement internal audit 
policies, including determining the procedures and 
scope of the audit work.

2. Enter all Company areas, and review the places 
of business, work environment and location of 
Company assets.

3. To request information and explanations at all levels 
of management and employees in the context of 
the examination.

4. To have complete access to all documents, records, 
company personnel and physical information on 
the Examination Objects, and to obtain data and or 
information relating to the audit.

5. To request the assistance of inspectors from within 
the Company, in the case of the in the absence of 
competent ICU personnel, and from outside the 
Company if deemed necessary with the burden that 
is the responsibility of the Company.

6. To communicate directly with the Board of 
Directors, the Board of Commissioners, and / or the 
Audit Committee.

7. To coordinate with External Auditors including KAP, 
BPK, BPKB and other relevant agencies.

8. To supervise the Subsidiaries within the scope 
of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., with the 
following conditions:
a. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Head of ICU must 

coordinate with the Subsidiary’s Head of ICU to 
request information and documents in accordance 
with the supervision method in line with the ICU 
program of PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. with 
ICU Subsidiaries to ensure the control aspects in 
the Subsidiaries, and PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. ICU can inspect the Subsidiaries if deemed 
necessary by the President Director of PT Wijaya 
Karya (Persero) Tbk.

b. The PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ICU inspection 
results are reported directly to the President 
Commissioner of the Subsidiary with a copy to 
the President Director of PT Wijaya Karya (Persero) 
Tbk. and President Director of the Subsidiary.
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komPosisi Personil satUan 
PenGawasan intern

Dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja 
organisasi, telah dilakukan review Surat Keputusan 
Susunan Organisasi SPI (Amandemen) dan disahkan 
pada akhir tahun 2015. Dari hasil review tersebut Kepala 
SPI membawahi Tim Pemeriksa yang terdiri dari Kepala 
Pemeriksa dan Pemeriksa. 

Dalam Pelaksanaan fungsi sehari-hari Kepala 
Pemeriksa dan Pemeriksa bertanggung jawab langsung 
kepada Kepala SPI, namun dalam pelaksanaan tugas 
pemeriksaan, Kepala Pemeriksa bertindak sebagai Ketua 
Tim yang membawahi Pemeriksa secara langsung. Jumlah 
pegawai SPI pada tahun 2019 sebanyak 10 orang yang 
terdiri dari:

Jabatan
posiT ioN

Jumlah
ToTAl

Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head	of	Internal	Control	Unit

1

Kepala Pemeriksa
Audit	Head

3

Pemeriksa
Auditor

3

Kesekretariatan
Secretary

1

Administrasi 
Administration

1

Sistem Informasi
Information System

1

sertiFikasi Personil satUan 
PenGawasan intern

nama
NAme

Jabatan
posiT ioN

Sertif ikaSi
CerTiCAT ioN

Sendianto Ka. SPI
Head	of	Internal	Control	Unit

QIA, CRMP, CA

Sonny Primawanto Kepala Pemeriksa 1
Audit	Head	1

QIA

Andi Sugiarto Kepala Pemeriksa 2
Audit	Head	2

QIA

Tegas DP Kepala Pemeriksa 3
Audit	Head	3

QIA

John Ferry Auditor Proses QIA
QIA	in	process

Adi Bayuni Rahmat Auditor Proses QIA
QIA	in	process

Dwi Suryo Muntoro Auditor Proses QIA
QIA	in	process

icU Personnel comPosition 

To improve the organization’s performance effectiveness, 
a review of the ICU Organizational Structure (Amendment) 
Decree was made and endorsed at the end of 2015. From 
the review results, the Head of ICU will oversee the Audit 
Team consisting of Audit Heads and Auditors. 

In their daily functions, Audit Heads and Auditors will 
be directly responsible to the Head of ICU, but for their 
inspection tasks, the Chief Audit Head acts as the Team 
Leader directly in charge of the Examiner. The number of 
ICU employees in 2019 comprised 10 people as follows:

internal control Unit 
Personnel certiFication
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koDe etik aUDitor

Dalam menjalankan tugasnya, Internal Auditor Perseroan 
telah memiliki Kode Etik, antara lain:
1. Pemeriksa Intern wajib bersikap jujur, objektif, 

hati-hati, bijaksana, bertanggung jawab, berani dan 
memiliki integritas yang tinggi serta harus mampu 
bertindak secara independen dalam menjalankan 
tugas maupun kewajibannya, dan harus mampu 
memelihara kepercayaan yang diberikan oleh Direktur 
Utama. 

2. Pemeriksa Intern harus mampu memelihara 
kepercayaan yang diberikan dalam rangka tugas 
pemeriksaan dan mematuhi semua kaedah hukum 
dan profesi yang menjadi tanggung jawabnya dalam 
melaksanakan tugas. 

3. Pemeriksa Intern harus berusaha untuk meningkatkan 
keahlian dalam melakukan pekerjaannya dengan 
memelihara kompetensi jabatan, moralitas 
dan menjunjung tinggi kehormatan korps, dan 
memberikan dukungan kepada tujuan organisasi 
yang sah sesuai peraturan perundang – undangan. 

4. Pemeriksa Intern harus membangun komunikasi 
yang intens dengan sesama pemeriksa dan auditor 
eksternal, untuk kepentingan perusahaan dalam 
rangka pelaksanaan tugas yang diembannya. 

5. Dalam melaksanakan tugasnya Pemeriksa 
Intern harus berpedoman kepada norma-norma 
pemeriksaan dan Prosedur Umum Pemeriksaan 
oleh Satuan Pengawasan Intern dan Tindak Lanjut 
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. dan ketentuan lainnya. 

6. Pemeriksa Intern harus menghindarkan diri untuk 
mengambil bagian dalam aktivitas illegal atau 
kegiatan yang dapat menurunkan derajat profesi audit 
internal maupun Perusahaan, dan wajib menjaga 
kerahasiaan informasi dan/atau data Perusahaan 
terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung 
jawab sebagai Pemeriksa Intern, kecuali ditetapkan 
berdasarkan perundang-undangan atau penetapan/
putusan Pengadilan.

aUDitor coDe oF conDUct

In carrying out their duties, the Company's Internal 
Auditors have a Code of Conduct, including:
1. Must be honest, objective, careful, wise, responsible, 

brave and have high integrity and must be able to 
act independently in carrying out their duties and 
obligations, and must be able to maintain the trust 
given by the President Director.

2. Must be able to maintain the trust given in the 
framework of the audit task and comply with all 
legal and professional methods for which they are 
responsible for carrying out their duties.

3. Must strive to improve their expertise in carrying 
out their work by maintaining job competency, 
morality and upholding the honor of the corps, and 
providing support to legitimate organizational goals 
in accordance with laws and regulations.

4. Must establish intense communication with fellow 
examiners and external auditors, in the interests 
of the company in the context of carrying out their 
assigned duties.

5. Must be guided by the audit norms and the Internal 
Control Unit General Inspection Procedures and the 
Follow Up actions for PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. 
and other provisions.

6. Must avoid taking part in illegal activities that 
would reduce the internal audit, or the Company’s 
professionalism, and must maintain the confidentiality 
of Company information and / or data related to the 
implementation of Internal Examiners’ duties and 
responsibilities, unless stipulated by law or Court 
rulings / decisions.
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Pelaksanaan aUDit tahUn 2019

bulan
moNTh

lhP
lhp

realiSaSi  PPu/PJPu
ppu/pJpu reAliZAT ioN

dePartemen
depArTmeNT

Pendampingan KAP RSM
KAP	RSM	Assistance

Februari
February

1 Proyek Relokasi M1 & M2 Soekarno Hatta (SKH) 
Soekarno	Hatta	M1	&	M2	Relocation	Project	(SKH)

DIP

2 EPCC Pabrik Gula Rendeng Kudus PTPN IX
EPCC	Gula	Rendeng	Kudus	PTPN	IX

DIP

April
April

3 Proyek Gerbang Tol Bogor Paket Pek. GTBG-01
Bogor	Toll	Gate	Packet	Project	Pek.	GTBG-01

DSU 1

4 Proyek Pekerjaan Pembangunan Mandiri University Type A Wijayakusuma
Mandiri	University	Type	A	Wijayakusuma	Development	Work	Project

DBG

5 Fly Over Teluk Lamong
Fly	Over	Teluk	Lamong

DSU 2

Mei
May

6 Proyek Pembangunan konstruksi Main Road Jalan Tol Serang Panimbang
Project	for	the	construction	of	Serang	Panimbang	Toll	Road

DSU 2

7 Proyek D. I Slinga Kiri Kab. Prubalingga (MYC) 
Project	D.	I	Slinga	Kiri	Kab.	Prubalingga	(MYC)

DSU 2

8 Proyek Pembangunan Coal Unloading Jetty Kapasitas 12.000 Watt PLTU Pangkalan 
Susu Unit 3/4 (2x200MW) 
Jetty	Coal	Unloading	Development	Project	12,000	Watt	Capacity	PLTU	Pangkalan	Susu	
Unit	3/4	(2x200MW)

DSU 2

9 Proyek Pembangunan Lamongan Oil Tank Terminal LOTT 
Lamongan	Oil	Tank	Terminal	LOTT	Development	Project

DSU 3

Juni
June

10 Pembangunan Bendungan Kuwil
Construction	of	Kuwil	Dam

DSU 3

11 Operasional, Keuangan dan Ketaatan Manajemen Risiko & PMO
Risk	Management	&	PMO	Operational,	Financial	and	Compliance

DMR & PMO

Juli
July

12 Operasional, Keuangan dan Ketaatan DPS
DPS	Operations,	Finance	and	Compliance

DPS

13 Proyek Rehabilitasi Waduk Muara, Denpasar
Muara	Reservoir	Rehabilitation	Project,	Denpasar

DSU 2

14 Proyek Pembangunan Bendungan Pamukkulu Paket 1 Kab. Takalar
Pamukkulu	Dam	Construction	Project	Packet	1	Kab.	Takalar

DSU 3

aUDit activities in 2019



518 Building a Better 
Quality of life

bulan
moNTh

lhP
lhp

realiSaSi  PPu/PJPu
ppu/pJpu reAliZAT ioN

dePartemen
depArTmeNT

Agustus
August

15 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DSU 1
DSU	1	Operations	Department	Operations	and	Finance

DSU 1

16 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DIP
DIP	Operations	Department	Operations	and	Finance

DIP

17 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DSB
DSB	Operations	Department	Operations	and	Finance

DSB

18 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DSU 2
DSU	2	Operations	Department	Operations	and	Finance

DSU 2

19 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DSU 3
DSU	3	Operations	Department	Operations	and	Finance

DSU 3

20 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DLN
DLN	Operations	Department	Operations	and	Finance

DLN

21 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DPPU
DPPU	Operations	Department	Operations	and	Finance

DPPU

22 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DBG
DBG	Operations	Department	Operations	and	Finance

DBG

23 Operasional dan Keuangan Departemen Operasi DPE
DPE	Operations	Department	Operations	and	Finance

DPE

24 Proyek Jakarta - Bandung High Speed Railways 
Jakarta	-	Bandung	High	Speed			Railways	Project

DSU 1

25 Proyek DPPU Kertajati - Pertamina
Kertajati	-	Pertamina	DPPU	Project

DIP

September
September

26 Proyek Perpanjangan dan Pelebaran Runway Banyuwangi
Banyuwangi	Runway	Extension	and	Widening	Project

DSU 1

27 Proyek Pengembangan Bandara Sultan Hasanudin Makasar
Sultan	Hasanudin	Makasar	Airport	Development	Project

DBG

28 Pemasangan SPM Kap. 50.000 DWT & Jalur Pipa TBBM Pengapon Semarang
Installation	of	SPM	Kap.	50,000	DWT	&	Semarang	Pengapon	Pipe	Line

DIP

29 Proyek Lanjutan Pekerjaan Aksesbilitas Bandara Soekarno - Hatta
Soekarno-Hatta	Airport	Accessibility	Work	Continuation	Project

DSU 1

Oktober
October

30 Proyek Terminal Kijing Mempawah 
Kijing	Mempawah	Terminal	Project

DSU 3

31 Proyek Pembangunan Bendungan Manikin di Kab. Kupang Paket 1
Manikin	Dam	Construction	Project	in	Kab.	Kupang	Packet	1

DSU 3

32 Proyek PLTU Sulawesi Selatan Barru 1x100MW
Barru	1x100MW	South	Sulawesi	PLTU	Project

DPE

November
November

33 Proyek PLTGU Muara Karang 500MW
Muara	Karang	PLTGU	Project	500MW

DPE

34 Proyek Gedung MIC UGM
MIC	UGM	Building	Project

DBG

35 Proyek Pembangunan Jalan Tol Ruas Pekanbaru Padang Seksi Bangkinang
Project	for	the	Construction	of	Pekanbaru	-	Padang	Toll	Road	Bangkinang	Section

DSU 2

36 Proyek Pekerjaan D & B Pengembangan Bandar Udara Hasanuddin Makassar 
Sulawesi Selatan Paket Pekerjaan Longp
D	&	B	Work	Project	for	Hasanuddin	Airport	Makassar	South	Sulawesi	Development	
Longp	Work	Package

DSU 3
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bulan
moNTh

lhP
lhp

realiSaSi  PPu/PJPu
ppu/pJpu reAliZAT ioN

dePartemen
depArTmeNT

Desember
December

37 Proyek Jalan Tol Serpong- Balaraja (Serbaraja) Seksi 1 A
Serpong-Balaraja	(Serbaraja)	Toll	Road	Project	Section	1	A

DSU 1

38 Apartemen Taman Sari Iswara 
Taman	Sari	Iswara	Apartments

DPPU

39 Proyek Pembangunan Tangki LPG Pressurized Balongan Kap. 3 x 3000 MT , 
Indramayu
Balongan	Kapur	Pressurized	LPG	Tank	Development	Project.	3	x	3000	MT,	Indramayu

DIP

40 Apartemen Bellazona Kontrak Anak II & III, Bandung
Bellazona	Apartment	Contract	for	Anak	II	&	III,	Bandung

DBG

temUan Dan tinDak lanjUt

Dari hasil audit yang telah dilakukan oleh SPI selama 
tahun 2019 terdapat 261 temuan dan telah ditindaklanjut 
sebanyak 246 temuan atau setara 94,25%.

tUjUan Dan linGkUP aUDit

Pemeriksaan dilakukan untuk menilai kelayakan 
berjalannya suatu ketentuan dalam sistem pengendalian 
akuntansi, operasional dan sistem manajemen WIKA yang 
dilakukan bersifat integrasi dalam mencapai sasaran 
perusahaan telah berjalan secara efektif dan efisien dan 
pelaksanaan pemeriksaan terbatas hanya lingkup Kantor 
Pusat WIKA. Disamping penugasan yang bersifat umum, 
Satuan Pengawasan Intern juga melakukan pemeriksaan 
khusus yaitu pemeriksaan objek tertentu yang diminta 
maupun diperintahkan oleh Direksi di luar Program Kerja 
Pengawasan Tahunan (PKPT).

PenGamBanGan komPetensi 
satUan PenGawas intern

JeniS komPetenSi
Type  of  CompeTeNCy

nama ProGram
progrAm NAme

Kompetensi Profesional Auditor
Auditors	Professional	Competencies

Qualified Internal Auditor (QIA)
Certified Risk Management Professional (CRMP)
Certified Accountant (CA)
Qualified	Internal	Auditor	(QAI)
Certified	Risk	Management	Professional	(CRMP)
Certified	Accountant	(CA)

Kompetensi Pendukung
Supporting Competencies

Seminar SNIA
Seminar Profesi Institute of Internal Auditors (IIA)
Munas/Semukernas FKSPI Pusat/FKSPI KJKK
SNIA	Seminar	
Professional	Institute	of	Internal	Auditors	Seminar	(IIA)
Munas/Semukernas	FKSPI	Pusat/FKSPI	KJKK

Pengembangan Wawasan
Insight	Development

Workshop/Seminar/Lokakarya yang berkaitan dengan profesi Audit
Benchmark terkait dengan Tugas/Peran & Fungsi audit ke entitas lain
Workshop/Seminar/related	to	the	Audit	profession
Benchmark	related	to	the	audit	Duties/Roles	&	Functions	in	other	entities

FinDinGs anD Follow UP

In 2019 following the ICU audit results, 261 findings and 
246 cases were followed up, or 94.25%. 

aUDit oBjectives anD scoPe

Effective and efficient examinations are carried out in 
an integrated manner to assess the feasibility of the 
WIKA accounting, operational and management systems 
carried out to achieve the Company’s objectives, and the 
audits are limited to the WIKA Head Office. In addition 
to general assignments, the Internal Audit Unit also 
conducts special examinations, namely examining certain 
objects requested, or those ordered by the Board of 
Directors outside the Annual Audit Work Program (PKPT).

internal control Unit 
comPetency DeveloPment
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AKUNTAN PUBLIK
Public accountant

Fungsi pengawasan independen terhadap aspek 
keuangan Perseroan dilakukan dengan melaksanakan 
pemeriksaan Audit Eksternal yang dilakukan oleh Kantor 
Akuntan Publik (KAP). Auditor Eksternal yang memeriksa 
laporan keuangan WIKA tahun buku 2019 ditetapkan 
melalui RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari 
Dewan Komisaris dan Komite Audit. Proses pemilihannya 
dilakukan sesuai dengan mekanisme pengadaan barang 
dan jasa yang berlaku. Untuk menjamin independensi 
dan kualitas hasil pemeriksaan, Auditor Eksternal yang 
ditunjuk tidak boleh memiliki benturan kepentingan 
dengan Perseroan.

PeneraPan FUnGsi 
aUDit eksternal

Dalam penggunaan Auditor Eksternal, WIKA mengacu 
pada ketentuan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 
17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 pasal 3 ayat 1  
yang menyebutkan bahwa pemberian jasa audit umum 
atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh 
KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-
turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 
3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

WIKA selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara 
Kantor Akuntan Publik, Komite Audit dan Manajemen 
untuk dapat meminimalisir kendala-kendala yang 
terjadi selama proses audit berlangsung. Agar proses 
audit sesuai dengan Standar Profesional Akuntan serta 
perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah 
ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang 
telah ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-
pertemuan yang membahas beberapa permasalahan 
penting yang signifikan.

The independent audit function of the Company’s 
financial aspects is through External Audits conducted 
by Public Accountant Firms (KAP). The external auditors 
to review WIKA’s financial statements for the 2019 
fiscal year was determined through the AGMS based 
on Board of Commissioners and the Audit Committee 
recommendations. The selection process was conducted 
in accordance with the current procurement of goods and 
services mechanism. To ensure the independence and 
quality of the audit results, the appointed External Auditor 
may not have a conflict of interest with the Company.

imPlementation oF the 
eXternal aUDit FUnctions

In the use of External Auditors, WIKA refers to Ministry of 
Finance Regulation No. 17/PMK.01/2008 dated February 
5, 2008 article 3 paragraph 1 that states that the general 
audit services on the financial statements of an entity 
conducted by a KAP shall be for a maximum of 6 (six) 
consecutive fiscal years, and by a Public Accountant no 
more than 3 (three) consecutive fiscal years.

WIKA works to improve communication between the 
KAP, Audit Committee and Management to minimize any 
constraints that may occur during the audit process. For 
the audit process to run in accordance with Professional 
Accountant Standards, work agreements, pre-determined 
scope of the audit, and to be completed in line with the 
predetermined time target, routine meetings are held 
to discuss important significant issues.
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kantor akUntan PUBlik, 
nama akUntan Dan Fee 
PerioDe  5 tahUn terakhir

Adapun Kantor Akuntan Publik, Nama Akuntan Publik, Fee dan 
Izin KAP yang mengaudit Laporan Keuangan selama 5 tahun 
terakhir dapat dilihat melalui tabel di bawah ini.

tahun
yeAr

kantor akuntan Publik
publiC  ACCouNTANT f irm

nama akuntan (Partner 
PenanGG unGJaWab)

ACCouNTANT NAme (pArTNer 
respoNsible)

Periode
period

fee
fee

i z in kaP
KAp l iCeNse

2019 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, 
Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba 1 periode
1 period

Rp924.269.000 STTD.K AP-00012/
PM.22/2017

2018 Amir Abadi Jusuf, Ar yanto, 
Mawar & Rekan

Rudi Hartono Purba 1 periode
1 period

Rp900.919.800 STTD.K AP-00012/
PM.22/2017

2017 Satrio Bing Eny & Rekan 
(Deloitte)

Henri Arifan 1 periode
1 period

Rp1.500.000.000 89/KM.1/2017

2016 Soejatna, Mulyana & Rekan Drs. Safaat Widjajabrata, CA, 
CPA

1 periode
1 period

Rp675.000.000 KEP-644/KM.17/1998

2015 HLB Hadori Sugiarto Adi & 
Rekan

Drs. Hartono, CA, CPA 1 periode
1 period

Rp851.815.000 KEP-116/KM.1/2009

jasa lain yanG DiBerikan

1. Laporan Evaluasi Kinerja Perusahaan Tahun Buku 2019;
2. Laporan Audit kepatuhan (compliance audit) terhadap 

Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Intern 
Tahun Buku 2019;

3. Laporan Audit atas Laporan Keuangan Program Kemitraan 
dan Bina Lingkungan untuk Tahun yang berakhir pada 
tanggal 31 Desember 2019.

koorDinasi aUDitor eksternal 
Dan komite aUDit 

WIKA selalu berupaya meningkatkan komunikasi antara Kantor 
Akuntan Publik (KAP), Komite Audit dan Manajemen untuk dapat 
meminimalisir kendala-kendala yang terjadi selama proses audit 
berlangsung. Agar proses audit sesuai dengan Standar Profesional 
Akuntan serta perjanjian kerja dan ruang lingkup audit yang telah 
ditetapkan dan selesai sesuai dengan target waktu yang telah 
ditetapkan, secara rutin dilakukan pertemuan-pertemuan yang 
membahas beberapa permasalahan penting yang signifkan.

Kantor Akuntan Publik berkoordinasi dengan Komite Audit 
dengan meminta masukan/saran tentang area yang mendapat 
perhatian khusus dari Komite Audit. Pada saat melakukan 
Audit, Komite Audit dan Kantor Akuntan Publik melakukan 
diskusi terkait temuan-temuan yang diperoleh KAP dan saat exit 
meeting KAP menyampaikan hasil auditnya. Komite Audit selalu 
mengevaluasi pelaksanaan audit umum sesuai dengan standar 
audit yang berlaku.

PUBlic accoUntinG Firm, 
accoUntant name anD Fees 
For the last 5 years PerioD

The Public Accounting Firm, Name of the Public 
Accountant Name, Fees and KAP Permit, for those who 
have audited the Financial Statements for the last 5 years 
can be seen in the table below.

other services ProviDeD

1. Company Performance Evaluation Report for Fiscal 
Year 2019;

2. Audit compliance report (compliance audit) of the 
Regulations and Internal Controls Fiscal Year 2019;

3. Audit Report on the Partnership and Community 
Development Program Financial Statements for the 
Year ended December 31, 2019.

coorDination oF 
eXternal aUDitors anD 
the aUDit committee

WIKA always seeks to improve communications between the 
Public Accounting Firm (KAP), Audit Committee and Management 
to minimize any constraints that occur during the audit process. 
For the audit process to run in accordance with the Professional 
Accountant Standards, the established work agreement, and 
audit scope to be completed in accordance with the target time 
set, routine meetings are conducted to address any significant 
important issues. 

The Public Accountant Firm coordinates with the Audit Committee 
by asking for input / suggestions about areas that require special 
attention from the Audit Committee. When conducting an Audit, 
the Audit Committee and the Public Accountant Firm discuss the 
KAP findings and at a KAP exit meeting presents the audit results. 
The Audit Committee always evaluates that the general audits 
are conducted in accordance with applicable auditing standards.
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MANAJEMEN RISIKO
risk Management

WIKA menyadari bahwa risiko telah menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dalam setiap proses bisnisnya. 
Risiko-risiko tersebut melekat pada semua aktifitas 
dan pengambilan keputusan serta dampak dari risiko 
tersebut secara signifikan dapat mempengaruhi 
kestabilan perusahaan. Seiring dengan pencapaiannya 
menjadi perusahaan EPC dan Investasi, WIKA 
membutuhkan sistem manajemen risiko yang mampu 
mengelola segala bentuk ketidakpastian menjadi fokus 
Perseroan. Manajemen Risiko menjadi semakin penting 
keberadaannya sebagai dasar dalam pengambilan 
keputusan oleh perusahaan demi memastikan roda 
bisnis perusahaan terus berputar. Manajemen Risiko 
adalah suatu budaya, dimana proses-proses dan struktur 
diarahkan untuk mengelola manajemen yang tepat 
guna, terhadap peluang yang potensial dan dampak 
yang merugikan.

strUktUr orGanisasi 
manajemen risiko

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. 
Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata kelola 
perusahaan yang baik (GCG), dalam pelaksanaan program 
Manajemen Risiko  terhitung sejak 31 Mei 2018, dibentuk 
Departemen Manajemen Risiko yang yang berada di 
bawah Direksi. Fungsi utama Departemen Manajemen 
Risiko dalam penerapan, pengembangan dan asesmen 
sistem manajemen risiko di tingkat perusahaan yang 
terintegrasi dari semua fungsi manajemen berdasarkan 
Visi/Misi WIKA dan pengendalian implementasi sistem 
manajemen risiko dalam rangka mendukung pencapaian 
produktivitas perusahaan.

WIKA realizes that risk has become an inseparable part 
in every business process. These risks are inherent in all 
activities and decision-making, and the impact of these 
risks can significantly affect the Company’s stability. 
Along with its achievement as an EPC and Investment 
Company, WIKA needs a risk management system to 
bring any uncertainty to the Company’s focus. Risk 
Management has become increasingly important as 
a basis for the Company’s decision-making to ensure 
the Company’s business wheels continue to turn. Risk 
Management is a culture, where processes and structures 
are managed and directed to appropriate management 
against potential opportunities and adverse impacts.

risk manaGement 
orGanizational strUctUre 

Based on the Ministry of SOEs Regulation No. Per-01/
MBU/2011 concerning the Implementation of Good 
Corporate Governance (GCG), as of May 31, 2018 the 
Company established a Risk Management program 
and a Risk Management Department under supervision 
of the Board of Directors. The Risk Management 
Department main function is to implement, develop 
and assess risk management systems at the integrated 
Company level for all management functions based 
on the Vision / Mission of WIKA, and to control the 
implementation of risk management systems to support 
the Company’s productivity.
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Berikut Struktur organisasi yang mendukung Sistem 
Manajemen Risiko:

GM (Koordinator MPPP (Pelaksana)
GM (Coordinator) MPPP (Executor)

GM (Koordinator) MBiro (Pelaksana 
sesuai fungsi)
GM (Coordinator) 
Bureau Manager (Manager according 
to function)

GM Dept. MR & PMO (Koordinator Tingkat 
Korporat) Staff Ahli (Pelaksana)
GM Dept. MR & PMO (Coordinator in Corporate 
Level) Expert Staff (Executor)

KOMISARIS
COMMISIONERS

Struktur Organisasi Manajemen Risiko Tingkat Korporat
Risk Management System Organizational Structure Corporate:

DEPATREMEN
KORPORASI
CORPORATE 
DEPARTMENT

QUANTITY
SURVEY (QS)

MANAJEMEN
KONTRAK

CONTRACT 
MANAGEMENT

ENGINEERING
PENGADAAN

PROCUREMENT

OPERASI &
PEMELIHARAAN

OPERATION & 
MAINTENANCE

OSHE
DIVISI

DIVISION

PPU
GM (Koordinator) Kasie Komrisk 
(Pelaksana)
GM (Coordinator) 
Section Head of Comrisk (Executor)

PJPU

DIREKTUR UTAMA
PRESIDENT DIRECTOR

DIREKTUR OSHE
DIRECTOR OF QHSE

GM DEPARTEMEN
MANAJEMEN RISIKO & PMO

GM OF RISK MANAGEMENT & PMO

MANAJER PROYEK
PROJECT MANAGER

KASIE 
KOMERSIAL

COMMERCIAL 
SECTION HEAD

SEKSI
ENGINEERING
ENGINEERING 

SECTION

SEKSI
QUALITY

ASSURANCE
QUALITY 

ASSURANCE 
SECTION

SEKSI
KOMERSIAL

COMMERCIAL 
SECTION

SEKSI
PENGADAAN
PROCREMENT 

SECTION

SEKSI
KEUANGAN &
ADMINISTRASI

FINANCE & 
ADMINISTRATION 

SECTION

SEKSI SHE
SHE SECTION

UNIT
PELAKSANA

IMPLEMENTING

The Risk Management System organizational structure 
is shown below:
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risk manaGement certiFication

The person in charge of the Risk Management function 
at each level owns a CRMO (Certified Risk Management 
Officer) and CRMP (Certified Risk Management 
Professional) Risk Management Certification.

risk manaGement system

WIKA’s Enterprise Risk Management Framework (ERM) 
is a set of components that form the organizational 
foundation, where management is inherent in each 
Bureau, Department, Division and all project functions 
within WIKA. With this framework, information on risks 
will be submitted to the authorized parties to be used 
as the basis for decision-making. The ERM framework 
is as follows:

• Mandates and Commitments
WIKA’s Board of Directors and Board of Commissioners 
fully support the ERM and risk management policies 
throughout the organization, and are committed to 
allocating appropriate resources to build, maintain 
and continuously improve the ERM framework. The 
Board of Directors has created a Department led by 
the Risk Management General Manager. The Risk 
Management Department and staff coordinates with 
all divisions, and subsidiaries and is responsible for 
managing and maintaining and providing advice and 
support to the Board of Directors, Senior Leaders and 
other stakeholders. The risk management department 
monitors and controls the implementation and 
reporting of subsidiary risk management so as to 
ensure the Company’s vision and mission are achieved. 
ERM is the responsibility of Management. Internal 
auditors, through risk-based audit activities, are 
responsible for ensuring compliance and supporting 
risk identification activities and recommending 
improvements to the ERM framework.

sertiFikasi manajemen risiko

Penanggung jawab fungsi Manajemen Risiko di setiap 
level telah memiliki Sertifikasi Manajemen Risiko CRMO 
(Certified	Risk	Management	Officer) dan CRMP (Certified	
Risk	Management	Profesional).

sistem manajemen risiko

Framework	Enterprise	Risk	Management Kerangka Enterprise	
Risk	Management (ERM) WIKA adalah seperangkat 
komponen yang membentuk fondasi dan mengatur 
organisasi, di mana pengelolaan yang melekat pada 
masing-masing Biro, Departemen, Divisi dan seluruh 
fungsi proyek dalam WIKA. Dengan kerangka ini, 
informasi tentang risiko akan diserahkan kepada pihak 
berwenang yang akan digunakan sebagai dasar untuk 
pengambilan keputusan. Kerangka Kerja ERM adalah 
sebagai berikut:

• Mandat Dan Komitmen Dewan
Direksi dan Komisaris WIKA sepenuhnya mendukung 
kebijakan ERM dan pengelolaan risiko di seluruh 
organisasi, serta berkomitmen untuk mengalokasikan 
sumber daya yang tepat untuk membangun, 
memelihara, dan melakukan perbaikan kerangka 
kerja ERM secara berkesinambungan. Direksi telah 
menciptakan sebuah Departemen yang dipimpin oleh 
General Manager Manajemen Risiko. Departemen 
Manajemen Risiko dan koordinator staf di semua 
divisi, dan anak perusahaan bertanggung jawab atas 
pengelolaan dan pemeliharaan dan untuk memberikan 
saran dan dukungan kepada Direksi, Pemimpin Senior 
dan stakeholder lainnya. Departemen manajemen 
risiko melakukan monitoring dan controling terhadap 
pelaksanaan serta pelaporan manajemen risiko 
anak perusahaan sehingga memastikan visi misi 
perusahaan tercapai. ERM adalah tanggung jawab 
Manajemen. Auditor internal melalui kegiatan audit 
berbasis risiko bertanggungjawab untuk memastikan 
kepatuhan dan mendukung kegiatan identifikasi risiko 
serta merekomendasikan perbaikan kerangka kerja 
ERM. 
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• Desain Kerangka Kerja ERM 
Desain kerangka ERM telah mempertimbangkan 
aspek-aspek berikut: 
1. Konteks Organisasi Konteks organisasi membantu 

Risk	Advisor dan Risk	Officer untuk menyusun 
konteks risiko. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 
memastikan definisi ruang lingkup dan parameter 
risiko yang dikelola. Kegiatan ini akan mengarahkan 
proses manajemen risiko selanjutnya. Faktor 
eksternal meliputi aspek politik, hukum dan 
perundangan, ekonomi, regulator, penyedia 
layanan kesehatan, asosiasi profesi, lingkungan 
yang kompetitif baik lokal maupun regional dan 
pemangku kepentingan lainnya. Faktor internal 
meliputi kebijakan, prosedur, budaya perusahaan, 
sumber daya, sistem informasi, persepsi para 
pemangku kepentingan dan struktur organisasi. 

2. Proses Terintegrasi Proses yang sudah ada seperti 
perencanaan strategis, struktur tata kelola, 
operasional, persyaratan kepatuhan, sistem 
informasi, prosedur keuangan, manajemen 
perubahan, dan proses lain, yang diintegrasikan 
menjadi satu sistem manajemen. 

3. Akuntabilitas Pengelolaan risiko merupakan 
akuntabilitas dan wewenang fungsi manajemen. 
Penjabaran tugas ERM disetiap lini organisasi 
selaras dengan visi dan misi perusahaan. 
Manajemen bertanggung jawab untuk menyusun 
Business Continuity Plans (BCP). 

4. Risk	Advisor Fungsi Risk	Advisor terdapat pada 
Biro Manajemen Risiko yang bertugas sebagai 
koordinator, memberikan advokasi dan fasilitator 
kepada Risk	Officer	yang ada dalam setiap lini 
organisasi. Ruang lingkup penugasan Risk Advisor 
adalah: 
a. Mempersiapkan, menerapkan, memelihara 

pemahaman ERM dan memberikan pelatihan 
secara berkelanjutan. 

b. Memberikan saran dan masukan pada semua 
tingkatan manajemen untuk keberlangsungan 
bisnis. 

c. Mengelola sumber-sumber daya eks ternal 
yang diperlukan untuk mendukung kerangka 
kerja ERM. 

d. Mekanisme komunikasi dan pelapor an divisi 
manajemen risiko mengkomunikasikan setiap 
perubahan kerangka kerja ERM. 

e. Bertanggung jawab atas penerapan dan 
pemanfaatan perangkat ERM. 

• ERM Framework Design
The ERM framework design considered the 
following aspects:
1. Organizational Context 

The Risk Advisors and Risk Officers compile the 
risk context. This activity defines the risk scope and 
parameters to be managed. This activity may lead 
to further risk management processes. External 
factors include political, legal and regulatory 
aspects, the economy, regulators, health service 
providers, professional associations, the local and 
regional competitive environments, and other 
stakeholders. Internal factors include policies, 
procedures, corporate culture, resources, 
information systems, stakeholder perceptions 
and organizational structure.

2. Integrated Process 
Existing processes such as strategic planning, 
governance structure, operations, compliance 
requirements, information systems, financial 
procedures, change management, and 
other processes, are integrated into one 
management system.

3. Accountability 
Risk management is the management 
accountability and authority function. The 
translation of organization ERM tasks in is 
aligned with the Company’s vision and mission. 
Management is responsible for preparing Business 
Continuity Plans (BCP).

4. Risk Advisor 
The Risk Advisor function lies in the Risk 
Management Bureau, for coordinating, providing 
advocacy and facilitating the Risk Officers in each 
line of the organization. The scope of the Risk 
Advisor assignment is:
a. To  prepare ,  implement ,  ma inta in 

understanding of ERM and provide training 
on an ongoing basis

b. To provide advice and input at all levels of 
management for business continuity.

c. To manage the external resources needed to 
support the ERM framework.

d. To communicate any changes to the ERM 
framework communication mechanism and 
to report to the risk management division.

e. To be responsible for the establishment and 
use of ERM devices.
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• Tahapan Implementasi ERM 
ERM diterapkan dengan tahap sebagai berikut: 
1. Membangun Konteks Risiko 

Dalam persiapan untuk penilaian konteks 
risiko harus didefinisikan konteksnya dengan 
mempertimbangkan 3 faktor kunci: Konteks 
Eksternal, Konteks Internal dan Konteks 
Manajemen Risiko. 

2. Identifikasi Risiko 
Sumber risiko harus diidentifkasi untuk 
dianalisa probabilitas dan akibatnya. Uraian 
dalam konteks risiko dan Risk Breakdown 
Structure (RBS) dapat dijadikan alat bantu 
untuk mengidentifikasi risiko. 

3. Analisa Risiko Proses ini membantu dalam 
memahami risiko. Proses analisa risiko dapat 
menggunakan metode kualitatif maupun 
kuantitatif. 

4. Evaluasi Risiko 
Tujuan evaluasi adalah untuk membantu dalam 
pengambilan keputusan. Output-nya adalah 
daftar risiko yang memerlukan penanganan 
dan yang berada dalam risk appetite untuk 
diterima. 

• Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan review seluruh aktivitas  pengelolaan  
risiko  harus direncanakan dan berkelanjutan. 
Penanggungjawab untuk setiap aktivitas harus 
ditetapkan. Aktivitas tersebut dapat dikaitkan dengan 
kegiatan audit internal untuk pembelajaran dan 
perbaikan terus menerus. 
1. Review Pedoman ERM dilakukan secara berkala 

minimal 2 tahun sekali. 
2. Evaluasi Risiko utama korporat dilakukan secara 

berkala minimal 12 bulan sekali. 

• Perbaikan Berkesinambungan 
1. ERM harus terus menerus disempurnakan sesuai 

hasil evaluasi dan rekomendasi dari pemangku 
kepentingan. 

2. ERM harus melekat pada budaya manajemen 
perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan 
dan perbaikan yang berkesinambungan. 
Pengelolaan risiko meliputi lima kegiatan utama: 
komunikasi dan konsultasi, menetapkan konteks, 
risk assessment, risk treatment serta monitoring 
dan evaluasi.

• ERM Implementation Stages 
ERM is implemented in stages as follows:
1. Risk Context Building 

In preparation for the assessment, the risks must 
be defined by context after considering three key 
factors: External Context, Internal Context and 
Risk Context Management. 

2. Risk Identification 
The risk source must be identified to analyze 
probabilities and consequences. The description 
in the risk context and Risk Breakdown Structure 
(RBS) can be used as tools for identifying risks. 

3.  Risk Analysis 
This process helps in understanding the risks. The 
process of risk analysis can use both qualitative 
and quantitative methods. 

4. Risk Evaluation 
The purpose of evaluation is to assist in decision-
making. The output is a list of risks that need care 
and the risk appetite to be taken. 

• Monitoring and Evaluation 
Monitoring and review of the entire risk management 
activities should be planned and sustainable. 
Responsibility for each activity should be set. These 
activities can be linked to internal audit activities for 
learning and continuous improvement. 

1.  ERM Guidelines reviews regularly at least
every 2 years.

2.  The main risk corporate evaluations are
conducted regularly every 12 months.

• Continuous Improvement
1. ERM should be continuously improved

regarding the evaluations and
recommendations of stakeholders.

2. ERM must be embedded in the company’s 
management culture within the framework of 
decision-making and continuous improvement 
Risk management includes five major activities 
communication and consultation, establishing 
the context, risk assessment, risk treatment and 
monitoring and evaluation. 
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Proses manajemen risiko

Hubungan antara Prinsip Manajemen Risiko, Kerangka 
Kerja serta Proses Manajemen Risiko WIKA adalah 
sebagai berikut:

PrinsiP manajemen resiko
Risk Management Principles

keranGka kerja
Workframe

mandate & 
commitment

mandate & 
commitment

Risk Identification

risk analysis

risk evaluation

risk treatment
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Proses manajemen resiko
Risk Management Process

1. Merupakan nilai tambah
2. Merupakan bagian intensif dari 

proses organisasi
3. Merupakan bagian dari 

pengembalian keputusan
4. Secara eksplisit mengatasi 

ketidakpastian
5. Sistematis, terintegrasi dan 

tepat waktu
6. Berdasarkan informasi yang 

tersedia
7. Selaras dengan konteks 

organisasi internal dan 
eksternal

8. Mempertimbangkan faktor 
manusia dan budaya dalam 
organisasi

9. Transparan dan inisiatif
10. Dinamis, intensif, dan 

representative terhadap 
perubahan

11. Mendorong peningkatan 
secara berkesinambungan

1.	 As	an	added	value	
2.	 As	an	intensive	part	of	

organizational process 
3.	 As	a	part	of	decision	decision	

making 
4.	 Overcoming uncertainties 

explicitly 
5.	 Systematic, integrated, and 

on time 
6.	 Based on available 

informations 
7.	 Aligned	with	internal	and	

external organization context 
8.	 Considering	human	factor	and	

organizational culture 
9.	 Transparent and initiative 
10.	 Dynamic,	intensive	and	

representative	to	changes
11.	 Encouraging	sustainable	

improvements

evaluation

monitoring
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risk manaGement Process

The relationship between the Risk Management 
Principles, the WIKA Risk Management Framework and 
Processes are as follows:
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risk ProFile anD risk 
mitiGation eFForts

ProFil risiko Dan UPaya 
mitiGasi risiko

no riSiko
risK

PenYebab
cauSe 

rencana mitiGaSi
miTigATioN plAN

1 Tidak tercapainya 
target OK sesuai 
rencana (RKAP/RJP) 

Not	achieving	the	OK	
target according to plan 
(RKAP	/	RJP)

1. Jumlah proyek terbatas
2. Produsen/pesaing baru bertambah 
3. HPP pesaing semakin kompetitif 
4. Kondisi politik di negara pemilik kerja (Proyek 

Luar Negeri) 
5. Kapasitas WIKA belum memenuhi kriteria 

perusahaan/owner asing (Proyek EPC) 

1.	 Limited	number	of	projects	
2.	 New	producers	/	competitors	increasing
3.	 Competitive COGS are increasingly 
4.	 Political	conditions	in	the	country	of	work	

(Overseas	Projects)
5.	 WIKA's	capacity	does	not	meet	the	criteria	for	

foreign	companies	/	owners	(EPC	Project)

1. Menginisiasi proyek-proyek investasi & pasar baru 
a. Melakukan analisa & evaluasi (lesson learn), 

proyek yang didapat dan tidak, 2015-2018, 
mendapatkan Root	Cause: 
• Kompetitiveness 
• Cost Production
• Pola Pengelolaan 
• Opini dari pihak independent (konsultan) 

1.	 Initiate	new	investment	&	market	projects
b.	 Conduct	analysis	&	evaluation	(lesson	learn),	

projects	obtained	and	not,	2015-2018,	get	Root	
Cause:
•	 Competitiveness
•	 Cost Production
•	 Management Patterns
•	 Opinions from independent parties 

(consultants)

2. Sinergi dengan Anak Perusahaan untuk 
mendapatkan HPP yang kompetitif, produk inovatif 
sesuai spesifikasi

2.	 Synergy	with	subsidiaries	to	obtain	competitive	COGS,	
innovative	products	according	to	specifications

3. Membuat Prosedur  mengatur KYC untuk owner 
Luar negeri terkait kondisi negara &  bisnis 

3.	 Develop	Procedures	regulating	KYC	for	Overseas	
owners related to country & business conditions

4. Bekerjasama /JO dengan Induk (sinergi) dan 
sertifikasi 

4.	 Cooperation	/	JO	with	Parent	(synergy)	and	
certification

5. Bekerjasama dengan perusahaan yang memenuhi 
kriteria yang disyaratkan Owner 

5.	 Collaborate	with	companies	that	meet	the	criteria	
required	by	the	Owner

2 Tidak tercapainya 
sasaran Investasi 
sesuai Rencana 

Not	achieving	the	
Investment target as 
planned

1. Sinergi bisnis belum mencerminkan nilai 
tambah yang optimal serta Keterbatasan 
inovasi produk sesuai kebutuhan pasar

2. Belum  mempertimbangkan perubahan  
Regulasi dan Informasi market pada saat 
perencanaan 

1.	 Business	synergy	does	not	yet	reflect	optimal	
added value and limitations of product innovation 
according to market needs

2.	 Did	not	consider	changing	market	regulations	and	
information	when	planning

1. Pembangunan model sinergi bisnis perusahaan 
(induk dan seluruh anak). Melaksanakan 
percepatan proses pembahasan investasi, Pass 
through BOD 

1.	 Develop	synergy	model	of	the	company's	business	
(parent	and	all	subsidiaries).	Accelerate	the	
investment	discussion	process,	Pass	through	BOD

1. Mendapatkan Informasi yang akurat, dari lembaga 
atau lingkungan yang valid, terukur dan teruji 

1.	 Obtain accurate information, from valid, measured 
and tested institutions or environments

2. Selalu melakukan update terhadap regulasi 
terbaru, dan Mereview SOP di perusahaan 

2.	 Continuous	updates	to	the	latest	regulations,	and	
review	SOPs	in	the	company

3 Tidak tercapainya 
perolehan kontrak 
Pengembangan 
Kawasan 

Not	achieving	a	Regional	
Development	contract

1. Belum tersedia informasi yang valid, Land Bank 
yang berpotensi menguntungkan 

1.	 No valid information available, potentially 
profitable	Land	Bank

1. Investasi Landbank yang strategis 
1.	 Strategic	Landbank	Investment

1. Kompetensi Utama Perusahaan (Wika Holding) 
dibidang Property Pengembangan Kawasan 
Township (Existing) 

2.	 Company	Main	Competencies	(Wika	Holding)	
in	the	Property	Development	Region	Township	
(Existing)

1. Penguatan proses kajian Feasibility Study lebih 
intensif 

1.	 Strengthen	the	Feasibility	Study	process	more	
intensively
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no riSiko
risK

PenYebab
cauSe 

rencana mitiGaSi
miTigATioN plAN

4 Turunnya Harga 
Saham 
Stock	Price	Decline

Kondisi ketidakpastian pasar global, khususnya di 
Industri Jasa Konstruksi & Investasi 
Global	market	uncertainty,	especially	in	the	
Construction & Investment Services Industry

1. Peningkatan likuiditas saham melalui edukasi 
pasar/aksi Korporasi kepada analyst dan investor

2. Peningkatan kualitas hubungan dengan pelaku 
pasar, dan pemeliharaan berita-berita yang positif 
berimbang, kepada media terkait isu dan kinerja 
perusahaan 

1.	 Increase	stock	liquidity	through	market	education	/	
Corporate	action	with	analysts	and	investors

2.	 Improve	the	quality	of	relations	with	market	
participants, and maintain balanced positive 
news,	to	the	media	regarding	company	issues	and	
performance

evalUasi Pelaksanaan 
manajemen risiko

Implementasi manajemen risiko di WIKA didasari 
adanya Kebijakan dari Direksi berupa Kebijakan Sistem 
Manajemen Risiko yang berlaku di WIKA grup. Di samping 
itu sebagai perkuatan pelaksanaannya, Departemen 
Manajemen Risiko dan PMO selaku departemen yang 
menaungi pelaksanaan manajemen risiko di WIKA grup 
telah menyusun:

1. Pedoman Sistem Manajemen Risiko 
2. Prosedur Manajemen Risiko 
3. Instruksi Kerja yang berkaitan dengan pelaksanaan 

Manajemen Risio, yaitu Instruksi Keja Kamus Risiko, 
Instruksi Kerja Laporan Manajemen risiko, dan 
Instruksi Kerja Self	Assessment Manajemen Risiko. 

Dalam rangka implementasi manajemen risiko di WIKA, 
Departemen Manajemen Risiko dan PMO memiliki 2 
program kerja utama yaitu (1) Peningkatan Awareness 
oleh para Risk	Owner dan PIC Manrisk serta (2) Pengukuran 
Maturitas Implementasi Manajemen Risiko.

Awareness

Pengukuran
Maturitas

Workshop
Manajemen

Risiko
Workshop
Manajemen

Risiko

In Class 
Training
Asesor

Roundtable
Discussion

Pelaksanaan
Pengukuran

Maturitas
Pelaksanaan
Pengukuran

Maturitas

evalUation oF risk 
manaGement imPlementation

WIKA”s risk management implementation is based 
on the Board of Directors’ Policy in the form of a Risk 
Management System Policy that applies to the WIKA 
group. In addition to strengthen the implementation, 
the Risk Management and PMO Department functions 
as the department overseeing the risk management 
implementation in the WIKA group, and they 
have established:
1. Risk Management System Guidelines
2. Risk Management Procedures
3. Work Instructions relating to Risk Management 

implementation, including a Risk Work Instructions 
Dictionary, Risk Management Work Instructions 
Report, and Risk Management Work Instructions 
Self-Assessment.

In the framework of implementing risk management 
at WIKA, the Risk Management and PMO Department 
uses 2 main work programs, namely (1) Increased 
Manrisk Awareness by Risk Owners and PIC, and (2) Risk 
Management Maturity Implementation Measurement.
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Pelaksanaan Workshop Manajemen Risiko di tingkat Departemen Operasi
Risk	Management	Workshop	at	the	Operating	Department	level

Pelaksanaan Workshop Manajemen Risiko di tingkat Anak Perusahaan
Risk	Management	Workshop	at	the	Subsidiary	level

Pelaksanaan Roundtable Discussion Manajemen Risiko WIKA - GIRMA
WIKA	-	GIRMA	Risk	Management	Roundtable	Discussion



531Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

Implementasi manajemen risiko di WIKA diukur tingkat 
kematangannya melalui  mekanisme Self	Assessment. Hasil 
assessment menunjukkan tingkat kematangan penerapan 
manajemen risiko di perusahaan yang dikategorikan ke 
dalam 5 kategori dengan skala sebagai berikut:

OPTIMISED

Score 4.5 <x=5

Manajemen risiko menjadi suatu keuntungan kompetitif

Risiko terukun, terkelola, berlaku di seluruh perusahaan

Kebijakan, proses, dan standar telah terdefinisikan dan terlembaga

Proses sudah dibangun dan berulang, tergantung pada kontinuitas SDM

Tergantung pada inisiatif personil kunci, kapabilitas kelembagaan kurang

Score 2.5 <x=3.5

Score 3.5 <x=4.5

Score 1.5 <x=2.5

Score 1 <x=1.5

MANAGED

DEFINED

REPEATABLE

INITIAL

Hasil assessment 2019 melalui penilaian tingkat 
proyek, departemen operasi dan anak perusahaan 
WIKA menunjukkan tingkat kematangan penerapan 
manajemen risiko di level Managed.

Assessment Proyek
Project	Assessment

Assessment Proyek
Project	Assessment

Assessment Anak Perusahaan
Subsidiary	Assessment

Assessment Departemen Operasi
Operating	Department	Assessment

WIKA’s risk management implementation is measured 
by its level of maturity through a Risk Maturity Level 
Self-Assessment mechanism. The assessment results 
indicate the level of maturity in the application of risk 
management in the Company, and that are categorized 
into 5 categories using the following scale:

The 2019 assessment results through project level, 
operations departments and WIKA subsidiaries 
assessments indicates that the level of maturity in the 
risk management application is at the Managed level.
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SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL
internal Control System

Pengendalian internal adalah proses yang dirancang dan 
dijalankan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan anggota 
manajemen lainnya serta seluruh personil Perseroan, 
yang ditujukan untuk memberikan keyakinan yang 
memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi 
operasi, keandalan pelaporan keuangan serta kepatuhan 
terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Board Manual PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., 
Direksi harus menetapkan sistem Pengendalian Internal 
yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset 
Perusahaan. Sistem Pengendalian Internal mencakup 
hal-hal sebagai berikut:
1. Lingkungan pengendalian internal dalam Perusahaan 

yang disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari: 
a. Integritas, nilai etika dan kompetensi pegawai; 
b. Filosofi dan gaya manajemen; 
c. Cara yang ditempuh manajemen dalam 

melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab; 
d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber 

daya manusia; dan 
e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi. 

2. Pengkajian dan pengelolaan risiko usaha yaitu suatu 
proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, menilai 
dan mengelola risiko usaha yang relevan. 

3. Aktivitas pengendalian yaitu tindakan-tindakan yang 
dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap 
kegiatan Perusahaan pada setiap tingkat dan unit 
dalam struktur organisasi Perusahaan, antara 
lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, 
rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian 
tugas dan keamanan terhadap aset Perusahaan. 

4. Sistem informasi dan komunikasi yaitu suatu proses 
penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, 
finansial, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan 
yang berlaku pada Perusahaan. 

5. Monitoring yaitu proses penilaian terhadap kualitas 
sistem pengendalian internal termasuk fungsi internal 
audit pada setiap tingkat dan unit struktur organisasi 
Perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara 
optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan 
yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan 
tembusannya disampaikan kepada Komite Audit. 

Internal control is a process developed and carried out 
by the Board of Commissioners, Board of Directors and 
other management, and all Company personnel, aimed 
at providing adequate confidence in the achievement 
of effective and efficient operations, reliable financial 
reporting and compliance with prevailing laws 
and regulations.

Based on the PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Board 
Manual, The Board of Directors must establish an 
effective Internal Control system to secure the Company’s 
investments and assets. The Internal Control System 
includes the following:
1. A disciplined and structured internal control 

environment in the Company, consisting of:
a. Integrity, ethical values and employee competence;
b. Management philosophy and style;
c. The ways management carries out its authorities 

and responsibilities;
d. Organizing and developing human resources; and

e. Attention and direction taken by the Board 
of Directors.

2. Business risk assessment and management as a 
process to identify, analyze, assess and manage 
relevant business risks.

3. Control activities, actions taken during a process to 
control the Company’s activities at every level and 
unit in the organizational structure, including the 
authorities, authorization, verification, reconciliation, 
work performance assessment, division of duties, and 
security of Company assets .

4. Information and communication system, as is a 
process for presenting reports on operational, 
financial, and observance of the rules and regulations 
applicable to the Company.

5. Monitoring, as a process for evaluating the internal 
control system quality, including the internal audit 
function at each level and unit in the Company’s 
organizational structure, so that it can be carried 
out optimally, provided that irregularities occur 
are reported to the Board of Directors and copies 
submitted to the Audit Committee.
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6. Untuk membantu Direksi dalam melakukan 
perencanaan, pengendalian, koordinasi dalam 
pengawasan, penilaian atas sistem pengendalian 
manajemen dan pelaksanaan seluruh kegiatan 
perusahaan serta memberikan saran-saran perbaikan 
dibentuk fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI). 

7. SPI dipimpin oleh Kepala Satuan Pengawasan Intern 
dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Direktur Utama. Penjabaran lebih lanjut tugas 
dan fungsi SPI diatur dengan Keputusan Direksi.

tUjUan PenGenDalian

Sistem Pengendal ian Internal  perusahaan 
mempunyai tujuan:
1. Tujuan Kepatuhan yaitu menjamin bahwa semua 

kegiatan usaha perusahaan telah dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, baik ketentuan yang 
dikeluarkan oleh pemerintah maupun kebijakan dan 
prosedur internal yang ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Tujuan Informasi yaitu menyediakan lapor an yang 
benar, lengkap, tepat waktu dan relevan yang 
diperlukan dalam rangka pengambilan keputusan 
yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan. 

3. Tujuan Operasional yaitu meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi dalam penggunaan aset dan sumber 
daya lainnya dalam rangka melindungi perusahaan 
dari risiko kerugian.

kesesUaian PenGenDalian 
internal DenGan 
keranGka coso

Sistem pengendalian intern WIKA telah sesuai dengan 
Internal Control Integrated Framework yang dikembangkan 
oleh The	Committee	of	Sponsoring	Organization	of	the	
Treadway Commission (COSO) dan tujuan pengendalian 
internal menurut COSO meliputi operasional, pelaporan 
dan kepatuhan.

Tujuan operasional berkaitan dengan efektivitas dan 
efisiensi operasi. Tujuan pelaporan berkaitan dengan 
kepentingan pelaporan keuangan yang memenuhi 
kriteria andal, tepat waktu, transparan dan persyaratan 
lain yang ditetapkan oleh regulator maupun Perseroan. 
Sedangkan tujuan kepatuhan berkaitan dengan 
kepatuhan Perseroan terhadap hukum dan Peraturan 
Perundang-undangan.

6. Assistance to the Board of Directors in planning, 
controlling, coordinating supervision, evaluating the 
management control system, and implementing all 
Company activities and providing suggestions for 
improvement, through the established Internal 
Control Unit (ICU).

7. ICU is led by the Head of ICU for carrying out the 
President Director’s duties. Further details on the 
ICU duties and functions are regulated by a Board 
of Directors’ Decree.

control oBjectives

The Company’s Internal Control System objectives include:

1. Compliance Objectives to ensure that all business 
activities in the Company are carried out in accordance 
with the prevailing laws and regulations issued by 
the Government, and internal Company policies 
and procedures.

2. Information Objectives to ensure that reports provided 
are correct, complete, timely and relevant as required 
for reliable and accountable decision-making.

3. Operational Objectives to ensure that there is 
increased effectiveness and efficiency in the use of 
assets and other resources to protect the Company 
from the risk of losses.

sUitaBility oF internal control 
with the coso Framework 

WIKA’s internal control system is in conformity with 
the Integrated Internal Control Framework developed 
by The Committee of Sponsoring Organizations of 
the Treadway Commission (COSO), and the COSO 
internal control including operational, reporting and 
compliance objectives.

Operational objectives relate to the effectiveness of 
operating efficiency. The purpose of reporting relates 
to the interests of financial reporting that meet the 
criteria of reliability, timeliness, transparency and 
other requirements stipulated by the regulator and the 
Company. While the objectives of compliance relate to 
the Company’s compliance with laws and regulations.
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Menurut COSO, unsur-unsur pengendalian intern 
meliputi komponen-komponen sebagai berikut: 
1. Lingkungan pengendalian; 
2. Penilaian risiko; 
3. Aktivitas pengendalian; 
4. Informasi dan Komunikasi; 
5. Kegiatan pemonitoran.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan oleh 
SPI dilakukan juga pengujian berjalannya pengendalian 
intern  (internal  control) atas cakupan Audit yang terdiri 
dari Operasional, Akuntansi/Keuangan dan Kepatuhan 
di samping dilakukannya Audit yang bersinerji dengan 
fungsi lainnya dalam operasional perusahaan yakni 
Manajemen Mutu, Safety,	Health	and	Environment	(SHE), 
Risiko dan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) yang 
mengacu pada kerangka COSO.

Sistem Pengendalian Intern Perusahaan merupakan 
suatu proses pengendalian yang dilaksanakan secara 
terus menerus oleh Direksi, Pejabat Struktural, Pejabat 
Fungsional dan Pelaksana yang dirancang untuk 
memberikan keyakinan yang memadai terhadap 
pencapaian Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan Perusahaan.

linGkUnGan PenGenDalian

Lingkungan pengendalian merupakan faktor yang 
mempengaruhi keseluruhan perusahaan terutama 
berkaitan dengan etika bisnis dan GCG dan menjadi 
atmosfir bagi setiap individu di perusahaan dalam 
melakukan aktivitas dan melaksanakan tanggung jawab 
pengendalian yang menjadi tugas pokoknya. Lingkungan 
pengendalian dibangun sebagai fondasi yang efektif 
untuk mendukung berjalannya komponen pengendalian 
internal lainnya, sehingga lingkungan pengendalian di 
perusahaan wajib memenuhi aspek berikut: 
1. Penegakkan integritas dan nilai etika di implementasi 

dengan cara: 
a. Menyusun dan menerapkan aturan perilaku 

sebagaimana dituangkan dalam budaya 
perusahaan, terdapat aturan perilaku yang berisi 
standar etika dan pedoman perilaku bagi pegawai 
di lingkungan perusahaan. 

b. Memberikan keteladanan yang nyata dalam 
pelaksanaan yang berkaitan dengan aturan 
perilaku pada setiap tingkat pimpinan di 
perusahaan dalam bentuk tindakan dan ucapan. 

c. Menegakkan tindakan disiplin yang tepat jika 
terdapat penyimpangan atas kebijakan dan 
prosedur, atau terjadinya pelanggaran terhadap 
aturan perilaku yang telah ditetapkan oleh 
Perusahaan. 

According to COSO, the internal control elements include 
the following components.
1. Control environment;
2. Risk assessment;
3. Control activities;
4. Information and Communication;
5. Monitoring activities.

In the inspection conducted by ICU, it also conducts 
internal control testing for the Audit scope consisting 
of Operational, Accounting/Finance and Compliance, in 
addition to the audit that synergies with other functions in 
the company’s operations, including quality management, 
safety, health and environment (SHE), risk and security 
management systems (SMP), with reference to the 
COSO framework.

The Company’s Internal Control System is a control 
process that is continuously carried out by the Board 
of Directors, Structural Officers, Functional Officers 
and Executors that is designed to provide adequate 
confidence in the achievement of the Company’s Vision, 
Mission, Targets and Objectives.

control environment

The control environment is a factor that affects the whole 
Company, especially related to business ethics and GCG 
and involves an atmosphere whereby every individual 
in the Company carries out their activities and control 
responsibilities as part of their main duties. The control 
environment is built as an effective foundation to support 
the execution of other internal control components, 
so that the Company’s control environment meets the 
following aspects:

1. Enforcement of integrated and ethical values 
implementation by:
a. Developing and complying with rules of conduct as 

outlined in the corporate culture, including rules of 
conduct that contain ethical standards and codes 
of conduct for employees within the company.

b. Providing real examples for the implementation 
of rules of conduct at each level of leadership in 
the company in the form of actions and speech.

c. Enforcing appropriate disciplinary action if there 
are deviations from policies and procedures, 
or violations of rules of conduct established by 
the Company.
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d. M a n a j e m e n  d a p a t  m e n j e l a s k a n  d a n 
mempertanggungjawabkan adanya intervensi 
atau pengabaian pengendalian intern dengan 
memberikan penjelasan yang memadai. 

e. Menghilangkan peluang/godaan untuk berperilaku 
tidak etis. 

2. Komitmen terhadap kompetensi diwujudkan dengan: 
a. Mengidentifkasi dan mendefinisikan kegia tan 

yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan 
fungsi pada masing-masing posisi di   lingkungan 
perusahaan. 

b. Menyusun standar kompetensi untuk setiap 
tugas dan fungsi pada masing-masing posisi 
dilingkungan perusahaan. 

c. Menyelenggarakan pelatihan dan pembimbingan 
untuk membantu pegawai mempertahankan dan 
meningkatkan kompetensi pekerjaannya. 

d. Memilih pejabat yang memiliki kemampuan 
manajerial dan pengalaman teknis yang dapat 
dijabarkan secara akurat dalam pelaksanaan 
tugas dan fungsinya dalam menunjang aktivitas 
perusahaan. 

3. Kepemimpinan kondusif yang ditunjukan oleh Direksi 
dengan: 
a. Mempertimbangkan risiko dalam pengambilan 

keputusan untuk dimitigasi sebelum keputusan 
diambil oleh Direksi secara kolegial. 

b. Menerapkan manajemen berbasis kinerja. 
c. Mendorong setiap unit kerja menerapkan Sistem 

Pengendalian Intern Perusahaan. 
d. Melindungi aset dan informasi dari akses atau 

penggunaan oleh pihak yang tidak sah. 
e. Melakukan interaksi yang intensif dengan pejabat 

struktural dan/atau pejabat  fungsional. 
f. Menunjukkan sikap yang adil dan tidak memihak 

dalam memberi penugasan kepada pejabat 
struktural dan/atau fungsional. 

4. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan dilakukan dengan aktivitas: 
a. Menyesuaikan dengan core bisnis dan sifat 

kegiatan perusahaan. 
b. Memberikan penjelasan kepada  pegawai terkait 

dengan uraian pekerjaan (job	description) yang 
menjadi tanggung jawabnya. 

c. Memberikan kejelasan hubungan jenjang 
pelaporan internal dalam lingkungan perusahaan. 

d. Melaksanakan evaluasi dan penyesuaian serta 
perbaikan terhadap struktur organisasi bilamana 
terjadi perubahan lingkungan stratejik. 

e. Menetapkan jumlah dan komposisi jabatan 
pegawai yang disesuaikan dengan formasi 
manajerial dan non manajerial. 

d. Explaining and accounting by Management for 
any intervention or neglect of internal control by 
providing adequate explanation.

e. Eliminating the opportunity / temptation to 
behave unethically.

2. Commitment to competence is realized by:
a. Identifying and defining activities required to 

complete tasks and functions at each position 
within the Company.

b. Developing competency standards for each task 
and function at each position within the Company.

c. Conducting training and mentoring to help 
employees maintain and improve their 
work competencies.

d. Selecting officials with managerial skills and 
technical experience that can be accurately seen 
in the implementation of their duties and functions 
in support of the Company activities.

3. Conducive leadership shown by the Board of 
Directors by:
a. Considering the risks in decision-making to be 

mitigated before the Board of Directors makes 
decisions collegially.

b. Implementing performance-based management.
c. Encouraging each work unit to implement the 

Company’s Internal Control System.
d. Protecting assets and information from 

unauthorized access or use.
e. Conducting intensive interaction with structural 

and / or functional officials.
f.  Exhibiting a fair and impartial attitude when 

assigning structural and / or functional officials.

4. Establishing an organizational structure that suits the 
Company’s needs is achieved by:
a. Adjusting the core business and the nature of the 

Company’s activities.
b. Providing explanations to employees related to 

their job description under their responsibility.

c. Providing clarity of internal reporting relationships 
with the Company.

d. Carrying out evaluations and adjustments 
and improvements to the organizational 
structure whenever there is a change in the 
strategic environment.

e. Establishing the number and composition of 
employee positions, adjusted to managerial and 
non-managerial formations.
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5. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang 
tepat dengan memperhatikan aspek: 
a. Wewenang diberikan kepada pejabat struktural, 

pejabat fungsional dan pelaksana yang tepat 
sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya melalui 
job	description yang selaras dengan ketentuan 
otorisasi perusahaan. 

b. Pejabat struktural, pejabat fungsional dan 
pelaksana harus memahami bahwa wewenang 
dan tanggung jawab yang diberikan mempunyai 
keterkaitan dengan unit kerja lain di lingkungan 
perusahaan, sehingga perlu adanya koordinasi 
yang intens dan efektif. 

c. Pejabat struktural, pejabat fungsional dan 
pelaksana harus memahami bahwa pelaksanaan 
tanggung jawab dan wewenangnya sepenuhnya 
berkaitan dengan penerapan Sistem Pengendalian 
Intern. 

6. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat 
tentang pembinaan Human	Capital dilakukan dengan 
memperhatikan: 
a. Penetapan prosedur dari tahap rekrutmen sampai 

dengan pemberhentian pegawai. 
b. Penelusuran latar belakang calon pegawai dalam 

proses rekrutmen. 
c. Supervisi periodik yang memadai terhadap 

pegawai. 
7. Perwujudan dari peran Satuan Pengawasan Intern 

yang efektif dilakukan dengan cara: 
a. Melakukan evaluasi dan penilaian atas ketaatan 

penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Perusahaan. 

b. Memberikan penilaian yang objektif atas 
kecukupan internal control atas penerapan Sistem 
Pengendalian Intern Perusahaan. 

c. Memberikan saran perbaikan dan rekomendasi 
dalam penerapan Sistem Pengendalian 
Intern Perusahaan.

Penilaian risiko

Penilaian risiko merupakan proses identifikasi dan 
analisa terhadap risiko-risiko yang berpotensi dapat 
menghambat pencapaian tujuan perusahaan. Penilaian 
risiko dilakukan untuk mengidentifikasi risiko-risiko 
perusahaan yang menjadi prioritas untuk ditangani secara 
tepat, agar tingkatan risiko perusahaan dapat berkurang 
sampai pada batasan nilai risiko yang dapat diterima 
oleh Perusahaan. Manajemen dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya, wajib melakukan penilaian risiko dan 
sebelum melakukan penilaian risiko terlebih dahulu 
harus ditetapkan tujuan aktivitas kegiatan sampai pada 
tingkatan operasional. 

5. Delegating appropriate authority and responsibilities 
by taking into account:
a. The authority given to structural officials, 

functional officials and executors matches their 
level of responsibility in their job descriptions in 
line with the Company’s authorization provisions.

b. Structural officials, functional officials and 
implementers must understand that the authority 
and responsibilities given link to other work units 
within the Company, so intense and effective 
coordination is required.

c. Structural officials, functional officials and 
implementers must understand that the 
implementation of their responsibilities and 
powers is wholly related to the Internal Control 
System’s application.

6. Preparing and implementing sound Human Capital 
development policies is carried out by taking 
into account:
a. Established procedures from the recruitment 

stage to employees leaving.
b. Background searches of prospective employees 

in the recruitment process.
c. Adequate periodic supervision of employees.

7. The embodiment of the Internal Control Unit’s 
effective role is carried out by:
a. Evaluating and assessing compliance with the 

Company ’s Internal Control System.

b. Providing an objective assessment on the internal 
control adequacy related to its application of the 
Company ’s Internal Control System.

c. Providing suggestions for improvements and 
recommendations in the application of the 
Company ’s Internal Control System.

risk assessment

Risk assessment is the process of identifying and analyzing 
risks that can potentially hamper the achievement of the 
corporate goals. Risk assessments are carried out to 
identify priority corporate risks that must be handled 
appropriately, so that the company’s risk level can 
be reduced to the extent that the risk value becomes 
acceptable to the Company. Management, in carrying out 
its duties and functions, must perform risk assessments, 
and prior to conducting risk assessments, must first set 
the activity objectives at the operational level. 
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Penetapan tujuan perusahaan memuat pernyataan dan 
arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis 
dan terkait waktu serta dikomunikasikan ke seluruh 
pegawai. Dalam mencapai tujuan perusahaan maka 
Manajemen menetapkan strategi dan menerapkannya 
secara konsisten.

Penilaian risiko pada tingkat Perusahaan dilakukan 
dengan: 
1. Penetapan tujuan perusahaan

Penetapan sasaran dan target bisnis harus 
dilakukan dengan terlebih dahulu memperhatikan 
risiko-risiko potensial yang mempengaruhi secara 
negatif terhadap upaya pencapaian sasaran/ target. 
Manajemen akan selalu menetapkan target bisnis 
dalam koridor toleransi risiko yang masih dapat 
ditanggung oleh perusahaan. 

2. Penetapan tujuan pada tingkat kegiatan operasional 
Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan 
berdasarkan pada tujuan dan kaitannya dengan 
rencana strategis perusahaan, dengan tujuan pada 
tingkatan kegiatan operasional saling melengkapi, 
saling menunjang dan tidak bertentangan satu 
dengan lainnya yang diarahkan pada relevansi dengan 
seluruh kegiatan utama perusahaan. 

3. Identifikasi risiko
Identif ikasi risiko dilakukan dengan cara 
mengidentifikasi setiap peristiwa risiko yang dapat 
menghambat pencapaian tujuan perusahaan 
yang bersumber dari faktor internal dan eksternal 
perusahaan, maupun faktor lainnya yakni: 
a. Faktor internal meliputi antar a lain infrastruktur, 

kebijakan/ketentuan perusahaan, sumber daya 
manusia, proses bisnis, keuangan, investasi dan 
teknologi informasi yang dapat diaplikasikan. 

b. Faktor eksternal meliputi antara lain lingkungan 
alam, ekonomi, sosial, politik dan perkembangan 
teknologi informasi. 

c. Faktor lainnya, seperti kegagalan pencapaian misi, 
tujuan dan sasaran masa lalu dan program yang 
kompleks dan penting. 

4. Analisis Risiko 
Analisis risiko dilaksanakan untuk menentukan 
tingkat kemungkinan terjadinya (likelihood) risiko 
dan tingkat dampak risiko dari hasil identifikasi 
risiko sebagai acuan untuk mengelolanya dengan 
pengukuran risiko berdasarkan pendekatan risiko 
inheren dan risiko residual. Tujuan analisis risiko 
adalah untuk memperoleh risiko potensial yang perlu 
memperoleh prioritas pengendalian risiko karena 
dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan 
dan menyediakan data untuk membantu dalam 
melakukan evaluasi dan menetapkan strategi respon 
berupa mitigasi risiko/action plan.

Setting company goals contains specific, measurable, 
achievable, realistic and time related statements and 
directives and is communicated to all employees. 
For achievement of the company’s objectives, the 
Management determines the strategies and applies 
it consistently.

Risk assessments at the Company level is performed by:

1. Determination of Company goals
Establishing business goals and targets should be 
conducted by first taking into account potential 
risks that negatively affect the target achievement. 
Management will always set business targets within 
the risk tolerance corridor that can still be borne by 
the Company. 

2. Determination of objectives at the operational level
Establishing objectives at the activity level based on 
the objectives and their relation to the Company 
’s strategic plan, with the operational activity level 
objectives being complementary, mutually supportive 
and non-contradictory to each other, and directed to 
the relevance of all major activities of the Company. 

3. Risk identification
Risk identification is carried out by identifying any risk 
events that can hamper the achievement of corporate 
objectives coming from internal and external factors 
of the company, as well as other factors namely: 

a. Internal factors including infrastructure, company 
policies/provisions, human resources, business, 
finance, investment and information technology 
processes that are applied. 

b. External factors including natural environment, 
economic, social, political and information 
technology developments.

c. Other factors, such as a failure of mission 
accomplishments, past goals and targets and 
complex and important programs.

4. Risk Analysis
A risk analysis is conducted to determine the 
likelihood of risk, and the level of risk impact, through 
risk identification as a reference for managing and 
measuring risk according to an inherent risk approach 
and residual risk. The purpose of a risk analysis is to 
identify potential risks that need to be prioritized for 
risk control, as they can hinder the achievement of 
corporate objectives, and to provide data to assist in 
the evaluation and establish of response strategies 
in the form of risk mitigation/action plans. 
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aktivitas PenGenDalian

Aktivitas pengendalian merupakan kebijakan dan 
prosedur yang dibuat untuk memastikan bahwa arahan 
Direksi dilaksanakan oleh semua Unit Kerja terkait 
dengan penyelenggaraan kegiatan pengendalian  sesuai 
dengan ukuran, kompleksitas dan sifat perusahaan. 
Penyelenggaraan kegiatan pengendalian harus 
memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
1. Kegiatan pengendalian dilakukan pada seluruh 

kegiatan perusahaan. 
2. Kegiatan pengendalian dikaitkan dengan proses 

penilaian risiko untuk memitigasi tingkatan 
kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. 

3. Kebijakan dan prosedur ditetapkan secara  tertulis 
melalui surat keputusan Direksi. 

4. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan 
oleh Manajemen.

Kegiatan pengendalian dilakukan melalui: 
1. Reviu atas kinerja perusahaan.

Reviu atas kinerja keuangan dan non keuangan 
perusahaan dilaksanakan dengan membandingkan 
kinerja dengan tolak ukur kinerja yang ditetapkan 
sebelumnya, antara lain berupa target, anggaran hasil 
pencapaian kinerja periode tahun sebelumnya dan 
pencapaian target perusahaan lain dalam industri 
yang sejenis. 

2. Pembinaan sumber daya manusia di perusahaan 
dilaksanakan melalui: 
a. Komunikasi yang jelas dan konsisten kepada 

seluruh pegawai mulai dari Pimpinan Unit Kerja 
sampai dengan pegawai tentang Rencana Jangka 
Panjang Perusahaan dan Rencana kerja Anggaran 
Perusahaan beserta realisasi pencapaian 
targetnya. 

b. Penyusunan strategi pembinaan Human	Capital	
yang dituangkan dalam rencana pembinaan yang 
meliputi: kebijakan, program dan kegiatan yang 
mengacu pada Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku. 

c. Penyusunan uraian tugas yang jelas antara 
lain memuat lingkup jabatan, tanggung jawab 
utama, wewenang dan spesifikasi jabatan berupa 
pendidikan dan kompetensi. 

d. Pembangunan budaya kerja untuk mendukung 
pencapaian tujuan perusahaan. 

e. Penyusunan prosedur rekrutmen sampai dengan 
pemberhentian pegawai. 

f. Penyusunan program pengembangan karir dan 
kompetensi pegawai. 

g. Penyusunan program kesejahteraan pegawai. 

control activities

Control activities are policies and procedures established 
to ensure that the Board of Directors’ directives are 
exercised by all Work Units related to the operational 
control activities, in accordance with the size, complexity 
and nature of the company. The operational control 
activities shall observe the following matters: 

1. Control  act iv i t ies are carr ied out in al l 
company activities.

2. Control activities are linked to risk assessment process 
to mitigate the level of likelihood and impact of risks.

3. Policies and procedures are stipulated in writing 
through a Board of Directors’ Decree.

4. The prescribed procedures must be implemented by 
the Management. 

Control activities are carried out through:
1. Company performance reviews.

Reviews of the Company ’s financial and nonfinancial 
performance are carried out by comparing 
performance with previously defined benchmarks, 
including targets, budget outcomes from previous 
year’s performance achievements, and achievements 
of other company targets in similar industries, 

2. Development of human resources in the 
Company through:
a. Communicating clearly and consistently to all 

employees ranging from Unit Leadership to 
employees regarding the Company ’s Long Term 
Plan and the Company’s Budget Work Plan and 
the realization of its targets. 

b. Preparing Human Capital development strategies 
as outlined in the coaching plan including: policies, 
programs and activities referring to prevailing 
laws and regulations.

c. Preparing clear job descriptions including the scope 
of positions, main responsibilities, authorities and 
education and competence specification.

d. Development of a work culture to support the 
achievement of Company goals.

e. Preparing procedures for recruitment up to 
employees leaving.

f. Preparing employee career and competency 
development programs.

g. Preparing employee welfare programs.
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h. Penyusunan pedoman evaluasi kinerja pegawai 
yang bertujuan untuk membantu pegawai 
memahami keterkaitan kinerjanya dengan 
pencapaian tujuan perusahaan. 

3. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi 
Kegiatan pengendalian atas pengelolaan sistem 
informasi pada perusahaan dilakukan untuk 
memastikan akurasi, ketersediaan, ketepatan waktu 
(up to date) dan kelengkapan  informasi  yang meliputi 
pengendalian umum dan pengendalian aplikasi.

PenGenDalian oPerasional 
Dan keUanGan

Pengendalian Operasional dan Keuangan meliputi: 

1. Pengendalian fisik aset.
Pengendalian fisik aset di lingkungan perusahaan 
diarahkan untuk mengamankan dan melindungi aset-
aset berisiko. 

2. Pemisahan fungsi.
Pemisahan fungsi diarahkan untuk mengurangi 
kesalahan, kecurangan dan pemborosan. 
Pemisahan fungsi di lingkungan Perseroan dilakukan 
dengan memastikan bahwa: 
a. Tidak seorangpun diperboleh kan mengendalikan 

seluruh aspek utama kejadian dan transaksi dari 
awal sampai akhir proses. 

b. Pemisahan tanggung jawab dan tugas atas 
kejadian dan transaksi kepada pegawai yang 
berbeda berkaitan dengan otorisasi, persetujuan, 
pemrosesan dan pencatatan, pembayaran atau 
penerimaan dana, reviu dan audit, serta fungsi-
fungsi penyimpanan dan penanganan aset. 

3. Pelaksanaan kejadian dan transaksi
Pelaksanaan kejadian dan transaksi harus diotorisasi 
dan dilaksanakan oleh pegawai yang berwenang. 
Untuk melaksanakan kejadian dan transaksi yang 
sesuai, diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 
a. Pengendalian dilakukan untuk memastikan 

bahwa hanya kejadian dan transaksi yang valid 
dilaksanakan, sesuai dengan keputusan Direksi 
dan ketentuan yang berlaku. 

b. Pengendalian dilaksanakan untuk memas tikan 
bahwa seluruh kejadian dan transaksi yang 
dilaksanakan telah diotorisasi serta dilakukan 
oleh pegawai yang bertindak sesuai kapasitas 
dan tanggung jawabnya. 

c. Kondisi dan syarat otorisasi secara jelas 
dikomunikasikan kepada Pimpinan Unit Kerja 
dan pegawai. 

h. Preparing employee performance evaluations 
guidelines that aims to help employees understand 
the relevance of their performance with the 
achievement of corporate objectives.

3. Control over the management of information systems
Control activities over the management of company 
information systems are conducted to ensure the 
accuracy, availability, up to date, and completeness 
of complete information for the general control and 
application control. 

oPerational anD Financial  
control

Operational and Financial Control includes:

1. Physical control of assets.
The physical control of assets in the Company aimed 
at securing and protecting risk assets.

2. Separation of functions.
Separation of functions is directed at reducing errors, 
fraud and waste.
Separation of functions within the Company is carried 
out by ensuring that:
a. No one is allowed to control all the main aspects 

in events and transactions from the beginning to 
the end of the process.

b. Separation of responsibilities and duties for events 
and transactions to different employees relating to 
authorization, approval, processing and recording, 
payment or receipt of funds, reviews and audits, 
and the functions of storing and handling assets.

3. Implementation of Events and Transactions
The implementation of events and transactions 
must be authorized and carried out by authorized 
employees. To carry out the appropriate events and 
transactions, note the following matters: 
a. Control is carried out to ensure that only valid 

events and transactions are carried out, in 
accordance with the Board of Directors’ decisions 
and applicable provisions.

b. Control is carried out to ensure that all events and 
transactions carried out have been authorized 
and carried out by employees who act according 
to their capacities and responsibilities.

c. The conditions and terms of authorization are 
clearly communicated to the Head of the Work 
Unit and employees.



540 Building a Better 
Quality of life

4. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas kejadian 
dan transaksi.
Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas 
kejadian dan transaksi wajib dilakukan di lingkungan 
perusahaan untuk menjamin tersedianya informasi 
yang relevan dan terpercaya untuk pengambilan 
keputusan dan menjamin pencatatan yang akurat 
tepat waktu. 

5. Pembatasan akses dan akuntabilitas atas sumber 
daya dan pencatatannya. 

6. Dokumentasi yang baik atas kejadian dan 
transaksi pengendalian.

inFormasi Dan komUnikasi

Direksi wajib mengidentifikasi, mencatat dan 
mengkomunikasikan informasi baik keuangan maupun 
non keuangan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas 
pokok dan fungsinya dalam waktu dan bentuk format 
yang telah ditetapkan, untuk memudahkan pelaksanaan, 
pengendalian dan pertanggungjawabannya. Komunikasi 
atas informasi wajib diselenggarakan secara efektif 
baik komunikasi di lingkungan perusahaan maupun 
komunikasi dengan pihak luar yang terkait.

aktivitas PemantaUan

Pemantauan adalah proses menilai kualitas sistem 
pengendalian internal Perseroan untuk jangka waktu 
tertentu. Pemantauan dilaksanakan melalui: 
1. Pemantauan rutin terhadap kegia tan yang sedang 

berjalan (on going monitoring), diselenggarakan melalui 
kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, 
rekonsiliasi dan tindakan-tindakan lain yang terkait 
dalam pelaksanaan tugas. 

2. Evaluasi oleh unit terpisah/independen (separate 
evaluation) diselenggarakan melalui penilaian mandiri, 
reviu, dan pengujian efektivitas sistem pengendalian 
internal Perseroan.

4. Accurate and timely recording of events 
and transactions.
Accurate and timely recording of events and 
transactions must be carried out within the Company 
to ensure the availability of relevant and reliable 
information for decision-making and to ensure timely 
and accurate recording.

5. Limitation of access and accountability for resources 
and records.

6. G o o d  d o c u m e n t a t i o n  o n  e v e n t s  a n d 
transactions control.

inFormation anD commUnication

The Board of Directors shall identify, record and 
communicate information both financially and non- 
financially related to the implementation of their 
duties and functions in time and the format that has 
been set up to facilitate implementation, control and 
accountability. Communication of information must 
be carried out effectively both communication in the 
corporate environment and communication with related 
outside parties.

monitorinG activities

Monitoring is the process of evaluating the quality of the 
Company’s internal control system for a certain period 
of time. Monitoring is carried out through:
1. Routine monitoring of ongoing activities, carried out 

through routine management activities, supervision, 
benchmarking, reconciliation and other actions 
related to the tasks.

2. Separate evaluations are carried out through self-
assessment, review, and testing the Company’s 
internal control system effectiveness.
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evalUasi Pelaksanaan sistem 
PenGenDalian intern

Manajemen bertanggung jawab atas terselenggaranya 
Sistem Pengendalian Intern yang andal dan efektif 
serta memastikan bahwa hal tersebut telah melekat 
di setiap jenjang organisasi. Satuan Pengawas Intern 
melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas 
Sistem Pengawasan Intern secara menyeluruh dan 
pengawasan yang dilakukan untuk mendukung asersi 
Direksi tentang efektivitas Sistem Pengendalian Internal 
Perseroan yang diterapkan.

Hasil evaluasi disampaikan kepada Manajemen untuk 
ditindaklanjuti dan dimonitor pelaksanaannya untuk 
memastikan Sistem Pengendalian Intern  berjalan secara 
efektif. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan selama 
tahun 2019, menunjukkan bahwa sistem pengendalian 
internal pada WIKA telah memadai.

internal control system 
imPlementation evalUation

Management is responsible for the implementation 
of a reliable and effective Internal Control System and 
ensures that it has been embedded in every level of 
the organization. The Internal Audit Unit evaluates the 
adequacy and effectiveness of the Internal Control 
System as a whole and the supervision conducted to 
support the Board of Directors’ assertions about the 
effectiveness of the Company’s Internal Control System.

The evaluation results are submitted to Management for 
follow-up and monitored to ensure the Internal Control 
System runs effectively. Based on evaluations conducted 
during 2019, it shows that the internal control system at 
WIKA is adequate.
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PERMASALAHAN HUKUM/
LITIGASI PERUSAHAAN DAN 
ANAK PERUSAHAAN
legal issues encountered by the Company and Subsidiaries

Sepanjang tahun 2019, jumlah permasalahan hukum 
perdata dan pidana yang telah selesai (telah mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses 
penyelesaian disajikan melalui tabel sebagai berikut:

taBel Permasalahan hUkUm

PermaSalahan hukum
legAl  CAses

Jumlah
ToTAl

Perdata
Civ il

Pidana
CrimiNAl

PaJak
TAx

arbitraSe
ArbiTrAse

Klaim Pembayaran
Payment Claim 7 1

Anti Klaim
Anti	Claim 4 1

Lahan/Tanah
Land 8

Pembatalan Putusan Arbitrase
Cancellation	of	Arbitration	Award 3

K3
OHS 1

Tarif Bea Masuk
Import	Duty	Tariff 1

Perkara PentinG yanG 
DihaDaPi PerUsahaan

taBel Perkara PentinG yanG 
DihaDaPi PerUsahaan

no Pokok Perkara dan PerkembanGan terakhir
CAse  subJeCT  ANd lATesT  developmeNT

StatuS 
PenYeleSaian

legAl  CAses

PenGaruh 
terhadaP 
kondiSi 

PeruSahaan
impACT  oN 
CompANy ’s 
CoNdiT ioN

SankSi 
adminiStratif

AdmiNisTrATive 
sANCTioN

nilai  Perkara
CAse  vAlue

1. Permohonan Arbitrase WIKA terkait dengan klaim atas Variation 
Order dan Remeasurement yang dilakukan PT JICT selaku 
Pengguna Jasa WIKA mengajukan upaya pembatalan Putusan 
Arbitrase yang memenangkan PT JICT ke PN Jakarta Utara dan 
telah diputuskan oleh PN Jakarta Utara yang dimenangkan 
WIKA.
WIKA's	Arbitration	Request	related	to	claims	on	variation	and	
Remeasurement	Order	made	by	PT	JICT,	as	a	WIKA	Service	User,	
filed	an	appeal	on	the	Arbitration	Award	won	by	PT	JICT	to	the	North	
Jakarta	District	Court,	with	the	decision	by	the	North	Jakarta	District	
Court	in	favor	of	WIKA.

Closed.
Dilakukan 
Settlement oleh Para 
Pihak.
Closed.
Settlement conducted 
by	the	Parties.

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- +/- Rp 27 M
+/-	Rp27	billion	

Throughout 2019, the number of legal cases, civil and 
criminal cases, that were settled (already have permanent 
legal force), and those still in settlement process is 
presented through the following table:

leGal issUes

imPortant cases encoUntereD 
By the comPany

imPortant cases encoUntereD 
By the comPany
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no Pokok Perkara dan PerkembanGan terakhir
CAse  subJeCT  ANd lATesT  developmeNT

StatuS 
PenYeleSaian

legAl  CAses

PenGaruh 
terhadaP 
kondiSi 

PeruSahaan
impACT  oN 
CompANy ’s 
CoNdiT ioN

SankSi 
adminiStratif

AdmiNisTrATive 
sANCTioN

nilai  Perkara
CAse  vAlue

2. Permohonan Arbitrase oleh PT Artama Indocitramulia 
selaku Supplier Mesin pada Pekerjaan Supply Engine 
Generator Set Wartsila kepada WIKA selaku Main 
Kontraktor.
Arbitration	Application	by	PT	Artama	Indocitramulia	
as	a	Machine	Supplier	on	the	Wartsila	Supply	Engine	
Generator	Set	to	WIKA	as	a	Contractor.		

Closed.
Putusan Sengketa 
dimenangkan oleh 
WIKA.
Closed.
The	dispute	was	won	
by	WIKA.		

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- +/- USD8.615.055 
dan USD11.920
+/-	US$8,615,055	
and	US$11,920

3. Permohonan gugatan pembatalan Putusan BANI 
di Pengadilan oleh MAT KSO selaku Sub Kontraktor 
WIKA pada Proyek Pengerukan di Medan yang 
telah dimenangkan WIKA. Permohonan gugatan 
pembatalan Putusan BANI di Pengadilan oleh MAT 
KSO selaku Sub Kontraktor WIKA pada Proyek 
Pengerukan di Medan yang telah dimenangkan WIKA.
Application	for	a	lawsuit	cancellation	of	the	Court	BANI	
Decision	by	MAT	KSO	as	a	WIKA	Sub-contractor	in	the	
Dredging	Project	in	Medan	which	was	found	in	favor	of	
WIKA.

Closed.
Putusan sengketa 
dimenangkan WIKA.
The	dispute	was	won	
by	WIKA.

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- Rp18.866.653.811
Rp18,866,653,811		

4. Gugatan sengketa lahan/tanah milik   PT WIKA Realty 
di Sukabumi.
Lawsuit	dispute	over	land	owned	by	PT	WIKA	Realty	in	
Sukabumi.

Closed.
Putusan pada 
tingkat Pertama 
dan Banding 
dimenangkan WIKA.
Closed.
Putusan pada tingkat 
Pertama dan Banding 
dimenangkan	WIKA.

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- Rp1.500.000.000
Rp1,500,000,000

5. Permohonan Kasasi yang diajukan oleh PT Getraco 
terkait dengan Pencairan Bank Garansi yang 
diterbitkan Bank Mandiri selaku Penjamin WIKA pada 
Pekerjaan Pembangunan Gedung PD Sarana Jaya. 
Application	for	Cassation	submitted	by	PT	Getraco	
related	to	the	Disbursement	of	Bank	Guarantees	issued	
by	Bank	Mandiri	as	WIKA's	Guarantor	for	the	PD	Sarana	
Jaya	Building	Construction	Work.

Closed.
Mahkamah Agung 
telah menerbitkan 
Fatwa dan 
Rekomendasi untuk 
dilakukan upaya 
Peninjauan Kembali 
terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri 
Jakarta Timur.
The	Supreme	Court	
issued a Fatwa and 
Recommendation	
to	review	the	East	
Jakarta	District	Court	
Decision.

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- USD1.525.000
US$1,525,000

6. Gugatan atas kepemilikan lahan/tanah pada lokasi 
industri milik PT WIKA Beton di Majalengka.
Lawsuit	dispute	over	land	ownership	at	an	industrial	
location	owned	by	PT	WIKA	Beton	in	Majalengka.

Closed.
Putusan sengketa 
dimenangkan WIKA.
The	dispute	was	won	
by	WIKA.

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- Rp15 M
Rp15	billion
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no Pokok Perkara dan PerkembanGan terakhir
CAse  subJeCT  ANd lATesT  developmeNT

StatuS 
PenYeleSaian

legAl  CAses

PenGaruh 
terhadaP 
kondiSi 

PeruSahaan
impACT  oN 
CompANy ’s 
CoNdiT ioN

SankSi 
adminiStratif

AdmiNisTrATive 
sANCTioN

nilai  Perkara
CAse  vAlue

7. Permohonan Banding atas Surat Ketetapan Keberatan 
yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak terkait dengan Bea 
Masuk yang dibebankan kepada WIKA dalam rangka 
impor barang dengan penggunaan fasilitas AIFTA di 
Peradilan Pajak.
Application	for	Appeal	on	the	Objection	Letter	issued	by	
the	Director	General	of	Taxes	related	to	Import	Duties,	
which	were	charged	to	WIKA	in	the	context	of	importing	
goods	using	AIFTA	facilities	in	the	Tax	Court.

Open.
Masih dalam proses 
Persidangan di 
Pengadilan Pajak. 
Currently	in	the	trial	
process	at	the	Tax	
Court.

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- Rp 1.364.859.000
Rp1,364,859,000

8. Permohonan Arbitrase oleh WIKA terhadap PT CPI 
pada Proyek North Duri Development melalui BANI.
Application	for	Arbitration	by	WIKA	to	PT	CPI	on	the	
North	Duri	Development	Project	through	BANI.

Open.
Saat ini masih dalam 
proses Persidangan.
Currently	in	the	trial	
process.

Tidak 
berpengaruh 
kepada 
Keuangan 
Perusahaan.
Has	no	
impact	on	the	
Company’s	
condition.

- +/- USD1.700.000
+/-	US$1,700,000

Permasalahan hUkUm yanG 
seDanG DihaDaPi Dewan 
komisaris Dan Direksi 
yanG seDanG menjaBat 
serta entitas anak

Permasalahan hUkUm yanG seDanG 
DihaDaPi Direksi Dan Dewan 
komisaris yanG seDanG menjaBat
Selama Tahun 2019, tidak ada permasalahan hukum baik 
perdata maupun pidana yang sedang dihadapi Dewan 
Komisaris dan Direksi Perseroan.

Permasalahan hUkUm entitas anak

Permasalahan hukum yang dihadapi Entitas Anak selama 
tahun 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

leGal issUes FaceD By the 
servinG BoarD oF commissioners 
anD the BoarD oF Directors 
anD sUBsiDiaries

leGal issUes FaceD By the 
servinG BoarD oF Directors 
anD BoarD oF commissioners
During 2019, there were no civil or criminal legal issues 
faced by the Company’s Board of Commissioners and 
Board of Directors.

leGal issUes FaceD By 
the sUBsiDiaries
The Legal Issues faced by Subsidiaries during 2019 can 
be seen in the table below:
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entitaS anak
subsidiAries

Perkara PentinG
imporTANT CAses

Jumlah
ToTAl

Perdata
Civ il

Pidana
CrimiNAl

hubunGan 
induStrial

iNdusTriAl 
relAT ioNs

WIKA Realty Tanah/Lahan di Pelabuhan Ratu
Land	in	Pelabuhan	Ratu 1

WIKA Beton Tanah/Lahan Pabrik di Majalengka
Land	in	Majalengka 1

WIKA Serang Panimbang Tanah/Lahan di Serang
Land	in	Serang 1

WIKA Industri Konstruksi Transaksi Investasi Saham
Stock Investment Transactions 1
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AKSES INFORMASI DAN 
DATA PERUSAHAAN
Company data and information access

WIKA telah menyediakan informasi kepada stakeholders 
yang memungkinkan stakeholders menggunakan haknya. 
Penyebaran informasi Perseroan antara lain dilakukan 
melalui media sebagai berikut:

meDia elektronik

Seiring dengan meningkatnya peran WIKA menjadi 
perusahaan kelas dunia, penggunaan media elektronik 
sangatlah dibutuhkan untuk mendukung penyampaian 
informasi kepada publik baik internal maupun eksternal. 
Media elektronik WIKA dapat diakses melalui:
Website : www.wika.co.id 
E-mail : adwijaya@wika.co.id

siaran Pers

no
No

tanGGal
dATe

Siaran PerS
press  releAses

1. 20 Januari 2019
January 20, 2019

Raih Living Legend Companies: Leading in Precast Industry 2019, WIKA Buktikan Kapasitas Hebat di 
Era Disrupsi
Winning	Living	Legend	Companies:	Leading	in	Precast	Industry	2019,	WIKA	Proves	Great	Capacity	in	the	
Disruption	Era

2. 20 Januari 2019
January 20, 2019

Targetkan Perolehan Laba Rp3 Triliun pada 2019, WIKA Dorong Pertumbuhan Investasi
Targeting	Rp3	Trillion	Profit	in	2019,	WIKA	Encourages	Investment	Growth

3. 28 Januari 2019
January 28, 2019

WIKA Siap Kembangkan Bisnis sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan
WIKA	is	Ready	to	Develop	the	Housing	and	Regional	Development	Business	Sector

4. 25 Maret 2019
March	25,	2019

RUPSLB: Setujui Perubahan Kepengurusan Perseroan, WIKA Tetap Solid dan Optimistis Bertumbuh 
pada 2019
EGMS:	Approves	Change	in	the	Company	Management,	WIKA	Remains	Solid	and	Optimistic	Growth	in	2019

5. 29 April 2019
April	29,	2019

Torehkan Penjualan Rp6,5 Triliun, Laba Bersih WIKA Tumbuh 58,45%
Reaching	Rp6.5	Trillion	Sales,	WIKA's	Net	Profit	Grows	58.45%

6. 30 April 2019
April	30,	2019

WIKA Bagikan Dividen Rp346,05 Miliar
WIKA	Distributes	Dividends	of	Rp346.05	Billion

7. 12 Mei 2019
May 12, 2019

Bangun Berbagai Infrastruktur Strategis di Kalimantan, WIKA Dukung Rencana Pemindahan Ibukota 
Baru
Building Strategic Infrastructure in Kalimantan, WIKA Supports the New Capital Relocation Plan

8. 12 Mei 2019
May 12, 2019

WIKA Salurkan Bantuan untuk Bencana Banjir di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara
WIKA	Distributes	Assistance	for	Flood	Disasters	in	North	Konawe	District,	Southeast	Sulawesi

9. 17 Mei 2019
May	17,	2019

Divestasi Saham di Jasamarga Surabaya Mojokerto, WIKA Mulai Restrukturisasi Portofolio investasi
Divestment	of	Shares	in	Jasamarga	Surabaya	Mojokerto,	WIKA	Begins	Restructuring	Investment	Portfolios

10 21 Mei 2019
May 21, 2019

WIKA Bagikan 3.000 Paket Pangan Murah di Cirebon
WIKA	Distributes	3,000	Cheap	Food	Packages	in	Cirebon

WIKA provides information to stakeholders that enable 
them to exercise their rights. The Company’s Information 
disclosure through the media is as follows:

electronic meDia

Along with the increasing role of WIKA to become a world-
class company, electronic media is needed to disclose 
information to the public both internally and externally. 
WIKA electronic media data can be accessed through:

Website : www.wika.co.id
E-mail : adwijaya@wika.co.id

Press releases
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no
No

tanGGal
dATe

Siaran PerS
press  releAses

11. 17 Juni 2019
June	17,	2019

Pengumuman Pergantian Sekretaris Perusahaan PT WIJAYA KARYA (Pesero) Tbk.
Announcement	of	Change	in	Corporate	Secretary	of	PT	WIJAYA	KARYA	(Pesero)	Tbk.

12. 19 Juni 2019
June 19, 2019

Bangun Bandara Internasional di Oe-cusse – Timor Leste, WIKA Buktikan Kapasitas Daya Saing Kelas 
Dunia
Building	an	International	Airport	in	Oecusse	-	Timor	Leste,	WIKA	Proves	World	Class	Competitiveness	
Capacity

13. 3 Juli 2019
July	3,	2019

WIKA, PTPN VIII, dan RNI Jalin Kerja Sama Pengembangan Kawasan Industri Subang
WIKA,	PTPN	vIII,	and	RNI	Establish	Cooperation	for	Subang	Industrial	Estate	Development

14. 31 Juli 2019
July	31,	2019

Semester I-2019, Laba Bersih WIKA Tumbuh 60,48% secara Year	on	Year
Semester	I-2019,	WIKA's	Net	Profit	Grows	60.48%	on	a	Year-to-Year	basis

15. 17 Agustus 2019
August	17,	2019

Pesta Rakyat Warnai Peringatan HUT RI ke-74 di Singkil Manado bersama WIKA, Nindya, BKI, Damri, 
dan ratusan karyawan BUMN Sulut
People's	Party	for	the	RI	74th	Anniversary	in	Singkil	Manado	with	WIKA,	Nindya,	BKI,	Damri,	and	hundreds	
of	employees	of	the	North	Sulawesi	SOE

16. 20 Agustus 2019
August	20,	2019

IAID 2019: WIKA Perpanjang Rekam Jejak, Pengembangan Ekspansi Bisnis di Afrika
IAID	2019:	WIKA	Extends	Its	Record,	Business	Development	Expansion	in	Africa

17. 28 Agustus 2019
August	28,	2019

Bangun Berbagai Infrastruktur di Kalimantan, WIKA Mempersiapkan Diri untuk Mendukung Rencana 
Pemindahan Ibukota Baru
Building	Infrastructure	in	Kalimantan,	WIKA	Prepares	to	Support	the	New	Capital	Relocation	Plan

18. 31 Oktober 2019
October	31,	2019

Laba Bersih WIKA Tumbuh 48,3% di Kuartal III-2019
WIKA's	Net	Profit	Grows	48.3%	in	Quarter	III-2019

19. 31 Oktober 2019
October	31,	2019

WIKA Masuk dalam Top 10 Best of The Best Award 2019
WIKA	included	in	the	2019	Top	10	Best	of	the	Best	Award

20. 5 November 2019
November 5, 2019

WIKA dapat Pengakuan melalui Padmamitra Award, Ajang Penghargaan Tertinggi CSR Pemerintah
WIKA	receives	Recognition	through	the	Padmamitra	Award,	the	Government's	Highest	CSR	Award

21. 14 November 2019
November 14, 2019

WIKA Juara I Annual Report Award 2018 Kategori BUMN Non Keuangan Listed
WIKA	Wins	First	Place	in	2018	Annual	Report	Awards	for	Listed	Non-Financial	SOE

22. 2 Desember 2019
December	2,	2019

WIKA-AGPBE Tandatangani Kontrak Tahap 1 Goree Tower Project Senegal, Pilot Proyek Prestisus 
BUMN Karya di Afrika Barat
WIKA-AGPBE	Signs	Phase	1	Contract	for	Goree	Tower	Project	Senegal,	Prestigious	Pilot	Project	for	BUMN	
Karya	in	West	Africa

23. 4 Desember 2019
December	4,	2019

CEO WIKA, Tumiyana Raih Penghargaan Marketeer of the Year 2019 kategori Konstruksi
WIKA's	CEO,	Tumiyana	wins	the	2019	Marketeer	of	the	Year	Award	in	the	Construction	category

24. 6 Desember 2019
December	6,	2019

Fitch Tingkatkan Outlook WIKA menjadi “Stabil” dengan Peringkat “BB”
Fitch	Upgrades	WIKA	Outlook	to	"Stable"	with	"BB"	Rating

25. 18 Desember 2019
December	18,	2019

WIKA Rintis Kerja Sama Jutaan Dollar, untuk Pembangunan Infrastruktur dengan Tanzania
WIKA	Wins	First	Place	in	2018	Annual	Report	Award	for	Listed	Non-Financial	BUMN
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BUletin

Dalam wujud media cetak, media komunikasi internal WIKA 
yakni WIKA MAGZ menjadi media komunikasi sekaligus 
marketing tool andalan guna meningkatkan reputasi maupun 
dalam meningkatkan penjualan perusahaan. Media ini 
didistribusikan ke seluruh stakeholder perusahaan baik dalam 
bentuk hard	copy	maupun softcopy:

meDia sosial

Seiring berkembangnya zaman, media sosial menjadi 
salah satu sarana yang paling efektif untuk  menunjukkan 
eksistensi perusahaan. Untuk memenuhi hal tersebut, 
WIKA mengelola beberapa social media sebagai berikut :
Twitter   : @PTWijayaKarya 
Facebook   : PT Wijaya Karya 
Instagram  : ptwijayakarya 
youtube   : WIJAYA KARYA TV 
E-mail   : humas@wika.co.id

BUlletins

In print media, WIKA’s internal communication media 
called WIKA MAGZ has become the communication 
media, as well as a reliable marketing tool to increase 
the Company’s reputation and sales. This media is 
distributed to all Company stakeholders both in hard 
copy and soft copy.

social meDia

Social media has become one of the most effective means 
of exposing the Company. WIKA manages several social 
media as follows:

Twitter : @PTWijayaKarya
Facebook : PT Wijaya Karya
Instagram : ptwijayakarya
youtube : WIJAYA KARYA TV
E-mail : humas@wika.co.id
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Ketapang Power Plant
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KODE ETIK
Code of Conduct

Kode Etik Perusahaan atau Code of Conduct merupakan 
acuan bagi insan Perseroan dalam mengambil keputusan 
dan bertindak atau bekerja secara profesional. Kode 
Etik memberikan acuan tentang apa yang diharapkan 
dari insan Perseroan di dalam hubungannya dengan 
Pemegang Saham, karyawan lain, pemasok/rekanan, 
Pemerintah serta masyarakat. 

Setiap keputusan dan tindakan insan Perseroan dalam 
posisi mewakili Perseroan dituntut untuk mencapai 
standar integritas tertinggi termasuk seandainya 
standar tersebut tidak tercakup dalam hukum dan dalam 
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan memiliki kode etik perusahaan yang diatur 
dalam Buku Pedoman Etika dan Perilaku yang mengacu 
kepada peraturan dan berbagai ketentuan terkait, antara 
lain: 
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

Badan Usaha Milik Negara Undang-Undang No. 40 
tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

2. Pedoman Umum GCG Indonesia, Komite Nasional 
Kebijakan Governance (KNKG), 2006; 

3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER–01/ 
MBU/2011 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 
tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang 
Baik (Good Corporate Governance) pada Badan Usaha 
Milik Negara; 

4. Surat Edaran Menteri BUMN No. SE-05/MBU/2013 
tentang Road	Map menuju BUMN Bersih; 

5. Road	Map Tata Kelola Perusahaan yang dikeluarkan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2014; 

6. The Indonesia Corporate Governance Manual, 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) & International Finance 
Corporation (IFC), First Edition, 2014; 

7. Anggaran Dasar Perseroan dan perubahannya; dan 
SK No.16/S.MBU/2012 tentang Pedoman Penilaian 
Tata Kelola Perusahaan.

The Company’s Code of Conduct is a reference for 
Company personnel when making decisions and on 
how to act or work professionally. The Code of Conduct 
is a reference to what is expected of the Company’s 
personnel in their relationships with the Shareholders, 
other employees, suppliers / partners, the Government 
and the community.

Every decision and action by the Company personnel 
who represent the Company must include the highest 
standards of integrity, whether they are or are not covered 
by the prevailing laws and regulations in Indonesia.

The Company’ code of conduct is regulated in the Ethics 
and Conduct Handbook that refers to various regulations 
and related provisions, including:

1. Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned 
Enterprises Law No. 40 of 2007 concerning Limited 
Liability Companies;

2. Indonesian GCG General Guidelines, National 
Committee on Governance Policy (KNKG), 2006;

3. Ministry of SOEs Regulation No. PER–01/ MBU/2011 as 
amended by Ministry of SOEs Regulation No. PER-09/
MBU/2012  concerning Implementation of Good 
Corporate Governance in State-Owned Enterprises;

4. Ministry of SOEs Circular No. SE-05/MBU/2013  
concerning Road Map towards Clean SOEs;

5. Corporate Governance Road Map issued by the 
Financial Services Authority (OJK) in 2014;

6. The Indonesia Corporate Governance Manual, OJK & 
International Finance Corporation (IFC), First Edition, 
2014;

7. The Company’s Articles of Association and 
amendments thereof; and SK No.16/S.MBU/2012 
concerning Guidelines for Corporate Governance 
Assessments. 
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Pokok-Pokok koDe etik

Pokok-pokok kode etik yang terdapat dalam Pedoman 
Etika dan Perilaku tersebut mengatur antara lain:
1. Kebijakan Perseroan Mengenai Etika dan Perilaku 

a. Integritas dalam Aktivitas Bisnis dan Pekerjaan. 
b. Manajemen Risiko. 
c. Sistem Pemasaran. 
d. Sistem Pengadaan dan Kontran Pekerjaan. 
e. Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pegawai. 
f. Pengelolaan Lingkungan. 
g. Keterlibatan dalam Politik. 
h. Penyataan Palsu, Klaim Palsu dan Konspirasi. 
i. Benturan Kepentingan. 
j. Etika Usaha Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(KKN) dan Kebijakan tentang Larangan Suap. 

k. Kebijakan tentang Hadiah, Imbalan dan 
Sumbangan (Donasi) yang tidak dibenarkan. 

l. Data Perusahaan dan Kerahasiaan Informasi. 
m. Keterbukaan Informasi.
n. Penyelewengan dan Penyimpangan Sejenisnya. 
o. Penggunaan Aplikasi Sosial Media Di Kantor
p. Integritas Penggunaan Sosial Media dan citra 

Perusahaan
q. Perlindungan Aset Perseroan. 
r. Integritas Tata Kelola Perseroan dan Entitas Anak

s. Pelarangan Insider Trading
t. Etika dalam Bermedia Sosisal (Medsos)
u. Pelarangan Hasutan Kebencian
v. Kesetaraan Hak Dalam Rekruitment Pegawai
w. Pedoman Prilaku ditinjau dan Dimutakhirkan 

secara berkala 
2. Etika dengan Pemangku Kepentingan 

a. Hubungan dengan Pemegang Saham. 
b. Hubungan dengan Pemegang Obligasi. 
c. Hubungan dengan Kreditur. 
d. Hubungan dengan Investor dan Pemegang Saham 

(Shareholders). 
e. Hubungan dengan Pemberi Pekerjaan. 
f. Hubungan dengan Rekanan. 
g. Hubungan dengan Pengguna Akhir. 
h. Hubungan dengan Pegawai (Hubungan Industrial). 
i. Hubungan dengan Pejabat Negara. 
j. Hubungan dengan Masyarakat. 

3. Mekanisme Pelaporan dan Penegakan Etika dan 
Perilaku 
a. Pelaporan Pelanggaran. 
b. Mekanisme Penegakan Kepatuhan Kepatuhan 

Terhadap Kode Etik.

coDe oF conDUct PrinciPles

The code of conduct principles are contained in the Code 
of Ethics and Conduct and regulate:
1. Company Policies Regarding Ethics and Behavior

a. Integrity in Business and Work Activities.
b.  Risk management.
c. Marketing system.
d. Procurement System and Contract of Work.
e. Employee Health and Safety.
f. Management of the environment.
g. Involvement in Politics.
h. False Statements, False Claims and Conspiracies.
i. Conflicts of Interest.
j. Anti-Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) 

Business Ethics and Policy on Prohibition 
of Bribery.

k. Unjustified Gifts, Rewards and Donations Policy.

l. Company Data and Information Confidentiality.
m. Information Disclosure.
n. Misappropriation and Similar Deviations.
o. Use of Social Media Applications in the Office
p. Integrity on Use of Social Media and Company 

image
q. Protection of Company Assets.
r. Integrity on Corporate and Subsidiaries 

Governance
s. Prohibition of Insider Trading 
t. Social Media Ethics 
u. Prohibition of Hate Speech
v. Equal Rights in Employee Recruitment
w. The Code of Conduct is regularly reviewed and 

updated
2. Ethics with Stakeholders

a. Relationship with Shareholders
b. Relationship with Bondholders.
c.  Relationship with Creditors.
d. Relationships with Investors and Shareholders.

e. Relationship with the Employer.
f. Relationship with Partners.
g. Relationship with End Users.
h. Industrial Relations.
i. Relationship with State Officials.
j. Relationship with the Community.

3. Ethics and Behavior Reporting and Enforcement 
Mechanisms 
a. Violation Reporting.
b. Code of Conduct Compliance Enforcement.
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kePatUhan terhaDaP koDe etik

Kode etik adalah komitmen WIKA untuk patuh pada 
ketentuan hukum dan standar etika tertinggi di mana 
saja WIKA melakukan kegiatan bisnis/operasionalnya. 
Pengelolaan Perseroan selain harus mengikuti 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku juga 
harus menjunjung tinggi norma dan nilai etika. Kode 
etik berlaku bagi seluruh insan Perseroan, yaitu Dewan 
Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan. Seluruh insan 
Perseroan mempunyai kesadaran untuk menjalankan 
etika yang baik akan meningkatkan dan memperkuat 
reputasi Perseroan. 

Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level 
organisasi tertuang dalam bentuk tanda tangan setiap 
pegawai WIKA pada Lembar Pernyataan Kepatuhan 
Standar Etika Perseroan dan Code of Corporate Governance. 
Seluruh pegawai telah menandatangani penyataan 
sebagai Komitmen pelaksanaan Code of Conduct dan 
Code	of	Corporate	Governance. Penerapan nilai etika ini 
menjadi bagian dari kepatuhan atas pelaksanaan tata 
kelola perusahaan yang baik (GCG).

WIKA mewajibkan organ Perseroan, pegawai, entitas 
anak dan afiliasi serta pemangku kepentingan lainnya 
untuk memahami dan mematuhi pedoman kode 
etik, pedoman GCG, anggaran dasar perusahaan dan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya 
yang mengatur mengenai tugas dan kewajiban 
masing-masing pihak.

PenyeBarlUasan koDe etik

Dalam upaya penerapan dan penegakannya, Perseroan 
melakukan sosialisasi, implementasi dan evaluasi 
terhadap kode Etik sebagaimana tertuang dalam 
Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Conduct) sesuai 
SK Perubahan Code of Conduct SK.02.09/A.DIR.0638/2018 
yang telah dimutakhirkan untuk periode 2019-2021 
tanggal 16 Mei 2019 oleh Dewan Komisaris dan Direksi. 
Perseroan memiliki fungsi Good Corporate Governance 
(GCG)  berada di bawah organ Sekretariat Perusahaan 
dan bertanggung jawab terhadap implementasi dan 
sosialisasi, koordinasi, serta evaluasi atas pelaksanaan 
kepatuhan terhadap Kode Etik Perusahaan.

comPliance with the 
coDe oF conDUct

The Code of Conduct is WIKA’s commitment to comply 
with legal requirements and the highest ethical standards 
wherever WIKA conducts business / operational 
activities. the Company’s Management, In addition to 
following the prevailing laws and regulations, must also 
uphold ethical norms and values. The Code of Conduct 
applies to all Company personnel, namely the Board of 
Commissioners, Board of Directors, and all Employees. All 
Company personnel are aware of practicing good ethics 
to enhance and strengthen the Company’s reputation. 

Code of Conduct disclosure that it applies to all levels of 
the organization is manifested in every WIKA employee 
signing the Company ’s Ethics Standards Compliance 
Statement and Code of Corporate Governance. All 
employees have signed the statement as a Commitment 
to implement the Code of Conduct and the Code of 
Corporate Governance. The application of ethical 
values forms a part of compliance with good corporate 
governance (GCG) implementation.

WIKA requires all Company bodies, employees, 
subsidiaries and affiliates as well as other stakeholders 
understand and comply with the Code of Conduct 
guidelines, GCG guidelines, the Company’s Articles 
of Association and prevailing laws and regulations, 
specifically those governing the duties and obligations 
of each party.

Dissemination oF the 
coDe oF ethics

For implementation and enforcement, the Company 
socializes, implements and evaluates the Code of 
Ethics as stipulated in the Code of Conduct Decree 
Amendment SK.02.09/A.DIR.0638/2018  was updated 
for the period 2019-2021 on May 16, 2019 by the 
Board of Commissioners and Board of Directors. The 
Company’s Good Corporate Governance (GCG) function 
is under the Corporate Secretariat and is responsible for 
implementing, socializing, coordinating, and evaluating 
the compliance with the Company’s Code of Ethics.
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Perseroan melakukan sosialisasi baik secara langsung 
dalam pelatihan dan sharing internal maupun melalui 
online oleh pegawai induk dan Anak Perusahaan. Setiap 
tahunnya, seluruh pegawai Perseroan diwajibkan 
menandatangani pernyataan komitmen penerapan 
kode etik sesuai dengan Code of Conduct yang dilakukan 
secara online.

PeneGakan koDe etik

Upaya penegakan terhadap pelaksanaan Kode Etik 
diatur di dalam Standar Operating Procedure (SOP) Whistle	
Blowing System No. WIKA-LDS-PM-01.02 tanggal 31 Januari 
2019, yang memuat mekanisme pelaporan pelanggaran 
terhadap Kode Etik.

jUmlah PelanGGaran koDe etik 

Sepanjang tahun 2019, tidak terdapat pelanggaran kode 
etik yang dilakukan oleh karyawan WIKA, sehingga tidak 
terdapat laporan mengenai tindak lanjut dan pemberian 
sanksi yang dapat disampaikan pada laporan ini.

The Company conducts outreach to the parent and 
subsidiaries employees directly through training and 
internal sharing, as well as online. Every year, all Company 
employees are required to sign an online statement of 
commitment to the code of ethics in accordance with 
the Code of Conduct. 

enForcement oF the 
coDe oF conDUct

Enforcement efforts towards the implementation of the 
Code of Conduct are regulated in the Whistle Blowing 
System Standard Operating Procedures No. WIKA-
LDS-PM-01.02 dated January 31, 2019  that contains 
the mechanism for reporting violations of the Code 
of Conduct.

nUmBer oF coDe violations

In 2019, there were no Code of Conduct violations by 
WIKA employees, so there were no reports of follow-up 
or sanctions taken in this report.
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KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
anti Corruption Policy and gratification Control

Dewan Komisaris, Direksi, serta seluruh Insan Perseroan 
senantiasa menjunjung tinggi persaingan yang fair, nilai 
sportifitas dan profesionalisme, serta prinsip-prinsip 
GCG. Perseroan juga berkomitmen untuk menciptakan 
iklim usaha yang sehat, menghindari tindakan, perilaku 
ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan 
konflik kepentingan, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) 
serta selalu mengutamakan kepentingan Perseroan di 
atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun 
golongan. Perseroan juga senantiasa memperhatikan 
kebijakan tentang anti korupsi seperti yang tertulis 
dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam proses penerapannya, manjemen berkomitmen 
untuk mendukung kebijakan tersebut melalui  
penandatanganan pakta integritas.

PenGenDalian GratiFikasi

Gratifikasi merupakan pemberian/penerimaan uang/
setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman 
tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, 
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas 
lainnya dengan nilai berapapun, baik yang diterima di 
dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan 
dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa 
sarana elektronik yang dilakukan oleh Personel WIKA 
terkait dengan wewenang/jabatannya di Perseroan, 
sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan 
di masa yang akan datang. Pengendalian gratifikasi di 
WIKA telah diatur dalam No. Dok: WIKA-LDS-PM-01.01 
tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi tanggal 31 
Januari 2019.

The Board of Commissioners, Board of Directors, and 
all Company Personnel always uphold fair competition, 
sportsmanship and professionalism, as well as GCG 
principles. The Company is also committed to creating a 
healthy business climate, avoiding actions, behaviors or 
actions that can cause conflicts of interest, Corruption, 
Collusion and Nepotism (KKN) and always prioritize the 
interests of the Company above their personal, family, 
or group interests. The Company also pays attention 
to anti-corruption policies as laid down in Law No. 20 
of 2001 concerning Amendment to Law No. 31 of 1999 
concerning Eradication of Corruption.

To implement this, management is committed to 
supporting the policy by signing an integrity pact.

GratiFication control

Gratuity is the giving / receiving of money / money 
equivalent, goods, discounts, commissions, interest-
free loans, travel tickets, lodging facilities, travel tours, 
free medical treatment, and other facilities of any value, 
whether received domestically or overseas, covering 
those using electronic or non-electronic means, by WIKA 
Personnel related to their authority / position in the 
Company, so that it could cause a conflict of interest in 
the future. WIKA’s gratification control is regulated in 
No. Doc: WIKA-LDS-PM-01.01 dated January 31, 2019 
concerning Gratification Control Procedures.
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PenGelolaan PenGenDalian 
GratiFikasi 
Batasan pemberian yang diperbolehkan 
1. Pemberian hadiah /cinderamata dan /atau jamuan 

makan dan/atau hiburan diperbolehkan sepanjang 
pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina 
hubungan baik dalam batas-batas kewajaran dan 
memperhatikan hubungan yang setara (seperti antar 
teman dan antar tetangga), saling menghormati 
dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang 
bersangkutan dengan maksud memberikan sesuatu 
hal kepada Perseroan yang tidak menjadi hak 
Perseroan secara hukum serta frekuensi pemberian 
tersebut tidak boleh terlalu sering karena dapat 
menimbulkan dugaan dari seseorang bahwa ada 
sesuatu di balik pemberian tersebut. 

2. Pemberian hadiah/cinderamata berupa barang 
yang dimaksudkan untuk promosi Perseroan wajib 
menggunakan logo Perseroan yang menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo 
Perseroan pada barang dimaksud tidak dapat 
dihilangkan).

3. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, 
diperbolehkan sebagai apresiasi atas sumbangan 
pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada 
Perseroan atas undangan resmi dari Perseroan, 
sepanjang ketentuan mengenai honorarium tersebut 
tidak dilarang dalam kode etik atau peraturan internal 
instansi dari Pihak Ketiga tersebut. 

4. Setiap pemberian yang dilakukan, dicatat dan form 
yang diisi oleh pegawai yang bersangkutan sebagai 
pihak pemberi dan diketahui oleh Atasan langsung 
dan Sekretaris Perusahaan.

Batasan Penerimaan 
yanG DiPerBolehkan 
1. Menerima hadiah/cinderamata dan/atau jamuan 

makan dan/atau hiburan, dalam batas-batas yang 
wajar, dengan frekuensi penerimaan yang tidak 
terlalu sering sehingga patut diduga tidak bertujuan 
untuk menyuap. 

2. Menerima hadiah /cinderamata yang mencantumkan 
logo/nama perusahaan pemberi, dengan batasan-
batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai 
berikut: 
a. Logo, nama perseroan/pihak yang memberikan 

benda-benda dimaksud merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi 
perseroan pemberi. 

b. Bukan berupa pemberian yang melanggar 
kesusilaan dan hukum. 

manaGement oF 
GratiFication control
Allowable Giving Limits
1. The giving of gifts / souvenirs and / or meals and / 

or entertainment as long as it is intended to foster 
good relations within the limits of reasonableness and 
pays attention to equality (such as between friends 
and neighbors), mutual respect and is not aimed at 
bribing the party concerned with the intention of 
giving something to the Company that it is not legally 
entitled to, and the giving may not be too frequent 
so as to cause allegations of impropriety.

2. The giving of gifts / souvenirs in the form of goods 
intended to promote the Company must bear the 
Company’s logo, and be an inseparable part of the 
said item (the Company’s logo on the said item cannot 
be removed).

3. The giving of meeting honorariums to third parties 
is permissible as an appreciation of the contribution 
of ideas and expertise to the Company at the official 
invitation of the Company, as long as the honorarium 
are not prohibited in the code of ethics or internal 
regulations of the third party.

4. All gift made must be recorded and forms filled out 
by the employee concerned as the giver with the 
full knowledge of their direct supervisor and the 
Corporate Secretary.

allowaBle accePtinG limits

1. Receiving gifts / souvenirs and / or meals and / or 
entertainment, within reasonable limits, provided 
it is not too frequent so as to cause allegations 
of impropriety.

2. Receiving gifts / souvenirs bearing the logo / company 
name of the giver, with the following restrictions being 
met as follows:

a. The logo, the name of the company / party 
providing the objects referred to is inseparable 
form the policy / promotion of the giving company.

b. Not in the form of gifts that violate decency 
and law.
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3. Menerima honorarium sebagai pembicara, 
narasumber yang diundang secara resmi oleh 
pihak ketiga diperbolehkan, sebagai apresiasi atas 
sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah 
diberikan, sepanjang pemberian tersebut patut 
diduga tidak bermaksud untuk mempengaruhi 
pegawai yang bersangkutan untuk melakukan dan/
atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan 
kedudukan/jabatannya dan tidak dilarang dalam kode 
etik atau peraturan internal Perseroan. 

4. Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajaran 
diperbolehkan jika: 
a. Hiburan tidak dilakukan secara terus menerus. 
b. Bila penolakan terhadap hiburan dimaksud 

dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan 
bisnis secara institusi antara Perseroan dengan 
Pihak Ketiga yang menawarkan hiburan. 

c. Tidak mengganggu waktu kerja pegawai yang 
bersangkutan. 

d. Tidak melakukan pembicaraan mengenai 
pemberian informasi internal Perseroan penyebab 
kecurangan/fraud dan benturan kepentingan. 

5. Apabila terdapat penerimaan hadiah /cinderamata 
dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur 
Perseroan, maka Personel WIKA wajib melaporkan 
hal tersebut melalui: 
a. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Untuk 

penerimaan yang merupakan barang yang cepat 
kedaluwarsa (misal: makanan dan minuman), 
maupun penerimaan yang merupakan barang 
yang tidak cepat kedaluwarsa (misal: uang, emas 
dan lainnya) wajib melaporkannya kepada KPK 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja 
sejak tanggal penerimaan. KPK dalam waktu paling 
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal 
menerima laporan wajib menetapkan penerimaan 
tersebut dapat menjadi milik penerima atau milik 
negara (jika penerimaan dalam bentuk uang 
dan menjadi milik negara maka uang tersebut 
di-transfer melalui rekening yang telah disediakan 
KPK. 

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing	System 
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/
Whistleblowing	System dilakukan apabila pelapor 
adalah Personel WIKA atau pihak-pihak lainnya 
(pelanggan, mitra kerja dan masyarakat) yang 
tidak memiliki keterlibatan secara langsung, 
namun mengetahui gratifikasi di Perseroan yang 
memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan 
wewenang/ jabatan. Pelaporan melalui Sistem 
Pelaporan Pelanggaran/Whistleblowing	System 
dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri 
yang mengatur mengenai sistem pelaporan 
Pelanggaran/ Whistleblowing	System.

3. Receiving an honorarium as a speaker, resource 
person, invited formally by third parties are 
allowed, as an appreciation for contributing ideas 
and expertise, provided the gift is not intended to 
influence the employee concerned to do and / or not 
to do anything related with their position / title and 
is not prohibited in the Company’s code of ethics or 
internal regulations.

4. Receiving entertainment within reasonable limits is 
allowed if:
a. Entertainment is not carried out continuously.
b. If the rejection of such entertainment could affect 

the institutional business relationship between 
the Company and the Third Party that offers 
the entertainment.

c. Does not interfere with the work time of the 
employee concerned.

d. Does not involve discussing internal Company 
information that could lead to fraud and conflicts 
of interest.

5. If there are gifts / souvenirs and / or entertainment 
outside the limits set by the Company, WIKA Personnel 
must report them through:

a. Corruption Eradication Commission (KPK)
For receiving goods that may expire quickly (for 
example: food and drinks), or receiving goods that 
do not expire quickly (e.g. money, gold and others) 
they must report it to KPK no later than 30 (three) 
twenty) working days from the date of receipt. 
KPK no later than 30 (thirty) working days from 
the date of receiving the report shall determine 
whether the receipt may be the property of the 
recipient or the state (if the receipt is in the form of 
money and belongs to the state, then the money is 
transferred through accounts provided by the KPK.

b. Whistleblowing Reporting System
Reporting through the Whistleblowing Reporting 
System is carried out if the reporter is an 
employee of WIKA or other parties (customers, 
work partners and the public) who does not have 
direct involvement, but knows of gratification in 
the Company with the potential to create abuse 
of authority / position. Reporting through the 
Whistleblowing Reporting System is carried out in 
accordance with a separate mechanism governing 
the Whistleblowing System.
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Flow chart oF work orDer anD 
resPonsiBility For GivinG GiFts/
soUvenirs/entertainment

DiaGram alUr UrUtan kerja 
Dan tanGGUnG jawaB 
memBeri haDiah/BinGkisan/
cinDeramata/hiBUran

no
keGiatan
ACTiv iT ies

mitra uSaha/ 
rekanan/ 

Pihak
busiNess
pArTNer/
pArTNer/

pArTy

PerSonil
Wika
wiKA

persoNNel

ataSan
lanGSunG

direCT
supervisor

SekPer
CorporATe
seCreTAry

dePartemen
keuanGan

PeruSahaan
CorporATe

fiNANCe
depArTmeNT

div.
terkait
relATed

div .

direktur
keuanGan

direCTor
of f iNANCe

Memberi Hadiah/ Bingkisan/ Cinderamata/ Hiburan
Giving	Gifts/Souvenirs/Entertainment

1 Penerimaan Laporan Keinginan 
Pemberian dari atau dan kepada Pihak 
Ketiga
Acceptance	of	Giving	Report	from/or	to	
Third	Parties

2 Pelaporan kepada Atasan langsung 
Paling Lambat 7 Hari sejak Pemberian
Reporting	to	direct	superiors	at	the	latest	7	
days after giving

3 Pelaporan Pemberian dan Permintaan 
Pemberian Paling Lambat 2 Hari Kerja
Reporting	of	Giving	and	Requests	for	Giving	
at	the	latest	2	Working	Days

4 Penerimaan Laporan
Receipt	of	Reports

5 Pemberian kepada pihak Ke Tiga 
Dikabulkan
Grants	to	third	parties	granted

6 Pemberian kepada Pihak Ketiga Ditolak
Giving	to	Third	Parties	Denied

7 Pengiriman
Delivery

8 Penyerahan Bukti Pengiriman
Submission	of	Receipt	of	Delivery

YA
YES

TIDAK
NO
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DiaGram alUr UrUtan kerja 
Dan tanGGUnG jawaB 
menerima haDiah/BinGkisan/
cinDeramata/hiBUran

no
keGiatan
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rekanan/ 
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Menerima Hadiah/ Bingkisan/ Cinderamata/ Hiburan
Receiving	Gifts/Souvenirs/Entertainment

1 Pelaporan kepada KPK untuk Menentukan 
Status Kepemilikannya (30 Hari Setelah 
Menerima) Pemberian
Reporting	to	KPK	to	Determine	Its	Ownership	
Status	(30	Days	After	Receiving)	Gifts

2 Status Kepemilikan telah ditentukan oleh 
KPK (30 Hari Sejak Tanggal Menerima 
Laporan dari Penerima)
Ownership	Status	has	been	determined	by	
the	KPK	(30	Days	from	the	Date	of	Receiving	
Report	from	Recipient)

3 Hasil Laporan dari KPK Diserahkan kepada 
Departemen Keuangan Perusahaan
Reports	from	the	KPK	were	submitted	to	the	
Company’s	Finance	Department

4 Pemberian Hadiah/ Bingkisan/ 
Cinderamata/Hiburan tidak terindikasi 
dugaan Gratifikasi dikembalikan kepada 
Personil WIKA
The	Gifts/	Souvenirs/	Entertainment	with	
no	alleged	gratification	is	returned	to	WIKA	
Personnel

5 Pemberian Hadiah/ Bingkisan/ 
Cinderamata/ Hiburan terindikasi dugaan 
Gratifikasi dikembalikan kepada Mitra 
Usaha/ Rekanan/Pihak Ketiga
The	Gifts/	Souvenirs/	Entertainment	with	
alleged	gratification	is	returned	to	Business	
Partner/	Partner/Third	Party

6 Penyerahan Surat Bukti Penyerahan 
Pengembalian kepada Direktur Keuangan 
dan Ditembuskan kepada Sekretaris 
Perusahaan
Submission	of	Receipt	of	Return	Submission	
to	the	Director	of	Finance	and	Corporate	
Secretary

7 Menerima Bukti Penyerahan
Receive	Receipt	of	Submission

Flow chart oF work orDer anD 
resPonsiBility For receiveinG 
GiFts/soUvenirs/entertainment

YA
YES

YA
YES

TIDAK
NO

TIDAK
NO
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sosialisasi keBijakan 
GratiFikasi

Selama tahun 2019, dalam rangka sosialisasi Gratifikasi 
terhadap seluruh pegawai Perseroan, Sekretariat 
Perusahaan yang memiliki fungsi Good Corporate 
Governance telah beberapa kali melakukan kegiatan
sosialisasi tentang gratifikasi di antaranya, baik itu yang 
sifatnya rutin maupun yang sifatnya insidentil; kegiatan 
tersebut di antaranya;
1. Sosialisasi Gratifikasi terhadap pegawai dan 

manajemen, baik di Induk maupun Anak Perusahaan. 
Kegiatan ini merupakan agenda rutin yang 
dilaksanakan setiap tahun.

2. Sosialisasi Gratifikasi untuk pegawai On Job Training 
(OJT) Perseroan, kegiatan ini merupakan kegiatan 
rutin yang dilakukan dalam setiap tahun dan 
diselenggarakan dalam setiap rekrutmen Perseroan.

3. Sosialisasi melalui media internal perusahaan.

laPoran PenGelolaan 
GratiFikasi tahUn 2019

Selama tahun 2019 di Perseroan tidak terdapat 
penyimpangan ataupun pelanggaran yang dilaporkan 
oleh Personel WIKA melalui ketentuan dalam 
Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Drop	 Box	
Pengendalian Gratifikasi.

GratiFication Policy 
socialization

In 2019, to socialize Gratification to all  Company 
employees, the Corporate Secretariat, under its Good 
Corporate Governance  function, conducted several   
routine or incidental gratification socialization activities, 
including;

6. Gratification socialization to employees and 
management, both in the Parent and Subsidiaries. 
This activity is routine and is carried out every year.

7. Gratification socialization for employees in the 
Company’s On Job Training (OJT) scheme, this activity 
is routine and is carried out every year for every 
Company recruit.

8. Socialization through the Company’s internal media.

2019 GratiFication 
manaGement rePort 

During 2019 there were no irregularities or violations  in 
the Company reported by WIKA Personnel through the 
Gratification Control Procedure and the Gratification 
Control Drop Box.
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TRANSPARANSI KONDISI 
KEUANGAN DAN NON-
KEUANGAN PERUSAHAAN
transparency of financial and non-financial 
Conditions of the Company

PemBelian kemBali 
(BUyBack) saham

Pada tahun 2013 Perseroan telah melaksanakan 
pembelian kembali  saham (“buyback” )  yang 
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai 
dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 02/
POJK.04/2013 tentang Pembelian Kembali Saham yang 
Dikeluarkan Oleh Emiten atau Perusahaan Publik Dalam 
Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan (“POJK 
02/2013”). Latar belakang pelaksanaan buyback tersebut 
dikarenakan adanya penurunan Indeks Harga Saham 
Gabungan (“IHSG”) BEI yang signifikan selama periode 20 
Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 sebesar 
1.247,134 poin atau 23,91%, sebagaimana Surat Edaran 
Otoritas Jasa Keuangan Nomor No. 01/SEOJK.04/2013 
tanggal 27 Agustus 2013. Harga saham Perseroan 
turut mengalami penurunan selama periode tersebut 
di atas. Pelaksanaan buyback tersebut dilaksanakan 
dalam beberapa tahap sejak tanggal 4 September 2013 
hingga 4 Desember 2013 dengan total saham sebesar 
6.018.500 lembar saham.

Di tahun 2019 Perseroan telah melakukan pengalihan 
atas seluruh saham hasil pembelian kembali tersebut. 
Pelaksanakan pengalihan saham hasil pembelian kembali 
tersebut dilakukan dalam beberapa tahap sejak 11 
Oktober 2019 hingga 4 Desember 2019.

share BUyBack

In 2013 the Company carried out a share buyback 
(“buyback”) on the Indonesia Stock Exchange (“IDX”) in 
accordance with OJK Regulation No. 02/POJK.04/2013 
concerning Share Buy Back by Issuers or Public 
Companies in Significantly Fluctuating Market Conditions 
(“POJK 02/2013”). The background to the buyback was due 
to a significant decline in the IDX Composite Stock Price 
Index (IHSG) during the period May 20, 2013 to August 
27, 2013 of 1,247.134 points or 23.91%, as per the OJK 
Circular Letter No. 01/SEOJK.04/2013  dated August 27, 
2013. The  Company’s share price declined during the 
period mentioned above. The buyback was carried out 
in several stages from September 4, 2013 to December 
4, 2013 for a total share of 6,018,500 shares.

In 2019 the Company transferred all the repurchased 
shares in several stages from 11 October 2019 to 4 
December 2019.
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PEMBERIAN DANA UNTUK 
KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK

funding for Social and Political activities

Pemberian dana  kegiatan sosial Perseroan dapat dilihat 
pada Bab Corporate	Social	Responsibility	(CSR) pada laporan 
tahunan ini. Selain itu, Perseroan tidak memberikan dana 
kegiatan terkait dengan kegiatan politik.

.

Funds  provided for the Company’s social activities can be 
seen in the Corporate Social Responsibility (CSR)  Chapter 
in this annual report. In addition, the Company does not 
provide funding for activities related to political activities.

Cipanas Dam
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PENCEGAHAN TRANSAKSI 
ORANG DALAM
Prevention of insider transactions

Kebijakan guna mencegah terjadinya insider trading 
terdapat pada Code of Conduct yang di dalamnya mengatur 
pula terkait dengan perolehan informasi melalui cara-
cara yang sah dan menyimpan serta menggunakannya 
sesuai dengan prinsip-prinsip etika usaha yang berlaku. 
Perseroan berkomitmen mewujudkan pertumbuhan 
kegiatan operasi yang berkelanjutan berdasarkan standar 
bisnis yang ada sehingga Perseroan dapat memberikan 
kontribusi yang optimal bagi Shareholders.

The policy to prevent insider trading is contained in the 
Code of Conduct that also regulates the acquiring of 
information through legitimate means and using it in 
accordance with applicable business ethical principles. 
The Company is committed to growing its sustainable 
operating activities based on existing business standards 
so the Company can contribute optimally to Shareholders.

Kunciran-Cengkareng Toll Road
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Terkait implementasi kebijakan Perseroan dalam 
upaya pencegahan terjadinya insider trading, Perseroan 
pernah mengeluarkan Surat Edaran No. SE.01.01/A.
SEKPER.6144/2013 Perihal “Larangan Transaksi Orang 
Dalam pada Masa Pembelian Kembali Saham WIKA”, yang 
mengatur hal-hal sebagai berikut: “Sehubungan dengan 
pelaksanaan buyback saham Perseroan dan berdasarkan 
pasal 95 sampai dengan pasal 97 Undang-undang No.8 
Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan pasal 8 dan pasal 
20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2013 
tanggal 23 Agustus 2013, serta Surat Edaran Otoritas 
Jasa Keuangan No. 01/SEOJK.04/2013 tanggal 27 Agustus 
2013, Perseroan menetapkan peraturan sebagai berikut: 
1. Bahwa setiap pihak yang merupakan: 

a. Komisaris, Direktur, Pegawai, dan Pemegang 
Saham Utama WIKA; 

b. Orang perseorangan yang karena kedudukan 
atau profesinya atau karena hubungan usahanya 
dengan WIKA memungkinkan orang tersebut 
memperoleh informasi orang dalam; atau 

c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan ter akhir 
tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimak sud 
dalam huruf a dan huruf b, dilarang melakukan 
transaksi atas saham WIKA (dalam jangka waktu 
pembelian kembali saham atau pada hari yang 
sama dengan penjualan saham hasil pembelian 
kembali yang dilakukan oleh Perusahaan melalui 
Bursa Efek). 

2. Larangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 
berlaku untuk 3 (tiga) bulan sejak tanggal 3 September 
2013; 

3. Bahwa terdapat sanksi hukum berdasarkan peraturan 
di bidang Pasar Modal bagi pihak yang melakukan 
pelanggaran terhadap larangan sebagaimana 
tersebut di atas.”

For the implementing the Company’s  insider trading  
prevention policy, the Company has issued Circular No. 
SE.01.01/A.SEKPER.6144/2013 concerning “Prohibition of 
Insider Transactions During WIKA’s Shares Buy Backs”, 
which regulates the following matters: In connection 
with the  Company’s shares buyback, under articles 95 
to article 97 of the 1995 Law No.8 Year concerning the 
Capital Market, and Article 8 and Article 20 of the OJK 
Regulation No. 2/POJK.04/2013 dated August 23, 2013, 
and the OJK Circular No. 01/SEOJK.04/2013 dated August 
27, 2013, the Company established the following rules:

1. That each party constitutes:
a. a. WIKA’s Commissioners, Directors, Employees 

and Major Shareholders;
b. An individual who due to their position or 

profession, or business relationship with WIKA, 
allows such persons to obtain inside information; 
or

c. Parties who in the last 6 (six) months is no longer 
a Party as referred to in letter a and letter b, are 
prohibited from conducting transactions in WIKA 
shares (within the period of share buyback or on 
the same day as the sale of repurchased shares 
conducted by the Company through the Stock 
Exchange).

2. The prohibition referred to in number 1 was valid for 
3 (three) months from September 3, 2013;

3. There are legal sanctions based on Capital Market  
regulations for those who violate the prohibitions 
mentioned above. “
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PENGELOLAAN LAPORAN HARTA 
KEKAYAAN PENYELENGGARA 
NEGARA (LHKPN)
Management of State Property reports (lHKPn)

Dalam rangka mendukung program Pemerintah 
untuk menciptakan Pemerintahan yang bersih WIKA 
mewajibkan pejabat struktural sampai dengan dua 
tingkat di bawah Direksi untuk menyampaikan laporan 
harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan 
Korupsi Republik Indonesia.

Dasar hUkUm

Dasar hukum penyampaian LHKPN terdiri dari: 
1. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara 

yang Bersih dan Bebas dari KKN; 
2. UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi;
3. PER. KPK Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara 

Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta 
Kekayaan PN; 

4. SE. Pim. KPK Nomor 08/01/10/2016 tentang 
Pendukung Teknis Penyampaian LHKPN pada 
masa Peralihan;

wajiB laPor lhkPn

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK 
01.09/A.DIR.16224/2017 tentang Pejabat yang Wajib 
Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara 
Negara (LHKPN), pejabat struktural di WIKA yang wajib 
menyampaikan LHKPN adalah: 
1. Pejabat struktural sampai dengan dua tingkat di 

bawah Direksi; 
2. Direksi Perusahaan Anak, Perusahaan Asosiasi dan 

Badan Hukum yang ditunjuk Perusahaan; 
3. Pejabat yang dipandang memegang fungsi strategis.

mekanisme PelaPoran lhkPn

Mekanisme pelaporan harta kekayaan pejabat Perseroan 
dilakukan dengan mengacu pada UU nomor 28 tahun 
1999 di mana penyelenggara berkewajiban untuk: 
1. Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama 

dan sesudah menjabat; 
2. Melaporkan dan mengumumkan kekayaannya 

sebelum dan setelah menjabat.

In support of the Government’s program to create a 
clean Government, WIKA requires all structural officials 
up to two levels below the Board of Directors to report 
their assets to the  Republic of Indonesia Corruption 
Eradication Commission.

leGal Basis

The legal basis for submitting LHKPN consists of:
1. 1999 Law No. 28 concerning State Officials that are 

Clean and Free of KKN;
2. 2002 Law No. 30 concerning the Corruption 

Eradication Commission;
3. 2016 PER. KPK Number 07 concerning Procedures 

for Registration, Announcement and Examination 
of PN Assets;

4. SE. Pim KPK Number 01/08/2016  concerning 
Technical Support for Submission of LHKPN during 
the Transitional Period;

lhkPn manDatory rePort

Based on the Board Directors’ Decree No. 01.09/A.
DIR.16224/2017 concerning Officials Required to Submit  
LHKPN Reports, the structural officials at WIKA who are 
required to submit LHKPN include:

1. Structural officials up to two levels below the Board 
of Directors;

2. Directors of Subsidiaries, Associated Companies and 
Legal Entities appointed by the Company;

3. Officials deemed to hold strategic functions.

lhkPn rePortinG mechanism

The  reporting mechanism for the assets of Company 
officials is carried out by referring to the 1999 Law 
number 28 whereby the  officials are obliged to:
1. Allow for their wealth to be checked before, during 

and after taking office;
2. Report and declare their wealth before and after 

taking office.
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SISTEM PELAPORAN
PELANGGARAN

Violation reporting System

Dalam rangka implementasi prinsip Tata Kelola 
Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), 
WIKA telah berkomitmen untuk membangun Sistem 
pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing	System). Sistem 
Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing	System) berfungsi 
sebagai sarana dalam pencegahan, pengungkapan 
pelanggaran atau tindak kecurangan dalam Perseroan 
dan telah dituangkan dalam Prosedur Pengaduan 
Pelanggaran Code of Conduct atau Whistle	Blowing No. 
WIKA-LDS-PM-01.02 tanggal 31 Januari 2019. 

PenGelolaan 
whistleBlowinG system 

PenyamPaian laPoran 
PelanGGaran Dan 
tinDak lanjUtnya
Setiap insan WIKA dapat menyampaikan laporan 
mengenai dugaan pelanggaran terhadap Code of 
Conduct kepada Perseroan secara pribadi, melalui surat 
maupun e-mail. Tim Kepatuhan GCG akan menerima dan 
melakukan tindak lanjut atas pengaduan tersebut namun 
ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan: 
1. Secara umum, pada prinsipnya semua pelapor harus 

mengungkapkan identitasnya dengan jelas. Dalam 
hal ini kerahasiaan identitas pelapor akan dilindungi. 

2. Penggunaan surat yang tidak beridentitas (surat 
kaleng) akan diperlakukan sebatas sebagai informasi 
awal di mana tindak-lanjutnya tergantung kepada 
tingkat keyakinan Tim Kepatuhan GCG atas kebenaran 
substansi masalah yang dilaporkan. 

3. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada pihak 
pelapor manakala pelanggaran tersebut benar terjadi, 
kecuali apabila yang bersangkutan juga terlibat dalam 
pelanggaran terhadap Code of Conduct ini. Dalam hal 
ini pengungkapan hal tersebut dapat merupakan 
faktor yang meringankan. Apabila pelanggaran 
tersebut benar terjadi dan pihak pelapor tidak 
terlibat di dalamnya, maka kepada pihak pelapor 
akan diberikan penghargaan yang sesuai. 

To implement the principles of Good Corporate 
Governance, WIKA established a Whistleblowing System, 
as a means of preventing, disclosing violations or fraud 
in the Company, as set forth in the Code of Conduct 
or Whistle Blowing Complaints Procedure No. WIKA-
LDS-PM-01.02 dated January 31, 2019

whistleBlowinG system 
manaGement 

violation rePort sUBmission 
anD Follow-UP actions 

Each WIKA employee can submit reports of alleged 
violations of the Code of Conduct to the Company in 
person, by letter or e-mail. The GCG Compliance Team 
will receive and follow up on the complaint, but there are 
a number of important things that must be considered:

1. All reporters must clearly reveal their identities. In this 
respect the confidentiality of the reporter’s identity 
will be protected.

2.  The use of anonymous letters will be treated merely 
as initial information where the follow-up depends 
on the level of confidence of the GCG Compliance 
Team on the correctness on the substance of the 
problem reported.

3. No penalties will be imposed on the reporting party 
if the violation is true, except if the person concerned 
is also involved in a violation of this Code of Conduct. 
In this case disclosure can be a mitigating factor. If 
the violation did take place, and the reporting party 
was not involved, then the reporting party will be 
rewarded appropriately.
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4. Tim Kepatuhan GCG akan berpegang pada azas 
praduga tak bersalah. 

5. Sarana Pengaduan ter sebut tidak dimaksud kan 
sebagai mekanisme untuk menyampaikan keluhan 
pribadi yang tidak terkait dengan dugaan pelanggaran 
terhadap Code of Conduct.

meDia PelaPoran 
Pelaporan Pelanggaran dapat dikirimkan melalui E-mail: 
TimKepatuhanGCG@WIKA.co.id. Setiap pelaporan 
pelanggaran yang masuk akan ditindaklanjuti.

PerlinDUnGan BaGi whistleBlower 
Setiap pelapor berhak mendapat perlindungan dengan 
sejumlah ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan 
WBS WIKA, mencakup: 
1. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi, Komite-

Komite yang ada serta Pegawai dapat menyampaikan 
laporan mengenai dugaan pelanggaran terhadap 
Code of Conduct kepada Perseroan secara pribadi, 
melalui surat, maupun e-mail. 

2. Semua pelapor harus mencantumkan identitasnya 
dengan jelas. Pelaporan yang dilakukan tanpa 
identitas akan diperlakukan sebatas informasi awal, 
sedangkan tindak lanjut atas pelaporan tersebut 
akan diputuskan oleh Tim Kepatuhan GCG. Identitas 
pelapor akan dirahasiakan, kecuali apabila timbul 
hal-hal sebagai berikut: 
a. Identitas pelapor diperlukan dalam kaitan dengan 

laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh 
Pemerintah; 

b. Isi pelapor an sejalan dengan kepentingan 
Perseroan dan sejalan dengan tujuan Code of 
Conduct ini; dan 

c. I d e n t i t a s  p e l a p o r  d i p e r l u k a n  u n t u k 
mempertahankan posisi Perseroan di depan 
hukum. 

3. Pelapor berhak mendapat perlindungan, termasuk 
imunitas administrasi, dari Direksi dan jajaran 
manajemen Perseroan. 

4. Setiap laporan pelanggaran dan /atau penyimpangan 
wajib bersifat tidak memihak suku, ras, agama, dan 
golongan tertentu. Laporan juga tidak diperkenankan 
bersifat fitnah, atau berisi keluhan pribadi, serta tidak 
terkait dengan Code of Conduct Perseroan. 

5. Pelaporan tidak akan dikenakan hukuman apapun 
karena tindakan pelaporannya, kecuali apabila yang 
bersangkutan terlibat dalam pelanggaran tersebut 
atau laporan merupakan fitnah. 

6. Tim Kepatuhan GCG bekerja dengan berpegang pada 
azas praduga tak bersalah.

4. The GCG Compliance Team will adhere to the principle 
of presumption of innocence.

5. The complaint facility is not intended as a mechanism 
for submitting personal complaints unrelated to 
alleged  Code of Conduct violations.

rePortinG meDia
Violation Reporting can be sent via E-mail: TimKepatuhan@
WIKA.co.id. All violation  reports received will be 
followed up.

whistleBlower Protection 
All reporters are entitled to protection in line with the  
WIKA WBS provisions, including:

1. All members of the Board of Commissioners, Board 
of Directors, existing Committees, and Employees can 
report alleged violations of the Code of Conduct to 
the Company in person, by mail, or e-mail.

2. All reporters must state their identity clearly. Reporting 
without identity will be treated as initial information, 
while the GCG Compliance Team will decide the report 
follow-up. The identity of the reporter will be kept 
confidential, except in the following conditions:

a. The reporter’s identity is required for reports or 
investigations conducted by the Government;

b. The  report contents concern the Company’s  
interests and the  Code of Conduct objectives; and

c. The reporter’s identity is required to protect the 
Company’s legal position.

3. Reporting parties are entitled to protection, including 
administrative immunity, from the  Company’s Board 
of Directors and management.

4. All violation and / or deviation  reports must be 
impartial irrespective of ethnic group, race, religion 
and class. Reports are also not allowed to be 
defamatory, or contain personal complaints, and 
must be related to the Company’s Code of Conduct.

5. Reporting will not be subject to any penalty for 
reporting, except if the reporter is involved in the 
violation or the report is libelous.

6. The GCG Compliance Team actions adhere to the 
principle of presumption of innocence.



567Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

PenanGanan PenGaDUan 
Organisasi penanganan pelaporan pelanggaran terdiri 
atas empat elemen utama, yakni: 
1. Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (TP3), bertugas 

untuk: 
a. Menerima, mencatat dan mengelompokkan 

laporan pelanggaran berdasarkan kategori 
terlapor. 

b. Melaksanakan program perlindungan pelapor 
sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, 
termasuk menjaga kerahasiaan pelapor dan 
terlapor (asas praduga tidak bersalah). 

c. Menjaga komunikasi teratur dengan Pelapor. 

d. Melaporkan laporan perkembangan (activity	report) 
setiap 6 bulan sekali kepada Dewan Komisaris. 

2. Tim Investigasi, terdiri dari Tim Investigasi Internal, 
Tim Investigasi Eksternal, dan Tim Investigasi 
Anak Perusahaan.
Tugasnya secara keseluruhan adalah melakukan 
investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran 
yang dilaporkan dengan tujuan untuk mencari dan 
mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan guna 
memastikan bahwa telah terjadi pelanggaran. 

3. Dewan Komisaris, dengan tugas utama: 
Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori 
jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan 
kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta 
memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti 
atau diarsip untuk pelanggaran yang dilakukan 
oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Organ 
Pendukung Dewan Komisaris. 

4. Direksi, dengan tugas utama: 
Melakukan seleksi, konfirmasi (dari aspek kategori 
jenis pelanggaran, siapa yang melakukan dan 
kelengkapan dokumennya) dan verifikasi, serta 
memutuskan apakah laporan akan ditindaklanjuti 
atau diarsip untuk pelanggaran yang dilakukan 
oleh Karyawan.

comPlaint hanDlinG 
The  violation report handling organization consists of 
four main elements:
1. Violation Report Management Team (TP3), tasked with:

a. Receiving, registering and classifying violation 
reports based on report category.

b.  Conducting the whistleblower protection program 
in accordance with established policies, including 
maintaining the confidentiality of the reporter and 
the reported (presumption of innocence).

c. Maintaining regular communication with 
the Reporter.

d. Preparing activity reports every 6 months for the 
Board of Commissioners.

2. Investigation Team, consisting of an Internal 
Investigation Team, External Investigation Team, and  
Subsidiaries Investigation Team.
Their tasks involve undertaking further investigations 
on the substance of the reported violations with the 
aim of finding and gathering the evidence needed to 
prove the violation occurred.

3. The Board of Commissioners, with the main duties of:
Selecting, confirming (in terms of violation category, 
who conducted the violation, and  complete 
documentation) and verifying, and deciding whether 
the report will be followed up, and archiving 
violations committed by Members of the Board of 
Commissioners,  Board of Directors and Supporting 
Bodies of the Board of Commissioners.

4. Board of Directors, with the main duties of :
Selecting, confirming (in terms of violation category, 
who conducted the violation, and  complete 
documentation) and verifying, and deciding whether 
the report will be followed up, and archiving for 
violations committed by employees.
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Pihak yanG menGelola PenGaDUan 
Pihak-pihak yang mengelola pengaduan antara lain: 
1. Tim Kepatuhan GCG 

Tim Kepatuhan GCG adalah tim yang dibentuk oleh 
Perseroan untuk menerima dan menindaklanjuti 
laporan tentang pelanggaran dan/atau penyimpangan 
Code of conduct. Tim Kepatuhan GCG bertanggung 
jawab langsung kepada Direktur Utama Perseroan. 
Identitas dari anggota Tim Kepatuhan GCG bersifat 
rahasia, dan setiap anggotanya akan diberikan 
perlindungan terhadap pembalasan, tekanan, 
ancaman fisik dan/atau psikologis, administrasi, 
maupun penuntutan hukum. 

2. Tim Pencari Fakta 
Tim Pencari Fakta dibentuk dan direkomendasikan 
oleh Tim Kepatuhan GCG. Fungsi tim pencari fakta 
adalah untuk mencari serta menyelidiki indikasi 
penyelewengan terhadap pelaksanaan kepatuhan 
Code of conduct. Keberadaan Tim Pencari Fakta 
bersifat Ad	Hoc. 

3. Majelis Kehormatan Pegawai 
Majelis Kehormatan Pegawai terdiri dari pejabat 
dan/atau pegawai Perseroan yang diberi wewenang 
untuk melakukan pemeriksaan terhadap pegawai 
yang dilaporkan/diduga melanggar peraturan/Code 
of Conduct.

Parties manaGinG comPlaints
The parties managing the complaints include:
1. GCG Compliance Team 

The GCG Compliance Team formed by the Company 
to receive and follow up reports on Code of 
Conduct violations and / or deviations. The GCG 
Compliance Team reports directly to the President 
Director. The identity of GCG Compliance Team  
members is confidential, and each member is 
given protection from retaliation, pressure, physical 
and / or psychological threats, administrative and 
legal prosecution.

2. Fact Finding Team 
The Fact Finding Team was formed following 
recommendations by the GCG Compliance Team. 
Their function is to search for and investigate 
indications of irregularities with Code of Conduct 
compliance. The make-up of the Fact Finding Team 
is Ad Hoc.

3. Honorary Council Employees
The Honorary Council  Employees consists of  
Company officers and / or employees authorized 
to conduct checks on employees who have been 
reported / suspected of regulations / Code of 
Conduct violations.
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alUr Proses PenanGanan 
PenGaDUan
Tatkala terdapat pengaduan melalui mekanisme 
whistleblowing	system, maka proses yang berlaku adalah 
sebagai berikut:

alur ProSeS PenGaduan PelanGGaran
violATioN ComplAiNT  proCess  flow

no. ProSedur
PelaPor
reporTer

deWan 
komiSariS/
komite nrG

boArd of 
CommissioNers 

/  Nrg 
CommiTTee

tim 
kePatuhan 

GcG
gCg 

CompliANCe 
TeAm

tim Pencari 
fakta

fACT  f iNdiNg 
TeAm

maJeliS 
kehormatan 

PeGaWai
hoNorAry 

CouNCil  of 
employees

direkSi
boArd of 
direCTors

1 Pengaduan Pelanggaran disampaikan kepada 
Tim Komite NRG melalui media :
a. Email pengaduan kepada Komite Nominasi, 

Remunerasi dan GCG 
b. Surat Ke Alamat (Komite Nominasi, 

Remunerasi dan GCG PT Wijaya Karya 
(Persero) Tbk. Jl. DI Panjaitan Kav. 10 Jakarta 
Timur 13340         

c. Komite NRG mengkategorikan sebagai kasus 
korporasi dan/atau bukan, dan pihak yang 
diadukan apakah Direksi atau selain Direksi. 
Kategori Kasus :
• Komite NRG HANYA akan mereview 

kasus yang terkait korporasi
• Jika yang diadukan adalah Direksi, maka 

kasus akan ditangani langsung oleh 
Dewan Komisaris

• Jika yang diadukan adalah selain Direksi, 
maka kasus diserahkan kepada Tim 
Kepatuhan GCG (tim Ad Hoc yang 
dibentuk oleh Direksi dan ditetapkan 
dengan SK Direksi)

violation	Complaints	are	submitted	to	the	NRG	
Committee	Team	through:
a.	 Emails	to	the	Nomination,	Remuneration	and	

GCG Committee
b.	 Letters	to	the	PT	Wijaya	Karya	(Persero)	

Tbk.	Nomination,	Remuneration	and	GCG	
Committee	at	Jl.	DI	Panjaitan	Kav.	10	Jakarta	
Timur	13340

c.	 The	NRG	Committee	categorizes	whether	it	is	a	
corporate	case	or	not,	and	whether	the	party	
reported	is	a	Director	or	not.	Case	Category:
•	 The	NRG	Committee	will	ONLY	review	

corporate cases 
•	 If	the	party	reported	is	a	Director,	the	case	

will	be	handled	directly	by	the	Board	of	
Commissioners

•	 If	the	party	reported	is	not	a	Director,	
the	case	will	be	submitted	to	the	GCG	
Compliance	Team	(Ad	Hoc	team	formed	by	
the	Directors	and	determined	by	a	Board	
of	Directors'	Decree)

comPlaint hanDlinG Process Flow

When there is a complaint through the whistleblowing 
system mechanism, the process involved includes:

1
1

1

END

YA
YES

TIDAK
NO
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alur ProSeS PenGaduan PelanGGaran
violATioN ComplAiNT  proCess  flow

no. ProSedur
PelaPor
reporTer

deWan 
komiSariS/
komite nrG

boArd of 
CommissioNers 

/  Nrg 
CommiTTee

tim 
kePatuhan 

GcG
gCg 

CompliANCe 
TeAm

tim Pencari 
fakta

fACT  f iNdiNg 
TeAm

maJeliS 
kehormatan 

PeGaWai
hoNorAry 

CouNCil  of 
employees

direkSi
boArd of 
direCTors

2 Verifikasi:
Tim Kepatuhan GCG melakukan verifikasi atas 
laporan  yang masuk    berdasarkan catatan tim
a. Tidak Benar, tidak ada   bukti dan tidak 

ada identitas, maka tidak akan dilakukan 
pemrosesan lebih lanjut. Tim Kepatuhan 
GCG akan menyampaikan kepada pelapor 
alasan tidak dilakukan pemrosesan serta 
meminta kepada Pelapor. Tidak Diperlukan 
Tim Pencari Fakta, diselesaikan oleh Tim 
Kepatuhan GCG   

b. Benar, ada bukti dan ada identitas, maka Tim 
Kepatuhan GCG menindaklanjuti laporan 
yang masuk : 
• Diperlukan Tim Pencari Fakta  untuk 

menindaklanjuti laporan Tim Kepatuhan 
GCG. 

• Mengkoordinasi pembentukan Tim 
Pencari Fakta yang ditetapkan oleh 
Direksi dan SK Direksi 

• Berkoordinasi dengan Direksi

verification:
The	GCG	Compliance	Team	verifies	incoming	
reports based on team records
a.	 Not	true,	there	is	no	evidence	and	no	identity,	

so	no	further	processing	will	be	done.	The	
GCG	Compliance	Team	will	convey	to	the	
reporter	the	reasons	for	not	processing.	No	Fact	
Finding	Team	Required,	resolved	by	the	GCG	
Compliance Team

b.	 Correct,	there	is	evidence	and	identity,	the	
GCG	Compliance	Team	follows	up	the	reports	
received:
•	 Fact Finding Teams are needed to follow 

up	the	GCG	Compliance	Team	reports. 
•	 The	Fact	Finding	Team	formation	is	

determined	by	the	Board	of	Directors	
through	a	Board	of	Directors'	Decrees

•	 Coordinated	by	the	Board	of	Directors

4 Tim Kepatuhan GCG mengkoordinasi 
pembentukan Tim Pencari Fakta dengan SK 
Dirut
The	GCG	Compliance	Team	coordinates	the	Fact	
Finding Team formation based on a President 
Director	Decree

6 Tim Pencari Fakta melakukan Investigasi
The	Fact	Finding	Team	conducts	the	investigation

7 Tim Pencari Fakta membuat hasil investigasi 
The	Fact	Finding	Team	reports	the	investigation	
results 

2END

6

2

4 3.a
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alur ProSeS PenGaduan PelanGGaran
violATioN ComplAiNT  proCess  flow

no. ProSedur
PelaPor
reporTer

deWan 
komiSariS/
komite nrG

boArd of 
CommissioNers 

/  Nrg 
CommiTTee

tim 
kePatuhan 

GcG
gCg 

CompliANCe 
TeAm

tim Pencari 
fakta

fACT  f iNdiNg 
TeAm

maJeliS 
kehormatan 

PeGaWai
hoNorAry 

CouNCil  of 
employees

direkSi
boArd of 
direCTors

8 a. Tim Pencari Fakta menyerahkan hasil 
investigasi kepada Tim Kepatuhan GCG

b. Tim Kepatuhan GCG  melakukan review 
terhadap hasil dari Tim Pencari Fakta, 
apakah kasus akan dilimpahkan atau 
dilanjutkan ke Majelis Kehormatan Pegawai 
atau Tidak

c. Tim Kepatuhan GCG membuat Kesimpulan 
Pokok sebagai masukan bagi Majelis 
Kehormatan Pegawai.

a.	 The	Fact	Finding	Team	submits	the	investigation	
results	to	the	GCG	Compliance	Team

b.	 The	GCG	Compliance	Team	reviews	of	the	Fact	
Finding	Team	results,	and	whether	the	case	will	
be	delegated	or	continued	by	the	Employees	
Honorary	Council	or	not

c.	 The	GCG	Compliance	Team	prepares	its	
Main	Conclusions	as	input	for	the	Employee	
Honorary	Council.

9 Majelis Kehormatan Pegawai membuat 
Rekomendasi 
The	Employees	Honorary	Council	makes	
recommendations

10 a. Majelis Kehormatan Pegawai mereview 
laporan Tim Pencari Fakta dan Rekomendasi   
Tindak Lanjut Pokok dari Tim Kepatuhan 
GCG.  

b. Majelis Kehormatan Pegawai melakukan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menghasilkan rekomendasi terbaik atas 
laporan tersebut.

a.	 The	Employees	Honorary	Council	reviews	the	
fact	finding	team's	report	and	the	main	follow-
up	recommendations	from	the	GCG	Compliance	
Team.

b.	 The	Employees	Honorary	Council	takes	
the	necessary	steps	to	prepare	the	best	
recommendations	for	the	report.

11 Majelis Kehormatan Pegawai membuat 
Rekomendasi kepada Direktur Utama
The	Employees	Honorary	Council	makes	
recommendations	to	the	President	Director

12 Hasil rekomendasi dari Majelis Kehormatan 
Pegawai  disampaikan kepada Direktur Utama
The	Employee	Honors	Council	recommendations	
results	are	submitted	to	the	President	Director

13 Keputusan oleh Direktur Utama, sesuai 
peraturan perusahaan yang berlaku
President	Director’s	Decisions,	in	accordance	with	
applicable Company regulations

2

END

END

2

2

YA
YES

TIDAK
NO

10.a

10.b

11

12 12
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sosialisasi whistleBlowinG 
system 
Dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai 
Whistleblowing	 System di seluruh tingkatan dalam 
organisasi, Perseroan secara konsisten mengadakan 
sosialisasi	Whistleblowing	System dengan berbagai cara. 
Salah satu yang dilakukan Perseroan adalah dengan 
melakukan penyebarluasan buku Code of Conduct dan 
Code of Corporate Governance melalui surat elektronik 
kepada seluruh pegawai Perseroan. Bagi Calon Pegawai 
Perseroan, Perseroan melakukan melakukan presentasi 
in class agar calon pegawai On Job Training (OJT) dapat 
memahami tindakan apa saja yang melanggar terhadap 
ketentuan Code	of	Conduct. 

Sepanjang tahun 2019 Biro Corporate Relations telah 
melakukan 8 (delapan) kali sosialisasi mengenai 
whistleblowing	system terhadap pegawai dan calon 
pegawai Perseroan.

jUmlah sanksi/tinDak lanjUt 
atas PenGaDUan Di tahUn 2019

Pada tahun 2019, Perusahaan tidak mencatat adanya 
penyimpangan maupun pelanggaran yang dilaporkan 
oleh Personil WIKA kepada Tim Kepatuhan GCG.

whistleBlowinG system 
socialization
To improve understanding of the Whistleblowing System 
at all  organizational levels, the Company consistently 
conducts  Whistleblowing System socialization in various 
ways. One way by the Company distributing Code of 
Conduct and Code of Corporate Governance books 
by e-mail to all  Company employees. For employee 
candidates, the Company conducts in-class  presentations 
so that prospective On-Job-Training (OJT) employees 
can understand what actions violate the Code of 
Conduct provisions.

In 2019 the Corporate Relations Bureau conducted 8 
(eight)  whistleblowing system socialization sessions 
with Company employees and prospective employees.

comPlaints sanctions 
/ Follow-UP in 2019

In 2019, the  GCG Compliance Team did not receive any 
irregularities or violations reports from WIKA Personnel.
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TRANSPARANSI PRAKTIK
BAD GOVERNANCE

Bad governance Practices transparency

laPoran atas aktivitas 
PerUsahaan yanG 
mencemari linGkUnGan

Hingga akhir tahun 2019, Perusahaan tidak pernah 
mendapatkan adanya laporan atas aktivitas Perusahaan 
yang mencemari lingkungan. Perusahaan memberikan 
perhatian terhadap seluruh aspek dalam kegiatan 
bisnis Perusahaan, termasuk pengadaan emas sebagai 
produk utama Perusahaan yang bekerjasama dengan 
perusahaan lain yang memiliki riwayat produksi dan 
pengolahan emas yang dapat dipertanggungjawabkan.

PenGUnGkaPan PemenUhan 
kewajiBan PerPajakan

Sepanjang tahun 2019, WIKA tidak memiliki kasus 
yang berkaitan dengan perpajakan. Perseroan taat 
dan patuh dalam membayar dan melaporkan pajak 
sesuai kewajibannya.

ketiDaksesUaian Penyajian 
laPoran tahUnan Dan laPoran 
keUanGan DenGan PeratUran 
yanG BerlakU Dan stanDar 
akUntasi keUanGan (sak)

Berbagai informasi, analisa dan pembahasan kinerja 
pada laporan tahunan ini mengacu pada Laporan 
Keuangan Perusahaan untuk tahun-tahun yang berakhir 
31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi 
Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Laporan keuangan 
konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai 
Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, yaitu 
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang 
mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan 
oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) 
Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal 
yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas 
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. 
VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, 
keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 
tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan 
Emiten atau Perusahaan Publik.

rePort on comPany activities 
PollUtinG the environment

Up to the end of 2019, the Company has never received 
any reports on any Company activities that pollute 
the environment. The Company pays attention to all 
aspects of the Company’s business activities, including 
gold procurement as the Company’s main product in 
collaboration with other companies with a responsible 
history of gold production and processing.

DisclosUre on FUlFillment 
oF taX oBliGations

During 2019, there were no cases involving WIKA 
related to taxation. The Company complies and is 
obedient in paying and reporting taxes corresponding 
to its obligations.

incomPatiBility oF annUal 
rePorts anD Financial 
statements  Presentation 
with aPPlicaBle reGUlations 
anD Financial accoUntinG 
stanDarDs (sak)

The  performance information, analysis and discussions 
in this annual report refers to the Company’s Financial 
Statements for the years ended  December 31, 2019 
and  December 31, 2018 as audited by Public Accounting 
Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan’s. The 
Company’s consolidated financial statements were 
prepared and presented in accordance with Indonesian 
Financial Accounting Standards (SAK),  including the 
Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), 
and Interpretation issued by the Financial Accounting 
Standard Board -  Indonesian Institute of Accountants 
(DSAK), and Applicable  Capital  Market  and OJK 
Regulations, and Bapepam-LK Regulation No. VIII.G.7 
concerning Guidelines for the Presentation of Financial 
Statements, and Chairman of Bapepam-LK  Decree  No. 
KEP-347/BL/2012 concerning Presentation and Disclosure 
of Financial Statements of Issuers or Public Companies.
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PenGUnGkaPan seGmen oPerasi 
PaDa laPoran keUanGan

Sebagaimana yang tercantum dalam PSAK No. 5 
(Penyesuaian 2015) tentang Segmen Operasi dan 
untuk kepentingan manajemen, Perusahaan telah 
menyajikannya menurut pengelompokkan (segmen) 
jenis usaha dan berdasarkan geografis sebagai 
bentuk pelaporan segmen operasi, seperti yang telah 
disampaikan dalam Laporan Keuangan Audit tahun 2019 
catatan “Informasi Segmen”.

kesesUaian BUkU laPoran 
tahUnan Dan laPoran 
tahUnan DiGital

Laporan Tahunan WIKA baik yang disampaikan kepada 
pemegang saham, investor, pemangku kepentingan, 
maupun yang telah diunggah pada situs web resmi 
Perseroan telah sesuai dengan buku Laporan Tahunan 
yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

oPeratinG seGments DisclosUre 
in the Financial statements

As stated in PSAK No. 5 (2015 Amendment) concerning 
Operating Segments, and for the benefit of management, 
the Company has presented its business segments based 
on  geographical or operating segment, as presented 
in the 2019 Audit Financial Report notes “Segment 
Information”.

annUal rePort anD DiGital 
annUal rePort  comPatiBility

WIKA’s Annual Report, whether submitted to shareholders, 
investors, stakeholders, or uploaded on the Company’s 
official website, is the same as the Annual Report printed 
and published by the Company.
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A.1 Hak Dasar Pemegang Saham
Basic	Shareholder	Rights 338

A.1.1 Perseroan membagi dividen dalam kurun 30 hari sejak diumumkan
Does	the	company	pay	(interim	and	final/annual)	dividends	in	an	equitable	and	timely	manner;	that	is,	all	
shareholders	are	treated	equally	and	paid	within	30	days	after	being	(i)	declared	for	interim	dividends	and	(ii)	
approved	by	annual	general	meeting	(AGM)	for	final	dividends?	

223-224

A.2 Hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait dengan perubahan-perubahan fundamental 
Perusahaan
Right	to	participate	in	decisions	concerning	fundamental	corporate	changes.

344

A.2.1 Amandemen Anggaran Dasar
Amendments	to	the	company's	constitution? 344

A.2.2 Otorisasi penerbitan saham baru
The	authorisation	of	additional	shares? 344

A.2.3 Pengalihan Aset atau penjualan Perusahaan
The	transfer	of	all	or	substantially	all	assets,	which	in	effect	results	in	the	sale	of	the	company? 344

A.3 Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam RUPS dan mendapatkan informasi terkait prosedur RUPS
Right	to	participate	effectively	in	and	vote	in	general	shareholder	meetings	and	should	be	informed	of	the	rules,	
including	voting	procedures	that	govern	general	shareholder	meetings

347

A.3.1 Pemegang saham diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam memutuskan remunerasi Dewan Komisarisa 
dan Direksi
Do	shareholders	have	the	opportunity,	evidenced	by	an	agenda	item,	to	approve	remuneration	(fees,	allowances,	
benefit-in-kind	and	other	emoluments)	or	any	increases	in	remuneration	for	the	non-executive	directors/
commissioners?

353

A.3.2 Perusahaan memberikan hak kepada pemegang saham pengendali untuk mencalonkan kandidat Direksi dan 
Dewan Komisaris
Does	the	company	provide	non-controlling	shareholders	a	right	to	nominate	candidates	for	board	of	directors/
commissioners?

356

A.3.3 Perusahaan memfasilitasi pemegang saham untuk melakukan pemilihan Direksi dan Dewan Komisaris secara 
individu
Does	the	company	allow	shareholders	to	elect	directors/commissioners	individually?	

356

A.3.4 Apakah mengungkapkan prosedur pemungutan suara dan tabulasi suara dalam RUPS sebelum RUPS dimulai
Does	the	company	disclose	the	voting	and	vote	tabulation	procedures	used,	declaring	both	before	the	meeting	
proceeds?

349-360

A.3.5 Notulen RUPS mencatat adanya kesempatan bagi pemegang saham untuk menyampaikan pertanyaan dan 
usulan
Do	the	minutes	of	the	most	recent	AGM	record	that	there	was	an	opportunity	allowing	for	shareholders	to	ask	
questions	or	raise	issues?

349-360

A.3.6 Notulen RUPS mencatat dinamika rapat
Do	the	minutes	of	the	most	recent	AGM	record	questions	and	answers? 349-360

A.3.7 Notulen RUPS mencatat keputusan RUPS
Did	the	disclosure	of	the	outcome	of	the	most	recent	AGM	include	resolution(s)? 349-360

KESESUAIAN PENERAPAN 
CORPORATE GOVERNANCE
SESUAI ASEAN CORPORATE 
GOVERNANCE SCORECARD
Corporate governance Compliance according 

to asean Corporate governance Scorecard
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A.3.8 Perusahaan mengungkapkan hasil pemungutan suara (setuju, tidak setuju, abstain) untuk tiap-tiap agenda 
rapat
Did	the	company	disclose	the	voting	results	including	approving,	dissenting,	and	abstaining	votes	for	each	agenda	
item	for	the	most	recent	AGM?

349-360

A.3.9 Perusahaan mengungkapkan kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris dalam RUPS
Did	the	company	disclose	the	list	of	board	members	who	attended	the	most	recent	AGM? 348

A.3.10 Komisaris Utama menghadiri RUPS
Did	the	chairman	of	the	board	of	directors/commissioners	attend	the	most	recent	AGM? 348

A.3.11 Direktur Utama menghadiri RUPS
Did	the	CEO/Managing	Director/President	attend	the	most	recent	AGM? 348

A.3.12 Ketua Komite Audit menghadiri RUPS
Did	the	chairman	of	the	Audit	Committee	attend	the	most	recent	AGM? 348

A.3.13 Perusahaan memilih lokasi RUPS yang mudah dijangkau oleh pemegang saham
Did	the	company	organise	their	most	recent	AGM	in	an	easy	to	reach	location? 349

A.3.14 Perusahaan memberikan fasilitas pemungutan suara dengan surat kuasa
Does	the	company	allow	for	voting	in	absentia? 348

A.3.15 Pemungutan suara dilakukan dengan cara tertutup
Did	the	company	vote	by	poll	(as	opposed	to	by	show	of	hands)	for	all	resolutions	at	the	most	recent	AGM? 348

A.3.16 Perusahaan mengungkapkan bahwa menggunakan pihak ketiga dalam memvalidasi perhitungan suara dalam 
RUPS
Does	the	company	disclose	that	it	has	appointed	an	independent	party	(scrutineers/inspectors)	to	count	and/or	
validate	the	votes	at	the	AGM?

347

A.3.17 Hasil pemungutan suara dipublikasikan sehari sesudah pemungutan suara
Does	the	company	make	publicly	available	by	the	next	working	day	the	result	of	the	votes	taken	during	the	most	
recent	AGM	for	all	resolutions?

347

A.3.18 Perusahaan menyediakan waktu paling tidak 21 hari untuk mengumumkan keputusan RUPS
Do	companies	provide	at	least	21	days	notice	for	all	resolutions? 347

A.3.19 Perusahaan memberikan penjelasan terlebih dahulu untuk tiap-tiap agenda yang membutuhkan persetujuan 
pemegang saham dalam pengumuman atau undangan RUPS
Does	the	company	provide	the	rationale	and	explanation	for	each	agenda	item	which	require	shareholders’	
approval	in	the	notice	of	AGM/circulars	and/or	the	accompanying	statement?

347

A.4 Berfungsinya pasar dalam mengendalikan Perusahaan secara efisien dan transparan
Markets	for	corporate	control	should	be	allowed	to	function	in	an	efficient	and	transparent	manner. 196

A.4.1 Untuk kasus merger, akuisisi, dan/atau takeover, Perusahaan menunjuk pihak independen untuk melakukan 
evaluasi kewajaran harga transaksi
In	cases	of	mergers,	acquisitions	and/or	takeovers,	does	the	board	of	directors/commissioners	of	the	offeree	
company	appoint	an	independent	party	to	evaluate	the	fairness	of	the	transaction	price?

225

A.5 Pelaksanaan hak pemegang saham, termasuk pemegang saham institusi difasilitasi oleh Perusahaan
The	exercise	of	ownership	rights	by	all	shareholders,	including	institutional	investors,	should	be	facilitated. 345

A.5.1 Perusahaan mempublikasikan kebijakan untuk mendorong pemegang saham, termasuk pemegang saham 
institui untuk menghadiri RUPS
Does	the	company	publicly	disclose	policies	to	encourage	shareholders	including	institutional	shareholders	to	attend	
the	AGM?

347

A.5.2 Investor institusional selain pemegang saham pengendali memiliki saham lebih dari 5%
Is	the	share	ownership	by	institutional	investors,	other	than	controlling	shareholders,	greater	than	5%? 346

B Perlakuan yang sama kepada pemegang saham
Equitable	Treatment	of	Shareholders 346

B.1 Saham dan hak suara
Shares	and	voting	rights 346

B.1.1 Saham biasa memiliki 1 hak suara per lembar
Do	the	company's	ordinary	or	common	shares	have	one	vote	for	one	share? 346

B.1.2 Jika Perusahaan memiliki lebih dari satu kelas/seri saham, maka hak suara untuk tiap-tiap seri saham 
dipublikasikan
Where	the	company	has	more	than	one	class	of	shares,	does	the	company	publicise	the	voting	rights	attached	to	
each	class	of	shares	(e.g.	through	the	company	website	/	reports/	the	stock	exchange/	the	regulator's	website)?		

346

B.2 Pemberitahuan RUPS
Notice	of	AGM 347
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B.2.1 Tiap-tiap permasalahan dalam RUPS memiliki penyeleseian
Does	each	resolution	in	the	most	recent	AGM	deal	with	only	one	item,	i.e.,	there	is	no	bundling	of	several	items	into	
the	same	resolution?

346

B.2.2 Keputusan RUPS diterjemahkan dalam Bhs Inggris dan dipublikasikan bersamaan dengan yang Bhs Indonesia
Are	the	company's	notice	of	the	most	recent	AGM/circulars	fully	translated	into	English	and	published	on	the	same	
date	as	the	local-language	version?

347

B.2.3 Profil Dewan Komisaris dan Direksi ditampilkan saat pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi
Are	the	profiles	of	directors/commissioners	(at	least	age,	qualification,	date	of	first	appointment,	experience,	and	
directorships	in	other	listed	companies)	in	seeking	election/reelection	included?	

356

B.2.4 RUPS membahas pemilihan Auditor Eksternal
Are	the	auditors	seeking	appointment/re-appointment	clearly	identified? 352

B.2.5 Perusahaan mengungkapkan kebijakan dividen
Has	an	explanation	of	the	dividend	policy	been	provided? 351

B.2.6 Perusahaan mempublikasikan jumlah dividen yang akan dibayar
Is	the	amount	payable	for	final	dividends	disclosed? 351

B.2.7 Perusahaan memudahkan pemegang saham mendapatkan formulir surat kuasa
Documents	required	to	be	proxy/	Were	the	proxy	documents	made	easily	available?			 346

B.3 Terdapat larangan insider trading dan tindakan menguntungkan diri sendiri
Insider	trading	and	abusive	self-dealing	should	be	prohibited. 557

B.3.1 Perusahaan memiliki kebijakan untuk  melarang Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan untuk  mengambil 
keuntungan akan informasi yang tidak tersedia secara umum (inside information)
Does	the	company	have	policies	and/or	rules	prohibiting	directors/commissioners	and	employees	to	benefit	from	
knowledge	which	is	not	generally	available	to	the	market?

557

B.4 Transaksi dengan pihak berelasi
Related	party	transactions	by	directors	and	key	executives. 226-232

B.4.1 Direksi dan Dewan Komisaris diharuskan untuk mengungkapkan adanta transaksi dengan Perusahaan atau 
konflik kepentingan lainnya
Are	directors	and	commissioners	required	to	disclose	their	interest	in	transactions	and	any	other	conflicts	of	
interest?

226

B.4.2 Perusahaan memiliki kebijakan bahwa komite penunjang Dewan Komisaris melakukan telaah terhadap 
transaksi dengan pihak berelasi, apakah dilakukan atas nama kepentingan Perusahaan
Does	the	company	have	a	policy	requiring	a	committee	of	independent	directors/commissioners	to	review	material/
significant	RPTs	to	determine	whether	they	are	in	the	best	interests	of	the	company	and	shareholders?

226

B.4.3 Perusahaan memiliki kebijakan yang mengharuskan Direksi dan Dewan Komisaris untuk tidak memberikan 
pendapat atau keputusan pada saat memiliki konflik kepentingan
Does	the	company	have	a	policy	requiring	board	members	(directors/commissioners)	to	abstain	from	participating	
in	the	board	discussion	on	a	particular	agenda	when	they	are	conflicted?

226

B.4.4 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian pinjaman kepada Direksi dan Dewan Komisaris yang 
mengharuskan dilakukannya secara wajar/harga pasar  (arm’s length basis)
Does	the	company	have	policies	on	loans	to	directors	and	commissioners	either	forbidding	this	practice	or	ensuring	
that	they	are	being	conducted	at	arm's	length	basis	and	at	market	rates?

226

B.5 Melindungi hak pemegang saham minoritas
Protecting	minority	shareholders	from	abusive	actions 226

B.5.1 Tidak terdapatnya transaksi dengan pihak berelasi yang dikategorikan sebagai bantuan keuangan untuk 
perusahaan selain Entitas Anak
Were	there	any	RPTs	that	can	be	classified	as	financial	assistance	to	entities	other	than	wholly-owned	subsidiary	
companies?

226

B.5.2 Prusahaan mempublikasikan transaksi dengan pihak berelasi dilakukan dengan harga pasar dan bersifat 
arms length
Does	the	company	disclose	that	RPTs	are	conducted	in	such	a	way	to	ensure	that	they	are	fair	and	at	arms'	length?			

226

C Peran Stakeholders
Role	of	Stakeholders 598-643

C.1.1 Perusahaan mengungkapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan konsumen
Stipulates	the	existence	and	scope	of	the	company's	efforts	to	address	customers'	health	and	safety?		 623-631

C.1.2 Perusahaan mengungkapkan kebijakan pemilihan pemasok
Explains	supplier/contractor	selection	practice?	 642-643
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C.1.3 Perusahaan mengungkapkan kebijakan ramah lingkungan dalam proses bisnisnya dan konsisten dalam 
menerapkan sustainable development
Describes	the	company's	efforts	to	ensure	that	its	value	chain	is	environmentally	friendly	or	is	consistent	with	
promoting	sustainable	development?

618-620

C.1.4 Perusahaan mengungkapkan kebijakan kepeduliannya kepada masyarakat
Elaborates	the	company's	efforts	to	interact	with	the	communities	in	which	they	operate? 633-640

C.1.5 Perusahaan mengungkapkan kebijakan program dan prosedur anti korupsi
Directs	the	company's	anti-corruption	programmes	and	procedures?		 560-565

C.1.6 Perusahaan mengungkapkan kebijakan perlindungan hak-hak  kreditor
Describes	how	creditors'	rights	are	safeguarded? 218

C.1.7 Perusahaan menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan konsumen
Customer	health	and	safety 632-634

C.1.8 Perusahaan menerapkan kebijakan pemilihan pemasok
Supplier/	Contractor	selection	and	criteria 642-643

C.1.9 Perusahaan menerapkan kebijakan ramah lingkungan dalam proses bisnisnya dan konsisten dalam 
menerapkan sustainable development
Environmentally-friendly	value	chain

618-620

C.1.10 Perusahaan menerapkan kebijakan kepeduliannya kepada masyarakat
Interaction	with	the	communities 635-642

C.1.11 Perusahaan menerapkan kebijakan kebijakan program dan prosedur anti korupsi
Anti-corruption	programmes	and	procedures 560-565

C.1.12 Perusahaan menerapkan kebijakan perlindungan hak-hak  kreditor
Creditors'	rights		 218

C.1.13 Perusahaan melaporkan CSR Report atau SR
Does	the	company	have	a	separate	corporate	responsibility	(CR)	report/section	or	sustainability	report/section? √

C.2 Hak stakeholder untuk memperoleh penyeleseian yang efektif akan pelanggaran hak-haknya
Where	stakeholder	interests	are	protected	by	law,	stakeholders	should	have	the	opportunity	to	obtain	effective	
redress	for	violation	of	their	rights.

631

C.2.1 Perusahaan menyediakan informasi contact dalam website atau laporan tahunan yang memfasilitasi para 
stakeholder untuk menyampaikan keluhan akan pelanggaran hak-hak mereka
Does	the	company	provide	contact	details	via	the	company's	website	or	Annual	Report	which	stakeholders	(e.g.	
customers,	suppliers,	general	public	etc.)	can	use	to	voice	their	concerns	and/or	complaints	for	possible	violation	of	
their	rights?

552-554

C.3 Perusahaan mengembangkan mekanisme  yang memfasilitasi karyawan untuk berpartisipasi dalam rangka 
peningkatan kinerja karyawan
Performance-enhancing	mechanisms	for	employee	participation	should	be	permitted	to	develop.

554

C.3.1 Perusahaan secara eksplisit mengungkapkan kebijakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan karyawan
Does	the	company	explicitly	disclose	the	health,	safety,	and	welfare	policy	for	its	employees? 621-629

C.3.2 Perusahaan mempublikasikan data terkait dengan program kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan 
karyawan
Does	the	company	publish	data	relating	to	health,	safety	and	welfare	of	its	employees?

631

C.3.3 Perusahaan memiliki program pelatihan dan pengembangan karyawan
Does	the	company	have	training	and	development	programmes	for	its	employees? 263-264

C.3.4 Perusahaan mempublikasikan data terkait program pelatihan dan pengembangan karyawan
Does	the	company	publish	data	on	training	and	development	programmes	for	its	employees? 263-264

C.3.5 Perusahaan memiliki kebijakan pemberian kompensasi (reward) untuk pencapaian kinerja di atas kinerja 
keuangan yang sudah ditentukan
Does	the	company	have	a	reward/compensation	policy	that	accounts	for	the	performance	of	the	company	beyond	
short-term	financial	measures?

253

C.4 Stakeholders termasuk karyawan individu maupun perwakilannya memiliki hak dan kesempatan untuk 
bisa mengkomunikasikan kepedulian mereka akan tindakan-tindakan ilegal atau tidak etis kepada Dewan 
Komisaris dan Direksi tanpa ada rasa takut
Stakeholders	including	individual	employee	and	their	representative	bodies,	should	be	able	to	freely	communicate	
their	concerns	about	illegal	or	unethical	practices	to	the	board	and	their	rights	should	not	be	compromised	for	
doing	this.

571-578
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C.4.1 Perusahaan memiliki prosedur untuk penyampaian tidakan ilegal (termasuk korupsi) atau tidak etis oleh 
karyawan
Does	the	company	have	procedures	for	complaints	by	employees	concerning	illegal	(including	corruption)	and	
unethical	behavior?

571-578

C.4.2 Perusahaan memiliki kebijakan atau prosedur untuk melindungi karyawan yang menyampaikan adanya 
tindakan tidak ilegal atau tidak etis dari tindakan balas dendam
Does	the	company	have	a	policy	or	procedures	to	protect	an	employee/person	who	reveals	illegal/unethical	behavior	
from	retaliation?

571-578

D Pengungkapan dan Transparansi
Disclosure	and	Transparency 135-139

D.1 Transparansi tentang Struktur Kepemilikan
Transparent	ownership	structure 135-139

D.1.1 Informasi kepemilikan saham memperlihatkan identitas beneficial owner, memiliki 5% atau lebih saham 
perusahaan
Does	the	information	on	shareholdings	reveal	the	identity	of	beneficial	owners,	holding	5%	shareholding	or	more?

135-139

D.1.2 Perusahaan mengungkapkan saham utama/pengendali baik secara langsung maupun tidak langsung
Does	the	company	disclose	the	direct	and	indirect	(deemed)	shareholdings	of	major	and/or	substantial	
shareholders?	

135-139

D.1.3 Perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham Dewan Komisaris dan Direksi baik secara langsung maupun 
tidak langsung
Does	the	company	disclose	the	direct	and	indirect	(deemed)	shareholdings	of	directors	(commissioners)?

135-139

D.1.4 Perusahaan mengungkapkan kepemilikan saham oleh manajemen senior baik secara langsung maupun tidak 
langsung
Does	the	company	disclose	the	direct	and	indirect	(deemed)	shareholdings	of	senior	management?

135-139

D.1.5 Perusahaan mengungkapkan struktur grup korporasi, termasuk entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, 
SPV dan lainnya
Does	the	company	disclose	details	of	the	parent/holding	company,	subsidiaries,	associates,	joint	ventures	and	
special	purpose	enterprises/	vehicles	(SPEs)/	(SPvs)?

160

D.2 Kualitas Laporan Tahunan
Quality	of	Annual	Report √

D.2.1 Perusahaan mengungkapkan risiko-risiko kunci yang dihadapi
Key	risks 536-537

D.2.2 Perusahaan mengungkapkan tujuan dan sasaran
Corporate	objectives 91

D.2.3 Perusahaan mengungkapkan indikator-indikator kinerja keuangan
Financial performance indicators 20-27

D.2.4 Perusahaan mengungkapkan indikator-indikator kinerja non keuangan
Non-financial	performance	indicators 28-29

D.2.5 Perusahaan mengungkapkan kebijakan dividen
Dividend	policy 225

D.2.6 Perusahaan mengungkapkan kebijakan Whistleblowing
Details	of	whistle-blowing	policy 573-580

D.2.7 Perusahaan mengungkapkan biografi lengkap (paling tidak umur, kualifikasi, tanggal pengangkatan pertama 
kali, pengalaman dan rangkap jabatan) Dewan Komisaris dan Direksi
Biographical	details	(at	least	age,	qualifications,	date	of	first	appointment,	relevant	experience,	and	any	other	
directorships	of	listed	companies)	of	directors/commissioners

108-124

D.2.8 Perusahaan mengungkapkan program pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi
Training	and/or	continuing	education	programme	attended	by	each	director/commissioner	 168-174

D.2.9 Perusahaan mengungkapkan jumlah rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Number	of	board	of	directors/commissioners	meetings	held	during	the	year 460-476

D.2.10 Perusahaan mengungkapkan jumlah kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat
Attendance	details	of	each	director/commissioner	in	respect	of	meetings	held	 460-476

D.2.11 Perusahaan mengungkapkan remunerasi Dewan Direksi dan Komisaris
Details	of	remuneration	of	the	CEO	and	each	member	of	the	board	of	directors/commissioners 450-459
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D.2.12 Perusahaan mengungkapkan kepatuhannya pada pedoman corporate governace, dan jika tidak mematuhi 
memberikan penjelasan
Does	the	Annual	Report	contain	a	statement	confirming	the	company's	full	compliance	with	the	code	of	corporate	
governance	and	where	there	is	non-compliance,	identify	and	explain	reasons	for	each	such	issue?

318-340

D.3 Pengungkapan Transaksi dengan Pihak Berelasi
Disclosure	of	related	party	transactions	(RPT) 228-234

D.3.1 Perusahaan mengungkapkan kebijakan terkait dengan mekanisme reviu dan persetuaan akan transaksi 
dengan pihak berelasi yang material
Does	the	company	disclose	its	policy	covering	the	review	and	approval	of	material/significant	RPTs?

228

D.3.2 Perusahaan mengungkapkan nama-nama pihak dan jenis hubungannya terkait dengan transaksi dengan 
pihak berelasi
Does	the	company	disclose	the	name	of	the	related	party	and	relationship	for	each	material/significant	RPT?	

230-233

D.3.3 Perusahaan mengungkapkan jenis dan jumlah untuk tiap-tiap transaksi dengan pihak berelasi
Does	the	company	disclose	the	nature	and	value	for	each	material/significant	RPT? 234-235

D.4 Pengungkapan adanya insider trading
Directors	and	commissioners	dealings	in	shares	of	the	company 570-571

D.4.1 Perusahaan mengungkapkan perdagangan saham oleh pihak dalam
Does	the	company	disclose	trading	in	the	company's	shares	by	insiders? 139

D.5 Auditor Eksternal dan Laporan Auditor
External	auditor	and	Auditor	Report 528-529

D.5.1 Perusahaan mengungkapkan audit fees
Are	audit	fees	disclosed? 529

D.5.2 Perusahaan mengungkapkan non audit fees
Are	the	non-audit	fees	disclosed? 529

D.5.3 Non audit fees tidak melebihi audit fees
Does	the	non-audit	fees	exceed	the	audit	fees? 529

D.6 Media Komunikasi
Medium of communications 554-556

D.6.1 Perusahaan memiliki media komunikasi pelaporan kuartalan
Quarterly reporting 556

D.6.2 Perusahaan memiliki web site
Company website 556

D.6.3 Perusahaan menyelenggarakan analyst briefing
Analyst's	briefing 515

D.6.4 Perusahaan menyelenggaran press conferences
Media	briefings	/press	conferences 516

D.7 Penyampaian Laporan Tahunan yang tepat waktu
Timely	filing/release	of	annual/financial	reports √

D.7.1 Laporan Keuangan Auditan diterbitkan dalam waktu 120 hari dari tahun buku
Is	the	audited	annual	financial	report	released	within	120	days	from	the	financial	year	end? √

D.7.2 Laporan Keuangan Auditan diterbitkan dalam waktu 90 hari dari tahun buku
Is	the	audited	annual	financial	report	released	within	90	days	from	the	financial	year	end? √

D.7.3 Laporan Keuangan Auditan diterbitkan dalam waktu 60 hari dari tahun buku
Is	the	audited	annual/financial	report	released	within	60	days	from	the	financial	year	end? √

D.7.4 Laporan Keuangan ditanda tangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi
Is	the	true	and	fairness/fair	representation	of	the	annual	financial	statement/reports	affirmed	by	the	board	of	
directors/commissioners	and/or	the	relevant	officers	of	the	company?

√

D.8 Website Perusahaan
Company website 165-167

D.8.1 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan informasi kegiatan operasi Perusahaan
Business operations 165-167

D.8.2 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan laporan keuangan tahun ini dan tahun sebelumnya
Financial	statements/reports	(current	and	prior	years) 165-167

D.8.3 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan materi pertemuan dengan analis dan media
Materials	provided	in	briefings	to	analysts	and	media 165-167
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D.8.4 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan struktur kepemilikan
Shareholding	structure 165-167

D.8.5 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan Struktur Korporasi
Group corporate structure 165-167

D.8.6 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan Laporan Tahunan yang bisa diunduh
Downloadable	annual	report 165-167

D.8.7 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan Risalah RUPS
Notice	of	AGM	and/or	EGM 165-167

D.8.8 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan Anngaran Dasar, Akte Pendirian dan dokumen-dokumen 
pendirian Perusahaan lainnya
Company's	constitution	(company's	by-laws,	memorandum	and	articles	of	association)

165-167

D.8.9 Perusahaan memiliki website yang mengungkapkan poin D.8.1 – D.8.8dengan Bahasa Inggris
All	of	the	above	(D.8.1	to	D.8.8)	are	available	in	English √

D.9 Investor Relation 165-167

D.9.1 Perusahaan mengungkapkan informasi rinci tentang kontak Perusahaan (telepon, fax, dan email) dari bagian/
petugas bertanggung jawab terhadap kegiatan hubungan investor
Does	the	company	disclose	the	contact	details	(e.g.	telephone,	fax,	and	email)	of	the	officer	responsible	for	investor	
relations?

165-167

E Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Responsibilities	of	the	Board 380-382, 414-420

E.1 Adanya kejelasan tugas dan tanggung jawab serta kebijakan corporate governace
Clearly	defined	board	responsibilities	and	corporate	governance	policy 377, 410

E.1.1 Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi difefinisikan dengan jelas
Are	the	roles	and	responsibilities	of	the	board	of	directors/commissioners	clearly	stated? 380-382, 414-420

E.1.2 Perusahaan mengungkapkan jenis-jenis keputusan yang perlu mendapat persetujuan Dewan Komisaris
Are	the	types	of	decisions	requiring	board	of	directors/commissioners'	approval	disclosed? 392

E.1.3 Perusahaan mengungkapkan board charter
Does	the	company	disclose	its	corporate	governance	policy	/	board	charter? 379, 412

E.2 Code of Ethics or Conduct
Code	of	ethics	or	conduct 558-561

E.2.1 Perusahaan memiliki Code of Ethics or Conduct
Does	the	company	have	a	code	of	ethics	or	conduct? 558-561

E.2.2 Perusahaan mengungkapkan isi Code of Ethics or Conduct
Are	the	details	of	the	code	of	ethics	or	conduct	disclosed? 558-561

E.2.3 Perusahaan mengungkapkan bahwa seluruh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif dan karyawan 
wajib mematuhi Code of Ethics or Conduct
Does	the	company	disclose	that	all	directors/commissioners,	senior	management	and	employees	are	required	to	
comply	with	the	code?

558-561

E.2.4 Perusahaan mengungkapkan penerapan dan pemonitoran kepatuhan terhadap Code of Ethics or Conduct
Does	the	company	disclose	how	it	implements	and	monitors	compliance	with	the	code	of	ethics	or	conduct? 558-561

E.3 Visi dan Misi Perusahaan
Corporate	vision/Mission 100-103

E.3.1 Dewan Komisaris dan Direksi secara peridik melakukan telaah dan persetujuan terhadap visi dan misi paling 
tidak 5 tahun sekali
Does	the	board	of	directors/commissioners	periodically	review	and	approve	the	vision	and	mission	and	has	done	so	
at	least	once	during	the	last	five	years?

101

E.4 Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Board Structure & Composition 106-124

E.4.1 Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing berjumlah 5-12 anggota
Does	the	board	of	directors/	commissioners	comprise	at	least	five	members	and	no	more	than	12	members?	(i.e.,	
between	5	-	12	members)

√

E.4.2 Komisaris Independen minimal berjumlah 3 orang atau 50% dari seluruh Dewan Komisaris
Do	independent,	non-executive	directors/commissioners	number	at	least	three	and	make	up	more	than	50%	of	the	
board	of	directors/commissioners?

402-404

E.4.3 Perusahaan mengungkapkan kriteria independen di Laporan Tahunan
Does	the	company	provide	a	definition	of	independence	in	its	Annual	Report? 402
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E.4.4 Komisaris Independen memiliki indepedensi terhadap manajemen dan pemegang saham utama/pengendali
Are	the	independent	directors/commissioners	independent	of	management	and	major/	substantial	shareholders? 403

E.4.5 Perusahaan memiliki batas waktu paling lama 9 tahun untuk jabatan Komisaris Independen
Does	the	company	have	a	term	limit	of	nine	years	or	less	for	its	independent	directors/commissioners? 402

E.4.6 Perusahaan memiliki batasan rangkap jabatan paling banyak 5 jabatan yang bisa dirakgkap oleh Dewan 
Komisaris dan Direksi
Has	the	company	set	a	limit	of	five	board	seats	in	publicly-listed	companies	that	an	individual	director/commissioner	
may	hold	simultaneously?

402

E.4.7 Perusahaan tidak memiliki Komisaris Independen yang merangkap jabatan di lebih dari 5 perusahaan terbuka
Does	the	company	have	any	independent	directors/commissioners	who	serve	on	more	than	five	boards	of	publicly-
listed	companies?

402

E.4.8 Perusahaan tidak memiliki anggota Direksi yang merangkap jabatan di lebih dari 2 perusahaan di kelompok 
usaha Perusahaan
Does	the	company	have	any	executive	directors	who	serve	on	more	than	two	boards	of	listed	companies	outside	of	
the	group?		

428-429

E.5 Ketrampilan dan Kompetensi
Skills and Competencies 441-449

E.5.1 Perusahaan paling tidak memiliki 1 anggota Dewan Komisaris yang memiliki pengalaman sebelumnya di 
industri yang sama
Does	at	least	one	non-executive	director/commissioner	have	prior	working	experience	in	the	major	industry	the	
company	is	operating	in?

442-446

E.5.2 Perusahaan mengungkapkan kebijakan keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Does	the	company	disclose	a	board	of	directors/commissioners	diversity	policy? 441-449

E.6 Komisaris Utama
Board	Chairman 389

E.6.1 Komisaris Utama tidak merangkap jabatan sebagai Direktur Utama
Do	different	persons	assume	the	roles	of	chairman	and	CEO? 389

E.6.2 Komisaris Utama bukan anggota Direksi
Is	the	chairman	a	non-executive	director/commissioner? 389

E.6.3 Komisaris Utama adalah Komisaris Independen
Is	the	chairman	an	independent	director/commissioner?	

tidak
not

E.6.4 Komisaris Utama bukan mantan Direktur Utama periode sebelumnya
Is	the	chairman	the	current	or	immediate	past	CEO? 389

E.6.5 Perusahaan mengungkapkan peran dan tugas Komisaris Utama
Are	the	role	and	responsibilities	of	the	chairman	disclosed? 389

E.7 Rapat dan Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi
Board meetings and attendance 440-469

E.7.1 Perusahaan telah menjadwalkan Rapat Dewan Komisaris dan Direksi di awal tahun
Are	the	board	of	directors/commissioners	meetings	scheduled	before	or	at	the	beginning	of	the	year? 460

E.7.2 Dewan Komisaris dan Direksi (Rapat Gabungan) menyelenggarakan rapat paling tidak 6 kali dalam 1 tahun
Does	the	board	of	directors/commissioners	meet	at	least	six	times	per	year? 465-469

E.7.3 Dewan Komisaris dan Direksi masing-masing paling tidak menghadiri 75% dari seluruh jumlah rapat yang 
diselenggarakan
Has	each	of	the	directors/commissioners	attended	at	least	75%	of	all	the	board	meetings	held	during	the	year?

465-469

E.7.4 Perusahaan memiliki kebijakan minimum korum 2/3 untuk pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan 
Direksi
Does	the	company	require	a	minimum	quorum	of	at	least	2/3	for	board	decisions?

460

E.7.5 Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat paling tidak 1 kali dalam setahun
Did	the	non-executive	directors/commissioners	of	the	company	meet	separately	at	least	once	during	the	year	
without	any	executives	present?

460-464

E.8 Program Orientasi Dewan Komisaris dan Direksi Baru
Orientation	Programme	for	New	Directors 392-393

E.8.1 Perusahaan memiliki program orientasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi baru
Does	the	company	have	orientation	programmes	for	new	directors/commissioners? 392-393

E.9 Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi
Director	Training 168-174



583Laporan Tahunan 2019
PT Wijaya Karya (Persero), Tbk

TaTa Kelola 
Perusahaan yang baiK

Good Corporate Governance

a hak PemeGanG Saham / riGhtS of ShareholderS
keteranGan 
PenYaJ ian/

deScriPtion

E.9.1 Perusahaan memiliki kebijakan yang mendorong Dewan Komisaris dan Direksi mengikuti program 
pengembangan kompetensi secara berkelanjutan
Does	the	company	have	a	policy	that	encourages	directors/commissioners	to	attend	on-going	or	continuous	
professional	education	programmes?

168-174

E.10 Akses Informasi
Access	to	information 554-556

E.10.1 Perusahaan telah menyediakan materi rapat Dewan Komisaris dan Direksi paling tidak 5 hari sebelum 
diselenggarakannya rapat
Are	board	papers	for	board	of	directors/commissioners	meetings	provided	to	the	board	at	least	five	business	days	in	
advance	of	the	board	meeting?

452

E.10.2 Corporate Secretary memiliki peran yang signifikan dalam mendukung Direksi dalam menjalankan 
kewajibannya
Does	the	company	secretary	play	a	significant	role	in	supporting	the	board	in	discharging	its	responsibilities?

505-509

E.10.3 Corporate Secretarydiberikan pelatihan di bidang hukum, akuntansi atau kesekretariatan
Is	the	company	secretary	trained	in	legal,	accountancy	or	company	secretarial	practices? 175

E.11 Komite Nominasi
Nominating Committee 491-503

E.11.1 Perusahaan memiliki Komite Nominasi
Does	the	company	have	a	Nominating	Committee	(NC)? 491-503

E.11.2 Komite Nominasi terdiri dari mayoritas Komisaris Independen
Does	the	Nominating	Committee	comprise	of	a	majority	of	independent	directors/commissioners? 496-497

E.11.3 Ketua Komite Nominasi adalah Komisaris Independen
Is	the	chairman	of	the	Nominating	Committee	an	independent	director/commissioner? 496

E.11.4 Perusahaan mengungkapkan charter/piagam Komite Nominasi
Does	the	company	disclose	the	terms	of	reference/	governance	structure/charter	of	the	Nominating	Committee? 492

E.11.5 Perusahaan mengungkapkan jumlah rapat Komite Nominasi dalam Laporan Tahunan
Does	the	Annual	Report	disclose	the	number	of	Nominating	Committee	meetings	held? 498-502

E.11.6 Komite Nominasi menyelenggarakan rapat minimum 2 kali dalam 1 tahun
Did	the	Nominating	Committee	meet	at	least	twice	during	the	year? 498-502

E.11.7 Perusahaan mengungkapkan kehadiran anggota Komite Nominasi dalam rapat Komite
Is	the	attendance	of	members	at	Nominating	Committee	meetings	disclosed? 498-502

E.12 Pengangkatan dan Pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi
Board	Appointments	and	Re-Election 370

E.12.1 Perusahaan mengungkapkan kriteria pemilihan Dewan Komisaris dan Direksi
Does	the	company	disclose	the	criteria	used	in	selecting	new	directors/commissioners?			 377

E.12.2 Perusahaan mengungkapkan proses penunjukkan Dewan Komisaris dan Direksi
Does	the	company	disclose	the	process	followed	in	appointing	new	directors/commissioners?	 379

E.12.3 Dewan Komisaris dan Direksi dipilih paling tidak setiap 3 tahun sekali
Are	all	the	directors/commissioners	subject	to	re-election	at	least	once	every	three	years? 376

E.13 Pemilihan Direksi dan Kinerja / CEO
Executive	Management	Appointments	and	Performance 428-431

E.13.1 Perusahaan mengungkapkan rencana suksesi Direksi dan manajemen kunci
Does	the	company	disclose	how	the	board	of	directors/commissioners	plans	for	the	succession	of	the	CEO/Managing	
Director/President	and	key	management?

503

E.13.2 Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja Direktur Utama secara tahunan
Does	the	board	of	directors/commissioners	conduct	an	annual	performance	assessment	of	the	CEO/Managing	
Director/President?

428-431

E.14 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara kolegial
Board	Appraisal 428-431

E.14.1 Terdapat penilaian kinerja tahunan Dewan Komisaris secara kolegial
Is	an	annual	performance	assessment	conducted	of	the	board	of	directors/commissioners? 428-431

E.14.2 Perusahaan mengungkapkan proses penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Does	the	company	disclose	the	process	followed	in	conducting	the	board	assessment? 428-431

E.14.3 Perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan untuk melakukan penilaian Dewan Komisaris dan 
Direksi
Does	the	company	disclose	the	criteria	used	in	the	board	assessment?

428-431
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E.15 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara individu
Director	Appraisal 428-431

E.15.1 Terdapat penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara individu
Is	an	annual	performance	assessment	conducted	of	individual	director/commissioner? 428-431

E.15.2 Perusahaan mengungkapkan proses penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi secara individu
Does	the	company	disclose	the	process	followed	in	conducting	the	director/commissioner	assessment? 428-431

E.15.3 Perusahaan mengungkapkan kriteria yang digunakan untuk penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi 
secara individu
Does	the	company	disclose	the	criteria	used	in	the	director/commissioner	assessment?		

428-431

E.16 Penilaian Kinerja Komite Penunjang Dewan Komisaris
Committee	Appraisal 69

E.16.1 Terdapat penilaian kinerja tahunan terhadap Komite Penunjang Dewan Komisaris
Is	an	annual	performance	assessment	conducted	of	the	board	of	directors/commissioners	committees? 69

E.17 Komite Remunerasi/Kompensasi
Remuneration	Committee/	Compensation	Committee 491-503

E.17.1 Perusahaan memiliki Komite Remunerasi/Kompensasi
Does	the	company	have	a	Remuneration	Committee? 491-503

E.17.2 Anggota Komite Remunerasi/Kompensasi mayoritas terdiri dari Komisaris Independen
Does	the	Remuneration	Committee	comprise	of	a	majority	of	independent	directors/commissioners? 496-497

E.17.3 Ketua Komite Remunerasi/Kompensasi adalah Komisaris Independen
Is	the	chairman	of	the	Remuneration	Committee	an	independent	director/commissioner?	 496

E.17.4 Perusahaan mengungkapkan charter/piagam Komite Remunerasi/Kompensasi
Does	the	company	disclose	the	terms	of	reference/	governance	structure/	charter	of	the	Remuneration	Committee? 492

E.17.5 Perusahaan mengungkapkan jumlah rapat Komite Remunerasi/Kompensasi
Does	the	Annual	Report	disclose	the	number	of	Remuneration	Committee	meetings	held? 498-502

E.17.6 Komite Remunerasi/Kompensasi melaksanakan rapat minimal 2x setahun
Did	the	Remuneration	Committee	meet	at	least	twice	during	the	year? 498-502

E.17.7 Perusahaan mengungkapkan kehadiran rapat Komite Remunerasi/Kompensasi
Is	the	attendance	of	members	at	Remuneration	Committee	meetings	disclosed? 498-502

E.18 Kebijakan Remunerasi
Remuneration	Matters 442-447

E.18.1 Perusahaan mengungkapkan kebijakan remunerasi untuk Direksi
Does	the	company	disclose	its	remuneration	(fees,	allowances,	benefitin-kind	and	other	emoluments)	policy	(i.e.	the	
use	of	short	term	and	long	term	incentives	and	performance	measures)	for	its	executive	directors	and	CEO?

447-451

E.18.2 Perusahaan mengungkapkan kebijakan remunerasi Dewan Komisaris
Is	there	disclosure	of	the	fee	structure	for	non-executive	directors/commissioners? 442-447

E.18.3 Pemegang saham menyetujui kebijakan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Do	the	shareholders	or	the	Board	of	Directors	approve	the	remuneration	of	the	executive	directors	and/or	the	senior	
executives?

337-369

E.18.4 Komisaris Independen mendapatkan Opsi Saham atau Bonus
Do	independent	directors/commissioners	receive	options,	performance	shares	or	bonuses? 447

E.19 Komite Audit
Audit	Committee 474-490

E.19.1 Perusahaan memiliki Komite Audit
Does	the	company	have	an	Audit	Committee? 474-490

E.19.2 Komite Audit terdiri dari mayoritas Komisaris Independen
Does	the	Audit	Committee	comprise	entirely	of	non-executive	directors/commissioners	with	a	majority	of	
independent	directors/commissioners?

480-483

E.19.3 Ketua Komite Audit adalah Komisaris Independen
Is	the	chairman	of	the	Audit	Committee	an	independent	director/commissioner? 480

E.19.4 Perusahaan mengungkapkan charter/piagam Komite Audit
Does	the	company	disclose	the	terms	of	reference/governance	structure/charter	of	the	Audit	Committee? 474

E.19.5 Perusahaan engungkapkan prfo; atau kualifikasi dari anggota Komite Audit
Does	the	Annual	Report	disclose	the	profile	or	qualifications	of	the	Audit	Committee	members? 480-483
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E.19.6 Paling tidak salah satu dari anggota Komite Audit memiliki keahlian dan pengalaman di bidang Akuntansi
Does	at	least	one	of	the	independent	directors/commissioners	of	the	committee	have	accounting	expertise	
(accounting	qualification	or	experience)?	

480-483

E.19.7 Perusahaan mengungkapkan jumlah rapat Komite Audit dalam Laporan Tahunan
Does	the	Annual	Report	disclose	the	number	of	Audit	Committee	meetings	held? 484-487

E.19.8 Komite Audit menyelenggarakan rapat paling tidak sebanyak 4 kali dalam 1 tahun
Did	the	Audit	Committee	meet	at	least	four	times	during	the	year? 484-487

E.19.9 Perusahaan mengungkapkan kehadiran anggota dalam rapat Komite Audit
Is	the	attendance	of	members	at	Audit	Committee	meetings	disclosed? 484-487

E.19.10 Salah satu tugas utama dari Komite Audit adalah terkait dalam pemilihan Auditor Eksternal
Does	the	Audit	Committee	have	primary	responsibility	for	recommendation	on	the	appointment,	re-appointment	
and	removal	of	the	external	auditor?

484

E.20 Internal Audit 508-519

E.20.1 Perusahaan memiliki fungsi Internal Audit yang independen
Does	the	company	have	a	separate	internal	audit	function? 508-519

E.20.2 Perusahaan mengungkapkan profil Pimpinan Internal Audit
Is	the	head	of	internal	audit	identified	or,	if	outsourced,	is	the	name	of	the	external	firm	disclosed? 512

E.20.3 Penunjukkan dan pemberhentiak Internal Auditor disetujui oleh Komite Audit
Does	the	appointment	and	removal	of	the	internal	auditor	require	the	approval	of	the	Audit	Committee? 513

E.21 Pengawasan Risiko
Risk	Oversight 522-531

E.21.1 Perusahaan mengungkapkan prosedur pengendalian internal/ sistem manajemen risiko yang diterapkan
Does	the	company	disclose	the	internal	control	procedures/risk	management	systems	it	has	in	place? 532-541

E.21.2 Perusahaan mengungkapkan reviu yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi atas pengendalian 
internal (termasuk pengendalian operasional, pengendalian keuangan dan kepatuhan) dan sistem 
manajemen risiko
Does	the	Annual	Report	disclose	that	the	board	of	directors/commissioners	has	conducted	a	review	of	the	company's	
material	controls	(including	operational,	financial	and	compliance	controls)	and	risk	management	systems?

541

E.21.3 Perusahaan mengungkapkan pengelolaan risiko
Does	the	company	disclose	how	key	risks	are	managed? 528-529

Bonus 

A Hak Pemegang Saham
Rights	of	shareholders √

A.1 Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam RUPS dan mendapatkan informasi dan prosedur RUPS
Right	to	participate	effectively	in	and	vote	in	general	shareholders	meeting	and	should	be	informed	of	the	rules,	
including	voting	procedures,	that	govern	general	shareholders	meeting.

√

A.1.1 (B) Perusahaan memfasilitasi pemungutan suara melalui peralatan elektronik yang aman untuk pemegang 
saham yang tidak bisa hadir
Does	the	company	allow	the	use	of	secure	electronic	voting	in	absentia	at	the	general	meetings	of	shareholders?

√

B Perlakuan yang sama kepada pemegang saham
Equitable	treatment	of	shareholders √

B.1 Pemberitahuan RUPS
Notice	of	AGM √

B.1.1 (B) Perusahaan mengumumkan undangan RUPS ke Bursa Saham paling lambat 28 hari sebelum RUPS
Does	the	company	release	its	notice	of	AGM	(with	detailed	agendas	and	explanatory	circulars),	as	announced	to	the	
Exchange,	at	least	28	days	before	the	date	of	the	meeting?

√

B.2 Larangan terhadap insider trading/self dealing
Insider	trading	and	abusive	self-dealing	should	be	prohibited. √

B.2.1 (B) Perusahaan memiliki kebijakan yang mensyaratkan Dewan Komisaris, Direksi dan Eksekutif Kunci Lainnya 
kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk memberitahukan transaksi perdagangan saham Perusahaan 
minimal 1 hari sebelumnya
Does	the	company	have	a	policy	requiring	directors	/	Commissioners	and	key	officers	to	notify	the	Board	or	its	
delegate	at	least	one	day	before	they	deal	in	the	company	shares?

√

D Pengungkapan dan Transparansi
Disclosure	and	transparency √
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D.1 Kualitas Laporan Tahunan
Quality	of	Annual	Report √

D.1.1 (B) Perusahaan mengungkapkan independensi konsultan Komite Remunerasi/Kompensasi yang diangkat oleh 
Dewan Komisaris
Does	the	company	disclose	the	Identity	of	advisers/consultants	to	the	remuneration/compensation	committee	
appointed	by	the	board	and	whether	they	are	deemed	independent	or	they	have	declared	any	conflicts	of	interests?

√

E Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Responsibilities	of	the	Board √

E.1 Kompetensi dan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi
Board	Competencies	and	Diversity √

E.1.1 (B) Perusahaan memiliki paling tidak 1 anggota Dewan Komisaris/Direksi perempuan
Does	the	company	have	at	least	one	female	independent	director/commissioner? √

E.2 Komite Nominasi
Nominating Committee √

E.2.1 (B) Seluruh anggota Komite Nominasi merupakan anggota independen
Does	the	Nominating	Committee	comprise	entirely	of	independent	directors/commissioners? √

E.3 Penugasan Dewan Komisaris dan Direksi
Board	Appointments	and	Re-Election √

E.3.1 (B) Perusahaan menlakukan kompilasi profil kandidat Dewan Komisaris dan Direksi
Does	the	company	compile	a	board	profile	when	considering	candidates	to	the	board	(i.e.,	identify	the	professional	
skills	and	personal	characteristics	present	on	the	current	board;	identify	the	missing	skills	and	characteristics;	and	
nominate	individuals	who	could	fill	possible	gaps)?

√

E.3.2 (B) Perusahaan menggunakan konsultan independen atau sumber eksternal dalam pencarian kandidat Dewan 
Komisaris dan Direksi
Does	the	company	use	professional	search	firms	or	other	external	sources	of	candidates	(such	as	director	databases	
set	up	by	director	or	shareholder	bodies)	when	searching	for	candidates	to	the	board	of	directors/commissioners?

√

E.4 Struktur dan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi
Board Structure & Composition √

E.4.1(B) Perusahaan menetapkan batasan rangkap jabatan Dewan Komisaris dan Direksi paling banyak 5 jabatan di 
perusahaan terbuka lainnya maupun Entitas Anak
Has	the	company	set	a	limit	of	five	board	seats	in	PLCs	including	its	unlisted	subsidiaries?

√

E.5 Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Board	Appraisal √

E.5.1 (B) Perusahaan meugaskan konsultan ekternal terkait dengan penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi
Does	the	company	appoint	an	external	consultant	to	facilitate	the	board	assessment	at	least	once	every	three	years?			 √

E.6 Pengawasan Risiko
Risk	Oversight √

E.6.1 (B) Laporan Tahunan mengungkapkan pendapat Dewan Komisaris dan Direksi atau Komite Audit tentang 
kecukupan pengendalian internal/ sistem manajemen risiko
Does	the	Annual	Report	contain	a	statement	from	the	board	of	directors/commissioners	or	Audit	Committee	
commenting	on	the	adequacy	of	the	company's	internal	controls/risk	management	systems?

√

Penalti 
Penalty

A. Hak Pemegang Saham
Rights	of	shareholders -

A.1 Hak Dasar Pemrgang Saham
Basic	shareholder	rights -

A.1.1 (P) Perusahaan tidak memberikan perlakuan yang adil kepada pemegang saham terkait dengan pembelian 
kembali saham
Did	the	company	fail	or	neglect	to	offer	equal	treatment	for	share	repurchases	to	all	shareholders?

-

A.2 Pemegang saham termasuk pemegang saham institusi diperbolehkan untuk saling berkonsultasi terkait 
dengan pemenuhan hak-hak pemegang saham
Shareholders,	including	institutional	shareholders,	should	be	allowed	to	consult	with	each	other	on	issues	
concerning	their	basic	shareholder	rights	as	defined	in	the	Principles,	subject	to	exceptions	to	prevent	abuse.

-

A.2.1 (P) Terdapat batasan yang mencegah adanya komunikasi atar pemegang saham
Is	there	evidence	of	barriers	that	prevent	shareholders	from	communicating	or	consulting	with	other	shareholders? -
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A.3 Hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam RUPS dan mendapatkan informasi terkait prosedur RUPS
Right	to	participate	effectively	in	and	vote	in	general	shareholders	meeting	and	should	be	informed	of	the	rules,	
including	voting	procedures,	that	govern	general	shareholders	meeting.

-

A.3.1 (P) Menambahkan agenda RUPS yang sebelumnya tidak diberitahukan dalam pengumuman RUPS
Did	the	company	include	any	additional	agenda	item	at	the	most	recent	AGM	for	which	due	notice	has	not	been	
given?

-

A.4 Struktur modal yang memungkinkan adanya pengendalian yang tidak proporsional harus diungkapkan
Capital	structures	and	arrangements	that	enable	certain	shareholders	to	obtain	a	degree	of	control	
disproportionate	to	their	equity	ownership	should	be	disclosed.

-

A.4.1 (P) Perusahaan tidak mengungkapkan shareholders agreement
Shareholders	agreement? -

A.4.2 (P) Perusahaan tidak mengungkapkan voting cap
voting	cap? -

A.4.3 (P) Perusahaan tidak mengungkapkan multiple voting rights
Multiple	voting	rights? -

A.5 Struktur modal yang memungkinkan adanya pengendalian yang tidak proporsional harus diungkapkan
Capital	structures	and	arrangements	that	enable	certain	shareholders	to	obtain	a	degree	of	control	
disproportionate	to	their	equity	ownership	should	be	disclosed.

-

A.5.1 (P) Adanya struktur kepemilikan piramida/cross holding
Is	a	pyramid	ownership	structure	and/	or	cross	holding	structure	apparent? -

B Perlakuan yang sama bagi pemegang saham
Equitable	treatment	of	shareholders -

B1.1 (P) Terdapat praktik insider trading
Has	there	been	any	conviction	of	insider	trading	involving	directors/commissioners,	management	and	employees	in	
the	past	three	years?

-

B.2 Perlindungan pemegang saham minoritas
Protecting	minority	shareholders	from	abusive	action -

B.2.1 (P) Terdapat pelanggaran terhadap peraturan terkait mengenai transaksi dengan pihak berelasi
Has	there	been	any	cases	of	non-compliance	with	the	laws,	rules	and	regulations	pertaining	to	significant	or	
material	related	party	transactions	in	the	past	three	years?

-

C Peran stakeholders
Role	of	stakeholders -

C.1 Hak stakeholder yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan perjanjian harus dihargai
The rights of stakeholders that are established by law or through mutual agreements are to be respected. -

C.1.1 (P) Terdapat pelanggaran hak stakeholders
Has	there	been	any	violations	of	any	laws	pertaining	to	labour/employment/	consumer/insolvency/	commercial/
competition	or	environmental	issues?

-

C.2 Dalam menjalankan perannya dalam penerapan corporate governce, stakeholders harus memiliki akses 
informasi yang relevan secara tepat waktu dan reguler
Where	stakeholders	participate	in	the	corporate	governance	process,	they	should	have	access	to	relevant,	sufficient	
and	reliable	information	on	a	timely	and	regular	basis.	

-

C.2.1 (P) Perusahaan mendapatkan sanksi dari regulator terkait keterlambatan penyampaian informasi
Has	the	company	faced	any	sanctions	by	regulators	for	failure	to	make	announcements	within	the	requisite	time	
period	for	material	events?

-

D Pengungkapan dan Transparansi
Disclosure	and	transparency -

D.1 Sanksi terhadap penyampaian Laporan Keuangan
Sanctions	from	regulator	on	financial	reports -

D.1.1 (P) Perusahaan mendapat qualified opinion dari auditor eksternal
Did	the	company	receive	a	"qualified	opinion"	in	its	external	audit	report? -

D.1.2 (P) Perusahaan menerima adverse opinion dari auditor eksternal
Did	the	company	receive	a	"adverse	opinion"	in	its	external	audit	report? -

D.1.3 (P) Perusahaan menerima disclaimer opinion dari auditor eksternal
Did	the	company	receive	a	"disclaimer	opinion"	in	its	external	audit	report?	 -
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D.1.4 (P) Perusahaan merevisi Laporan Keuangan periode sebelumnya selain karena adanya perubahan kebijakan 
akuntansi
Has	the	company	in	the	past	year	revised	its	financial	statements	for	reasons	other	than	changes	in	accounting	
policies?

-

E Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi
Responsibilities	of	the	Board -

E.1 Kepatuhan dengan regulasi pasar modal
Compliance	with	listing	rules,	regulations	and	applicable	laws -

E.1.1 (P) Terdapat bukti adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan selain peraturan pengungkapan 
informasi
Is	there	any	evidence	that	the	company	has	not	complied	with	any	listing	rules	and	regulations	over	the	past	year	
apart	from	disclosure	rules?

-

E.1.2 (P) Terdapat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris
Have	there	been	any	instances	where	non-executive	directors/commissioner	have	resigned	and	raised	any	issues	of	
governance-related	concerns?

-

E.1.3 (P) Terdapat kasus perusahaan yang diakibatkan karena lemahnya pengawasan Dewan Komisaris
Have	there	been	major	corporate	scandals	that	point	to	weak	board	of	directors/commissioners	oversight? -

E.2 Board A -

E.2.1 (P) Perusahaan memiliki Komisaris Independen yang telah menjabat lebih dari 9 tahun
Does	the	Company	have	any	independent	directors/commissioners	who	have	served	for	more	than	nine	years? -

E.2.2 (P) Tidak terdapat penjelasan tentang adanya Komisaris Independen yang menjabat lebih dari 9 tahun
Did	the	company	fail	to	provide	justification	and	obtain	shareholder's	approval	for	retaining	the	independent	
director(s)/commissioner(s)	beyond	nine	years?

-

E.2.3 (P) Perusahaan tidak mengungkapkan tanggal pengangkatan Komisaris Independen untuk pertama kalinya
Did	the	company	fail	to	disclose	the	date	of	first	appointment	of	each	independent	directors(s)/commissioner(s)? -

E.2.4 (P) Perusahaan tidak mengungkapkan identitas Komisaris Independen
Did	the	company	fail	to	disclose	the	identity	of	the	independent	director(s)/commissioner(s)? -

E.3 Audit Eksternal
External	Audit -

E.3.1 (P) Terdapat Direksi atau Manajemen Senior yang menjadi partner dari Kantor Akuntan Publik yang 
malaksanakan pengauditan di tahun ini
Is	any	of	the	directors	or	senior	management	a	former	employee	or	partner	of	the	current	external	auditor	(in	the	
past	2	years)?

-
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